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PEDOMAN TRANSLITERASI 

ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama Mennteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, 
tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal. 

ARAB BESAR KECIL 

 

ARAB BESAR KECIL 

 Ṭ ṭ ط A a ا

 Ẓ ẓ ظ B b ب

 ‘ ‘ ع T t ت

 G g غ Ṡ ṡ ث

 F f ف J j ج

 Q q ق H h ح

 K k ك Kh kh خ

 L l ل D d د

 M m م Ż ż ذ

 N n ن R r ر

 W w و Z z ز

 H h ه S s س

 ` ` ء Sy sy ش

 Y y ي Ṣ ṣ ص

 Ḍ ḍ ض
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B. Konsonan Rangkap. 
Konsonan rangkap, termasuk tanda Syaddah, harus 

ditulis secara lengkap,  
seperti ; 
 ditulis Ahmadiyyah :   احمديّة

C. Ta` Marbûţah di akhir Kata. 
1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata 

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 
; 
 ditulis jamā‘ah : جماعة 

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, 
ditulis “t”. 
 ditulis ni’matullāh :   نعمة الله
 ditulis zakāt al-fiṭri :   زكاة الفطر

D. Vokal Pendek. 

Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan dammah 
ditulis “u”. 

E. Vokal Panjang. 
1. “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang  ditulis “i”, dan 

“u” panjang ditulis “ū” masing-masing dengan 
tanda (  -  ) di atasnya. 

2. Tanda fathah + huruf yā’ tanpa dua titik yang 
dimatikan ditulis “ai”, dan fathah + wāwu mati 
diutulis “au”. 

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 
dipisahkan dengan apostrof (‘) 
 ditulis a’antum :    أأنتم
 ditulis mu’annaṡ :   مؤنثّ

G. Kata Sandang Alief + Lâm. 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al- : 
 ditulis al-Qur’ān :  القرآن

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, maka al- diganti 
dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya : 
 ditulis asy-syi’ah :  الشّيعة
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H. Huruf Besar. 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat. 

1. Ditulis kata per kata, atau; 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam 

rangkaian tersebut ; 
 ditulis syaikh al-Islām :   شيخ الإسلام

J. Lain-Lain. 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, kiyas, maslahat, dll.), 
ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Dalam teori metodologi hukum Islam (uṣûl al-fiqh), 
disebutkan bahwa al-Qur’ān dan sunnah (hadîṡ) adalah 
sebagai sumber dari segala sumber hukum (maṣdar min al-
maṣādir). Sedangkan yang lainnya seperti ijmâ’ dan qiyâs 
merupakan dalil sekunder yang diperdebatkan 
eksistensinya di kalangan uṣῡliyyin. Fazlur Rahmân (w. 1988 
M) mengatakan bahwa yang betul-betul landasan atau 
sumber materiel adalah al-Qur’ān dan sunnah. Sedangkan 
ijmâ’ merupakan dasar formal, dan qiyâs adalah sebagai 
aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.1 Tetapi setelah 
teori hukum tersusun terutama di masa asy-Syâfî’i (150-204 
H), sumber dan dalil hukum itu disistematisir dan 
diurutkan secara hirarkhis menjadi: al-Qur’ān, sunnah, 
ijmâ’, dan qiyâs.2 Penetapan sumber dan dalil hukum 
tersebut menjadi doktrin yang kemudian oleh mayoritas 
ulama (jumhûr al-’ulamâ’) disepakati dan wajib diikuti dalam 
meng-istinbâṭ-kan hukum.3 Adapun selebihnya, seperti 
istiṣhâb, istihsân, istiṣlah (maṣlahah mursalah), qaul ṣahâbî, ijmâ’ 

 
1Fazlur Rahmân, Islâm, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta: 

PT Bina Aksara, 1987), h. 106. 
2Muhammad bin Idris asy-Syāfî’i (selanjutnya ditulis asy-Syâfî’i), ar-

Risālâh, pengedit Ahmad Muhammad Syakir (Mesir: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 
39. Asy-Syafî’i, al-Umm (Mesir: Maktâbah al-Kûlliyyah, 1961), Juz ke 5, h. 
246. 

3Zâki ad-Dîn Sya’bân, Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî (Mesir: Dâr al-Ta’lîf, 
1964), h. 27.  
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ahli Madînah, ‘urf, sadd az-żarî’ah, dan syar’u man qablanâ 
merupakan dalil yang juga diperdebatkan eksistensinya di 
kalangan para ahli usûl.4 

Pada masa Rasulullah (570-632 M), apabila muncul 
suatu kasus hukum baik yang berhubungan dengan Allah 
(habl min Allâh) maupun dengan sosial kemasyarakatan (habl 
min an-nâs), maka Allah menurunkan wahyu (al-Qur’ān) 
untuk menjelaskannya, meskipun penjelasan wahyu berupa 
ayat-ayat al-Qur’ān itu pada umumnya bersifat global 
(ijmâli), tidak secara detail (tafṣili). Dari kondisi ini, di satu 
sisi Rasulullah sebagai orang yang diberi kewenangan 
untuk menjelaskan wahyu tersebut, dan di sisi lain beliau 
berkewajiban untuk menjawab dan menetapkan ketentuan 
hukum dari berbagai kasus hukum yang dihadapinya. 
Karena itu, Rasulullah terkadang harus menggunakan akal 
yang disebut dengan ijtihâd (al-ijtihād) dalam menetapkan 
hukum. 

Ijtihâd Rasulullah pada dasarnya merupakan 
manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap teks-teks 
al-Qur’ān, karena semua hasil ijtihâdnya dipandu oleh 
wahyu. Pelaksanaan ijtihâdnya, terkadang dilakukan 
melalui musyawarah dengan para sahabat dan terkadang 
dilakukan secara pribadi dengan menganalogikan kasus 
yang sama sekali tidak diatur ketentuan hukumnya dengan 
kasus yang sudah ada aturan hukumnya dalam al-Qur’ān 
yang disebut dengan qiyâs, sekalipun dalam pengertian 
yang luas. Oleh sebab itu, segala apa yang ditetapkan 
Rasulullah dari hasil ijtihâdnya adalah menjadi sunnah 
(sumber hukum). 

Setelah Rasulullah wafat (632 M), praktik ijtihâd 
diteruskan oleh para sahabat. Mereka mengikuti cara-cara 
ijtihâd yang pernah dilakukan Rasulullah. Ketika 

 
4Lihat, Muhammad Sa’îd Alî ‘Abd Rabbih (selanjutnya ditulis ‘Abd 

Rabbih), Buhûṡ fî al-Adîllah al-Mukhtalaf Fîhâ ‘Ind al-Uṣûlîyyin (Mesir: 
Mâṭba’ah as-Sa’ādah, 1400 H/1980 M). Zâki ad-Dîn Sya’bân, Uṣῡl al-Fiqh, 
h. 28. 
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dihadapkan pada kasus-kasus hukum, mereka mula-mula 
merujuk pada al-Qur’ān, dan selanjutnya merujuk pada 
sunnah. Ketika kedua sumber hukum itu tidak ditemukan 
aturan hukumnya, maka mereka melakukan ijtihâd 
berdasarkan kemampuan memahami makna-makna teks 
dilihat dari segi sosio-historis (asbâb al-nuzûl), tujuan-tujuan 
hukum (maqâṣîd asy-syarî’ah), dan alasan-alasan hukum 
(ta‘lîl al-ahkâm), serta berdasarkan kemampuan bahasa arab 
yang dimiliki, meskipun era itu gramatika bahasa arab 
belum sistematis seperti di era berikutnya. Namun 
demikian, para ahli hukum Islam masa-masa berikutnya 
menilai bahwa metode ijtihâd yang dilakukan oleh para 
sahabat itu masih terbatas pada pemahaman pada al-Qur’ān 
dan sunnah. Muhammad Abû Zahrah (w. 1974) mengatakan 
bahwa sebagian sahabat berijtihâd dalam batas-batas 
pemahaman al-Qur’ān dan sunnah, sedangkan sebagian 
yang lain menggunakan al-qiyâs dan al-maṣlahâh.5 Senada 
dengan Abû Zahrah, Muhammad Salâm Mażkur 
mengatakan bahwa ijtihâd para sahabat itu tersimpul pada 
tiga bentuk dalam menginterpretasikan nâṣ, yaitu 
menggunakan qiyâs, mâṣlâhah mursalah dan  istihsân.6  Dari 
penilaian Abû Zahrah dan Salâm Mażkur ini menunjukkan 
bahwa kedudukan ijtihâd di masa sahabat sudah menjadi 
alat untuk menggali sumber hukum dengan menggunakan 
pendekatan qiyâs, mâṣlâhah mursalah, dan  istihsân. 

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan 
Islam dan terjadinya interaksi sosial antara kaum muslimin 
dengan penduduk asli di berbagai wilayah dan daerah, 
terutama sesudah periode sahabat, maka konsekuensinya 
adalah kreatifitas ijtihâd di kalangan para mujtahid semakin 
luas dan berkembang. Sementara nâṣ-nâṣ wahyu terbatas, 
sedangkan permasalahan hukum terus terjadi tidak terbatas; 

 
5Muhammad Abû Zahrah, Muhāḍarāt Târîkh al-Mażâhib al-Islâmîyyah 

(Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t.), Jld. ke 2, h. 23. 
6Muhammad Salâm Mâżkûr, al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâmî (Bairût: 

Dâr al-Fikr, t.t.), h. 22. 
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Atau nâṣ-nâṣ wahyu itu terbatas adanya, sedangkan 
permasalahan hukum senantiasa terjadi dan tidak terbatas.7  
Para tâbi’in dan tâbi’ tâbi’in dalam menghadapi kompleksitas 
kasus hukum yang terus terjadi, mereka berusaha secara 
maksimal untuk menyelesaikannya dengan langkah awal 
mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasulullah, kemudian 
cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat dengan terus 
berusaha mengembangkan metode-metode istinbâṭ 
hukumnya.  

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, muncul dua 
kelompok pemikiran yang disebut ahl al-hadîṡ dan ahl al-ra’y 
yang memiliki landasan teologis masing-masing. Ahl al-hadîṡ 
yaitu para pakar hukum yang dalam meng-istinbᾱṭ-kan 
hukum terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi mereka 
memberikan porsi pada naṣ-naṣ (an-nuṣῡṣ) lebih besar atas 
ra’y. Ra’y digunakan hanya dalam situasi tertentu.8 
Kelompok ahl al-hadiṡ ini berkembang di Hijaz, Madinah 
yang dibangsakan kepada Imảm Mảlik (w. 179 H), asy-
Syảfi’i (w. 204 H) dan Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). 
Kemudian dikembanglanjutkan oleh para pengiktnya 
masing-masing. Di Hijảz, Madinah seperti Sa’id ibn al-
Musayyab (w. 94 H), ‘Urwah bin az-Zubair (w. 94 H), Ibn 
Syihảb az-Zuhri (w. 124 H). Pengikut asy-Syảfi’i, seperti 
Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Abῡ Bakar al-Humaidi (w. 
219 H), Abῡ Ya’qῡb al-Buwaiṭy (w. 231 H), Abῡ Ibrảhim al-
Muzani (w. 264 H), ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Murảdi (w. 270 
H) dan pengikut Imảm Ahmad bin Hanbal, seperti Abῡ 
Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hảni al-Khurảsảni al-
Bagdảdi (w. 273 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hujjảj al-
Masrῡzi (w. 275 H), Ibrảhim al-Harbi Abῡ Ishảq (w. 285 H), 
Abῡ al-Qảsim Umar bin Abi ‘Ali al-Husaini al-Khiraqi al-
Bagdảdi (w. 324 H), Muwaffiq ad-Din ibn Qudảmah al-

 
7Muhammad Abῡ Bakar asy-Syâhrâstânî,  al-Milāl wa an-Nihāl 

(Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1967), h. 202. 
8Farid Wajdi, Dᾱirah al-Ma’ᾱrif (Bairut: Dảr al-Ma’rifah, 1971), Jld. Ke 

4, Cet. Ke 3, h. 155-156. Asy-Syảfi’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 256.  
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Maqdisi (w. 620 H), Ibn Taimiyyah (w. 728 H) dan Ibn 
Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H).9. 

Sedangkan ahl ar-ra’y, yaitu para pakar hukum yang 
dalam meng-istinbảṭ-kan hukum terhadap kasus-kasus 
hukum yang terjadi mereka memberikan porsi ra’y lebih 
besar atas naṣ, karena setelah diteliti eksistensi naṣ tidak 
langsung bisa menyelesaikan kasus yang terjadi.10 Ahl al-ra’y 
ini merupakan kelompok pakar hukum Irak Bagdad, yang 
karena sosio-kultural dan letak giografis yang jauh dari 
Hijảz Madinah, dalam melakukan ijtihad untuk meng-
istinbảṭ-kan hukum dari kasus-kasus hukum yang terjadi 
mereka memiliki metodologi dan kaidah-kaidah fikih 
tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 
ada. ‘Abd Allah Ibn Mas’ῡd (w. 32 H) sebagai tokoh ahl ra’y 
dari kalangan sahabat adalah seorang ulama yang sukses 
dalam membina murid-muridnya menjadi pakar hukum 
terkenal, di antaranya ‘Alqamah bin Qais an-Nakha’i al-Kῡfi 
(w. 62 H). Dari ‘Alqamah muncul Ibrảhim bin Yazid an-
Nakha’i,(w. 95 H). An-Nakha’i mempunyai murid bernama 
Syekh Hammad bin Abi Sulaimản al-Asy’ari (w. 120 H) dan 
dari ulama yang terakhir ini, Imảm Besar (al-imảm al-a’ẓam) 
Abῡ Hanifah mendapat pendidikan dalam bidang fikih dan 
hadis.11 Dari sini terlihat bahwa matarantai pendidikan dan 
pengajaran dari tokoh pertama, Ibn Mas’ῡd hingga Abῡ 
Hanifah, membentuk metodologi istinbảṭ hukum yang 
spesifik. Metodologi istinbảṭ ini dianggap sebagai kristalisasi 
dari pendidikan dan pengajaran yang sistematis dari 
penggunaan ra’y sehingga ahl ra’y juga disebut ashảb al-

 
9Muhammad Ali as-Sảyis, Tảrikh al-Fiqh al-Islảmi (Mesir: Maktabah 

wa Mamaṭba’ah Muhammad ‘Ali Ṣabih wa Aulảduh, t.t.), h. 73. 
Muhammad Yῡsuf Mῡsa, al-Madkhal Lidirảsah al-Fiqh al-Islảmi (Mesir: Dảr 
al-Fikr al-‘Arabi, 1380 H/1961 M), Cet. Ke 2, h. 155, 164-165, 169-170. ‘Ali 
Jum’ah, al-Imảm asy-Syảfi’i wa Madrasatih al-Fiqhiyyah (Mesir: Dảr ar-
Risảlah, 1425 H/2004 M), Cet. Ke 1, h. 24. 

10Farid Wajdi, Dāirah al-Ma’ārif, h. 156. . 
11Muhammad Yῡsuf Mῡsa, Abῡ Hanifah (Mesir: Maktabah Nahḍah, 

1957), h. 18.  
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qiyảs.12 Pada perkembangan berikutnya ahl al-ra’y ini 
menjadi satu mażhab fikih rasional atas pengaruh Abû 
Hanîfah (80-150 H/699-767 M) yang menjalani masa 
hidupnya pada kondisi sosial politik diakhir dinâsti 
Umayyah dan diawal dinâsti ‘Abbâsiyah.13  Irak pada masa 
Abû Hanîfah merupakan kota yang peradaban dan 
pengetahuan Islam sudah lebih maju dibandingkan dengan 
suasana Hijāz,  Madînah yang masih sederhana. Namun 
demikian, ahl ar-ra’y menjadi hidup dan berkembang ke 
seluruh jazirah Arab dan bahkan ke seluruh dunia tidak 
terlepas dari peran para pengikut Abῡ Hanifah yang 
bermarkas di Madrasah Kῡfah atau Madrasah Ahl Ra’y, 
sekaligus mereka mengkodifikasikan fatwa-fatwa Abῡ 
Hanifah. Di antara para pengikut (murid-muridnya) yang 
terkenal adalah Abῡ Yῡsuf Ya’qῡb  bin Ibrảhim al-Anṣảri 
(113-183 H), Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibảni (132-189 
H), Zufar bin al-Huẑail bin Qais al-Kῡfi (110-158 H) dan Al-
Hasan bin Ziyảd al-Lu’lui (133-204 H).14  

Sedangkan ahl al-hadîṡ menjadi mażhab fikih tradisional 
atas pengaruh Mâlik bin Anas (93-179 H) yang menjadikan 
al-Qur’ān dan hadîṡ serta ijmâ’ sahabat sudah dipandang 
cukup untuk menjadi dasar penyelesaian kasus-kasus 
hukum yang muncul, tidak perlu lagi kepada ijtihad dan 
memakai rasio.15 Lebih jauh dapat dikemukakan latar 
belakang ahl al-hadiṡ menggunakan ra’y lebih kecil porsinya 
atas naṣ, paling tidak terdapat tiga faktor penyebab: 
Pertama, konsistensi besar terhadap para pendahulu mereka 
yang memberi porsi lebih kecil pada ra’y. Kedua, banyak 
terjadi kemungkinan praktik-praktik para sahabat dalam 
menyelesaikan kasus-kasus hukum dan sedikitnya kasus 

 
12Muhammad Yῡsuf Mῡsa, Tarikh al-Fiqh al-Islảmi (Mesir: Dảr al-

Kitảb al-‘Arabi, 1958), h. 139. 
13Muhammad Yûsûf Mûsâ, Abû Hanîfah, h. 9. 
14Muhammad Yῡsuf Mῡsa, al-Madkhal, h. 145-146. 
15Lihat, Fâroûq Abû Zaid, Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan 

Modernis,penerjemah Husein Muhammad (Jakarta: Perhimpunan 
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), h. 20-21. 
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hukum baru yang terjadi. Ketiga, kebersahajaan ulama 
Hijảz, bahwa umumnya umat Islam di Hijảz tidak meminta 
fatwa mengenai sesuatu masalah yang belum terjadi.16  
Sementara ahl ar-ra’y memberikan porsi lebih besar pada 
ra’y atas naṣ disebabkan: (1) Implikasi metode pendidikan 
dan pengajaran yang dikembangkan oleh Ibn Mas’ῡd, 
konsisten terhadap pemikiran-pemikiran hukum Umar bin 
Khaṭṭảb melalui ra’y. (2) Ahl ar-ra’y berpendapat bahwa Irak 
adalah tempat yang paling banyak didiami oleh ulama 
sahabat. Kῡfah dan Baṣrah, dua markas tentara Islam (al-
juyῡsy al-islảmiyyah). Dari kedua kota ini banyak kota besar 
ditaklukkan hingga menjamah Khurasan dan Kῡfah sendiri 
menjadi pusat khilafah ‘Ali. (3) Berbagai kasus hukum lebih 
banyak didominasi oleh Irak daripada Hijảz, karena Hijảz 
sendiri masih menunjukkan daerah yang asri bersahaja. 
Sedangkan Irak mempunyai peradaban dan kebudayaan 
yang sudah maju. Sementara hadis-hadis yang diterima 
para ulama ketika itu tidak mencakup (menjamah) berbagai 
kasus hukum baru yang terjadi, maka menggunakan ra’y 
adalah suatu keniscayaan.17    

Munculnya dua kelompok pemikiran metodologis 
tersebut di atas, membuat asy-Syâfî’i (150-204 H) merasa 
terpanggil untuk melakukan moderasi. Ia merumuskan teori 
hukum yang mensintesa pemikiran rasional Hanafî dan 
pemikiran Mâlikî yang tradisional. Upaya ini terlihat dari 
semangat melakukan diskusi dengan murid-murid Abû 
Hanîfah, terutama dengan Abû Yûsuf (w. 183 H) dan 
Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibânî (w. 189 H) setelah 
terlebih dahulu berguru kepada pemuka ahl al-hadîṡ, Mâlik 
bin Anas. Hasil upayanya ini melahirkan teori hukum 
dalam konstruksi empat sumber utama hukum yang banyak 
dipedomani oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah 

 
16Muhammad ‘Ali as-Sảyis, Tārikh al-Fiqh, h. 73. 
17 Ibid., h. 74. 
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disebutkan di atas, yaitu al-Qur’ān, sunnah/hadîṡ, ijmâ’ dan 
qiyâs.18  

Dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam, muncul 
tiga aliran pola pemikiran uṣûl al-fiqh sebagai representasi 
dari dinamika corak pemikiran mażhab-mażhab di atas, 
yaitu aliran mutakallimin (Syâfi’îyyah), aliran fuqahā’ 
(Hanafîyyah), dan aliran konvergensi (gabungan keduanya). 
Pertama, aliran mutakallimin (Syâfi’îyyah). Mereka dalam 
merumuskan kaidah-kaidah uṣûliyyah itu bersifat teoritis, 
logis dan rasional, karena senantiasa berpegang pada 
analisis kebahasaan (qawâ’id al-lugawîyyah) dan analisis 
‘illah-’illâh hukum (ta’lîl al-ahkâm) yang didukung dengan 
argumentasi-argumentasi yang kuat baik secara naqli 
maupun ‘aqli. Karena itu, mereka tidak terikat dengan 
hukum-hukum fûrū’ yang telah ada. Kedua, aliran fuqahā’ 
(Hanafîyyah). Mereka dalam merumuskan kaidah-kaidah 
uṣûliyyah bertolak dari hukum-hukum fûrū’ yang telah ada 
setelah meneliti dan menganalisis secara cermat. Jika kaidah 
uṣûl yang dirumuskan itu bertentangan dengan hukum-
hukum fûrū’, maka kaidah itu harus diubah disesuaikan 
dengan hukum fûrū’ tersebut. Ketiga, aliran konvergensi. 
Aliran ini muncul setelah munculnya dua aliran di atas, 
yang berusaha untuk memadukan dua corak pemikiran uṣûl 
tersebut. Dalam menetapkan kaidah-kaidah uṣûl, aliran ini 
mengemukakan argumentasi-argumentasi yang kuat, dan 
memperhatikan relevansinya dengan hukum-hukum fûrū’ 
yang telah ada.19 Ketiga aliran uṣûl tersebut dalam praktik 
istinbâṭ hukum mereka menggunakan qiyâs, istihsân, dan 
maṣlahah mursalah lebih mendominâsi, dan dipandang lebih 
efektif dalam penyelesaian kasus-kasus hukum, tetapi, 
ketiganya masih menyisakan problem metodologis, 
terutama di era kontemporer saat ini.  

 
18Asy-Syâfî’i, ar-Risālah, h. 39. 
19Zâki ad-Dîn Sya’bân, Uṣῡl al-Fiqh, h. 17-23. Zakariâ al-Barrî, 

Maṣâdîr al-Ahkâm al-Islāmiyyah  (Mesir: Dār al-Ma’ārif, 1395 H/1975 M), 
h..9-11. Muhammad Muṣṭafâ Sâlâbî, Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî (Bairût: Dâr al-
Jāmi’ah, 1403 H/1983 M), Juz ke 1, h. 51-53.   
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Konsep-konsep metodologi hukum Islam (uṣῡl al-fiqh) 
klasik yang telah mapan berkembang selama ini dan 
dipraktikkan oleh para imām mujtahid dalam meng-istinbaṭ-
kan hukum, bahkan ditempatkan pada posisi sentral dalam 
studi keislaman, dan seringkali disebut sebagai the queen of 
Islamic sciences,20 ternyata dipandang oleh para pemikir 
muslim kontemporer dalam bagian-bagian tertentu, tidak 
cukup memadai lagi untuk menjalankan fungsinya dengan 
baik. Qiyās misalnya, di kalangan para pakar metodologi 
hukum Islam (uṣῡliyyin) dalam konteks istinbat hukum, 
dijadikan prosedur pokok dalam pengembangan pemikiran 
hukum Islam untuk merespon peristiwa hukum baru. 
Tetapi, prosedur ini memiliki dua kelemahan: Pertama, 
pengembangan yang dilakukan antara dua juz’iyyah (maqis 
dan maqis ‘alaih) itu harus benar-benar dipahami kesamaan 
‘illah hukumnya. Hal ini suatu persyaratan yang sangat sulit 
untuk diaplikasikan, sehingga banyak para mujtahid yang 
beralih dari metode qiyās ke metode lain yang berpola sama, 
yaitu istihsān. Kedua, dengan sulitnya menemukan 
kepastian ‘illah hukum, karena mesti terdapat kesamaan 
yang jelas dan terukur, maka berakibat terjadi fragmentasi 
aturan-aturan hukum Islam.21 Padahal pada awalnya, 
praktik atau penggunaan qiyās dalam merespon kasus 
hukum baru yang terjadi tidak rumit dan kaku, namun, 
setelah diformalkan terutama di masa asy-Syāfi’i terkesan 
ngejelimet dan ambigu. Kelemahan lain dari metode-
metode tersebut di atas, Muhammad Arkoun mengatakan 
cendrung mengutamakan aturan manusiawi dan kesemena-
menaan individual atas aturan Tuhan.22 Oleh sebab itu, Ibn 
Hazm (w. 457 H) menolak qiyās sebagai dalil dan metode 

 
20Akh Minhadji, “Reorientasi Kajian Ushul Fiqh” dalam Re-

Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta (Yogyakarta: 
SUKA Press, 2007), Cet. ke 1, h. 118.  

21Yῡsuf ibn Abῡ Bakar as-Sakiki, Miftāh al-‘Ulῡm (Bairut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 504.  

22 Muhammad Arkoun, Membedah Pemikiran Islam, Penerjemah 
Hidatullah (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), h. 22. 
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istinbaṭ hukum dalam masalah-masalah agama,23 dan Syi’ah 
Imāmiyyah lebih keras lagi menolak qiyās sebagai dalil 
hukum (ibṭāl al-qiyās fi ahkām ad-din). Menurutnya, jika kamu 
menggunakan qiyās dalam agamamu, maka kamu akan 
banyak menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan 
banyak mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. 
Untuk itu, menurut sebagian mereka ),menolak qiyās karena 
menyamai Iblis (qiyās iblis). Dialah yang mula-mula 
menggunakan qiyās, seperti kisah keengganan Iblis sujud 
kepada Nabi Adam.24  

Dari kelemahan dan kekurangan metode-metode 
tersebut di atas, para pemikir muslim kontemporer 
mencoba melakukan kritik dan sekaligus tawaran gagasan 
cerdas perlunya pembaruan pemikiran uṣῡl al-fiqh, baik dari 
segi sistematika penulisannya maupun dari segi substansi 
materi ilmu uṣῡl al-fiqh tersebut, tentunya disesuaikan 
dengan kebutuhan zaman era globalisasi dan digitalisasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi saat 
ini. Para pemikir muslim kontemporer yang concern dengan 
perlunya pembaruan metodologi hukum Islam di antaranya 
adalah Hasan at-Turabi. Ia mengatakan dalam tulisannya 
bahwa,  

Pada masa kita dewasa ini, kebutuhan akan metode 
uṣῡli yang harus menjadi kebangkitan kita, merupakan 
kebutuhan yang amat mendesak. Kendati demikian, 
masalah ini masih merupakan hal yang amat musykil 
lantaran kondisi ilmu uṣῡl al-fiqh tradisional yang kita 
jadikan pegangan, sudah tidak memadai lagi bagi 
kebutuhan kita saat ini, sebab ilmu ini telah dibentuk oleh 
adanya pengaruh-pengaruh historis yang ada pada saat 
pertumbuhannya, dan bahkan oleh karakteristik persoalan-

 
23Abi Muhammad ‘Ali bin Sa’id bin Hazm, al-Ihkām fi Uṣῡl al-Ahkām 

(Bairut: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, t.t.), Juz ke 8, h. 53.  
24Muhammad Jawād Mugniyah, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh fi Ṡaubih al-Jadid 

(Bairut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyin, 1975), Cet. ke 1, h. 246. Asymuni 
Abdurrachman, Uṣῡl Fiqh Syi’ah Imāmiyah (Yogyakarta: Penerbit CV Bina 
Usaha, t.t.). h. 29-30. 
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persoalan fiqhiyyah yang dihadapi oleh pembahasan-
pembahasan fiqh waktu itu.25  

Selain at-Turābi, Fazlur Rahman berpendapat tidak lagi 
cukup memadai untuk menggunakan teori fiqh dan uṣῡl al-
fiqh tentang qaṭ’iyyat dan ẓanniyyat. Ia menawarkan istilah 
ideal moral dan legal spesifik sebagai pembagian awal tradisi 
Islam. Lebih spesifik lagi tentang rekonstruksi metodologi 
hukum Islam dengan teori double movement-nya, Mahmoud 
Muhammed Taha menawarkan dengan teori nasakh-nya, 
Muhammad Syahrur dengan teori limit atau naẓariyyah al-
hudud-nya,26 dan masih banyak lagi gagasan dan tawaran 
dari para pemikir muslim kontemporer. 

Tawaran-tawaran alternatif pembaruan metodologi 
hukum Islam tersebut di atas, sesungguhnya menggugat 
kepada para akademisi, para mujtahid, dan ulama pada 
umumnya di mana saja berada untuk mencoba 
mengkonstruk dan merekonstruksi kembali substansi 
materi ilmu uṣῡl al-fiqh klasik yang telah ada. Memang 
disadari, upaya melakukan rekonstruksi substansi materi 
metodologi hukum Islam tidaklah mudah, hal ini 
merupakan pekerjaan yang cukup berat, dan mesti 
dilakukan oleh para pakar dibidangnya. Sekurang-
kurangnya di era kontemporer ini, para pakar metodologi 
hukum Islam mengamalkan prinsip “memelihara 
pengetahuan klasik yang baik, dan 
mengkontekstualisasikan pengetahuan baru yang lebih 
baik” (al-muhāfaẓah ‘alā al-qadim as-ṣālih wa al-akhż bi al-jadid 

 
25Hasan at-Turābi, Tajdid Uṣῡl al-Fiqh al-Islāmi, Penerjemah Afif 

Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1407 H/1986 M), h. 10. Hasan 
at-Turābi, Fiqih Demokratis, Penerjemah Abdul Haris, dan Zainul ‘Am 
(Bandung: Penerbit ‘Arsy, 1423 H/2003 M), h. 56.  

26Ainurrafiq, “Menawarkan Epistimologi Jama’i sebagai 
Epistimologi Ushul Fiqh, Sebuah Tinjauan Filosofis” dalam “Mazhab” 
Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Komtemporer (Yogyakarta: Penerbit 
Ar-Ruzz Press, 2002), h. 39. Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi 
Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 136-143.  
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al-aṣlah).27 Dalam hal ini, bahan baku teori-teori uṣῡl al-fiqh 
klasik (tradisional) yang telah tersedia diajarkan kepada 
mahasiswa sambil terus berenovasi untuk menunju pada 
terwujudnya uṣῡl al-fiqh kontemporer. Dalam buku ini 
hanya baru memuat sebagian kecil materi ilmu uṣῡl al-fiqh 
yang berupa pengantar (al-muqaddimah), al-ahkām asy-
syar’iyyah, dan al-adillah al-ahkām untuk menghantarkan 
mahasiswa ketika akan mempelajari ilmu tersebut.    

 
  

 
27Lihat, Farouq Abῡ Zaid, asy-Syari’ah al-Islāmiyyah bain al-Muhāfiẓin 

wa al-Mujaddidin, Penerjemah Husain Muhammad dengan Hukum Islam 
antara Tradisionalis dan Modernis (Jakarta: Penerbit Perhimpunan 
Pengembangan Peantren dan Masyarakat (P3M), 1986), h. Xv.  
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BAB II 
STUDI UṢUL AL-FIQH DAN 

PROBLEMATIKANYA 

Uṣῡl al-fiqh merupakan spesifikasi metodologi hukum Islam 
yang mesti dipelajari oleh mahasiswa di lingkungan 
Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN), dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta 
(PTAIS) pada umumnya, terutama mahasiswa Program 
Studi (Prodi) yang berada di Fakultas Syari’ah, karena 
mereka sebagai calon-calon mujtahid di masa yang akan 
datang. 

Sebelum langsung mengkaji substansi materi yang akan 
dipelajari dalam ilmu uṣῡl al-fiqh kesatu, maka perlu 
dihantarkan terlebih dahulu dalam bab kedua ini dimulai 
dari definisi uṣῡl al-fiqh, obyek kajian uṣῡl al-fiqh, tujuan dan 
kegunaan mempelajari uṣῡl al-fiqh, sejarah pertumbuhan 
dan perkembangan uṣῡl al-fiqh, aliran-aliran dalam uṣῡl al-
fiqh, karya-karya ilmu uṣῡl al-fiqh klasik, dan era modern. 

A. Definisi Uṣūl al-Fiqh 
Untuk mengetahui suatu definisi uṣūl al-fiqh yang 

komprehensif perlu terlebih dahulu dilakukan pelacakan 
dan pengkajian secara mendasar terbentuknya term uṣūl al-
fiqh.  Menurut gramatika bahasa, term uṣūl al-fiqh terbangun 
dari gabungan dua kata (iḍāfi), yaitu kata “uṣūl” dan “al-
fiqh”.  Gabungan dua kata tersebut, lahirlah suatu term uṣūl 
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al-fiqh yang digunakan oleh para pakar metodologi 
pemahaman hukum Islam (uṣūliyyin) untuk sebuah disiplin 
ilmu, yang disebut dengan ilmu uṣūl fiqh. 

Dalam literatur uṣūl al-fiqh, kata uṣūl merupakan bentuk 
plural (jama’) dari kata asal (aṣl). Sedangkan kata al-fiqh 
merupakan bentuk gerund (maṣdar) yang dapat berfungsi 
dalam arti plural (jama’) dan dalam arti singular (mufrad). 
Akar kata kerjanya adalah faqiha, yafqahu, fiqhan, yang 
artinya paham (al-fahm), atau cerdas dalam memahami alur 
pembicaraan (al-faṭanah).28  Adapun kata uṣūl yang 
merupakan plural dari aṣl artinya adalah sesuatu yang 
menjadi dasar bagi yang lain. Atau sesuatu yang di atasnya 
didirikan sesuatu yang lain (mā buniya ‘alaihi gairuh). Seperti 
asal berdirinya tembok rumah yaitu fondasi (asās), atau asal 
dari berdirinya sebatang pohon adalah akar-akarnya yang 
menancap ke dalam bumi.29 Dalam konteks ini, pengertian 
secara iḍāfi murakkab, uṣūl al-fiqh berarti sesuatu yang 
dijadikan dasar bagi fikih (al-fiqh).30 Dengan kata lain, dasar-
dasar atau asas-asas yang di atasnya didirikan hukum-
hukum syara’ (hukum Islam) yang bersifat praktis (‘amali) 
yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang 
dilakukan satu persatu (at-tafṣiliyyah).  

Di kalangan pakar metodologi pemahaman hukum 
Islam, kata uṣūl dipahami dengan pengertian yang luas, 
yaitu, di samping diartikan dengan sumber hukum (ad-
dalil), terkadang diartikan dengan ketentuan yang umum 
(al-qā’idah al-kulliyyah), dasar yang terkuat (ar-rājih), 
memberlakukan hukum yang telah ada sejak semula 
sebelum ada dalil lain yang mengubahnya (al-mustaṣhab), 
dan terkadang dijadikan sarana penganalogian sesuatu 

 
28Sa’di Abū Habib, al-Qāmus al-Fiqhi Lugatan wa Iṣṭilāhan (Damaskus-

Suriya: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M), Cet. ke 2, h. 289. 
29Abdul Hamid Hakim, as-Salām (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), Juz 

ke 2, h. 5. Abdul Hamid Hakim, al-Bayān (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), 
Juz ke 3, h. 3 

30Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 
1397 H/1958 M), h. 6.   
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yang belum ada ketentuan hukumnya (al-maqis ‘alaih, al-
maqis, dan al-far’u).31  Oleh karena itu, fiqh sering disebut 
dengan ilmu cabang (furū’), sedangkan uṣūl disebut dengan 
ilmu uṣūl al-fiqh yang merupakan kumpulan kaidah-kaidah 
dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk 
mendapatkan hukum-hukum syara’ yang digali dari dalil-
dalil hukum (al-Qur’ān dan sunnah) secara satu persatu.  

Setelah diketahui pengertian uṣūl, al-fiqh, dan uṣūl al-fiqh 
secara murakkab iḍāfi tersebut di atas, selanjutnya akan 
dikemukakan beberapa definisi uṣūl al-fiqh yang telah 
menjadi satu disiplin ilmu secara terminologis menurut 
uṣūliyyin meskipun setelah diketahui antara satu definisi 
dengan definisi yang lain secara redaksional terdapat 
perbedaan, tetapi secara substansial maksudnya adalah 
sama, sebagai berikut: 

Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H) menformulasikan 
uṣūl al-fiqh dengan: 

منِْ   الْأَحْكاَمِ  علَىَ  َلتَهِاَ  دلِا وجُُوهِْ  معَْرِفةَِ  وعَنَْ  الْأَحْكاَمِ  هذَهِِ  أَدِل َّةِ  عنَْ  عبِاَرةٌَ 
فْصِيلِْ   ُملْةَِ لاَ منِْ حَيثُْ الت َّ  حَيثُْ الْج

Artinya: “Pengetahuan tentang dalil-dalil hukum serta 
pengetahuan tentang dalil-dalil dari segi tunjukkannya 
kepada hukum secara global, tidak secara rinci”.32 

Al-Badakhsyi asy-Syafi’i menformulasikan dengan 
redaksional: 

ةِ الْإِسْتفِاَدةَِ منِْهاَ وحَاَلِ الْمسُْتفَيِدِْ    معَْرِفةَُ دلَاَئلِِ الْفقِْهِ إِجْمالَاً وكََيفْيِ َّ
 

31Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnū 
(selanjutnya ditulis al-Burnῡ), KitābKasyf as-Satir Syarh Gawāmiḍ Rauḍah 
an-Nadir (Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 1423 H/2002 M), Juz ke 1, h. 11-
12. Abdul Hamid Hakim, al-Bayān, h. 5-6.   

32Abū Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazāli (selanjutnya 
ditulis al-Gazāli), al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl (Mesir: Syirkah at-Tibā’ah 
al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1391 H/1971 M), h. 11.   
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Artinya: “Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara 
menggunakannya, serta mengetahui kondisi seseorang 
yang menggunakannya (mujtahid)”.33 

Ibn as-Sabki (w. 771 H) menformulasikan dengan 
ungkapan: 

 ْ ةُ وَبطِرُقُِ اسِْتفِاَدتَِهاَ ومَسُْتفَيِ  دِهاَ  دلَاَئلُِ الْفقِْهِ الْإِجْماَليِ َّ
Artinya: “Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara 

menggunakannya serta mengetahui kondisi seseorang 
yang menggunakannya”.34 

Ketiga formulasi uṣūl al-fiqh tersebut di atas, secara 
substansial maksudnya sama, bahwa uṣūl al-fiqh adalah 
menjadi obyek kajian para ulama uṣūl yaitu tentang 
mengetahui dalil-dalil hukum secara global, seperti 
bagaimana mengenai kedudukan ijmā’ dan qiyās dalam 
kerangka teori hukum Islam dalam istinbāṭ al-ahkam. Di 
samping itu, uṣūl al-fiqh juga membahas bagaimana cara 
mengeluarkan hukum (istikhrāj al-ahkām) dari dalil-dalil 
global itu. Misalnya, ketika seorang mujtahid dihadapkan 
pada hadis mutawatir dan ahad, maka sudah barang pasti 
secara metodologis didahulukan berpegang pada hadis 
mutawatir daripada hadis ahad, mendahulukan dalil yang 
pasti (qaṭ’i) dari dalil yang tidak pasti (ẓanni) dalam 
menetapkan hukum, dan seterusnya. Para mujtahid yang 
melakukan penggalian hukum pada dalil-dalil hukum, 
tidak semuanya diperbolehkan, tetapi hanya mereka yang 
memenuhi persyaratan ijtihad. Sekurang-kuranya seperti 
dikemukakan oleh az-Żarwi: 

 
33Al-Imām Muhammad bin al-Hasan al-Badakhsyi, Syarh al-

Badakhsyi Manāhij al-‘Uqūl ‘alā Manhaj al-Wuṣūl fi ‘Ilm al-Uṣūl li al-Qāḍi al-
Baiḍāwi (Mesir: Muhammad ‘Ali Sabih wa Aulāduh, t.t.), Juz ke 1, h. 13.  

34Al-Imām Tāj ad-Din ‘Abd al-Wahhāb ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-
Jawāmi’ (Indonesia: Maktabah Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), Juz 
ke 1, h. 22-25.  
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Pertama, mujtahid harus mengetahui bahasa arab baik 
dari segi alur pembicaraan secara substansial (al-haqiqah) 
dan metaforis (majāzi), makna-makna yang berupa perintah-
perintah (al-awāmir) dan larangan-larangan (an-nawāhi), hal-
hal yang menunjukkan umum (al-‘umūm) dan khusus (al-
khuṣūṣ), yang menunjukkan mutlak (al-muṭlaq) dan tidak 
mutlak (al-muqayyad), dan sebagainya. Sebab, alur 
pembicaraan itu diungkapkan dalam bahasa arab, karena 
itu, orang yang tidak mengetahui bahasa arab, tidak akan 
dapat mengetahui apa yang dimaksudkan oleh pembuat 
syari’at (asy-Syāri’). Kedua, mujtahid harus mengetahui dari 
al-Kitāb (al-Qur’ān) segala sesuatu yang berkaitan dengan 
hukum-hukum yang menunjukkan ‘umūm, khuṣūṣ, mufassar, 
mujmal, nāsikh-mansūkh, baik dengan naṣ,pengertian secara 
tersurat (ẓāhir), ataupun mujmal agar dalam menggunakan 
naṣ tepat pada tujuan dan sasarannya, menggunakan secara 
tersurat tepat pada yang dikehendakinya, dan 
menggunakan mujmal tetap pada apa yang dikehendaki 
oleh tujuannya. Ketiga,  mujtahid harus mengetahui sunnah 
dari hukum-hukum yang dikandungnya dan hal itu akan 
dapat diwujudkan dengan melalui beberapa hal: (1) 
Mengetahui tentang tranmisi periwayatannya, seperti hadis 
mutawatir, hadis ahād, dan lain-lainnya; (2) Mengetahui 
keabsahan cara mentranmisikan hadis ahād, agar dapat 
diamalkan mana yang sahih, dan mana yang tidak sahih; (3) 
Mengetahui hukum-hukum mengenai perbuatan-perbuatan 
(af’āl) dan perkataan-perkataan (aqwāl) agar diketahui 
tuntutan yang mesti dilakukan satu sama lain; (4) 
Mengetahui makna-makna dan lafal-lafal yang sangat 
interpretatif, dan ia (mujtahid) tidak mesti menghafal nama-
nama perawi yang adil; (5) Dapat menentukan mana yang 
terkuat dari hadis-hadis yang dipandang kontradiksi, agar 
dapat mengambil hadis yang mesti diamalkan. Keempat, 
mujtahid harus mengetahui perkataan-perkataan para 
sahabat, dan tābi’in tentang berbagai hukum, dan mayoritas 
fatwa para fuqahā’ agar ketentuan hukumnya tidak 
kontradiksi dengan pendapat-pendapat mereka, sehingga 
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terpelihara dari tindakan yang kontra produktif dengan 
konsensus para fuqahā’. Kelima, mujtahid mesti 
mengetahui qiyās (berpikir deduktif analogis), dasar-dasar 
yang boleh dicari ‘illat-nya, dan yang tidak boleh dicari 
‘illat-nya, sifat-sifat yang boleh dijadikan ‘illat dan yang 
tidak boleh, juga mengenai kronologis dalil antara satu 
dengan yang lainnya, dan kaidah-kaidah pentarjihan antara 
sesama dalil. Keenam, mujtahid harus seorang yang 
terpercaya, dipercaya, dan tidak memandang mudah dalam 
masalah agama.35 

Selain tiga formulasi uṣūl al-fiqh di atas, at-Taftazāni (w. 
792 H) menformulasikan dengan: 

باِلْقوَاَعدِِ ال َّتِ  حْقيِقِْ فيَبَحَْثُ فيِهِْ عنَْ أَحْواَلِ  الْعلِمُْ  الت َّ إِليَهِْ علَىَ وجَْهِ  لُ بِهاَ  يْ يتُوَصَ َّ
وهَوَُ  الْأَدِل َّةِ  بِهذَهِِ  يثَبْتُُ  ا  عمَ َّ البْحَْثُ  بهِِ  َلحَْقُ  ي وَ بِهاَ  قُ  يتَعَلَ َّ ومَاَ  الْمذَكُْورْةَِ  الْأَدِل َّةِ 

 الْحكُْمُ .  
Artinya: “Ilmu (pengetahun) tentang kaidah-kaidah yang dapat 

digunakan untuk menjadi sarana penggalian hukum 
dari segi cara mengetahui makna yang sebenarnya 
kemudian dilakukan pembahasan padanya dari dalil-
dalil yang disebutkan dan sesuatu yang berkenaan 
dengannya serta menghubungkan pembahasan dari apa 
yang telah ditetapkan dengan dalil-dalil ini, yaitu 
hukumnya”.36 

Berbeda dengan at-Taftazāni, al-Burnū 
menformulasikan: 

 
35Ahmad Ibrāhim ‘Abbās az-Żarwi, Naẓariyyah al-Ijtihād fi asy-

Syari’ah al-Islāmiyyah (Jiddah: Dār asy-Syurūq, t.t.), h. 37-38.   
36Al-Imām Sa’ad ad-Din Mas’ūd bin Umar at-Taftazāni, Syarh at-

Talwih alā at-Tauḍih li Matn at-Tanqih fi Uṣūl al-Fiqh (Bairut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, t.t.), Juz ke 1, h. 34.  
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الْفرَعْيِ َّ  ةِ  رْعيِ َّ الش َّ الْأَحْكاَمِ  اسِْتنِبْاَطِ  إلىَِ  بِهاَ  لُ  يتُوَصَ َّ ال َّتيِْ  باِلْقوَاَعدِِ  عنَْ  هوُاَلْعلِمُْ  ةِ 
ةِ    فْصِيلْيِ َّ  أَدِل َّتهِاَ الت َّ

Artinya: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat 
dijadikan sebagai sarana untuk mengistinbatkan 
hukum-hukum syara’ yang bersifat cabang 
(‘amaliyyah) yang digali dari dalil-dalilnya secara 
terperinci”.37 

Dua formulasi uṣūl al-fiqh yang disebutkan terakhir, 
secara substansial pada dasarnya sama, yaitu menekankan 
bagaimana agar uṣūl al-fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu 
dapat digunakan secara optimal dalam konteks istinbāṭ al-
ahkām.  

Secara umum, dari beberapa terminologi uṣūl al-fiqh 
tersebut di atas sesungguhnya telah dikemukakan oleh para 
pakar metodologi pemahaman hukum Islam abad tengah 
(abad skolastik), yakni abad V H. Kemudian, bagaimana 
dengan para pakar uṣūl al-fiqh abad modern, tampaknya 
tidak terjadi rekonstruksi formulasi uṣūl al-fiqh yang 
signifikan, hanya sifatnya menguatkan formulasi yang telah 
ada. Hal ini terlihat pada formulasi yang dikemukakan oleh 
Muhammad Abū Zahrah (w. 1974): 

لإِِسْتنِبْاَطِ الْأَحْكاَمِ الْعمَلَيِ َّ  الْمنَاَهِجَ  باِلْقوَاَعدِِ ال َّتيِْ ترَْسمُُ  ةِ  أَن َّ أُصُولَْ الْفقِْهِ هوُاَلْعلِمُْ 
ةِ    فْصِيلْيِ َّ  منِْ أَدِل َّتهِاَ الت َّ

Artinya: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang memberikan 
gambaran mengenai metode-metode untuk 
mengistibatkan hukum-hukum syara’ yang berkenaan 
dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, yang 

 
37Al-Burnū, Kitāb Kasyf as-Sātir, h. 15.Lihat, Muhammad ‘Ali bin 

Muhammad asy-Syaukāni, Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-
Uṣūl (Mesir: Idārah at-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, t.t.), h. 3. 
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digali dari dalil-dalil (al-Qur’ān dan sunnah) secara 
terperinci”.38 

Formulasi ini menggambarkan bahwa ilmu uṣūl al-fiqh 
yaitu ilmu yang menjelaskan metode-metode yang 
ditempuh oleh para mujtahid dalam mengistinbatkan 
hukum-hukum syara’, baik yang digali dari dalil-dalil yang 
telah dinaskan oleh asy-Syāri’, dari dalil-dalil yang 
didasarkan padanya dengan mencari alasan-alasan logis 
(‘illah al-ahkam) yang dijadikan penetapan hukumnya 
maupun dalam upaya menetapkan kemaslahatan-
kemaslahatan manusia (li maṣālih al-‘ibād) yang 
dimaksudkan oleh asy-Syāri’. Oleh karena itu, menurut Abū 
Zahrah uṣūl al-fiqh juga dapat dikatakan: 

ةِ   رْعيِ َّ  مجَمْوُعْةَُ الْقوَاَعدِِ ال َّتيِْ تبُيَ نُِ للِفْقَيِهِْ طُرقَُ اسِْتخِْراَجِ الْأَحْكاَمِ منَِ الْأَدِل َّةِ الش َّ
Artinya:  “Kolektifitas kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada 

pakar fiqh cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari 
dalil-dalil syara’”.39 

Formulasi Abū Zahrah ini hampir senada dengan yang 
dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf (w. 1956), 
bahwa ilmu uṣūl al-fiqh menurut syara’ yaitu: 

لُ بِهاَ إِلىَ اسِْتفَِ  ةِ  الْعلِمُْ باِلقْوَاَعدِِ واَلْبحُُوثِْ ال َّتيِْ يتُوَصَ َّ ةِ الْعمَلَيِ َّ رْعيِ َّ ادةَِ الْأَحْكاَمِ الش َّ
ةِ   فْصِيلْيِ َّ  منِْ أَدِل َّتهِاَ الت َّ

Artinya: “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-
pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh 
hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan orang 

 
38Muhmmad Abū Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 7.  
39Ibid., h. 3. 
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mukallaf (yang digali) dari dalil-dalilnya secara 
terperinci”.40 

Bertolak dari formulasi-formulasi tersebut di atas dapat 
diketahui bahwa uṣūl al-fiqh merupakan sebuah disiplin 
ilmu yang mengkaji dan menjelaskan tentang dalil-dalil 
hukum, cara-cara mengistinbatkan hukum, dan metode-
metode tertentu yang harus dilalui dan digunakan dalam 
menetapkan hukum dari dalil-dalilnya yang tersurat, yang 
tersirat dengan teknis pencarian ‘illah-‘illah hukum yang 
dijadikan dasarnya, dan penetapan hukum yang digali di 
balik teks (naṣ) dengan menggunakan pendekatan  rūh asy-
syari’ah atau maqāṣid asy-syari’ah yang tujuan akhirnya dari 
semua hukum Allah adalah untuk kemaslahatan umat 
manusia (li maṣālih al-‘ibād).     

B. Obyek Kajian Uṣūl al-Fiqh 

Pada prinsipnya semua pembahasan uṣūl al-fiqh itu 
kembali kepada dalil-dalil hukum yang umum (al-adillah al-
kulliyyah aw al-ijmāliyyah) dilihat dari segi ketetapan-
ketetapan hukum yang umum pula, tidak stresing 
pembahasannya pada dalil-dalil yang partikular (juz’iyyah) 
atau yang khususiyyah. Jadi, seorang pakar uṣūl (mujtahid) 
dalam membahas setiap persoalan apa saja itu mesti berpola 
pikir deduktif, karena masih dalam tataran tentang teoritis-
normatif. Misalnya, seorang mujtahid mengkaji tentang 
qiyās dan kehujjahannya, membahas tentang dalil yang 
umum (al-‘ām) dan yang membatasinya (al-khāṣ), tentang 
perintah (al-amr) dan larangan (an-nahy), dan seterusnya. 
Untuk menjelaskan semua permasalahan tersebut tentu 
mujtahid mengacu pada contoh-contoh dalil hukum yang 
umum dalam al-Qur’ān. Al-Qur’ān sebagai sumber dari 
segala sumber hukum (maṣdar min al-maṣādir) ternyata tidak 
terformulasikan dalam satu bentuk saja, tetapi faktanya, ada 
yang terformulasikan dalam bentuk perintah, larangan, 

 
40‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Mesir: ad-Dār al-

Kuwaitiyyah, 1388 H/1968 M), h. 12. 
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umum, mujmal dan mutlak. Semua ini menunjukkan 
sebagai bukti macam keumuman dalil-dalil hukum syara’ 
dalam al-Qur’ān yang menjadi obyek kajian uṣūl al-fiqh. 
Oleh karena itu, di kalangan para pakar metodologi 
pemahaman hukum Islam menetapkan obyek kajian uṣūl al-
fiqh sangat beragam sesuai dengan terminologi yang 
diformulasikannya. Misalnya, formulasi yang dikemukakan 
oleh al-Badakhsyi mengutip dari al-Baiḍāwi (w. 685 H) 
seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat 
dideskripsikan tiga masalah pokok yang menjadi obyek 
kajian uṣūl al-fiqh, yaitu tentang sumber (dalil) hukum, 
metode-metode istinbāṭ al-ahkām, dan perihal ijtihad. 
Menurut al-Gazāli (w. 505 H), obyek kajian uṣūl al-fiqh itu 
ada empat bagian: (1) Bahasan tentang buah, yakni masalah 
hukum (as-ṡamrah wahiya al-hukm) dan hal-hal yang 
berkenaan dengannya, seperti hakikat hukum (haqiqah al-

hukm), pembagian hukum (aqsām al-ahkām), rukun-rukun 
hukum (arkān al-hukm), dan hal-hal yang berkenaan 
dengannya; (2) Tentang pemberi buah yakni sumber hukum 
(al-muṡmirah) dan dalil-dalil hukum; (3) Cara mengambil 
buah yang berarti cara mengistinbatkan hukum (kaifiyyah 
istiṡmar al-ahkām) dari sumber-sumber dan dalil-dalil 
hukum; (4) Pengambil buah, berarti mujtahid (al-mustaṡmir 
wahuwa al-mujtahid).41 

Menurut pakar uṣūl al-fiqhHanafiyyah bahwa obyek 
kajian uṣūl yaitu hukum-hukum dari segi ketetapannya 
dengan berdasarkan dalil-dalil, yakni hukum-hukum taklifi, 
adalah wajib (al-ijāb), sunnah (an-nadb), haram (at-tahrim), 
makruh (al-karāhah), dan boleh (al-ibāhah). Sedangkan 
sebagian pakar uṣūl al-fiqh Hanafi yang lain mengatakan 
bahwa obyek kajian uṣūl al-fiqh yaitu dalil-dalil. Karena 
hukum-hukumnya telah ditetapkan dengannya, dan 
hukum-hukum itu menjadi buahnya (ṡamrah) dalil-dalil itu 

 
41Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 69, 119, 260 dan 478. 
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sendiri.42 Sementara mayoritas ulama uṡūl (jumhūr uṡūliyyin) 
berpendapat bahwa obyek kajian uṡūl al-fiqh adalah dalil-
dalil syara’ dari segi penjelasan pembagiannya, perbedaan 
tingkatannya, dan cara-cara mengistinbatkan hukum syara’ 
di antaranya dari segi keumumannya.43 Lebih lanjut jumhūr 
uṣūliyyin menegaskan bahwa untuk memperoleh hukum-
hukum syara’ dan pembahasan-pembahasan yang 
berkenaan dengannya adalah Pembuat hukum (asy-Syāri’ 
atau al-Hākim), obyek hukum atau perbuatan orang-orang 
mukallaf yang terkait dengan titah asy-Syāri’ (Allah dan 
Rasul), yakni mahkūm fih, dan subyek hukum yaitu 
mukallafin (mahkūm ‘alaih), memperoleh dalil-dalil syara’ 
yang disepakati (al-ittifāq) dan yang tidak disepakati (al-
mukhtalaf fihā) dari segi kehujjahannya, pengurutan 
pendalilannya dan persyaratan penerapannya, cara-cara 
mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil dengan pendekatan 
analisis kebahasaan (al-qawā’id al-lugawiyyah), atau dengan 
cara menginterpretasikan teks-teks al-Qur’ān dan sunnah 
mutawatir (an-nuṣūṣ wa sunnah al-mutawātirah), dengan jalan 
ijtihad, mengikuti metodologi salah satu imam mujtahid (at-
taqlid), standar dan persyaratan orang yang akan berijtihad 
(mujtahid) dan muqallid, ruang lingkup dan batasan-batasan 
keduanya (majālatuhā), dan hukum keduanya (wajib, 
sunnah, haram, makruh, dan mubah).44 

Adapun dalil-dalil hukum yang disepakati mereka, 
yaitu al-Kitāb, as-sunnah, al-ijmā’, dan al-qiyās. Sedangkan 
dalil-dalil hukum yang tidak disepakati adalah banyak 
sekali,45 tetapi yang dikenal pada umumnya adalah al-

 
42Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh wa Madāris al-Bahṡ Fih 

(Damaskus: Dār al-Maktabi, 1420 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 10-11.  
43Ibid., h. 16. 
44Ibid., h. 11-12. 
45Menurut Najm ad-Din at-Ṭūfi (w. 716 H/1316 M) dalam Muṣṭafā 

Zaid menyebutkan sebanyak 19 macam dalil hukum syara’ berdasarkan 
hasil penelitiannya secara induktif (al-istiqrā’), yaitu al-Kitāb, as-sunnah, 
ijmā’ al-ummah, ijmā’ ahl al-madinah, al-qiyās, qaul as-ṣahābi, al-maṣlahah al-
mursalah, al-istidlāl, al-istihsān, al-akhżu bi al-akhaf, al-‘iṣmah, ijmā’ ahl al-
kūfah, ijmā’ al-‘itrah (‘ind asy-syi’ah), dan ijmā’ al-khulafā’ ar-rāsyidin. 
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istiṣlāh (maṣlahah al-mursalah), istihsān, ‘urf/al-‘ādah, qaul 
ṣahabi, syar’u man qablanā, sad az-żari’ah, dan istiṣhab.46 

Berdasarkan pandangan-pandangan para pakar 
metodologi hukum Islam tersebut di atas, dapat ditegaskan 
bahwa obyek kajian ilmu uṣūl al-fiqh adalah sumber dan 
dalil-dalil hukum (al-adillah al-ahkām), hukum-hukum syara’ 
(al-ahkām asy-syar’iyyah), metodologi penetapan hukum 
(ṭuruq al-istinbāṭ al-ahkām), dan ijtihad.   

C. Tujuan dan Kegunaan Mempelajari Ilmu Uṣūl al-Fiqh 
Secara metodologis tergambar bahwa kedudukan dan 

peran uṣūl al-fiqh menempati posisi sentral dalam studi 
keislaman sehingga seringkali disebut dengan the queen of 
Islamic science.47 Wahbah az-Zuhaili menyebutnya dengan 
grand theory (naẓariyyah al-kubrā).48 Karena ilmu ini 
mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-
pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam 
memahami ajaran Islam yang terdokumentasikan dalam al-
Qur’ān dan sunnah. Oleh karena demikian, dapat dikatakan 
bahwa tujuan mempelajari ilmu uṣūl al-fiqh adalah untuk 
mengaplikasikan dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-
pendekatan, dan teori-teori pada dalil-dalil hukum (al-
Qur’ān dan sunnah) sehingga menghasilkan hukum-hukum 
syara’. Uṣūl al-fiqh sebagai instrumen untuk mengetahui 
hukum-hukum Allah melalui penggalian terhadap kalam-
Nya dan sunnah-sunnah utusan-Nya, baik yang berkaitan 
dengan masalah kepercayaan (i’tiqādiyah), moralitas 
(khuluqiyyah), dan tata aturan hukum (syari’ah) yang dapat 

 
Literatur lain menyebutkan bahwa jumlah seluruhnya adalah sebanyak 
45 macam dalil hukum. Lihat, Muṣṭafā Zaid, al-Maṣlahah fi at-Tasyri’ al-
Islāmi wa Najm ad-Din at-Ṭūfi (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1384 H/1964 
M), h. 117. Abdurrahman Dahlan, Uṣūl al-Fiqh (Jakarta: Penerbit AMZAH, 
2010), h. 197. 

46Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh wa Madāris, h. 11..   
47Akh Minhaji, “Reorientasi Kajian Uṣūl al-Fiqh” dalam Re-

Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta (Yogyakarta: 
SUKA Press, 2007), Cet. ke 1, h. 118. 

48Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh wa Madāris, h. 17.  
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dijadikan pedoman dan diamalkan oleh seluruh umat 
manusia dengan sebaik-baiknya. 

Berhasil atau tidaknya mengetahui hukum-hukum 
Allah melalui penerapan metodologi penggalian hukum 
tersebut, paling tidak menghasilkan tiga kemungkinan 
keberhasilan: Kemungkinan pertama, hukum-hukum yang 
dihasilkan itu pada hakikatnya merupakan pengulangan 
dari apa yang telah dihasilkan para ulama mujtahid 
terdahulu. Dalam konteks ini penerapan ilmu uṣūl al-fiqh 
yang dilaksanakan mengandung makna, memahami cara-
cara menemukan hukum melalui uṣūl al-fiqh yang 
dipraktikkan para ulama mujtahid terdahulu. Kemungkinan 
kedua, dengan menerapkan ilmu uṣūl al-fiqh, dapat 
menghasilkan hukum-hukum yang berbeda dengan apa 
yang telah ditemukan para ulama terdahulu. Kemungkinan 
ini dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan waktu, 
tempat, atau keadaan dari peristiwa hukum yang terjadi 
pada masa para ulama terdahulu dengan waktu, tempat, 
atau keadaan yang dialami era modern ini. Dengan 
demikian, meskipun secara sepintas terlihat bahwa 
peristiwanya sama, tetapi hukum yang dihasilkan dapat 
berbeda. Kemungkinan ketiga, hukum-hukum yang 
dihasilkan itu sama sekali baru, dan belum pernah 
dihasilkan oleh para mujtahid terdahulu. Dalam konteks ini, 
uṣūl al-fiqh digunakan untuk menjawab persoalan hukum 
atas peristiwa-peristiwa yang baru muncul sekarang ini, di 
mana pada masa lalu sama sekali belum pernah terjadi 
peristiwanya, sehingga terhadap peristiwa itu tidak 
ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh warisan para 
ulama sebelumnya. Misalnya, hukum-hukum fiqh yang 
berkenaan dengan bidang kedokteran, ekonomi, dan politik. 

Adapun kegunaan mempelajari ilmu uṣūl al-fiqh, para 
ahli uṣūl di antaranya Wahbah az-Zuhaili mengemukakan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kaidah-kaidah uṣūl dan cara-cara 

yang digunakan para mujtahid dalam memperoleh 



26 
 

hukum-hukum syara’ melalui penerapan metode ijtihad 
yang mereka konstruksi. 

2. Dapat mengetahui berbagai kasus hukum yang 
ketentuan-ketentuan hukumnya belum ditetapkan oleh 
para mujtahid dahulu. 

3. Memberikan gambaran tentang persyaratan yang mesti 
dimiliki oleh para mujtahid, sehingga mereka dalam 
mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil hukum (al-
Qur’ān dan sunnah) tepat dan tidak keliru.   

4. Dengan melakukan studi uṣūl al-fiqh, orang-orang yang 
akan mengistinbatkan hukum tentu akan mengetahui 
mana sumber (dalil) hukum yang pokok (primer) yang 
harus dipedomani, dan mana yang sekunder yang 
berfungsi sebagai penunjang dalam pengembangan 
pemikiran hukum Islam sesuai dengan kebutuhan 
zaman era modern. 

5. Dapat melakukan studi komparatif, baik muqāranah al-
mażāhib fi al-fiqh maupun muqāranah al-mażāhib fi al-uṣūl, 
yakni melakukan perbandingan antara pendapat para 
fuqahā’ dari berbagai mażhab fiqh dan antar mażhab uṣūl 
dari berbagai metodologi yang digunakan dalam meng-
istinbat-kan hukum dari dalil-dalil syara’.49 

D. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Uṣūl al-Fiqh 
Secara metodologis, ilmu uṣūl al-fiqh itu tumbuh (lahir) 

lebih dahulu dari ilmu fiqh, karena reasoning-nya, uṣūl al-fiqh 
sebagai instrumen untuk melahirkan fiqh. Akan tetapi fakta 
sejarah menunjukkan bahwa uṣūl al-fiqh lahir bersamaan 
dengan fiqh. Dan pengkodifikasian (tadwin) pun secara 
sistematis, ilmu fiqh lebih dahulu lahir daripada ilmu uṣūl al-
fiqh. Uṣūl al-fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman 

 
49Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi (Bairut: Dār al-Fikr al-

Mu’āṣir, 1418 H/1998 M), Juz ke 1, h. 30-31. Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-
Fiqh wa Madāris, h. 17-18. Romli AS, Muqāranah Mażāhib fi al-Uṣūl (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 1420H/1999M), Cet.ke1, h.10-11..                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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baru dikodifikasikan pada abad ke 2 hijrah.50 Weal B. Hallaq 
mengemukakan bahwa, 

Sarjana-sarjana modern sepakat bahwa Imām Syāfi’i (w. 
204 H) mempunyai jasa sebagai pendiri ilmu uṣūl al-fiqh, 
dan ar-Risālah-nya sekarang dianggap tidak hanya sebagai 
karya pertama yang membahas materi tersebut, tetapi juga 
sebagai model bagi ahli-ahli fikih dan para teoritisi yang 
datang kemudian untuk berusaha mengikutinya. 
Konsepnya sebagai “Guru Arsitek “ dari uṣūl al-fiqh (the 
Master Architect of Uṣūl al-Fiqh) mempunyai implikasi pada 
munculnya sebuah gagasan bahwa sekali ia mengelaborasi 
teorinya, uṣūl al-fiqh muncul kepermukaan dan bahwa para 
pengarang setelahnya hanya mengikuti jejak-jejak 
langkahnya saja. Dengan kata lain, kontinuitas yang tak 
terputus dalam sejarah uṣūl al-fiqh diasumsikan Risālah-nya 
dan karya-karya lain tentang materi yang sama yang datang 
kemudian.51 Mengkritisi pandangan Hallaq bahwa orang 
yang pertama kali mengkonstruksi ilmu uṣūl al-fiqh secara 
sistematis-metodologis adalah Imām Syāfi’i terjadi debat 
table di kalangan para pakar metodologi pemahaman 
hukum Islam.52 Sekalipun dalam fakta sejarah demikian, 

 
50‘Abd al-Wahhāb Khallāf, “ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 16.  
51Weal B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan 

oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan Sejarah Teori 
Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 44. Taha Jabir al-Alwani, Sources Methodology 
in Islamic Yurisprudence, diterjemahkan oleh Yusdani dengan Metodologi 
Hukum Islam Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 47.  

52Telah terjadi polemik di kalangan para pakar metodologi 
pemahaman hukum Islam (uṣūliyyin) dan para pemikir hukum Islam 
kontemporer mengenai siapa sebenarnya orang yang pertama kali 
mengkonstruksi dan mengkodifikasikan ilmu uṣūl al-fiqh sebagai sebuah 
disiplin ilmu pengetahuan secara sistematis-metodologis. Ahmad Hasan 
menolak mayoritas pakar uṣūl al-fiqh dan para sarjana modern 
sebagaimana diungkapkan Weal B. Hallaq bahwa Imām Syāfi’i sebagai 
orang yang pertama kali memperkenalkan uṣūl al-fiqh. Karena 
menurutnya, fakta sejarah memperlihatkan banyak menemukan riwayat-
riwayat yang menunjukkan adanya karya-karya dibidang uṣūl al-fiqh 
sebelum asy-Syāfi’i. Bukti yang paling awal ialah kritik Abū Yūsuf (w. 
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tapi dalam tataran praktik, uṣūl al-fiqh telah lahir 
berbarengan dengan lahirnya fiqh. Argumennya, karena 
secara metodologis, fiqh tidak akan terwujud tanpa ada 
metode istinbat hukum, dan metode istinbat hukum ini 
sesungguhnya sebagai inti dari uṣūl al-fiqh.53 

Bertolak dari fakta sejarah tersebut di atas, dapat 
dikemukakan bagaimana sebenarnya metodologi 
pemahaman hukum Islam (uṣūl al-fiqh) itu di masa 
Rasulullah Saw., para sahabat, tābi’in, para mujtahid 
sebelum Imām asy-Syāfi’i, di masa asy-Syāfi’i, dan masa 

 
183 H) terhadap ulama-ulama Syria yang dikatakannya buta uṣūl al-fiqh. 
Jadi, pernyataan yang mengatakan bahwa Imām Syāfi’i sebagai orang 
pertama yang memperkenalkan prinsip-prinsip hukum Islam (uṣūl al-fiqh) 
nampaknya tidaklah tepat. .Lihat, Ahmad Hasan, The Early Development of 
Islamic Yurisprudence, diterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu 
Ijtihad Sebelum Tertutup (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H?1984 M), 
h168-169. Bahkan lebih dari itu, Norman Chalder dalam Ilyas Supena dan 
M. Fauzi dalam catatan kakinya mengungkapkan, justru mengingkari 
kitab ar-Risālah sebagai karya asy-Syāfi’i. Menurutnya, karya yang 
demikian itu kemungkinan baru muncul setelah masa asy-Syāfi’i (tahun 
300-an. Lihat, Ilyas Supena dan M> Fauzi, Dekonstruksi dan 
Rekonstruksi Hukum Islam (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 172. 
Sedangkan Muhammad Abū Zahrah, sepakat dengan umumnya para 
pemikir hukum Islam yang mengatakan bahwa, meskipun Imām Syāfi’i 
belum menyusun ilmu uṣūl al-fiqh dengan sempurna -sebagaimana 
Aristoteles dalam ilmu logika - namun dialah orang pertama kali yang 
menyusun dan mensistematisasikannya ke dalam bab-bab. Muhammad 
Abū Zahrah, asy-Syāfi’i Hayatuh wa ‘Aṣruh Arā’uh wa Fiqhuh (Mesir: Dār 
al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 197. Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh wa Madāris, 
h. 15. Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, menurut golongan 
Syi’ah Imāmiyyah bahwa orang yang pertama kali menyusun dan 
mensistematisasi uṣūl al-fiqh adalah Muhammad al-Baqir bin ‘Ali bin 
Zain al-‘Ābidin, kemudian diteruskan oleh anaknya Abū ‘Abd Allah 
Ja’far as-Şādiq. Asmuni Abdurrahman, Uṣūl Fiqh Syi’ah Imāmiyyah 
(Yogyakarta: CV Bina Usaha, t.t.), h. 6. Kemudian, Abū Zahrah 
membantah dan menetralisir pandangan golongan Syi’ah Imāmiyyah 
tersebut bahwa menurutnya, Muhammad al-Baqir memang penyusun 
uṣūl al-fiqh Syi’ah, tetapi bukan penyusun pertama ilmu uṣūl al-fiqh. 
Penyusun pertama ilmu uṣūl al-fiqh ialah Imām Syāfi’i. Muhammad Abū 
Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, h. 14.    

53Ibid., h. 11. 
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sesudah Imām asy-Syāfi’i, sebagaimana pembahasan di 
bawah ini: 

1. Uṣūl al-Fiqh pada Masa Rasulullah Saw. 
Pertumbuhan dan perkembangan uṣūl al-fiqh pada 

dasarnya tidak terlepas dari perkembangan hukum 
Islam pada umumnya, sejak masa Rasulullah Saw. (w. 
632 M) hingga terkodifikasikannya uṣūl al-fiqh sebagai 
sebuah disiplin ilmu pengetahuan, yaitu pada abad ke 2 
hijrah.54 Sumber lain menyebutkan pada abad ke 3 
hijrah.55Uṣūl al-fiqh tumbuh (lahir) pada abad ke 2 
hijrah, karena pada abad ke 1 hijrah, ilmu ini belum 
diperlukan sebagai instrumen mengistinbatkan hukum 
dalam konteks ijtihad. 

Pada masa Rasulullah Saw., sumber hukum itu 
hanyalah al-Qur’ān dan sunnah. Apabila muncul suatu 
kasus, beliau menjawab dan menyelesaikannya 
berdasarkan wahyu, jika wahyu belum turun, maka 
beliau menunggu hingga wahyu itu turun, dan wahyu 
Allah inilah yang dijadikan dasar dalam penyelesaian 
kasus hukum yang terjadi. Rasulullah Saw. berfatwa 
dan menetapkan hukum dari setiap kasus yang terjadi 
sesuai dengan doktrin al-Qur’ān yang diwahyukan 
kepadanya. Apabila dalam realitasnya wahyu lama 
sekali tidak turun, maka beliau menetapkan kasus-
kasus hukum tersebut dengan sunnah yang diilhamkan 
kepadanya. Kemudian, jika kedua sumber hukum itu 
tidak memadai dan tidak bisa menjawab serta 
menyelesaikan berbagai kasus hukum yang 
dihadapinya, maka beliau secara naluri (instink) 
melakukan ijtihad tanpa memerlukan instrumen uṣūl al-
fiqh dan kaidah-kaidah istinbāṭ yang dijadikan 
pedoman dalam berijtihad. Dari fakta sejarah ini 
menunjukkan dan disimpulkan oleh para pakar 
metodologi hukum Islam bahwa Rasulullah Saw. 

 
54‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 16.  
55Weal B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, h. 44. 
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sesungguhnya melakukan ijtihad ketika wahyu (al-
Qur’ān) yang telah diturunkan dan sunnah-sunnahnya 
tidak memadai untuk menjawab dan menyelesaikan 
berbagai kasus hukum. Analisis para pakar metodologi 
hukum Islam demikian ini dikuatkan dengan 
pernyataan beliau: 

ماَ أَناَ بشَرٌَ عنَْ رسَُولِْ الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ  الْخدُيَْجِ عنَْ راَفعِِ بنِْ  مَ قاَلَ : إِن َّ وسََل َّ
أَناَ   ماَ  فإَِن َّ بشِيَئٍْ منِْ رأَْييِْ  امَرَْتكُمُْ  واَذِاَ  بشِيَئٍْ منِْ دِينْكِمُْ فخَذُوُْهُ  امَرَْتكُمُْ  إِذاَ 

 بشَرٌَ )رواه مسلم( 
Artinya: “Sesungguhnya saya adalah manusia (biasa), 

apabila saya diperintahkan kepadamu tentang 
sesuatu yang menyangkutagamamu, maka 
ambillah dia, dan apabila saya diperintahkan 
kepadamu tentang sesuatu yang berasal dari 
pendapatku (ra’y), maka sesungguhnya saya 
adalah manusia (biasa)”.56 

Berdasarkan pernyataan Rasulullah Saw. tersebut 
dapat dipahami bahwa sekalipun beliau berijtihad 
berdasarkan ra’y-nya, maka secara otomatis hasil-hasil 
ijtihadnya menjadi sunnah dan dapat dijadikan sebagai 
sumber hukum kedua setelah al-Qur’ān bagi umat 
Islam. 

Dalam beberapa kasus, para pakar uṣūl al-fiqh 
menilai bahwa Rasulullah Saw. dalam berijtihad juga 
menggunakan pendekatan deduktif-analogis (al-qiyās) 
ketika menjawab pertanyaan dari para sahabat. 
Misalnya, ketika beliau menjawab pertanyaan dari 
seorang sahabat Umar bin al-Khaṭṭāb (w. 23 H) yang 
menginformasikan bahwa dirinya mencium isterinya di 

 
56Imām Muslim bin al-Hajjaj Abū al-Husain al-Qusyairi an-

Naisābūri (selanjutnya ditulis Imām Muslim), Ṣahih Muslim (Indonesia: 
Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), Juz ke     , h. ...  
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siang bolong bulan ramaḍān, padah dia sedang 
berpuasa, apakah dapat membatalkan puasa atau tidak? 
Jawaban beliau sebagaimana ditransmisikan oleh Ibn 
Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H): 

لتُْ وأََناَ صَائِمٌ، فقَاَلَ لهَُ رسَُولُْ  صَنعَتُْ الْيوَمَْ ياَ رسَُ  ولَْ الل  هِ أَمرْاً عظَيِمْاً قبَ َّ
َمضَْمضَْتَ بمِاَءٍ وأََنتَْ صَائِمٌ فقَلُتُْ : لاَ   مَ أَرأََيتَْ لوَْ ت الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ

مَ    فصَمُْ. بأَْسَ بذِلَكَِ، فقَاَلَ رسَُولُْ الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ
Artinya: “Wahai Rasulullah, hari ini saya telah berbuat 

suatu perkara yang luar biasa, saya mencium 
isteriku padahal saya sedang berpuasa. Rasulullah 
menjawab dengan baik bertanya kepada Umar: 
Bagaimanakah menurut pendapatmu, jika kamu 
berkumur-kumur dengan air di saat kamu sedang 
berpuasa? Umar menjawab: Tidak apa-apa pada 
yang demikian itu. Kemudian Rasulullah Saw. 
bersabda: Maka teruskan puasamu”.57 

Berdasarkan dialog antara Rasulullah Saw. dengan 
Umar tersebut dapat ditegaskan bahwa mencium isteri 
di siang bolong bulan puasa ramaḍān adalah tidak 
membatalkan puasa dengan menganalogikan kepada 
seseorang yang berpuasa sedang mengambil air wuḍū 
diawali dengan terlebih dahulu berkumur-kumur, maka 
tidak membatalkan puasa. Hal ini berarti memberikan 
indikasi terdapatnya persamaan hukum antara 
mencium isteri dan berkumur-kumur. Secara ‘urfi, 
mencium sebenarnya jalan untuk melakukan hubungan 
seksual seperti bandingannya dengan memasukkan air 
ke dalam mulut yang menjadi jalan untuk minum. Jika 

 
57Syamsuddin Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakar ibn 

Qayyim aj-Jauziyyah (selanjutnya ditulis Ibn Qayyim), I’lām al-
Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamin (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 
H/2004 M), Cet. ke 1, h. 133.  
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demikian ini tidak apa-apa, maka berarti demikian itu 
tidak mengapa. Dalam konteks qiyās, kasus Umat 
tersebut menunjukkan ‘illat hukum yang terdapat 
dalam teks (naṣ) sunnah, yang disebut dengan ‘illah al-
manṣūṣah. 

Contoh kasus lain, ada seorang laki-laki datang 
kepada Rasulullah Saw. dan bertanya kepadanya 
dengan menginformasikan terlebih dahulu, ya 
Rasulullah: 

بيِرٌْ لاَ يسَْتطَيِعُْ ركُُوبَْ الر َّحْلِ واَلْحجَ ُ  إِن َّ أَبيِْ ادَْركَهَُ الْإِسْلامَُ وهَوَُ شَيخٌْ كَ 
مكَْتوُبٌْ علَيَهِْ أَفأََحُج ُ عنَهْ؟ُ قاَلَ : أَنتَْ اكَْبرَُ ولَدَهِِ ؟ قاَلَ نعَمَْ، قاَلَ : أَرأََيتَْ  

ِيكَْ ديَنٌْ قضََيتْهَُ عنَهُْ أَكاَنَ يُجزِْى عنَهْ؟ُ قاَلَ نعَمَْ. قاَلَ  : فحَجُ َّ   لوَْ كاَنَ علَىَ أَب
 عنَهُْ.  

Artinya: “Ayahku menganut agama Islam pada waktu dia 
sudah tua dan tidak sanggup menunggang 
kendaran hewan, sedangkan dia berkewajiban 
mengerjakan haji, bolehkah saya mengerjakan haji 
untuk dia? Rasulullah balik bertanya: Apakah 
kamu anak yang tertua.? Jawab: Ya. Rasul 
bertanya lagi: Bagaimanakah kalau orang tuamu 
berhutang kemudian kamu bayarkan, apakah 
gugur hutangnya itu? Jawab: Ya, tentu saja 
gugur (bebas) hutangnya. Seraya Rasulullah Saw. 
bersabda: Kalau begitu, hajikanlah ayahmu itu”.58 

Dialog Rasulullah Saw. dengan seorang laki-laki ini 
menunjukkan berpikir deduktif-analogis-komparatif 
dengan menganalogikan “berhutang kepada Allah” 
disamakan kedudukannya dengan “berhutang kepada 
manusia”, bahkan berhutang kepada Allah lebih 
menjadi skala prioritas yang mesti dibayar daripada 

 
58Ibid. 
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kepada yang lainnya sesuai dengan jawaban Rasulullah 
“berhutang kepada Allah itu lebih berhak untuk 
dibayarnya”. 

Selain dua contoh tersebut di atas, terdapat kasus 
lain yang dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw. 
memberikan training berijtihad kepada para sahabatnya 
mengenai larangan menyimpan daging kurban, 
sebagaimana sabdanya: 

ماَ نَهيَتْكُمُْ   مَ : إِن َّ عنَْ عبَدِْ الل  هِ بنِْ أَبيِْ بكَرٍْ عنَْ رسَُولِْ الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ
ةِ  اف َّ خِروُْا )رواه مسلم(  منِْ أَجْلِ الد َّ قوُاْ واَد َّ تْ فكَلُوُاْ وتَصََد َّ  ال َّتيِْ دفَ َّ

Artinya: “Hanyasannya saya melarang kamu (menyimpan 
daging kurban) karena ada serombongan delegasi 
dari kampung yang akan datang (dāffah), maka 
(sekarang) makanlah, sedekahkanlah, dan 
kemudian simpanlah”.59 

Pernyataan Rasulullah Saw. ini menunjukkan 
bahwa para sahabat ketika itu diajari untuk memahami 
alur pembicaraan beliau yang berupa larangan 
menyimpan daging kurban yang sifatnya sementara, 
karena sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 
serombongan delegasi dari perkampungan sekitar 
Madinah yang terdiri dari orang-orang miskin yang 
sangat membutuhkan daging-gading tersebut. Dalam 
konteks ini yang menjadi ‘illah hukumnya adalah kata 
“ajl” yang menunjukkan termasuk ‘illah al-manṣūṣah. 

Dari deskripsi contoh-contoh tersebut di atas dapat 
ditegaskan bahwa praktik ijtihad di masa Rasulullah 
Saw. telah terjadi dan dipraktikkan oleh beliau sendiri 
dan para sahabatnya. Akan tetapi secara metodologis, 
belum dibutuhkan adanya kaidah-kaidah istinbāṭ 

 
59Lihat, Mālik bin Anas, al-Muwaṭṭā’, editor Muhammad Fu’ad ‘Abd 

al-Bāqi’ (T.Tp.: Tp., t.t.), h. 302. Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 
184. 
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hukum (manhāj al-istinbāṭ al-ahkām) dalam berijtihad, 
yang berarti tidak membutuhkan ilmu uṣūl al-fiqh, 
karena kreatifitas ijtihad yang dilakukan Rasulullah dan 
para sahabatnya pada akhirnya kembali kepada wahyu. 
Oleh karena demikian, kedudukan ijtihad di masa 
Rasulullah belum menjadi instrumen penggalian 
hukum, atau tidak memerlukan kaidah-kaidah istinbāṭ 
al-ahkām, dan juga belum memerlukan spesifikasi ilmu 
uṣūl al-fiqh. Semua kreatifitas ijtihad yang dilakukan, 
terutama oleh para sahabat itu kembali kepada wahyu, 
dan memang, satu-satunya sumber hukum saat itu 
adalah al-Qur’ān, sementara selain al-Qur’ān tidak 
menjadi sumber hukum. Adapun pernyataan-
pernyataan Rasulullah Saw. yang berupa qauliyyah, 
fi’liyyah, dan taqririyyah pada dasarnya adalah sebagai 
penjelasan (bayān) dari teks-teks al-Qur’ān. Dari fakta 
sejarah ini, para pakar metodologi pemahaman hukum 
Islam kemudian menyatakan bahwa embrional ilmu 
uṣūl al-fiqh itu sesungguhnya sudah ada sejak masa 
Rasulullah Saw. bersamaan dengan lahirnya fiqh pada 
umumnya. 

2. Uṣūl al-Fiqh pada Masa Sahabat 

Fiqh sebagai produk ijtihad muncul dan 
dirumuskan pada masa sahabat, praktis setelah 
Rasulullah Saw. wafat (w. 632 M). Sebab, pada masa 
beliau hidup, berbagai kasus hukum yang terjadi 
penyelesainnya dikembalikan kepadanya. Kalaupun 
ada beberapa orang sahabat berijtihad, seperti Sa’ad bin 
Mu’ād berijtihad dengan memberikan keputusan bahwa 
golongan laki-laki dari Bani Quraiḍah hendaknya 
dibunuh, golongan perempuan dan anak-anak dari 
mereka dijadikan tawanan perang. Hal ini dilakukan 
ketika Bani Quraiḍah dari golongan Yahudi dikepung 
oleh tentara kaum muslimin. Keputusan Sa’ad bin 
Mu’ad ini kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, yakni 
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kamu hukum mereka itu menurut hukum Allah 
(hakamta fihim bihukm Allah).60 

Kasus lain, ada dua orang sahabat Rasulullah Saw. 
yang sedang dalam perjalanan. Mereka berdua 
mengerjakan salat tanpa berwuḍu karena tidak ada air. 
Setelah selesai mengerjakan salat, mereka menemukan 
air, salah seorang dari mereka mengulangi mengerjakan 
salatnya karena masih ada waktu salat. Ketika bertemu 
dengan Rasulullah, mereka masing-masing 
menginformasikan dari pelaksanaan mengerjakan salat 
tersebut. Kemudian beliau bersabda: Bagi yang tidak 
mengulangi salatnya, pendapatmu sesuai dengan 
sunnah dan salatmu sah (aṣabtu as-sunnah wa ajza’atka 
ṣalātuhā), dan bagi yang mengulangi salatnya, 
Rasulullah juga bersabda: Bagimu mendapat dua pahala 
(ala al-ajr marratain).61 

Dari dua kasus tersebut pada akhirnya 
dikembalikan kepada Rasulullah Saw., karena beliau 
adalah satu-satunya pemegang otoritas kebenaran 
agama yang berbasis wahyu yang diturunkan 
kepadanya. 

Para sahabat dalam praktik berijtihad pada 
substansinya telah menggunakan uṣūl al-fiqh atau 
kaidah-kaidah istinbāṭsebagai instrumen berijtihad. Abū 
Zahrah mengatakan, secara praktis mereka telah mereka 
telah menggunakan kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh meskipun 
belum dirumuskan dalam sebuah disiplin ilmu.62 
Sekalipun uṣūl al-fiqh belum dikodifikasikan sebagai 
sebuah disiplin ilmu, tetapi para sahabat mampu 
berijtihad dan memberikan fatwa hukum dengan 
mengacu pada dalil-dalil hukum (al-Qur’ān dan 
sunnah) yang mereka pahami dengan berdasarkan 

 
60 Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 135. Muhammad 

‘Ali as-Sāyis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Aṭwāruh (Mesir: Silsilah al-
Buhūṡ al-Islāmiyyah, t.t.), h. 20. 

61Ibid.  
62Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, loc.cit. 
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kemampuan bahasa arab yang baik tanpa memerlukan 
kaidah-kaidah uṣūliyyah yang dijadikan pedoman dalam 
memahami teks-teks dalil hukum tersebut. 

Praktik istinbāṭ al-ahkām mereka, di samping 
menguasai kemampuan bahasa arab dengan baik, juga 
didukung oleh bimbingan pengalaman dengan melihat 
langsung cara-cara Rasulullah menggali, mengetahui 
dan menetapkan hukum dengan berbasis wahyu dan 
menggunakan pendekatan qiyās, sehingga mereka tahu 
betul praktik Rasulullah melakukan pembentukan 
hukum dan penetapan dalil-dalil hukum secara 
kronologis dalam berijtihad. Hal ini terlihat dalam 
sebuah dialog antara beliau dengan Mu’aż bin Jabal 
ketika akan diutus ke negeri Yaman, beliau bertanya: 

َابِ الل  هِ، قاَلَ : فإَِنْ  كَيفَْ  تقَْضىِ إِذاَ عرَضََ لكََ   قضََاء؟ٌ قاَلَ : أَقضْىِ بكِتِ
مَ. قاَلَ :   ةِ رسَُولِْ الل  هِ صَل َّى الل  هُ عليَهَْ وسََل َّ َابِ الل  ه؟ِ قالََ : فبَسِنُ َّ لمَْ تَجدِْ فىِ كتِ

 ِ َابِ الل  ه؟ِ قاَلَ : اجَْتهَدُِ رأَْي ةِ رسَُولِْ الل  هِ ولَاَ فىِ كتِ ىْ ولَاَ آَلوُاْ  فإَِنْ تَجدِْ فىِ سُن َّ
قَ  هِ ال َّذيِ وفَ َّ َمدُْ للِ َّ مَ صَدْرهَُ وقَاَلَ : الْح فضَرَبََ رسَُولُْ الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ
مَ. )رواه   وسََل َّ علَيَهِْ  الل  هِ  يرَْضىَ رسَُولُْ  ِماَ  ل مَ  وسََل َّ علَيَهِْ  الل  هُ  صَل َّى  الل  هِ  رسَُولَْ 

 أبوا داود(  
Artinya: “Bagaimana cara kamu memutuskan apabila suatu 

kasus hukum diajukan kepadamu? Ia menjawab: 
Saya akan putuskan berdasarkan Kitāb Allah (al-
Qur’ān); Belia bertanya lagi: Jika kamu tidak 
menemukan (dasar hukumnya) dalam Kitāb 
Allah? Ia menjawab: Saya akan putuskan 
berdasarkan sunnah Rasulullah Saw.; Beliau 
bertanya lagi: Jika kamu tidak menemukan (dasar 
hukumnya) di dalam Kitāb Allah maupun sunnah 
Rasulullah? Ia menjawab: Saya akan berijtihad, 
dan saya tidak akan lengah (ceroboh). Kemudian 
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Rasulullah Saw. bersabda sambil menepuk-nepuk 
dada Mu’aż bin Jabal, segala puji bagi Allah yang 
telah merestui delegasi Rasulullah Saw. pada apa 
yang diriḍai oleh utusan Allah”.63 

Dialog Rasulullah Saw. dengan Mu’aż bin Jabal ini 
menjadi suatu dasar para sahabat dalam berijtihad. 
Mereka secara teknis, mula-mula mengkaji teks-teks al-
Qur’ān dilihat dari berbagai aspeknya. Jika dari proses 
pengkajiannya tidak dapat menghasilkan konklusi 
hukum yang dicarinya, maka kemudian mereka beralih 
melakukan pengkajian terhadap sunnah-sunnah 
Rasulullah dilihat dari berbagai aspeknya. Jika juga dari 
dua sumber hukum utama ini ketentuan hukum yang 
dicarinya tidak ditemukan, maka baru mereka 
melakukan ijtihad, baik secara individual maupun 
kolektif dengan mengumpulkan para sahabat untuk 
bermusyawarah, dalam arti, berdiskusi dengan masing-
masing mengemukakan argumen yang pada akhirnya 
terjadi titik temu dan kata sepakat. Hasil dari 
musyawarah (diskusi) mereka ini kemudian dikenal 
dengan ijmā’ as-sahābah. Dari analisis ini dapat 
dikatakan bahwa para sahabat di dalam 
mengistinbāṭkan hukum ternyata, di samping sudah 
menggunakan pendekatan qiyās (perhatikan kasus 
Umar bin al-Khaṭṭāb di siang bolong bulan puasa 
mencium isterinya, dan seorang anak laki-laki 
melakukan haji untuk ayahnya), juga ijmā’, dan istiṣlāh 
(maṣlahah al-mursalah).64  Bahkan dalam perkembangan 
berikutnya, mereka di samping menggunakan tiga 

 
63Abū Dāwud Sulaiman ibn Asy’as as-Sajastāni al-Azdi (selanjutnya 

ditulis Abū Dāwud), Sunan Abi Dāwud (Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 
1952), Jld. ke 3, h. 412-413.  

64Muhammad Abū Zahrah, Muhāḍarāt fi Tārikh al-Mażāhib al-
Fiqhiyyah (Mesir: Maṭba’ah al-Madāni, t.t.), h. 17-18. ‘Abd al-Wahhāb 
Khallāf, Khulāṣah Tārikh at-Tasyri’ al-Islāmi (Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.), h. 
45.  
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pendekatan tersebut, juga menggunakan istihsān, sad aż-
żari’ah, ‘urf/’ādat, dan pendekatan atau metode-metode 
yang lainnya. Dalam konteks ini dapat dikemukakan 
beberapa contoh sebagai berikut: 

Contoh pertama, tentang seorang perempuan 
(isteri) yang ditalak tiga (ṭālaq bā’in) oleh suaminya. 
Umar bin al-Khaṭṭāb berpendapat (berfatwa) bahwa 
selama dalam masa menunggu (‘iddah) perempuan itu 
diberi nafkah dan tempat tinggal dengan 
berargumentasikan pada Q.S. at-Ṭalāq (65): 1: 

باي نِاةٖٖۚ   ةٖ مُّ َٰحِشا تيِنا بفِا
ۡ
ن ياأ

ا
ٓ أ ۡرخجۡنا إلََِّ لَا يَا نَّ منِۢ بخيخوتهِنَِّ وا وهخ ۡرجِخ  لَا تُخ

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar 
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang 
terang”. 

Umar dalam masalah ini tidak berpegang 
(mengabaikan) pada hadis kasus Fatimah binti Qais 
yang ditranmisikan oleh muttafaq ‘alaih dari Ibn 
‘Abbās, ia berkata: 

ا   لمَ َّ وسلم  عليه  الل  ه  صَل َّى  هُ  وأََن َّ ثلَاثَاً  طَل َّقهَاَ  زوَْجَهاَ  أَن َّ  قيَسٍْ  بنِتُْ  فاَطِمةَُ 
ةُ.    أَخْبرََ بذِلَكَِ قاَلَ : ليَسَْ لهَاَ نفَقَةًَ وعَلَيَْهاَ الْعدِ َّ

Artinya: “Fatimah binti Qais telah ditalak tiga oleh 
suaminya, kemudian dikonsultasikan kepada 
Rasulullah Saw. mengenai kasus Fatimah ini, 
maka beliau bersabda: (Suami) tidak berkewajiban 
memberikan nafkah dan dia hanya harus ber-
‘iddah”.65 

 
65Muhammad bin Ismā’il al-Kahlāni as-Şan’āni, Subul as-Salām 

(Bandung-Indonesia:Penerbit Dahlan, t.t.), Juz ke 3, h. 174. 
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Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. bersabda: 

 ً  ليَسَْ لهَاَ سُكْنىَ ولَاَ نفَقَةَ
Artinya: “(Fatimah binti Qais) tidak mendapatkan tempat 

tinggal dan nafkah”.66 

Sedangkan sahabat selain Umar berpendapat bahwa 
perempuan itu tidak diberi tempat tinggal dan nafkah 
berdasarkan hadis kasus Fatimah binti Qais. 
Menurutnya, Q.S. at-Ṭalāq (65): 1 tersebut diihtimalkan 
pada talak raj’iy, bukan talak bā’in. Bagitu pula sahabat 
yang lainnya berpendapat bahwa perempuan itu diberi 
tempat tinggal, tetapi tidak diberi nafkah dengan 
mengacu pada pemahaman Q.S. at-Ṭalāq (65): 6:  

  َّۚ نَّ ۡلاهخ عۡنا حَا َٰ ياضا تََّّ لايۡهنَِّ حا واْ عا نفقِخ
ا
ۡلٖ فاأ َٰتِ حَا وْلا

خ
نَّ أ  وَإِن كخ

Artinya:  “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) 
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkah hingga mereka melahirkan anaknya”. 

Berdasarkan ayat ini mereka juga menegaskan, jika 
mereka itu tidak hamil, maka tidak mendapatkan 
nafkah.67 

Contoh kedua, tentang talak bā’in yang dijatuhkan 
sekaligus. Umar bin al-Khaṭṭāb telah berani mengubah 
dan berfatwa bahwa barang siapa yang menjatuhkan 
talak tiga sekaligus terhada isterinya, maka dianggap 
jatuh semuanya dengan menjadi talak bā’in. Pada masa 
Rasulullah, khalifah Abū Bakar, dan termasuk di awal 
kekhalifahan Umar sendiri, talak tiga seperti itu hanya 
dianggap jatuh satu sesuai dengan pernyataan 
Rasulullah Saw.: 

 
66Imām Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal 

(Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), Juz ke 6, h. 440. 
67Muhammad ‘Ali as-Sāyis, Nasy’ah, h. 47. 
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عهَدِْ  علَىَ  لاقَُ  الط َّ كاَنَ  قاَلَ:  اسٍ  عبَ َّ ابنِْ  عنَِ  ِيهِْ  أَب عنَْ  طَاوسٍُ  ابنِْ  عنَِ 
 ِ خل منِْ  وسََنتَيَنِْ  بكَرٍْ  وأََبيِْ  مَ  وسََل َّ علَيَهِْ  الل  هِ  لاثَِ  رسَُولِْ  الث َّ طَلاقَُ  عمُرََ  افَةَِ 

اسَ قدَِ اسْتعَجْلَوُاْ فىِ أَمرٍْ قدَْ كاَنتَْ  ابِ : إِن َّ الن َّ واَحِدةًَ فقَاَلَ عمُرَُ ابنُْ الْخطَ َّ
 لهَمُْ فيِهِْ أَناَةً فلَوَْ أَمضَْينْاَهُ علَيَهْمِْ فأََمضَْاهُ علَيَْهمِْ ) رواه مسلم (  

Artinya:  “Dari Ibn Ṭāwus dari ayahnya dari Ibn ‘Abbās, ia 
berkata: Pada masa hidup Rasulullah Saw., dan 
Abū Bakar, serta dua tahun pertama di masa 
kekhalifahan Umar bin al-Khaṭṭāb adalah talak 
tiga dijatuhkan sekaligus hanya dianggap jatuh 
satu kali. Umar berkata: Masyarakat telah 
terburu-buru dalam melakukan tindakan 
(menjatuhkan talak tiga sekaligus) yang 
seharusnya dapat mereka lakukan dengan 
bertahap. Hal itu, apabila kami membiarkan mesti 
merajalela di masyarakat, berarti kami 
membiarkan mereka dalam kehancuran”.68 

Hadis ini secara tekstualitas diabaikan oleh Umar, 
tetapi secara metodologis justru dipahami secara 
kontekstual dengan pendekatan maqāṣid asy-syari’ah, 
bahwa dengan melihat realitas masyarakat, banyak 
orang yang seenaknya menjatuhkan talak tiga kepada 
isterinya dengan sekaligus, dan bahkan sudah pada 
tingkatan merajalela dalam praktiknya. Oleh karena 
kondisi demikian, Umar kemudian mengubah status 
hukumnya ditetapkan berlaku penuh sebagai talak 
bā’in, sehingga mantan suami tidak bisa merujuk 
kembali kepada isterinya sebelum dinikahi oleh laki-
laki lain. Fatwa Umar ini oleh para sahabat yang lain 

 
68Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 1, h. 629. 
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dipandang kontradiksi dengan Q.S. al-Baqarah (2): 
229,69 dan hadis tersebut di atas, serta ijmā’ para sahabat.  

Ketetapan hukum dari fatwa Umar bin al-Khaṭṭāb 
di atas ternyata menarik perhatian para imām mażhab 
dan terjadi perbedaan pendapat. Mayotitas sahabat, 
tābi’in dan imām mażhab empat (Abū Hanifah, Mālik, 
Syāfi’i dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa 
talak tiga sekaligus dengan satu kalimat adalah jatuh 
tiga. Golongan ulama yang lain dari Syi’ah Zaidiyyah, 
Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim aj-Jauziyyah al-Hanbali 
berpendapat, hanya jatuh satu dan menjadi talak raj’iy. 
Sedangkan sebagian ulama Syi’ah Imāmiyyah 
berpendapat, tidak jatuh satu talak pun. Pendapat 
mereka ini masing-masing mempunyai argumentasi 
yang dipeganginya.70 

Contoh ketiga, tentang memberhentikan pemberian 
jatah zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam, 
atau orang-orang yang dibujuk hatinya agar memeluk 
agama Islam (al-mu’allafah qulūbuhum) (Q.S. at-
Taubah (9): 60, padahal pada masa Rasulullah Saw. dan 
Abū Bakar, aṣnaf keempat ini tetap mendapat jatah 
zakat dengan alasan bahwa iman mereka masih lemah. 
Pemberian jatah zakat pada masa sebelum khalifah 
Umar itu bertujuan untuk memperkuat iman dan 

 
69Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak 
halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Jika kamu khawatirbahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 
Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar 
hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.  

70Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwi, ‘Awāmil as-Sa’ah wa al-Murūnah fi asy-
Syari’ah al-Islāmiyyah (al-Qāhirah: Dār as-Sakhwah, 1406 H/1985 M), Cet. 
ke 1, h. 100. Muhammad ‘Ali as-Sāyis, Nasy’ah, h. 69. Mahmud Syaltut 
dan Muhmaad ‘Ali as-Sāyis, Muqāranah al-Mażāhib fi al-Fiqh (Mesir: 
Muhammad ‘Ali Ṣabih wa Aulāduh, 1373 H/1953 M), h. 80.  
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menjinakkan hati mereka. Akan tetapi, di masa Umar 
melihatnya tidak demikian, menurutnya, bahwa 
pemberian jatah zakat pada masa Rasulullah Saw. dan 
Abū Bakar itu hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan 
konsumtif mereka yang bersifat tentatif, karena umat 
Islam masih relatif sedikit kuantitasnya dan dalam 
kondisi lemah. Sekarang (pada masa Umar) kondisi 
umat Islam sudah kuat secara kualitas dan 
kuantitasnya; Karena kondisi sudah berubah, maka 
mereka tidak perlu lagi dijinakkan hatinya dengan cara 
memberikan jatah zakat. Fatwa (kebijakan) Umar 
demikian ini, sudah barang pasti ada hubungan antara 
ketentuan hukum dengan  alasan logis penetapannya. 
Dalam faktanya, fatwa Umar ini disepakati oleh para 
sahabat, meskipun ada beberapa sahabat yang lain yang 
menolaknya karena dipandang bertentangan dengan 
Q.S. at-Taubah (9): 60.71 

Contoh keempat, tentang perempuan (isteri) yang 
ditinggal mati oleh suaminya dan belum disetubuhi, 
serta belum ditentukan maskawinnya. ‘Ali bin Abi Ṭālib 
berfatwa bahwa perempuan yang demikian itu tidak 
berhak mendapatkan maskawin (mahar miṡil) dari 
suaminya, dia hanya berhak mendapatkan mut’ah saja. 
Proses istinbāṭ al-ahkām ‘Ali ini adalah menganalogikan 
kedudukan perempuan tersebut dengan perempuan 
yang dicerai oleh suaminya dan belum disetubuhi, serta 
belum ditentukan maskawinnya, dengan mengacu pada 
Q.S. al-Baqarah (2): 236: 

 
71Yūsuf al-Qaraḍāwi, ‘Awāmil, h. 99. Muhammad ‘Ali as-Sāyis, 

Nasy’ah, h. 42. Hasil-hasil ijtihad Umar ternyata banyak sekali yang perlu 
diketahui untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum ketika kita akan 
melakukan ijtihad di era modern ini, seperti tidak melaksanakan hukum 
potong tangan bagi pencuri, mengubah sanksi bagi pengkonsumsi 
narkoba (al-khamr) menjadi 80 kali dera dari sebelumnya hanya 40 kali 
dera, tidak membagikan harta rampasan perang kepada tentara perang, 
dan lain-lain. 
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و َمسَ ُّ ءَ ماَ لمَۡ ت ٱلن ِّسآَ قۡتمُُ  ا جُناَحَ علَيَكۡمُۡ إِن طَل َّ يضَة ۚٗ  ل َّ لهَنُ َّ فرَِّ تفَۡرِّضُواْ  هنُ َّ أَوۡ 
ا علَىَ   ِۖ حَق ًّ ِّٱلمۡعَۡروُفِّ َۢا ب َ ِّرِّ قدَرَهُۥُ متَََٰع ومَتَ ِّعوُهنُ َّ علَىَ ٱلمۡوُسِّعِّ قدَرَهُۥُ وعَلَىَ ٱلمۡقُۡت

ِّينَ    ن  ٱلمۡحُۡسِّ
Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas 

kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu 
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan 
hendaklah kamu berikan suatu mut’ah 
(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu 
menurut kemampuannya dan orang yang miskin 
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 
menurut yang patut. Yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang 
berbuat kebajikan”.   

Dalam konteks ini, ‘Ali mengabaikan hadis 
mengenai peristiwa Barwa’ binti Wāsiq al-Aslāmiyyah, 
karena dinilai status hadisnya adalah ḍa’if. Sedangkan 
Ibn Mas’ūd berpendapat (berfatwa) bahwa perempuan 
itu berhak mendapatkan maskawin yang diwajibkan 
dari suaminya yang meninggal, karena Ibn Mas’ūd, di 
samping tidak menganalogikan wafat itu dengan talak, 
juga berpegang pada riwayat peristiwa Barwa’ binti 
Wāsyiq al-Islāmiyyah yang langsung menyerahkan 
dirinya kepada seorang laki-laki dengan tidak 
menetapkan maskawinnya (al-mufawwiḍah). 

Berdasarkan contoh-contoh praktik ijtihad para 
sahabat tersebut di atas, tampak terlihat bahwa pada 
dasarnya masih sama dengan cara-cara ijtihad yang 
dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika masih hidup. 
Mereka tidak memerlukan metodologi pemahaman 
hukum Islam (uṣūl al-fiqh), yakni metode-metode, 
kaidah-kaidah, dan pendekatan-pendekatan yang 
digunakan dalam berijtihad. Karena, mereka 
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mengetahui dan paham betul mengenai sebab-sebab 
diturunkan ayat-ayat al-Qur’ān (asbāb an-Nuzūl), sebab-
sebab ditetapkan pernyataan-pernyataan Rasulullah 
(asbāb al-wurūd), memiliki ketajaman analisis dalam 
mengungkap rahasia-rahasia hukum (asrār al-ahkām), 
tujuan-tujuan hukum (maqāṣid asy-syari’ah), dan dasar-
dasar hukum secara universal (al-uṣūl al-kulliyyah), serta 
menguasai bahasa arab dengan baik sebagai bahasa al-
Qur’ān dan sunnah. Dengan kapasitas dan kredibilitas 
pengetahuan para sahabat demikian ini, mereka mampu 
berijtihad tanpa membutuhkan metodologi pemahaman 
hukum Islam (uṣūl al-fiqh).  

3. Uṣūl al-Fiqh pada Masa Tābi’in 
Pada masa tābi’in (sekitar akhir abad I H. atau awal 

abad II H. hingga abad III H.) ini, uṣūl al-fiqh sebagai 
metodologi pemahaman hukum Islam dalam konteks 
istinbāṭ al-ahkām menjadi semakin jelas dan meluas 
disebabkan bertambah meluasnya daerah kekuasaan 
pemerintahan Islam, sehingga berbagai problematika 
kasus hukum baru bermunculan. Kasus-kasus hukum 
itu terjadi sebagai konsekuensi dari penaklukkan 
daerah-daerah yang tidak saja warga masyarakatnya 
berbahasa arab, tetapi juga mereka yang berbahasa non 
arab yang latar belakang budaya dan adat-istiadatnya 
berbeda-beda pula. Dari kondisi ini pada 
perkembangannya terjadi interaksi dan inkulturasi 
sosial serta asimilasi berbagai suku, budaya, bahasa, 
dan bahkan terjadi perkawinan di antara sesaama 
mereka. Banyak para tābi’in yang mengkhususkan diri 
sebagai komunitas ulama dan mufti yang berdomisili di 
berbagai daerah melakukan kreatifitas ijtihad dan 
berfatwa dengan memberikan jawaban keagamaan dan 
menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dari setiap 
peristiwa hukum yang terjadi. Seperti Sa’id bin al-
Musayyab (w. 94 H), dan Sālim bin ‘Abd Allah bin 
Umar (w. 106 H) di Madinah, az-Zuhri (w. 124 H), al-



45 
 

Qāḍi Yahyā bin Sa’id (w. 146 H), Rabi’ah bin Abi ‘Abd 
ar-Rahmān (w. 136 H), dan ‘Aṭā’ bin Abi Rabbah (w. 114 
H) di Makkah. Ibrāhim an-Nakha’iy (w. 95 H), dan asy-
Syi’bi (w. 104 H) di Kūfah. Qatādah bin ad-Di’āmah ad-
Dausi (w. 118 H) di Basrah. Ṭāwus bin Kaisān al-Jundi 
(w. 106 H) di Yaman.72 Lebih rinci lagi para ulama 
tābi’in sebagai generasi penerus sahabat, dan kemudian 
diteruskan oleh atba’ tābi’in seperti disebutkan oleh 
Muhammad al-Khuḍari Bik bahwa,73 

Tradisi ijtihad yang dilakukan para sahabat,74 pada 
fase-fase berikutnya diikuti oleh generasi-generasi 
penerusnya, yaitu tabi’in dan atba’ tabi’in75 yang tersebar 
di berbagai daerah kekuasaan pemerintahan Islam 
ketika itu. Di Madinah, muncul: Umm al-mu’mini 
‘Aisyah as-Sadiqah (w. 57 H), Abdullah bin Umar (w. 73 
H), Abu Hurairah (w. 58 H), Sa’id bin al-Musayyab al-

 
72Muhammad Abū Zahrah, Muhāḍarāt, h. 36.   
73Muhammad al-Khuḍari Bik, Tārikh Tasyri’ al-Islāmi (Indonesia: Dār 

Ihyā’ al-Maktabah al-‘Arabiyyah, 1401 H/1981 M), h. 150-165.  
74Dimaksudkan dengan sahabat, yaitu orang yang bertemu dengan 

Nabi saw. dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam. Atau, 
orang yang bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan mukmin dan mati 
dalam keadaan Islam. Lihat, Mahmud at-Tahhān, Taisir Mustalah al-Hadis 
(Bairut: Dār as-Saqafah al-Islāmiyyah, 1985), h. 198. Ali Jum’ah, Qaul as-
Sahabah ‘Ind al-Uṣūliyyin (Mesir: Dār ar-Risalah, 1425 H/2004 M), h. 8. 
Masa sahabat ini bertolak dari sahabat yang paling terakhir wafat adalah 
Abu Tufail, yaitu sekitar tahun 120 hijriyah, berarti masa sahabat sekitar 
97 tahun dari pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, 
para ulama berasumsi bahwa masa sahabat berakhir sampai pada tahun 
100 hijtiyah, dan sejak itu mulai masa tabi’in. Masa tābi’in berlangsung 
sekitar 80-an tahun dimulai sejak tahun 100 hijriyah, berarti masa tabi’in 
berakhir pada tahun 180 hijriyah. Dan tahun 180 hijriyah dimulai masa 
atba’ tabi’in hingga berakhir pada tahun 220 hijriyah. Lihat, Abu Rayyān, 
Adwa’ ‘ala as-Sunnah al-Muhammadiyyah (Mesir: Dār al-Ma’ārif, t.t.), h. 243.  

75Dimaksudkan dengan tabi’in, yaitu orang-orang yang bertemu 
dengan sahabat dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam. 
Mahmud at-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis, h. 202.Sedangkan atba’ 
tabi’in ialah orang-orang yang bertemu dengan tabi’in dan meriwayatkan 
hadis daripadanya.Abu Rayyah, Adwa’ ‘ala as-Sunnah al-Muhammadiyyah, 
h. 244. 
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Makhzumi (w. 94 H), ‘Urwah bin az-Zubair bin 
‘Awwam al-Asadi (w. 94 H), Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin al-Haris bin Hisyam al-Makhzumi 
(w. 94 H), Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-
Hasyimi (w. 94 H), Ubaidillah bin Abdullah bin ‘Utbah 
bin Mas’ud (w. 98 H), Salim bin Abdullah bin Umar (w. 
106 H), Sulaiman bin Yasar (w. 107 H), Qasim bin 
Muhammad bin Abi Bakar (w. 106 H), Nafi’ Maula 
Abdullah bin Umar (w. 117 H), Muhammad bin Muslim 
yang dikenal dengan Ibn Syihab az-Zuhri (w. 124 H), 
Abu Ja’far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain (w. 114 
H), Abu Zanad Abdullah bin Zikwan (w. 131 H), Yahya 
bin Sa’id al-Ansari (w. 146 H), dan Rabi’ah bin Abi 
Abdurrahman (w. 136 H). 

Di Makkah, muncul: Abdullah bin Abbas (w. 68 H), 
Mujahid bin Jabr (w. 103 H), ‘Ikrimah Maula Ibn Abbas 
(w. 107 H), ‘Ata’ bin Abi Rabah (w. 114 H), dan Abu 
Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadris Maula 
Hakim bin Hazam (w. 127 H). Di Kufah, muncul: 
‘Alqamah bin Qais an-Nakha’i (w. 62 H), Masruq bin al-
Ajda’ zl-Hamdani (w. 63 H), ‘Ubaidah bin ‘Amr as-
Salmani (w. 92 H), al-Aswad bin Yazid an-Nakha’i (w. 
95 H), Syuraih bin al-Haris al-Kindi (w. 78 H), Ibrahim 
bin Yazid an-Nakha’i (w. 95 H), Sa’id bin Jubair Maula 
Walibah (w. 95 H), dan ‘Amir bin Syarahil asy-Syi’bi (w. 
104 H). Di Basrah, muncul: Anas bin Malik al-Ansari (w. 
93 H), Abu al-‘Aliyah Rafi’ bin Mahran ar-Rayahi (w. 90 
H), al-Hasan bin Abi al-Hasan Maula Zaid bin Sabit (w. 
110 H), Abu asy-Sya’sa’ Jabir bin Zaid (w. 93 H), 
Muhammad bin Sirin Maula Anas bin Malik (w. 110 H), 
dan Qatadah bin Di’amah ad-Dausi (w. 118 H). Di 
Syam, muncul: Abdurrahman bin Ganam al-Asy’ari (w. 
78 H), Abu Idris al-Khaulani (w. 80 H), Qabisah bin 
Zuaib (w. 86 H), Makhul bin Abi Muslim (w. 113 H), 
Raja’ bin Haiwah al-Kindi (w. 113 H), dan Umar bin 
Abdul Aziz bin Marwan (w. 101 H). Di Mesir, muncul: 
Abdullah bin ‘Amr bin al-‘As (w. 65 H), Abu al-Khair 
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Marsad bin Abdullah al-Yazni (w. 90 H), dan Yazid bin 
Abi Habib Maula al-Azd (w. 128 H). Di Yaman, muncul: 
Tawus bin Kaisan al-Jundi (w. 106 H), Wahab bin 
Manbah as-San’ani (w. 114 H), dan Yahya bin Abi Kasir 
(w. 129 H).   

Kehadiran para mujtahid dan mufti di berbagai 
daerah inilah yurisprudensi Islam (fiqh dan uṣāl al-fiqh) 
mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. 
Pada masa Nabi saw. dan masa sahabat (dari awal-awal 
sampai akhir-akhir abad pertama hijriyah) sering 
disebut “fase permulaan dan persiapan fiqh Islam”, 
maka pada masa tabi’in, atau generasi-generasi 
berikutnya sering disebut “fase pembinaan dan 
pembukuan fiqh Islam” (dari akhir-akhir abad pertama 
hijriyah sampai pertengahan abad keempat hijriyah). 
Berarti pada fase kedua ini berlangsung sekitar 250 
tahun. Pada masa ini tampak kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di masanya di dunia Islam 
mengalami kemajuan yang pesat, bahkan mencapai 
puncak kejayaannya. Dalam term Harun Nasution, 
pada masa ini disebut dengan “periode ijtihad dan 
kemajuan bersamaan masanya dengan periode 
kemajuan Islam I, 700-1000 M”.76 

Para ulama tābi’in dalam praktik melakukan ijtihad 
untuk mengistinbāṭkan hukum pada prinsipnya masih 
sama sebagaimana cara-cara yang ditempuh oleh para 
sahabat, yaitu merujuk pada al-Qur’ān, sunnah 
Rasulullah Saw. Akan tetapi dalam menggunakan 
metodologi pemahaman hukum Islam sudah semakin 
meluas, mereka di samping rujukan utama kedua 
sumber tersebut, juga menggunakan ijmā’ sahabat, ijmā’ 
ahl al-madinah, fatwa sahabat, qiyās, istihsān, istiṣlāh 
(maṣlahah al-mursalah), dan metode-metode yang 
lainnya. Bahkan lebih jauh, mereka telah bebas memilih 

 
76Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: 

Penerbit UI-Press, 1986), Jld. Ke 2, Cet ke 6, h. 12.  
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metode-metode ijtihad yang dipandang relevan dengan 
konteksnya. Oleh karena demikian, sebagian ulama dan 
mufti tābi’in ada yang menggunakan qiyās sebagai 
metode istinbāṭ hukum dengan cara berusaha mencari 
dan menemukan ‘illah-‘illah hukum (masālik al-‘illah) 
pada teks-teks al-Qur’ān dan sunnah (‘illah al-manṣūṣah), 
dan kemudian dipalikasikannya pada kasus-kasus 
hukum yang secara tekstualitas naṣ tidak ditemukan 
ketentuan-ketentuan hukumnya (fimā lā naṣṣa fih), tetapi 
memiliki kesamaan ‘illah hukum. Sedangkan sebagian 
ulama dan mufti yang lainnya lebih cendrung 
menggunakan metode maṣlahah al-mursalah dengan cara 
melihat dari segi ada dan tidaknya relevansi (al-
munāsabah) dengan tujuan-tujuan hukum (maqāṣid asy-
syari’ah) dengan kemaslahatan yang terdapat dalam 
prinsip-prinsip hukum Islam (uṣūl al-ahkām asy-

syar’iyyah).  
Ibrāhim an-Nakha’i (w. 95 H) menyatakan bahwa 

setiap pensyari’atan hukum mempunyai tujuan 
tersendiri yang didasarkan atas sebab-sebab (asbāb) dan 
‘illah-‘illah yang kesemuanya itu dapat dipahami 
hubungan esensialnya secara logis.77 Pandangan an-
Nakha’i ini menunjukkan bahwa pensyari’atan hukum 
terkait dengan sesuatu yang menyebabkan terciptanya 
hukum, yaitu ‘illah. Sebagai contoh, dapat dikemukakan 
mengenai kesaksian dari pihak keluarga. Ibn Qayyim aj-
Jauziyyah (w. 571 H) yang bersumber dari Umar bin al-
Khaṭṭāb, bahwa pada awalnya seseorang dapat menjadi 
saksi baik ayah terhadap anaknya, atau sebaliknya, 
suami terhadap isteri atau sebaliknya, dan seterusnya. 
Sebab, pada dasarnya, dalam Islam tidak membedakan 
keluarga atau bukan keluarga, dan boleh kesaksiannya 
diterima. Teks Q.S. an-Nisā’ (4): 135, menjelaskan bahwa 
sesama keluarga boleh memberikan kesaksian demi 

 
77Muhammad Muṣṭafā Salabi, Ta’lil al-Ahkām (Bairut: Dār an-Nahḍah 

al-‘Arabiyyah, 1401 H/1981 M), h. 73. 
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tegaknya keadilan.78 Berdasarkan teks al-Qur’ān ini 
menunjukkan bahwa pada hakikatnya memberikan 
kesaksian itu adalah menyampaikan informasi yang 
benar untuk tegaknya keadilan dan kebenaran dengan 
ucapan kesaksian di depan majelis Hakim pengadilan. 
Kesaksian (asy-syahādah) tersebut harus diberikan 
kepada siapa saja sekalipun kepada keluarga sendiri 
demi tegaknya kebenaran dan keadilan serta terhindar 
dari kemafsadatan. Tetapi, karena telah terjadi 
perubahan sikap mental pada jiwa manusia, lemahnya 
iman, dan terlihat terdapat indikasi-indikasi keẓaliman, 
maka kesaksian keluarga ditolak. Kasus ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat dalam 
sebuah penetapan hukum dengan ‘illah. Oleh karena 
demikian, dapat dipahami bahwa alasan logis 
penolakan kesaksian dari pihak keluarga adalah karena 
bisa membawa kepada kemafsadatan/kemudaratan 
pada diri sendiri, dan juga kepada orang lain.79  
Demikian ini tidak boleh terjadi, karena hadis 
Rasulullah Saw. menegaskan: 

عنَْ أَبيِْ سَعيِدِْ بنِْ ماَلكِِ بنِْ سِناَنِ الْخدُْرِيْ قاَلَ : قاَلَ رسَُولُْ الل  هِ صَل َّى علَيَهِْ  
مَ : لاَ ضرَرََ ولَاَ ضرِاَرَ . )رواه ابن ماجه والدار قطني (   وسََل َّ

Artinya:  “Dari Abi Sa’id Sa’ad bin Mālik bin Sinān al-
Khudri, ia berkata: Rasulullah Saw. telah 
bersabda: Seseorang tidak boleh berbuat mudarat 

 
78Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri, atau ibu bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu karena ingin menyimpang dark kebenaran. Dan jika kamu 
memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.  

79Muhammad Muṣṭafā Salabi, Ta’lil al-Ahkām, h. 75. 
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pada dirinya, dan berbuat mudarat kepada orang 
lain”.80 

Mencermati terjadi perbedaan pendapat di 
kalangan para ulama dan mufti tābi’in tersebut di atas, 
adalah terlihat bahwa mereka dalam mengistinbāṭkan 
hukum berbeda metode dan pendekatan yang 
digunakannya, ada yang menggunakan qiyās, dan ada 
yang menggunakan maṣlahah al-mursalah dalam 
menyelesaikan dan menetapkan setiap kasus hukum. 
Seperti para ulama Irak lebih dikenal dengan 
menggunakan ra’y dalam konteks qiyās dengan 
prosesing mencari ‘illah-‘illah hukum dalam teks-teks al-
Qur’ān dan sunnah yang kemudian diaplikasikan  pada 
kasus-kasus hukum yang secara tekstualitas naṣ tidak 
ditemukan ketentuan hukumnya. Cara ini bukan berarti 
mereka menganulir tradisi-tradisi Rasulullah, tetapi 
karena sangat sedikit riwayat-riwayat hadis yang 
mereka temukan. Sementara para ulama dan mufti Hijāz 
Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah, 
karena mudah menemukan riwayat-riwayat hadis 
tersebut sekaligus secara historis, Madinah sebagai 
tempat diwurudkan hadis-hadis Rasulullah Saw. Dari 
sinilah awal terjadi perbedaan para ulama dan mufti 
tābi’in dalam mengistinbāṭkan hukum. Sebagai 
konsekuensi dari perbedaan penggunaan metodologi 
istinbāṭ hukum itu pada akhirnya menimbulkan dua 
kelompok ulama yang berbeda pula pola pikir 
metodologisnya. Dalam konteks ini, Madrāsah Irak dan 
Kūfah dikenal sebagai kelompok ahl ar-ra’y, dan 
Madrāsah Madinah dikenal sebagai kelompok ahl al-
hadiṡ.81 

 
80Zain ad-Din al-Hanbali, Jāmi’ al-‘Ulūm min Jawāmi’ al-Kalim (Bairut: 

Dār al-Fikr, t.t.), 265. Muṣṭafā Zaid, al-Maṣlahah, h. 206.  
81‘Ali Hasaballah, Uṣūl at-Tasyri’ al-Islāmi (Mesir: Dār al-Fikr al-

‘Arabi, 1417 H/1997 M), Cet. ke 7, h. 7. 
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Dengan terdapat dua kelompok ulama yang 
berbeda pola pikir tersebut dapat dikatakan merupakan 
sebagai cikal bakal munculnya tiga aliran pola pikir 
metodologis dalam uṣūl al-fiqh dan fiqh, yaitu 
mutakallimin (Syāfi’iyyah), fuqahā’ (Hanafiyyah), dan 
kombinasi atau sintesa dari kedua pola pikir tersebut, 
yang dikenal dengan aliran konvergensi (al-jam’u at-
ṭariqatain).82 

4. Uṣūl al-Fiqh pada Masa Imām Mujtahid 
Pada masa sesudah tābi’in, atau setelah berakhirnya 

periode tābi’in, maka lahirlah era imām mujtahid (tābi’ 
tābi’in), pada awal abad II H. hingga pertengah abad IV 
H. Pada era ini, perkembanga uṣūl al-fiqh semakin jelas, 
kokk, kuat, dan sudah menjadi instrumen ijtihad dalam 
upaya mengistinbāṭkan hukum dari dalil-dalil syara’. 
Kehadiran berbagai imām mujtahid dan mażhab dari 
umat Islam dari kalangan sunni (ahl as-sunnah wa al-
jama’ah) dengan corak dan karakteristik pemikiran 
hukum Islam, dan metodologi masing-masing sering 
menimbulkan perbedaan pendapat yang kontroversial 
di kalangan intern mereka, di satu sisi menimbulkan 
kebingungan umat dengan beragam teori dan 
metodologi yang ditawarkannya, dan di sisi lain akan 
sangat berimplikasi pada nilai-nilai hukum yang 
dihasilkan dari ijtihadnya.  

Adapun dimaksudkan dengan imām mujtahid di 
sini yaitu para mujtahid kenamaan yang disebut dengan 
imām yang empat (al-a’immah al-arba’ah). Mereka 
merupakan pendiri-pendiri mażhab fiqh Islam terkenal 
yang banyak mempunyai pengikut di dunia Islam 
hingga sekarang ini, yaitu: Abū Hanifah (80-150 H), 
Mālik bin Anas (93-179 H), Muhammad bin Idris asy-
Syāfi’i (150-204 H), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 

 
82Muhammad Ma’ruf ad-Dawālibi, al-Madkhal ilā ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh 

(Damskus: Universitas Damaskus, 1378 H/1959 M), Cet. ke, h. 93. 
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H).83 Selain al-a’immah al-arba’ah tersebut, sejarah telah 
mencatat para mujtahid terkenal lainnya dalam periode 
ini, seperti Zaid ibn Ali al-Husain (80-122 H), Ja’far as-
Sadiq (80-148 H), Abdurrahman bin Muhammad al-
Auza’i (88-157 H), dan lain-lain.84 

Selain dari mazhab yang empat, sebenarnya sejarah 
juga telah mencatat terdapat mazhab-mażhab yang lain, 
seperti mazhab al-Auza’i, mazhab as-Ṡauri, mazhab al-
Lais bin Sa’ad, mazhab Zahiri, dan mazhab at-Tabari,85 
bahkan menurut Ibrahim Hosen tidak kurang dari 13 
mazhab,86 tetapi fatwa-fatwa dari mażhab-mażhab ini 
nyaris ditinggalkan oleh para pengikutnya, sehingga 
sejarah sendiri hampir melupakan dan tidak mencatat 
fatwa-fatwanya. Itulah sebabnya kumpulan mazhab 
yang disebut al-mażahib al-bā’idah ini tidak berkembang 
dan ditelan oleh masa, karena ajaran-ajarannya 
ditinggalkan oleh para pengikutnya sehingga menjadi 
punah. Tetapi, sebagai fakta sejarah akan dikemukakan 
dalam pembahasan berikutnya mażhab Ẓāhiri dan 

 
83Muhammad Yusuf Musa, al-Madkhal Lidirasah al-Fiqh al-Islami 

(Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1374 H/1953 M), h. 139-170. Ahmad bu’ud, 
al-Ijtihad bain Haqaiq at-Ṭārikh wa Mutaṭallibāt al-Wāqi’ (Suria: Dār as-Salām, 
1425 H/2005 M), Cet. ke 1, h. 49-55.  

84Dua yang pertama, mereka adalah imām mujtahid dari mażhab 
syi’ah, sedangkan tiga yang terakhir adalah para imām mujtahid dari 
mażhab-mażhab yang punah (al-mażāhib al-bā’idah). Al-Khudari Bik, 
Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, h. 261. Muhammad Abu Zahrah, al-Imām Zaid 
Hayātuh wa ‘Aṣruh Arāuh wa Fiqhuh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 
22. Yūsuf Mūsa, al-Madkhal Lidirāsah, h. 172-182. Al-Hamid al-Husaini, 
Sejarah Hidup Imam Ja’far ash-Shadiq R.A. (Semarang: Penerbit CV Toha 
Putra, t.t.). Al-Hamid al-Husaini, Sejarah Hidup Imam Zaid bin Ali R.A. 
(Semarang: Penerbit CV Toha Putra, t.t.). 

85Yūsuf Mūsa, al-Madkhal Lidirāsah, h. 178-182.  
86Yaitu: Mazhab Sofyan bin ‘Uyainah di Makkah, Malik bin Anas di 

Madinah, Hasan Basri di Basrah, Abu Hanifah di Kufah, Sofyan Sauri di 
Kufah, al-Auza’i di Syam, Muhammad bin Idris asy-Syafi’i di Mesir, al-
Lais bin Sa’ad di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Saur di 
Bagdad, Ahmad bin Hanbal di Bagdad, Dawud Zahiri di Bagdad, dan Ibn 
Jarir di Bagdad. Lihat, Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan, Jld. Ke 1, h. 41. 
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Syi’ah. Sedangkan al-a’immah al-arba’ah bisa dikatakan 
sebagai mażhab yang banyak pengikutnya di dunia 
Islam hingga era modern ini, karena doktrin dan fatwa-
fatwa, serta metodologi ijtihadnya dapat diterima oleh 
umat Islam pada umumnya, sebagaimana pembahasan 
berikut ini: 
a. Imām Abū Hanifah 

Imām Abū Hanifah (w. 150 H) sebagai pendiri 
mażhab Hanafi di Kūfah, dalam melakukan ijtihad 
untuk mengistinbāṭkan hukum, secara kronologis, 
ia merujuk dan berpegang pada sumber dan dalil-
dalil hukum sebagai berikut: 

ةِ   بسِنُ َّ أَخذَْتُ  فيِهِْ  أَجِدْهُ  لمَْ  فمَاَ  وجَدَْتهُُ،  إِذاَ  الل  هِ  َابِ  بكِتِ آخَِذٌ  إِن يِْ 
مَ واَلْآثاَرُ   احُ رسَُولِْ الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ ح َّ ِ تْ فىِ    الص  عنَهُْ ال َّتيِْ فشَ َّ

ةِ رسَُولِْ الل  هِ صَل َّى   َابِ الل  هِ ولَاَ سُن َّ اتِ، فإَِنْ لمَْ أَجِدْهُ فىِ كتِ أَيدِْي الث قِ َّ
مَ أَخذَْتُ بقِوَلِْ أَصْحاَبهِِ منَْ شِئتُْ وأََدعَُ قوَلَْ منَْ شِئتُْ   الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ

إِليَ  قوَلٍْ  أَخْرجُُ منِْ  إِبرْاَهيِمْ   ثمُ َّ لاَ  إِلىَ  الْأَمرُْ  انِتْهََى  فإَِذاَ  قوَلِْ غيَرْهِمِْ 
بِ فلَيِْ أَنْ أَجْتهَدَِ كَماَ   ينَْ وسََعيِدْ ابنِْ  الْمسُيَ َّ عبْيِْ واَلْحسَنَِ واَبنِْ سِيرِْ واَلش َّ

 اجِْتهَدَوُْا. 
Artinya: “Saya berpegang kepada Kitāb Allah (al-

Qur’ān) apabila menemukan ketentuan 
hukumnya. Jika saya tidak 
menemukannya, maka saya berpegang 
kepada sunnah Rasulullah Saw. dan 
aṡār-aṡār yang sahih yang tersiar di 
kalangan orang yang terpercaya. Jika 
saya tidak menemukannya di dalam 
Kitāb Allah dan sunnah Rasulullah Saw., 
maka saya berpegang kepada pendapat 
para sahabat dan mengambil pendapat 
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mana yang saya sukai, dan 
meninggalkan yang lainnya, kemudian 
saya tidak ke luar (pindah) dari pendapat 
mereka kepada yang lainnya. Apabila 
suatu persoalan sudah sampai kepada 
Ibrāhim, Sya’bi, Hasan, Ibn Sirin, dan 
Sa’id ibn al-Musayyab, maka saya harus 
berijtihad sebagaimana mereka 
berijtihad”.87 

Berdasarkan pernyataan Abū Hanifah tersebut, 
dapat dipahami dan diegaskan bahwa ternyata ia 
dalam mengistimbāṭkan hukum secara kronologis 
berpegang kepada sumber dan dalil-dalil hukum: 
(1) al-Kitāb (al-Qur’ān), (2) as-sunnah, (3) al-Aṡār, (4) 
al-Ijmā’, (5) al-Qiyās, (6) al-Istihsān, dan (7) al-‘Urf/al-
‘Ādah. Sumber dan dalil-dalil hukum ini ditegaskan 
dan diakui pula oleh Muhammad Yūsuf Mūsa dan 
Hasan AbūṬālib,88 dan para ulama uṣūl al-fiqh yang 
lainnya. 

b. Imām Mālik bin Anas 
Imām Mālik bin Anas (w. 179 H) sebagai 

pendiri mażhab Māliki di Madinah, ketika ber-
istidlāl, yakni cara-cara mengaplikasikan sumber 
dan dalil-dalil hukum yang menjadi pegangan, 
secara kronologis dikemukakan dalam Syarh al-
Bahjah yang dikutip oleh TM. Hasbi ash-Shiddieqy, 
terdapat 17 macam: (1) Naṣṣ al-Kitāb, (2) Ẓāhir al-

 
87Muhammad Yūsuf Mūsa, al-Madkhal, h. 143. Muhammad Yūsuf 

Mūsa, Abū Hanifah ‘Aṣruh Hayātuh Mażhabuh Ittijāhatuh al-Fiqhiyyah al-
Islāmiyyah (Mesir: Maṭba’ah an-Nahḍah, 1376 H/1957 M), h. 66-67. ‘Abd 
al-Wahhāb Khallāf, Khulāṣah Tārikh al-Islāmi, h. 84. Subhi Mahmaṣāni, 
Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islām, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono dengan 
Filsafat Hukum Islam (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), Cet. ke 2, h. 42. 
Muhammad Abū Zahrah Muhāḍarāt, h. 175. 

88Lihat, Hasan Abū Ṭālib, Taṭbiq asy-Syari’ah al-Islāmiyyah fi Bilād al-
‘Arabiyyah (al-Qāhirah: an Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1990), Cet. ke 3, h. 158. 
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Kitāb, yakni al-‘Ām, (3) Dalil al-Kitāb, yaitu 
mafhūm mukhālafah, (4) Mafhūm muwāfaqah, (5) 
Tanbih al-Kitāb terhadap ‘illah, (6) Naṣ-naṣ as-
sunnah, (7) Ẓāhir as-sunnah, (8) Dalil as-sunnah, (9) 
Mafhūm as-sunnah, (10) Tanbih as-sunnah, (11) 
Ijmā’, (12) al-Qiyās, (13) ‘Amal Ahl al-Madinah, (14) 
Qaul as-Ṣahābi, (15) Istihsān, (16) Murā’ah al-Khilāf, 
dan (17) Sad az-Żari’ah.89 

Macam-macam sumber dan dalil-dalil hukum 
tersebut kelihatannya dikonstruksi dari pernyataan 
Imām Mālik dalam ber-istidlāl dengan: 

تقَْدِيْمِ  الْوضُُوحِْ منِْ  فىِ  أَدِل َّتهِِ  عزَ َّ وجَلَ َّ علَىَ ترَْتيِبِْ  الل  هِ  َابُ  كتِ تقَْديْمُ 
ترَْتيِبِْ   علَىَ  ةُ  ن َّ الس ُ كذَاَلكَِ  ثمُ َّ  مفَْهوُمْاَتهُُ  ثمُ َّ  ظَواَهرِهُُ  ثمُ َّ  نصُُوصِْهِ، 

 ُ صُوصْهِاَ وظََواَهرِها ومفهومها  متُوَاَترِهِاَ ومَشَهْوُرْهِاَ وآَحاَدهِاَ ثمُ َّ ترَْتيِبِْ ن
ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة وعند عدم هذه الأصول  
به،   مقطوع  الل  ه  كتاب  إذ  منها  والإستنباط  عليها  القياس  كلها، 
وكذالك متواتر السنة وكذالك النص مقطوع به، فوجب تقديم ذلك 

معنا فى  الإحتمال  لدخول  المفهوم  ثم  الظواهر  ثم  أخبار  كله  ثم  ها 
القياس   على  مقدمة  وهي  منها،  والمتواتر  الكتاب  عدم  عند  الآحاد 
بلغهم خبر  أنفسهم متى  وتزكهم نظر  الفصلين  الصحابة على  لإجماع 
الثقة وامتثالهم مقتضاه دون خلاف منهم فى ذلك ثم القياس عند  

 عدم الأصول ) أي المتقدمة(  

 
89TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imām-Imām 

Mażhab dalam Membina Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 
Jld. ke 1, h. 173. 
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Artinya:  “(Imām Mālik) mendahulukan Kitāb 
Allah (al-Qur’ān) secara kronologis 
dalam menggunakan dalil-dalilnya 
dengan jelas, diurutkannya dengan 
mendahulukan naṣ-nya, kemudian ẓāhir-
nya, lalu mafhūm-nya. Sesudah itu, 
sunnah mutawātirah, kemasyhurannya, 
dan barulah yang ahād yang secara 
kronologis dilihat dari segi naṣ-nya, 
ẓāhir-nya, dan mafhūm-nya. Kemudian 
ijmā’ ketika tidak menemukan al-Kitāb 
dan sunnah mutawātirah dari semua 
dasar-dasar ini, maka barulah ia 
menempuh jalan dengan qiyās yang 
dijadikan sandaran untuk 
mengistinbāṭkan hukum. Tegasnya, 
Kitāb Allah yang qaṭ’i, sunnah 
mutawātirah, dan naṣ-naṣ lain yang qaṭ’i, 
maka semua itu harus didahulukan, 
kemudian arti secara tersurat (az-
ẓawāhir), lalu arti secara tersirat (al-
mafhūm) karena semua itu termasuk 
dalam kandungannya.  Kemudian 
khabar ahād lebih didahulukan daripada 
qiyās ketika tidak ada al-Kitāb dan 
sunnah mutawātirah; Karena ijmā’ 
sahabat terdapat dua alternatif 
kemungkinan, mereka meninggalkan 
pendapatnya bila telah sampai 
kepadanya khabar yang terpercaya, dan 
mereka mengikuti apa yang dikehendaki 
khabar yang tidak diperselisihkan di 
antara mereka. Kemudian menempuh 
jalan qiyās bila tidak ada dasar-dasar 
hukum tersebut di atas”.90 

 
90Lihat, Muhammad Abū Zahrah, Mālik Hayātuh wa ‘Aṣruh Arā’uh wa 
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Selain sumber dan dalil-dalil hukum tersebut di 
atas, al-Qarāfi (w. 684 H) menyebutkan bahwa uṣūl 
mażhab Māliki adalah al-Qur’ān, as-sunnah, al-
ijmā’, ijmā’ ahl al-madinah, al-qiyās, qaul as-Ṣahābi, 
maṣlahah al-mursalah, ‘urf/al-‘ādah, sad az-żari’ah, 
istiṣhāb, dan istihsān.91 

Berdasarkan sumber dan dalil-dalil hukum 
mażhab Māliki tersebut di atas, dapat ditegaskan 
bahwa secara substantif, mereka adalah sama dalam 
mengaplikasikan dalil-dalil ijtihadiyah dalam 
meng-istinbāṭ-kan hukum sebagaimana para ahli 
uṣūl mażhab Hanafi. Hanya saja berbeda intensitas 
dan selektifitas penggunaan dalil-dalil ijtihadiyah 
tersebut. Hal ini terlihat dari sikap Imām Mālik 
berpegang pada tradisi yang berkembang dalam 
masyarakat Madinah (‘amal ahl al-madinah) sangat 
kuat. Ia juga tranmisi hadis-hadis yang kontradiksi 
dengan teks-teks al-Qur’ān dan hadis, atau prinsip-
prinsip umum ajaran Islam. Misalnya, Imām Mālik 
menolak hadis yang menjelaskan tentang 
membasuh tujuh kali bekas jilatan anjing,92 adanya 
khiyar majelis dalam sebuah transaksi, dan hadis 
yang menjelaskan tentang pemberian sedekah atas 
nama orang yang telah meninggal dunia.93 Akan 

 
Fiqhuh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1963-1964), h. 258. Muhammad Yūsuf 
Mūsa, al-Madkhal, op.cit., h. 159. 

91Al-Imām Syihāb ad-Din Abū ‘Abbās Ahmad bin Idris al-Qarāfi, 
Syarh Tanqih al-Fuṣūl fi Ikhtiṣār al-Mahṣūl fi al-Uṣūl (Bairut: Dār al-Fikr, 
1424 H/2004 M), h.,  

92Teks hadis dimaksud adalah: .  عن  أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رصول الله

صلى الله عليه وسلم : طهور إناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) أخرجه  

 Lihat, al-Imām Muhammad bin Ismā’il al-Kahlāni as-Şan’āni, Subul.مسلم(
as-Salām (Bandung-Indonesia: Penerbit Dahlān, t.t.), Juz ke 1, h. 22... 

93Di kalangan mażhab Syāfi’i berpendapat bahwa pemberian 
sedekah itu sampai kepada mayit dari perbauatan orang lain, dan amal 
orang lain, serta tiga hal yang diperbuat orang lain, yaitu badal haji (hajji 
yu’addiya ‘anhu), harta yang disedekahkan untuk simayit, hutang si mayit 
yang dibayarkan, dan do’a. Adapun amal perbuatan selain yang 
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tetapi, Mālik sendiri dalam berijtihad, ia lebih 
banyak menggunakan hadis dibandingkan dengan 
Imām Abū Hanifah. Hal ini terjadi demikian, karena 
secara letak geografis dan sosio kultural, Madinah 
menjadi tempat diwurudkannya hadis-hadis dan 
sekaligus menjadi tempat domisili Rasulullah Saw., 
sehingga tidak mengherankan jika kondisi 
masyarakat Madinah banyak beredar hadis-hadis 
Rasulullah. Di samping itu, jika dikomparatifkan 
dengan mażhab uṣūl yang lain, terlihat, Imām Abū 
Hanifah ternyata lebih banyak menggunakan qiyās 
dan istihsān, maka Imām Mālik lebih banyak 
menggunakan maṣlahah al-mursalah dalam 
berijtihad. Mereka (Mālikiyyah) juga dalam 
mengaplikasikan dalil, lebih mendahulukan ‘amal 
ahl al-madinah daripada qiyās, dan meninggalkan 
hadis ahād sekiranya tidak sejalan dengan ‘amal ahl 
al-madinah, menggunaka qaul ṣahabi yang betul-
betul terpercaya dan tidak kontradiksi dengan hadis 
marfū’. Semua itu lebih diprioritaskan daripada 
melalui jalan qiyās. 

c. Imām Syāfi’i 

 
disebutkan di atas, seperti salat, dan puasa ramaḍān, maka tidak sampai 
kepada mayit, kecuali pahalanya bagi orang yang mengerjakannya. 
Demikian juga Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syāfi’i 
berpendapat bahwa sesungguhnya amal perbuatan orang lain itu akan 
sampai .... Sedangkan Imālik dan Mālikiyyah berpendapat bahwa amal 
perbuatan orang lain tidak akan sampai kepada orang yang telah 
meninggal dunia. Selain daripada itu, seperti membaca al-Qur’ān dan 
yang semacamnya tidak sampai pahalanya kepada mayit, dengan 
berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari Abū 
Hurairah, bahwa Rasulullah telah bersabda: Apabila seseorang telah 
meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: Amal 
jāriyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak ṣalih yang mendoakannya”. 
Lihat, al-Imām Abi ‘Abd Allah Muhammad Idris bin asy-Syāfi’i, al-Umm 
(Mesir: Maktabah al-Kulliyyah, 1961), Juz ke 4, h. 46. Muhyi ad-Din Abi 
Zakaria, al-Iżkār (Bandung-Indonesia: Maktabah al-Ma’ārif, t.t.), h. 150. 
Umar Hubis, Fatawā(Surabaya-Indonesia: Pustaka Progresif, t.t.), Jld. ke 1, 
h. 250. As-Şan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 3, h. 87.:   
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Al-Imām Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Idris 
asy-Syāfi’i (w. 204 H) sebagai pendiri mażhab 
Syāfi’i. Sumber dan dalil-dalil hukum yang menjadi 
dasar istinbāṭ al-ahkām dalam berijtihad, yaitu al-
Kitāb dan sunnah mutawātir dalam satu tingkatan 
(martabat wāhidah), ijmā’, pendapat sebagian sahabat 
sepanjang tidak kontradiksi dengan pendapat-
pendapat sahabat yang lain, pendapat para sahabat 
yang berbeda-beda dalam satu masalah yang 
dipandang lebih dekat kepada al-Kitāb dan sunnah, 
atau yang dikuatkan dengan qiyās, dan tidak 
menyalahi pendapat para sahabat yang lainnya, dan 
qiyās. 

Dalam literatur lain, Imām Syāfi’i, di samping 
sumber dan dalil-dalil tersebut, ia juga 
menggunakan al-istiṣhāb dan maṣlahah al-mursalah 
sepanjang hal itu terkategori atau mirip maṣlahah al-
mu’tabarah.94 Adapun mengenai eksistensi ‘urf, asy-
Syāfi’i tidak menegaskan sebagai dalil hukum 
dalam pernyatannya. Akan tetapi, seperti 
ditegaskan oleh TM. Hasbi ash-Shiddieqy bahwa 
Imām Syāfi’i setelah berada di Mesir banyak sekali 
mempergunakan ‘urf Mesir, dan meninggalkan ‘urf 
yang berkembang di Irak. Hal ini menurut TM. 
Hasbi adalah sebagai bentuk dari aplikasi prinsip 
maṣlahah dalam ijtihad asy-Syāfi’i.95 

Sumber dan dalil-dalil hukum yang menjadi 
rujukan asy-Syāfi’i dalam berijtihad tersebut 
tampak dinyatakan sendiri dalam ungkapannya: 

 
94Hasan AbūṬālib, Taṭbiq asy-Syari’ah, op.cit., h. 161. Muhammad 

Sa’id Ramaḍān al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-Maṣlahah (Bairut: Mu’assasah ar-
Risālah, 1977), h. 372. 

95TM. Hasbi ash-Shiddieqy, h. 352-353. 
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ِيةَُ   ان الث َّ ثمُ َّ  أَثبْتَتَْ  إِذاَ  ةُ  ن َّ واَلس ُ َابُ  الْكتِ الْأُوْلىَ   : ى  شَت َّ طَبقَاَتُ  الْعلِمُْ 
بعَْضُ   يقَوُلَْ  أَنْ  الثِةَُ  واَلث َّ ةٌ  سُن َّ ولَاَ  َابٌ  فيِهِْ كتِ ليَسَْ  فيِمْاَ  الْإِجْماَعُ 

وَ  قوَلْاً  مَ  وسََل َّ علَيَهِْ  الل  هُ  صَل َّى  بيِ ِ  الن َّ منِْهمُْ،  أَصْحاَبِ  مخُاَلفِاً  لهَُ  نعَلْمَُ  لاَ 
ذاَلكَِ،  فىِ  مَ  وسََل َّ علَيَهِْ  الل  هُ  صَل َّى  بيِ ِ  الن َّ أَصْحاَبِ  إِخْتلِافَُ  ابعِةَُ  واَلر َّ
غيَرَْ   شَيئٍْ  إِلىَ  يصَُارُ  ولَاَ  بقَاَتِ  الط َّ بعَْضِ  علَىَ  الْقيِاَسُ  َامسِةَُ  واَلْخ

ةِ وهَمُاَ موَجُْ  ن َّ َابِ واَلس ُ ماَ يؤُخْذَُ الْعلِمُْ منَِ الْأَعلْىَ. الْكتِ  ودْاَنِ وإَِن َّ
Artinya:  “Ia berkata: Ilmu itu bermacam-macam 

tingkatannya: Pertama, al-Kitāb dan as-
sunnah apabila keduanya telah 
menetapkan. Kedua, ijmā’ selama tidak 
ada dalil dari al-Kitāb dan as-sunnah. 
Ketiga, pendapat sebagian para sahabat 
Nabi Saw. di mana sepanjang 
pengetahuan kita, pendapat itu tidak 
dibantah oleh para sahabat yang lain. 
Keempat, pendapat para sahabat Nabi 
Saw. yang masih diperselisihkan. Kelima, 
qiyās, selama masih terdapat dalil dari al-
Kitāb dan sunnah, maka kita tidak boleh 
mengambil dalil lain selain keduanya, 
karena ilmu itu diambil dari urutannya 
yang lebih tinggi”.96 

Muhammad ‘Ali as-Sāyis lebih menguatkan 
pernyataan asy-Syāfi’i di atas, bahwa yang menjadi 
sumber dan dalil-dalil hukum yang dipegangi 
Imām Syāfi’i dalam berijtihad, yaitu: 

 
96Asy-Syāfi’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 246. Muhammad Abū Zahrah, asy-

Syāfi’i Hayātuh wa ‘Aṣruh Arā’uh wa Fiqhuh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 
1363 H/1944 M), h. 202.  
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ات َّصَلَ  وإَِذاَ  علَيَْهمِاَ،  فقَيِاَسٌ  يكَُنْ  لمَْ  فإَِنْ  ةٌ،  وسَُن َّ قرُآْنٌ  الْأَصْلُ 
مَ الْإِسْناَدُ بهِِ فهَوَُ الْمنُتْهََى،   الْحدَِيثُْ منِْ رسَُولِْ الل  هِ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ

 َ واَلْحدَِيثِْ علَىَ ظَاهرِهِِ، وإَِذاَ احْتمَلََ  واَلْإِجْم الْمفُْردَِ  َبرَِ  أَكْبرَُ منَِ الْخ اعُ 
الأَحاَدِيثُْ   فأََتِ  تكا  وإَِذاَ  بهِِ،  أَوْلاَهاَ  ظَاهرِهُُ  منِْهاَ  أَشْبهََ  فمَاَ  المعَاَنيِ 

ماَ   بشِيَئٍْ  الْمنُقْطَعُِ  ولَيَسَْ  أَوْلاَهاَ،  إِسْناَداً  هاَ  ابنِْ  فأََصَح ُ منُقْطَعُِ  عدَاَ 
وَ   “لمَْ”  للِأَصْلِ  يقُاَسُ  ولَاَ  أَصْلٍ  علَىَ  أَصْلٌ  يقُاَسُ  ولَاَ  بِ  الْمسُيَ َّ
صَح َّ   الأَصَح َّ  علَىَ  قيِاَسُهُ  صَح َّ  فإَِذاَ  لمَِ”   “ للِفْرَعِْ  يقُاَلُ  ماَ  وإَِن َّ “كَيفَْ” 

ةُ.   ُج َّ  وقَاَمتَْ بهِِ الح
Artinya: “Yang pokok itu al-Qur’ān dan sunnah; 

Jika tidak terdapat dalam al-Qur’ān dan 
sunnah, maka yang dijadikan dasar 
adalah menganalogikan kepada 
keduanya. Jika sanad hadis itu 
bersambung sampai kepada Rasulullah 
Saw. tidak terputus dan sanad itu sendiri 
sahih, maka itulah batas yang dituju. 
Ijmā’ lebih kuat daripada khabar ahād 
dan ẓāhir hadis, Kalau suatu hadis 
banyak mengandung arti, maka arti yang 
lebih mirip pada ẓāhir hadis, itulah arti 
yang lebih utama. Jika hadis-hadis itu 
sejajar tingkatannya, maka yang paling 
sahih sanadnya itulah yang paling 
utama. Hadis yang terputus sanadnya 
tidak dapat dianggap sebagai dalil, 
kecuali yang ditranmisikan oleh Ibn al-
Musayyab. Suatu pokok tidak dapat 
dianalogikan kepada pokok yang lain, 
dan terhadap pokok tidak dapat 
dikatakan “mengapa” dan “bagaimana”. 
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Hanya kepada cabang dapat dikatakan 
“mengapa”. Jika benar caranya 
menganalogikan cabang kepada pokok, 
maka menjadi benar (sah)lah 
penganalogian itu, dan itulah yang 
dipandang sebagai hujjah”.97 

Dalam kaitan dengan eksistensi uṣūl al-fiqh, 
pada masa Imām Syāfi’i (abad II H.) inilah ilmu uṣūl 
al-fiqh pertama kali dikonstruksi dan 
dikodifikasikan secara sistematis metodologis, di 
mana sebelumnya, meskipun secara aplikatif-
metodologis telah ada dan dipraktikkan, namun 
secara teoritis-normatif belum terkodifikasikan. 
Fakta sejarah ini diakui dan disepakati oleh 
mayoritas sarjana modern sebagaimana 
dikemukakan oleh Weal B. Hallaq bahwa Imām 
Syāfi’i mempunyai jasa sebagai pendiri ilmu uṣūl al-
fiqh, dan karyanya ar-Risālah menjadi model 
metodologi pemahaman hukum Islam bagi para 
teoritisi yang datang kemudian. Sehingga Hallaq 
menyebut asy-Syāfi’i sebagai the Master Architect of 
Uṣūl al-Fiqh.98 

Secara umum, isi dan uraian kitab ar-Risālah 
adalah mendeskripsikan tentang sumber dan dalil-
dalil hukum, serta metode istinbāṭ, yaitu al-Kitāb 
(al-Qur’ān), sunnah, ijmā’, dan qiyās. Bahkan yang 
disebutkan terakhir ini, menekankan qiyās sebagai 
satu-satunya metode ijtihad. Buktinya ia 
mengemukakan dalam bukunya: 

لازَِ حكُْمٌ  ففَيِهِْ  بمِسُْلمٍِ  نزَلََ  ماَ  َلةٌَ كلُ ُ  دلِا فيِهِْ   ِ الْحقَ  سَبيِلِْ  ,اوَْعلَىَ  مٌ 
موَجُْودْةٌَ, وعَلَيَهِْ اذِاَ كاَنَ فيِهِْ   بعِيَنْهِِ  حكُْمٌ اتِ باَعهُُ, وَ اذَِ لمَْ يكَُنْ فيِهِْ  

 
97Muhammad ‘Ali as-Sāyis, Nasy’ah, h. 77-100. 
98Weal B. Hallaq, A. History, h. 44. 
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واَلاجِْتهِاَدُ  باِلاجِْتهِاَدِ  فيِهِْ   ِ الحقَ  سَبيِلِْ  علَىَ  َلةَُ  الد لِا طُلبَِ  بعِيَنْهِِ 
 سُ. الْقيِاَ 

Artinya: “Semua peristiwa yang terjadi dalam 
kehidupan orang Islam, pasti terdapat 
ketentuan hukumnya atau indikasi yang 
mengacu pada adanya ketentuan 
hukumnya. Jika ketentuan hukum itu 
disebutkan, maka harus diikuti. Jika 
tidak, maka harus dicari indikasi yang 
mengacu pada ketentuan hukum dengan 
berijtihad. Ijtihad itu ialah qiyās”.99 

Pernyataan Imām asy-Syāfi’i ini menunjukkan 
bahwa fungsi qiyās itu sebagai metode istinbāṭ yang 
sangat penting dalam mengungkap hukum dari 
dalil-dalilnya (al-Qur’ān dan sunnah) untuk 
menjawab berbagai tantangan kasus hukum baru 
yang terjadi yang dihadapi oleh umat Islam 
(mujtahidin) yang tidak secara tegas disebutkan 
ketetapan hukumnya di dalam kedua sumber dan 
dalil hukum tersebut. Oleh karena itu, al-Gazāli (w. 
505 H) sekalipun sebagai pengikut Imām asy-Syāfi’i, 
ia menegaskan bahwa qiyas hanyalah sebagai 
metode untuk menghasilkan hukum dari 
penggalian terhadap teks-teks al-Qur’ān dan 
sunnah melalui analogi (kaifiyyah istiṡmār al-ahkām 
min al-alfāẓ wa al-iqtibās min ma’qūl al-alfāẓ bi ṭariq al-
qiyās),100 bukan sebagai dalil hukum keempat 
sebagaimana Imām asy-Syāfi’i. 

d. Imām Ahmad bin Hanbal 

 
99Imām asy-Syāfi’i, ar-Risālah, editor Ahmad Muhammad Syākir 

(Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 477.  
100Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, al-Mutaṣfā, h.. 475. 
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Imām Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) sebagai 
pendiri mażhab Hanbali, sumber dan dalil-dalil 
hukum yang menjadi dasar-dasar istinbāṭ hukum 
dalam berijtihad, seperti dikemukakan oleh Ibn 
Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H): 

صُوصُْ   الَن َّ  : لُ  الاوَ َّ الَاصَْلُ   : اصُُولٍْ  خمَسْةَِ  علَىَ  ةٌ  مبَنْيِ َّ يهِْ  فتَاَوِ وكَاَنَ 
, حاَبةَِ  الص َّ فتَاَوىَ   : انىِ  الث َّ .الَاصَْلُ  ةِ(  ن َّ واَلس َّ َابِ  الْكتِ الاصَْلُ )منَِ 

ابعُِ :   حاَبةَِ اذِاَ اخَتلَفَوُاْ . الاصَْلُ الر َّ الثاَلثُِ : الَاخِْتيِاَرُ منِْ فتَاَوىَ الص َّ
روُْرةَِ. َامسُِ : الَقيِاَسُ للِض َّ  المْرُسَْلُ منَِ الْحدَِيثِْ . الاصَْلُ الخ

Artinya:  “Dasar-dasar fatwa Imām Ahmad bin 
Hanbal adalah dikonstruksi atas lima 
dasar: Dasar pertama, naṣ al-Kitāb dan 
al-hadis. Dasar kedua, fatwa sahabat. 
Dasar ketiga, memilih salah satu fatwa 
sahabat dari banyak ragam fatwa. Dasar 
keempat, berpegang pada hadis mursal, 
dan ḍa’if. Dasar kelima, qiyās yang 
dalam aplikasinya digunakan dalam 
keadaan ḍarurat”.101 

Memperhatikan ungkapan dasar-dasar 
berfatwa Imām Ahmad bin Hanbal tersebut dapat 
ditegaskan bahwa: (1) Jika dalam mengistinbāṭkan 
hukum dan berfatwa, ia menemukan naṣ al-Qur’ān 
atau hadis, maka ia tidak lagi memperhatikan dalil-
dalil yang lain, dan pendapat-pendapat para 
sahabat yang menyalahinya. (2) Jika tidak 
menemukan naṣ al-Qur’ān dan hadis, maka ia 
berpegang kepada fatwa sahabat sepanjang tidak 
ada yang menentangnya. (3) Jika terdapat beberapa 

 
101Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in,h. 36-38. 

Muhammad Yūsuf Mūsa, al-Madkhal, h. 167-168.  
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pendapat dalam suatu masalah, maka ia memilih 
dan mengambil pendapat sahabat yang lebih dekat 
kepada al-Qur’an dan hadis. (4) Hadis mursal atau 
ḍa’if ia pegang dijadikan dalil hukum selama tidak 
kontradiksi dengan pendapat sahabat yang lain. (5) 
Jika ia tidak menemukan suatu dasar dari empat 
dasar yang telah dikemukakan di atas, maka 
dipergunakanlah qiyās, karena memang sangat 
diperlukan. 

Sumber dan dalil-dalil hukum sebagai dasar 
ijtihad (berfatwa), di samping yang telah disebutkan 
di atas, juga secara lebih rinci dan hirarkis Imām 
Ahmad bin Hanbal berdasarkan pada: al-Kitāb (al-
Qur’ān), as-sunnah (alhadis), ijmā’, qiyās, al-istiṣhāb, 
al-maṣālih (al-maṣlahah al-mursalah), sadd az-żarā’i’, 
dan qaul ṣahābi.102 

Ulama uṣūl mażhab Hanbali dalam praktik 
penerapan dalil-dalil hukum, mereka lebih 
mendahulukan qaul ṣahābi daripada qiyās.Qiyās 
diaplikasikan hanya dalam kondisi ḍarurat, 
mendahulukan ijmā’ daripada qiyās, dan 
mendahulukan hadis mursal dan ḍa’if daripada 
qiyās. 

e. Imām Dāwud ibn ‘Ali al-Aṣfahāni 
Imām Dāwud ibn ‘Ali al-Aṣfahāni (w. 270 H) 

sebagai pendiri mażhab Ẓāhiri di Bagdad, sumber 
dan dalil-dalil hukum sebagai dasar istinbāṭ al-
ahkām dalam berijtihad (berfatwa), yaitu al-Qur’ān, 
as-sunnah, ijmā’ as-ṣahābah, dan ad-dalil. Hal ini 
seperti dikemukakan oleh Ibn Hazm (w. 457 H): 

بعَةٌَ   ارَْ هاَ  واَنَ َّ منِْهاَ,  الِا َّ  راَئعِِ  الش َّ منَِ  شَيئٌْ  َيعَْرفُِ  لا ال َّتىِ  الْاصُُولُْ  اقَاَمَ 
ماَ   انِ َّ َل َّذىِ  ا صلعم  الل هِ  رسَُولِْ  كلَاَمِ  ,ونَصَ ُ     الْقرُاْنَِ  نصَ ُ   : وهَِيَ 

 
102Hasan AbūṬālib, Taṭbiq asy-Syari’ah, h. 163.  
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ا عليه  عنَهُْ  صَح َّ  ا  ممِ َّ تعَلَىَ  الل هِ  واَترُِ  هوُعَنَْ  الت َّ اوَِ  الث قِاَتُ  نقلََ  لس لام 
ةِ ,اوَْدلَيِلٌْ منِْهاَ لايََحتْمَِلُ الِا َّوجَْهاًواَحِداً.   ,واَجِْماَعُ جمَيِعَْ علُمَاَءِ الامُ َّ

Artinya: “Dasar-dasar yang mesti ditegakkan yang 
seseorang tidak akan mengetahui sesuatu 
dari berbagai aturan agama, kecuali 
dengan menegakkan dasar-dasarnya. 
Dasar-dasar itu adalah: (1) Naṣ al-
Qur’ān. (2) Naṣ perkataan Rasulullah 
Saw. yang hal itu dari Allah dari sesuatu 
yang beliau benarkan yang diterima 
secara terpercaya atau mutawātir. (3) 
Ijmā’ semua ulama umat. (4) Dalil yang 
seseorang tidak mungkin mengetahui 
syari’at kecuali dengan satu dalil ini”.103 

Mengkritisi ungkapan Ibn Hazm tersebut dapat 
ditegaskan bahwa sumber dan dalil-dalil hukum 
yang menjadi dasar istinbāṭ al-ahkām dalam 
berijtihad di kalangan para ahli uṣūl mażhab Ẓāhiri 
adalah dengan mengamlkan naṣal-Qur’ān secara 
tekstualitas atau literalnya, baik yang berupa 
perintah (amr) maupun larangan (nahi). Sebuah dalil 
tidak dapat ditegakkan selama itu diamalkan 
dengan selain ẓāhir an-naṣ. Demikian juga naṣ 
sunnah (al-hadis) Rasulullah Saw, yang pada 
dasarnya adalah kalam Allah dapat diterima 
keabsahannya selama itu ditranmisikan secara 
akurat dan mutawātir. Jika kedua naṣ tersebut tidak 
dapat diamalkan, maka berpegang pada ijmā’ al-
ummah secara totalitas. Artinya, tidak ada seorang 
ulama pun yang tidak sepakat. Tetapi dimaksudkan 
dengan ijmā’ ‘ulamā’ al-ummah di sini dalam literatur 

 
103Abū Muhammad ‘Ali bin Hazm, al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām (al-

Azhār: Maktabah ‘Aṭif, 1398 H/1978 M), Juz ke 1, Cet. ke 1, h. 80.  



67 
 

lain disebutkan bahwa mażhab Ẓāhiri hanyalah 
mengakui ijmā’ sahabat.104 Langkah berikutnya, 
mereka berpegang pada dasar keempat yang 
disebut dengan ad-dalil. Yang disebutkan terakhir 
ini, pada dasarnya sebagai konsekuensi mażhab 
Ẓāhiri menolak qiyās sebagai dalil hukum, 
penggunaan ra’y, istiṣhāb, istihsān, dan melarang 
taklid.105 

f. Imām Ja’far as-Şadiq 
Nama lengkapnya adalah Ja’far bin Muhammad 

bin ‘Ali Zain al-‘Ābidin bin al-Husain bin ‘Ali bin 
Abi Ṭālib (w. 148 H) sebagai penerus dan pelestari 
mażhab syi’ah imāmiyyah,106 di Irak-Bagdad. Dari 
syi’ah imāmiyyah iṡnā ‘asyariyyah ini, hanya dua 
imām yang doktrin keagamaan dan pemikiran-
pemikiran hukum Islam-nya banyak diterima oleh 
sebagian umat Islam di dunia, yaitu syi’ah 
Zaidiyyah yang dikembangkan oleh Zain al-‘Ābidin 
ibn al-Husain, dan syi’ah imāmiyyah yang 
dikembangkan oleh Ja’far ibn Muhammad. Dalam 
buku ini yang akan dikemukakan pembahasannya 
hanyalah syi’ah yang disebutkan terakhir. 

 
104Sya’bān Muhammad Ismā’il, at-Tasyri’ al-Islāmi Maṣādiruh wa 

Aṭwāruh (Mesir: Maktabah an-Nahḍah, 1985), Cet. ke 2, h. 384.  
105Al-Khaṭib al-Bagdādi, Tārikh al-Bagdādi (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), Juz 

ke 8, h. 369. Muhammad Yūsuf Mūsa, al-Madkhal, op.cit., h. 180. 
106Fakta sejarah telah mencatat, bahwa Ja’far as-Ṣadiq merupakan 

salah satu golongan (mażhab) dari syi’ah imāmiyyah iṡnā’asyariyyah yang 
beranggapan bahwa keturunan Mūsā al-Kaẓim sampai al-Hadi al-Qā’im 
adalah imām-imām mereka, yaitu: (1) ‘Ali bin Abi Ṭālib dengan 
panggilan al-murtaḍā’ (2) Hasan bin ‘Ali dengan panggilan al-mujtaba, (3) 
Husain bin ‘Ali dengan panggilan asy-Syāhid, (4) Zain al-‘Ābidin ibn 
Husain dengan panggilan as-sajjad, (5) Muhammad ibn ‘Ali dengan 
panggilan al-Bāqir, (6) Ja’far ibn Muhammad dengan panggilan as-ṣādiq, 
(7) Mūsā ibn Ja’far dengan panggilan al-Kaẓim, (8) ‘Ali ibn Mūsā dengan 
panggilan ar-riḍā, (9) Muhammad ibn ‘Ali dengan panggilan al-jawad at-
tuqiy, (10) Muhammad ibn ‘Ali dengan panggilan al-hādi at-taqiy, (11) al-
Hasan ibn ‘Ali dengan panggilan al-‘asykari az-zakiy, (12) Muhammad 
ibn Hasan dengan panggilan al-hādi al-qā’im al-hujjah.  



68 
 

Di kalangan ulama syi’ah imāmiyyah, 
metodologi pemahaman hukum Islam (uṣūl al-fiqh) 
terdapat dua corak pola pemahaman dalam konteks 
istinbāṭ al-ahkām, yaitu pola pemahaman akhbāri (al-
akhbariyyin), dan pola pemahaman uṣūli 
(uṣūliyyin).107 
1. Al-Akhbariyyin 

Golongan akhbari dalam konteks ijtihad, mereka 
berpegang pada sumber dan dalil-dalil hukum 
sebagai dasar istinbāṭ, hanyalah al-Qur’ān dan al-
khabar (semua perkataan, perbuatan, dan penetapan 
imām Mereka). Dalam menghadapi berbagai kasus 
hukum, mereka serahkan dan dikembalikan 
sepenuhnya kepada imām mereka, karena imām 
merkalah yang boleh menetapkan hukum dalam 
berijtihad. Dan semua pendapat imām mereka 
dinilai sebagai sunnah (al-akhbār). Golongan akhbāri 
ini berpegang pada al-Qur’ān dan sunnah yang 
terdokumentasikan atau terbatas pada yang 
terdokumentasikan pada empat kitab, yaitu: 
a. Al-Kāfi, yang disusun oleh Abū Ja’far ibn Ishāq 

bin Ya’qūb al-Kulainy (w. 328 H). 
b. Maulā Yadurrah al-Faqih, disusun oleh Abū Ja’far 

ibn Ishāq Ibn Muhammad ibn ‘Ali Husain al-
Hasan al-Qummy (381 H). 

c. At-Tahżib, dan 
d. Al-Istibṣār. Kedua kitāb terakhir disusun oleh 

Abū Ja’far Muhammad ibn ‘Ali at-Ṭūsiy (w. 460 
H).108 
 

2. Al-Uṣūliyyin 

 
107Lihat, Muhammad Jawād Mugniyah, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh fi Ṡaubih al-

Jadid (Bairut: Dār al-‘Ilm al-Malāyyin, 1975), Cet. ke 1, h. 223. 
108Asymuni Abdurrahman, Uṣūl al-Fiqh Syi’ah Imāmiyyah 

(Yogyakarta: CV Bina Usaha, t.t.), h. 4. 
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Kalau al-Akhbariyyin merupakan gooongan 
minoritas dari syi’ah imāmiyyah, atau sebagian 
kecil dari para pengikut dan pengembang pola 
pemikiran uṣūl-nya, maka golongan uṣūliyyin 
adalah sebagai golongan mayoritas syi’ah 
imāmiyyah. Dalam konteks ijtihad, sumber dan 
dalil-dalil hukum yang menjadi dasar istinbāṭ al-
ahkām, mereka bedakan pada dua dalil, yaitu dalil 
ijtihādi yang menjadi sumber hukum wāqi’iy, dan 
dalil faqqahi yang menjadi sumber hukum ẓāhiry. 

Sumber hukum ijtihādi mereka berdasar pada 
empat dalil, yaitu al-Kitāb (al-Qur’ān), as-sunnah 
(al-hadis), al-ijmā’, dan al-‘aqly.109 Sedangkan dalil 
faqqahi bersumber pada al-istiṣhāb, al-barā’ah, at-
takhyir, dan al-ihtiyāt.110 

a) Al Kitāb (al-Qur’ān) 

Mayoritas ulama syi’ah imāmiyyah 
meyakini bahwa al-Qur’ān adalah hujjah al-Islām 
yang pokok, dan sumber dari segala sumber 
hukum (maṣdar min al-maṣādir al-ahkām).111 
Karena orisinalitas kandungan isinya dijamin 
oleh Allah, atau al-Qur’ān sendiri menegaskan: 

ونا  َٰفِظخ خۥ لاحا كِۡرا وَإِنَّا لَا لۡۡاا ٱل  نۡخ نازَّ  إنَِّا نَا

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang 
menurunkan az-żikr (al-Qur’ān) dan sesungguhnya 
Kami benar-benar memelihara-Nya” (Q.S. al-Hijr 
(15): 9). 

Dalam pandangan syi’ah imāmiyyah, 
bahwa yang dimaksudkan al-Kitāb yaitu al-
Qur’ān al-karim yang diturunkan oleh Allah 
Ta’ālā kepada Nabi Muhammad Saw. dan 

 
109Muhammad Jawād Mugniyah, ’Ilm Uṣῡl al-Fiqh, h. 235-238.  
110Ibid., h. 201,256, 280 dan 285. 
111TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 35. 
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diterangkannya bahwa itu al-Qur’ān. Dari 
pandangan ini menunjukkan, hadis qudsi, 
sunnah, terjemah al-Qur’ān, dan tafsir al-Qur’ān 
itu bukanlah al-Qur’ān.112 

Kandungan isi al-Qur’ān sebenarnya tidak 
hanya terbatas pada persoalan hukum semata, 
tetapi secara prinsip umum dan global telah 
diperkenalkan beratus-ratus jenis persoalan 
yang sangat beragam. Hanya sebagian dari al-
Qur’ān, sekitar 500 ayat dari jumlah 
keseluruhan 6660 ayat, yakni sepertigabelas 
dari al-Qur’ān menyinggung secara khusus 
kepada hukum.113 

b) As-sunnah (al-hadiṡ) 
Term sunnah (as-sunnah) bukanlah sesuatu 

yang baru bagi umat Islam, demikian juga 
dengan hadis (al-hadiṡ), merupakan suatu term 
yang sudah lama dikenal oleh para pemikir 
hukum Islam dalam mengkaji ilmu muṣṭalāh al-
hadis. Secara bebas, term sunnah dan hadis 
memiliki arti yang sinonim (sama), yaitu tradisi 
Nabi Saw., tetapi pada perkembangan 
berikutnya makna kedua term itu tidaklah 
sama.  

Secara etimologis, sunnah berarti cara, 
perilaku, atau praktik (at-ṭariqah al-
mu’ta’ādah).114 Jadi suatu tradisi yang dilakukan, 
diperbuat, atau dipraktikkan oleh Nabi. Untuk 
itu, Ahmad Hasan mengemukakan bahwa 
sunnah pada pokoknya berarti jalan setapak, 
perilaku, praktik, tindak-tanduk, atau 

 
112Asymuni Abdurrahman, Uṣῡl al-Fiqh Syi’ah, h. 16. 
113Murtaḍa Mutahari dan M. Baqir as-Ṣadr, Pengantar Uṣūl al-Fiqh, 

pengantar Satria Effendi (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 142-143. 
114Sa’di Abū Habib, al-Qāmūs al-Fiqhi, h. 184. 
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tingkahlaku.115 Term sunnah dengan makna 
demikian ini sesungguhnya lebih 
mengindikasikan bersifat umum, artinya dalam 
tataran praktik normatif bahwa perilaku atau 
perbuatan yang dilakukan itu terpuji atau 
tercela, baik atau buruk, dan hal itu dilakukan 
oleh perseorangan atau pun kolektif. Pengertian 
sunnah yang bersifat umum ini ternyata 
ditemukan dalam salah satu pernyataan 
Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imām 
Muslim dari Jarir bin ‘Abd Allah: 

فىِ   سَن َّ  منَْ  صلعم  الل هِ  رسَُولُْ  قاَلَ  عبَدْاِلل هِ  بنِْ  ِيرِْ  جرَ عنَْ 
ةً حَسنَةًَ فعَمَلَِ  عمَلَِ   اجَْرمَنَْ بِهاَ بعَدْهَُ كُتبَِ لهَُ مثِلُْ    الْاسِْلامَِ سُن َّ

ةً   سُن َّ الْاسِْلامَِ  فىِ  سَن َّ  ومَنَْ  شَيئٌْ  اجُُورْهِمِْ  منِْ  ولَايَنَقْصُُ  بِهاَ 
ولَاَ   بِهاَ  عمَلَِ  منَْ  وِزْرِ  مثِلُْ  علَيَهِْ  بعَدْهَُ كُتبَِ  بِهاَ  فعَمَِلَ  سَي ئِةًَ 

 ٌ  .ينَقْصُُ منِْ اوَْزرَهِمِْ شَيئْ
Artinya: “Dari Jarir bin ‘Abd Allah bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa melakukan 
suatu sunnah yang baik di dalam Islam, kemudian 
sunnah itu diikuti oleh orang-orang yang 
sesudahnya, maka diberikan kepadanya seperti 
pahala orang yang mengikuti sunnah itu tanpa 
sedikit pun dikurangi dari pahala mereka. Barang 
siapa melakukan suatu sunnah buruk di dalam 
Islam, kemudian sunnah itu diikuti oleh orang-orang 
sesudahnya, maka dipikulkan kepadanya seperti dosa 

 
115Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, 

penerjemah Agah Garnadi (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 M), 
h. 76. 
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orang-orang yang mengikuti sunnah itu, tanpa 
sedikit pun dikurangi dari dosa mereka”.116 

Pernyataan Rasulullah Saw. yang 
menunjukkan bersifat umum tersebut adalah 
mengandung banyak hal, di antaranya berupa 
perilaku praktis keseharian, termasuk di 
dalamnya transaksi dalam dunia bisnis yang 
sudah mengikat seluruh anggota masyarakat.117 

Secara terminologis, sunnah banyak 
didefinisikan dengan beragam redaksional, 
tetapi secara substansial mengandung 
kesamaan arti, di antaranya sunnah 
diformulasikan dengan perkabaran atau 
ketetapan hukum-hukum Allah atau segala 
sesuatu yang berhubungan dengan kelakuan, 
perkataan, watak dan adat kebiasaan Nabi 
Muhammad Saw. yang ada hubungannya 
dengan doktrin hukum Islam.118 Menurut ulama 
uṣūl al-fiqh, sunnah yaitu segala sesuatu yang 
ditranmisikan dari Rasulullah Saw., baik berupa 
perkataan (aqwāl), perbuatan (af’āl), dan 
ketetapan yang berkaitan dengan hukum 
(taqrirāt).119 Dari formulasu sunnah yang 
disebutkan terakhir ini dapat ditegaskan bahwa 
sunnah yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. 
itu dapat dikategorikan ada yang berupa 
sunnah qauliyyah, sunnah 
fi’liyyah/’amaliyyah, dan ada yang berupa 
sunnah taqririyyah.  

 
116Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 1, h. 407. 
117Lihat, Muhy ad-Din Muhammad ibn Ya’qūb al-Fairuzzabadi, al-

Qāmūs al-Muhiṭ (Bairut: Dāal-Fikr, 1983), h. 237. 
118Shadiq, Shalahuddin Chairy, Kamus Istilah Agama (Jakarta: 

Penerbit CV Sienttarama, 1983), Cet. ke 1, h. 325-326. 
119Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi (Mesir: Dār at-Ta’lif, 

1964/1965), h. 53. 
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Di kalangan ulama Syi’ah, sunnah 
diformulasikan dengan: 

وَبيَاَنُ  يعِْ  شرِْ باِلت َّ صِلَ  ايتَ َّ ممِ َّ هُ  يقَرِ ُ اوَْ يفَْعلَهُُ  اوَْ الْمعَصُْومُْ  كلُ ُ ماَيقَوُلُْ 
 َ  حْكاَمِ. الْا

Artinya: “Setiap yang diucapkan, diperbuat, 
atau diakui oleh orang yang (mempunyai sifat) 
ma’ṣūm yang bertalian dengan penetapan hukum 
dan penjelasan-penjelasan hukum”.120 

Dalam formulasi lain, sunnah berarti kata-
kata, tindakan dan pembenaran melalui 
diamnya Nabi dan para Imām.121 Dari formulasi 
ini menunjukkan bahwa, jika Nabi telah 
menjelaskan secara lisan sutu hukum tertentu, 
atau sudah jelas bagaimana Nabi melaksanakan 
kewajiban agama tertentu, atau jika diketahui 
bahwa orang lain melaksanakan kewajiban 
agama tertentu semasa beliau dengan suatu 
cara yang memperoleh berkah dan izin beliau; 
Artinya, bahwa dengan diamnya, sebenarnya 
beliau telah memberikan persetujuan. Ini 
merupakan bukti (dalil) yang cukup bagi 
seorang faqih untuk memandang tindakan yang 
dipersoalkan tersebut sebagai hukum aktual 
Islam.    

Dari terminologis sunnah menurut 
formulasi ulama uṣūl al-fiqh (jumhūr al-
uṣūliyyin) dan ulama Syi’ah di atas, terdapat 
kata “al-ma’ṣūm”, yakni orang-orang yang 
terpelihara dari dosa. Dalam perspektif 
keyakinan ulama sunni bahwa orang yang 

 
120Asymuni Abdurrahman, Uṣῡl al-Fiqh Syi’ah, h. 18. 
121MurtaĀā Muṭahhari, M Bāqir as-Ṣadr, Pengantar Uṣūl al-Fiqh dan 

Uṣūl Perbandingan, penerjemah Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad 
(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1414 H/1993 M), Cet. ke 1, h. 144. 
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ma’ṣūm itu hanyalah Rasulullah Saw., tetapi 
menurut keyakinan ulama Syi’ah bahwa yang 
diamaksudkan dengan al-ma’ṣūm, yaitu Nabi 
Muhammad Saw. dan para Imām mereka. Hal 
ini sesuai dengan penegasannya: 

اهَلِْ  عشَرَمَنِْ  الْاثِنْىَ  ةُ  واَلْائَمِ َّ بيِ ُ  الن َّ هنُاَ  الْمعَصُْومِْ  منَِ  واَلمقَْصُودُْ 
 بيَتْهِِ حَيثُْ قاَمَ الْبرُهْاَنُ علَىَ عصِْمتَهِمِْ.

 
Artinya: “Yang dimaksud dengan “al-ma’ṣūm” di 
sini ialah Nabi dan para Imām yang dua belas dari 
keluarga Ali bin Abi Ṭālib yang mempunyai bukti 
atas ke-ma’ṣūm-an mereka”.122 

Adapun yang dimaksudkan dengan hadis 
menurut Syi’ah Imāmiyyah, yaitu: 

َابَ الل هِ فاَنَاَ   َابِ الل هِ فاَنِْ واَفقََ كتِ ماَاتَاَكمُْ عنَ ىِ فاَعَرْضُِوهُْ علَىَ كتِ
واَنِْ   ُلتْهُُ  اخُاَلفُِ  ق وكََيفَْ  ُلهُْ  اقَ لمَْ  فاَنَاَ  اللهَِ  َابَ  كتِ فقِْ  يوُاَ  لمَ َّ 
َابَ الل هِ.   كتِ

Artinya: “Apa-apa yang datang kepadamu dari 
padaku, maka kemukakanlah dia kepada Kitab Allah, 
jika dia bersesuaian (sejalan) dengan Kitab Allah, 
maka aku ada mengatakannya. Jika tidak bersesuaian 
dengan Kitab Allah, maka aku tidak mengatakannya, 
dan betapa aku menyalahi Kitab Allah”.123 

Berdasarkan formulasi hadis ini 
menunjukkan dan dapat dipahami bahwa 
mereka berpegang kepada hadis sebagai 
sumber dan hujjah dalam istinbāṭ al-ahkām, 

 
122Asymuni Abdurrahman, Uṣῡl al-Fiqh Syi’ah, h. 19. 
123TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 47. 
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tetapi hadis-hadis yang menjadi hujjah 
hanyalah terbatas pada hadis-hadis yang 
ditranmisikan oleh orang-orang Syi’ah, dan 
mereka tidak mengakui hadis-hadis yang 
ditranmisikan oleh muhaddiṡ ulama sunni. 

Secara skematis, pembagian hadis menurut 
Syi’ah Imāmiyyah sebagaimana bagan di bawah 
ini124: 

 الحديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bagan ini memperlihatkan dan 
menunjukkan kepada kita (pembaca/pengkaji), 
bahwa hadis (khabar) dilihat dari segi sandaran 
datangnya dibedakan pada dua macam, yaitu 
hadis yang diyakini datangnya dari al-ma’ṣūm,  

 
124Asymuni Abdurrahman, Uṣῡl al-Fiqh Syi’ah, h. 54. 

 مقطوع  

 

 غير مقطوع )الخبر الواحد(

 

 المقترن مما يفيد القطع  المتواتر المسند  المرسل

غير   مرسل 
 الثقه

 غير المعتبر   المعتبر  مرسل الثقه

يعمل   الحسن الموثق  الصحيح  المنجز  الضعيف 
 الفقهاء 
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yang disebut dengan maqṭū’, dan hadis yang 
tidak sampai ke derajat maqṭū’ (khabar al-wāhid). 
Hadis yang maqṭū’ ini dibedakan pada dua 
macam, ada yang mutawātir, dan ada yang 
tidak mutawātir tetapi disertai dengan ada 
indikasi sehingga sampai pada tingkat 
meyakinkan. Sedangkan hadis yang gair maqṭū’ 
(khabar wāhid) dibedakan kepada dua macam, 
yaitu al-musnad (yang menyebutkan semua 
perawi yang mentranmisikan bahwa hadis itu 
dinukil dari al-ma’ṣūm hingga sampai kepada 
kita), dan al-mursāl (hadis yang sanadnya tidak 
mencakup semua nama-nama perāwi). Masing-
masing dari macam ini dibedakan pula; al-
musnad dibedakan pada dua macam, yaitu ada 
yang disebut al-mu’tabar, dan ada yang disebut 
dengan gair al-mu’tabar. Dari yang al-mu’tabar 
ini dirinci menjadi empat kategori, ada yang 
disebut dengan hadis sahih (as-ṣahih), al-
muwaṡṡaq (semua perāwi terpercaya), al-hasan 
(semua perāwi terpuji di mata rijāl al-hadiṡ), dan 
ad-ḍa’if al-munjiz di’amal al-fuqahā’ (sebagian 
perāwi tidak terpercaya tetapi sebagian 
hadisnya diamalkan oleh para ulama). Keempat 
kategori hadis ini bisa menjadi hujjah dalam 
konteks istinbāṭ al-ahkām. Sedangkan yang gair 
al-mu’tabar ialah hadis (khabar) yang 
kedudukannya tidak bisa menjadi hujjah, 
karena tidak meyakinkan bahwa khabar itu 
ditranfer dari al-ma’ṣūm. 

Adapun yang al-mursal dibedakan pula 
pada dua kategori, ada yang mursal aṡ-ṡiqqah 
(khabar yang disandarkan kepada al-ma’ṣūm itu 
ditranmisikan oleh seseorang yang ahli rijāl al-
hadiṡ yang terpercaya), dan ada yang mursal gair 
aṡ-ṡiqah (khabar yang disandarkan kepada al-
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ma’ṣūm itu ditranmisikan oleh seorang perāwi 
yang dinilai tidak terpercaya).   

c) Al-Ijmā’          
Di kalangan ulama Syi’ah Imāmiyyah 

terdapat suatu term ijmā’ al-‘itrah. Dimaksudkan 
dengan ijmā’ al-‘itrah yaitu kesepakatan para 
ulama ahl al-bait tentang persoalan hukum 
syara’”.125 Redaksional lain, ijmā’ al-‘itrah, yaitu 
kesepakatan para imam mujtahid dari keluarga 
Nabi Saw. Jumhūr ulama Syi’ah Imāmiyyah 
mendefinisikan ijmā’ al-‘itrah yaitu: 

هرْاَءِّ وَ  ٌّ وفَاَطِّمةٌَ الز َّ ِّي  بعَةَُ المْعَصُْومْوُنَْ همُْ: علَ الْحسَنَُ واَلْحسُيَنُْ  أَلأَْرْ
ِّ الْحسَنَِّ واَلْحسُيَنِّْ مِّنَ الْابَاَءِّ.  ثمُ َّ مِّنْ جِّهةَ

Artinya: “Kesepakatan suatu golongan yang 
kesepakatan mereka menyingkapkan pendapat imām 
yang bersih dari segala dosa (ma’ṣūm)”.126 

Terminologi ini menunjukkan bahwa 
sesungguhnya ijmā’ yang diakui dan diterima 
oleh mereka, hanyalah ijmā’ para ulama atau 
para mujtahid dari golongan Imāmiyyah, yakni 
imām iṡnā ‘asyariyah. Artinya, tanpa peran serta 
dan keterlibatan seorang imām, maka tidak akan 
terjadi ijmā’. 

Golongan syi’ah Zaidiyyah mendefinisikan 
ijmā’ al-‘itrah itu lebih stresingnya pada imām 
tertentu, yaitu: 

 
125Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus, h. 106. 
126Asymuni Abdurrahman, Uṣῡl al-Fiqh Syi’ah, h. 23.. TM. Hasbi ash-

Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 54. 
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هرْاَءِّ واَلْحسَنَُ واَلْحسُيَنُْ   ٌّ وفَاَطِّمةٌَ الز َّ ِّي  بعَةَُ المْعَصُْومْوُنَْ همُْ: علَ أَلأَْرْ
 َ ِّ الْحسَنَِّ واَلْحسُيَنِّْ مِّنَ الْا  باَءِّ.ثمُ َّ مِّنْ جِّهةَ

Artinya: “Empat orang yang terpelihara dari dosa 
(kesalahan), yaitu ‘Ali, Faṭimah az-Zahrah, al-
Hasan, dan al-Husain, kemudian dari pihak al-
Hasan dan al-Husain, yaitu dari pihak bapak”.127 

Terminologi ini juga mengesankan bahwa 
empat orang imām yang dipandang bersih dari 
kesalahan (dosa), terutama dalam melakukan 
istinbāṭ al-ahkām dalam berijtihad. Mereka yakin 
betul bahwa empat orang imām tersebut 
senantiasa ijtihadnya adalah benar. Oleh karena 
itu, kesepakatan empat orang imām dimaksud 
menurut syi’ah Imāmiyyah dan Zaidiyyah 
menjadi hujjah (dalil hukum syara’). Mereka 
berpendapat demikian dengan 
berargumentasikan pada al-Kitab (al-Qur’ān), as-
sunnah (hadiṣ), dan logika (al-ma’qūl),128 sebagai 
berikut: 

(1)  Al-Kitāb, Q.S.al-Ahzāb (33): 33: 

لوَةَ وقَرَنَْ فىِ   الص َّ َقمِنَْ  واَ الْاوُْلىَ,  ةِ  الْجهَلِيِ َّ جَ  تبَرَ ُ جْنَ  َتبَرَ َّ بيُتُكُِن َّ ولَا
ليِذُْهبَِ عنَكْمُُ   ِيدُْ الل هُ  ماَ يرُ ,انِ َّ وءَاَتيِنَْ الز َّكَوةَ واَطَِعْنَ الل هَ ورَسَُولهَُ 

يطُهَ رِكَمُْ تطَْهيِرْاً ﴿  ﴾۳۳الر جِْسَ اهَلَْ الْبيَتِْ وَ
Artinya: “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari kamu, hai ahl al-bait, dan 
membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. 

 
127TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Ibid., h. 100. 
128Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh, Juz ke 1, Cet. ke 2,  h. 515.  
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Menurut pemahaman mereka, ayat ini 
menjelaskan bahwa Allah menghilangkan dosa 
dan kesalahan dari ahl al-bait dengan 
menggunakan kata “innamā”. Dalam bahasa 
arab kata tersebut dinamakan dengan ‘adat al-
qaṣr dengan makna penguatan dan pembatasan. 
Dalam hal ini berarti ahl al-bait dibersihkan dari 
segala dosa dan kesalahan, serta tidak akan 
terjadi kesalahan. Yang ada pada mereka 
hanyalah benar, karenanya mereka menjadi 
ma’ṣūm. Karena itu pula ijmā’ mereka menjadi 
hujjah. Kemudian, menurut mereka yang 
dimaksud dengan ahl al-bait tidak lain adalah 
‘Ali, Faṭimah, dan kedua anaknya, Hasan, dan 
Husain. Dan ayat di atas (al-Ahzāb: 33) turun, 
ketika itu Nabi Saw. sedang mengumpulkan 
pakaian untuk mereka. Fakta sejarah demikian 
ini seperti diriwayatkan at-Tirmiżi dari Ummi 
Salamah:  

ِّيٍ   الْحسَنَِّ واَلْحسُيَنِّْ وعَلَ جلَ َّلَ علَىَ  مَ  ِّ وسََل َّ علَيَهْ الل  هُ  صَل َّى  بِّي َّ  الن َّ أَن َّ 
ِّ كِّساَ همُ َّ هؤَلُاَءِّ اهَلَْ بيَتِّْى وخَاَصَتِّى أَذْهِّبْ وفَاَطِّمةَ َلل َّ ثمُ َّ قاَلَ: ا ءَ 

ِّرهْمُْ تطَْهِّيرْاً.    عنَْهمُْ الر ِّجْسَ وطََه 
Artinya: “Bahwasannya Nabi Saw. merangkul dan 
menyelimuti Hasan dan Husain, ‘Ali, dan Faṭimah, 
kemudian beliau berdo’a: Ya Allah, mereka ini ahl al-
bait-ku dan kesayanganku, hilangkanlah kotoran 
(dosa) dari mereka, dan bersihkanlah mereka 
sebersih-bersihnya”.129 

 
129‘Abd ar-Rahman bin ‘Ali, dikenal dengan Ibn ad-Daiba’ as-

Syaibāni az-Zubaidi, Taisir al-Wuṣūl ilā Jāmi’ al-Wuṣūl (Bairut: Dār al-Fikr, 
1417 H/1997 M), Juz ke 3, Cet. ke 1, h. 196. 
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Mayoritas ulama (jumhūr al-‘ulamā’) 
mengeritik dan berpendapat bahwa tidak bisa 
ijmā’ al-‘itrah (ijmā’ ahl al-bait) menjadi hujjah. 
Sebab, mereka tidaklah terpelihara dari 
kesalahan (al-khaṭā’). Q.S. al-Ahzāb (33): 33 di 
atas sebenarnya menjelaskan ayat sebelumnya 
yang menginformasikan tentang isteri-isteri 
Nabi Saw. dan membersihkan mereka dari 
perbuatan dosa, Allah berfirman (al-Ahzāb: 32): 

فالَا   َّۚ َّ يۡتُخ ٱتَّقا إنِِ  اءِٓ  ٱلن سِا نِا  م  دٖ  حا
ا
أ كا  َّ اسۡتُخ ل ٱلَّۡبِ ِ  اءٓا  َٰنسِا يا

قاوۡلَا   واقخلنۡا  راضٞ  ما قالۡبهِۦِ  فِِ  ِي  ٱلَّ عا  ياطۡما فا وۡلِ  بٱِلقۡا عۡنا  ضۡا تُا
ا    وفا عۡرخ  مَّ

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian 
tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu 
bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam 
berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 
penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan 
yang baik”. 

 
Menurut jumhūr al-‘ulamā’, ayat ini tidak 

mungkin dan tidak ada indikasi diperuntukkan 
selain isteri-isteri Nabi. Jika yang dimaksud ahl 
al-bait dalam ayat di atas (al-Ahzāb: 33) adalah 
‘Ali, Faṭimah, dan kedua anaknya, Hasan dan 
Husain, maka hal itu tidaklah menunjukkan ke-
ma’ṣūm-annya dari kesalahan. Sebab makna 
kata ar-rijs adalah maksiat dan dosa. Sedangkan 
kesalahan berijtihad dalam mengistinbatkan 
hukum bukanlah perbuatan maksiat dan dosa, 
justru kesalahannya mendapat jaminan 
pahala.130 Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

 
130Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 63.  
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Imām Muslim dari ‘Amr bin al-‘Āṣ ia 
mengatakan: 

مُ   َاكِّ الْح مَ قاَلَ: إِذاَ حكَمََ  ِّ وسََل َّ ِّعَ رسَُولَْ الل  هِّ صَل َّى الل  هُ علَيَهْ سمَ هُ  أَن َّ
َلهَُ  ف أَخْطأََ  ثمُ َّ  فاَجْتهَدََ  أَجْراَنِّى وإَِذاَ حكَمََ  َلهَُ  أَصَابَ ف ثمُ َّ  فاَجْتهَدََ 

 أَجْرٌ. روَاَهُ مسُْلِّمٌ عنَْ عمَرِّْو بنِّْ العْاَصِّ 
Artinya: “Saya mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: Apabila seorang hakim akan menetapkan 
hukum kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya 
benar, maka baginya dua pahala, dan apabila dia 
akan menetapkan hukum kemudian berijtihad dan 
ternyata ijtihadnya salah, maka baginya satu 
pahala”.131 

Jumhūr al-‘ulamā’ juga mengeritik masalah 
kekeluargaan ahl al-bait yang mengidentikkan 
dengan persoalan ijtihad dengan mendasarkan 
pada Q.S. asy-Syūrā (42): 23 bahwa 
“Katakanlah, Aku tidak meminta kepadamu 
sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih 
sayang dalam kekeluargaan”. Kedua persoalan 
tersebut tidaklah sama, dan bahkan sangat 
berbeda. 

(2). As-Sunnah. Sebuah hadis Rasulullah Saw. 
yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Jabir bin 
‘Abd Allah:  

 ُ ِّيكْمُْ ماَ إِنْ   أَن َّ رسَُولَْ الل  هِّ صَل َّى الل  ه مَ قالََ: إِن ِّى ترَكَْتُ ف ِّ وسََل َّ علَيَهْ
ِّرمِّْذِّى ُّ  ِّى أَهلِّْ بيَتِّْى. روَاَهُ الت  ِّترْتَ َابَ الل  هِّ وعَ ِّت ل ُّو، ك ِّهِّ لنَْ تضَِّ أَخذَْتمُْ ب

ِّرٍ بنِّْ عبَدِّْ الل  هِّ   عنَْ جاَب

 
131Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 62. 
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Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: 
Sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu jika kamu 
berpegang pada apa yang aku tinggalkan, maka 
tidak akan tersesat, yaitu Kitab Allah dan ijmā’ ahl 
bait-ku”.132 

(3).Al-‘Aql (logika). Bahwa ahl al-bait adalah 
orang-orang terhormat (asy-syarf), dan dari 
keturunan Nabi (an-nasab). Mereka banyak 
mengetahui perkataan (aqwāl), perbuatan (af’āl), 
penetapan (taqrir) Nabi, dan mengetahui ta’wil 
terhadap wahyu Allah. Mereka juga ma’ṣūm 
dari dosa dan kesalahan, karena itu, semua 
perkataan dan perbuatan mereka menjadi 
hujjah.133 

d) Al-‘Aql (Logika) 
Pada uraian di atas telah dikemukakan 

bahwa ulama Syi’ah Imāmiyyah terbagai 
kepada dua golongan. Dalam konteks istinbāṭ 
al-ahkām dalam berijtihad, golongan al-
Akhbāriyyin hanya menggunakan al-Qur’ān 
dan sunnah saja sebagai dalil hukum. Mereka 
tidak tidak menggunakan akal sama sekli 
sebagai hujjah. Sedangkan mayoritas ulama 
Syi’ah Imāmiyyah (al-uṣūliyyin) menggunakan 
empat (4) dalil hukum, yaitu, as- al-Qur’ān 
sunnah, al-ijmā’, dan al-‘aql. Karena Imām Ja’far 
as-Şadiq menggunakan akal sebagai hujjah 
sesudah tiga dalil sebelumnya. 

Menurut golongan al-uṣūliyyin, bahwa yang 
dimaksudkan dengan dalil al-‘aql yaitu setiap 
ketentuan akal yang enyampaikan kepada 
hukum syara’.134 Ketentuan akal di sini, ada 
merupakan ketentuan akal yang indpenden, 

 
132 At-Tirmizi, Sunan at-Tirmiżi, h.   
133Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 515..  
134Asymuni Abdurrahman, Uṣῡl al-Fiqh Syi’ah, h. 25.  
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seperti bahwa “sesuatu yang dipandang baik 
menurut akal, maka dipandang baik menurut 
syara’. Sebaliknya, sesuatu yang dipandang 
buruk menurut akal, maka dipandang buruk 
menurut syara’”. Misalnya, adil itu dipandang 
baik menurut akal, maka dipandang baik juga 
menurut syara’. Kemudian, ada ketentuan akal 
yang tidak sepenuhnya independen, tetapi ada 
keterkaitan dengan persyaratan yang lain. 
Seperti, melakukan ibadah haji ke Baitullah, 
wajib hukumnya menurut hukum syara’ 
dengan syarat para jama’ah haji betul-betul 
mampu dan datang ke Baitullah tersebut  

Keempat dalil hukum tersebut di atas, 
menurut golongan uṣūliyyin inilah yang disebut 
dengan dalil al-ijtihādi. Sedangkan yang 
termasuk dalil al-faqqāhi, yaitu al-barā’ah, at-
takhyir, al-ihtiyṭ, dan al-istiṣhāb.135 Keempat 
dalil al-faqqāhi ini menurut Murtaḍa Mutahari 
dan Muhammad al-Bāqir as-Şadr disebut 
dengan uṣūl at-taṭbiq (uṣūl terapan) yang 
digunakan pada semua bagian fiqh, dengan 
term uṣūl al-barā’ah, uṣūl al-ihtiyāṭ, uṣūl at-takhyir, 
dan uṣūl al-istiṣhāb.136 Lebih lanjut Murtaḍa 
menjelaskan dalam pembahasannya bahwa, 

Uṣūl al-barā’ah (pengecualian) berarti bahwa 
kita dibebaskan dari kewajiban dan tidak 
mempunyai tugas. Uṣūl al-ihtiyāṭ (kehati-hatian) 
adalah prinsip yang mengatakan bahwa kita 
harus bertindak menurut tindakan pencegahan, 
yang artinya bahwa kita harus berbuat dengan 
cara tertentu sehingga jika suatu kewajiban 

 
135Muhammad Jawād Mugniyah, ’Ilm Uṣῡl al-Fiqh, h. 256, 280, 285 

dan 347. 
136Murtaḍa Mutahhari dan Muhammad al-Bāqir as-Şadr, Pengantar 

Ilmu Uṣῡl al-Fiqh, h. 170. 
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sebenarnya merupakan suatu hukum, seperti 
kita telah melaksanakan kewajiban itu. Uṣūl at-
takhyir (pilihan) adalah bahwa kita memiliki 
pilihan untuk memilih salah satu dari dua hal, 
yang mana yang kita sukai, dan Uṣūl al-istiṣhāb 
(keutamaan) adalah prinsip yang 
mengutamakan keadaan awalnya, sementara 
keraguannya diabaikan.137 

g.  Imām Zaid bin ‘Ali 
Imām Zaid bin ‘Ali Zain al-‘Abidin bin al-

Husain bin ‘Ali bin Abi Ṭālib (80-122 H)138 sebagai 
pendiri mażhab Zaidi, atau mażhab Zaidiyyah, atau 
sebutan lain dengan Syi’ah Zaidiyyah. Mażhab ini 
besar dan berkembang di Yaman, di samping di 
negeri atau daerah lain tetapi tidak sepesat di 
Yaman, dikembangkan oleh para pengikutnya, 
terutama dari anak cucu yang masih dari keturunan 
‘Ali bin Abi Ṭālib dan Fatimah. Para pengikut dan 
pengembang mazhab ini adalah banyak dan hampir 
berada pada setiap daerah, mereka berdakwah dan 
mengajak umat Islam untuk bergabung mengikuti 
ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkan 
oleh Zaid bin ‘Ali yang masih keturunan keluarga 
Ahl al-Bait. Di antara para imām (mujtahid) mażhab 
Zaidiyyah yang populer dikenal umat Islam ketika 
itu adalah: (1)  Imām al-A’ẓam al-Qāsim bin Ibrāhim 
ar-Rassy (170-242 H), sebagai pendiri kelompok al-
Qāsimiyyah, yang merupakan cabang dari mażhab 
Zaidiyyah; (2) Imām al-Hadi ilā al-Haq (245-298 H), 
sebagai Imām daerah Yaman. Nama lengkapnya 
adalah Muhyi al-Farayid wa as-Sunan al-Hadi ilā al-
Haq Yahya bin al-Husain bin al-Qāsim bin Ibrāhim 

 
137Ibid. 
138Muhammad Abῡ Zahrah, al-Imam Zaid Hayātuhu wa “aṣruh 

Arā’uhu wa Fiqhuh (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al’Arabi, 1378 H/1959 M), h. 
22.  
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bin Ismā’il bin Ibrāhim bin al-Hasan bin al-Hasan 
bin ‘Ali bin Abi Ṭālib. Ia mengumumkan 
keimamanya pada zaman kekuasaan daulah 
‘Abbasiyyah berada di tangan al-Mu’taḍid Billah; 
(3) Imām an-Naṣir al-Aṭrūs (230-304 H), sebagai 
Imām di Dailam dan al-Jail. Nama lengkanya 
adalah al-Hasan bin ‘Ali bin al-Hasan bin ‘Ali bin 
‘Umar al-Asyrāf bin ‘Ali Zain al-‘Ābidin. Ia 
memulai dakwahnya sebagai Imām pada tahun 284 
H., di daerah Dailam dan al-Jail, yaitu setelah 
munculnya Imam al-Hādi di Yaman. Ia seorang 
Imām yang tidak henti-hentinya mendakwakan 
agama Allah, Islam kepada penduduk daerah 
Dailam dan al-Jail, di mana sebelum kedatangannya 
mereka belum memeluk agama Islam. Selama 
kekuasaannya ia berusaha keras mempertahankan 
keimamannya dari serangan-serangan daulah 
‘Abbasiyyah.139 Selain tiga orang imam tersebut, 
tentunya masih banyak lagi para imam yang lain 
yang terus mengembangkan mażhab Zaidiyyah, 
atau Syi’ah Zaidiyyah dalam kehidupan umat Islam 
Yaman. 

Mazhab Zaidiyyah, atau Syi’ah Zaidiyyah pada 
dasarnya adalah bagian dari Syi’ah Imamiyyah, 
karena kelompok ini masih tetap mengakui dan 
menyatakan bahwa Ali lebih utama dari yang 
lainnya. Imam Zaid sendiri menyatakan bahwa 
sama sekali tidak mengingkari pribadi Imam Ali r.a. 
sebagai seorang yang lebih utama (afḍal) daripada 
pribadi Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dan pribadi 
Umar Ibn al-Khattab r.a. Meskipun demikian, ia 
yakin dan mengakui keabsahan dua orang Khalifah 
itu dan wajib dipatuhi oleh segenap kaum 
muslimin. Meskipun Imam ‘Ali r.a. lebih utama 

 
139Ibid., h. 484-500. Al-Hamid al-Husaini, Sejarah Hidup Imam Zaid bin 

Ali R.A. (Semarang: Penerbit CV Toha Putra, t.t.), h. 195-198.  
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(afḍal), terutama dalam hal jasa-jasanya kepada 
Islam dan dalam hal perjuangannya melawan 
musuh-musuh Islam.140   Pernyataan Imam Zaid ini 
dipertegas lagi oleh asy-Syahrastāni bahwa ‘Ali 
adalah orang yang paling pantas menjadi Imam 
sepeninggal Nabi Saw. karena dialah orang yang 
paling memiliki sifat-sifat yang diakui oleh Nabi. 
Sedangkan untuk Imam sesudah ‘Ali haruslah dari 
keturunan Faṭimah. Itulah sifat-sifat terbaik bagi 
seorang Imam. Tetapi, jika sifat-sifat itu tidak 
terpenuhi, maka boleh yang lain untuk menduduki 
jabatan tersebut. Imam dalam bentuk yang kedua 
ini disebut dengan al-mafḍūl. Syi’ah Zaidiyyah dapat 
menerima Abū Bakar, Umar, dan Uṡmān.141 

Mażhab Zaidiyyah, terkesan sebagai mażhab 
yang “longgar” dalam hal politik (as-siyāsah), teologi 
(‘aqidah), pemikiran hukum Islam (fiqh), dan 
metodologi pemahaman hukum Islam (uṣūl al-fiqh) 
dibandingkan dengan mażhab yang lainnya. Hal ini 
terlihat sebagaimana deskripsi di bawah ini: 

Pertama, bidang politik (as-siyāsah). Al-Hāmid 
al-Husaini mengatakan bahwa mażhab Zaidiyyah 
sikap politiknya yang moderat dan toleransinya 
yang tinggi terhadap golongan muslimin yang lain, 
membuat mazhab Zaidiyyah sebagai mażhab Syi’ah 
satu-satunya yang mempunyai hubungan dekat 
dengan mażhab Ahlus Sunnah.142 Namun demikian, 
asy-Syak’ah memandang bahwa, tendensi politik 
amat kental pada kelompok ini, dan hal ini terlihat, 
baik dalam keadaan damai ataupun perang. Dapat 
dikatakan, bahwa setiap langkah yang mereka 
lakukan dalam ber-tasyayyū’ adalah dalam kerangka 

 
140Ibid., h. 110.  
141Muhammad Abū Bakr asy-Syahrastāni (selanjutnya ditulis asy-

Syahrastāni), al-Milāl wa an-Nihāl, Editor Abd al-‘Aziz ibn Muhammad al-
Wakil (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 155.    

142Al-Hamid al-Husaini, Sejarah, h. 194. 
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kepentingan politik. Zaid bin Ali adalah orang 
pertama dari kelurga Alawi (ahl al-bait) yang 
menentang dan ingin meruntuhkan kekuasaan Bani 
Umayyah dengan menggunakan senjata. Namun, 
sekalipun kelompok ini berhasil menghimpun 
pasukan besar, pada akhirnya Zaid gugur di medan 
peperangan. Sebelum kematiannya, ia telah 
menyusun rencana besar yang harus ditempuh 
pengikutnya. Dan memang rencana itu terbukti 
mereka laksanakan dengan mendirikan khilafah 
yang menyatukan antara kekuatan politik dengan 
kekuatan agama di Yaman.143 

Fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya 
Imam Zaid dan para pengikutnya (terutama 
penduduk Kufah) tidak mau berperang melawan 
pemerintahan Bani Umayyah, mereka lebih memilih 
berdiam diri di dalam rumah dan di masjid, tetapi 
perlakuan buruk, dan penghinaan dari para 
penguasa Bani Umayyah terhadap ahlul bait 
semakin menjadi-jadi, maka berperang sebagai 
solusi terakhir yang dilakukannya. 

Kedua, bidang teologi (al-‘aqidah). Mażhab 
Zaidiyyah pada dasarnya lebih condong pada 
paham Mu’tazilah, karena Zaid termasuk salah 
seorang murid Wāṣil bin ‘Aṭā’, seorang pendiri dan 
pemimpin Mu’tazilah. Asy-Syahrastāni yang 
dikutip oleh Abū Zahrah mengatakan bahwa 
mereka (Zaidiyyah) lebih memuliakan para 
pemimpin Mu’tazilah daripada para pemimpin Ahl 
al-Bait. Hal ini terjadi, karena rasa ketidaksenangan 
Ja’far as-Ṣadiq (80-149 H) terhadap Zaid, sebab Zaid 
belajar dan menjdi murid Wāṣil bin ‘Aṭā’, sementara 
Wāṣil skeptis ketika menentukan posisi ‘Ali dalam 

 
143Musṭafā Muhammad asy-Syak’ah (seterusnya ditulis asy-Syak’ah), 

Islam bi la Mazahib, Penerjemah A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1414 H/1994 M), Cet. ke 1, h. 187. 
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perang Jamal.144 Sebagai contoh bahwa Zaid 
teologinya menganut paham Mu’tazilah adalah 
mengenai seorang muslim yang berbuat dosa besar 
(murtakib al-kabirah). Persoalan ini muncuk ketika 
khalifah ‘Ali bin Abi Ṭālib berperang melawan 
Mu’awiyah bin Abi Sofyān, yang berujung dengan 
penyelesaian secara arbitrase (tahkim). Penyelesaian 
secara tahkim ini melahirkan gejolak bagi para 
pendukung kedua belah pihak, maka muncullah 
kelompok (kaum) Khawarij, dan Murji’ah. Kaum 
Khawarij memberontak terhadap pihak ‘Ali, karena 
mereka menerima tahkim yang diajukan oleh pihak 
Mu’awiyah. Menurutnya, ‘Ali telah melakukan 
dosa besar  karena menerima tahkim, karena itu, ia 
harus bertaubat kepada Allah. Jika tidak, ia harus 
dipandang sebagai orang murtad, dan telah menjadi 
kāfir. Berbeda dengan Khawārij, kaum Murji’ah 
berpandangan sebaliknya, menurutnya, orang yang 
melakukan dosa besar itu tidak merusak iman, 
sama halnya dengan perbuatan syirik, tidak 
merusak keta’atan orang kepada Allah. Untuk itu, 
pelaku dosa besar dalam kedudukan di tengah-
tengah, yaitu antara sebagai seorang yang beriman, 
dan sebagai seorang yang kāfir. Orang yang seperti 
itu, dalam al-Qur’ān disebut sebagai orang yang 
fasiq. Orang fāsiq yang demikian itu boleh disebut 
sebagai muslim, tetapi tidak boleh disebut sebagai 
mukmin. Tegasnya, kaum Murji’ah menilai pelaku 
dosa besar seperti di atas adalah mereka 
menangguhkan dan menyerahkan sepenuhnya 
kepada Allah. Sedangkan kaum Mu’tazilah 
berpandangan, pelaku dosa besar itu berada pada 
posisi di antara dua kedudukan (al-manzilah bain al-
manzilatain), yakni antara muslim dan kāfir. Dalam 

 
144Muhammad AbūZahrah, Imām Zaid Hayātuh, h. 144 dan 220.Asy-

Syak’ah, Islām, h. 191. Asy-Syahrastāni, al-Milāl wa an-Nihāl, h. 156. 
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konteks ini, Imam Zaid sependapat dengan 
pandangan Mu’tazilah.145 

Ketiga, bidang fikih (al-fiqh). Mażhab Zaidiyyah 
secara substantif tampak lebih dekat kepada 
mazhab-mazhab ahl as-sunnah ketimbang kepada 
mażhab-mażhab fikih Syi’ah. Dalam hal ini, Abū 
Zahrah menyatakan bahwa dalam bidang hukum-
hukum mu’āmalah, seperti mengenai syuf’ah, 
muzāra’ah, dan lain-lain mażhab Zaidiyyah lebih 
dekat dengan mażhab Hanafi. Dan Abū Hanifah 
sendiri pernah berguru dan menjadi murid Imām 
Zaid.146 Sekalipun demikian, tetap dalam praktik 
keagamaan terdapat, di sampaing ada perbedaan, 
juga terdapat persamaan-persamaan dalam hal-hal 
tertentu. Asy-Syak’ah mengemukakan bahwa, di 
samping memiliki perbedaan, Zaidiyyah dan Ahlus 
Sunnah banyak memiliki kesamaan dalam hal 
peribadatan. Peribadatan tersebut tentu saja 
merupakan sesuatu yang wajar. Sebab di kalangan 
Zaidiyyah sendiri banyak terjadi perbedaan 
pendapat. Tetapi, dalam beberapa masalah mereka 
justru seringkali sependapat dengan Ahlus Sunnah. 
Oleh karena itu, sebagian ulama ada yang 
menganggap bahwa Zaidiyyah merupakan mazhab 
Ahlus Sunnah kelima dari empat mazhab Ahlus 
Sunnah yang dikenal.147 Sebagai contoh dalam 
substansi peribadatan, Zaidiyyah dan Ahlus 
Sunnah banyak memiliki kesamaan (kesepakatan). 
Tetapi, dalam masalah cabang (furū’iyyah) tetap 
mereka memiliki perbedaan. Misalnya, pada 
umumnya di kalangan Syi’ah dalam ucapan azan, 
mengucapkan “hayya ‘alā al-khair al-‘amal”. 
Sementara di kalangan Ahlus Sunnah dengan 

 
145Muhammad AbūZahrah, Imām Zaid Hayātuh, h. 143-144.  
146Ibid., h. 494.  
147Asy-Syak’ah, Islām, h. 193-194.  



90 
 

“hayya ‘alā al-falāh”. Demikian juga dalam salat 
jenazah, mereka bertakbi lima kali; Salat Iedul fitri, 
atau idul adha adalah fardu ‘ain yang boleh 
dilaksanakan dengan sendiri-sendiri atau secara 
berjama’ah. Mengenai salah tarawih, menurut 
mereka adalah bid’ah. Sedangkan salat witir 
hukumnya adalah sunnah, dengan dilaksanakan 
tiga reka’at sekaligus. Dan salat di belakang orang 
yang berdosa (fajir), menurut mereka adalah tidak 
sah.148 

Keempat, bidang uṣūl al-fiqh. Mazhab Zaidiyyah 
tampaknya tidak jauh berbeda dengan mazhab-
mazhab Sunni, dalam hal ini mutakallimin. Misalnya, 
dalam masalah dalil hukum yang menjadi dasar 
dalam istinbat hukum, secara kronologis mereka 
tetapkan ada empat, yaitu al-Qur’an, as-sunnah, al-

maṣlahah al-mursalah, dan al-istiṣhāb.149 Selain empat 
dalil tersebut, Zaidiyyah memberikan keleluasaan 
akal untuk berperan dalam mengistinbatkan 
hukum, apakah sesuatu itu hukumnya dilarang (al-
haẓar) atau diperbolehkan (al-ibāhah). Menurutnya, 
segala sesuatu itu dapat diketahui melalui salah 
satu dari tiga alternatif: (a) segala sesuatu dapat 
diketahui melalui penalaran akal. (b) segala sesuatu 
hanya dapat diketahui melalui syara’. (c) segala 
sesuatu dapat diketahui melalui akal dan syara’ 
sekaligus. Tetapi, jika tidak ada dalil syara’ (al-Kitab, 
as-sunnah, al-ijmā’, dan termasuk al-qiyās) dalam 
mengistinbatkan hukum, maka Zaidiyyah 
menggunakan dalil akal, dengan mengerahkan 
kemampuan untuk mencari causa legis (‘illah al-
hukm) dan tujuan umum syari’at Islam (al-maqāṣid 
al-‘āmmah li asy-syar’ al-Islāmi).150 

 
148Ibid., h. 194. 
149AbūZahrah, Imām Zaid Hayātuh, h. 345-446.  
150Ibid., h. 447. 
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Kelima, bidang ijtihād. Mażhab Zaidiyyah 
berpandangan, dengan mewajibkan secara mutlak 
kepada umat Islam untuk senantiasa berijtihad. 
Apabila tidak mampu melakukannya, mereka 
dibolehkan bertaklid. Menurut mereka bertaklid 
kepada Ahl al-Bait lebih utama (afḍal) dibandingkan 
kepada selain mereka. Di samping itu, mażhab 
Zaidiyyah mewajibkan untuk mengingkari 
pemimpin yang zalim, dan tidak diwajibkan 
menta’atinya.151  Selain itu, Zaidiyyah menegaskan 
bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka, tidak 
pernah tertutup untuk selamanya (fath bāb al-ijtihād 
fih iż lam yuglaq fihi waqtan min al-auqāt).152 

E. Aliran-Aliran dalam Uṣūl al-Fiqh 
Setelah ilmu uṣūl al-fiqh dibukukan pada akhir abad II 

H. atau awal abad III H., dan dalam perkembangan 
berikutnya ternyata di kalangan para ulama terjadi 
perbedaan pandang, pola pikir, dan metodologi istinbāṭ al-
ahkām yang digunakan, sehingga pada akhirnya muncullah 
aliran-aliran dalam uṣūl al-fiqh. Dalam sejarah pemikiran 
hukum Islam, tepatnya pada abad V dan VI H,153 muncul 
(nasy’ah) tiga aliran pemikiran uṣūl al-fiqh, yaitu al-
mutakallimin (Syāfi’iyyah), al-Hanafiyyah (fuqahā’), dan 
gabungan keduanya (tajma’ bain at-ṭariqatain).154 Berikut ini 
akan dijelaskan satu persatu sebagaimana paparan di bawah 
ini: 

 
151Ibid., h. 195. 
152Ibid., h. 462 dan 477.  
153Hasan Ibrāhim Hasan, Tārikh al-Islām (Mesir: Maṭba’ah an-

Nahḍah, 1967), Juz ke 4, h. 5.  
154Imām Syihāb ad-Din Abū al-‘Abbās Ahmad bin Idris al-Qarāfi, 

Syarh Tanqih al-Fuṣūl fi Ikhtiṣār al-Mahṣūl fi al-Uṣūl (Bairut: Dār al-Fikr, 
1424 H/2004 M), h. 5. Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣūl al-Fiqh (Bairut: 
Dār al-Fikr, 1409 H/1988 M), h. 6 dan 9.  Muhammad MuṣṭafāṠalabi, Uṣūl 
al-Fiqh al-Islāmi (Bairut: Dār al-Jam’iyyah, 1983), h. 15. Zaki ad-Din 
Syabān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 22-23. Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh wa Madāris, 
h. 21, 23 dan 26. .  
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1. Aliran Mutakallimin 
Aliran al-mutakallimin ini dinamakan juga dengan 

ṭariqah asy-Syāfi’iyyah, karena Imām asy-Syāfi’i-lah yang 
menetapkan dasar-dasar tasyri’ yang terlepas dari 
pengaruh furū’. Dengan kata lain, mereka dalam 
mengkonstruksi kaidah-kaidah uṣūliyyah tidak 
terpengaruh dengan hukum-hukum furū’ yang telah 
ada sebelumnya dari para imām mażhab yang berbeda-
beda satu sama lain. Pembahasan mereka hanya semata-
mata diorientasikan pada kepentingan ilmiah dan 
elaborasi ilmu uṣūl al-fiqh yang telah disusun secara 
sistematis-metodologis oleh Imām asy-Syāfi’i. Dengan 
ilmu ini, mereka dapat mengukur kebenaran hukum-
hukum furū’ tersebut. Demikian juga dikenal dengan al-
mutakallimin, karena metodologi ini ditulis oleh para 
ulama kalām (teologis) dan mengikuti metode ilmu 
kalām. Aliran ini dalam mengkonstruksi kaidah-kaidah 
uṣūl tidak terikat dengan mażhab, karena dalam 
prosesnya didasarkan pada dalil-dalil hukum yang 
kuat, tanpa menghiraukan apakah kaidah-kaidah itu 
menguatkan atau justru melemahkannya. Dari pola 
pemikiran ini menunjukkan bahwa pembahasan 
metodologis mereka mengindikasikan lebih bersifat 
teoritis-normatif, dengan pola berpikir deduktif. Di 
antara ulama kalām yang dikenal adalah Abū al-Husain 
al-Baṣri al-Mu’tazili (w. 436 H), al-Qāḍi ‘Abd al-Jabbār 
al-Mu’tazili (w. 415 H), Imām al-Haramain Abū al-
Ma’ali ‘Abd al-Mālik bin ‘Abd Allah al-Juwaini (w. 474 
H), Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazāli 
(w. 505 H). Bahkan lebih jauh, aliran ini tidak saja 
terbatas pada Syāfi’iyyah, tetapi juga disebut dengan 
Jumhūr al-Uṣūliyyin, karena para pengikut dan 
pengelaborasinya adalah para ulama uṣūl dari mażhab 
Māliki dan Hanbali, Syi’ah Imāmiyyah, Syi’ah 
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Zaidiyyah, Mu’tazilah dan Asy’ariyyah.155 Mażhab-
mażhab uṣūl ini dalam masalah-masalah tertentu 
sebenarnya terjadi perbedaan pendapat, tetapi dalam 
banyak hal mereka terdapat kesamaan pandang, 
sehingga dalam pemikiran ilmu uṣūl al-fiqh sering 
disebut dengan ṭariqah Jumhūr al-uṣūliyyin. 

2. Aliran Hanafiyyah   
Aliran ini disebut juga dengan ṭariqah al-fuqahā’, 

karena mereka dalam mengkonstruksi kaidah-kaidah 
uṣūliyyah bertolak dari hukum-hukum furu’ yang 
diterima dari para imām mażhab mereka. Dalam 
peraktiknya, apabila dalam merumuskan kaidah-kaidah 
uṣūliyyah itu terjadi kontradiksi dengan hukum-hukum 
furu’, maka kaidah-kaidah tersebut harus diubah dan 
disesuaikan sedemikian rupa dengan hukum-hukum 
furu’, dan memang sering ditemukan dalam kitab-kitab 
uṣūl al-fiqh aliran Hanafiyyah ini antara keduanya yang 
saling bertentangan. Misalnya,  ada sebuah kaidah uṣūl: 

 ِ ِيهْ  انِ َّ الْمشُْترَكََ لاَ يعَمُ ُ جمَيِعَْ معَاَن
Artinya: “Sesungguhnya lafaẓ musytarak itu tidak 

mencakup semua artinya dalam satu keadaan”.156 

Bertolak dari kaidah ini ditemukan di kalangan 
ulama uṣūl Hanafi, bahwa ternyata sebagian hukum-
hukum furu’ dalam aplikasinya tidak sesuai dengan 
kaidah di atas. Contoh, ada seseorang berkata kepada 
orang lain: “Demi Allah saya tidak akan berbicara 
dengan hambasahaya (maulā)-mu”. Sedangkan orang 
yang diajak bicara itu mempunyai dua orang 
hambasahaya, yang satu pendek (asfal) dan yang satu 
lainnya tinggi (a’lā). Kemudian orang yang bersumpah 

 
155‘Abd al-Wahhāb Ibrāhim Abū Sulaimān, al-Fikr al-Uṣūli Dirāsah 

Tahliliyyah wa Naqdiyyah (Makkah: Dār asy-Syurūq, 1984), h. 446. 
156Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 10. 
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tersebut berbicara dengan salahsatu di antara dua 
hambasahaya tersebut, Menurut mereka, orang tersebut 
melanggar sumpahnya. Hukum melanggar sumpah itu 
mungkin disebabkan karena orang yang bersumpah 
berbicara dengan hambasahaya yang pendek yang 
sudah dimerdekakan, atau karena berbicara dengan 
hambasahaya yang tinggi, yang juga sudah 
dimerdekakan oleh pemiliknya. Hal ini bisa 
dimungkinkan demikian, karena lafaẓ maulā yang 
musytarak itu, kedua artinya dipergunakan bersama-
sama dalam contoh di atas. Padahal yang demikian ini 
kontradiksi dengan kaidah uṣūl di atas, yaitu bahwa 
“sesunggunya lafaẓ musytarak itu tidak mencakup 
semua artinya dalam satu keadaan”. Hal ini berarti 
bahwa semua lafaẓ musytarak tidak bisa digunakan 
bersama-sama dalam satu keadaa. Akan tetapi, ulama 
uṣūl Hanafi kemudian tidak segan-segan merubah 
kaidah tersebut dengan suatu pengecualian (al-istiṡnā’), 
yaitu ketika jatuh sesudah peniadaan (an-nafyu). Mereka 
menegaskan: 

فْيِ  ِيهِْ الِا َّاذِاَ كاَنَ بعَدْاَ الن َّ  انِ َّ الْمشُْترَكََ لاَ يعَمُ ُ جمَيِعَْ معَاَن
Artinya: “Sesungguhnya lafaẓ musytarak itu tidak meliputi 

semua artinya, kecuali ia jatuh sesudah nafi”.157 

Kaidah ini tentunya mengingatkan hukum furu’ 
tersebut, dan furu’-furu’ yang lain yang terkadang 
terdapat lafaẓ musyratak yang jatuh sesudah adat-adat 
(huruf) nafi (adawāt an-nafyi).   

Dari cara-cara yang dilakukan oleh aliran 
Hanafiyyah tersebut di atas menunjukkan bahwa 
mereka dalam mengkonstruksi dan mengaplikasikan 
kaidah-kaidah uṣūliyyah terhadap berbagai kasus 
hukum adalah sangat memperhatikan hukum-hukum 

 
157Ibid., h. 11. 



95 
 

furu’ yang telah ada dari para imām mażhab mereka. 
Cara demikian ini menggambarkan pola berpikir 

induktif (kasuistik). Perhatian para ulama uṣūl aliran 
Hanafi yang cukup besar terhadap hukum-hukum furu’ 
ini pada akhirnya sangat berimplikasi pada teknik 
perumusan kaidah-kaidah uṣūl, sistematika penulisan 
literatur-literatur uṣūl baik dari segi formulasi kaidah 
(at-ta’sis), metodologi (al-manhaj), dan segi pemikiran 
(at-tafkir).158 

3. Aliran Gabungan  
Setelah kedua aliran metodologis (Mutakallimin dan 

Hanafiyyah) berkembang dengan pesat, maka muncul 
(lahir) aliran ketiga yang menggabungkan kedua aliran 
tersebut di atas (tajma’ bain at-ṭariqatain). Aliran 
konvergensi ini berupaya dalam mengkonstruksi 
kaidah-kaidah uṣūl secara integratif, di satu sisi 
bercorak pola pikir deduktif (Syāfi’iyyah-mutakallimin-
Jumhūr al-uṣūliyyin), dan di sisi lain bercorak berpikir 
induktif (Hanafiyyah-fuqahā’), sehingga kaidah-kaidah 
uṣūliyyah dapat menguatkan hukum-hukum furu’ yang 
telah ada, dan sekaligus mampu menjawab berbagai 
kasus hukum baru yang mengemuka. 

F. Karya-Karya Ilmu Uṣūl al-Fiqh 
Dari aliran-aliran metodologi pemikiran uṣūl tersebut di 

atas, mereka masing-masing mempunyai karya uṣūl yang 
menjadi pegangan dalam melakukan ijtihād untuk 
mengistinbāṭkan hukum sesuai konteksnya. Karya-karya 
ilmu uṣūl al-fiqh dimaksud, sebagai berikut: 
1. Karya-karya yang Disusun Berdasarkan Ṭariqah 

Syāfi’iyyah, antara lain: 
a. Kitāb (buku) ar-Risālah, disusun oleh Muhammad 

bin Idris asy-Syāfi’i (150-204 H). Ar-Risālah ini 
merupakan buku pertama ilmu uṣūl al-fiqh di dunia 
Islam, dan diakui oleh para orientalis dan para 

 
158Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqāṣid Syari’ah Menurut asy-Syāṭibi 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1424 H/1996 M), Cet. ke 1, h. 50-52..  
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sarjana Barat, di antaranya Weal B. Hallaq, Noel J. 
Coulson, dan lain-lain. Bahkan mereka sebut bahwa 
asy-Syāfi’i adalah “Was al-Syafi’i the Master Architect 
of Islamic Jurisprudence” atau Bapak Yurisprodensi 
Hukum Islam. Buku ar-Risālah yang dikomentari 
oleh Syekh Ahmad Muhammad Syākir (pakar uṣūl 
al-fiqh berkebangsaan Mesir) yang hidup pada abad 
ke 14 H/20 M., banyak dicerak oleh percetakan 
Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi di Mesir, tahun 1358 
H/1929 M. Demikian menurut Jumhūr al-Uṣūliyyin, 
dan ulama sunni pada umumnya, tetapi menurut 
para ulama Syi’ah menegaskan bahwa orang yang 
pertama kali menyusun ilmu uṣūl al-fiqh adalah 
Muhammad al-Bāqir, bukan asy-Syāfi’i. 

b. Kitāb al-‘Amdu, disusun oleh al-Qāḍi ‘Abd al-Jabbār 
al-Mu’tazili (w. 415 H).   

c. Kitāb al-Mu’tamad fi Uṣūl al-Fiqh, disusun oleh Abū 
al-Husain Muhammad bin ‘Ali bin at-Ţayyib al-
Baṣri al-Mu’tazili (w. 437 H). Buku ini terdiri dari 
dua jilid, dan termasuk buku standar uṣūl al-fiqh di 
kalangan Jumhūr al-Uṣūliyyin al-Mutakallimin 
(Syāfi’iyyah). 

d. Kitāb al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh, di susun oleh Imām 
al-Haramain Abū al-Ma’ali ‘Abd al-Mālik bin ‘Abd 
Allah al-Juwaini (w. 474 H). 

e. Kitāb al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, disusun oleh Abū 
Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazāli (w. 
505 H). Selain buku ini, al-Gazāli juga menyususn 
kitāb al-Mankhūl min Ta’liqāt al-Uṣūl, dan Syifā’ al-
Galil fi Bayān asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masālik at-
Ta’lil. 

f. Kitāb al-Mahṣūl fi ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, disusun oleh 
Fakhr ad-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain 
ar-Rāzi (w. 606 H), seorang pakar ilmu kalam, ilmu 
tafsir, dan ilmu uṣūl al-fiqh dari mażhab Syāfi’i. 
Kitāb ini merupakan ringkasan dari empat kitāb 
tersebut di atas, yaitu kitāb al-‘Amdu oleh ‘Abd al-
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Jabbār, al-Mu’tamad oleh Abū al-Husain al-Baṣri, al-
Burhān oleh al-Juwaini, dan al-Mustaṣfā oleh al-
Gazāli. Kitāb ini aslinya terdiri dari dua jilid, tetapi 
dalam pengkajian berikutnya di kalangan ilmuwan 
uṣūl al-fiqh dikembangkan menjadi beberapa jilid, 
seperti pengkajian dan komentar yang dilakukan 
oleh Ṭāhā Jābir Fayyāḍ al-‘Alwāni, seorang Guru 
Besar Uṣūl al-Fiqh Universitas Islam Ibn Su’ūd di 
Riyāḍ. Cetakan pertama diterbitkan oleh 
Universitas tersebut pada tahun 1979. 

g. Kitāb al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām, disusun oleh al-
Imām Saif ad-Din Abi al-Hasan al-Āmidi (w. 631 H). 
Kalau kitāb al-Mahṣūl ar-Rāzi sebagai ringkasan 
dari empat kitāb, maka al-Ihkām ini merupakan 
ringkasan dari tiga kitāb, yaitu al-Mu’tamad, al-
Burhān, dan al-Mustaṣfā. 

h. Kitāb Minhāj al-Wuṣūl Ilā ‘Ilm al-Uṣūl, disusun oleh 
al-Qḍi al-Baiḍāwi (w. 685 H). Kitāb ini telah 
dikomentari oleh Syekh al-Islām Ali bin ‘Abd al-
Kāfi as-Sabki (w. 756 H), dan anaknya Tāj ad-Din 
‘Abd al-Wahhāb bin Ali as-Sabki (w. 771 H) dengan 
judul al-Ibhāj fi Syarh al-Minhāj ‘alā Minhāj al-Wuṣūl 
ilā ‘Ilm al-Uṣūl li al-Qāḍi al-Baiḍāwi, disusun menjadi 
tiga jilid. 

i. Kitāb Syarh Tanqih al-Fuṣūl fi Ikhtiṣār al-Mahṣūl fi al-
Uṣūl, disusun oleh al-Imām Syihāb ad-Din Abū al-
‘Abbās Ahmad bin Idris al-Qarāfi (w. 684 H). Kitāb 
ini al-Qarāfi susun berdasarkan dari catatan-catatan 
(at-ta’liqāt), komentar-komentar (asy-syurūh), dan 
ringkasan-ringkasan (al-ikhtiṣārāt) terhadap literatur 
uṣū al-fiqh sebelumnya, seperti kitāb al-Hāṣil yang 
tulis oleh al-Imām Tāj ad-Din al-Armawi (w. 656 H), 
kitāb at-Tahṣil yang dususun oleh al-Imām Siraāj 
ad-Din al-Amawi (w. 672 H).  

j. Kitab al-‘Uddah fi Uṣūl al-Fiqh, disusun oleh Abū 
Ya’lā al-Farrā’ al-Hanbali (w. 458 H). Kitāb ini 
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termasuk buku uṣūl al-fiqh standar di kalangan 
mażhab Hanbali. 

k. Kitab Rauḍah an-Naẓir wa Junnah al-Manāẓir fi Uṣūl 
al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Imām Ahmad bin Hanbal, 
disusun oleh al-Imām Muwaffiq ad-Din ‘Abd Allah 
bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Hanbali (w. 
620 H). Kitāb ini telah dicetak berulangkali oleh 
percetakan Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah di Bairut, dan 
terakhir diterbitkan oleh Universitas Islam 
Muhammad Ibn Sa’ūd di Riyāḍ, dan cetakan 
keempat pada tahun 1408 H/1987 M., yang 
dikomentari oleh ‘Abd al-‘Aziz ‘Abd ar-Rahmān as-
Sa’id. Bahkan as-Sa’id sendiri telah mengadakan 
kajian ilmiah dan dibukukan, serta diterbitkan 
dengan judul Ibn Qudāmah wa Aṡāruh al-Uṣūliyyah. 
Kitāb ini terdiri dari dua jilid/bagian (al-qism al-

awwal wa as-ṡāni). 
l. Kitāb A’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-Ālamin, 

disusun oleh Syams ad-Din Abi ‘Abd Allah 
Muhammad bin Abi Bakr yang dikenal dengan Ibn 
Qayyim aj-Jauziyyah al-Hanbali (w. 751 H). Kitāb 
ini mendeskripsikan pembahasan mengenai uṣūl al-
fiqh mażhab Hanbali dengan panjang lebar, dan 
telah berulangkali dicetak, di antaranya edisi syarh 
Ṭāhā ‘Abd Rauf, diterbitkan oleh Dār al-Jael, tahun 
1973, dan terakhir dari kemasan beberapa jilid 
dijadikan satu jilid buku yang ditata ulang oleh 
Muhammad Ali Baidawi, diterbitkan oleh Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, di Bairut.  

2. Karya-karya yang Disusun Berdasarkan Ṭariqah 
Hanafiyyah, antara lain: 
a. Kitāb Taqwim al-Adillah fi al-Uṣūl, disusun oleh 

Imām Abū Zaid ‘Abd Allah ad-Dabūsi al-Ja’fi al-
Hanafi (w. 430 H). Kitāb ini merupakan uṣūl al-fiqh 
standar dalam mażhab Hanafi, yang pertama kali 
dicetak oleh percetakan al-Amiriyyah, Kairo-Mesir. 
Karya lain yang dikenal dari ad-Dabūsi adalah 
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Ta’sis an-Naẓar. Tetapi kitāb-kitāb ini untuk di 
perpustakaan-perpustakaan di Indonesia sulit 
ditemukan dan termasuk literatur langka. 

b. Kitāb Uṣūl al-Jaṣṣāṣ, disusun oleh Imām Abi Bakr 
Ahmad bin Ali al-Jaṣṣāṣ ar-Rāzi (w. 370 H). 

c. Kitāb Kanz al-Wuṣūl ilā Ma’rifah al-Uṣūl, disusun 
oleh Fakhr al-Islām Ali bin Muhammad al-Bazdawi 
al-Hanafi (w. 483 H). Kitāb ini lebih dikenal dengan 
sebutan Uṣūl al-Bazdawi, dan telah banyak 
dikomentari oleh para pakar uṣūl al-fiqh, di 
antaranya oleh al-Imām ‘Alā’ ad-Din ‘Abd al-‘Aziz 
bin Ahmad al-Bukhāri (w. 730 H) dengan judul 
Kasyf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawi. 
Kitāb ini terakhir diterbitkan oleh penerbit asy-
Syirkah as-Şuhufiyyah al-Uṡmāniyyah, Kairo, 
terdiri dari dua jilid dengan tanpa menyebutkan 
tahun penerbitan. Dan pengomentar terakhir dalam 
bentuk mukhtaṣar terhadap Uṡūl al-Bazdawi ini 
disusun oleh ‘Abd Allah bin Ahmad yang dikenal 
dengan sebutan Hāfiẓ ad-Din an-Nasafi (w. 790 H) 
dengan karyanya al-Manār.159 

d. Kitāb Uṣūl as-Sarakhsi, disusun oleh al-Imām Abi 
Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-
Sarakhsi al-Hanbali (w. 490 H). Kitāb standar uṣūl 
al-fiqh yang menjadi rujukan dan dikenal di 
kalangan mażhab Hanbali ini pada tahun 1372 H. 
diterbitkan oleh penerbit Dār al-Kitāb al-‘Arabi 
yang di-tahqiq oleh Abū al-Wafaal-Afgāni, yang saat 
itu kapasitasnya sebagai ra’is al-lajnah al-‘ilmiyyah li 
ihyā’ al-ma’ārif an-nu’māniyyah. 

3. Karya-karya yang Disusun Berdasarkan Ţariqah 
Gabungan 

Setelah dua ṭariqah itu diikuti dan dikembangkan 
oleh para pengikutnya masing-masing, maka para 
ulama uṣūl al-fiqh dari dua aliran tersebut berusaha 

 
159Muhammad al-Khuḍari Bik, Tārikh at-Tasyri’, h. 165. 
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menggabungkan kedua ṭariqah, yang pada akhirnya 
disebut sebagai aliran ketiga. Di antara karya-karya 
yang disusun dengan tajma’ bain at-ṭariqatain ini, adalah: 
a. Kitāb Badi’ an-Niẓām, disusun oleh Muzaffar ad-Din 

Muhammad ibn Ali as-Sa’adi al-Bagdadi (w. 694 H). 
Kitāb ini metodologi penyusunannya merupakan 
gabungan dari dua kitāb, yaitu Uṣūl al-Bazdawi yang 
ditulis oleh Fakhr al-Islām al-Bazdawi al-Hanafi dan 
al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām yang ditulis oleh al-Āmidi 
asy-Syāfi’i. 

b. Kitāb Tanqih al-Uṣūl, disusun oleh Şadr asy-Syari’ah 
‘Ubaid Allah ibn Mas’ūd al-Bukhāri (w. 747 H). 
Kitāab ini metodologi penyusunannya merupakan 
gabungan ringkasan dari tiga kitāb, yaitu al-Mahṣūl 
fi ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh karya Fakhr ad-Din ar-Rāzi dari 
aliran Mutakallimin, Uṣūl al-Bazdawi karya Fakr al-
Islām al-Bazdawi dari aliran Fuqahā’, dan Mukhtaṣar 
al-Muntahā al-Uṣūl karya Ibn al-Hājib (w. 646 H) 
dari aliran Mutakallimin. 

c. Kitāb Jam’ al-Jawāmi’, disusun oleh Tāj ad-Din ‘Abd 
al-Wahhāb ibn as-Sabki asy-Syāfi’i (w. 771 H). Kitāb 
ini terdiri dari dua jilid/dua juz, sangat populer di 
dunia Islam, karena dalam rentang waktu beberapa 
abad, adalah satu-satunya kitāb uṣūl al-fiqh yang 
dipelajari di Universitas al-Azhār. Padahal masih 
banyak kitāb uṣūl al-fiqh yang lain yang dipandang 
lebih baik sistematika penulisannya dan terkenal, 
seperti al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām yang ditulis oleh al-
Āmidi asy-Syāfi’i (w. 631 H), at-Tahrir fi Uṣūl al-Fiqh 
yang ditulis oleh Kamāl ad-Din Muhammad ‘Abd 
al-Wāhid ibn al-Humām (w. 861 H), Musallam as-
Ṡubūt yang ditulis oleh Muhibb Allah ibn ‘Abd asy-
Syakūr (w. 1119 H), dan kitāb-kitāb yang lainnya.160  

 
160Fahmi Muhammad ‘Ulwān, al-Qiyam ad-Ḍarūriyyah wa Maqāṣid at-

Tasyri’ al-Islāmiyyah (Kairo: al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-Āmmah, 1989), h. 
16. 



101 
 

Kitāb Jam’ al-Jawāmi’ ini telah berulangkali dicetak 
oleh percetakan Dār al-Fikr, di Bairut. Bahkan 
percetakan Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah al-
Indonesia pun ikut memperbanyaknya, dengan 
tidak menyebutkan tahun penerbitannya. Substansi 
materi kitāb ini menurut al-Khuḍari Bik merupakan 
gabungan dari pemikiran-pemikiran uṣūl al-fiqh 
para pakar.161 

d. Kitāb at-Tahrir fi Uṣūl al-Fiqh, disusun oleh Kamāl 
ad-Din Muhammad ‘Abd al-Wāhid ibn al-Humām 
al-Hanafi (w. 861 H). Kitāb ini dikenal di kalangan 
pakar uṣūl aliran Hanafi, dan banyak dikomentari 
oleh para pengikutnya, seperi an-Najjār menyusun 
sebuah karya dengan judul Syarh al-Kawākib al-
Munir sebagai Mukhtaṣar at-Tahrir. 

e. Kitāb Musallam as-Ṡubūt, disusun oleh Muhibb Allah 
ibn ‘Abd asy-Syakūr (w. 1119 H). Kitāb ini 
kemudian dikomentari oleh ‘Abd al-‘Āli 
Muhammad Ibn Niẓām ad-Din al-Anṣāri dengan 
judul Fawātih ar-Rahmah. 

f. Kitāb al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari’ah, disusun oleh 
Abū Ishāq Ibrāhim bin Mūsā al-Lakhmi al-Garnaṭi, 
yang dikenal dengan asy-Syāṭibi al-Māliki (w. 790 
H), yang dikomentari oleh ‘Abd Allah Darrāz. 
Sedangkan perubahan judul dengan al-Muwāfaqāt fi 
Uṣūl al-Ahkām, dikomentari oleh Muhammad 
Hasnain Makhlūf. Kitāb ini terdiri dari dua jilid dan 
empat juz, telah berungkali diterbitkan oleh 
percetakan Dār al-Ma’rifah, di Bairut, dan Dār al-
Fikr, di Bairut pula. Kitāb ini substansi 
pembahasannya lebih banyak mendeskripsikan 
penetapan hukum melalui pendekatan maṣlahah 
berbasis maqāṣid asy-syari’ah. Meskipun metodologi 
penulisannya menurut aliran mutakallimin, tetapi 
dalam pembahasannya sudah banyak melibatkan 

 
161Muhammad al-Khuḍari Bik, Tārikh at-Tasyri’, h. 9-10. 



102 
 

pemikiran-pemikiran uṣūl al-fiqh dari berbagai 
aliran uṣūl, sehingga cukup komprehensif dalam 
membahas setiap persoalan uṣūl. Karena itu, kitāb 
ini di kalangan para pemikir hukum Islam 
kontemporer bisa dilihat dan didekati dari segi 
filsafat hukum Islam, segi tasawwuf, segi pemikiran 
kalām, dan lain-lain.     
 

G. Karya-Karya Ilmu Uṣūl al-Fiqh Era Modern 
Setelah spesifikasi ilmu uṣūl al-fiqh dikodifikasikan pada 

abad II H/VIII M. oleh Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i 
(150-204 H/767-812 M) yang dikenal dengan ar-Risālah, 
kemudian terus dikembangkan oleh para imām mujtahid 
dari berbagai mażhab hukum Islam dengan beragam 
versinya (seperti dalam bentuk mukhtaṣār, at-ta’liqāt, asy-
syarh) hingga abad VIII H/XIV M era asy-Syāṭibi (w. 790 H). 
Para era ini dinamika ilmu dan uṣūl al-fiqh secara umum di 
dunia Islam mengalami redup hingga beberapa abad, maka 
baru mulai cemerlang kembali pada abad XIII H/XIX M, 
yang disebut dengan era modern. Pada era modern ini 
muncul kitāb-kitāb uṣūl al-fiqh yang pada substansi 
materinya dikonstruksi dari teori-teori uṣūl al-fiqh klasik, 
meskipun dalam pemaparannya dikembangkan dengan 
berbagai perspektif dan pendekatan sesuai dengan era 
globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
modern sekarang ini. Karya-karya itu terlihat, antara lain: 
1. Kitāb Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣūl, 

disusun oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin 
‘Abd Allah asy-Syaukāni as-Şan’āni (1173-1250 H/1759- 
1834 M), seorang ulama uṣūl al-fiqh terkemuka pada 
abad XIII H/XIX M. Kitāb ini dicetak berulangkali oleh 
percetakan Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, dan Idārah at-
Ţibā’ah al-Muniriyyah. Kedua percetakan ini berada di 
Mesir. Di Indonesia, dicetak oleh percetakan Ţaba’ ‘alā 
Nafaqah Sālim bin Sa’ad bin Nubhān wa Hilyah Ahmad 
di Surabaya. 
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2. Kitāb ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, disusun oleh ‘Abd al-Wahhāb 
Khallāf (1888-1956 M), seorang Guru Besar Hukum 
(Syari’ah) Islam pada Universitas al-Azhar. Kitāb ini 
dicetak berulangkali oleh percetakan Dār al-Qalam, atau 
ad-Dār al-Kuwaitiyyah, di Kuwait. Dan cetakan kelima 
belas diterbitkan oleh Dār al-Qalam pada tahun 1402 
H/1983 M. Sejak dibukukan hingga sekarang ini kitāb 
tersebut telah beredar di dunia Islam, terutama di 
lingkungan kampus dan perpustakaan yang berbasis 
keislaman. Bahkan telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia.  

3. Kitāb Uṣūl al-Fiqh, disusun oleh al-Imām Muhammad 
Abū Zahrah, seorang Guru Besar Hukum Islam pada 
Universitas al-Azhar, yang hidup pada awal abad XIV 
H/XX M.  Kitāb ini telah berungkali dicetak oleh 
penerbit Dār al-Fikr al-‘Arabi Mesir, telah beredar di 
Indonesia, dan sudah banyak diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti halnya karya ‘Abd al-Wahhāb 
Khallāf. 

4. Kitāb Uṣūl at-Tasyri’ al-Islāmi, disusun oleh Ali Hasab 
Allah, seorang Guru Besar Hukum Islam pada 
Universitas al-Qāhirah, al-Hurṭūm, dan al-Kuwait. 
Kitāb ini cetakan ketujuh-nya diterbitkan oleh penerbit 
Dār al-Fikr al-‘Arabi Mesir pada tahun 1417 H/1997 M. 

5. Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmi, disusun oleh 
Muhammad Sa’id Ramaḍān, seorang Guru Besar Uṣūl 
al-Fiqh pada Universitas Damaskus Syiria. Kitāb ini 
berasal dari karya disertasinya sendiri ketika kuliah di 
Universitas al-Azhar, kemudian direkonstruksi 
sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diterbitkan 
dalam bentuk kitāb (buku), yang cetakan keduanya 
diterbitkan oleh penerbit Mu’assasah ar-Risālah Bairut 
pada tahun 1397 H/1977 M.   

6. Kitāb Naẓariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islāmi, disusun 
oleh Husen Hāmid Hasan, seorang Guru Besar pada 
Universitas Umm al-Qurā’, Makkah. Kitāb ini berasal 
dari karya disertasinya sendiri ketika kuliah di 
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Universitas al-Azhar Mesir. Didesain dan dicetak 
menjadi sebuah kitāb (buku),  pertamakali diperbanyak 
diterbitkan oleh penerbit Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah 
Makkah al-Mukarramah, tahun 1971. 

7. Kitāb Aṡar al-Ikhtilāf fi al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf 
al-Fuqahā’, disusun oleh Muṣṭafā Sa’id al-Khin, seorang 
Guru Besar pada Fakultas Syari’ah Universitas 
Damaskus Syiria. Kitāb ini merupakan buku 
perbandingan teori uṣūl al-fiqh dan implikasinya 
terhadap hukum Islam (al-fiqh). Pertama kali dicetak 
dan diperbanyak oleh penerbit Mu’assasah ar-Risālah 
Bairut, pada tahun 1392 H/1972 M.  

8. Kitāb Uṣūl al-Fiqh al-Islami, disusun oleh Wahbah az-
Zyhaili, seorang Guru Besar Fikih (al-fiqh) dan Uṣūl al-
Fiqh pada Universitas Damaskus Syiria. Kitāb ini terdiri 
dari dua jilid (dua juz), dan pertama kali diterbitkan 
oleh penerbit Dār al-Fikr al-Mu’āṣir Bairut, tahun 1406 
H/1986 M.   

9. Kitāb al-Fikr al-Uṣūli Dirāsah Tahliliyyah wa Naqdiyyah, 
disusun oleh ‘Abd al-Wahhāb Ibrāhim Abū Sulaimān, 
seorang dosen Fakultas Syari’ah dan Dirāsah al-
Islāmiyyah pada Universitas Umm al-Qurā’ Makkah. 
Kitāb ini substansi pembahasannya mendeskripsikan 
tentang sejarah timbul dan perkembangan ilmu uṣūl al-
fiqh hingga abad VII H/XIII M. Kitāb ini pertama kali 
diperbanyak oleh penerbit Dār asy-Syurūq Jeddah-
Saudi Arabia, pada tahun 1403 H/1983 M.     
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BAB III 
HUKUM ISLAM DAN 

PROBLEMATIKANYA 

 

A. Definisi Hukum 
Secara etimologi (lugatan), hukum (al-hukm) merupakan 

bentuk gerund (maṣdar) yang berasal dari akar kata hakama-
yahkumu-hukman, yang bermakna mencegah (al-man’u), 
keputusan (al-qaḍā’), menetapkan atau meniadakan (iṡbāt aw 
nafyuhu). Hukum dalam arti mencegah, seperti, kamu 
mencegah melakukan sesuatu yang kontradiksi dengan itu 
(hakamta ‘alaih bikażā iżā mana’tahu min khilāfih). Hukum 
dalam arti keputusan, seperti, kamu telah memutuskan 
kasus hukum itu dengan mereka (hakamta bain an-nās). 
Hukum dalam arti menetapkan atau meniadakan, seperti, 
menetapkan tanggal satu ramaḍān yang menunjukkan 
dimulainya berpuasa ramaḍān bagi umat Islam. Atau 
meniadakan dalam arti tidak mengerjakan puasa ramaḍān 
apabila telah terlihat tanggal satu syawāl pada setiap bulam 
itu.162 Hal ini dasar hukumnya mengacu pada sebuah hadis 

 
162Lihat, al-Imam Yῡsuf bin Hasan bin Ahmad bin ‘Abd al-Hādi al-

Hanbali ad-Damasyqi (selanjutnya ditulis al-Hādi), Syarh Gāyah as-Sῡl ilā 
‘Ilm al-Uṣῡl, Editor Ahmad bin Ṭurqi al-‘Izzi (Bairut: Dār al-Basyāir al-
Islāmiyyah, 1421 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 152.Totok Jumantoro, Samsul 
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Rasul yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari Ibn Umar, 
beliau bersabda:  

 ِ يتَهِ يتَهِِ واَفَطْرِوُْا لرِؤُْ  صُومْوُاْ لرِؤُْ
Artinya:  “Berpuasalah kamu jika telah melihat tanggal, dan 

berbukalah (berhari raya) jika kamu telah melihat 
tanggal (satu syawāl)”.163 

Secara terminologi (iṣṭilāhān), hukum didefinisikan oleh 
para ulama uṣῡl al-fiqh (uṣῡliyyin) abad tengah, secara 
redaksional terdapat perbedaan term, tetapi secara 
substansial maksudnya adalah sama. Di antaranya at-
Taftāzani (w. 792 H) mendefinisikan hukum (syara’) 
dengan: 

خْييِرِْ.  فيِنَْ باِلْاقِتْضَِاءِ اوَْ الت َّ  خِطابَُ الل هِ تعَاَلىَ الَمْتُعَلَ قُِ باِفَعْاَلِ الْمكُلَ َّ
Artinya: “Doktrin Allah Ta’ālā yang berkaitan dengan 

perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, atau 
pilihan”.164 

Terminologi hukum (syara’) di kalangan ulama uṣῡl al-
fiqh kontemporer secara redaksional telah merekonstruksi 

 
Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (T.Tp.: Penerbit Amzah, 2005), Cet. 
ke 1, h. 86.  

163Imām Muslim bin al-Hajjāj Abῡ al-Husain al-Qusyairi an-
Naisābῡri (selanjutnya ditulis Imām Muslim), Ṣahih Muslim (Bandung-
Indonesia: Syirkah al-Ma’ārif li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr, t.t.), Juz ke 1, h. 
436. 

164Al-Imām Sa’ad ad-Din Mas’ῡd bin Umar at-Taftāzāni asy-Syāfi’i 
(selanjutnya ditulis at-Taftāzāni), Syarh at-Talwih ‘alā at-Tauḍih li Matn at-
Tanqih fi Uṣῡl al-Fiqh (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), Cet. ke 1, Juz 
ke 1, h. 22. ‘Ali bin ‘Abd al-Kāfi as-Subki, al-Ibhāj fi Syarh al-Minhāj ‘alā 
Manhāj al-Wuṣῡl ilā ‘Ilm al-Uṣῡl li al-Qāḍi al-Baiḍāwi (Bairut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1404 H/1984 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h. 43. Al-Hādi, Syarh 
Gāyah as-Sῡl ilā ‘Ilm al-Uṣῡl, h. 152.   
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dan mengganti kalimat khiṭāb Allah Ta’ālā                              

dengan   ِِخِطاَبُ الشَّارع dan menambahkan kata   ُالَْوَضْع , yakni: 

ارعِِ   المتُعَلَ قُِ باِفَعْاَلِ الْمكُلَ َّفيِنَْ اقِتْضَِاءً اوَْتَخيْيِرْاً اوَْ وضَْعاً. خِطاَبُ الش َّ
Artinya:  “Doktrin asy-Syāri’ yang berkaitan dengan perbuatan 

orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau 
menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan 
penghalang”.165 

Terminologi hukum di atas dapat dijelaskan bahwa 
yang dimaksudkan dengan kalimat                                  
(doktrin Allah Ta’ālā) yaitu semua tuntutan Allah berupa 
wahyu yang mewujud dalam bentuk al-Qur’ān. Eksistensi 
al-Qur’ān kedudukannya sebagai sumber dari segala 
sumber hukum (maṣdar min al-maṣādir al-ahkām), termasuk 
semua yang berasal dari Rasulullah Saw. (sunnah) pada 
hakikatnya adalah wahyu Allah yang disampaikan 
kepadanya, karena Allah sendiri berfirman dalam Q.S. an-
Najm (53): 3-4: 

ما  وا الََِّ واحٌْْ يخوحْْا وا واى انِْ هخ نِ الْها  ﴾٤-۳﴿ ا يانطِْقخ عا

Artinya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur’ān) 
menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu 
tiada lain hanyalah wahyu yang disampaikan 
(kepadanya)”. 

Mayoritas ulama uṣῡl dalam konteks ini, mereka 
memahami dan sepakat bahwa sumber hukum selain al-
Qur’ān dan sunnah adalah ijmā’ dan qiyās, karena al-Qur’ān 
yang diturunkan Allah mengandung dan mengisyaratkan 

 
165‘Abd Allah bin Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh (Bairut: 

Mu’assasah ar-Rayyān, 1418 H/1997 M), Cet. ke 1, h. 17. Muhammad Abῡ 
Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1397 H/1958 M),  h. 26. 
‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh (Mesir: ad-Dār al-Kuwaitiyyah, 
1388 H/1968 M), Cet. ke 8, h. 100. 
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kepada umat Islam agar berpedoman kepada al-Qur’ān, 
sunnah, ijmā’ dan qiyās (Q.S. an-Nisā’ (4): 59). Pemahaman 
demikian ini secara historis terjadi setelah teori hukum 
tersusun di era Imām Syāfi’i (150-204 H), bahwa sumber dan 
dalil hukum diurutkan menjadi al-Qur’ān, sunnah, ijmā’, 
dan qiyās.166 Penetapan sumber dan dalil hukum tersebut 
menjadi doktrin kemudian oleh jumhῡr al-‘ulamā’ disepakati 
dan wajib diikuti dalam meng-istinbāṭ-kan hukum.167 
Pengurutan sumber dan dalil hukum seperti itu dikritik 
oleh Fazlur Rahman (w. 1988), menurutnya, bahwa yang 
betul-betul landasan atau sumber material adalah al-Qur’ān 
dan sunnah. Sedangkan ijmā’ merupakan dasar formal, dan 
qiyās adalah sebagai aktifitas penyimpulan analogi yang 
efisien.168 Pandangan dan kritik Fazlur Rahman tersebut ada 
benarnya, terutama yang disebutkan terakhir bahwa qiyās 
sebagai aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.. Tetapi, 
jika melacak pandangan para ulama uṣῡl al-fiqh klasik jauh 
sebelum Rahman mengkritiknya, al-Gazāli (w. 505 H) telah 
menegaskan di dalam karyanya al-Mustaṣfā bahwa qiyās 
hanyalah sebagai metode (manhaj), yaitu cara untuk 
memunculkan, menyingkapkan, dan menghasilkan hukum 
dari teks-teks al-Qur’ān dan sunnah melalui penalaran 
analogis (kaifiyah istiṡmār al-ahkām min al-alfāẓ wa al-iqtibās 
min ma’qῡl al-alfāẓ bi ṭariq al-qiyās).169 

Dalam terminologi hukum di atas, ulama uṣῡl al-fiqh 
kontemporer mengganti kalimat khiṭāb Allah Ta’ālā dengan 
khiṭāb asy-Syāri’, dimaksudkan agar hukum itu dipahami 
oleh umat Islam (para ulama) tidak saja apa yang telah 

 
166Muhammad bin Idris asy-Syāfi’i (selanjutnya ditulis asy-Syāfi’i), 

ar-Risālah, editor Ahmad Muhammad Syākir (Mesir: Dār al-Fikr, t.t.), h. 
39. Dalam al-Umm (Mesir: Maktabah al-Kulliyyah, 1961), Juz ke 5, h. 246.  

167Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh al-Islām i  (Mesir: Maṭba’ah Dār 
at-Ta’lif, 1965), h. 27.  

168Fazlur Rahman, Islām, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta: 
PT Bina Aksara, 1987), h. 106. 

169Abῡ Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazāli (selanjutnya 
ditulis al-Gazāli), al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣῡl ( Mesir: Syirkah at-Ṭibā’ah 
al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1391 H/1971 M), h. 394. 
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diproduk Allah, tetapi juga apasaja yang telah disampaikan 
oleh Rasulullah Saw. melalui sunnahnya, dan termasuk 
konsensus para ulama. 

Selanjutnya dalam definisi di atas disebutkan “berkaiatan 
dengan  perbuatan orang mukallaf”. Sebagaimana telah 
diketahui bahwa teks-teks al-Qur’ān dan sunnah secara 
garis besar mengandung masalah-masalah kepercayaan 
(i’tiqādiyyah), moralitas (khuluqiyyah), dan segala aktifitas 
manusia (a’māl al-‘ibād), baik berkaitan dengan ibadah, 
mu’amalah, dan yang lainnya.170 Akan tetapi, dengan 
adanya batasan kalimat di atas, maka yang dinamakan 
hukum menurut perspektif para ulama uṣῡl al-fiqh terbatas 
hanya pada teks-teks al-Qur’an dan sunnah yang berkaitan 
dengan pengaturan perbuatan orang mukallaf saja. Dengan 
kata lain, tidak termasuk aktifitas manusia yang berkaitan 
dengan masalah ‘ubudiyyah, karena penetapan hukumnya 
sepenuhnya menjadi hak prerogatif asy-Syāri’. Misalnya, 
mengapa ṣalat subuh itu dua reka’at, ṣalat ẓuhur empat 
reka’at, dan setrusnya. Dan teks-teks al-Qur’ān dan sunnah 
(hadis) yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf ini 
disebut dengan term āyāt al-ahkām dan hadiṡ al-ahkām. 

Dalam batasan kalimat tersebut, para ulama uṣῡl al-fiqh 
juga menegaskan bahwa orang yang dibebani hukum, atau 
orang yang dipandang cakap melakukan tindakan hukum 
adalah orang mukallaf, yang berarti mukallaf sebagai subyek 
hukum (mahkῡm ‘alaih). Karena orang mukallaf itu 
dipandang sanggup memahami hukum yang dihadapkan 
kepadanya, dan berakal. 171 Dari pernyataan ini 
menunjukkan bahwa orang yang tidak berakal berarti tidak 
dibebani hukum, dan dipandang tidak cakap melakukan 
tindakan hukum, seperti orang ila (al-junῡn), orang setengah 
gila (al-ma’tuh), lupa (an-nisyān), tidur (an-naum), pingsan 

 
170Muhammad ‘Ali as-Sāyis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Aṭwāruh 

(Mesir: Majma’ Buhῡṡ al-Islāmiyyah, 1389 H/1970 M), h. 8. 
171 ‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh (, loc.cit. Totok 

Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Uṣul Fikih, h. 224. 
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(al-igmā’), sakit (al-maraḍ), wanita yang menstruasi dan nifas 
(al-haiḍ wa an-nifās), orang mati (al-maut), mabuk (as-sakr), 
bermain-main dalam hal hukum (al-hazl), kurang akal (as-
safah), bepergian (as-safar), salah tidak sengaja (al-khaṭā’), dan 
orang yang dipaksa (al-ikrāh). Dalam kaitan dengan sebutan 
“perbuatan orang mukallaf”, secara qawāid al-uṣῡliyyah al-
luqawiyyah stresingnya adalah untuk orang banyak, tetapi 
yang dituju sesungguhnya terbatas kepada orang-orang 
yang berakal lagi sudah dewasa (‘āqil-balig), yang dalam 
term uṣul al-fiqh disebut dengan iṭlāq al-‘ilm  wa irādah al-
khuṣῡs. 

Definisi hukum di atas menyebutkan berupa tuntutan 
(al-iqtiḍā’), pilihan (at-takhyir), dan atau menjadikan sesuatu 
yang ditetapkan menjadi sebab, syarat, dan halangan (al-
waḍa’). Jumhῡr al-uṣῡliyyin mengemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan al-iqtiḍā’ yaitu tuntutan untuk 
mengerjakan perbuatan yang diwajibkan (al-ijāb) dan yang 
dianjurkan (an-nadb), dan tuntutan untuk meninggalkan 
perbuatan yang dilarang (at-tahrim) dan yang dimakruhkan 
(al-karāhah). Sedangkan at-takhyir yaitu hukum yang 
mengandung pilihan dalam arti kebolehan untuk 
mengerjakan dan tidak mengerjakan (al-ibāhah).172 Adapun 
yang dimaksud dengan al-waḍa’ yaitu ketentuan hukum 
yang ditetapkan menjadi sebab (as-sabab), syarat (asy-syarṭ), 
dan penghalang (al-māni’). Bahkan di kalangan ulama uṣῡl 
Hanafi ditambahkan termasuk sah (aṣ-ṣihhah), tidak sah (al-
buṭlān) atau rusak (al-fasād), dispensasi (ar-rukhṣah), dan 
tuntutan hukum yang bersifat umum (al-‘azimah).173 Untuk 
melihat lebih jelas sebagaimana bagan di bawah ini: 

 
 
 

 
172At-Taftāzāni, Syarh at-Talwih ‘alā at-Tauḍih, op.cit., h. 24. Al-Kāfi as-

Subki, al-Ibhāj fi Syarh al-Minhāj, op.cit., h. 44. 
173Lihat, Abῡ Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-

Sarakhsi, Uṣῡl as-Sarakhsi, Editor Abῡ al-Wafā’ al-Afgāni (Mesir: Dār al-
Kitāb al-‘Arabi, 1372 H), Juz ke 1, h. 379. 
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 الحكم والتكليف 

 اقتضاء الوضع تخييرا 

 الايجاب  

 طلب الفعل  طلب الترك 

 الشرط  

 الندب  الكراهة  التحريم

 الفعل  الترك 

 السبب

 الاباحة  الاباحة 

الباطل   الرخصة   الصحة  الغريمة  المانع 
)الفاسد 

) 

 
 
 
 
 
 

HUKUM DAN BEBAN HUKUM 
(Al-Hukm wa at-Taklif) 

 

 

B. Kategorisasi Hukum 

Bertolak dari mencermati terminologi hukum (syara’) di 
atas, dapat dibedakan kategorisasi hukum menjadi dua 
macam, yaitu hukum taklifi dan hukum waḍ’i. Dimaksudkan 
dengan hukum taklifi, yaitu: 

رْكِ ماَاقتْضَىَ طَلبََ فعِْلٍ منَِ الْمكُلَ َّفِ اوَْ طَلبََ   ٍ اوَْ خيُ رَِ فيِهِْ بيَنَْ الْفعِلِْ واَلت َّ  كَف 
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Artinya:  “Sesuatu yang mengandung tuntutan kepada mukallaf 
untuk berbuat atau tidak berbuat, atau memilih untuk 
berbuat dan tidak berbuat sesuatu”.174 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum waḍ’i, 
yaitu:  

 ماَيقَْتضَىِ جَعْلَ شَيئٍْ سَببَاً لشِيَئٍْ اخَرََ اوَْ شرَطًْا اوَْ ماَ نعِاً منِهُْ  
Artinya:  “ketentuan hukum yang menjadikan sesuatu menjadi 

sebab bagi sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi 
yang lain, atau menjadi penghalang bagi sesuatu 
itu”.175 

Menurut jumhῡr al-‘ulamā’ hukum taklifi dibagi menjadi 
lima macam, yaitu mewajibkan (al-ijāb), menganjurkan (an-

nadb), mengharamkan (at-tahrim), membencikan (al-karāhah), 
dan memberikan pilihan (al-ibāhah). Sedangkan hukum 
waḍ’i dibagi menjadi tujuh macam, yaitu sesuatu yang 
dijadikan dan ditetapkan menjadi sebab (as-sabab), syarat 
(asy-syarṭ), penghalang (al-māni’), sah (as-sihhah), rusak (al-
fasād), batal (al-buṭlān), dispensasi (ar-rukhṣah), dan tuntutan 
hukum yang bersifat umum (al-‘azimah).176 Berikut ini 
dikemukakan penjelasan masing-masing: 
1. Hukum Taklifi: 

a. Mewajibkan (al-Ijāb), yaitu  tuntutan asy-Syāri’ 
kepada mukallaf untuk berbuat yang mesti 
dilakukan (ṭalab al-fi’al in kāna jāziman). Bentuk 
hukum taklifi ini disebut dengan al-ijāb. Sedangkan 

 
174‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 18.  
175Ibid., h. 82. 
176Yῡsuf Hāmid al-‘Ᾱlim, al-Maqāṣid al-Ᾱmmah li asy-Syari’ah al-

Islāmiyyah (Riyāḍ: al-Ma’had al-‘Ᾱlami li al-Fikr al-Islāmi, 1415 H/1994 
M), Cet. ke 2, h. 24-25. Bandingkan dengan ‘Abd al-Majid aṣ-Ṣagir, al-Fikr 
al-Uṣῡli wa Isykāliyyah as-Sulṭah al-‘Ilmiyyah fi al-Islām Qirā’ah fi Nasy’ah 
‘Ilm al-Uṣῡl wa Maqāṣid asy-Syari’ah (Bairut: Dār al-Muntaklhab al-‘Arabi, 
1415 H/1994 M), h. 188-189. At-Taftāzāni, Syarh at-Talwih ‘alā at-Tauḍih, h. 
25. 
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implikasinya terhadap suatu perbuatan mukallaf 
disebut al-wujῡb, dan perbuatan yang dituntut 
untuk dilakukan mukallaf disebut al-wājib. Karena 
tuntutan itu bersifat wajib, maka bagi mukallaf 
yang mengerjakannya mendapat imbalan pujian 
dan pahala, sedangkan yang meninggalkannya 
akan mendapat celaan dan siksa. Sebagai contoh, 
banyak ditemukan teks-teks al-Qur’ān dan sunnah 
yang menunjukkan wajib dengan menggunakan 
ṣigat al-amr dalam bentuk fi’il al-amr, fi’il al-muḍāri’ 
yang dijazamkan dengan lām al-amr, dan bentuk-
bentuk yang lainnya, di antaranya Q.S. al-Baqarah 
(2): 43, 110, al-An’ām (6): 72: 

وة   كا ااتخواالزَّ لاوةا وا واالصَّ  ااقِيْمخ

Artinya: “Dirikanlah ṣalat dan tunaikanlah zakat”. 

Q.S. an-Nisā’ (4): 9:  

دِيدًْا فالياتَّقوااللّ   خوا قاوْلًَ سا وْل لِِاقخ  وا

Artinya:  “Maka hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar”. 

Hadis Rasῡlullah Saw. yang diriwayatkan oleh 
Muttafaq ‘Alaih dari ‘Abd Allah bin Mas’ῡd, pernah 
Rasῡlullah bersabda: 

جْ فاَنِ َّهُ اغَضَ ُ للِبْصَرَِ   َليْتَزَوَ َّ باَبِ منَِ السْتطَاَعَ منِكْمُْ الْباَءةََ ف ياَ معَْشرَاَلش َّ
هُ لهَُ وجِاَءٌ. ومِْ فاَنِ َّ  واَحْصَنْ للِفرَجِْ ومَنَْ لمَْ يسَْتطَعِْ فعَلَيَهِْ باِلص َّ

Artinya: “Wahai golongan pemuda, barang siapa di 
antara kamu telah mampu (secara mental dan 
finansial), maka hendaklah ia nikah. Karena 
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nikah itu dapat menjaga penglihatan dan 
memelihara kemaluan; Tapi, barang siapa 
yang belum mampu nikah, maka wajib ia 
berpuasa, karena puasa itu menjadi obat 
baginya”.177 

b. Menganjurkan (an-nadb), yaitu tuntutan asy-Syāri’ 
untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi 
tuntutan itu tidak secara pasti (ṭalab al-fi’al in kāna 
gairu jāzim). Seseorang yang mengerjakan anjuran 
itu konsekuensinya mendapat pujian dan pahala, 
dan sebaliknya, seseorang yang tidak 
mengerjakannya, maka tidak mendapat celaan dan 
siksa. Suatu tuntutan yang dianjurkan untuk 
dikerjakan itu disebut al-manżῡb, sedangkan 
implikasi dari tuntutan yang dianjurkan itu disebut 
an-nadb. Pemahaman ulama uṣῡl al-fiqh demikian ini 
terlihat adanya indikasi yang memalingkan dari 
perintah wajib kepada tidak wajib. Seperti Q.S. al-
Baqarah (2): 282: 

  َّۚ مّ ا فاٱكۡتخبخوهخ سا لٖ مُّ جا
ا
َٰٓ أ ينٍۡ إلَِا ايانتخم بدِا نخوآْ إذِاا تادا يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ

ا
َٰٓأ  يا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu’amalah tidak secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya”. 

Kalimat                     dalam teks ayat tersebut 
pada dasarnya menunjukkan suatu kewajiban (al-
wujῡb), tetapi terdapat inidikasi yang memalingkan 
kewajiban itu kepada anjuran (an-nadb), karena 
lanjutan teks ayat tersebut terdapat pernyataan 
Allah:   

 

 
177Aṣ-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 3, h. 109. 
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Artinya: “Maka, jika satu sama lain saling 
mempercayai, hendaklah yang dipercayai itu 
menjalankan amanatnya”. 

Tuntutan asy-Syāri’ (al-wujῡb) dalam ayat itu 
berubah menjadi anjuran (an-nadb). Indikasi yang 
membawa kepada perubahan itu adalah lanjutan 
ayat dimaksud. Karena Allah menyatakan “jika satu 
sama lain saling mempercayai”, maka penulisan nota 
transaksi tidak secara tunai tersebut tidak begitu 
penting, dan hanya dianjurkan (disunnahkan) saja. 

Dalam kaitan ini, sunnah fi’liyyah Rasulullah 
yang dianjurkan kepada umat Islam untuk 
dilakukan, seperti ṣalat rawātib, dan puasa taṭawwu’. 
Dalam kajian fikih (al-fiqh) apa yang disebut dengan 
al-manżῡb itu term-nya banyak, seperti as-sunnah, 
an-nāfilah, al-mustahab, at-taṭawwu’, dan al-faḍilah. 
Semua term itu secara substansial maksudnya 
adalah sama, yaitu sesuatu yang dianjurkan, dan 
secara lugawiyyah bersifat mutarādifāt. 

c. Mengharamkan (at-tahrim), yaitu tuntutan asy-Syāri’ 
untuk meninggalkan perbuatan secara pasti (ṭalab 
at-tark in kāna jāziman). Bentuk hukum taklifi ini 
disebut dengan at-tahrim. Larangan keras ini, jika 
tidak dilakukan (ditinggalkan), mukallaf akan 
mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dikerjakan, 
mukallaf akan mendapatkan siksa. Implikasi dari 
tuntutan perbuatan ini disebut dengan al-hurmah, 
dan tuntutan perbuatannya disebut dengan al-harām 
atau al-mahẓῡr. Banyak teks-teks al-Qur’ān dan 
sunnah yang menunjukkan larangan (at-tahrim) ini 
dengan menggunakan bentuk-bentuk larangan 
(ṣigat an-nahyi). Misalnya dengan menggunakan 
kata at-tahrim. Q.S. al-Baqarah (2): 275: 

  َّْۚ ا ِباوَٰ رَّما ٱلر  خ ٱلۡۡايۡعا واحا لَّ ٱللَّّ حا
ا
أ  وا
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Artinya:  “Dan Allah menghalalkan jualbeli dan 
mengharamkan riba”. 

Hadis yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad 
dari Wāṡilah bin al-Asqa’ berkata, saya mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda:  

 ُ هُ وعَرِْضُهُ ومَاَلهُ  الْمسُْلمُِ علَىَ الْمسُْلمِِ حرَاَمٌ دمَ ُ
Artinya:  “Seorang muslim terhadap muslim lainnya 

diharamkan darahnya, kehormatannya, dan 
hartanya”.178 

Contoh lain, larangan dalam bentuk sanksi 
pidana (‘uqῡbah al-hudῡd), Q.S. an-Nῡr (24): 2: 

ةٖٖۖ  لِۡا ا ماِئْاةا جا ما ِنۡهخ َٰحِدٖ م  َّ وا واْ كُخ انِِ فاٱجۡلِِخ انيِاةخ واٱلزَّ  ٱلزَّ
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki 

yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera”. 

Ayat ini dijelaskan dan dikuatkan dengan 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim 
dari ‘Ubādah bin as-Ṣāmit berkata, Rasulullah Saw. 
bersabda: 

َلبْكِرُْ باِلبْكِرِْ جلَدُْ ماِئةٍَ  ً, ا خذُوُْا عنَ ىِ خذُوُْا عنَ ىِ قدَْ جَعلََ الل هُ لهَنُ َّ سَبيِلْا
 ْ ي بِِ جلَ ي بُِ باِلث َّ  دمُاِئةٍَ واَلر َّجْمُ ونَفَْيُ سَنةٍَ ,واَلث َّ

Artinya:  “Ambillah dan peganglah dariku, sungguh 
Allah telah menjadikan (menetapkan) bagi 
perempuan dan laki-laki pezina yang belum 

 
178Abῡ ‘Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin 

Asad asy-Syaibāni, Musnad Ahmad bin Hanbal (Bairut: ‘Ᾱlam al-Kutub, 
1998), Juz ke 3, h. 491.  
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pernah menikah sanksinya seratus kali dera, 
dan diasingkan dari tempat domisilinya 
selama satu tahun, dan bagi mereka yang 
sudah pernah menikah, sanksinya seratus kali 
dera, dan kemudian dirajam”.179 

d. Membencikan (al-karāhah), yaitu tuntutan asy-Syāri’ 
untuk meninggalkan perbuatan yang tidak mesti 
dilakukan (ṭalab at-tark in kāna gairu jāzim). Bentuk 
hukum taklifi ini disebut dengan al-karāhah, 
perbuatan yang dituntutnya disebut al-makrῡh. Jika 
mukallaf meninggalkan tuntutan perbuatan yang 
tidak mesti dilakukan ini, maka  ia akan 
mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika ia tidak 
meninggalkannya, maka mukallaf sesungguhnya 
tidak pantas mendapat dosa dan sanksi karena 
melanggarnya. Hanya seraca etis tidak pantas 
dikerjakan atau dilakukannya. Misalnya, Q.S. al-
Jumu’ah (62): 9: 

لاوَٰةِ منِ ياومِۡ ٱ نخوآْ إذِاا نخودِيا للِصَّ يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ
ا
َٰٓأ َٰ  يا وۡاْ إلَِا عاةِ فاٱسۡعا لۡۡخمخ

ونا  نتخمۡ تاعۡلامخ مۡ إنِ كخ يۡۡٞ لَّكخ مۡ خا َٰلكِخ َّۚ ذا واْ ٱلۡۡايۡعا ذارخ ِ وا  ذكِۡرِ ٱللَّّ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
diseru untuk memunaikan ṣalat pada hari 
jum’at, maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jualbeli. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
kamu mengetahui”. 

Bertolak dari ayat di atas, secara substansial 
(hukum pokok) bahwa jualbeli itu dihalalkan 
(dibolehkan), tetapi dalam ayat itu terdapat kalimat 
“tinggalkanlah jualbeli”, larangan ini sama 

 
179Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 48. 
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maksudnya dengan “jangan kamu berjualan” ketika 
ażan jum’at telah (sedang) dikumandangkan. 
Larangan di sini tidak sampai pada mengharamkan 
(at-tahrim), hanya sampai pada membencikan (al-
karāhah), karena dikhawatirkan jika terus berjualan 
akan melalaikan para pedagang dari panggilan 
Allah (ṣalat jum’at). Hal ini reasoning-nya berarti, 
jika tidak berimplikasi pada melalaikan ṣalat jum’at, 
maka berjualan pada saat panggilan Allah 
dimukandangkan adalah dibolehkan, dan kalaupun 
seruan itu dipahami secara tekstualitasnya, tidak 
akan sampai pada perbuatan yang diharamkan, 
paling tinggi hukumnya hanyalah sebagai  
muharram li gairih. Oleh karena demikian, Abῡ 
Zahrah menyatakan bahwa larangan seperti itu 
apabila dilanggar dan dilakukan terus bertransaksi, 
maka traksaksinya adalah sah. Karena akad 
transasksi itu menjadi sebab perpindahan pemilikan 
barang dari penjual kepada pembeli. Hanya saja 
secara etis, pelakunya dipandang berdosa di sisi 
Allah disebabkan tidak mengindahkan panggilan-
Nya dengan segera.180 

Contoh lain, sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh Abῡ Dāwud, Ibn Mājah, dan diṣahihkan oleh 
al-Hākim dari Ibn Umar berkata, Rasulullah Saw. 
bersabda: 

لاقَُ  َلاَلِ عنِدْاَلل هِ الط َّ  ابَغْضَُ الْح
Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah 

adalah talak”.181 

Tuntutan hadis ini adalah pembencian, 
implikasi hukumnya juga pembencian (al-karāhah), 

 
180Lihat, Muhammad Abῡ Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 44. 
181Aṣ-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 3, h. 168. 
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dan perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya 
disebut al-makrῡh. Secara hukum pokok (aṣl) talak 
(aṭ-ṭalaq) itu disyari’atkan Allah dan dibolehkan 
dilakukan sebagai solusi alternatif penyelesaian 
terakhir konflik rumah tangga. Dasarnya Q.S. al-
Baqarah (2): 229-230: 

َٰنٖٖۗ   ۢ بإِحِۡسا اسۡۡيِحخ وۡ ت
ا
وفٍ أ عۡرخ ۢ بمِا اكخ تاانِٖۖ فاإمِۡسا رَّ َٰقخ ما لا  ٱلطَّ

Artinya:  “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah 
itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf 
atau menceraikan dengan cara yang baik”. 

ۗۥ فاإنِ   يۡۡاهخ َٰ تانكِحا زاوجًۡا غا تََّّ خۥ منِۢ باعۡدخ حا ِلُّ لَا ا فالَا تَا ها لَّقا فاإنِ طا
ودا   دخ ا حخ يخقِيما ن 

ا
أ نَّآ  إنِ ظا آ  عا ااجا ياتَا ن 

ا
أ آ  لايۡهِما نااحا عا  جخ

فالَا ا  ها لَّقا طا
ونا    عۡلامخ وۡمٖ يا ا لقِا ِ يخباي نِخها ودخ ٱللَّّ دخ تلِكۡا حخ ِۗ وا  ٱللَّّ

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah 
talak yang kedua), maka perempuan itu tidak 
halal lagi baginya hingga dia kawin dengan 
suami yang lain. Kemudian jika suami yang 
lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa 
bagi keduanya (bekas suami pertama dan 
isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah 
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 
mengetahui”. 

Berdasarkan dua ayat dan hadis tersebut di atas 
dapat dipahami dan ditegaskan bahwa secara 
hukum pokok, talak itu dihalalkan (dibolehkan) 
dilakukan sebagai penyelesaian konflik rumah 
tangga apabila ada arguemntasi-argumentasi yang 
kuat yang dibenarkan syara’, tetapi tidak 



120 
 

dibenarkan (dibenci Allah) apabila tidak 
argumentatif, dan bahkan secara mekanisme proses 
harus melalui tahapan-tahapan yang diperintahkan 
Allah dalam Q.S. an-Nisā’ (4): 34-35 yang 
substansinya: Tahap pertama, suami berkewajiban 
memberikan nasehat kepada isterinya yang nusyῡz 
(membangkang, durhaka, tidak melaksanakan 
kewajiban). Tahap kedua, suami pisah tidup dengan 
isterinya jika nasehatnya tidak diindahkan. Tahap 
ketiga, jika sudah dilakukan pisah tidur tidak juga 
berimplikasi atas kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan isterinya, maka suami boleh 
memukulnya dengan prinsip edukatif dan tidak 
membahayakan kesehatan badannya. Berikutnya, 
jika ketiga tahap di atas tidak menemui titik temu 
antara kedua belah pihak, maka langkah 
selanjutnya ditempuh dengan jalan  memediasi, 
yaitu menunjuk juru damai dari keluarga kedua 
belah pihak (al-hakamain). Jika empat tahap proses 
penyelesaian konfilk rumah tangga sudah 
dilakukan,  tidak bisa juga selesai, maka solusi 
alternatif terakhir adalah menceraikan isterinya. 
Atau sebaliknya, yang nusyῡz suaminya (Q.S. an-
Nisā’ (4): 128) adengan tahapan proses seperti di 
atas, maka isteri dibolehkan mengajukan gugatan 
cerai ke Pengadilan.  

e. Kebolehan (al-ibāhah), yaitu khiṭāb asy-Syāri kepada 
mukallaf dengan boleh memilih untuk mengerjakan 
atau tidak mengerjakan (mā khayyar asy-Syāri’ al-
mukallaf bain al-fi’il wa at-tark). Bentuk hukum taklifi 
ini disebut dengan al-ibāhah. Implikasinya terhadap 
suatu perbuatan mukallaf disebut juga al-ibāhah. 
Sedangkan perbuatan yang dilakukannya dengan 
cara memilih mengerjakan atau meninggalkannya 
disebut al-mubāh. Karena mukallaf diberikan 
kebebasan untuk memilih antara mngerjakan atau 
tidak mengerjakan, maka mukallaf yang 
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mengerjakannya tidak berhak mendapatkan 
konsekuensi pahala. Sebaliknya, bagi mukallaf yang 
tidak mengerjakannya tidak akan mendapatkan 
konsekuensi dosa. Dalam al-Qur’ān dan sunnah 
banyak ditemukan doktrin hukum al-ibāhah ini 
dengan menggunakan: Pertama, bentuk kata halal 
(al-hillu), seperti Q.S. al-Māidah (5): 5: 

وا   ُۖ َٰتخ ي بِا ٱلطَّ مخ  لاكخ حِلَّ 
خ
أ ٞ  ٱلِۡاومۡا  حِل  َٰبا  ٱلكِۡتا وتخواْ 

خ
أ يِنا  ٱلَّ عاامخ  طا

مُۡۖ  َّهخ ٞ ل مۡ حِل  عاامخكخ مۡ واطا  لَّكخ

Artinya:  “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-
baik. Makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi al-Kitāb itu halal bagimu, dan 
makanan kamu halal pula bagi mereka”.  

Sebuah hadis yang dikeluarkan dikeluarkan 
oleh Imām Bukhāri, Muslim, Abῡ Dāwud, dan Ibn 
Mājah dari ‘Abd Allah ibn Muhammad bin Abi 
Syaibah, Rasulullah Saw. bersabda: 

 ُ هوُرُْ ماَؤهُُ واَلحلِ ُ ميَتْتَهُ  الَط َّ
Artinya:  “(Laut) itu suci airnya, dan halal 

bangkainya”.182 

Kedua, bentuk kata menghilangkan kesulitan 
(al-haraj), tidak berdosa (al-iṡm), dan tidak ada dosa 
(al-junāh). Seperti Q.S. an-Nῡr (24): 61: 

 
182Aṣ-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 1, h. 15. 
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ا   عَلا لَا  وا جٞ  را حا جِ  عۡرا
ا
ٱلۡۡ ا  عَلا لَا  وا جٞ  را حا  َٰ عۡمّا

ا
ٱلۡۡ ا  عَلا لَّيسۡا 

جٞ وا  را ريِضِ حا وۡ ٱلمۡا
ا
مۡ أ لخواْ منِۢ بخيخوتكِخ كخ

ۡ
ن تاأ

ا
مۡ أ سِكخ نفخ

ا
َٰٓ أ ا لَا عَلا

مۡ   بخيخوتِ ءااباائٓكِخ

Artinya:  “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak 
(pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi 
orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu 
sendiri, makan (bersama-sama mereka) di 
rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-
bapakmu”. 

Q.S. al-Baqarah (2): 173: 

بهِۦِ   هلَِّ 
خ
أ آ  واما ٱلۡۡنِزيِرِ  ۡما  لَا وا ما  واٱلدَّ يۡتاةا  ٱلمۡا مخ  لايۡكخ عا رَّما  حا ا  إنَِّما
لايۡ  إثِۡما عا  ٓ فالَا دٖ  لَا عَا يۡۡا بااغٖ وا رَّ غا نِ ٱضۡطخ ما ُِۖ فا يِۡۡ ٱللَّّ ا  لغِا هِٖۚ إنَِّ ٱللَّّ

ورٞ رَّحِيمٌ    فخ  غا

Artinya: “Barang siapa dalam keadaan terpaksa 
(memakannya) sedangkan ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya”. 

Q.S. an-Nῡr (24): 29: 

لخ  تادۡخخ ن 
ا
أ نااحٌ  جخ مۡ  لايۡكخ عا ا  لَّيسۡا  فِيها وناةٖ  سۡكخ ما يۡۡا  غا بخيخوتاً  واْ 

مَّۡۚ  َٰعٞ لَّكخ تا  ما

Artinya:  “Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah 
yang tidak disediakan untuk didiami, yang di 
dalamnya ada keperluanmu”. 
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Ketiga bentuk kata yang terdapat dalam ketiga 
ayat tersebut di atas substansinya adalah 
dibolehkan untuk dilakukan dalam kondisi 
tertentu. 

Ketiga, bentuk perintah (al-amr) yang datang 
sesudah larangan (al-haẓr), seperti Q.S. al-Jumu’ah 
(62): 10: 

  ِ واْ منِ فاضۡلِ ٱللَّّ رۡضِ واٱبۡتاغخ
ا
واْ فِِ ٱلۡۡ ةخ فاٱنتاشِِخ لاوَٰ  فاإذِاا قخضِياتِ ٱلصَّ

Artinya:  “Apabila telah ditunaikan ṣalat, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi, dan 
carilah karunia Allah”. 

Bentuk perintah pada ayat ini (bertebaranlah 
kamu di muka bumi) datang sesudah larangan jualbeli 
di saat ażan Jum’at dikumandangkann (al-Jumu’ah: 
9). Karena itu, menunjukkan kebolehan hukumnya 
(al-ibāhah), bukan diwajibkan yang menjadi suatu 
kemestian. Hal ini sejalan dengan kaidah uṣῡl: 

ُ الَامَرُْ بعَدَْ الن َّ   هْيِ يفُيِدُْ الْابِاَحةَ
Artinya: “Perintah sesudah larangan itu 
menfaidahkan kebolehan”.183 

Dalam beberapa hadis ditemukan bentuk 
perintah sesudah adanya larangan untuk 
mengerjakannya, antara lain hadis mengenai ziarah 
ke makam yang diriwayatkan oleh Imām Muslim, 
dan Abῡ Dāwud dari Buraidah bin al-Huṣaib al-
Islᾱmi, Rasulullah Saw. bersabda: 

 
183‘Abd al-Hamid Hakim, al-Bayān (Jakarta: Penerbit Sa’adiyyah 

Putra, t.t.), Juz ke 3, h. 35. Ahmad Muhammad asy-Syāfi’i, Uṣῡl al-Fiqh al-
Islāmi (Iskandariyyah: Mu’assasah Ṡaqāfah al-Jam’iyyah, 1983), h. 333.  



124 
 

هاَ تذُكَ رُِ الْاخَِرةََ  ياَرةَِ الْقبُوُرِْ فزَوُْرهُاَ فاَنِ َّ  كُنتُْ نَهيَتْكَمُْ عنَْ زِ
Artinya:  “Saya melarang kamu untuk berziarah ke 

kubur, maka (sekarang) kamu boleh berziarah 
ke kubur, karena ziarah itu dapat 
mengingatkan kamu pada akhirat (mati)”.184 

Demikian juga hadis tentang kebolehan 
menyimpan daging kurban yang diriwayatkan oleh 
Imām Muslim dari ‘Abd Allah bin Abi Bakar, 
Rasulullah Saw. bersabda: 

خِروُْا   قوُاْ واَد َّ تْ فكُلُوُاْ وتَصََد َّ ةِ ال َّتىِ دفَ َّ اف َّ ماَنَهيَتْكُمُْ منِْ اجَْلِ الد َّ  انِ َّ
Artinya:  “Hanyasannya saya melarang kamu 

(menyimpan daging kurban) karena ada 
serombongan delegasi yang akan datang dari 
pinggiran kota Madinah (ad-dāffah), maka 
(sekarang) makanlah, sedekahkanlah, dan 
kemudian simpanlah”. 185 

Keempat, bentuk ketetapan hukum pokok yang 
membolehkan (istiṣhāb al-ibāhah al-aṣliyyah), atau 
tidak membolehkan untuk dikerjakan (istiṣhāb an-
nahyi) dari hukum-hukum taklifi yang 
menunjukkan al-wujῡb, al-istihbāb, at-tahrim, al-
karāhah, dan al-ibāhah. Dalam konteks ini, para 
ulama ahli kaidah fikih merumuskan kaidahnya: 

يْمِ  حْرِ ليِلُْ علَىَ الت َّ ى يدَلُ َّ الد َّ  الَاصَْلُ فىِ الْاشَْياَءِ الابِاَحةَُ حَت َّ

 
184Aṣ-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 1, h. 114. 
185 Imām Mālik, al-Muwaṭṭa’, h. 302. Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz 

ke 2, h. 184. 
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Artinya:  “Asal pada segala sesuatu itu boleh 
(dikerjakan) sehingga datang dalil yang 
menunjukkan atas ketidakbolehannya”.186 

Berdasarkan kaidah ini menunjukkan bahwa 
segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas muka 
bumi ini termasuk yang berada di dalam perut 
bumi (Q.S. al-Baqarah (2): 29) adalah boleh dimiliki 
dan dikuasai untuk dinikmati oleh semua umat 
manusia, selama tidak ada bukti-bukti lain yang 
menunjukkan perubahan atas kebolehannya. 
Kaidah al-ibāhah ini dalam tataran implementasinya 
terutama stresingnya dalam masalah mu’amalah. 

Sebaliknya, bahwa asal segala sesuatu yang 
tidak boleh dikerjakan itu menunjukkan dilarang: 

 ِ ليِلُْ علَىَ الْابِاَحةَ ى يدَلُ َّ الد َّ يْمُ حَت َّ حْرِ  الَاصَْلُ فىِ الْاشَْياَءِ الت َّ
Artinya:  “Asal pada segala sesuatu itu haram 

sehingga datang dalil yang menunjukkan 
atas kebolehannya”.187 

Kaidah ini dalam tataran implementasinya titik 
tekannya terutama dalam masalah ibadah, karena 
Rasulullah Saw. sendiri menegaskan dalam sebuah 
hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhāri dan 
Muslim dari Ᾱisyah r.a.: 

 منَْ عمَلَِ عمَلَاً ليَسَْ علَيَهِْ امَرْنُاَ فهَوَُ ردَ   

 
186Zain al-‘Ᾱbidin bin Ibrāhim bin Nujaim, al-Asybāh wa an-Naẓā’ir 

‘alā Mażhab Abi Hanifah an-Nu’mān (al-Qāhirah: Mu’assasah al-Halabi wa 
Syurakāuh, 1387 H/1964 M), h. 66. Jalāl ad-Din ‘Abd ar-Rahmān bin Abi 
Bakar as-Suyῡṭi, al-Asybāh wa an-Naẓā’ir fi al-Furῡ’ (Surabaya-Indonesia: 
Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhān wa Aulāduh, t.t.), h. 43. 

187Ibid. 
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Artinya: “Barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka 
pekerjaan itu ditolak”.188 

Berdasarkan hadis terebut dalam kaitan dengan 
dua kaidah di atas dapat ditegaskan bahwa dalam 
persoalan mu’amalah segala sesuatu apa saja adalah 
dibolehkan dikerjakan, kecuali ada dan ditemukan 
bukti-bukti lain yang merubahnya menjadi haram 
(al-harām). Sedangkan dalam masalah ibadah, segala 
sesuatu yang tidak ada aturan dan tuntunannya 
dengan jelas, maka dilarang sama sekali untuk 
dikerjakan. Inilah yang dimaksudkan dengan 
kaidah: 

واَصَْلُ   الْمعَاَنىِ  الِىَ  الْالِتْفِاَتِ  دوُْنَ  وفْيِقُْ  الت َّ الْعبِاَداَتِ  فىِ  الَاصَْلُ 
 العاَداَتِ الْالِتْفِاَتُ الِىَ الْمعَاَنىِ 

Artinya:  “Hukum asal dalam ibadah itu mengikuti apa 
adanya, bukan menggali dari makna-
maknanya, dan hukum asal dalam 
mu’amalah itu (boleh) menggali dari makna-
maknanya”.189 

Kaidah yang lebih spesifik dalam konteks ini 
adalah: 

 
188Abῡ ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrāhim ibn al-

Mugirah ibn Bardazabadah al-Bukhāri (selanjutnya ditulis al-Bukhāri), 
Ṣahih al-Bukhāri (Bairut: Dār al-Fikr, 1981), Juz ke 2, h. 1040. Imām 
Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 3, h. 1344. 

189 ‘Abd ar-Rahmān Ibrāhim al-Kailāni, Qawā’id al-Maqāṣid ‘Ind al-
Imām asy-Syāṭibi ‘Araḍan wa Dirāsah wa Tahlilān (Damaskus: Dār al-Fikr, 
1421 H/2000 M), h. 98. Bandingkan dengan Ibn Nujaim, al-Asybāh wa an-
Naẓāir, h. 66. As-Suyῡṭi,  al-Asybāh wa an-Naẓāir fi al-Furῡ’, h. 43-44.  
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 َ ى يقَوُمَْ دلَيِلٌْ علَىَ الْبطُْلانَِ  الَاصَْلُ فىِ الْعقُوُدِْ واَلْمعُاَملَا ةُ حَت َّ ح َّ ِ تِ الص 
يْمِ حْرِ  واَلت َّ

Artinya:  “Hukum asal dalam masalah akad dan 
mu’amalah itu sah dilakukan sehingga 
datang dalil yang menunjukkan atas 
ketidaksahan dan keharamannya”.190 

 ْ ى يقَوُمَْ دلَيِلُْ علَىَ الْامَرِْ الَاصَْلُ فىِ الْعبِاَداَتِ ا  لبطُْلانَُ حَت َّ
Artinya:  “Hukum asal dalam masalah ibadah itu 

dilarang sehingga datang dalil yang 
menunjukkan atas diperintahkannya”.191 

Dari lima macam hukum taklifi tersebut di atas, 
perlu dikemukakan, terjadi perbedaan pandangan 
antara jumhῡr al-ulamā’ dan ulama Hanafiyyah 
tentang term hukum farḍu, wājib, dan harām dilihat 
dari segi dalil yang mendasarinya. 

Menurut jumhῡr al-‘ulamā’, term farḍu, dan wājib 
substansinya adalah sama, tidak ada perbedaan. 
Misalnya, perintah puasa bulan ramaḍān itu wājib 
(Q.S. al-Baqarah (2): 183) sama saja dengan perintah 
membayar zakat fiṭrah juga wajib, meskipun dalam 
hadis dengan menggunakan  kata farḍu (faraḍa 
Rasulullah saw. zakāt al-fiṭr ṭuhratan li as-ṣā’im). 
Demikian juga dalil hukum yang mendasarinya, 
apakah itu tunjukan dalilnya terkategori qaṭ’iy al-
wurῡd wa qaṭ’iy ad-dalālah seperti al-Qur’ān dan 
sunnah mutawātirah, ataukah terkategori qaṭ’iy al-
wurῡd wa ẓanny ad-dalālah seperti hadis ahād yang 
ṣahih, maka itu juga menunjukan wājib. 

 
190‘Abd al-Hamid Hakim, al-Bayān, h. 230. 
191Ibid. 
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Berbeda dengan jumhῡr al-‘ulamā’, menurut 
ulama Hanafiyyah, mereka membedakan antara 
perintah farḍu dan wājib. Menurutnya, jika tuntutan 
asy-Syāri’ kepada mukallaf untuk mengerjakan suatu 
perbuatan itu didasarkan pada sumber dan dalil 
hukum yang qaṭ’iy aṡ-ṡubῡt wa qaṭ’iy ad-dalāah, atau 
qaṭ’iy al-wurῡd wa qaṭ’iy ad-dalālah  seperti teks-teks 
al-Qur’ān dan sunnah mutawātirah, maka tuntutan 
itu dinamakan farḍu. Seperti ṣalat farḍu yang lima 
kali, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji ke 
Baitullah, dan membaca al-Qur’ān dalam ṣalat. Jika 
tuntutan asy-Syāri’ kepada mukallaf tersebut sumber 
dan dalil hukumnya menunjukkan qaṭ’iy aṡ-ṡubῡt wa 
ẓanny ad-dalalah, atau qaṭ’iy al-wurῡd wa ẓanny ad-
dalālah, atau juga ẓanny al-wurῡd, maka tuntutan itu 
dinamakan wājib. Seperti mengeluarkan zakat fitrah 
(ṣadaqah al-fiṭr), berkurban bagi yang mampu (al-
udhiyyah), ṣalat witir (ṣalāh al-witr), ṣalat dua hari 
raya (al-‘idain), dan membaca al-fātihah di dalam 
ṣalat.192 

Demikian juga dalam masalah hukum haram 
(at-tahrim). Ulama uṣῡl Hanafiyyah membedakan 
kategorisasi haram. Jika suatu tuntutan asy-Syāri’ 
kepada mukallaf untuk meninggalkan suatu 
perbuatan yang dilarang (ṭalab at-tark) itu 
bersumber dari dalil yang qaṭ’iy aṡ-ṡubῡt wa qaṭ’iy ad-
dalālah seperti al-Qur’ān dan sunnah al-mutawātirah, 
maka penetapan tersebut dinamakan at-tahrim, dan 
perbuatannya itu disebut dengan haram. Tetapi, jika 

 
192Jamāl ad-Din ‘Abd ar-Rahim bin al-Hasan al-Asnawi asy-Syāfi’i 

(w.772 H), Nihāyah as-Sῡl fi Syarh Minhāj al-Uṣῡl li al-Qāḍi Nāṣir ad-Din 
‘Abd Allah bin Umar al-Baiḍāwi (Mesir: ‘Ᾱlam al-Kutub, t.t.), juz ke 1, h. 73. 
Kamāl ad-Din Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd ar-Rahman (w. 874 
H), Taisir al-Wuṣῡl ilā Minhāj al-Uṣῡl min al-Manqῡl wa al-Ma’qῡl, editor 
‘Abd al-Fattāh Ahmad Quṭb ad-Dakhmisi (T.Tp.: al-Fārῡq al-Hadiṡah, 
1423 H/2002 M), Cet. ke 1, h. 334-335.  Zaky ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh 
al-Islāmi,op.cit., h. 219. ‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h.23. 



129 
 

suatu tuntutan asy-Syāri’ dimaksud bersumber dari 
dalil yang ẓanny ad-dalālah dan ẓanny al-wurῡd 
seperti hadis ahād yang ṣahih, maka ketetapan itu 
dinamakan karāhah at-tahrim, dan perbuatannya itu 
sendiri dinamakan makruh tahrim. Sedangkan 
jumhῡr al-‘ulamā’ tidak membedakan kategorisasi 
hukum haram tersebut, apakah itu sumber dan dalil 
hukumnya qaṭ’iy aṡ-ṡubῡt atau qaṭ’iy al-wurῡd, 
ataukah ẓanny al-wurῡd, yang pasti menurut jumhῡr 
al-‘ulamā’ bahwa suatu tuntutan untuk 
meninggalkan perbuatan yang dilarang kemudian 
dilanggar oleh mukallaf, maka konsekuensi 
perbuatannya menjadi haram.193 

Pembahasan lebih rinci lima macam hukum 
taklifi tersebut di atas dengan problematika dan 
tinjauan dari berbagai seginya, dapat diuraikan 
sebagaimana paparan di bawah ini. 

1) Al-Wājib (Wajib)  
Mayotitas ulama uṣῡl mendefinisikan wajib, 

secara etimologi, yaitu bermakna tetap (aṡ-
ṡubῡt) atau harus, tegas dan pasti (al-luzῡm). 
Misalnya, apabila dikatakan wājibu al-bai’i, 
maka hal itu berarti jualbeli itu pasti, tetap, dan 
mengikat. Sedangkan secara terminologi, yaitu: 

ظَن يِ ٍ   بدِلَيِلٍ  جاَزمِاً  طَلبَاً  فعِلْهَُ  الْمكُلَ َّفِ  منَِ  ارعُِ  الش َّ ماَطَلبََ 
 اوَْقطَْعيِ ٍ 

Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syāri’ 
kepada mukallaf untuk memperbuatnya dengan 

 
193Zak ad-Din, Uṣῡl al-Fiqh, h. 232. ‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir 

‘Ilm Uṣῡl, h. 42..  
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tuntutan yang pasti, baik tuntutan itu dengan dalil 
yang ẓanni ataupun qaṭ’i”.194 

Atau dalam terminologi lain dengan: 

ارعُِ منَِ الْمكُلَ َّفِ فعِلْهَُ   طَلبَاً جاَزمِاً بِحيَثُْ يثُاَبُ علَىَ  ماَطَلبََ الش َّ
رْكِ بلِاعَذُْرَ  يعُاَقبَُ علَىَ الت َّ  الْفعِْلِ وَ

Artinya: “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syāri’ 
kepada mukallaf untuk memperbuatnya dengan 
tuntutan yang pasti, yang jika perbuatan itu 
dilaksanakan, maka pelakunya diberi pahala, dan jika 
ditinggalkan tanpa ada ‘użur, maka ia dikenakan 
sanksi (dosa)”.195 

Dari dua terminologi tersebut dapat 
ditegaskan bahwa terdapat dua tuntutan 
kewajiban yang mesti dilakukan oleh mukallaf. 
Pertama, tuntutan yang bersifat al-luzῡm (harus, 
tegas dan pasti) untuk diperbuatnya, sehingga 
hukum perbuatan itu tidak dapat diartikan 
sebagai anjuran (an-nadb), meskipun secara 
substansial ketentuan al-wujῡb dan al-manżῡb itu 
sama-sama diperintahkan. Sifat al-luzῡm ini 
merupakan tuntutan dalam bentuk perintah 
(amr) yang membedakannya dengan perintah-
perintah yang lain (al-mustahab, an-nāfilah/as-
sunnah, at-taṭawwu’). Kedua, terdapat 
konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, 
jika perbuatan wajib yang diperintahkan itu 
dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, 
sebaliknya, jika perbuatan wajib yang 
diperintahkan itu dilanggar maka diancam 
dengan mendapatkan sanksi (dosa). Oleh 

 
194Quṭb Muṣṭafā Sanῡ, Mu’jam Muṣṭalahāt Uṣῡl al-Fiqh ‘Arabi Inklizi 

(Bairut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1420 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 466.  
195Ibid. 
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karena itu, para ahli uṣῡl al-fiqh 
mendeskripsikan cara-cara mengetahui hukum 
wajib dilihat dari segi waktu pelaksanaannya, 
segi kadar kewajiban yang diperintahkan, segi 
perbuatan yang diperintahkan, dan dari segi 
orang yang dibebani kewajiban. 
(a) Wajib dilihat dari segi waktu pelaksanaan 

(bi i’tibār waqti adāih), dibedakan pada dua 
macam, yaitu wajib mutlak (al-wājib al-
muṭlaq) dan wajib mukayyad (al-wājib al-
muqayyad). 
(1) Dimaksudkan wajib mutlak, yaitu: 

ارعُِ فعِلْهَُ منِْ غيَرِْ تقَْييِدٍْ لاِدَاَئهِِ بزِمَنٍَ معُيَ َّنٍ    ماَطَلبََ الش َّ
Artinya: “Sesuatu yang dituntut (kepada 
orang mukallaf) oleh asy-Syāri’ untuk 
mengerjakan tanpa ditentukan 
pelaksanaannya pada waktu tertentu”.196 

Dari definisi ini menunjukkan 
bahwa wajib mutlak itu dapat 
dilaksanakan kapan saja oleh seorang 
mukallaf sekiranya sudah merasa 
mampu untuk mengerjakaannya. 
Misalnya, mengganti puasa ramaḍān 
yang tidak dilaksanakan pada 
waktunya karena halangan (użur), 
karena Q.S. al-Baqarah (2): 184 telah 
memerintahkan “maka wajiblah baginya 
berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan 
itu pada hari-hari yang lain”, membayar 
kafarat bagi orang yang melanggar 
sumpah, dan mengerjakan nażar puasa. 

 
196‘Abd Allah Yṻsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 25. Zaki ad-Din 

Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 220. Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣṻl al-Fiqh, h. 
33. 
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(2) Dimaksudkan dengan wajib mukayyad, 
yaitu: 

داً بزِمَنٍَ معُيَ َّنٍ  ارعُِ فعِلْهَُ مقُيَ َّ  ماَطَلبََ الش َّ
Artinya: “Suatu kewajiban yang dituntut 
(kepada orang mukallaf) oleh asy-Syāri’ 
untuk mengerjakan yang waktu 
pelaksanakannya ditentukan pada waktu-
waktu tertentu”.197 

Definisi ini dapat dipahami bahwa 
wajib mukayyad merupakan kewajiban 
yang dalam pelaksanaannya mesti 
dikerjakan pada waktu-waktu yang 
telah ditentukan, tidak boleh sama 
sekali seorang mukallaf yang akan 
mengerjakannya menentukan waktu 
sendiri. Seperti mengerjakan ṣalat lima 
waktu (aṣ-ṣalawāt al-khams), puasa 
ramaḍān, dan haji ke baitullah.  

Oleh karena kewajiban yang 
disebutkan terakhir (al-wājib al-
muqayyad) ini waktu pelaksanaannya 
telah ditentukan, maka tidak boleh 
dikerjakan di luar waktu terebut. Dalam 
konteks ini ulama uṣṻl al-fiqh (uṣṻliyyin) 
membedakan pada tiga macam: Waktu 
kewajiban yang luas (al-wājib al-

muwassa’), waktu kewajiban yang 
sempit (al-wājib al-muḍayyaq) dan waktu 
kewajiban yang memiliki dua 
kemiripan (al-wājib żu asy-syubhatain).198 

Pertama, al-wājib al-muwassa’ yaitu 
suatu kewajiban yang ditentukan 

 
197 ‘Abd Allah Yṻsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 25-26. 
198 Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 221-222. 
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waktunya, tetapi waktu 
pelaksanaannya cukup luas dan 
keluasan waktu ini dapat digunakan 
untuk melaksanakan jenis-jenis ibadah 
yang lain. Misalnya, waktu-waktu yang 
ditentukan untuk mengerjakan ṣalat-
ṣalat farḍu yang lima (aṣ-ṣalawāt al-
khams al-mafrṻḍah) juga untuk 
mengerjakan ṣalat-ṣalat sunnah (at-
taṭawwu’).  

Kedua, al-wājib al-muḍayyaq yaitu 
suatu kewajiban yang waktu 
pelaksanaannya telah ditentukan untuk 
mengerjakan suatu amalan meskipun 
cukup luas, dan dalam waktu yang 
bersamaan tidak bisa digunakan untuk 
mengerjakan jenis kewajiban yang lain. 
Seperti, melaksanakan puasa ramaḍān 
harus dikerjakan satu bulan penuh, dan 
tidak boleh saat mengerjakan kewajiban 
puasa ramaḍān dibarengkan dengan 
mengerjakan puasa-puasa yang lain. 

Ketiga, al-wājib żu asy-syubhatain 
yaitu suatu kewajiban yang mempunyai 
waktu cukup luas (al-muwassa’), tetapi 
dalam waktu yang bersamaan tidak 
boleh mengerjakan amalan sejenis yang 
berulang-ulang, sebab keluasan waktu 
itu sesungguhnya dalam waktu yang 
terbatas (muḍayyaq). Seperti, 
mengerjakan ibadah haji dengan waktu 
yang luas. Jama’ah haji boleh 
mengerjakan amalan-amalan haji 
dengan berulang-ulang, tetapi yang 
diperhitungkan syara’ hanyalah sekali 
sebagai suatu kewajiban. Pelaksanaan 
ibadah haji dimaksud sekalipun 
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waktunya luas yakni beberapa bulan 
dalam setahun (al-asyhṻr al-ma’lṻmāt), 
namun tidak boleh ibadah haji 
dilakukan dua kali dalam setahun. 
Karena itu, ibadah haji sekalipun 
mempunyai waktu yang luas tetapi 
dalam pelaksanaan waktunya terbatas, 
sebab haji tidak boleh dilakukan di luar 
waktu yang telah ditentukan. Dalam 
kaitan ini secara substantif, mayoritas 
ulama berpendapat bahwa kewajiban 
melaksanakan ibadah haji bagi orang 
yang telah mampu itu hanyalah sekali 
seumur hidup.199 Artinya, tidak 
berungkali, kalaupun ada orang yang 
melaksanakan ibadah haji ke baitullah 
dengan berulangkali itu hanyalah 
kebolehan saja (an-nadb).  

Ulama uṣṻl al-fiqh (uṣṻliyyin) di 
antaranya Ibn al-Hājib (w. 646 H) 
terkait dengan pelaksanaan kewajiban 
yang berbasis waktu yang telah 
ditentutakan (al-wājib al-muwaqqat), 
mereka membedakan term yang 
disebut dengan al-adā’, al-i’ādah dan al-
qaḍā’. Al-adā’ yaitu melaksanakan suatu 
kewajiban untuk pertama kalinya pada 
waktu yang telah ditentukan syara’. 
Sedangkan al-qaḍā’ adalah 
melaksanakan suatu kewajiban di luar 
waktu yang ditentukan disebabkan 
karena użur atau karena tertinggal, 
disengaja atau tidak, seperti mengganti 
puasa ramaḍān karena sakit atau 

 
199Muhammad Ali as-Ṣābṻni, Rawāi’ al-Bayān Tafsir Ᾱyāt al-Ahkām 

min al-Qur’ān (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), Jld. Ke 1, h. 415. 



135 
 

bepergian, atau bagi wanita karena 
menstruasi, mengganti ṣalat karena 
tertidur (an-nāim) atau lalai (an-nisyān). 
Adapun i’ādah yaitu mengerjakan suatu 
kewajiban yang dilakukan untuk kedua 
kalinya (fi’lu asy-syai ṡāniyan) pada 
waktu yang telah ditentukan, karena 
kewajiban yang dikerjakan pertama kali 
tidak sah atau tidak sempurna 
disebabkan ada użur.200 

(b) Wajib dilihat dari segi kadar kewajiban 
yang diperintahkan (bi i’tibār taqdiruh). 
Uṣṻliyyin membedakan pada dua macam, 
yaitu al-wājib al-muhaddad dan al-wājib gair 
al-muhaddad. 
(1) Al-wājib al-muhaddad adalah: 

ا محَدْوُْداً  ارعُِ لهَُ حدَ ًّ  ماَعيَ َّنَ الش َّ
Artinya: “Suatu kewajiban yang asy-Syāri’ 
telah menentukan batasan kadar dan 
waktunya”.201 

Kewajiban ini menunjukkan bahwa 
bagi seorang  mukallaf dalam 
melaksanakannya tidak boleh 
menambah, mengurangi dan atau 
merubahnya, tetapi ia melaksanakan 
sesuai dengan yang telah ditentkan. 
Seperti mengeluarkan zakat harta (zakāt 

 
200 Syams ad-Din al-Aṣfahāni, Bayān Mukhtaṣar Syarh Mukhtaṣar al-

Muntaha Ibn al-Hājib fi Uṣṻl al-Fiqh (Makkah al-Mukarramah: Markaz 
Ihyā’ at-Turāṡ al-Islāmi, t.t.), Juz ke 2, h. 74. Muhammad al-Khuḍari Bik, 
Uṣṻl al-Fiqh, h. 37. Sa’di Abṻ Habib, al-Qāmus al-Fiqhi, h. 265 dan 305. Ali 
bin Muhammad aj-Jarjāni, Kitāb at-Ta’rifāt (Singapura-Jiddah: al-
Haramain li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, t.t.), h. 15 dan 177. 

201‘Abd Allah Yủsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 26. 
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al-māl) harus sesuai dengan kadar dan 
niṣāb yang ditentukan, termasuk zakat 
fitrah, dan jumlah rekaat ṣalat lima 
waktu (as-ṣalawāt al-khams). 

(2) Al-wājib gair al-muhaddad adalah: 

ارعُِ لهَُ حَ  اماَلمَْ يضََعُ الش َّ  د َّ
Artinya: “Suatu kewajiban yang asy-Syāri’ 
tidak menentukan kadar dan 
batasannya”.202 

Kewajiban yang demikian ini 
seperti kadar (ukuran) seorang suami 
memberikan nafkah kepada isterinya, 
memberikan pertolongan dalam 
kebaikan dan takwa, dan berbuat baik 
kepada manusia. Kewajiban-kewajiban 
ini tidak ditentukan kadarnya oleh 
syara’, tetapi dikembalikan pada kondisi 
dan kemampuan mukallaf, atau 
dikembalikan kepada adat-istiadat 
masyarakat (al-‘adah/al-‘urf al-ijtimā’i), 
atau keputusan hakim pengadilan.  

(c) Wajib dilihat dari segi perbuatan yang 
diperintahkan. Uṣủliyyin membagi wajib 
pada duamacam, yaitu wājib mu’ayyan dan  
wājib gair mu’ayyan. 
(1) Wājib mu’ayyan yaitu: 

 
Artinya: “Suatu kewajiban yang 

diperintahkan kepada mukallaf untuk 
mengerjakan apa yang telah ditentukan 
dengan tidak ada alternatif pilihan lain”.203 

 
202Ibid. 
203Ibid. 
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Definisi ini menunjukkan bahwa 
mukallaf diwajibkan oleh asy-Syāri’ 
untuk mengerjakan perbuatan tertentu 
dengan tidak ada alternatif pilihan atau 
menggantikan dengan perbuatan lain. 
Seperti puasa bulan ramaḍān, 
membayar (mengeluarkan) zakat fitrah 
mesti pada waktunya, mengerjakan 
ṣalat lima waktu, dan harga barang 
yang dibeli itu wajib ada dan 
diserahkan penjual kepada pembeli. 

(2) Wājib gair mu’ayyan, yaitu: 

مَ علَىَ الْمكُلَ َّفِ انَْ   يوُقْعِهَُ بعِيَنْهِِ منِْ غيَرِْ انَْ يكَُونَْ ماَتَحتَ َّ
 لهَُ فيِهِْ اخِْتيِاَرٌ اخَرٍَ 

Artinya: “Suatu kewajiban yang 
diperintahkan kepada mukallaf untuk 
mengerjakan salah satu dari beberapa 
perbuatan dengan ada alternatif pilihan 
yang luas”.204 

Sebagai contoh dari kewajiban ini 
adalah dalam hal membayar kafarat 
karena melanggar sumpah. Dalam 
konteks ini asy-Syāri’ memberikan 
alternatif pilihan sanksi bagi pelakunya, 
yaitu dengan memberi makan sepuluh 
orang miskin (iṭ’āmu ‘asyarah masākin), 
atau memberi pakaian mereka 
(kiswatủhum), atau memerdekakan 
hamba sahaya (‘itqu raqabah). Dengan 
melaksanakan salah satu alternatif 
pilihan sanksi tersebut, maka seorang 

 
204Ibid., h. 27. 
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mukallaf dipandang telah membayar 
kafarat sumpah yang dilanggarnya. 

(d) Wajib dilihat dari segi orang yang dibebani 
kewajiban untuk melaksanakannya. 
Uṣủliyyin membagi kewajiban ini pada dua 
macam, yaitu wājib ‘aini dan wājib kifāi. 
(1) Wājib ‘aini atau farḍu ‘ain yaitu: 

ِ فرَدٍْ منِْ افَرْاَدِ   رعُِ حُصُولْهَُ منِْ كلُ  ماَيطَْلبُُ الش َّ
 الْمكُلَ َّفيِنَْ 

Artinya: “Suatu kewajiban yang dituntut 
oleh asy-Syāri’ pelaksanaannya oleh setiap 
individu mukallaf”.205 

Seperti, ṣalat lima waktu (as-ṣalawāt 
al-khams), puasa ramaḍān, berzakat, haji 
ke baitullah, menjauhi mengkonsumsi 
narkoba (syariba al-khamr), berjudi, 
berzina, dan memakan riba. 

 
 
 

(2) Wājib kifāi yaitu: 

فيِنَْ لاَ منِْ   رعُِ حُصُولْهَُ منِْ مجَمْوُعِْ الْمكُلَ َّ ماَيطَْلبُُ الش َّ
ِ فرَدٍْ منِْهمُْ   كلُ 

Artinya: “Suatu kewajiban yang dituntut 
oleh asy-Syāri’ pelaksanaannya oleh 
mayoritas orang mukallaf, bukan oleh setiap 
individu mukallaf”.206 

 
205Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 224. 
206Ibid. 
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Misalnya, berjuang di jalan Allah 
(al-jihād fi sabil Allah), melakukan amr 
ma’rủf nahi munkar, mengetahui faktor 
penyebab untuk terpeliharanya lima 
atau enam kepentingan primer (ḍarủrāt 
al-khams aw as-sittah) yakni hifẓ ad-din, 
hifẓ an-nafs, hifẓ an-nasl, hifẓ al-‘aql, hifẓ 
al-māl dan hifẓ al-‘irḍ, dan lain-lain. 

2) Al-Madῡb (Sunnah) 
Secara etimologi, al-mandῡb merupakan 

maṣdar dari kata an-nadb, yang artinya adalah 
memohon untuk berbuat (ad-du’ā’ ilā al-fi’al). 
Sedangkan secara terminologi, al-mandῡb 
adalah: 

رعُِ فعِلْهَُ منَِ الْمكُلَ َّفِ طَلبًَ غيَرَْ جاَزمٍِ   ماَطَلبََ الش َّ
Artinya:  “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syāri’ 

kepada mukallaf untuk memperbuatnya, 
tetapi tuntutannya tidak pasti”.207 

Terminologi lain menyebutkan al-mandῡb 
adalah: 

الْمدَْحُ   امْتثِاَلهِِ  علَىَ  بَ  ورَتَ َّ الْزاَمٍ  غيَرِْ  منِْ  فعِلْهَُ  رعُِ  الش َّ ماَطَلبََ 
م ُ واَلعقِاَبُ  واَبَ ولَيَسَْ علَىَ ترَكْهِِ الذ َّ  واَلث َّ

Artinya:  “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syari’ 
kepada mukallaf untuk memperbuatnya, 
tetapi tuntutannya tidak menjadi suatu 
keharusan, dan  secara kronologis, jika 
dikerjakan akan mendapat pujian dan 

 
207 Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh al-Islāmi (Bairῡt: Dār al-Fikr al-

Mu’āṣir, 1418 H/1998 M), Juz ke 1, h. 76. 
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pahala, jika ditinggalkannya tidak tercela 
dan tidak mendapatkan siksa”.208 

Perbuatan mandῡb atau sunnah ini dapat 
diketahui di dalam teks-teks al-Qur’ān dan 
sunnah dengan sebutan as-sunnah, an-nāfilah, al-
mustahab, at-taṭawwu’ dan al-faḍilah. Hal ini 
seperti terlihat dalam: 

Pertama, dengan sebutan as-sunnah, seperti 
Q.S. Fāṭir (35): 43: 

ِ تابۡ  نَّتِ ٱللَّّ دِا لسِخ ۡويِلًَ   فالان تَا ِ تَا نَّتِ ٱللَّّ ِدا لسِخ
لان تَا ُۖ وا  دِيلَا

Artinya:  “Maka sekali-kali kamu tidak akan 
mendapat penggantian bagi sunnah 
Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan 
menemui penyimpangan bagi sunnah 
Allah itu”. 

Pekerjaan sunnah dimaksud dalam 
implementasinya Nabi Saw. sering 
merealisirnya dengan tekun. Oleh karena 
demikian, beliau sendiri menegaskan: 

بِهاَ منِْ   منَْ عمَلَِ  اجَْرِ  اجَْرهُاَومَثِلُْ  لهَُ  حَسنَةًَ كاَنَ  ةً  سُن َّ منَْ سَن َّ 
سَن َّ  ومَنَْ  شَيئٌْ,  اجُُورْهِمِْ  منِْ  ينُتْقَصََ  انَْ  سَي ئِةًَ كاَنَ  غيَرٍْ  ةً  سُن َّ  

منِْ   ينُتْقَصََ  غيَرِْ  منِْ  بِهاَ  عمَلَِ  منَْ  وِزْرِ  ومَثِلُْ  وِزْرهُاَ  علَيَهِْ 
 ٌ  اوَْزاَرهِمِْ شَيئْ

Artinya:  “Barang siapa membuat sebuah sunnah 
yang baik dalam Islam maka ia akan 
memperoleh sunnah tersebut, dan pahala 
orang-orang yang mengamalkan di masa 

 
208‘Abd Allah bin Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 28. 
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berikutnya tanpa mengurangi sedikitpun 
pahalanya. Barang siapa yang membuat 
sebuah sunnah yang buruk dalam Islam 
maka ia akan menerima dosanya dan 
dosa orang-orang yang mengamalkan di 
masa berikutnya tanpa mengurangi dosa 
mereka sedikit pun”. 

Kedua, dengan sebutan an-nāfilah, seperti 
Q.S. al-Isrā’ (17): 79: 

بُّكا   را ثاكا  بۡعا يا ن 
ا
أ  َٰٓ سَا عا لَّكا  ناافلِاةا  بهِۦِ  دۡ  جَّ تاها فا ۡلِ  ٱلَِّ وامنِا 

ا    ودا ۡمخ ا مََّّ اما قا  ما
Artinya:  “Dan sebagian malam hari bersalat 

tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah 
tambahan (sunnah) bagimu”. 

Sekalipun tahajjud ini sebagai salah satu 
ṣalat sunnah tetapi sangat diajurkan untuk 
merealisirnya karena dipandang ṣalat sunnah 
yang efektif untuk memohon dan bermunajat 
kepada Allah yang dikerjakan waktunya 
disepertiga malam hari. Bahkan bagi Nabi Saw. 
sendiri ṣalat tahajjud sebagai suatu kemestian 
yang dikerjakan pada setiap malam. 

Ketiga, dengan sebutan al-mustahab 
(sesuatu yang dianjurkan) dalam arti sunnah 
yang ditemukan dalam bentuk perintah (amr), 
seperti Q.S. al-Baqarah (2): 282: 

مّ ا  سا مُّ لٖ  جا
ا
أ  َٰٓ إلَِا ينٍۡ  بدِا ايانتخم  تادا إذِاا  نخوآْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

  َّۚ  فاٱكۡتخبخوهخ
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bermu’amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya”. 

Perintah (amr) pada ayat tersebut dipahami 
oleh uṣῡliyyin tidaklah menunjukkan wajib, 
tetapi menunjukkan sunnah (an-nadb), karena 
ditemukan ada indikasi (qarinah). Hal ini sejalan 
dengan kaidah uṣῡliyyah: 

ٍ الاصَْلُ فىِ الْامَرِْ  ينْةَ  للِوْجُُوبِْ ولَاَ تدَلُ ُ علَىَ غيَرْهِِ الِا َّ بقِرَِ
Artinya:  “Pada dasarnya perintah itu 

menunjukkan wajib dan tidak 
menunjukkan makna selain wajib, 
kecuali terdapat indikasi lain yang 
memalingkannya”.209 

Al-Mustahab dalam arti sunnah ini dalam 
fakta sejarah merupakan suatu perbuatan yang 
dikerjakan Nabi Saw. hanyalah sesekali saja, 
tidak secara kontinyu. 

Berikutnya dalam lanjutan ayat 282 al-
Baqarah di atas terdapat bentuk anjuran juga:  

 
 

Artinya:  “Jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) 
atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur; Dan 

 
209Fath ad-Dārini, al-Manhāj al-Uṣῡliyyah fi Ijtihād bi ar-Ra’y 

(Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadiṡ, 1985), Jld. Ke 1, h. 704. Muṣṭafā Sa’ad 
al-Khin, Aṡr al-Ikhtilāf fi al-Qawā’id al-Uṣῡliyyah fi Ikhtilāf al-Fiqahā’ (Mesir: 
Mu’assasah ar-Risālah, 1398 H/1969 M), h. 298. 
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persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki di antaramu ...”.   

Keempat, dengan sebutan at-Taṭawwῡ’, 
seperti Q.S. al-Baqarah (2): 184: 

ّۥَۚ   خ يۡۡٞ لََّ وا خا هخ ا فا يۡۡا عا خا وَّ ُۖ فامان تاطا ٖٖ 
Artinya:  “Barangsiapa yang dengan kerelaan hati 

mengerjakan kebajikan, maka itulah 
yang lebih baik baginya”. 

Kata “kerelaan hati” (taṭawwu’) adalah 
menunjukkan suatu perbuatan yang dikerjakan 
oleh Rasulullah Saw. tetapi hal ini berdasarkan 
pilihan, artinya boleh dikerjakan dan boleh 
tidak dikerjakan. Hal ini stresingnya lebih pada 
perbuatan pilihan (ikhtiyari). 

Kelima, dengan sebutan al-faḍilah 
(keutamaan orang yang mematuhi anjuran 
syara’ tanpa paksaan). Dalam term lain al-
faḍilah ini disebut juga dengan sunnah az-
zawāid, atau sunnah al-‘ādah, yaitu kebiasaan-
kebiasaan perbuatan Nabi Saw. pada selain 
perintah ibadah, seperti sifat makannya Nabi, 
minum, tidur, berpakaian, berjalan, 
berkendaraan, dan yang semacannya. Semua itu 
menjadi panutan bagi umatnya dan jika 
diikutinya itu lebih utama (faḍilah) dan terpuji 
sepanjang tidak bertentangan dengan 
kemaslahatan umum.210 

Dari kelima term atau sebutan-sebutan 
tersebut di atas secara substansial maksudnya 
adalah sama, yaitu suatu pekerjaan yang 
dilakukan oleh orang mukallaf dengan tidak 

 
210‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 31. 
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ada paksaan. Jika mukallaf mengerjakannya, 
maka ia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, 
jika tidak mengerjakannya, maka ia tidak akan 
mendapatkan dosa. Oleh karena status hukum 
sunnah seperti itu adanya, para ahli uṣῡl al-fiqh 
dari kalangan Hanafi mengkategorikan sunnah 
itu pada tiga macam, yaitu sunnah al-hudā, 
sunnah az-zā’idah dan sunnah an-nawāfil. 
Dimaksudkan dengan sunnah al-hudā, yaitu 
segala perbuatan yang dikerjakan oleh orang 
mukallaf untuk menyempurnakan kewajiban-
kewajiban agama, seperti ṣalat fardu secara 
berjama’ah, ażān ketika datang waktu ṣalat, dan 
iqāmah. Sedangkan sunnah zā’idah, yaitu segala 
perbuatan yang dikerjakan oleh orang mukallaf 
bukan untuk menyempurnakan kewajiban-
kewajiban agama, tetapi hanya mengikuti 
tradisi-tradisi Nabi SAW yang biasa 
dilakukannya dan hal itu termasuk perbuatan 
terpuji, seperti mengikuti cara Nabi ketika 
makan, minum, tidur, berjalan, berpakaian, dan 
yang lainnya. Adapun dimaksudkan dengan 
sunnah an-nawāfil, yaitu segala perbuatan 
sunnah yang dikerjakan oleh orang mukallaf 
dengan tidak secara kontinyu (tekun). Artinya, 
jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan 
jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa 
(siksa). Sebab bentuk anjurannya tidak sebagai 
suatu kemestian. Misalnya, ṣalat empat rekaat 
sebelum ṣalat isya’, berpuasa pada hari Senin 
dan Kamis pada setiap minggu, dan 
memberikan sedekah kepada orang-orang fakir. 
Semua perbuatan sunnah itu dinamakan nāfilah 
atau mustahab.211 

 
211Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣῡl al-Fiqh, h. 46-47. Wahbah az-

Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh,  Juz ke 1, h. 78-79. ‘ 
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Para ahli uṣῡl al-fiqh dari kalangan Syāfi’i 
membedakan perbuatan sunnah pada garis 
besarnya pada dua macam, yaitu sunnah 
mu’akkad dan sunnah gair mu’akkad. 
Dimaksudkan dengan sunnah mu’akkad, yaitu 
sunnah yang secara kontinyu dikerjakan oleh 
Rasulullah SAW., hanya sesekali waktu saja 
ditinggalkan oleh beliau dengan tujuan untuk 
menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak 
diwajibkan. Tetapi, jika dikerjakan perbuatan 
itu berpahala dan jika ditinggalkan tidak 
mendapatkan dosa (siksa), namun yang 
meninggalkannya tercela. Seperti ṣalat dua 
rekaat taṭawwῡ’ sebelum ṣalat subuh, dua rekaat 
sebelum dan sesudah ṣalat ẓuhur, dan 
berkumur-kumur saat berwuḍu. Sedangkan 
sunnah gair mu’akkad, yaitu sunnah yang 
dituntut untuk melakukannya, tetapi tidak 
tercela bagi yang meninggalkannya, seperti 
ṣalat empat rekaat sebelum ṣalat ‘Ᾱṣar, ṣalat 
sunnah mutlak, ṣalat sunnah ḍuhā, dan yang 
lainnya.212 

3) Al-Harām (Haram) 
Haram secara etimologi artinya yang 

dilarang (al-man’u), lawan dari yang dihalalkan 
(al-halāl).213 Sedangkan secara terminologi 
haram adalah: 

ارعُِ الْ كفَ َّ عنَهُْ علَىَ وجَْهِ الْحتَمِْ واَلْالِزْاَمِ    ماَ طَلبََ الش َّ
Artinya:  “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syāri’ 

(Pencipta syari’at) untuk tidak 

 
212Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 31.  
213Ibid., h. 35.  
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melakukannya dengan tuntutan yang 
keras”.214 

Definisi lain menyebutkan: 

ارعُِ ترَكْهُُ علَىَ وجَْهِ الْحتَمِْ واَلْالِزْاَمِ   ماَ طَلبََ الش َّ
Artinya:  “Sesuatu yang dituntut oleh asy-Syāri’ 

(Pembuat syari’at) untuk tidak 
melakukannya dengan tuntutan yang 
pasti dan mengikat”.215 

Dua definisi haram di atas pada prinsipnya 
adalah sama, bahwa asy-Syāri’ menuntut 
kepada orang mukallaf untuk meninggalkan 
perbuatan yang dilarang. Jika ia melakukannya 
maka akan mendapatkan dosa (siksa), dan jika 
meninggalkannya maka ia akan mendapatkan 
pahala. 

Rupa-rupa perbuatan haram ini jika dilacak 
pada teks-teks al-Qur’ān dan sunnah (hadis) 
dapat diketahui dengan beragam bentuk 
kata/kalimatnya, di antaranya:  

a) Berbentuk lafaẓ haram (at-tahrim) yang jelas 
dan mudah dipahami, seperti Q.S. al-
Baqarah (2): 275: 

  َّْۚ ا ِباوَٰ رَّما ٱلر  خ ٱلۡۡايۡعا واحا لَّ ٱللَّّ حا
ا
أ  وا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba”. 

Q.S. al-Māidah (5): 3: 

 
214Ibid.  
215Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1,h. 80.  
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هلَِّ 
خ
آ أ ۡمخ ٱلۡۡنِزيِرِ واما لَا مخ وا يۡتاةخ واٱلدَّ مخ ٱلمۡا لايۡكخ تۡ عا مِا ر  حخ

ِ بهِۦِ  يِۡۡ ٱللَّّ  لغِا
Artinya: “Telah diharamkan bagimu 
(memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih atas nama 
selain Allah”. 

Q.S. al-An’ām (6): 145: 

ٓۥ   هخ مخ طۡعا اعِمٖ يا َٰ طا ا مًا عَلا ارَّ َّ مَّخ وحِْا إلَِا
خ
أ آ  جِدخ فِِ ما

ا
أ  ٓ قخل لََّ

ۡما خِنزيِرٖ  وۡ لَا
ا
وحًا أ سۡفخ ا مَّ وۡ داما

ا
يۡتاةً أ ونا ما ن ياكخ

ا
ٓ أ  إلََِّ

Artinya: “Katakanlah, tiadalah aku peroleh 
dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu 
bangkai atau darah yang mengalir atau daging 
babi”. 

Dalam kaitan ini, lafaẓ “haram” 
ditemukan juga dalam hadis Rasulullah 
SAW yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad 
dari Wāṡilah bin al Asqa’, ia berkata, bahwa 
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

علَىَ   احَْمدَُ   الْمسُْلمِِ الَمْسُْلمُِ  .روَاَهُ  ومَاَلهُُ  وعَرِْضُهُ  داَمهُُ  حرَاَمٌ 
 عنَْ واَثلِةَ بنِْ الْاسَْقعَِ. 

Artinya: “Seorang muslim terhadap muslim 
lainnya diharamkan darahnya, kehormatannya, 
dan hartanya”.216 

 
216Abῡ ‘Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin 

Asad asy-Syaibāni, Musnad Ahmad bin Hanbal (Bairut: A’lām al-Kutub, 
1998), Juz ke 3, h. 491.  
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b) Berbentuk lafaẓ tidak dihalalkan (nafyu al-
hilli atau lā tahillu) tetapi substansinya 
adalah diharamkan, seperti Q.S. al-Baqarah 
(2): 230: 

وجًۡا   زا تانكِحا   َٰ تََّّ حا باعۡدخ  منِۢ  خۥ  لَا لُِّ  تَا فالَا  ا  ها لَّقا طا فاإنِ 
ۗۥ   يۡۡاهخ  غا

Artinya: “Kemudian jika suami mentalaknya 
(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu 
tidak halal lagi  baginya, hingga dia kawin 
dengan suami yang lain”. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh Dāru Qutni dari Ᾱnas bin Mālik, 
Rasulullah SAW bersabda: 

ارُ  الد َّ روَاَهُ   . نفَْسِهِ  بطِيَ بِِ  الِا َّ  مسُلمٍِ  امرْئٍِ  ماَلُ  لايََحلِ ُ 
 قطُْنيِ ُ عنَْ انَسَ بنِْ ماَلكٍِ 

Artinya: “Harta seorang muslim tidak halal 
(diambil) kecuali dengan kebaikan (keikhlasan) 
hatinya”.217 

c) Berbentuk fi’il muḍāri’ yang dibarengi 
dengan larangan (lā an-nāhiyah) yang 
ditunjukkan oleh teks al-Qur’ān, seperti Q.S. 
al-Isrā’ (17): 32: 

ةا واسا  َٰحِشا نا فا ۥ كَا ُۖ إنَِّهخ َٰٓ ِنا بخواْ ٱلز   تاقۡرا
لَا بيِلَا   وا  اءٓا سا

 
217Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad asy-Syaukāni, Nail al-Auṭār 

min Ahādis Sayyid al-Akbar Syarh Muntaqā al-Akhbār (Bairut: Dār al-Jael, 
1973), Juz ke 5, h. 216.  
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, 
sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. 

d) Berbentuk lafaẓ perintah (amr) dengan 
tujuan untuk menjauhi perbuatan yang 
dilarang (al-intihā’), seperti Q.S. al-Māidah 
(5): 90: 

ابخ   نصا
ا
واٱلۡۡ يۡسِۡخ  واٱلمۡا ٱلۡۡامۡرخ  ا  إنَِّما نخوآْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

مۡ  َٰنِ فاٱجۡتانبِخوهخ لاعالَّكخ يۡطا لِ ٱلشَّ ما نِۡ عا َٰمخ رجِۡسٞ م  زۡلا
ا
 واٱلۡۡ

ونا     تخفۡلحِخ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
sesungguhnya minuman khamr, berjudi, 
berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib 
dengan panah adalah perbuatan keji dan 
termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan”. 

e) Ada bentuk suatu perbuatan larangan yang 
dibarengi dengan hukuman (al-‘uqῡbah) atau 
ancaman (al-wa’id) baik di dunia maupun di 
akhirat. Dalam hal ini bentuknya: Pertama, 
berupa jarimah hudῡd, seperti Q.S. al-
Māidah (5): 38: 

ارقِخ  باا    واٱلسَّ سا ا كا بمِا اءٓاۢ  زا ا جا ما هخ يدِۡيا
ا
أ وآْ  عخ فاٱقۡطا ارقِاةخ  واٱلسَّ

كِيمٞ    زيِزٌ حا خ عا ِۗ واٱللَّّ نِا ٱللَّّ َٰلَا م   ناكا
Artinya: “Laki-laki yang mencuri, dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang 
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mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

Contoh lain, Q.S. an-Nῡr (24): 2: 

ةٖٖۖ  لِۡا ا ماِئْاةا جا ما ِنۡهخ َٰحِدٖ م  َّ وا واْ كُخ انِِ فاٱجۡلِِخ انيِاةخ واٱلزَّ  ٱلزَّ
Artinya: “Perempuan yang berzina, dan laki-
laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera”. 

Kedua, luluan dalam siksaan (at-tahdid 
bi al-‘iqāb), seperti Q.S. al Baqarah (2): 278: 

اْ   بِاوَٰٓ ا باقِِا منِا ٱلر  واْ ما ا واذارخ واْ ٱللَّّ نخواْ ٱتَّقخ يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ
ا
َٰٓأ يا

ؤۡمِنيِنا    نتخم مُّ  إنِ كخ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah 
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman”. 

Q.S. al-Baqarah (2): 279: 

ولَُِِۦۖ   راسخ ِ وا نِا ٱللَّّ ذانخواْ بِِارۡبٖ م 
ۡ
لخواْ فاأ َّمۡ تافۡعا  فاإنِ ل

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan 
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 
memerangimu ...”. 

Ketiga, perbuatan yang dilaknat Allah 
dan Rasul sebagai bagian dari macam 
hukuman, ditemukan dalam teks-teks al-
Qur’an dan sunnah, di antaranya Q.S. an-
Nῡr (24): 7: 
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َٰذِبيِنا   نا منِا ٱلۡكا لايۡهِ إنِ كَا ِ عا نَّ لاعۡناتا ٱللَّّ
ا
ةخ أ َٰمِسا  واٱلۡخا

Artinya: “Dan (sumpah) yang kelima bahwa 
la’nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-
orang yang berdusta”. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh Abῡ Dāwud, Ahmad, Ibn Mājah dan 
di-ṣahih-kan oleh at-Tirmiżi dari ‘Abd Allah 
bin ‘Amr, ia berkata: 

اشيَِ واَلمرُتْشَيَِ  مَ الر َّ  لعَنََ رسَُولُْ الل هِ صَل َّى الل هُ علَيَهِْ وَ سَل َّ
Artinya: “Rasulullah SAW melaknat orang 
yang menyuap dan orang  yang menerima 
suap”.218 

Perbuatan haram yang diancam dengan 
sanksi hukum (al-‘uqῡbah), jika dilihat dari 
sumber (dalil) penetapannya, ulama 
mujtahid Hanafi membedakan pada dua 
macam kategori: (1) Suatu perbuatan yang 
ditetapkan haramnya dengan naṣ yang qaṭ’i, 
yakni teks-teks al-Qur’ān, sunnah 
mutawatirah, dan konsensus para ulama (al-
ijmā’). Sebagai contoh, Q.S. al-Māidah (5): 3: 

هلَِّ 
خ
آ أ ۡمخ ٱلۡۡنِزيِرِ واما لَا مخ وا يۡتاةخ واٱلدَّ مخ ٱلمۡا لايۡكخ تۡ عا مِا ر  حخ

ِ بهِۦِ  يِۡۡ ٱللَّّ  لغِا

Artinya: “Telah diharamkan bagimu 
(memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih atas nama 
selain Allah ...”. 

 
218As-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 3,h. 43, dan Juz ke 4, h. 124. 
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Ayat ini jelas dapat dipahami bahwa 
haram hukumnya mengkonsumsi bangkai, 
darah yang dibekukan, daging babi, dan 
daging-daging lain yang sama kategorinya. 
Menurut mereka dalil qaṭ’i yang demikian 
ini kategorinya disebut dengan farḍu. (2)  
Suatu perbuatan yang ditetapkan haramnya 
dengan naṣ yang ẓanni, yakni denga khabar 
Ahād dan atau deduktif analogis (al-qiyās). 
Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-
Bukhāri dari ‘Ali, ia berkata:  

مَ عنَِ الْمتُعْةَِ عاَمَ خَيبْرَ   نهََى رسَُولُْ الل هِ صَل َّى الل هُ علَيَهِْ وَ سَل َّ
ةِ . روَاَهُ البخُاَرِي ُ عنَْ علَيِ ِ .  وعَنَْ لحُوُمِْ حمُرُاِلْانِسِْي َّ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang nikah 
mut’ah pada tahun khaibar dan (melarang 
memakan) daging keledai jinak”.219 

Diharamkan nikah mut’ah dan 
mengkonsumsi daging keledai jinak 
tersebut status hukumnya adalah karāhah 
tahrim (larangan tidak tegas), karena 
kedudukan dalil hukumnya adalah ẓanni. 
Menurut mereka dalil yang ẓanni, kategori 
tingkatan term-nya disebut dengan wājib.220 

Adapun perbuatan haram dilihat dari 
segi esensinya, terutama  di kalangan ulama 
mujtahid Māliki dibedakan pada dua 
macam, yaitu harām liżātih, dan harām li gairi 
żātih.221 Dimaksudkan dengan harām liżātih, 

 
219Al-Bukhāri, Ṣahih al-Bukhāri, Juz ke .., h.  
220Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣῡl al-Fiqh, h. 47. 
221At-Taftāzāni, Syarh at-Talwih, Juz ke 2,  h. 126. Wahbah az-Zuhaili, 

Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1,  h. 81-82.  Al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl,  h. 40-41. Zaki 
ad-Din Sya’bān,  Uṣῡl al-Fiqh,  h. 229. 
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yaitu haram karena żatnya atau esensinya, 
yang memang sejak dari awal oleh asy-Syāri’ 
dilarang untuk dilakukan. Seperti 
mensekutukan Allah, berzina, mencuri, 
mengkonsumsi daging babi, dan yang 
semacamnya. Semua itu sebagai perbuatan 
haram sejak awal, sebab mengakibatkan 
kemafsadatan yang lebih besar daripada 
maslahatnya. Ketetapan hukumnya tidak 
bisa diubah, tidak bisa dijadikan 
argumentasi untuk merekonstruksi hukum 
yang telah tetap, dan perbuatan hukumnya 
dianggap batal sejak awal dilakukannya. 

Sedangkan dimaksudkan dengan haram 
li gairi żātih, yaitu semua perbuatan yang 
pada awalnya sebagai wajib, sunnah 
(mandῡb), atau kebolehan (mubāh), tetapi 
karena ada masalah baru atau faktor lain 
yang datang kemudian, maka perbuatan itu 
berubah menjadi haram. Seperti ṣalat lima 
waktu pada awal disyari’atkannya adalah 
farḍu (wajib), tetapi karena baju yang 
dipakai ṣalat hasil menjarah milik orang lain 
(meng-gaṣab), maka ṣalatnya menjadi 
haram, melakukan transaksi (jual beli) 
sebuah barang itu hukumnya boleh (mubāh), 
tetapi berubah menjadi haram ketika azan 
untuk ṣalat jum’at sudah dikumandangkan 
(baca, Q.S. al-Jumu’ah (62): 9), berpuasa 
pada setiap hari Senin dan Kamis itu 
sunnah hukumnya, tetapi menjadi haram 
ketika seseorang berpuasa pad hari raya 
kurban (‘idu al-aḍhā atau ‘idu al-fiṭr) dan 
termasuk melakukan puasa wiṣāl, 
melakukan akad nikah pada awal 
disyari’atkannya itu diperintahkan (wajib, 
sunnah, mubāh), tetapi menjadi haram 



154 
 

hukumnya jika pernikahan itu dilaksanakan 
secara muhallil, dan   masih banyak lagi 
contoh-contoh yang kategori hukumnya 
menjadi haram li gairi żātih. 

4) Al-Karāhah (Makruh) 
Secara etimologi al-karāhah atau al-makrῡh 

berasal dari akar kata karaha, maknanya yang 
dibenci. Kata al-makrῡh ini semakna dengan 
kata al-qubh (yang buruk), lawan dari yang 
disenangi atau dicintai (al-mahabbah). 
Sedangkan secara terminologi, makruh yaitu: 

ارعُِ ترَكْهَُ لاَ علَىَ وجَْهِ الْحتَمِْ واَلْالِزْاَمِ   ماَطَلبََ الش َّ
Artinya:  “Sesuatu perbuatan yang dituntut oleh 

asy-Syāri’ (kepada mukallaf) untuk 
meninggalkannya, hanya saja 
tuntutannya tidak secara tegas”.222 

Terminologi lain mengemukakan makruh, 
yaitu: 

واَلْالِزْاَمِ  الْحتَمِْ  وجَْهِ  علَىَ  لاَ  ترَكْهَُ  الْمكُلَ َّفِ  منَِ  ارعُِ  الش َّ ماَطَلبََ 
 ُ  وَيثُاَبُ تاَركِهُُ امْتثِاَلاً ولَاَ يعُاَقبَُ فاَعلِهُ

Artinya:  “Sesuatu perbuatan yang dituntut oleh 
asy-Syāri’ kepada mukallaf untuk 
meninggalkannya, hanya saja 
tuntutannya tidak secara tegas, yang 
jika mukallaf itu menjauhi larangan 
karena ta’at kepada Allah, maka ia akan 
mendapatkan pahala, tetapi, kalaupun ia 

 
222Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 83.  
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melanggarnya, maka ia tidak akan 
dikenakan siksa”.223 

Terminologi lain yang stresingnya lebih 
pada celaan, makruh yaitu: 

َمدْحَُ  ُ  ماَي ُ  ترَكْهُ َيذَمَ ُ  ولَا  فاَعلِهُ
Artinya:  “Sesuatu perbuatan yang apabila 

ditinggalkan mendapat pujian, dan 
apabila dil;akukan  mukallaf itu akan 
mendapatkan celaan”.224 

Berdasarkan definisi secara etimologi dan 
terminologi di atas dapat ditegaskan bahwa 
yang dimaksud dengan al-karāhah atau al-

makrῡh adalah suatu perbuatan hukum yang 
dilarang oleh asy-Syāri’ secara tidak tegas, yang 
apabila tidak dikerjakan oleh seorang mukallaf, 
ia akan mendapatkan pahala dan puijian, dan 
sebaliknya, apabila dikerjakan perbuatan itu, ia 
tidak mendapatkan siksa tetapi mendapatkan 
celaan.  

Perbuatan makruh ini dapat diketahui 
melalui teks-teks al-Qur’ān dan sunnah (hadis), 
baik dalam bentuk larangan (nahy) maupun 
perintah (amr) dengan melacak indikasi-indikasi 
yang disiratkannya, di antaranya: 
Q.S. al-Māidah (5): 101: 

مۡ  لاكخ تخبۡدا  إنِ  شۡيااءٓا 
ا
أ نۡ  عا اسۡئالخواْ  ت لَا  نخواْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ

ا
َٰٓأ يا
ا  مۡ ت ؤۡكخ  سخ

 
223 Al-Judai, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 42. 
224Asy-Syaukāni, Irsyād al-Fuhῡl, h. 6.  
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu menanyakan (kepada 
Nabi-mu) hal-hal yang jika diterangkan 
kepada kamu niscaya menyusahkan 
kamu”. 

Larangan asy-Syāri’ pada ayat di atas 
terdapat indikasi hanya larangan tidak tegas 
(makruh). Artinya, kalau menanyakan suatu 
masalah itu justru menambah pengetahuan dan 
kejelasan masalah dimaksud, maka boleh 
ditanyakan kepada siapa saja yang pakar 
dibidangnya. 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh Abῡ Dawud, Ibn Mājah, dan disahihkan 
oleh al-Hākim dai Ibn Umar, ia berkata: 

لاقَُ  َلالَِ الِىَ الل هِ الط َّ  ابَغْضَُ الْح
Artinya:  “Rasulullah SAW berabda: Perbuatan 

halal yang paling dibenci Allah adalah 
talak”.225 

Sedangkan dalam bentuk perintah untuk 
menjauhi perbuatan yang  dimakruhkan itu, 
seperti Q.S. al-Jumu’ah (62): 9: 

عاةِ   ٱلۡۡخمخ ياومِۡ  منِ  لاوَٰةِ  للِصَّ نخودِيا  إذِاا  نخوآْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ
ا
َٰٓأ يا

إنِ   مۡ  لَّكخ يۡۡٞ  خا مۡ  َٰلكِخ ذا  َّۚ ٱلۡۡايۡعا واْ  واذارخ  ِ ٱللَّّ ذكِۡرِ   َٰ إلَِا وۡاْ  فاٱسۡعا
نتخمۡ تاعۡ  ونا   كخ  لامخ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
diseru untuk menunaikan salat pada 

 
225Abῡ Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz ke 2, h. 226. As-Ṣan’āni, Subul 

as-Salām, Juz ke 3, h. 168. 
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hari Jum’at, maka bersegeralah kamu 
kepada mengingat Allah dan 
tinggalkanlah jual beli ...”. 

Dari deskripsi perbuatan makruh melalui 
ayat al-Qur’ān dan hadis di atas, para ahli uṣῡl 
al-fiqh sepakat bahwa perbuatan makruh yaitu 
segala sesuatu perbuatan yang tidak dikenakan 
sanksi hukuman, hanya saja subyeknya 
(mukallaf) mendapatkan celaan. 

Perbuatan hukum makruh dengan 
konsekuensi tidak mendapatkan sanksi 
hukuman, maka para ahli uṣῡl al-fiqh 
membedakan kategori makruh itu pada dua 
macam, yaitu ada yang disebut dengan makrῡh 
tahrim (al-karāhah at-tahrimiyyah) dan makrῡh 
tanzih (al-karāhah at-tanzihiyyah).226 
Makrῡh tahrim, yaitu: 

علَىَ   ترَكْهَُ  ارعُِ  الش َّ ظَن يِ ٍ  ماَطَلبََ  بدِلَيِلٍْ  واَلْالِزْاَمِ  الْحتَمِْ  وجَْهِ 
 كاَخَْباَرِ الاحَاَد 

Artinya:  “Sesuatu yang dituntut  asy-Syāri’ 
(kepada mukallaf) untuk  tidak 
melakukannya dengan tuntutan yang 
keras, tetapi  didasarkan pada dalil yang 
ẓanni, seperti khabar ahād”.227 

Contoh hadis yang diriwayatkan oleh 
muttafaq ‘alaih dari Abi Hurairah, Rasulullah 
SAW bersabda: 

 
226At-Taftāzāni, Syarh at-Talwih, Juz ke 2, h. 8. Wahbah az-Zuhaili, 

Uṣῡl al-Fiqh, h. 85-86.  
227Ibid. 
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  . اخَِيهِْ  خِطْبةَِ  علَىَ  يَخطْبُُ  ولَاَ  اخَِيهِْ  بيَعِْ  علَىَ  الر َّجلُُ  لايَبَيِعُْ 
يَرْةََ .   متُفَقٌَ علَيَهِْ عنَْ بنِْ هرُ

Artinya:  “Seseorang tidak boleh menjual atas 
penjualan orang lain, dan juga 
seseorang tidak boleh melamar atas 
lamaran orang lain”.228 

Hadis tersebut ditetapkan sebagai dalil 
ẓanni dengan kualitas sebagai khabar ahād. 
Dapat ditegaskan di sini perbedaan antara 
makrῡh tahrim dengan harām. Sebagaimana 
telah dikemukakan di atas bahwa haram yaitu 
suatu tuntutan asy-Syāri’ (kepada mukallaf) 
untuk tidak melakukan perbuatan yang 
dilarang dengan tuntutan yang keras (pasti), 
yang didasarkan pada dalil qaṭ’i, seperti teks-
teks al-Qur’ān dan sunnah mutawātirah, atau 
sekurang-kurangnya hadis yang berkualitas 
masyhur. Misalnya, mencuri, memakan riba, 
berzina, mengkonsumsi narkoba (syariba al-
khamr), dan larangan bagi kaum pria memakai 
emas dan sutera. Sedangkan makrῡh tahrim, 
yaitu suatu tuntutan asy-Syāri’ (kepada mukallaf) 
untuk tidak melakukan perbuatan yang 
dilarang dengan tuntutan yang keras (pasti), 
tetapi didasarkan pada dalil yang ẓanni, 
meskipun pada hakikatnya makrῡh tahrim itu 
lebih dekat pada haram. 

Sedangkan makrῡh tanzih, yaitu:  

ارعُِ ترَكْهَُ لاعَلَىَ وجَْهِ الْحتَمِْ واَلْالِزْاَمِ   ماَطَلبََ الش َّ

 
228As-Ṣan’āni, opSubul as-Salām, Juz ke 3, h. 22.  
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Artinya:  “Sesuatu yang dituntut asy-Syāri’ 
(kepada mukallaf) untuk tidak 
melakukannya dengan tuntutan yang 
tidak keras”.229 

Sebagai contoh, memakan daging kuda 
karena diperlukan disaat kondisi berperang, 
berwudu dengan air bekas jilatan kucing, dan 
burung yang bertaring. 

5) Al-Ibāhah (Mubāh) 
Secara etimologi mubāh (al-mubāh) 

maknanya boleh. Sesuatu perbuatan yang boleh 
dikerjakan itu disebut mubāh, sedangkan 
sesuatu yang tidak ada ketegasan dari asy-Syāri’ 
dengan boleh mengerjakan atau tidak 
mengerjakan disebut al-ibāhah. Dengan 
deskripsi makna mubah seperti itu, maka para 
ahli uṣῡl al-fiqh mendefinisikan mubah atau al-
ibāhah secara terminologi: 

 ِ ارعُِ الْمكُلَ َّفَ بيَنَْ فعِلْهِِ وَ ترَكهِ راَلش َّ  ماَخيَ َّ
Artinya:  “Segala sesuatu yang diberikan 

kebebasan oleh asy-Syāri’ kepada 
mukallaf untuk memilih mengerjakan 
atau tidak mengerjakan”.230 

Terminologi  ini menunjukkan bahwa 
perbuatan mubah itu tidak dituntut oleh asy-
Syāri’ kepada mukallaf untuk mengerjakan atau 
tidak mengerjakan. Bagi mukallaf diberikan 
kebebasan memilih antara keduanya, karena 

 
229Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 86.  
230Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 233. Al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, 

h. 46. Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 87.  
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asy-Syāri’ sendiri bersikap diam pada sesuatu 
yang didiamkan (al-maskῡt ‘anhu). 

Terminologi lain mengemukakan, mubah 
yaitu: 

 ِ َمدْحَُ علَىَ فعِلْهِِ وعَلَىَ ترَكهِ  ماَلايَ
Artinya: “Sesuatu yang apabila dikerjakan atau 
ditinggalkan tidak mendapat pujian”.231 

Dari dua terminologi mubah di atas, secara 
istiṣlāhi dalam praktiknya terlihat terdapat 
unsur kemaslahatan dan kemafsadatan yang 
seimbang, karena itu, adanya pilihn bagi 
mukallaf untuk mengerjakan atau tidak 
mengerjakan itu sepenuhnya diserahkan asy-
Syāri’ kepada mukallaf. Dalam perspektif al-
Qur’ān, dapat ditemukan ungkapan-ungkapan 
asy-Syāri’ (Allah) yang menunjukkan mubah, di 
antaranya: 
a) Q.S. al-Baqarah (2): 29: 

ا   ِيعا رۡضِ جَا
ا
ا فِِ ٱلۡۡ م مَّ لاقا لاكخ ِي خا وا ٱلَّ  هخ

Artinya: “Dia (Allah) adalah żat yang 
menjadikan segala yang ada di permukaan bumi 
untuk kamu”. 

b) Q.S. al-Baqarah (2): 235: 

خِطۡباةِ   منِۡ  بهِۦِ  رَّضۡتخم  عا ا  فِيما مۡ  لايۡكخ عا نااحا  جخ لَا  وا
مَّۡۚ  سِكخ نفخ

ا
كۡنانتخمۡ فِِٓ أ

ا
وۡ أ
ا
اءِٓ أ  ٱلن سِا

Art inya: “Tidak ada dosa bagi kamu meminang 
wanita-wanita itu dengan sindiran”. 

 
231Asy-Syaukāni, Irsyād al-Fuhῡl, h. 6. 
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c) Q.S. al-Māidah (5): 2: 

ب هِِمۡ  رَّ نِ  م   
فاضۡلَا يابۡتاغخونا  اما  ٱلَۡارا ٱلۡۡايۡتا  ِينا  ءاامٓ   ٓ لَا وا

 َّْۚ ادخوا لالۡتخمۡ فاٱصۡطا َّۚ وَإِذاا حا َٰناا رضِۡوا  وا

Artinya: “... dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu 
berburu”. 

Tiga ayat tersebut di atas menunjukan 
sebagai sampel bahwa di dalam al-Qur’ān 
ternyata banyak teks-teksnya 
mengisyaratkan hukum mubah, baik yang 
bersifat partikular (juz’iy) maupun universal 
(kully). 

Para ahli uṣῡl al-fiqh (uṣῡliyyin) secara 
normatif-teoritis telah merumuskan bentuk-
bentuk mubāh yang berkaitan dengan 
kemaslahatan dan kemafsadatan 
(kemudaratan), partikular dan universal. 
Dalam konteks ini,  Muhammad Salām 
Mażkῡr mengemukakan mubāh dilihat dari 
segi keterkaitan antara kemaslahatan dan 
kemafsadatan dibedakan pada tiga macam: 
(1) Mubāh yang apabila dikerjakan atau 

tidak dikerjakan , tidak mengandung 
kemudaratan, seperti makan, minum, 
berpakaian, dan berbur. 

(2) Mubāh yang apabila dikerjakan oleh 
orang mukallaf tidak ada mudaratnya, 
tetapi secara substansial perbuatan itu 
sendiri sesungguhnya diharamkan. 
Mubāh yang demikian ini dikerjakan 
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dalam kondisi sangat dibutuhkan 
(biqadri al-hājah wa ad-ḍarῡrah), seperti 
mengkonsumsi daging babi. Dalam 
kondisi normal diharamkan, tetapi 
dalam kondisi sangat diperlukan dan 
darurat yang apabila tidak 
mengkonsumsi daging tersebut akan 
meninggal dunia, maka 
mempertahankan nyawa dengan 
mengkonsumsi daging yang 
diharamkan itu dengan kadar yang 
diperlukan adalah mubāh. 

(3) Mubāh mengerjakan sesuatu perbuatan 
yang diharamkan menurut syara’ di 
samping  mengandung mudarat, tetapi 
Allah mema’afkan kepada orang 
(mukallaf) yang mengerjakannya, seperti 
seseorang (anak kandung) yang 
menikahi mantan isteri ayahnya (ibu 
tiri). Di masa jahiliyah itu banyak 
terjadi dan dilakukan oleh seorang anak 
yang menikahi seorang wanita mantan 
isteri ayahnya, tetapi setelah syari’at 
Islam datang, pernikahan tersebut 
diharamkan dan bagi pelakunya 
dima’afkan. Hal ini seperti ditegaskan 
dalam firman-Nya, Q.S. an-Nisā’ (4): 22: 

اءٓا    إلََِّ  واسا قۡتاا  واما ةا  َٰحِشا فا نا  كَا ۥ  إنَِّهخ  َّۚ لافا سا قادۡ  ا  ما
بيِلًَ    سا

Artinya: “... terkecuali pada masa yang 
telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu 
amat keji dan dibenci Allah”. 
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Sedangkan mubāh dalam kaitan dengan 
kedudukannya yang bersifat partikular 
(juz’iy) dan universal (kully), Abῡ Ishāq asy-
Syāṭibi (w. 790 H) mengklasifikasikan pada 
empat macam: 
(a) Mubāh yang hukum ke-mubāh-annya 

berubah menjadi wajib, jika  dilihat dari 
kepentingan umum secara keseluruhan. 
Seperti makan, minum, dan berpakaian. 
Pada dasarnya hukum melakukan 
pekerjaan ini hanyalah mubāh, seorang 
mukallaf boleh memilih untuk 
melakukan atau tidak. Akan tetapi, jika 
meninggalkan sama sekali bahkan 
jiwanya terancam dengan kematian, 
maka hukumnya berubah menjadi 
wajib.  

(b) Mubāh yang hukum ke-mubāh-annya 
secara partikular (juz’iy) berubah 
menjadi sunnah (al-mandῡb) jika dilihat 
dari segi universalitasnya (al-kully). 
Seperti menyiapkan stok kebutuhan 
makan dan minum yang melebihi 
target. Sekalipun hukum 
mengkonsumsi makanan dan minuman 
itu mubāh yang boleh dipilih oleh 
mukallaf pada waktu dan kondisi 
tertentu, tetapi apabila ditinggalkan 
dengan tidak memberi tubuhnya 
asupan makanan dan minuman 
sehingga lemas tidak berdaya, status 
hukum ketika itu berubah menjadi 
dilarang (makrῡh), maka di saat itu pula 
menyediakan dan menyiapkan 
makanan dan minuman menjadi 
sunnah baginya. 
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(c) Mubāh yang hukum ke-mubāh-annya 
secara partikular (juz’iy) bisa berubah 
menjadi diharamkan (at-tahrim), jika 
dilihat dari segi universalitasnya (al-
kully). Misalnya, secara  kontinyu 
mengkonsumsi  makanan dan 
minuman yang lezat-lezat dan bergizi  
(empat sehat lima sempurna). Pada 
dasarnya mengkonsumsi makanan dan 
minuman seperti itu hukumnya mubāh, 
sepanjang sesuai dengan situasi dan 
kondisi tubuh. Tetapi, jika membawa 
malapetaka pada kekuatan tubuh, 
seperti naik kolestrolnya, gula darah, 
darah tinggi, dan jantungnya 
terganggu, maka semula hukumnya 
dibolehkan berubah menjadi haram. 
Seperti mengkonsumsi sate dilarang 
bagi yang tensi darahnya tinggi, 
mengkonsumsi udang, cumi-cumi atau 
yang semacamnya bagi mereka yang 
sudah kolestrolnya tinggi, 
mengkonsumsi minuman yang  
alkoholnya tinggi, sementara kondisi 
fisik daya tahannya relatif rendah, 
maka dalam kasus yang demikian ini, 
hukum mubāh berubah menjadi haram. 

(d) Mubāh yang hukum ke-mubāh-annya 
berubah menjadi makrῡh jika dilihat 
dari implikasi perbuatan negatif  yang 
dilakukan mukallaf dari perbuatan itu 
sendiri secara universal (kully). Seperti, 
bernyanyi. Bernyanyi pada situasi dan 
kondisi tertentu hukumnya mubāh. 
Tetapi, jika bernyanyi itu dilakukan 
secara kontinyu tanpa memperhatikan 
situasi dan kondisi, bahkan 
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mengganggu pekerjaan pokok yang 
menjadi kewajibannya, atau kontradiksi 
dengan nilai-nilai sosial dan etika 
pergaulan di  masyarakat, maka hukum 
bernyanyi itu berubah dari mubāh 
menjadi haram, atau sekurang-
kurangnya menjadi makrῡh.232 

Dari empat macam bahasan hukum mubāh 
di atas, dapat dipahami dan ditegaskan 
bahwa hukum mubāh itu hanyalah 
berlaku dari segi partikular (juz’iy) saja, 
karena stresingnya lebih pada 
problematika yang bersifat kasuistik.   
Tetapi, jika   problematika itu berkaitan 
dengan kasuistik  yang bersifat 
menyeluruh (kully), maka hukumnya 
lebih berorientasi pada pertimbangan 
kemaslahatan umum dan 
mengantisipasi  kemudaratan yang 
akan terjadi (li maṣlahah al-‘āmmah wa al-
mafsadah). 

2. Hukum Waḍ’i 
Sebagaiman secara umum telah disinggung pada 

uraian terdahulu bahwa yang dimaksud dengan hukum 
waḍ’i yaitu ketentuan hukum yang menjadikan sesuatu 
menjadi sebab bagi sesuatu yang lain, atau sebagai 
syarat bagi yang lain, atau menjadi penghalang bagi 
sesuatu itu. Tetapi  secara terminologis, sebagian ahli 
uṣῡl al-fiqh mendefinisikan dengan: 

صَحيِحْاً   اوَْ  ماَنعِاً  اوَْ  شرَطًْا  اوَْ  سَببَاً  يئٍْ  الش َّ بِجعَْلِ  الَوْاَردُِ  تعَلَىَ  الل هِ  خِطاَبُ 
 ً  اوَْفاَسِداً اوَْعزَيِمْةًَ اوَْرخُْصَة

 
232Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt, Juz ke 1, h. 85-86.   
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Artinya: “Khitab Allah (firman Allah) yang menjadikan 
sesuatu sebagai sebab adanya perkara yang lain 
(musabbab), atau sebagai syarat bagi yang lain 
(masyrῡṭ), atau sebagai penghalang adanya 
perkara yang lain, atau menetapkan sesuatu itu 
menjadi sah, atau fāsid (bāṭil), atau menetapkan 
sesuatu sebagai ‘azimah, atau sebagai 
dispensasi”.233 

Definisi hukum waḍ’i secara terminologi ini terlihat 
lebih rinci dan mencakup bila dibandingkan dengan 
definisi yang dikemukakan oleh al-Gazāli (w. 505 H), al-
Ᾱmidi (w.  631 H), Ibn al-Hājib (w. 646 H), asy-Syāṭibi 
(w. 790 H) dan ahli uṣῡl al-fiqh sesudahnya.  
Pembahasan dan klasifikasi hukum waḍ’i lebih rinci 
sebagaimana uraian di bawah ini. 
a. Sebab  

1) Definisi Sebab (as-sabab) 
Secara etimologi, sebab artinya tali yang 

menghubungan pada yang lain. Sedangkan 
secara terminologi, uṣῡliyyin telah 
mendefinisikan di antaranya al-Ᾱmidi (w. 631 
H), sebab yaitu: 

 ُ ارعُِ   ماَجَعلَهَ ُ   حَيثُْ   منِْ   شرَْعِي ٍ   لِحكُْمٍ  معُرَ ِفاً   الش َّ َلزْمَ   وجُُودِْهِ   منِْ   ي
ِ  ومَنِْ  وجُُودْاُلْحكُْمِ  ُ  عدَمَهِ  الْحكُْمِ  عدَمَ

Artinya:  “Sesuatu yang asy-Syāri’ 
menjadikannya sebagai pengenal (tanda) 
terhadap adanya hukum syara’ dilihat 
dari segi adanya, maka hukum itu 

 
233 Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 93.  
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menjadi ada, dan jika tidak ada maka 
hukum itu pun menjadi tidak ada”.234 

Definisi lain mengemukakan, sebab yaitu: 

 َ بِ بوِجُُودْهِِ  ماَجَعلَ بَطََ وجُُودْاُلْمسُبَ َّ ارعُِ علَاَمةًَ علَىَ مسُبَبَهِِ ورَ هُ الش َّ
 ِ  وعَدَمَهِِ بعِدَمَهِ

Artinya:  “Sesuatu yang asy-Syāri’ 
menjadikannya sebagai tanda adanya 
konsekuensi (al-musabbab) di mana ada 
dan tidak adanya konsekuensi 
tergantung pada ada dan tidak adanya 
sebab”.235 

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami 
bahwa dengan ditetapkannya sebab maka akan 
melahirkan konsekuensi, dan mustahil bila 
sebab sudah ditetapkan, konsekuensinya tidak 
ada. Dari sini dapat ditegaskan bahwa karena 
adanya sebab maka dengan secara otomatis 
suatu hukum akan ada. Sedangkan eksistensi 
hukum itu dapat diketahui melalui tanda-tanda 
(al-‘allāmah) bahwa perbuatan itu menjadi suatu 
kewajiban bagi mukallaf. Kemudian, jika tanda-
tanda dan hukum itu dapat diketahui dengan 
jelas, maka berarti tanda-tanda itu dapat 
dikenali, dan inilah yang disebut dengan ‘illah 
(al-‘illah).   

Sebagai contoh sebab yang bukan akibat 
perbuatan mukallaf, tergelincirnya matahari dari 
titik kulminasinya (Q.S. al-Isrā’ (17): 78) itu 

 
234Saif ad-Din Abῡ al-Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-

Ᾱmidi, al-Ihkām fi Uṣῡl al-Ahkām (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 
H/1996 M), Juz ke 3, h. 89. 

235‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ’Ilm Uṣῡl al-Fiqh, h. 117.  
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menjadi sebab wajibnya melaksanakan ṣalat 
ẓuhur, masuk bulan ramaḍān dengan melihat 
tanggal (ru’yah al-hilāl) menjadi sebab wajibnya 
menjalankan ibadah puasa (Q.S. al-Baqarah (2): 
185), disebabkan dalam kondisi darurat, 
seseorang dibolehkan mengkonsumsi bangkai 
(Q.S. al-Baqarah (2): 173), dan orang-orang yang 
sedang berpuasa ramaḍān (as-ṣā’imin) 
disebabkan sakit (al-mariḍ) atau dalam keadaan 
musāfir dibolehkan berbuka puasa di siang hari  
ramaḍān (Q.S. al-Baqarah (2): 184). 

Di samping itu, terdapat sebab yang 
diakibatkan oleh perbuatan mukallaf yang 
dilarang syari’at, seperti melakukan perbuatan 
zina yang menjadi sebab ditetapkannya 
hukuman had bagi pelakunya (Q.S. an-Nur (24): 
2), tindak pidana pembunuhan yang disengaja 
merupakan sebab hukum yang menimbulkan 
akibat hukum, yaitu hukuman qiṣāṣ bagi 
pelakunya (Q.S. al-Baqarah (2): 178), dan masih 
banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas 
bahwa sebab itu sesuatu yang menjadikan 
adanya hukum karena diketahui ada musabbab-
nya, bahkan bisa mendatangkan adanya 
hikmah, sedangkan sesuatu yang diketahui 
dengan jelas adanya tanda-tanda, maka 
dinamakan ‘illah. Dari sini dapat dikemukakan 
perbedaan antara sebab, ‘illah, dan hikmah 
menurut para ahli uṣῡl al-fiqh.  

Secara substansial, sebab (as-sabab) yaitu 
sesuatu yang tidak jelas korelasi dan 
hubungannya dengan hukum sehingga tidak 
bisa dinalar oleh akal, sedangkan ‘illah yaitu  
sifat yang jelas yang dapat diukur relefansinya 
dengan hukum sehingga dapat dinalar oleh 
akal. Adapun hikmah adalah sesuatu yang 
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hendak dicapai dari tujuan pensyari’atan 
hukum, yaitu kemaslahatan dari hukum yang 
direalisirnya dan menolak kemafsadatan.236 
Pembahasan mengenai ‘illah ini lebih rinci  
dapat dilihat dari konsepsi dan terminologi 
uṣῡliyyin. 

Menurut ahli uṣῡl al-fiqh klasik, misalnya 

Abû Husain al-Baṣri al-Mu’tazili (w. 436 H) 
menyebut ‘illâh yaitu sifat yang berimplikasi 
terhadap hukum pada substansinya (al-waṣf al-
mu’aṡṡir fi al-hukm biżātihi),237 Abῡ Hāmid al-
Gazāli (w. 505 H) menyebutnya dengan pautan 
hukum di mana asy-Syărî’ menghubungkan 
hukum dengannya (manāṭ al-hukm ai ma aḍāfa 
asy-syar’u al-hukm ilaihi wa natuhu bih),238 Al-
Āmidi (w. 631 H) menyebutnya dengan sifat 
yang mendorong atas hukum (al-waṣf al-bā’iṡ ‘alā 
al-hukm),239 ‘Abd al-Kāfi as-Sabki (w. 756 H) 
menyebutnya dengan memberitahukan bagi 
hukum (al-mu’arrif li al-hukm),240 Taj ad-Din as-
Sabki (w. 771 H) menyebutnya sama dengan al-
Kāfi, yaitu al-mu’arrif li al-hukm.241 Sementara 
Abῡ Ishāq asy-Syāṭibi (w. 790 H) 
mengemukakan bahwa ‘illâh yaitu 
kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-
hikmah yang berkaitan dengan perintah-
perintah (al-awāmir), kebolehan (al-ibāhah), dan 
kemafsadatan (al-mafāsid) yang berkaitan 

 
236Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 95-96.  
237Abû Husain Muhammad bin ‘Alî bin at-Ṭayyib al-Baṣri al-

Mu’tazili, Kitāb al-Mu’tamad fi Uṣūl al-Fiqh .(Damskus: al-Ma’had al-‘Ilm 
al-Faransi li ad-Dirāsah al-‘Arabiyyah, 1385 H/1965 M), Juz ke 2, h. 784.  

238Al-Gazāli,al-Mustaṣfā, h. 395.  
239Al-Āmidi,al-Ihkām,Juz ke 3, h. 288. 
240Al-Kafi as-Subki, al-Ibhāj, Juzke 3, h. 39.  
241Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawāmi’ (Indonesia: Maktabah Dār 

Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), Juz ke 2,  h. 231.  
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dengan larangan-larangan (an-nawāhy). Atau, 
‘illâh dalam arti hukum yaitu kemaslahatan dan 
kemafsadatan itu sendiri.242Terminologi ‘illâh 
menurut asy-Syāṭibi ini terlihat di samping 
sangat luas cakupannya, dinamis, dan sekaligus 
berbeda dengan terminologi yang dikemukakan 
oleh para ahli uṣūl al-fiqh pada umumnya. 

Terminologi‘illâh menurut asy-Syāṭibi di 
atas, dalam arti kemaslahatan dan 
kemafsadatan secara umum sesungguhnya 
telah  mencakup apa yang disebut dengan 
sebab, hikmah dan ‘illah itu sendiri. Sebagai 
contoh hadis Rasulullah SAW. yang berkaitan 
dengan acara peradilan (al-murāfa’āt): 

 ُ  243مُ احَدٌَ بيَنِّْ اثنْيَنِّْ وهَوَُ غضَْباَنُ. لاَيَحكْ
Artinya:  “Seorang hakim tidak boleh mengambil 

suatu keputusan hukum dalam kedaan 
marah”. 

Keadaan marah (gaḍban) dalam hadis 
tersebut merupakan sebab, sedangkan ‘illah-nya 

 
242Asy-Syāṭibî, al-Muwāfaqāt, op.cit.t, Juz ke 1, h. 185.  
243 Imâm Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 123.  Bunyi teks hadîs 

lengkapnya:  

بْنِ  عَبْدِالرَّحَْْنِ  عَمِيْْعٍَنْ  بْنِ  الْمَلِكِ  عَبْدِ  عَنْ  أبَُ وْعِوَانةَُ  ثَ نَا  حَدَّ سَعِيْدٍ  بْنُ  بَةُ  قُ تَ ي ْ ثَ نَا  بَكْرةٍَ    حَدَّ أَبِِ 
لَ  أَنْ  بِسْجِسْتَانِ:  قاَضٍ  وَهُوَ  بَكْرةٍَ  أَبِِ  بْنِ  عَبِيْدِ اِلله  اِلََ  لهَُ(  )وكََنَ بَتْ  أَبِِ  اثْ نَيِْْ  قاَلَ: كَتَبَ  بَيَْْ  تََْكُمَ 

اثْ نَ  بَيَْْ  اَحَدٌ  لَيََْكُمُ  وَسَلَّمَ يَ قُوْلُ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُوْلَ  عْتُ  سََِ فإَِنِِّ  غَضْبَانٌ  وَهُوَ  وَأنَْتَ  يِْْ 
 غَضْبَانٌ. 

Dalam redaksi matan hadîs yang lain yang diriwayatkan oleh Abû 
Dawud dalam Sunan-nya, Juz ke 2, h. 176,berbunyi: 

الرَّحَْْ  عَبْدُ  أَحْبََنََ  قاَلَ:  عَمِيٍْْ  بْنِ  الْمَلِكِ  عَبْدِ  عَنْ  سُفْيَانٌ  أَخْبََنَََ  بْنُ كَثِيٌْْ  دُ  مَُُمَّ ثَ نَا  بَكْرٍ  حَدَّ أَبِِ  بْنِ  نِ 
 لْْاَ كِمُ( بَيَْْ اثْ نَيِْْ وَهُوَ غَضْبَانٌ.ابِنِْهِ قاَلَ: لَيُ قْضَى الْْكُْمُ )اءعَنْ أبَيِْهِ أنََّهُ كَتَبَ إِلََ 
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adalah keragu-raguan dalam meletakkan dasar 
dan alasan-alasan hukum. Dalam hal ini diakui 
oleh asy-Syāṭibi, terkadang lafaẓ sebab (as-sabab) 
disebut juga ‘illâh karena dekatnya hubungan 
antara keduanya. Untuk membedakan 
keduanya, perlu kecermatan seorang peneliti 
(mujtahid) terhadap konteks masalahnya.244 

Dari perbedaan antara sebab, ‘illah dan 
hikmah di atas dapat ditegaskan bahwa sebab 
itu lebih umum daripada ‘illah. Oleh karena itu,  
setiap ‘illah itu bisa menjadi sebab, tetapi tidak 

 

دُ بْنُ كَثِيٌْْ أَخْبََنَََ سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيٍْْ قاَلَ: أَحْبََنََ عَبْدُ الرَّحَْْ  ثَ نَا مَُُمَّ نِ بْنِ أَبِِ  حَدَّ
 ضَى الْْكُْمُ )الْْاَ كِمُ( بَيَْْ اثْ نَيِْْ وَهُوَ غَضْبَانٌ.ابِنِْهِ قاَلَ: لَيُ قْ ء بَكْرٍ عَنْ أبَيِْهِ أنََّهُ كَتَبَ إِلََ 

244Perbedaannya, menurut para ahli uṣūl al-fiqhterdapat tiga keadaan 
sebagai berikut: Pertama, ada sebab itu yang terkait dengan waktu yang 
tidak bisa dijangkau oleh akal untuk mengetahui hikmah yang 
mendorongnya bagi hukum, seperti tergelincirnya matahari dipautkan 
bagi wajibnya mengerjakan salat ẓuhur. Contoh ini secara esensial 
tidaklah dinamakan ‘illah, tetapi disebut dengan sebab (as-sabab). Kedua, 
sebab dalam pengertian ‘illah, apakah ‘illah itu dalam pengertian al-amārah 
atau al-bā’iṡ. Jika‘illah itu dalam pengertian al-amārah, maka sebabnya 
ditemukan adanya hukum yang oleh asy-Syāri’ telah dijadikan sebagai 
sebab, tetapi sebab-sebab itu tidak berimplikasi secara substansial pada 
adanya hukum, seperti perbuatan zina itu menjadi sebab  pautan 
diwajibkannya hukuman rajam. Dengan kata lain, ada sebab mesti ada 
musababnya. Adapun ‘illah dalam pengertian al-bā’iṡ, maka sebab  itu 
dapat berimplikasi pada hukum secara substansial, lantaran adanya 
kekuatan pendorong asy-Syāri’. Jadi, sebab  itu menjadi pendorong atas 
hukum. Yang demikian ini menurut asy-Syāṭibî dinamakan ‘illah sabab, 
karena ia menjadikan ‘illah itu sinonim bagi hikmah. Ketiga,‘illah dalam 
pengertian sebab, yaitu sifat, yang jelas, dan terukur yang menunjukkan 
dalîl syara’ yang dapat memberitahukan bagi penetapan hukum syara’, 
adanya keserasian atau tidak  (ṭardiyyan aw gair ṭardi) dâri hukum yang 
umum. Jika penyertaan sifat itu tidak serasi, maka itu dinamakan ‘illah, 
karenanya sabab syar’i boleh ditakhṣiṣkannya, dan disebut dengan takhṣiṣ 
al-‘illah. Lihat, ‘Ādil asy-Sywaikh, Ta’lil al-Ahkām, h. 120. Wahbah az-
Zuhaili, Uṣûl al-Fiqh,Juz ke 1, h. 651-652. Zaki ad-Din Sya’ban, Uṣûl al-
Fiqh,h.131-134. Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan 
Pemikiran Orientalîs, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Penerjemah 
Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997), h. 129.     
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setiap sebab bisa menjadi ‘illah.245 Adapun 
hikmah hukum seperti disebutkan di atas 
adalah sesuatu yang hendak dicapai dari tujuan 
pensyari’atan hukum, yaitu untuk meraih 
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (jalb 
al-maṣālih wa dar’u al-mafāsid). 

2) Kategorisasi Sebab 
Secara kronologis, sebab dapat dilihat dari 

berbagai seginya, sebagai berikut: 
(a) Dilihat dari segi obyeknya, sebab dibedakan 

pada dua macam: Pertama, sebab dengan 
meneliti keadaan waktu (as-sabab bi al-
istiqrā’ ilā al-waqtiyyah), seperti 
tergelincirnya matahari dari titik 
kulminasinya sebagai pertanda masuk 
waktu ṣalat ẓuhur (Q.S. al-Isrā’ (17): 78). 
Kedua, sebab substansial (as-sabab al-
ma’nawi), seperti mengkonsumsi minuman 
beralkohol yang memabukkan (al-khamr/an-
nabiż), dan mabuk (al-iskār) menjadi 
penyebab diharamkan khamr. 

(b) Dilihat dari segi keterkaitannya dengan 
kemampuan mukallaf melakukannya, sebab 
dibedakan pada dua macam: Pertama, 
sebab yang merupakan perbuatan mukallaf 
dan mampu dilakukannya, seperti 
melakukan akad nikah sebagai sebagai  
penyebab dihalalkan hubungan seksual 
suami-isteri, dan talak itu sebagai penyebab 
bergesernya kehalalan suami-isteri. Kedua, 
sebab yang bukan perbuatan mukallaf dan 
tidak mampu dilakukan, seperti tergelincir 
matahari dari titik kulminasinya sebagai 
penyebab wajibnya mengerjakan ṣalat 
ẓuhur, hubungan kekerabatan sebagai 

 
245Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 240. 
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penyebab munculnya hak waris 
mewarisi.246 

(c) Dilihat dari hukumnya, sebab dibedakan 
pada dua macam: Pertama,as-sabab al-
masyrῡ’, yaitu seluruh yang membawa 
kepada kemaslahatan dalam pandangan 
asy-Syāri’, meskipun dibarengi dengan 
kemafsadatan yang jelas, seperti jihād 
sebagai manifestasi amr ma’rῡf dan nahy 
munkar yang menyebabkan tegaknya 
agama, syi’ar Islam dan hancurnya 
kebatilan, meskipun jihād itu sendiri 
membawa kepada kemafsadatan, karena 
sangat boleh jadi akan membawa kerugian 
harta benda, dan bahkan jiwa sebagai 
taruhannya. Kedua,as-sabab gair al-masyrῡ’, 

yaitu sebab yang membawa kepada 
kemafsadatan dalam pandangan asy-Syāri’, 
sekalipun di dalamnya mengandung 
kemaslahatan yang nyata, seperti 
pernikahan yang rusak (ankihah al-fāsidah) 
dan mengadopsi anak (at-tabanny). 
Keduanya termasuk as-sabab al-masyrῡ’, 
karena membawa kepada kemafsadatan 
yang besar yang dapat merusak pribadi 
pelakunya dan masyarakat umum, 
sekalipun keduanya sesungguhnya ada 
kemaslahatannya.247 

(d) Dilihat dari segi implikasi terhadap hukum, 
sebab dibedakan pada dua bentuk: 
Pertama,as-sabab al-mu’aṡṡir fi al-hukm, yaitu 
sebab yang berimplikasi pada hukum yang 
disebut dengan ‘illah, yang dalam praktik 
istinbat hukum antara sebab (‘illah) dengan 

 
246Ibid., h. 241. Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 97-98.  
247Asy-Syāṭibi, oal-Muwāfaqāt, Juz ke 1, h. 167.  
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hukum ada relefansi yang bisa dinalar oleh 
akal, dan hikmah hukum yang 
mengandung motifasi pensyai’atan hukum 
tersebut. Seperti dalam keadaan bepergian 
di bulan ramaḍān (safar) sebagai sebab yang 
berimplikasi pada hukum bolehnya 
berbuka puasa bagi musāfir di siang hari. 
Dalam konteks ini yang menjadi ‘illah-nya 
adalah al-fiṭr. Kedua, as-sabab gair al-mu’aṡṡir 
fi al-hukm, yaitu sebab yang tidak 
berimplikasi pada hukum, di mana antara 
sebab (‘illah) dengan hukum tidk ada 
relefansi, seperti waktu sebagai penyebab 
wajibnya ṣalat.248 

(e) Dilihat dari segi jenis musabbab, sebab 
dibedakan pada dua macam: Pertama,as-

sabab li al-hukm at-taklify, yaitu sebab bagi 
hukum taklifi, seperti waktu, yang oleh asy-
Syāri’ dijadikan sebagai sebab atas 
kewajiban mendirikan ṣalat (Q.S. al-Isrā’ 
(17): 78), dan menyaksikan datangnya bulan 
ramaḍān, yang oleh asy-Syāri’ dijadikan 
sebagai sebab atas kewajiban menunaikan 
puasa pada bulan ramaḍān (Q.S. al-Baqarah 
(2): 185). Kedua,as-sabab liiṡbāti milkin, yaitu 
sebab untuk menetapkan hak milik, 
melepaskan atau menghalalkannya, seperti 
jual beli adalah untuk menetapkan 
kepemilikan dan menghilangkannya, 
memerdekakan hamba sahaya dan 
mewakafkan harta benda untuk 
menggugurkan kepemilikan, perkawinan 
untuk menetapkan kehalalan hubungan 
seksusal suami-isteri, talak untuk  

 
248Ibid., h. 185.  
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menghilangkan kehalalan hubungan suami-
isteri, dan contoh lain yang semacamnya.249 

(f) Dilihat dari segi antara sebab dengan 
musabbab, sebab dibedakan pada tiga 
macam: Pertama, as-sabab asy-syar’iy, yaitu 
sebab yang hubungannya dengan 
musabbab dihasilkan hukum syar’iy, 
seperti  tergelincir matahari dari titik 
kulminasinya sebagai sebab wajibnya 
mengerjakan ṡalat ẓuhur. Kedua, as-sabab 
al-‘aqly, yaitu sebab yang hubungannya 
dengan musabbab dihasilkan melalui nalar 
manusia, seperti belajar sebagai penyebab 
seseorang berilmu pengetahuan. Ketiga, as-
sabab al-‘ādy, yaitu sebab yang 
hubungannya dengan musabbab 
didasarkan pada hukum adat atau local 
wisdom, seperti tubuh merasa tidak sehat 
karena diduga kuat ada penyakit.250. 

b. Syarat 
1) Definisi Syarat 

Secara etimologi, syarat (asy-syarṭ) artinya 
melazimkan sesuatu (ilzām asy-syai’i), atau 
tanda-tanda (al-‘alāmah).251 Sedangkan secara 
terminologi, syarat yaitu: 

َلزْمَُ  ي يئِْ علَىَ وجُُودْهِِ وكَاَنَ خاَرجِاً عنَهُْ ولَاَ  ماَيتَوَقَ َّفُ وجُُودُْ الش َّ
يئِْ   منِْ عدَمَهِِ عدَمَُ ذلَكَِ الش َّ

Artinya:  “Sesuatu yang tergantung padanya 
keberadaan hukum syar’i dan ia berada 

 
249Abd al-Wahhāb Khallāf, ’Ilm Uṣῡl, h. 117.  
250As-Sarakhsi, Uṣῡl as-Sarakhsi, Juz ke 2, h. 304-312. 
251Wahbah az-Zuhaili, .Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 98. Abd Allah Yῡsuf 

al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl,  h. 55. 
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di luar hukum itu sendiri, yang 
ketiadaannya hukum pun tidak ada”.252 

Ulama uṣῡl al-fiqh yang lain 
mengemukakan, syarat yaitu: 

َلزْمَُ منِْ عدَمَهِِ عدَمَُ الْحكُْمِ   ي فُ علَيَهِْ وجُُودْاُلْحكُْمِ وَ الامَرْاُلْ َّذىِْ يتَوَقَ َّ
َلزْمَُ منِْ وجُُوْ   دهِِ وجُُودْاُلْحكُْمِ ولَاَ ي

Artinya: “Sesuatu yang kepadanya bergantung 
adanya hukum, jika ia tidak ada, maka 
hukum pun tidak ada, tetapi tidak berarti 
jika hukum tidak ada, sesuatu itu pun 
menjadi tidak ada pula”.253 

Dua terminologi syarat tersebut di atas 
secara substansial stresingnya adalah sama, 
meskipun berbeda redaksionalnya, bahwa apa-
apa yang tergantung adanya hukum itu berarti 
adanya syarat, dengan tidak adanya syarat, 
berarti hakum pun tidak ada, dan syarat itu 
sendiri posisinya berada di luar hukum. Sebagai 
contoh, keberadaan wuḍu sebagai syarat sah 
ṣalat, apabila tidak ada wuḍu maka ṣalat 
dianggap tidak sah, meskipun tidak mesti 
adanya wuḍu adanya ṣalat. Contoh lain, 
pasangan suami isteri ketika akan 
melangsungkan pernikahan, mesti ada wali. 
Izin wali dalam sebuah pernikahan itu menjadi 
syarat sah akad nikah menurut mayoritas 
ulama. Dasarnya, sebuah hadis ṣahih yang 
diriwayatkan oleh at-Tirmiżi dari Ibn Abbās, 
Rasulullah Saw. bersabda: 

 
252Al-Ᾱmidi, al-Ihkām, h. 121. 
253Muhammad Abῡ Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 59. 
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اسٍ .  بوِلَيِ ٍ وشََاهدِاَنِ . روَاَهاُلت رِمْذِِى عنَِ ابْنِْ عب َّ َنكِاَحَ الِا َّ  لا
Artinya:  “Tidak (sah) pernikahan kecuali ada wali 

dan disaksikan oleh dua orang saksi”.254 

2) Perbedaan Rukun dengan Syarat dan 
Hubungannya dengan Sebab 

Baik dalam masalah ibadah maupun 
mu’amalah rukun (ar-rukn) dan syarat selalu 
bergandengan yang terintgrasi Oleh sebab itu, 
perlu dikemukakan perbedaannya. Rukun yaitu 
sesuatu yang tergantung keberadaan hukum 
padanya dan rukun itu sendiri sebagai 
partikular dari substansi atau tujuannya. Seperti 
rukῡ’ salah satu rukun dalam ṣalat, karena rukῡ’ 
itu sendiri sebagai partikular dari ṣalat. 
Demikian juga membaca al-fātihah di dalam 
ṣalat sebagai rukun, karena al-fātihah itu sendiri 
sebagai partikular dari substansi (hakikat) ṣalat. 
Dalam masalah mu’amalah, seperti ijāb dan 
qabῡl itu sebagai rukun dalam akad jual beli, 
karena ijāb dan qabῡl keduanya sebagai 
substansi dari akad jual beli. Sedangkan syarat 
(asy-syarṭ) yaitu sesuatu yang kepadanya 
tergantung adanya hukum, tetapi ia posisinya 
berada di luar dari substansi hukum tersebut. 
Seperti wuḍῡ’ merupakan syarat sah ṣalat, 
apabila seseorang yang akan mengerjakan ṣalat 
tidak berwuḍῡ’, maka ṣalatnya dianggap tidak 
sah, meskipun keberadaan wuḍῡ’ itu bukan 
partikular dari substansi ṣalat.255 

 
254Abῡ ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Sῡrah at-Tirmiżi, Sunan at-

Tirmiżi (Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.), Juz ke 2, h. 284. 
255Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 100. Zaki ad-Din 

Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 243. ‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 
56.  
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Berdasarkan uraian rukun dan syarat 
tersebut dapat ditegaskan persamaan dan 
perbedaan keduanya. Dari segi persamaan 
keduanya, yaitu sama-sama menentukan 
keberadaan dan keabsahan suatu hukum. 
Sedangkan perbedaannya, keberadaan rukun 
merupakan partikular dari hukum (juz’un min 
al-hukm), sedangkan syarat bukan partikular 
dari hukum (laisa juz’un min al-hukm) dan juga 
posisinya di luar hukum (khārijun min al-hukm). 

Di samping itu, terdapat pula hubungan 
antara syarat dengan sebab (as-sabab).  Syarat 
merupakan penyempurna bagi sebab, apabila 
ada sebab dan syarat tidak ada, maka hukum 
tidak akan ada. Untuk itu, sebab mesti ada pada 
hukum dan persyaratan terpenuhi, serta tidak 
ada halangan yang dapat membatalkan 
pemberlakuan hukum tersebut. Seperti dalam 
masalah pidana, pembunuhan sebagai sebab 
dikenakan hukuman qiṣāṣ, jika persyaratannya 
terpenuhi yaitu dilakukan dengan sengaja 
direncanakan (al-‘amdu) dan rasa permusuhan 
(al-‘udwān), dan dalam masalah hukum 
keluarga, misalnya kesamaan agama (itihād ad-
din) itu menjadi syarat yang menyebabkan 
pasangan suami isteri boleh dilangsungkan 
pernikahan, atau karena faktor kekerabatan (al-
qarābah) sebagai ahli waris maka bisa mewarisi 
dari harta yang ditinggalkan orang yang 
meninggal dunia (al-muwarriṡ). 

Dari hubungan antara sebab dengan syarat 
di atas dapat dikemukakan persamaan 
keduanya adalah, terletak pada keberadaan 
hukum, adanya hukum itu memiliki 
ketergantungan pada adanya sebab dan syarat, 
berarti, jika sebab dan syarat itu tidak ada maka 
hukum pun tidak akan ada. Sedangkan 



179 
 

perbedaannya, bahwa keberadaan sebab itu 
mesti mengakibatkan adanya hukum, tetapi 
keberadaan syarat tidak mesti mengakibatkan 
adanya hukum. 

3) Kategorisasi Syarat 
Para ahli uṣῡl al-fiqh mengemukakan 

kategorisasi syarat itu bisa dilihat dari berbagai 
seginya, di antarnya Muhammad Abῡ Zahrah 
(w. 1974 M) menegaskan sebagai berikut: 
a) Dilihat dari segi kaitan sebab (as-sabab) 

dengan musabbab (al- musabbab), syarat 
dibedakan pada dua bentuk: Pertama, 
syarat yang menjadi penyempurna sebab 
(asy-syarṭ al-mukammil li as-sabab). Misalnya, 
ider tahun (al-haul) dalam kewajiban zakat 
pada harta kekayaan yang telah mencapai 
satu standar zakat (niṣāb). Niṣāb adalah 
sebagai sebab bagi muzakky mengeluarkan 
zakat, dan harta yang telah mencapai satu 
niṣāb itu tidak bisa dikeluarkan zakatnya, 
kecuali setelah mencapai haul. Dari sini 
berarti haul sebagai penyempurna bagi 
niṣāb. Kedua, syarat yang menjadi 
penyempurna bagi musabbab (asy-syarṭ al-
mukammil li al-musabbab). Misalnya dalam 
masalah ibadah, bersuci (al-wuḍῡ’) dan 
menutup aurat (satr al-‘aurah) adalah dua 
syarat bagi penyempurna ṣalat. Tidak 
adanya dua syarat tersebut menyebabkan 
tidak adanya hukum.256 

b) Dilihat dari segi perbuatan hukum, syarat 
dibedakan pada dua macam: Pertama, 
syarat yang ditetapkan oleh asy-Syāri’ 
sebagai hubungan kausalitas dalam 
ketetapan huklum syara’ (asy-syarṭ asy-

 
256Muhammad Abῡ Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 60.  
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syar’iy). Term lain disebut dengan khiṭāb 
taklify. Seperti peaksanaan yang ada dalam 
masalah ibadah (al-‘ibādāt), mu’amalah (al-
‘uqῡd wa at-taṣarrufāt), pelaksanaan 
hukuman (iqāmah al-hudῡd), dan masalah 
yang lainnya. Kedua, syarat yang 
ditetapkan oleh mukallaf sebagai hubungan 
kausalitas yang diakui oleh asy-Syāri’ yang 
memiliki efek hukum syara’. Term lain 
disebut dengan khiṭāb waḍ’iy. Seperti 
seorang suami yang mengaitkan penjatuhan 
talak terhadap isterinya dengan suatu 
syarat, dengan mengatakan kepada 
isterinya  “jika kamu sering berbohong 
kepadaku, maka talakmu jatuh satu”. 
Menalak isteri dikaitkan dengan 
persyaratan seperti itu kontradiksi dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
syara’.257 

c) Dilihat dari segi keterkaitan syarat ( asy-
syarṭ) dengan yang dipersyaratkan (al-
masyrῡṭ), dalam konteks ini Abῡ Ishāq asy-
Syāṭibi (w. 790 H) membedakan pada tiga 
macam: Pertama, syarat keterkaitannya 
dengan yang disyaratkan didsarkan atas 
hukum syara’ (asy-syarṭ asy-syar’iy). Seperti, 
berwuḍῡ’ untuk mengerjakan ṣalat. Kedua, 
syarat yang keterkaitannya dengan yang 
disyaratkan didasarkan pada nalar manusia 
(asy-syarṭ al-‘aqly). Seperti, meninggalkan 
makan dan minum sebagai syarat untuk 
sahnya ṣalat. Ketiga, syarat yang 
keterkaitannya dengan yang disyaratkan 
didasarkan pada adat kebiasaan (‘ādāt, ‘urf 

 
257Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 101. Zaki ad-Din 

Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 244.  
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atau local wisdom). Seperti, mencuci kepala 
untuk penyempurna mencuci muka.258 

c. Māni’ (Penghalang) 
1) Definisi Māni’ 

Secara etimologi, māni’ (al-māni’) artinya 
penghalang hukum. Sedangkan secara 
terminologi para ahli uṣῡl al-fiqh klasik 
mengemukakan di antaranya Tāj ad-Din as-
Subki (w. 771 H), māni’ yaitu: 

فُ نقَيِضَْ الْحكُْمِ  اهرِاُلْمنُضَْبطُِ الَمْعُرَ َّ  الْوصَْفُ الْوجُُودِْي ُ الظ َّ
Artinya:  “Sifat yang keberadaannya jelas, dapat 

diukur dan dapat dikenali yang dapat 
membatalkan hukum”.259 

Asy-Syaukāni (w. 1250 H/1832 M) 
mendefinisikan māni’ dengan:  

ببَِ  َلزْمَُ منِْ وجُُودْهِِ عدَمَُ الْحكُْمِ اوَْ بطُْلانَُ الس َّ  ماَي
Artinya:  “Segala sesuatu yang memastikan 

adanya tidak ada hukum atau batal sebab 
hukum”.260 

Di kalangan ulama uṣῡl al-fiqh kontemporer, 
Abd al-Wahhāb Khallāf (w. 1956 M) 
mendefinisikan māni’ yaitu: 

 
258Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt,.Juz ke 1, h. 187-198.  
259Ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawāmi’, Juz ke 1, h. 98.  
260As-Syaukāni, Irsyād al-Fuhῡl, h. 6. 
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قُ   يتََحقَ َّ فقَدَْ  ببَِ  الس َّ بطُْلانَُ  اوَْ  الْحكُْمِ  عدَمَُ  وجُُودْهِِ  منِْ  َلزْمَُ  ماَي
يوُْ  ولَ كَِن َّ  شرُوُْطُهُ  جمَيِعُْ  وتَتَوَاَفرَُ  رْعِي ِ  الش َّ ببَُ  َمنْعَُ  الس َّ ي ماَنعُِ  جدَُ 

 ِ بَ الْحكُْمِ علَيَهْ  ترَتَ ُ
Artinya: “Segala sesuatu yang memastikan adanya 

tidak ada hukum atau batal sebab 
hukum, sekalipun menurut syara’ telah 
terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya 
tetapi karena adanya māni’ yang 
menceah berlakunya hukum atasnya”.261 

Muhammad Abῡ Zahrah (w. 1974 M) 
mendefinisikan māni’ yaitu: 

ببَِ   رْعِي ُ ال َّذىِْ ينَاَفىِ وجُُودْهُُ الْغرَضَْ الْمقَْصُودَْ منَِ الس َّ الَامَرُْ الش َّ
 اوَاِلْحكُْمِ 

Artinya:  “Suatu ketentuan syara’ yang 
keberadaannya memastikan tidak ada 
hukum kausalitas dari sebab, atau tidak 
adanya akibat hukum”.262 

Dari beberapa definisi māni’ terebut di atas 
dapat ditegaskan bahwa  eksistensi māni’ dalam 
suatu peristiwa hukum syara’ menjadikan 
hukum tidak terwujud. Jika māni’ itu tidak ada, 
maka hubungan kausalitas dari suatu hukum 
menjadi ada dan berlaku. Māni’ itu sendiri 
dalam proses penetapan hukumnya haruslah 
berdasarkan ketentuan syara’. Sebagai contoh, 
apabila ada dalam sebuah perkawinan yang sah 
atau karena kekerabatan (menjadi ahli waris), 

 
261Abd al-Wahhāb Khallāf, ’Ilm Uṣῡl, h. 120.  
262Muhammad Abῡ Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 62. 
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tetapi konsekuensi pewarisan terhalang pada 
salah satu dari keduanya,  atau disebabkan 
karena beda agama antara pewaris dan ahli 
waris. Atau ada ditemukan karena 
pembunuhan yang disengaja yang 
mengandung permusuhan, tetapi keharusan 
mengeksekusi hukuman qiṣāṣterhadap 
pembunuhnya terhalang disebabkan pembunuh 
adalah ayah dari korban yang terbunuh. 

2) Kategorisasi Māni’ 
Mayoritas ulama uṣῡl al-fiqh (jumhῡr al-

uṣῡliyyin) telah mengemukakan kategorisasi 
māni’ implikasinya pada hukum dan sebab, 
dibedakan pada māni’ yang menghalangi 
adanya hukum (māni’ li al-hukm), dan māni’ 
yang menghalangi adanya hubungan kausalitas 
sebab hukum (māni’ li as-sabab).. 
(a) Māni’ li al-hukm, yaitu suatu kondisi yang 

menghalangi terlaksananya suatu perintah, 
atau tidak dilaksanakannya hukum yang 
sudah ditetapkan oleh syara’. Seperti ahli 
waris (al-wāriṡ) yang membunuh pewaris 
(al-muwarriṡ) dilatarbelakangi karena 
permusuhan, maka disebabkan membunuh 
menjadi menghalang bagi al-wāriṡ untuk 
mewarisi harta benda yang ditinggalkan 
pewaris, meskipun sebab hukumnya telah 
diketahui (karena kekerabatan atau 
perkawinan), rukun dan persyaratannya 
terpenuhi. Hubungan ayah dengan anak (al-
abuwwah) menjadi penghalang dalam 
masalah pelaksanaan hukuman qiṣāṣ, 
karena adanya anak disebabkan adanya 
ayah. Karena itu, tidak sepatutnya 
menuntut eksekusi hukuman qiṣāṣterhadap 
ayah yang membunuh anaknya. Dengan 
kata lain, tidak boleh disebabkan kematian 
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anak itu menjadi sebab dibunuhnya ayah. 
Hukum Islam telah menetapkan bahwa 
setiap orang yang sudah mukallaf, laki-laki 
atau perempuan wajib melaksanakan ṣalat. 
Tetapi, hukum juga telah menetapkan 
bahwa menstruasi (al-haiḍ) dan pasca 
melahirkan (an-nifās) menjadi penghalang 
bagi perempuan tersebut untuk 
melaksanakan kewajiban ṣalat, atau qaḍā’ 
as-ṣalāh yang ditinggalkan. 

(b) Māni’ li as-sabab, yaitu sesuatu yang 
menghalangi hubungan kausalitas sebab 
hukum. Seperti keberadaan hutang, apabila 
seseorang memiliki harta kekayaan 
mencapai standar zakat (niṣāb), maka wajib 
dikeluarkan zakatnya. Tetapi, karena 
mempunyai hutang sebanyak harta yang 
dimilikinya, maka hutang tersebut menjadi 
penghalang  (māni’) wajibnya 
mengeluarkan zakat. Menjual orang 
merdeka (bai’ al-hurriyyah) seperti ummu al-
walad sebagai obyek jual beli itu dilarang 
dan transaksinya tidak sah, karena al-
hurriyyah bukanlah al-ma’qῡd ‘alaih. Menjual 
itu menjadi sebab hukum berpindah milik, 
dan membeli menjadi sebab boleh 
menguasai dan memanfaatkannya.263 

Berbeda dengan jumhῡr al-uṣῡliyyin, 
ulama uṣῡlHanafiyyah mengklasifikasikan 
māni’ pada lima macam: (1) Māni’ yang 
menghalangi sahnya sebab, seperti menjual 
orang merdeka yang telah disebutkan di 
atas. Tidak sah menjual orang merdeka, 

 
263Lihat, Zaki ad-Din Sya’bān, .Uṣῡl al-Fiqh, h. 245-246. ‘Abd Allah 

Yῡsuf al-Judai, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 60. Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz 
ke 1, h. 103.  
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karena ia bukanlah termasuk kategori harta. 
(2) Māni’ yang menghalangi sempurnanya 
sebab terhadap orang yang melakukan 
akad dan menghalangi sebab bagi yang 
melakukannya. Seperti seseorang menjual 
suatu barang kepada orang lain (sebagai 
pembeli) tanpa sepengetahuan pemiliknya, 
maka akad jual beli seperti itu tidak sah, 
jika tidak dibenarkan oleh pemiliknya, 
karena ada māni’ yaitu menjual barang yang 
bukan miliknya. (3) Māni’ yang 
menghalangi berlakunya hukum, seperti 
khiyār syarāṭ dari penjual. Khiyār itu menjadi 
penghalang bagi pembeli untuk melakukan 
kekuasaannya atas barang pembelian 
dimaksud. (4) Māni’ yang menghalangi 
sempurnanya hukum, seperti keberadaan 
khiyār ar-ru’yah dalam jual beli. Khiyār ini 
tidak menghalangi untuk memiliki barang, 
hanya saja milik itu belum sempurna 
sebelum pembeli melihat barang yang 
dibelinyua, meskipun sudah diterima. (5) 
Māni’ yang menghalangi kelaziman hukum, 
seperti adanya cacat pada barang yang 
dibeli (khiyār al-‘aib). Setelah terjadi akad 
jual beli kemudian pembeli memeriksa 
barang yang telah dibelinya. Jika barang 
yang diperiksanya itu ternyata terdapat 
cacat, maka pembeli berhak untuk 
membatalkan pembelian dengan 
mengembalikan barang kepada penjual 
melalui lembaga penyelesaian kasus hukum 
(al-qaḍā’), atau atas kerelaan penjual 
menerima barang tersebut.264 

 
264Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣῡl al-Fiqh, h. 63-64.  
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d. Sah (as-Ṣihhah), Rusak (al-Fasād) dan Batal (al-
Buṭlān) 
1) Sah (as-Ṣihhah). Secara etimologi, terkadang 

diungkapkan dengan term as-ṣihhah, atau as-
ṣahih, sebagai lawan dari al-mariḍ, yang artinya 
sakit. Jika kata sah (ṣahha) ini dirangkaikan 
dengan kata lain seperti                                         
berarti maknanya sesuai dengan realitas.265 
Sedangakan secara terminologi, para ahli uṣῡl 
al-fiqh masing-masing mendefinisikan dengan 
redaksional yang berbeda, meskipun secara 
substansial maksudnya adalah sama. Al-Gᾱzi  
mengemukakan sah, yaitu: 

يئَْ صَ  ارعُِ الش َّ ِ اعِْتبِاَراُلش َّ  حيِحْاً اذِاَ فعُلَِ علَىَ الْوجَْهِ ال َّذىِ امُرِبَهِ
Artinya:  “Sesuatu yang dipandang sah menurut 

asy-Syāri’ jika sesuatu tersebut 
dikerjakan sesuai dengan yang 
diperintahkan”.266 

‘Abd al-Wahhāb Khallāf (w. 1956 M) 
mengemukakan sah yaitu: 

لهَمُْ منِْ اسَْببَهِِ  ماَطَلبَهَُ ال فيِنَْ منِْ افَعْاَلِ ومَاَشرَعَهَُ  ارعُِ منَِ الْمكُلَ َّ ش َّ
وقَدَْ   تهِاَ  بصِِح َّ ارعُِ  الش َّ يَحكْمُُ  قدَْ  الْمكُلَ َّفُ  باَشرَهُاَ  اذِاَ  وشَرُوُْطِ 

تهِاَ  يَحكْمُُ بعِدَمَِ صِح َّ
Artinya:  “Segala perbuatan yang dituntut asy-

Syāri’ dari orang-orang mukallaf dan 

 
265Al-Kāfi as-Subki, al-Ibhāj, Juz ke 1, h. 67. Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl 

al-Fiqh, Juz ke 1, h. 103. 
266Muhammad Ṣidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnῡ Abῡ al-

Hᾱriṡ al-Gazi, Kitᾱb Kasyf as-Sᾱtir Syarh Gawᾱmiḍ Rauḍah an-Nᾱẓir (Bairut: 
Mu’assasah ar-Risᾱlah, 1423 H/2002 M), Juz ke 1, Cet. Ke 1, h. 256.  
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yang disyari’atkan kepada mereka yang 
berupa sebab dan syarat, apabila telah 
dilaksanakan oleh mukallafin maka oleh 
asy-Syāri’ disebut dengan sah, dan jika 
tidak dilaksanakan sepenuhnya disebut 
tidak sah (batal)”.267 

Dari dua definisi tersebut di atas dapat 
ditegaskan bahwa, jika perbuatan yang dituntut 
oleh asy-Syāri kepada mukallafin itu sudah 
dinyatakan sah, berarti mereka telah dianggap 
mengerjakan tuntutan tersebut dan terlepas dari 
tanggung jawabnya serta tidak dikenakan 
sanksi hukum (ta’ziran), baik di dunia maupun 
di akhirat, dan bahkan di akhirat akan 
mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika 
perbuatan yang dituntut tersebut dikerjakan 
dengan tidak memenuhi rukun dan 
persyaratannya, bahkan kontradiksi dengan 
ketentuan hukum yang telah ditetapkan asy-
Syāri, maka tuntutan dimaksud masih tetap 
menjadi tanggung jawabnya, dan mukallāf 
(pelakunya) dikenakan sanksi hukum, baik di 
dunia maupun kelak di akhirat. Deskripsi 
pemaknaan sah demikian ini oleh Muhammad 
al-Khuḍari Bik (w. 1930 M) ditegaskan bahwa 
lafaẓ sah (as-ṣihhah) itu sesungguhnya 
mempunyai dua konotasi makna: Pertama, 
melepaskan tanggung jawab dan 
menggugurkan kewajiban di dunia (tarattub al-
maqṣῡd min al-fi’al ‘alaih fi ad-dunyā). Kedua, 
memperoleh konsekluensi pahala di akhirat 
(tarattub aṡāri al-‘amal ‘alaih fi al-ākhirah).268 Dua 
konotasi pemaknaan sah tersebut dalam 

 
267 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, .’Ilm Uṣῡl, h. 125.  
268Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣῡl al-Fiqh, h. 72.  
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aplikasinya berlaku baik dalam masalah ibadah 
maupun mu’amalah.  

2) Batal (al-buṭlān). Secara etimologi, batal 
maknanya rusak dan gugur hukumnya. 
Sedangkan secara terminologi, Muṣṭafā Ahmad 
az-Zarqā (w. 1357 H) mengemukakan, batal   
yaitu: 

رعِِ  رْعِي ِ عنَْ اعِْتبِاَرهِِ واَثَاَرهِِ فىِ نظَرَِ الش َّ فِ الش َّ صرَ ُ دُ الت َّ  تَجرَ ُ
Artinya: “Tindakan hukum yang bersifat syar’i 

terlepas dari sasarannya menurut 
pandangan syara’’.269 

Definisi batal tersebut menjelaskan bahwa 
tindakan hukum yang bersifat syar’i tidak 
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh syara’ sehingga apa yang dikehendaki oleh 
ketetapan syara’ dari perbuatan tersebut tidak 
terpenuhi rukun dan persyaratannya. Tegasnya, 
jika salah satu rukun dan persyaratan dari suatu 
perbuatan yang disyari’atkan tidak terpenuhi, 
maka perbuatan tersebut dinyatakan batal, 
sebagai kebalikan dari sah sebagaimana telah 
dikemukakan di atas. 

Dalam masalah ibadah, seperti seorang 
mukallaf mengerjakan ṣalat magrib, ia dikatakan 
sah ṣalatnya apabila semua rukun dan 
persyaratannya dipenuhi, dan tidak ada 
penghalang dalam mengerjakannya. Tetapi, jika 
salah satu rukun dan persyaratan ṣalatnya tidak 
terpenuhi, atau ada penghalang sehingga 
keabsahan ṣalat tidak sempurna, maka 
perbuatan ṣalat tersebut dinyatakan batal. 

 
269Musṭafā Ahmad az-Zarqā, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ᾱm, Juz ke 1, h. 

651.  
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Dalam masalah mu’amalah, seperti akad 
jual beli yang dilakukan oleh orang gila 
(majnῡn) atau anak kecil yang belum dewasa 
(ṣabiyyu gair al-mumayyiz), karena keduanya 
dipandang tidak cakap melakukan tindakan 
hukum, maka akad jual beli yang dilakukannya 
dipandang tidak sah dan batal. 

3) Rusak (al-Fasād). Dalam konteks fikih, term fasād 
atau fāsid posisinya berada di antara sah dan 
batal. Dimaksudkan dengan fasād secara 
etimologi adalah rusak. Sedangkan secara 
terminologi, fasād yaitu: 

علَىَ  اذِاَتمَ َّ  فاَسِداً  يئَْ  الش َّ ارعِِ  اعِتْبِاَراُلش َّ اىَْ  فاَسِداً  يئْ  الش َّ كَونَْ 
 صُورْةٍَ غيَرِْ مشَرْوُْعةٍَ 

Artinya:  “Sesuatu yang rusak, yakni asy-Syāri’ 
menganggap sesuatu perbuatan itu 
rusak jika dikerjakan tidak sesuai dengan 
apa yang disyari’atkan”.270 

Definisi ini menunjukkan bahwa 
terlepasnya hukum syara’ dari ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh asy-Syāri’ dan tidak ada  
akibat hukum yang ditimbulkan dari ketetapan 
itu. Dari sini terlihat jelas bahwa semua 
perbuatan hukum yang telah dibebankan asy-
Syāri’ kepada mukallaf sudah pasti ditetapkan 
pula rukun dan persyaratannya, dan mukallaf 
mesti mengerjakannya sesuai dengan ketentuan 
yang telah ditetapkan asy-Syāri’. Jika tidak 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan-
Nya, berarti rusaklah perbuatan itu. Seperti, 

 
270‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 62. Wahbah az-

Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 106.  
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melakukan akad jual beli dengan harga yang 
tidak diketahui atau disertai dengan syarat 
yang rusak (bisyarṭin fāsidin), maka rusaklah 
akad jual belinya. Contoh lain, pelaksanaan 
akad nikah tanpa disaksikan oleh dua orang 
saksi, maka akad nikah itu menjadi fāsid. 

Di kalangan ulama uṣῡl al-fiqh terjadi 
perdebatan mengenai term batal (al-buṭlān) dan 
rusak (al-fasād). Persoalannya, apakah kedua 
term itu sama esensinya atau berbeda. ? Jumhῡr 
al-uṣῡliyyin berpendapat bahwa mereka tidak 
membedakan antara suatu sifat yang 
menunjukkan bāṭil dan fāsid. Menurutnya, 
kedua term itu dalam masalah ibadah esensinya 
adalah sama, satu makna (bima’nā wāhid). 
Apabila suatu perbuatan itu tidak memenuhi 
rukun, syarat dan tidak ada sebabnya, atau ada 
penghalang terhadap perbuatan tersebut, maka 
perbuatan itu disebut batal dan rusak. Seperti 
mengerjakan ṣalat tanpa rukῡ’ dan sujud, maka 
ṣalatnya disebut batal dan rusak, karena 
keduanya termasuk rukun ṣalat. 

Sedangkan di kalangan ulama uṣῡl 
Hanafiyyah, mereka sepakat tidak membedakan 
antara kedua sifat (batal dan rusak) itu dalam 
masalah ibadah, tetapi mereka membedakan 
keduanya dalam masalah mu’amalah. 
Menurutnya, bahwa suatu perbuatan dikatakan 
batal, apabila kerusakan itu terjadi pada esensi 
perbuatan, atau rukunnya. Misalnya, dalam 
masalah akad jual beli yang dilakukan orang 
gila. Asy-Syāri’ tlah menetapkan bahwa akad 
jual beli dan mentasarrufkan hartanya dianggap 
tidak sah dan batal, karena orang gila 
dipandang tidak cakap melakukan tindakan 
hukum, Sedangkan rusak (fāsid), yaitu suatu 
tindakan hukum yang kembali kepada sifat-
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sifat akadnya, bukan kepada rukun-rukunnya. 
Seperti, akad pernikahan yang dilaksanakan 
tanpa saksi (lā nikāh bigairi syuhῡdin), di mana 
syuhῡd dalam pernikahan itu sebagai salah satu 
sifat atau syarat akad, bukan sebagai salah satu 
rukun nikah. Apabila kerusakan itu tertuju 
pada salah satu sifat, sedangkan hukum pokok 
(al-aṣl) perbuatan itu disyari’atkan oleh asy-
Syāri’, maka perbuatan itu menjadi rusak (fāsid).  

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan 
uṣῡliyyin antara mayoritas ulama uṣῡl (jumhῡr 
al-uṣῡliyyin) dengan ulama uṣῡl Hanafiyyah 
tentang eksistensi al-buṭlān dan al-fāsad di atas, 
berawal dari kehendak dan implikasi lafaẓ nahy 
(larangan) kepada salah satu sifat perbuatan.  
Jumhῡr al-uṣῡliyyin berpendapat bahwa lafaẓ 
nahy itu menghendaki hukum batal (al-bāṭil) 
atau rusak (al-fāsid), baik lafaẓ nahy itu berkaitan 
dengan esensi perbuatan maupun berkaitan 
dengan salah satu sifat perbuatan. Sedangkan 
ulama uṣῡl Hanafiyyah berpendapat bahwa, 
apabila nahy itu tartuju kepada esensi suatu 
perbuatan, maka perbuatan itu dikatakan bāṭil. 
Tetapi, apabila nahy itu tertuju kepada sesuatu 
yang berada di luar, seperti sifat perbuatan, 
sementara perbuatan itu sendiri pada dasarnya 
oleh asy-Syāri’ telah disyari’atkan, maka 
hukumnya menjadi fāsid. Sebagai contoh dalam 
masalah ibadah, larangan berpuasa pada hari 
raya (‘id al-fiṭr dan ‘id al-aḍhā) dan hari-hari 
tasyriq. Pada asalnya, berpuasa itu dianjurkan 
(al-mustahab), tetapi pada hari-hari tersebut 
berpuasa dilarang, karena sifat dan bentuknya, 
yaitu membuat bagi orang-orang yang berpuasa 
jauh dari rahmat Allah. Dalam masalah 
mu’amalah, larangan jual beli yang  
mengandung unsur riba. Pada asalnya, jual beli 



192 
 

itu disyari’atkan dan boleh hukumnya (al-
ibāhah), tetapi karena ada sifat yang terlarang, 
yaitu riba, maka hukumnya berubah menjadi 
rusak dan tidk sah (fāsid).271 

e. ‘Azimah dan Rukhṣah  
Bentuk lain dari kategorisasi hukum waḍ’i 

adalah ‘azimah dan rukhṣah. Uṣῡliyyin terjadi 
perbedaan pendapat dalam menempatkan posisi 
‘azimah dan rukhṣah sebagai bagian dari hukum 
waḍ’i. Ulama uṣῡl klasik di antaranya Fakhr ad-Din 
ar-Rāzi (w. 606 H), dan Ibn al-Hājib (w. 646 H) 
berpendapat bahwa ‘azimah dan rukhṣah termasuk 
obyek hukum, bukan kepada hukum. Menurut 
mereka, suatu obyek hukum yang boleh 
dilaksanakan oleh mukallafin,adakalanya berbentuk 
‘azimah dan adakalanya berbentuk rukhṣah.272 
Sedangkan Abῡ Hāmid al-Gazali (w. 505 H), al-
Ᾱmidi (w. 631 H), dan Abῡ Ishāq asy-Syāṭibi (w. 
790) mereka berpendapat bahwa ‘azimah dan 
rukhṣah termasuk hukum waḍ’i, karena pada 
prinsipnya seluruh hukum itu bersifat ‘azimah, dan 
status ini tidak berubah menjadi rukhṣah kecuali ada 
penyebabnya. Penyebab itu menurut mereka, ada 
suatu kondisi yang sangat delematis (ad-ḍarῡrah) 
untuk membolehkan sesuatu yang dilarang (ad-
ḍarῡrah tubih al-mahẓῡrāt), atau kondisi lain yang  
menyebabkan adanya dispensasi dalam 
meninggalkan yang wajib (as-safar fi syahr ramaḍān), 
atau untuk menghilangkan kesulitan (‘adam 
perintahkan al-haraj) bagi umat manusia. Oleh karena 
demikian, status ‘azimah dan rukhṣah termasuk 
hukum waḍ’i.273 

 
271Ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawāmi’, Juz ke 1, h. 106. Wahbah az-

Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 107.  
272Fakhr ad-Din ar-Rāzi, al-Mahṣῡl, Jld. ke 1, h. 28.   
273Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 98. Al-Ᾱmidi, al-Ihkām, h. 91. Asy-Syāṭibi, 

al-Muwāfaqāt, Juz ke 1, h. 209-211.  
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1) ‘Azimah  
(a) Definisi ‘Azimah 

Secara etimologi, ‘azimah maknanya 
kehendak atau tekad yang kuat (al-irādah al-
mu’akkadah atau qaṣdun mu’akkadun) dalam 
mengerjakan sesuatu yang diperintahkannya. 
Makna seperti ini ditemukan dalam beberapa 
teks al-Qur’ān, di antaranya Q.S. Ali Imrān (3): 
159: 

  َِّۚ ا ٱللَّّ ۡ عَلا تاواكََّّ زامۡتا فا  فاإذِاا عا
Artinya:  “Kemudian, apabila kamu telah 

membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah”. 

Q.S. Ṭāhā (20): 115: 

ا    زۡما خۥ عا دِۡ لَا امۡ نَا ل بۡلخ فاناسَِا وا َٰٓ ءااداما منِ قا هدِۡناآ إلَِا دۡ عا لاقا  وا
Artinya:  “Dan sesungguhnya telah Kami 

perintahkan kepada Adam dahulu, maka 
ia lupa (akan perintah itu), dan tidak 
Kami dapati padanya kemauan yang 
kuat”.   

Secara terminologi, uṣῡliyyin 
mendefinisikan ‘azimah dengan beragam 
redaksional, sekalipun substansinya sama, di 
antaranya as-Sarakhsi (w. 490 H), al-Ᾱmidi (w. 
631 H), Taj ad-Din as-Subki (w. 771 H), ‘azimah 
yaitu:  

رعِْ ماَهوُمَشَرْوُْعُ منِْهاَ ابِتْدَِ  ً احَْكاَمُ الش َّ  اء
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Artinya:  “Hukum-hukum yang telah 
disyari’atkan Allah kepada seluruh 
hamba-Nya sejak semula”.274 

Definisi lain, ‘Abd al-Wahhāb Khallāf (w. 
1956 M) mengemukakan, ‘azimah adalah: 

 ْ تُخ لاَ  ال َّتىِ  ةِ  الْعاَم َّ الْاحَْكاَمِ  منَِ  اصََالةًَ  الل هُ  بِحاَلٍ ماَشرَعَهَُ  تصَ ُ 
 دوُْنَ حاَلٍ ولَاَ بمِكُلَ َّفٍ دوُْنَ مكُلَ َّفٍ 

Artinya:  “Suatu hukum yang disyari’atkan Allah 
sejak semula yang bersifat umum yang 
tidak ditentukan pada suatu kondisi atau 
kasus tertentu dan tidak pula berlaku 
hanya kepada orang mukallaf 
tertentu”.275 

Dari dua terminologi ‘azimah tersebut 
dapat dipahami bahwa hukum-hukum itu 
disyari’atkan oleh asy-Syāri’ diperuntukkan 
untuk seluruh hamba-Nya (mukallafin) sejak 
semula, di mana saja mereka berdomisili, dalam 
situasi dan kondisi apa pun, tanpa kecuali. Jadi, 
sejak semula hukum ‘azimah itu disyari’atkan, 
maka seluruh umat manusia (mukallafin) wajib 
mengikuti dan mengerjakannya. Seperti ṣalat 
lima waktu, puasa ramaḍān, membayar zakat, 
ibadah haji ke Baitullah, dan seluruh syi’ar 
Islam yang berupa perintah dan larangan (bi 
imtiṡāl al-awāmir wa ijtināb an-nawāhi).  

(b) Klasifikasi Hukum ‘Azimah 

 
274As-Sarakhsi, Uṣῡl as-Sarakhsi, Juz ke 1, h. 117. Al-Ᾱmidi, al-Ihkām, 

h. 122. Ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawāmi’, Juz ke 1, op.cit., h. 123.  
275‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ’Ilm Uṣῡl, h. 121.  
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Uṣῡliyyin dalam konteks penetapan hukum 
(istinbāt al-ahkām) ‘azimah, mereka 
mengklasifikannya pada empat macam, seperti 
dikemukakan oleh Muhammad Salām Mażkῡr: 
Pertama, hukum yang disyari’atkan sejak 
semula untuk kemaslahatan seluruh umat 
manusia, seperti ibadah, mu’amalah, jināyah, 
dan semua hukum yang bertujuan untuk 
mencapai kebahagiaan umat manusia di dunia 
dan kelak di akhirat. Kedua, hukuu yang 
disyari’atkan karena adanya sesuatu sebab yang 
terjadi, seperti hukum mencaci maki berhala (al-
asnām), atau sesembahan agama lain. Ketiga, 
hukum  yang disyari’atkan sebagai pembatal 
(nāsikh) terhadap hukum sebelumnya 
(mansῡkh). Praktik hukum nāsikh-mansῡkh ini 
seperti terjadi mengenai perubahan menghadap 
kiblat, dari masjid al-aqṣā ke masjid al-harām 
(Q.S. al-Baqarah (2): 144). Keempat, 
pengecualian dari hukum-hukum yang berlaku 
umum, seperti larangan mengawini wanita-
wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya 
yang dimiliki (Q.S. an-Nisā’ (4): 24).276 

2) Rukhṣah 
(a) Definisi Rukhṣah 

Secara etimologi, rukhṣah (ar-rukhṣah) 
diartikan dengan penyebutan term at-taisir wa 
at-tashil,al-yusr wa as-suhῡlah, atau diartikan 
dengan at-takhfif, yang substansi artinya sama, 
yaitu kemudahan, kelonggaran, kelapangan, 
kemurahan, atau keringanan (dispensasi).277 
Sedangkan secara terminologi, rukhṣah yaitu: 

 
276Muhammad Salām Mażkῡr, al-Ijtihād fi at-Tasyri’ al-Islāmi (Mesir: 

Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1984), h. 116.  
277Abῡ Luis Ma’lῡf,  al-Munjid fi al-I’lām,  h. 254. Zaki ad-Din Sya’bān, 

Uṣῡl al-Fiqh,  h. 225. Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 110.  
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ليِلِْ لعِذُْرٍ   الَْحكُْمُ انِْ يثَبْتَُ علَىَ خِلافَِ الد َّ
Artinya:  “Hukum yang ditetapkan berbeda 

dengan dalil, karena adanya użur”.278 

Terminologi lain, Khallāf (w. 1956 M) 
mengemukakan, ‘azimah yaitu: 

ةٍ   خاَص َّ حاَلاتٍَ  الْمكُلَ َّفِ  علَىَ  تَخفْيِفْاً  الْاَحْكاَمِ  منَِ  الل هُ  ماَشرَعَهَُ 
حْفيِفَْ   تقَْتضَىِ هذَاَ الت َّ

Artinya:  “Hukum yang telah disyari’atkan Allah 
untuk memberikan kemudahan kepada 
mukallāf pada keadaan tertentu yang 
menyebabkan adanya keringanan 

(dispensasi”.279 

Dua terminologi rukhṣah tersebut di atas 
menunjukkan bahwa hukum rukhṣah 
dikecualikan dari hukum ‘azimah pada 
umumnya, yaitu berlaku apabila ada dalil yang 
menunjukkan dan ada użur yang 
menyebabkannya. Dengan kata lain, mukallafin 
memberlakukan tata aturan tambahan karena 
adanya hal-hal yang memberatkan yang 
dianggap sebagai pengecualian dari ketetapan 
hukum pokok (‘azimah). Misalnya, menjamak 
dua ṣalat (ẓuhur dan ‘aṣar) karena safar dan 
hujan lebat, mengkonsumsi bangkai bagi orang 
yang sangat membutuhkan (li al-muḍṭarri). 
Kebolehan mengkonsumsi bangkai itu keluar 
dari hukum pokok (‘azimah) yang melarangnya, 
tetapi, karena ada sebab (użur) kondisi yang 

 
278Al-Kāfi as-Subki, al-Ibhāj, h. 81.  
279‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣῡl, h. 121.   
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menghendakinya, maka dibolehkan dengan 
ketentuan sesuai dengan kadar yang diperlukan 
(biqadr al-hājah). 

(b) Sebab-Sebab Rukhṣah 
Sebab-sebab rukhṣah dalam hukum syara’ 

paling tidak ada tujuh macam: Pertama, 
lemahnya manusia (sabab al-khalq), hal ini 
menyebabkan gugurnya taklif, seperti anak 
kecil, orang gila, dan ringannya taklif pada hak 
perempuan, maka mereka tidak wajib ṣalat 
jum’at, ṣalat berjama’ah, dan berjihad. Kedua, 

sakit (al-maraḍ), disebabkan sakit maka di siang 
hari bulan ramaḍān, boleh berbuka puasa, ṣalat 
dengan duduk, atau berbaring hingga ia 
sembuh sebagaimana semula. Ketiga, bepergian 
jauh (as-safar), disebabkan safar maka di siang 
hari bulan ramaḍān, boleh berbuka puasa, 
mengkosar ṣalat bangsa empat, menggugurkan 
ṣalat jum’at, dan menambah masa mengusap 
(mengelap) kaos kaki (al-khuffain). Keempat, 
lalai (an-nisyān), disebabkan lalai maka 
gugurlah dosa dan pembalasan di akhirat, dan 
sah berpuasa bagi bagi mereka yang makan dan 
minum karena lalai. Kelima, bodoh (al-jahl), 
disebabkan bodoh maka gugurlah sanksi 
apabila ia terbatas pengetahuan yang 
dikuasainya, sebagaimana ada disebabkan 
menolak barang yang telah dibelinya karena 
ada cacat dan pembeli tidak mengetahui di saat 
membeli, demikian juga ada disebabkan użur 
sehingga terjadi kesalahan berijtihad, karea 
seorang mujtahid dalam menetapkan hukum 
didasarkan pada dugaan kuat. Keenam, 
terpaksa (al-ikrāh), disebabkan kondisi terpaksa 
maka seseorang boleh mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang dilarang untuk 
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menghilangkan rasa sakit yang tidak 
diinginkan. Ketujuh, bencana besar (‘umῡm al-
balwā), disebabkan bencana, maka boleh dan 
diperintahkan untuk menghilangkan kesulitan 
yang dihadapinya, seperti pakaian yang 
dipakainya terkena air najis, orang yang terkena 
percikan air kencing, kemungkinan orang yang 
menipu dalam jual beli, dan yang 
semacamnya.280 

(c) Macam-Macam Rukhṣah  

Di kalangan uṣῡliyyin, mereka 
mengklasifikasikan macam-macam rukhṣah, 
baik Syāfi’iyyah dan Hanābilah maupun 
Hanafiyyah adalah sama-sama kepada empat 
macam, hanya mereka berbeda dalam term 
yang digunakannya. 

Ulama uṣῡl Hanafiyyah mengklasifikasikan 
kepada empat macam: (1) Rukhṣah ibāhah al-fi’al 
al-muharran ‘ind ad-ḍarῡrah wa al-hājah, yaitu 
kebolehan melakukan tindakan haram karena 
kondisi ḍarῡrat dan hājat. Seperti mengatakan 
kata kufur (al-kufr) ketika dipaksa dan diancam 
dibunuh, atau dipotong salah satu anggota 
tubuhnya, sebagai suatu rukhṣah  tindakan itu 
dilakukan sehingga hati tetap tenang dengan 
imannya. Dasarnya Q.S. an-Nahl (16): 106, 
“kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya 
tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)”. 
Contoh lain, berbuka di siang hari bulan puasa 
ramaḍān karena kondisi terpaksa (al-ikrāh), 
membunuh jiwa yang diharamkan (Q.S. al-
An’ām (6): 151), “dan janganlah kamu membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. (2) 
Rukhṣah ibāhah tarki al-wājib, yaitu kebolehan 

 
280Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 64. 
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meninggalkan kewajiban, karena ada kesulitan 
(masyaqqah) yang memberatkan mukallaf jika 
melaksanakannya, seperti berbuka puasa 
ramaḍān bagi musāfir dan orang sakit, dasarnya 
Q.S. al-Baqarah (2): 185, “dan barang siapa sakit 
atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib 
baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan 
itu pad hari yang lain”. (3) Rukhṣah ibāhah al-‘uqῡd 
wa at-taṣarrufāt, yaitu dispensasi bolehnya 
melakukan akad jual beli yang asalnya 
diharamkan, seperti jual beli salam dan yang 
semacamnya, karena saat berlangsung akad jual 
beli ini obyeknya tidak ada, untuk itu termasuk 
jual beli yang bāṭil (bai’ al-ma’dῡm bāṭil). Akan 
tetapi asy-Syāri’ membolehkannya karena 
banyak dibutuhkan oleh masyarakat. (4) 
Rukhṣah raf’i al-ahkām asy-syāqqah, yaitu 
dispensasi menghilangkan hukum-hukum yang 
mencelakakan (memberatkan) yang telah 
disyari’atkan asy-Syāri’ dengan tujuan untuk 
meringankan umat Islam, seperti dibolehkan 
mengkonsumsi makanan bangkai dan 
minuman beralkohol (al-khamr) ketika 
kelaparan dan kehausan yang mengancam 
keselamatan jiwa. Dasarnya Q.S. al-Māidah (5): 
3, “... tetapi barang siapa terpaksa karena lapar 
bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.281 

Sedangkan ulama uṣῡl Syāfi’iyyah dan 
Hanābilahi mengklasifikan rukhṣah yang 
ditetapkan berbeda dengan dalil disebabkan 
adanya użur, berlaku dalam empat bentuk 
hukum syara’, yaitu dispensasi (rukhṣah) yang 
bersifat wajib (wājibah), sunnah (mandῡbah), 

 
281Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h.112-114. Zaki ad-Din 

Sya’bān, .Uṣῡl al-Fiqh, h. 225-228. 
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larangan tidak tegas (makrῡhah), dan yang 
dibolehkan (mubāhah).282Pertama, dispensasi 
yang bersifat wajib (wājibah), seperti memakan 
bangkai bagi orang dalam kondisi sangat 
kelaparan (li al-muḍṭar), maka orang tersebut 
wajib memakan bangkai itu karena ada użur, 
yaitu untuk memelihara kelangsungan 
hidupnya (hifẓ al-hayāh). Dasarnya Q.S. al-
Baqarah (2): 195, “dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan”.Kedua, dispensasi yang bersifat 
sunnah (mandῡbah), seperti meng-qaṣrṣalat bagi 
musāfir, apabila jarak perjalanannya sampai tiga 
hari atau lebih. Dasarnya, Q.S. an-Nisā’ (4): 101, 
“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka 
tidaklah mengapa kamu meng-qaṣr ṣalatmu, jika 
kamu takut diserang orang-orang kafir. 
Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh 
yang nyata bagimu”. Berdasarkan ayat ini 
menunjukkan sebagai dispensasi pengecualian 
ketetapan hukum umum (rukhṣah al-istisnā’), 
karena ada kesulitan (al-masyaqqah) untuk 
melaksanakan ketentuan hukum umum 
tersebut. Karena itu, bagi musāfir diperbolehkan 
(manżῡbah) untuk meng-qaṣarṣalatnya, dari 4 
reka’at menjadi 2 reka’at, yang dalam 
pelaksanaannya bisa secara jama’ taqdim, dan 
jama’ ta’khir.Ketiga, dispensasi yang bersifat 
boleh (mubāhah), seperti jual beli salam, al-‘arāyā, 
al-ijārah, al-musāqāt, dan yang semacamnya 
dengan akad jual beli tersebut. Akad seperti itu 
merupakan rukhṣah dengan tidak ada 
perdebatan di kalangan ulama, maka 
dibolehkan, karena sudah mentradisi dan 
sangat diperlukan oleh masyarakat umum. 

 
282Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 111.  
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Keempat, dispensasi yang bersifat larangan 
tidak tegas (makrῡhah), seperti seorang musāfir 
berbuka yang tidak ada unsur mudarat dalam 
berpuasa. Tindakan musāfir berbuka puasa 
tersebut secara hukum, tetap sebagai rukhṣah, 
dasarnya Q.S. al-Baqarah (2): 184, “Dan berpuasa 
itu lebih baik bagimu”. Maka puasa yang 
diperintahkan dalam cuplikan ayat tersebut 
merupakan perintah yang tidak tegas (gair 
jāzim) dan karenanya termasuk larangan yang 
tidak jelas (gair ṣarih) pula. Tegasnya, 
pengklasifikasin rukhṣah yang ditetapkan oleh 
Syāfi’iyyah dan Hanābilah di atas titik tekannya 
pada adanya użur atas kebolehannya.   

(d) Tingkatan Berpegang pada Rukhṣah 
Berpegang pada hukum rukhṣah yang 

ditetapkan syara’ dapat dibedakan pada empat 
tingkatan (darajᾱt):  Pertama, Memilih antara 
rukhṣah dan meninggalkannya. Misalnya, bagi 
orang yang sedang mengadakan perjalan jauh 
(musᾱfir) dihadapkan pada dua kondisi, puasa 
dan berbuka di siang hari bulan ramaḍᾱn. 
Dalam kondisi seperti ini mukallaf boleh 
memilih salah satunya, terus berpuasa atau 
berbuka. Dasar hukumnya, Hamzah bin ‘Amr 
al-Aslamy pernah bertanya kepada Nabi saw.: 
Ya Rasulullah, apakah aku berpuasa dalam 
perjalanan, sedangkan banyak orang yang 
mengerjakan puasa. ? Kemudian beliau 
bersabda: Jika kamu mau maka berpuasalah, 
tetapi, jika kamu tidak mau maka berbukalah 
(HR. Muttafaq ‘alaih). Kedua, berpegang pada 
rukhṣah itu lebih utama. Misalnya, musᾱfir boleh 
meng-qaṣr ṣalat yang empat reka’at menjadi dua 
reka’at,  karena hukum rukhṣah ini diamalkan 
oleh Nabi saw. dan menjadi pegangan bagi 
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semua musᾱfir. Dus demikian, berpegang pada 
rukhṣah ketika dalam kondisi musᾱfir itu lebih 
utama. Dalam konteks ini, jumhῡr al-‘ulamᾱ’ 
berpendapat bahwa meng-qaṣr ṣalat dalam 
kondisi bepergian hanyalah sunnah. Berbeda 
dengan pendapat ulama yang mewajibkan 
rukhṣah di saat kondisi bepergian. Karena hal itu 
sebagai dispensasi Allah yang mesti dilakukan. 
Ketiga, meninggalkan rukhṣah itu lebih utama. 
Misalnya, dalam kondisi tertentu seorang 
dipaksa untuk mengucapkan kata kafir (al-kufr) 
dengan lisannya. Orang tersebut boleh 
mengucapkan kata kafir jika sampai pada 
ancaman akan dibunuh, sekalipun dalam 
hatinya tetap teguh dalam keimanannya, 
demikian itu lebih baik diucapkan, sehingga 
selamat dari ancaman itu. Keempat, wajib 
berpegang pada rukhṣah. Misalnya, 
mengkonsumsi bangkai dalam kondisi mudarat 
dengan tujuan untuk menolak kerusakan 
dirinya. Dalam kondisi normal bangkai itu 
diharamkan, tetapi, jika ada seseorang 
dihadapkan dengan kondisi sangat 
memerlukan (ad-ḍarῡrah) untuk menyelamatkan 
jiwa bagi kehidupannya, maka mengkonsumsi 
bangkai dibolehkan. Kemudian, jika seseorang 
dihadapkan pada dua kemudaratan yang besar, 
maka hilangkanlah kumudaratan yang lebih 
besar dengan berpegang pada kemudaratan 
yang kecil. Dasar hukumnya Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 
29: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.283 

Dalam konteks ini, ternyata Allah menyukai 
kepada orang-orang yang mendatangkan 

 
283‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 66-67.  
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(berpegang) pada rukhṣah, tetapi Allah tidak 
menyukai orang yang melakukan maksiat.     

C. Al-Hākim (Pencipta Hukum) 
Secara etimologi, al-Hᾱkim, yaitu dikonotasikan pada 

dua makna: a) Pembuat, yang menetapkan, memunculkan 
dan sumber hukum. b) yang menemukan, menjelaskan, 
memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum.284 
Sedangkan secara terminologi, al-Hᾱkim yaitu Allah ‘Azza 
wa Jalla yang membuat hukum taklifi yang lima, adalah 
wajib (al-ijᾱb), haram (at-tahrim), sunnah (an-nadb), makruh 
(al-karᾱhah), dan mubah (al-ibᾱhah).285 Dari pengertian secara 
etimologi dan terminologi tersebut dapat dipahami dan 
ditegaskan bahwa al-Hᾱkim adalah Allah SWT., Dia-lah 
pembuat hukum, menjadi sumber hukum, dan yang 
menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum 
taklifi maupun hukum waḍ’i. Jadi, pada hakikatnya al-Hᾱkin 
adalah Allah sebagai sumber hukum. Sedangkan eksistensi 
para rasul, mereka hanya menyampaikan hukum-hukum 
yang diterima dari Allah, bukan menetapkan hukum sejak 
semula. Sementara para imam mujtahid posisinya adalah 
yang menyingkapkan hukum-hukum Allah, tidak sebagai 
pengkonstruk hukum dari awal, sehingga mereka 
dinamakan pakar hukum, atau sering dinisbatkan kepada 
mereka sebagai orang-orang yang memutuskan perkara 
hukum.286 

Pola pemahaman demikian itu pada akhirnya para ahli 
metodologi hukum Islam sepakat bahwa satu-satunya 
sumber hukum yang wajib diikuti dan dita’ati oleh semua 
umat manusia adalah Allah SWT., karena Dia pembuat 
hukum, yang menetapkan, dan yang memperkenalkan 
hukum-hukum-Nya. Kemudian uṣῡliyyin merumuskan 
suatu norma hukum bahwa “tidak ada hukum kecuali yang 
bersumber dari Allah (lᾱ hukma illᾱ lillᾱh)”. Norma hukum 

 
284Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus, h.76. 
285Quṭb Muṣṭafᾱ Sᾱnῡ, Mu’jam Muṣṭalahāt Uṣῡl, h. 164.  
286‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 71. 
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ini oleh mereka dirumuskan dengan didasarkan pada 
sejumlah teks-teks al-Qur’ᾱn, di antaranya:  
Q.S. al-An’ᾱm (6): 57: 

َٰصِليِنا   يۡۡخ ٱلفۡا وا خا ُۖ واهخ صُّ ٱلَۡاقَّ ُِۖ ياقخ  إنِِ ٱلَۡخكۡمخ إلََِّ لِلَّّ
Artinya:  “Menetapkan hukum itu hanyalah Allah, Dia 

menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi 
keputusan yang paling baik”. 

Q.S. ar-Ra’ad (13): 41: 

وۡاْ   يارا امۡ  ل وا 
ا
نَّاأ

ا
لَا    أ مخ  ۡكخ يَا خ  واٱللَّّ  َّۚ ا افهِا طۡرا

ا
أ منِۡ  منِۡ  ا  ها صخ نانقخ رۡضا 

ا
ٱلۡۡ تِِ 

ۡ
ناأ

ابِ    ِيعخ ٱلَۡسِا وا سَا بِا لَِخكۡمِهِّۦَۚ واهخ ق  عا  مخ
Artinya:  “Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-

Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, 
dan Dia-lah Yang Maha cepat hisab-Nya”. 

Q.S. asy-Syῡra (42): 10: 

  َِّۚ ٓۥ إلَِا ٱللَّّ هخ كۡمخ ءٖ فاحخ ۡ ا ٱخۡتالافۡتخمۡ فِيهِ منِ شَا  واما
Artinya:  “Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka 

putusannya (terserah) kepada Allah”. 

Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 105: 

لَا  إنَِّ  وا  َّۚ خ ٱللَّّ َٰكا  ى را
ا
أ آ  بمِا ٱلَّۡاسِ  بايۡنا  ما  لِِاحۡكخ  ِ بٱِلَۡاق  َٰبا  ٱلكِۡتا كۡا 

إلِِا لۡۡاآ  نزا
ا
أ آ 

ا    صِيما ائٓنِيِنا خا ن ل لِۡخا  تاكخ
Artinya:  “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab 

kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu 
mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu”. 
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Q.S. al-Mᾱidah (5): 44: 

ونا    َٰفِرخ مخ ٱلۡكا َٰٓئكِا هخ وْلا
خ
خ فاأ لا ٱللَّّ نزا

ا
آ أ م بمِا ۡكخ َّمۡ يَا ن ل  واما

Artinya:  “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa 
yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah 
orang-orang kafir”. 

Q.S. al-Mᾱidah (5): 45:  

ونا    لمِخ َٰ مخ ٱلظَّ َٰٓئكِا هخ وْلا
خ
خ فاأ لا ٱللَّّ نزا

ا
آ أ م بمِا ۡكخ َّمۡ يَا ن ل  َّٖۚ واما

Artinya:  “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa 
yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah 
orang-orang ẓᾱlim”. 

Q.S. al-Mᾱidah (5): 48: 

  ُۖ خ لا ٱللَّّ نزا
ا
آ أ م بمِا م بايۡناهخ  فاٱحۡكخ

Artinya:  “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan”. 

Q.S. al-Mᾱidah (5): 49: 

خ   لا ٱللَّّ نزا
ا
آ أ م بمِا م بايۡناهخ نِ ٱحۡكخ

ا
أ  وا

Artinya:  “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah”. 

Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 59: 

 ِ دُّوهخ إلَِا ٱللَّّ ءٖ فارخ ۡ َٰزاعۡتخمۡ فِِ شَا ِ  فاإنِ تانا نتخمۡ تخؤۡمِنخونا بٱِللَّّ ولِ إنِ كخ  واٱلرَّسخ
 واٱلِۡاومِۡ ٱلۡأٓخِرِٖۚ  
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Artinya:  “Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kiamat”. 

Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 65: 

 ِ ب  را  وا
واْ  فالَا دِخ مۡ ثخمَّ لَا يَا را بايۡناهخ جا ا شا وكا فِيما ِمخ اك  َٰ يَخ تََّّ كا لَا يخؤۡمِنخونا حا

ا    اسۡليِما واْ ت ل مِخ خسا ي يۡتا وا ا قاضا ِمَّ ا م  راجا سِهِمۡ حا نفخ
ا
 فِِٓ أ

Artinya:  “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan kamu dalam 
perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka 
tidak merasa keberatan dalam hati terhadap putusan 
yang telah kamu berikan dan mereka menerima dengan 
sepenuhnya”.  

Bertolak dari uraian pembahasan al-Hᾱkim di atas, pada 
substansinya menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum 
yang diproduk Allah diperuntukkan bagi manusia 
(mukallafin) untuk dipedomani, disampaikan oleh para rasul 
kepada umatnya, dan digali dari teks-teks al-Qur’an sebagai 
wahyu Allah untuk diketahui secara jelas dan gamblang 
oleh para imam mujtahid, karena aturan-aturan hukum 
Allah tersebut ada yang difirmankan (disampaikan) dengan 
jelas, tidak jelas, tersembunyi di balik teks, dan bahkan 
didiamkan oleh Allah (al-maskῡt ‘anhu). Dari sini kemudian 
muncul di kalangan para failosof dan teologi Islam 
(mutakallimin) termasuk di dalamnya para ahli metodologi 
hukum Islam (uṣῡliyyin) mempertanyakan posisi dan 
kedudukan al-Hᾱkim sebelum dan sesudah para rasul (Nabi 
Muhammad) diutus untuk menyampakikan risalah 
dakwahnya kepada umat manusia. Dalam menanggapi 
persoalan ini terjadi perbedaan pendapat, sebagai berikut:  

Persoalan pertama, tentang posisi dan kedudukan al-
Hᾱkim sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. 
Fokus masalahnya adalah siapakah yang menjadi hakim 
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untuk menemukan, memperkenalkan, dan menjelaskan 
hukum.? . Dalam konteks ini terdapat tiga pendapat ulama 
teologi Islam yang dikemukakan oleh para ahli metodologi 
hukum Islam (uṣῡliyyin): 

Pertama,di kalangan Maẑhab Asyᾱ’irah (pengikut Abῡ 
Hasan al-Asy’ari, w. 224 H) berpendapat, bahwa sebelum 
Nabi Muhammad diutus menjadi rasul tidak ada hakim dan 
juga tidak ada hukum syara’. Akal manusia dalam kondisi 
seperti itu tidak akan mampu menemukan dan mngetahui 
hukum-hukum Allah dan menilai perilaku perbuatan 
mukallaf  baik dan buruk. Akal hanya mampu menetapkan 
baik dan buruk dengan perantaraan wahyu Allah (al-
Qur’ᾱn) dan rasul. Pendapat mereka ini didasarkan pada 
Q.S. al-Isrᾱ’ (17): 15: 

ولَا   َٰ نابۡعاثا راسخ تََّّ بيِنا حا ِ عاذ  نَّا مخ ا كخ  واما
Artinya:  “Kami tidak akan mengaẑab seseorang sebelum Kami 

mengutus rasul”. 

Firman Allah ini dapat dipahami dan ditegaskan bahwa 
ternyata Allah-lah yang menjadi hakim, Dia tidak 
melakukan perhitungan perbuatan seseorang kecuali 
setelah diutus seorang rasul yang membawa risalah untuk 
menyampaikan ketetapan hukum-hukum-Nya. Di samping 
itu, Allah hanya akan meminta pertanggungjawaban dan 
perhitungan segala apa yang diperbuat manusia setelah 
diutus rasul-Nya, sehingga tidak ada alasan untuk 
membantah ketetapan hukum-hukum-Nya. Q.S. an-Nisᾱ’ 
(4): 165, Allah berfirman: 

لِٖۚ   ةُۢ باعۡدا ٱلرُّسخ جَّ ِ حخ ا ٱللَّّ ونا للِنَّاسِ عَلا نذِريِنا لِِالََّ ياكخ يِنا وامخ ِ باشِ  لَا مُّ  رُّسخ
Artinya:  “Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk 

membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul”. 
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Kedua, di kalangan Maẑhab Mu’tazilah (pengikut Wᾱṣil 
bin ‘Aṭᾱ’, w. 131 H dan ‘Amr bin ‘Ubaid, w. 144 H) 
berpendapat, bahwa yang menjadi hakim saat itu adalah 
Allah. Akan tetapi, akal manusia sudah mampu untuk 
menentukan hukum-hukum Allah dan menjelaskannya. 
Akal juga mampu mengetahui perbuatan hukum yang baik 
dan tidak baik, yang oleh ahli uṣῡl al-fiqh disebut dengan 
at-tahsin wa at-taqbih tanpa melalui perantaraan wahyu 
Allah (al-Qur’ᾱn) dan rasul-Nya. Menurutnya, sesuatu itu 
dikatakan baik (at-tahsin) dan tidak baik (at-taqbih) itu 
terletak pada esensinya. Karena itu, baik dan tidak baik 
dapat dicapai dan ditetapkan melalui akal. Bahkan menurut 
pemahaman dan interpretasi mereka terhadap Q.S. al-Isrᾱ’ 
(17): 15 yang dijadikan argumentasi Maẑhab Asyᾱ’irah di 
atas, bahwa kata “rasῡlan” itu maksudnya akal. Untuk itu, 
maksud ayat 15 tersebut adalah “Kami tidak akan mengaẑab 
seseorang sampai Kami berikan akal kepadanya”. 

Ketiga, di kalangan Maẑhab Mᾱturidiyyah (pengikut Abῡ 
Manṣῡr Muhammad al-Mᾱturidi Samanqan, w. 332 H) 
berpendapat, bahwa mereka menengahi kedua pendapat di 
atas. Di satu sisi mereka sependapat dengan Mu’tazilah yang 
mengatakan bahwa manusia dengan akalnya dapat 
mengetahui perbuatan hukum yang baik dan tidak baik, 
tetapi tidak sependapat (menolak) dengan Mu’tazilah dalam 
hal manusia diperintahkan melakukan perbuatan baik dan 
konsekuensinya akan mendapatkan pahala, dan dilarang 
melakukan perbuatan yang tidak baik yang konsekuensinya 
mendapatkan dosa, sebelum turun wahyu (al-Qur’ᾱn) dan 
diutus rasul. Di sisi lain, mereka sependapat dengan Maẑhab 
Asyᾱ’irah yang mengatakan, sekalipun akal dapat 
mengetahui dan menentukan perbuatan hukum yang baik 
dan tidak baik dengan segala konsekuensinya, tetapi 
seseorang tidak berkewajiban untuk melakukannya, 
sebelum datang wahyu Allah (al-Qur’ᾱn) dan diutus rasul. 
Dan akal tidak bisa beridiri sendiri dalam menilai suatu 
perilaku dan perbuatan baik dan tidak baik manusia, 
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sejatinya mesti didasarkan pada nuṣῡṣ al-muqaddaṡah wa 
sunnah al-mutawᾱtirah.287 

Dalam hal peran akal dapat mengetahui perbuatan baik 
dan tidak baik meskipun tidak ada wahyu dan rasul belum 
diutus, sebagaimana pendapat Maẑhab Mu’tazilah di atas, 
muncul pandangan dari kalangan ahli metodologi hukum 
Islam yang mempertanyakan, bolehkan akal288 menjadi 
sumber hukum.?  Dalam hal ini terdapat perbedaan 
pendapat. Mayoritas ahli uṣῡl al-fiqh dari kalangan ahl as-
sunnah wa al-jamᾱ’ah berpendapat bahwa akal tidak bisa 
berdiri sendiri (independen) sebagai dalil (sumber) hukum, 
tetapi memerlukan kepada dukungan syara’ (inna al-‘aql lᾱ 
yastaqillu binafsih bal huwa muhtᾱjun ilᾱ asy-syar’). Akal 
sangat berperan penting dalam penggalian hukum terhadap 
naṣ-naṣ syara’, dan penetapan kaidah-kaidah umum dalam 
penggalian hukum itu sendiri, bukan sebagai penentu 
hukum.289 Sedangkan menurut Syi’ah Imᾱmiyyah bahwa akal 
merupakan sumber hukum keempat setelah al-Kitab, as-
sunnah, dan al-ijmᾱ’.290 

Permasalahan kedua, eksistensi al-Hᾱkim sesudah Nabi 
Muhammad SAW. diangkat sebagai rasul. Uṣῡliyyin sepakat 
berpendapat bahwa al-Hᾱkim adalah syari’ah yang 
diturunkan asy-Syᾱri’ kemudian di bawa oleh Rasulullah 
SAW. Apa-apa yang dihalalkan asy-Syᾱri’ hukumnya halal, 

 
287Lihat, asy-Syaukᾱni, Irsyād al-Fuhῡl, h. 6-8. Wahbah az-Zuhaili, 

Uṣῡl al-Fiqh,Juz ke 1, h. 118-119. Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣῡl al-Fiqh, 
h. 21-22. ‘Abd al-Wahhᾱb Khallᾱf, ’Ilm Uṣῡl, h. 97-99. Muhammad Abῡ 
Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 70-74. 

288Terdapat term yang beragam dalam beberapa literatur uṣῡl al-fiqh, 
dalam penyebutan kata akal (al-‘aql), ar-ra’y, al-ijtihᾱd, dan al-qiyᾱs. 
Makna term-term itu secara substantif adalah sama, bersifat mutarᾱdifᾱt.   

289Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaijᾱni, Ma’ᾱlim Uṣῡl al-Fiqh 
‘Inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamᾱ’ah (Riyᾱḍ: Dᾱr ibn aj-Jauziyyah li an-Nasyr 
wa at-Tauzi’, 1416 H/1996 M), h. 100.  

290Muhammad Jawᾱd Mugniyah, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh fi Ṡaubih al-Jadid 
(Bairut: Dᾱr al-‘Ilm al-Mulᾱyin, 1975), Cet. Ke 1, h. 374-375. Muhammad 
Abῡ Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 69-70. Asmuni Abdurrahman, Uṣῡl al-Fiqh 
Syi’ah Imāmiyyah, h. 14.  
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dan apa-apa yang diharamkan-Nya hukumnya haram. Apa-
apa yang dihalalkan asy-Syᾱri’ disebut baik (at-tahsin), di 
dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia. Apa-apa 
yang diharamkan-Nya disebut tidak baik (at-taqbih), di 
dalamnya terdapat kemudaratan atau kemafsadatan bagi 
manusia.291 

D. Mahkῡm Fih (Obyek Hukum) 
1. Pengertian Mahkῡm Fih 

Sebagian ulama uṣῡl al-fiqh lain menggunakan term 
mahkῡm bih untuk menunjuk pengertian obyek hukum 
(al-fi’al al-mukallaf). Pada prinsipnya baik menggunakan 
term mahkῡm fih atau mahkῡm ‘alaih adalah maknanya 
sama, yaitu perbuatan orang mukallaf yang berkaitan 
dengan khiṭᾱb asy-Syᾱri’, baik yang bersifat tuntutan 
untuk mengerjakan (ṭalb al-fi’al) atau meninggalkan (ṭalb 
at-tarki), bersifat pilihan untuk mengerjakan atau tidak 
mengerjakan (at-takhyir) maupun sesuatu yang menjadi 
ketentuan sebagai sebab, syarat, penghalang, ‘azimah, 
rukhṣah, sah, fᾱsid atau bᾱṭfl. Pemahaman ini sejalan 
dengan terminologi mahkῡm fih yang dikemukakan oleh 
az-Zuhaili, yaitu: 

قُ بهِِ حكُْ ارعِِ اقِتْضَِاءً اوَْ تَخيْيِرْاً اوَْوضَْعاً فعِْلُ الْمكُلَ َّفِ ال َّذىِ تعَلَ َّ  مُ الش َّ
Artinya:  “Perbuatan orang mukallaf yang berkaitan 

dengan hukum syara’ baik berupa tuntutan, 
pilihan atau sesuatu yang menjadi penetapan 
(waḍ’iy)”.292 

Jadi, seluruh khiṭᾱb asy-Syᾱri’ itu ada obyeknya. 
Obyeknya adalah perbuatan mukallaf, dan ditetapkan 
hukumnya sesuai dengan apa yang diperbuatnya 
sebagai konsekuensi dari perbuatan-perbuatan tersebut, 

 
291Al-Gazali, al-Mankhῡl min Ta’liqᾱt al-Uṣῡl, editor Muhammad 

Hasan Haity (Mesir: Dᾱr al-Fikr, 1980), h. 8.   
292Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 132.  
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apakah itu perbuatan wajib (al-ijᾱb), sunnah (an-nadb), 
haram (at-tahrim), makruh (al-karᾱhah) dan mubah (al-
ibᾱhah), dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Sebagai 
contoh sebagaimana terlihat dalam beberapa teks al-
Qur’ᾱn dan hadis di bawah ini.  
a. Q.S. al-Baqarah (2): 43:  

كِعِينا    َٰ عا ٱلرَّ واْ ما عخ ةا واٱرۡكا وَٰ كا ةا واءااتخواْ ٱلزَّ لاوَٰ واْ ٱلصَّ قِيمخ
ا
أ  وا

Artinya: “Dan dirikanlah ṣalat, tunaikanlah zakat, dan 
ruku’lah berserta orang-orang yang ruku’”. 

Teks ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang 
mukallaf menegakkan ṣalat, maka menjadilah 
perbuatan menegakkan ṣalat, wajib hukumnya (al-
ijᾱb). 

b. Q.S. al-Baqarah (2): 282: 

مّ ا  سا لٖ مُّ جا
ا
َٰٓ أ ينٍۡ إلَِا ايانتخم بدِا نخوآْ إذِاا تادا يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ

ا
َٰٓأ َّۚ ٞ    يا  فاٱكۡتخبخوهخ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bermu’amalah secara tidak tunai untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya”. 

Dalam ayat ini kalimat “faktubῡh” itu 
menunjukkan perintah kepada orang mukallaf untuk 
menuliskan ketika terjadi transaksi tidak secara 
tunuai (kitᾱbah ad-dain). Tetapi perintah di sini 
hanyalah menunjukkan sunnah (li an-nadb). 

c. Q.S. al-An’ᾱm (6): 151: 

  ٖۚ ِ  بٱِلَۡاق 
خ إلََِّ رَّما ٱللَّّ لَا تاقۡتخلخواْ ٱلَّۡفۡسا ٱلَّتَِّ حا  ُۖ وا

Artinya:  “Janganlah kamu membunuh jiwa yang telah 
diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar”. 
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Ayat ini menunjukkan adanya larangan kepada 
orang mukallaf melakukan membunuh jiwa, maka 
karenanyalah diharamkan hukumnya (at-tahrim).  

Dalam konteks ini kaitan dengan perbuatan 
orang mukallaf, seseorang terhalang mendapatkan 
harta warisan disebabkan membunuh. Sebuah hadis 
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh an-Nasᾱ’i 
dan Dᾱr al-Quṭni dari ‘Amr bin Syu’aib dari 
ayahnya dan kakeknya, beliau bersabda: 

 ٌ  ليَسَْ للِقْاَتلِِ منَِ الْميِرْاَثِ شَيئْ
Artinya: “Bagi pembunuh tidak bisa mewarisi harta 

muwarriṡ”.293 

  

 
293As-Ṣan’ᾱni, Subul as-Salᾱm, Juz ke 3, h. 101. 
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d. Q.S. al-Baqarah (2): 267: 

واْ   ن تخغۡمِضخ
ا
ٓ أ خِذِيهِ إلََِّ

ا
اسۡتخم بأِ ل ونا وا واْ ٱلۡۡابيِثا مِنۡهخ تخنفقِخ مخ لَا تايامَّ وا

 فِيهِٖۚ  
Artinya:  “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya ...”. 

Dalam teks ayat ini terdapat larangan yang 
tidak tegas yang berkaitan dengan perbuatan orang 
mukallaf, yaitu menginfakkan harta yang buruk-
buruk, maka menjadilah menginfakkan harta 
tersebut makruh hukumnya (al-karᾱhah). 

e. Q.S. al-Jumu’ah (62): 10: 

  ِ واْ منِ فاضۡلِ ٱللَّّ رۡضِ واٱبۡتاغخ
ا
واْ فِِ ٱلۡۡ ةخ فاٱنتاشِِخ لاوَٰ  فاإذِاا قخضِياتِ ٱلصَّ

Artinya:  “Apabila telah ditunaikan ṣalat, maka 
bertebaranlah kamu di atas bumi dan carilah 
karunia Allah”. 

Teks ayat ini mengandung perintah untuk 
mencari rizki Allah setelah ṣalat dikerjakan oleh 
orang mukallaf, tetapi perintah di sini hanyalah 
kebolehan saja Karena itu, menjadilah hukumnya 
mubah (al-ibᾱhah).  
Contoh lain, Q.S. al-Mᾱidah (5): 2: 

َّۚ وَإِذاا   َٰناا رضِۡوا ب هِِمۡ وا نِ رَّ  م 
اما يابۡتاغخونا فاضۡلَا ِينا ٱلۡۡايۡتا ٱلَۡارا ٓ ءاامٓ  لَا وا

  َّْۚ ادخوا لالۡتخمۡ فاٱصۡطا  حا
Artinya:  “Dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu ...”. 
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Dalam teks ayat ini terdapat perintah yang 
berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu 
berburu. Perintah berburu di sini hanyalah 
menunjukkan kebolehan saja hukumnya (al-
ibᾱhah).294 

2. Syarat-Syarat Mahkῡm Fih 
Para ahli metodologi hukum Islam (uṣῡliyyin) 

mengemukakan paling tidak ada tiga persyaratan untuk 
sahnya suatu taklif kepada manusia (mukallaf), sebagai 
berikut: 

Pertama,mukallaf mharus mengetahui dengan 
sempurna perbuatan yang akan dilakukan, sehingga 
tujuannya dapat dicerna dengan jelas, dan dapat ia 
lakukan. Dalam konteks ini, seorang mukallaf tidak 
diwajibkan untuk mengerjakan (rukun Islam yang lima) 
seperti ṣalat, zakat, puasa, haji ke Baitullah, melakukan 
jihᾱd, dan bersedekah sebelum mengetahui rukun-
rukun dan persyaratannya, ketentuan, waktunya, serta 
cara mengerjakannya, karena perintah yang terdapat di 
dalam al-Qur’ᾱn bersifat global. Setiap perintah yang 
bersifat global dari firman (khiṭab) Allah, maka taklif 
tidak sah dilakukan, kecuali setelah adanya penjelasan-
penjelasan. Misalnya, perintah mengerjakan ṣalat (Q.S. 
al-Baqarah (2): 43). Selama mukallaf belum mengetahui 
rukun dan persyaratan ṣalat, maka ia tidak di-taklif 
berkewajiban mengerjakan ṣalat. Dalam fakta sejarah, 
dahulu Rasulullah SAW kemudian menjelaskannya 
dengan hadis fi’li-nya yang diriwayatkan oleh Imᾱm 
Ahmad dan al-Bukhᾱri dari Mᾱlik bin al-Huwairiṡ, 
beliau bersabda: 

ُموُنْىِ اصَُل ىِ َيتْ واْ كَماَ راَ  صَل ُ

 
294Beberapa contoh ayat dan hadis tersebut, bisa dilihat dalam ‘Abd 

Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 74. Wahbah az-Zuhaili, lUṣῡl al-
Fiqh, h. 132. 
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Artinya:  “Lakukanlah ṣalat sebagaimana kamu melihatku 
mengerjakan ṣalat”.295 

Kedua, mukallaf harus mengetahui dengan baik dari 
mana sumber taklif itu, tentunya dari yang mempunyai 
otoritas untuk mengenakan taklif kepada mukallaf, 
sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar sebagai 
manifestasi dari keta’atan dan kepatuhannya pada 
perintah Allah. 

Ketiga, perbuatan yang di-taklif-kan harus bersifat 
mungkin, atau tidak berada dalam kemampuan mukallaf 
untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Sebab, 
perintah atau larangan Allah adalah untuk dipatuhi dan 
substansinya untuk kemaslahatan manusia. Jika taklif 
yang dibebankan kepada manusia tidak dapat 
dilaksanakan (talif mᾱ lᾱ yuṭᾱq), maka justru kesulitan 
(al-masyaqqah) yang akan diderita dan dihadapi oleh 
manusia. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Allah 
sendiri tidak akan memerintahkan atau melarang suatu 
perbuatan yang manusia tidak mampu 
melakukannya.296 Karena itu, asy-Syᾱṭibi (w. 790 H) 
mengemukakan dalam konteks maqᾱṣid asy-syari’ah 
dilihat dari sudut pandang tujuan mukallaf (qaṣd at-taklif) 
bahwa syari’at itu sesungguhnya sebagai suatu hukum 
taklif yang harus dilakukan,297 tentunya sesuai dengan 
kemampuan yang telah ditetapkan Allah.   

Dalam perspektif al-Qur’an bahwa Allah telah 
menetapkan taklif kepada mukallaf diukur dengan 
kemampuannya, dan tidak taklif bimᾱ lᾱ yuṭᾱq, terlihat 
di antaranya dalam Q.S. al-Baqarah (2): 286: 

 
295 Asy-Syaukᾱni, Nail al-Auṭᾱr, Juz ke 2, h. 175. 
296Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 77-78. Wahbah az-

Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1,  h. 134-135.  
297Asy-Syᾱṭibi, al-Muwᾱfaqᾱt, Juz ke 2, h. 2.  
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ا   ما ا  لايۡها واعا باتۡ  سا كا ا  ما ا  اها ل  َّۚ ا ها وخسۡعا إلََِّ  نافۡسًا  خ  ٱللَّّ ل فِخ  يخكا لَا 
باتۡۗ   ٱكۡتاسا

Artinya:  “Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. Diberi pahala 
(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya”. 

Q.S. al-Mᾱidah (5): 6: 

جٖ   را نِۡ حا م م  لايۡكخ خ لِِاجۡعالا عا ا يخريِدخ ٱللَّّ  ما
Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu ...”. 

 
 
 

Q.S. al-Hajj (22): 78: 

وا ٱجۡتا  جٖٖۚ هخ را يِنِ منِۡ حا مۡ فِِ ٱلد  لايۡكخ عالا عا ا جا مۡ واما  باىَٰكخ
Artinya:  “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk 

kamu dalam agama dalam suatu kesempitan”. 

Dari beberapa ayat  di atas dipahami oleh para ahli 
metodologi hukum Islam dan termasuk ahli kaidah 
fiqhiyyah bahwa semua perintah dan larangan Allah itu 
berbasis pada batas-batas kemampuan manusia, 
sehingga mereka kemudian merumuskan kaidah: 

َتكَْليِفَْ الِا َّ بفِعِْلٍ  َتكَْليِفَْ فوَقَْ الْاسِْتطِاَعةَِ ,اوَْلا  لا
Artinya:  “Tidak ada taklif pada sesuatu yang tidak mampu 

dilakukan”. 
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 ُ يسِْيرْ ةُ تَجلْبُِ الت َّ  الْمشَقَ َّ
Artinya:  “Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”.298 

Dari persyaratan ketiga yang disebutkan di atas, 
yakni perbuatan itu mungkin dikerjakan atau 
ditinggalkan oleh mukallaf, di kalangan para ahli 
metodologi hukum Islam terjadi beragam pandangan 
dalam mensikapinya: 
a. Di kalangan mayoritas ulama uṣῡl (jumhῡr al-

uṣῡliyyin) mengatakan bahwa tidak sah ada taklif 
terhadap sesuatu yang mustahil, baik kemustahilan 
itu dilihat dari segi ẑat-nya ataupun di luar ẑat-nya. 
Dimaksudkan dengan dilihat dari segi ẑat-nya yaitu 
sesuatu yang tidak tergambar eksistensinya oleh 
akal, seperti berkumpul dua hukum yang saling 
kontradiktif dalam suatu taklif. Tegasnya, dalam 
suatu perbuatan terdapat dua ketentuan hukum 
pada waktu yang sama dan tertuju pada seseorang 
yang sama pula, yaitu wajib dikerjakan, dan pada 
saat itu juga haram untuk dikerjakan. Problem 
seperti ini menurut pemikiran uṣῡliyyin tidak 
mungkin terjadi dan mustahil terjadinya. 

Sedangkan dimaksudkan dengan di luar ẑat-
nya yaitu sesuatu yang tergambar eksistensinya 
menurut akal, tetapi menurut hukum kebiasaan (al-
‘ᾱdᾱt) hal itu mustahil terjadi, seperti manusia bisa 
terbang dengan sendirinya seperti burung. Dalam 
dua jenis kemustahilan, menurut pemikiran 
uṣῡliyyin, tidak sah adanya taklif (lᾱ yaṣihhu at-taklif), 
karena Allah sendiri telah menginformasikan 
bahwa taklif terhadap sesuatu yang tidak bisa 
dilakukan manusia itu tidak ada (lihat, Q.S. al-
Baqarah (2): 286 dan at-Ṭalᾱq (65): 7). 

 
298‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 78.  As-Suyῡṭi, al-

Asybah, h. 55. Ibn Nujaim, al-Asybᾱh,  h. 75. 
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Berbeda dengan jumhῡr al-uṣῡliyyin, mayoritas 
ulama Asy’ari (jumhῡr al-‘asyᾱ’irah) mengatakan 
bahwa boleh taklif dengan sesuatu yang mustahil 
secara mutlak (yajῡz at-taklif bi al-mustahil muṭlaqan), 
baik mustahil pada ẑzatnya ataupun di luar ẑatnya 
disebabkan faktor lain. Seperti, taklif beriman untuk 
orang yang tidak beriman (al-’ᾱṣy), taklif Abῡ Jahal 
dan Abῡ Lahab untuk beriman dan mengakui 
bahwa semua apa yang datang dari Rasulullah 
(qaulan, fi’lᾱn wa taqrirᾱn) itu benar. Pada kasus ini, 
mustahil orang yang ingkar (kᾱfir) akan beriman 
dan pada kenyataannya mereka tidak mampu 
beriman dan mengakui kebenaran Rasulullah. Allah 
sendiri sebenarnya sudah mengetahui sikap mereka 
yang demikian itu. Oleh karena demikian, menurut 
jumhῡr al-‘asyᾱ’irah bahwa taklif dalam sesuatu yang 
mustahil itu merupakan ujian bagi mukallafin. 

b. Di kalangan jumhῡr al-uṣῡliyyin mengatakan bahwa 
tidak sah menurut hukum syara’ seseorang yang 
melakukan perbuatan taklif untuk dan atas nama 
orang lain, bukan untuk dirinya. Oleh karena itu, 
seseorang tidak di-taklif misalnya mengerjakan ṣalat 
untuk saudaranya, membayarkan zakat dari 
hartanya untuk bapaknya, atau berbuat sesuatu 
untuk tetangganya dari kecurian. Dalam konteks 
seperti ini, seseorang tidak dimintakan 
pertanggungjawaban dari perbuatan orang lain. 
Tidak boleh ada tindakan mewakilkan pelaksanaan 
perbuatan yang bersifat fisikel (al-badaniyah). 
Berbeda dalam masalah ibadah haji, jumhῡr al-
uṣῡliyyin dan jumhῡr al-fuqahᾱ’ menyatakan sepakat 
membolehkan ibadah haji diwakilkan kepada orang 
lain dengan syarat yang menggantikan telah 
melaksanakan haji untuk dirinya, kecuali Maẑhab 
Mᾱliki yang tidak membolehkan haji diwakilkan 
(digantikan) oleh orang lain secara mutlak. Mereka 
yang membolehkan ibadah haji digantikan (an-
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niyᾱbah fi al-hajj) dasarnya hadis Rasulullah yang 
diriwayatkan oleh Abῡ Dᾱwud, Ibn Mᾱjah, dan 
diṣahihkan oleh Ibn Hibbᾱn dari Ibn ‘Abbᾱs, 
diinformasikan bahwa beliau mellhat seseorang 
melakukan ihram haji untuk Syubrumah, kemudian 
beliau bersabda (bertanya) kepadanya:  

عنَْ   حُج َّ  ثمُ َّ  فْسِكَ  ن َّ عنَْ  حُج َّ   : ,قاَلَ  لاَ  قاَلَ  ؟  نفَْسِكَ  عنَْ  َّجْتَ  حَج َّ
 شُبرْمُةََ  

Artinya:  “Sudahkah kamu haji untuk dirimu”. ? 
Orang itu menjawab: “Tidak”, lalu 
Rasulullah bersabda: Hajilah dahulu untuk 
dirimu, baru kemudian kamu haji untuk 
Syubrumah”.299 

Demikian juga dalam masalah menggantikan 
puasa orang lain yang sudah meninggal dunia, 
sebagian ulama maẑhab Syᾱfi’i, al-Auzᾱ’iy (w. 157 
H) dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) adalah 
membolehkan. Dasar mereka adalah hadis riwayat 
Muttafaq ‘Alaih dari ‘Ᾱisyah, r.a., bahwasannya Nabi 
SAW bersabda:  

 ُ ه  منَْ ماَتَ وعَلَيَهِْ صَومٌْ صَامَ عنَهُْ ولَيِ ُ
Artinya: “Barang siapa telah meninggal dunia dan ia 

berutang puasa, maka walinya berkewajiban 
membayar hutang puasa itu”.300 

Akan tetapi, menurut Imᾱm Abῡ Hanifah (w. 
150 H), Mᾱlik (w. 179 H), dan asy-Syᾱfi’i (w. 204 H) 

 
299As-Ṣan’ᾱni, Subul as-Salām, Juz ke 2, h. 184.  
300Ibid., h. 165.  
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mereka tidak membolehkan hutang puasa 
digantikan oleh orang lain. 

c. Tidak sah menurut hukum syara’ seseorang yang 
melakukan perbuatan taklif yang bersifat jibiliyyah, 
yaitu kejiwaan seseorang yang mudah menerima 
dengan menyingkirkan semua kesulitan dan 
pembebanan, sehingga ia tidak mempunyai hak 
pilih (ikhtiyᾱr). Seperti, sikap malu, takut, senang, 
marah, benci, nafsu makan dan minum. Perbuatan 
dan sikap seperti ini, apabila terdapat teks ayat al-
Qur’ᾱn atau hadis yang menunjukkan taklif, maka 
teks tersebut bisa dipalingkan maknanya secara 
tersuratnya kepada sebab dan akibatnya. Sebagai 
contoh, Q.S. Ali Imrᾱn (3): 102: 

نتخم 
ا
أ وا إلََِّ  وتخنَّ  تامخ لَا  اتهِۦِ وا تخقا قَّ  ا حا ٱللَّّ واْ  ٱتَّقخ نخواْ  ءااما يِنا  ا ٱلَّ ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

ونا    سۡلمِخ  مُّ
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepada-
Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam”. 

Teks ayat ini secara tersuratnya, 
memerintahkan seseorang agar tidak meninggal 
dunia sebelum ia menjadi muslim. Tetapi, masalah 
meninggal dunia bukanlah kewenangan prerogatif 
manusia, namun Allah-lah yang mempunyai 
kewenangan prerogatif mencabut nyawa setiap 
makhluk-Nya. Oleh karena demikian, makna 
tersurat dari teks ayat dimaksud dipalingkan dan 
substansi yang dimaksudkan oleh ayat tersebut 
adalah untuk menyuruh manusia memeluk agama 
Islam sebelum meninggal dunia.301 

 
301Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 135-140.  
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Berikutnya, para ahli metodologi hukum Islam 
memperbincangkan dan mengkritisi masalah 
kesulitan (al-masyaqqah) dalam taklif, dengan 
mempertanyakan, bolehkah ditetapkan taklif 
terhadap amalan yang mengandung masyaqqah. ? 
Menjawab pertanyaan ini, jumhῡr al-uṣῡliyyin 
seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili 
membagi masyaqah itu pada dua macam, yaitu al-
masyaqqah al-mu’tᾱdah, dan al-masyaqqah gair al-
mu’tᾱdah.302 

Dimaksudkan dengan al-masyaqqah al-mu’tᾱdah 
yaitu: 

 َ ةُ ال َّتىِ يسَْتطَيِعُْ الانِسْاَنُ ت ِ الَمْشَقَ َّ بهِ ررُِ َاقُ الض َّ  حمْلِهُاَ دوُْنَ الِْح
Artinya:  “Kesulitan yang bisa diatasi oleh manusia 

tanpa membawa kemudaratan baginya”.303 

Masyaqqah yang demikian ini tidak dihilangkan 
oleh asy-Syᾱri’ dari manusia dan hal ini bisa terjadi, 
karena semua perbuatan dalam kehidupan ini tidak 
terlepas dari masyaqqah tersebut. Sebagai contoh, 
mengerjakan ṣalat itu bisa melelahkan badan (it’ᾱb 

al-jism) dan kurang berfikir (haṣr al-fikr), puasa itu 
menimbulkan rasa lapar, haus dan dahaga, dan hal-
hal lain yang berimplikasi pada terjadinya 
masyaqqah. Masyaqqah seperti ini sangat 
memungkinkan bisa dilakukan dan tidak 
menghalangi mukallaf untuk melaksanakan taklif 

yang telah ditetapkan asy-Syᾱri’. 
Sedangkan yang dimaksudkan dengan al-

masyaqqah gair al-mu’tᾱdah, yaitu: 

 
302Ibid,  
303Ibid., h. 141.  
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َّفوُسِْ   الن ُ علَىَ  وتَفَدَ ُ  عاَدةًَ  الْانِسْاَنُ  لهُاَ  َيتََحمَ َّ لا ال َّتىِ  ائدِةَُ  الز َّ ةُ  الَمْشَقَ َّ
ِنظِاَمِ حَياَتِهاَ  فاَتِهاَ وتََخلِ ُ ب  تصَرَ َّ

Artinya:  “Kesulitan yang biasanya tidak mampu 
diatasi oleh manusia, karena bisa mengancam 
jiwa, dan mengacaukan sistem 
kehidupannya”.304 

Sistem kehidupan dimaksudkan dalam 
terminologi tersebut, apakah itu berkaitan dengan 
kehidupan pribadi, kelompok masyarakat maupun 
kehidupan pada umumnya, masyaqqah bentuk 
yang kedua ini dapat berimplikasi dan menghambat 
perbuatan yang bermanfaat. Menurut jumhῡr al-
uṣῡliyyin, secara rasional, al-masyaqqah al-
mu’tᾱdah ini dapat diterima, tetapi, dalam realitas 
tidak  akan terjadi, karena reasoning-nya bahwa 
Allah sendiri tidak bertujuan mensyari’atkan taklif-
Nya untuk memberikan masyaqqah kepada 
manusia. Oleh karena itu, seperti Allah tidak 
memerintahkan manusia untuk berpuasa siang dan 
malam (al-wiṣᾱlu fi as-ṣiyᾱm), mengerjakan ṣalat 
malam dengan terus-menerus. 

Sebagai argumentasi, mereka mengacu pada 
beberapa teks al-Qur’ᾱn dan hadis, di antaranya: 
1) Q.S. al-Baqarah (2): 185: 

سۡۡا  مخ ٱلۡعخ لَا يخريِدخ بكِخ مخ ٱلۡيخسۡۡا وا خ بكِخ  يخريِدخ ٱللَّّ
Artinya:  “Allah menghendaki kemudahan bagimu 

dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu”; 

2) Q.S. al-A’rᾱf (7): 157: 

 
304Ibid., h. 142. 
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لايۡهِمَّۡۚ   ناتۡ عا تَِّ كَا
َٰلا ٱلَّ غۡلا

ا
مۡ واٱلۡۡ مۡ إصِۡۡاهخ نۡهخ عخ عا ياضا  وا

Artinya: “Dan membuang dari mereka beban-
beban dan belenggu-belenggu yang ada 
pada mereka”. 

3) Q.S. al-Hajj (22): 78: 

مۡ  وا ٱجۡتاباىَٰكخ جٖٖۚ هخ را يِنِ منِۡ حا مۡ فِِ ٱلد  لايۡكخ عالا عا ا جا   واما
Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 

untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan”. 

4) Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 28: 

ا    عِيفا َٰنخ ضا نسا لقِا ٱلِۡۡ مَّۡۚ واخخ نكخ فِا عا اف  ن يَخ
ا
خ أ  يخريِدخ ٱللَّّ

Artinya:  “Allah hendak memberikan keringanan 
kepadamu, dan manusia dijadikan 
bersifat lemah”. 

5) Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imᾱm 
Ahmad bin Hanbal dari Jᾱbir, Rasulullah SAW. 
bersabda: 

 ِ محْةَ ةِ الس َّ َنفِيِ َّ  بعُثِتُْ باِلْح
Artinya:  “Aku diutus dengan membawa agama 

yang mudah”.305 

6) Hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq ‘Alaih 
dari Anas bin Mᾱlik, Nabi SAW bersabda: 

 
305Imām Ahmad, Musnadal-Imām Ahmad bin Hanbal, Juz ke 5, h. 266. 
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رغَبَِ   فمَنَْ  الن سِاَءَ  جُ  واَتَزَوَ َّ واَفَطْرُِ  واَصَُومُْ  واَنَاَمُ  انَاَاصَُل ىِ  ل كَِن ىِ 
تىِ فلَيَسَْ منِ ىِ  عنَْ سُن َّ

Artinya: “Tetapinya Aku ṣalat, tidur, berpuasa 
berbuka, dan menikahi perempuan, 
barang siapa yang membenci sunnah-ku, 
maka ia bukanlah dari golonganku”.306 

Berdasarkan teks-teks al-Qur’ᾱn dan hadis 
tersebut di atas, menurut para ahli metodologi 
hukum Islam menunjukkan bahwa syari’at 
Islam yang telah disyari’atkan Allah tidak 
membebani mukallaf dengan berbagai kesulitan 
(al-masyaqqah) dan kesempitan (al-haraj), tetapi 
justru untuk memudahkan mukallaf dalam 
merealisir taklif yang dibebankannya. 

3. Macam-Macam Mahkῡm Fih 
Para ulama uṣῡl al-fiqh membagi macam-macam 

mahkῡm fih dilihat dari dua segi, yaitu segi eksistensinya 
secara material dan syara’, dan dari segi hak yang 
terdapat dalam perbuatan itu sendiri.307 
a. Dilihat dari segi eksistensinya secara material 

(maujῡdun hissiyyun) dan syara’, mahkῡm fih 
dibedakan pada empat segi: 
1) Perbuatan secara material ada, tetapi tidak 

termasuk perbuatan yang terkait dengan syara’, 
seperti makan dan minum. Kedua unsur ini 
adalah perbuatan mukallaf yang eksis dilakukan 
pada setiap harinya, tetapi tidak terkait dengan 
hukum syara’. 

2) Perbuatan yang secara material ada dan 
menjadi sebab adanya konsekuensi sanksi 
hukum, seperti melakukan perbuatan zina, 

 
306As-Ṣan’ᾱni, Subul as-Salām, Juz ke 3, h. 110. 
307At-Taftᾱzᾱni, Syarh at-Talwih ‘alā at-Tauḍih, Juz ke 2, h. 313. 
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mencuri, dan membunuh. Perbuatan ini 
menjadi sebab adanya konsekuensi sanksi 
hukum, yaitu hudῡd dan qiṣᾱṣ. 

3) Perbuatan yang secara material ada dan baru 
bernilai hukum apabila memenuhi rukun dan 
persyaratan yang ditentukan, seperti 
mengerjakan ṣalat dan mengeluarkan zakat. 

4) Perbuatan yang secara material ada dan diakui 
syara’, serta berimplikasi adanya hukum syara’ 
yang lain, seperti melakukan nikah, akad jual 
beli, dan sewa menyewa. Perbuatan hukum 
seperti ini secara material ada dan diakui oleh 
syara’ sepanjang terpenuhi rukun dan 
persyaratannya, masing-masing perbuatan 
hukum itu berakibat munculnya hukum syara’ 
yang lain. Melaksanakan nikah berkonsekuensi 
dihalalkannya hubungan badan suami isteri, 
berkewajiban memberikan nafkah isteri, dan 
kewajiban memberikan mas kawin kepada isteri 
yang dinikahinya; Melaksanakan akad jual beli 
berkonsekuensi berpindahnya hak milik penjual 
(al-bᾱ’i’) kepada pembeli (al-musytari), dan 
pembeli berhak memanfa’atkan barang yang 
dimilikinya; Demikian juga seseorang berhak 
memanfa’atkan barang milik orang lain yang 
disewanya, dan orang yang menyewakan 
barangnya berhak menerima jasa atau upah 
dari akad sewa menyewa. 

b. Dilihat dari segi hak yang terdapat dalam 
perbuatan, mahkῡm fih dibedakan pada empat 
macam, yaitu: 
1) Semata-mata hak Allah (haqq Allah), yaitu hak 

yang bersifat umum, seseorang tidak 
dibenarkan melakukan tindakan yang dapat 
menggugurkan hak Allah ini. Para ahli 
metodologi hukum Islam berdasarkan 
penelitian dan analisisnya disimpulkan 
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berkaitan dengan hak Allah ini ada delapan 
macam, sebagai berikut: 
a) Ibadah murni (‘ibᾱdah mahḍah), seperti 

iman, ṣalat, zakat, puasa dan haji (disebut 
rukun Islam yang lima). Ibadah ini 
dimaksudkan untuk mnegakkan agama 
yang bersifat primer (ḍarῡri). 

b) Ibadah yang di dalamnya mengandung 
makna bantuan kesejahteraan (al-ma’ῡnah), 
seperti zakat fitrah, sebagai salah satu 
macam dari sedekah wajib.  Hal ini 
diwajibkan kepada muzakki sebagai 
manifestasi taqarrub ilᾱ Allah, diberikan 
kepada orang-orang fakir dan miskin, 
termasuk pembantu rumah tangga (al-
khadimah), dan anak kecil yang belum cakap 
bertindak hukum. 

c) Bantuan kesejahteraan yang bernilai ibadah, 
seperti pungutan dari hasil tanah pertanian 
(perkebunan) dengan persepuluhan (al-
‘usyriyyah), atau dari tanaman (holtikultura) 
yang mencapai ketentuan wajib 
dikeluarkan zakatnya. 

d) Beberapa bentuk pungutan yang 
ditentukan, apabila seseorang tidak 
membayarnya seperti  pajak (al-kharaj) 
karena tidak ikut berperang (jihᾱd), atau 
rampasan perang yang tidak 
didistribusikan, maka akan diberikan sanksi 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

e) Macam-macam sanksi yang sempurna 
(‘uqῡbah kᾱmilah) dalam berbagai tindak 
pidana, misalnya jarimahhudῡd, seperti 
sanksi perbuatan zina (Q.S. an-Nῡr (24): 2), 
sanksi pencurian (Q.S. al-Mᾱidah (5): 38), 
sanksi para pembangkang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya (al-hirᾱbah, al-bugᾱtm 
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qaṭ’u at-ṭariq) (Q.S. al-Mᾱidah (5): 33), dan 
sanksi-sanksi tindak pidana ta’zir. Semua 
ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan 
masyarakat pada umumnya. 

f) Macam-macam sanksi yang terbatas 
(‘uqῡbah qᾱṣirah), seperti terhalangan 
seorang pembunuh dalam mendapatkan 
harta warisan, karena membunuh pemilik 
harta tersebut. 

g) Sanksi yang mengandung makna ibadah, 
seperti kafarat sumpah (kaffᾱrah al-yamin), 
kafaratẓihᾱr (kaffᾱrah az-ẓihᾱr), kafarat 
membunuh karena kesalahan (kaffᾱrah al-
qatl khaṭᾱ’an), dan kafarat orang yang 
melakukan hubungan seksual di siang hari 
bulan ramaḍᾱn dengan sengaja.   

h) Hak-hak yang harus dibayarkan (haqqun 
qᾱimun binafsih), seperti kewajiban 
mengeluarkan seperlima dari harta 
terpendam (al-ma’ᾱdin) dan harta 
rampasan perang (al-ganᾱim). 

2) Hak-hak hamba (huqῡq al-‘ibᾱd) yang terkait 
dengan kepentingan pribadi, seperti ganti rugi 
harta seseorang yang dirusak, hak-hak 
kepemilikan, hak orang yang menghutangkan 
barang (uang) miliknya (ad-dain), hak menerima 
ganti rugi (ad-diyat), dan semua hak 
kepemilikan harta pribadi. 

3) Berkumpul antara hak Allah dengan hak 
manusia, tetapi yang dimenangkan adalah hak 
Allah, karena lebih dominan, seperti sanksi 
qaẑaf (orang yang menuduh orang lain berbuat 
zina). Hak-hak ini dilihat dari segi 
kemaslahatan dan kehormatan masyarakat, 
termasuk hak Allah. Tetapi, dilihat dari segi 
harga diri dan malu bagi orang yang tertuduh, 
termasuk hak pribadi (haqq al-‘abd). Hak-hak 
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yang demikian ini menurut uṣῡliyyin bahwa hak 
Allah harus dimenangkan dari pada hak 
manusia. 

4) Berkumpul antara hak Allah dengan hak 
manusia, tetapi yang dimenangkan adalah hak 
manusia, karena lebih dominan, seperti sanksi 
qiṣᾱṣ terhadap pelaku pembunuhan dengan 
sengaja. Hak Allah dalam pidana qiṣᾱṣ ini 
berkaitan dengan menjaga kemaslahatan 
umum, penghormatan terhadap darah 
seseorang yang menjadi korban, pemeliharaan 
keamanan, dan terminimalisirnya tindak pidana 
pembunuhan. Sedangkan hak manusia adalah 
adanya jaminan kelangsungan hidup pihak 
keluarga korban (Q.S. al-Baqarah (2): 1179). 
Akan tetapi, karena dalam pelaksanaan qiṣᾱṣ ini 
sepenuhnya diserahkan kepada keluarga 
korban, mereka mempunyai hak untuk 
menggugurkan sanksi qiṣᾱṣ tersebut dengan 
cara memberikan ma’af dan membayar ganti 
rugi (qiṣᾱṣ diyat) (Lihat, Q.S. al-Baqarah (2): 178). 
Pelaksanaan sanksi seperti ini, maka yang 
dianggap dominan adalah hak manusia (haq al-
‘abd).308 

E. Mahkῡm ‘Alaih (Subyek Hukum) 
1. Definisi mahkῡm ‘alaih 

Secara etimologi, mahkῡm ‘alaih adalah seseorang 
yang melakukan tindakan hukum (al-mukallaf). Mukallaf 
berarti orang yang dibebani hukum. Artinya, orang 
yang dipandang cakap bertindak hukum, baik yang 
berkaitan dengan perintah Allah (al-awᾱmir) maupun 
larangan-larangan-Nya (an-nawᾱhi). Sedangkan secara 
terminologi, mahkῡm ‘alaih, yaitu: 

 
308Zaki ad-Din Sya’bᾱn, Uṣῡl al-Fiqh, h. 256-262. ‘Abd Allah Yῡsuf al-

Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 78-81. Wahbah az-Zuhaili, oUṣῡl al-Fiqh, Juz ke 
1, h. 152-157,  
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خْصُ ال َّذىِ تعَلَ َّقُ خِطاَبُ الل هِ تعَاَلىَ بفِعِلْهِِ  ى باِلْمكُلَ َّفِ الش َّ  وَيسُمَ َّ
Artinya:  “Seseorang yang perbuatannya dikenai firman 

Allah, yaitu mukallaf atau orang yang menjadi 
obyek tuntutan hukum syara’”.309 

Berdasarkan definisi secara etimologi dan 
terminologi tersebut dapat ditegaskan bahwa mukallaf 
itu sesungguhnya orang yang sudah dianggap cakap 
bertindak hukum, baik berkaitan dengan perintah Allah 
maupun larangan-larangan-Nya. Semua taklif yang akan 
diberlakukan kepada mukallafin akan selalu 
direlevansikan dengan kemampuan dan kecakapan 
mereka berdasarkan akal dan pemahaman mereka.  

2. Persyaratan Taklif 
Semua orang mukallaf yang akan menjalankan taklif, 

mereka bisa melaksanakannya apabila memenuhi 
persyaratan, sebagai berikut: 
a. Seorang mukallaf harus memiliki kemampuan untuk 

memahami dalil taklif, baik yang bersumber dari al-
Qur’ᾱn dan hadis atau melalui bantuan orang lain 
yang memungkinkan dirinya mengetahui dan 
memahami firman Allah dari dua sumber tersebut. 
Kemampuan memahami ini sangat terkait dengan 
perkembangan akal dan tingkat kedewasaan 
mukallaf. Q.S. al-Baqarah (2): 286, Allah berfirman: 

خۡطا 
ا
وۡ أ
ا
َّسِيناآ أ اخِذۡناآ إنِ ن بَّناا لَا تخؤا َّۚ  را ناا

ۡ
 أ

Artinya:  “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang tak sanggup kami 
memikulnya”. 

Oleh karena itu, orang yang belum memiliki 
kemampuan akal yang sehat dan tingkat 

 
309ibid., h. 158. Zaky ad-Din Sya’bᾱn, Uṣῡl al-Fiqh, h. 267. 
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kedewasaan yang, sempurna (‘ᾱqil-bᾱlig), maka 
tidak mungkin dapat melaksanakan segala sesuatu 
yang di-taklif-kan kepadanya. Dengan kata lain, 
seseorang tidak dapat melaksanakan taklif sesuai 
dengan yang diinginkan syara’. Q.S. an-Nῡr (24): 59, 
Allah berfirman: 

ذِ
ْ
مخ ٱلَۡخلخما فاليْاسۡتاأ َٰلخ مِنكخ طۡفا

ا
يِنا  وَإِذاا بالاغا ٱلۡۡ ذانا ٱلَّ

ْ
ا ٱسۡتاأ ما نخواْ كا

بۡلهِِمَّۡۚ   منِ قا
Artinya:  “Dan apabila anak-anakmu telah sampai 

umur balig, maka hendaklah mereka meminta 
izin, seperti orang-orang yang sebelum 
mereka meminta izin”. 

Dari persyaratan ini jelas menunjukkan bahwa 
subyek hukum yang tidak ‘ᾱqil-bᾱlig atau karena 
sesuatu hal lain, seperti orang gila (al-majnῡn), anak 
kecil (as-ṣabiy), orang tertidur (an-nᾱim), orang 
terlupa (as-sahwu/an-nisyᾱn), orang yang tersalah 
(al-khaṭᾱ’), dan orang terpaksa (al-ikrᾱh), maka 
mereka tidak dikenakan taklif, karena secara hukum 
mereka dipandang tidak mampu memahami dalil 
taklif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rasulullah 
SAW. yang diriwayatkan oleh Imᾱm Bukhᾱri, Abῡ 
Dᾱwud, at-Timiẑi, an-Nasᾱ’i, Ibn Mᾱjah, dan Dᾱr 
al-Quṭni dari Ᾱ’isyah: 

ى  حَت َّ بىِ ِ  الص َّ وعَنَِ  يسَْتيَقْظَِ  ى  حَت َّ اءمِِ  الن َّ عنَِ   : ثلَاثٍَ  عنَْ  الْقلَمَُ  رفُعَِ 
ى يفَيِقَْ  َجنْوُنِْ حَت َّ  يعَْقلَِ وعَنَِ الْم

Artinya:  “Diangkatkan pena (tidak digunakan untuk 
mencatat amal perbuatan manusia) dari tiga 
orang, pertama orang tidur sampai ia 
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bangun, kedua anak kecil sampai ia balig, dan 
ketiga orang gila sampai ia sembuh”.  

b. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan 
dewasa, sehingga seseorang dipandang layak dan 
cakap melakukan tindakan hukum, yang menurut 
uṣῡliyyin disebut dengan ahliyyah. (Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 
58). 

Pada umumnya para ulama fikih (jumhῡr al-
fuqahᾱ’) berpendapat bahwa seseorang dipandang 
dewasa, secara fisik dicirikan dengan, apabila ia 
bermimpi basah (ke luar sperma) pertama kali bagi 
laki-laki, dan menstruasi bagi perempuan. Atau 
dilihat dari segi umur, sebagian ulama mengatakan 
bahwa usia dewasa minimal berumur 15 tahun, dan 
sebagian yang lain mengatakan minimal berumur 
17 tahun hingga 18 tahun. Dari perkiraan-perkiraan 
para ulama fikih tersebut kemudian ulama 
Indonesia menetapkan berdasarkan ijtihad 
kolektifnya seperti terlihat dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 
(1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.310 

Dapat ditegaskan, jika ternyata seseorang 
akalnya sehat dan sempurna, kematangan 
kedewasaan tanpak, dan umurnya sudah mencapai 
16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-
laki, maka mereka sudah dikategorikan sebagai 
mukallaf yang bisa menanggung beban taklif. 
Semua apa yang mereka lakukan maka 
konsekuensinya bisa dimintakan 

 
310Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: 

Penerbit Arkola, t.t.), h. 3. 
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pertanggungjawaban dari semua perbuatan dan 
tindakan hukum (ahiyyah)-nya.  
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3. Ahliyyah (Kecakapan Melakukan Tindakan Hukum) 
a. Definisi Ahliyyah 

Secara etimologi, ahliyyah adalah as-ṣalᾱhiyyah 
berarti kepantasan, atau kecakapan seseorang 
menganani sesuatu (ahliyyah al-insᾱn li asy-syai’).311 
Sedangkan secara terminologi, ahliyyah adalah: 

ًا لِخطِاَبٍ تشرْعِِي ٍ  خْصِ تَجعْلَهُُ محَلَا ًّ صَالِح ارعُِ فىِ الش َّ رهِاَ الش َّ  صِفةَُ يقُدَ َّ
Artinya:  “Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang 

dijadikan ukuran oleh asy-Syᾱri’ untuk 
menentukan seseorang itu telah cakap dikenai 
tuntutan syara’”.312 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu 
sifat yang dapat mencirikan seseorang dapat 
dikatakan telah sempurna akal dan fisiknya, 
sehingga semua tindakan hukumnya dapat dikenai 
pertanggungjawaban sesuai ketentuan syara’.  

b. Pembagian Ahliyyah 
Para ahli metodologi hukum Islam (uṣῡliyyin), 

kecakapan melakukan tindakan hukum (ahliyyah), 
mereka bedakan pada dua macam, yaitu ahliyyah al-

wujῡb, dan ahliyyah al-adᾱ’. 
Dimaksudkan dengan ahliyyah al-wujῡb, yaitu 

kecakapan seseorang untuk menanggung dan 
menerima hak-hak (al-huqῡq) dan kewajiban-
kewajiban (al-wᾱjibᾱt). Kecakapan ini sudah ada 
sejak ditiupkan ruh ke dalam tubuh seorang anak 
Adam, dan berlaku sampai dia dilahirkan dalam 
keadaan hidup. Q.S. al-A’rᾱf (7):  

 

 
311‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 84. Wahbah az-

Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 163.  
312 ‘Abd al-‘Aziz al-Bukhᾱri,  Kasyf al-Asrᾱr, Jld 2, h. 1357. 



234 
 

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu 
mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi 
mereka dan mengambil kesaksian terhada jiwa mereka 
...”. 

Berdasarkan ayat ini dapat dipahani, jika 
ternyata anak Adam yang dilahirkan itu tidak 
hidup (dalam keadaan meninggal dunia), maka  
keberadaannya dianggap tidak ada. Dan ahliyyah 
al-wujῡb ini dikaitkan dengan sifat kemanusiaan 
(al-insᾱniyyah). Artinya, sejak anak Adam itu 
dilahirkan ke dunia dalam keadaan hidup, maka 
sejak itu pula dia memiliki sifat kemanusiaan secara 
sempurna hingga pada akhir hayatnya.313 Sebagai 
contoh, apabila ada seseorang yang memberikan 
hibah kepada orang yang memiliki ahliyyah al-
wujῡb, maka ia dipandang telah cakap menerima 
hibah tersebut, menerima ganti rugi dari barangnya 
yang dirusak orang lain, dan menerima harta 
warisan dari saudara keluarganya yang meninggal 
dunia. Akan tetapi, karena secara usia belum 
dewasa, maka dia belum cakap untuk dibebani 
kewajiban-kewajiban syara’, seperti mengerjakan 
ṣalat, puasa, dan haji. Kalaupun dikerjakan, maka 
status amalannya bukanlah sebagai kewajiban, 
melainkan sebagai sekedar pembelajaran (li at-
ta’dib) dan pendidikan (at-tarbiyyah) saja. 

Dalam kaitan ini, uṣῡliyyin juga membedakan 
ahliyyah al-wujῡb menjadi dua macam, yaitu 
ahliyyah al-wujῡb al-kᾱmilah dan ahliyyah al-
wujῡb an-nᾱqiṣah: 
1) Ahliyyah al-wujῡb al-kᾱmilah, yaitu seseorang 

yang secara potensial dipandang sempurna 
memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban 
dan sekaligus diberi hak. Contoh kecakapan ini 
seperti telah dikemukakan di atas, seorang anak 

 
313‘Abd Allah Yῡsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣῡl, h. 84. 
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Adam yang lahir kedunia hingga akhir 
hayatnya, dia dipandang cakap menerima 
hibah, warisan dari pewarisnya, dan lain-lain. 
Sekaligus juga dipandang cakap dikenai 
kewajiban tertentu, seperti kewajiban 
membayar zakat fitrah, kewajiban 
mengeluarkan zakat malnya menurut sebagian 
ulama.  

2) Ahliyyah al-wujῡb an-nᾱqiṣah, yaitu kecakapan 
seseorang yang tidak sempurna untuk 
melaksanakan semua kewajiban dan menerima 
semua hak. Misalnya, janin dalam kandungan 
seorang ibu, dia (janin) posisinya hanya 
menerima hak tertentu, tetapi tidak menerima 
kewajiban apa pun bentuknya. Hak tersebut 
menjadi haknya yang nyata apabila setelah 
dilahirkan, janin tersebut dalam keadaan hidup. 
Jika, dia meninggal dunia setelah lahir ke dunia, 
maka dia tidak diberikan hak apa pun, karena 
orang meninggal tidak mempunyai hak 
mewarisi harta dari pewarisnya.  

Sedangkan dimaksudkan dengan ahliyyah 
al-adᾱ’, yaitu kecakapan bertindak untuk 
melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh 
syara’, baik perbuatan-perbuatan yang 
berkaitan dengan masalah ibadah, seperti ṣalat, 
dan puasa, berkaitan dengan masalah 
mu’amalah, kewarisan, tindak pidana (al-
jinᾱyah), maupun masalah-masalah yang 
lainnya.  

Acuan untuk mengetahui status ahliyyah al-
adᾱ’ tolok ukurnya adalah akal. Menurut 
uṣῡliyyin, tolok ukurnya adalah ‘ᾱqil, bᾱlig, dan 
cerdas (ar-rusyd). Dasarnya, Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 6, 
Allah berfirman: 
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مۡ  ِنۡهخ م  اسۡتخم  ءاان فاإنِۡ  حا  ٱلۡ كَِا واْ  بالاغخ إذِاا   َٰٓ تََّّ حا  َٰ َٰمّا ٱلِۡاتا واٱبۡتالخواْ 
ا فاٱدۡ  مُۡۖ  رخشۡدا اهخ َٰل مۡوا

ا
ۡهِمۡ أ

وآْ إلِِا عخ  فا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai 
mereka cukup umur untuk kawin, 
kemudian jika menurut pendapatmu 
mereka telah cerdas (pandai memelihara 
harta), maka serahkanlah kepada mereka 
harta-hartanya”. 

“Cukup umur” dalam teks ayat tersebut 
dipahami oleh uṣῡliyyin dengan seorang anak 
telah bermimpi basah, mengeluarkan sperma 
bagi laki-laki, dan menstruasi bagi anak 
perempuan. Anak-anak yang telah dewasa 
seperti ini, secara hukum, dipandang telah 
cakap melakukan tindakan hukum, dan semua 
apa yang diperbuatnya akan dimintakan 
pertanggungjawaban, baik ketika masih di 
dunia maupun kelak di akhirat.  Dari sini juga 
dapat dipahami secara mafhῡm mukhᾱlafa, 
bahwa orang yang tidak memiliki akal 
sempurna, seperti orang gila, dan anak kecil 
(belum atau sudah mumayyiz), dianggap tidak 
memiliki ahliyyah al-adᾱ’.  

F. ‘Awᾱriḍ al-Ahliyyah (Halangan-Halangan Kecakapan 
Bertindak Hukum) 
Seseorang dengan potensi akal sehatnya, di satu sisi dia 

memiliki kecakapan menerima kewajiban dan hak (ahliyyah 
al-wujῡb), dan di sisi lain, dia memiliki kecakapan untuk 
bertindak hukum (ahliyyah al-adᾱ’). Tetapi, terkadang pada 
waktu-waktu tertentu kecakapan yang dimilikinya itu 
terhalang oleh faktor-faktor lain yang berakibat dipandang 
tidak cakap melakukan tindakan hukum. Faktor-faktor 
tersebut datang bisa dari dalam dirinya sendiri, dan bisa 
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datang dari luar dirinya. Faktor-faktor demikian ini 
menurut para ahli metodologi hukum Islam disebut dengan 
‘awᾱriḍ al-ahliyyah. Kemudian mereka (uṣῡliyyin) dalam 
mengkaji ‘awᾱriḍ al-ahliyyah ini membedakan pada dua 
kategori, yaitu ‘awᾱriḍ as-samᾱwiyyah, dan ‘awᾱriḍ al-
muktasabah.314 
1. ‘Awᾱriḍ as-samᾱwiyyah 

Dimaksudkan dengan ‘awᾱriḍ as-samᾱwiyyah, yaitu 
halangan-halangan kecakapan seseorang bertindak 
hukum yang datang dari langit (Allah), bukan dari 
kehendak dan akibat perbuatan diri seseorang. 
Halangan-halangan kelompok ini, sebagai berikut: 
a. (Gila (al-junῡn), yaitu hilangnya akal untuk 

mempertimbangkan tindakan suatu perbuatan (al-
af’ᾱl) dan ucapan (al-aqwᾱl) secara logik. Gila, 
menghalangi seseorang untuk bertindak hukum, 
yang secara substansial, apakah gilanya itu secara 
terus-menerus permanen (al-junῡn al-muabbad) 
ataupun keadaan gila secara temporal (al-junῡn al-
mu’aqqat).  

b. Anak-anak (as-ṣagir). Secara hukum pokok (al-aṣl), 
usia anak-anak itu tidak dikenakan taklif, karena 
akalnya sama halnya dengan orang gila, sehingga 
semua kewajiban yang merupakan hak Allah, 
seperti ṣalat, puasa itu gugur, meskipun masa anak-
anak ini telah memiliki ahliyyah al-wujῡb dan 
ahliyyah al-adᾱ’ an-nᾱqiṣah. Akan tetapi, dalam 
konteks ‘awᾱriḍ al-ahliyyah ini, usia anak-anak 
dipandang sebagai penghalang baginya untuk 
bertindak hukum secara penuh. 

c. Lemah akal (al-‘atah), yaitu seseorang yang terdapat 
kelainan akal, sehingga tidak bisa berpikir dengan 
baik, dan bahkan bisa dikatakan setengah gila 
(dungu). Dalam pengamatan fakta, orang lemah 

 
314ibid., h. 89. Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 168. Zaki 

ad-Din Sya’bᾱn, Uṣῡl al-Fiqh, h. 274.  
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akal ini, ada yang posisinya seperti anak mumayyiz, 
dan ada yang disamakan dengan anak gair 
mumayyiz. Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w.751H) 
mengatakan bahwa al-‘atah/al-ma’tῡh, yaitu orang 
yang kurang sekali pemahamannya, tidak teratur 
perkataannya, rusak pentadbirannya, hanya dia 
tidak memukul dan tidak memaki-maki 
sebagaimana dilakukan oleh orang yang gila.315 

d. Lupa (an-nisyᾱn), yaitu keadaan seseorang tidak 
mampu mengingat sesuatu ketika diperlukan. 
Keadaan lupa tidak menghilangkan kecakapan 
bertindak hukum (ahliyyah al-wujῡb), dan tidak bisa 
dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari 
kewajiban yang menyangkut hak orang lain, setelah 
daya ingatnya pulih kembali. Demikian juga kaitan 
dengan kewajiban hak Allah, tidak bisa gugur 
karena lupa. Dasar ketentuan ini adalah sebuah 
hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mᾱjah dari Ibn 
‘Abbᾱs, dari Nabi SAW, beliau bersabda: 

تىِ  ِ انِ َّ الل هَ وضََعَ عنَْ امُ َّ  الخطَأََ واَلن سِْياَنَ ومَاَ اسْتكُرْهِوُاْ علَيَهْ
Artinya:  “Sesungguhnya Allah tidak menghukum 

umatku karena tersalah, lupa dan dipaksa”.316 

e. Tidur (an-naum). Tidur merupakan suatu hal yang 
menghalangi seseorang untuk mengetahui khiṭᾱb 
asy-Syᾱri’. Orang yang tidur masih memiliki 
kemampuan akal sempurna, hanya saja disaat 
orang itu tidur, hilanglah kesadaran sehingga tidak 
mampu menggunakan akalnya. Oleh sebab itu, 
orang yang tidur tidak dibebankan hukum, dan 
apapun yang terjadi baik ucapan maupun 
perbuatan disaat tidur dipandang tidak sah. Tetapi, 

 
315Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lᾱm al-Muwaqqi’in, h. 761. 
316Ibn Mᾱjah, Sunan Ibn Mᾱjah, Juz ke    , h.   
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setelah bangun dari tidur, kewajiban (seperti ṣalat) 
yang ditinggalkannya harus dikerjakan. Dasarnya, 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhᾱri dan 
Muslim, Rasulullah SAW. bersabda: 

  نسَِيْهاَ فلَيْصَُل هِاَ اذِاَ ذكَرَهَاَمنَْ ناَمَ عنَْ صَلاةٍَ اوَْ
Artinya:  “Barang siapa tidur kemudian meninggalkan 

ṣalat, atau karena melupakannya, maka 
hendaklah ia mengerjakan ṣalat setelah ia 
ingat”; 

f. Pingsan (al-igmᾱ’). Pingsan dapat menghalangi 
seseorang untuk mengetahui khiṭᾱb asy-Syᾱri’, 
bahkan ia lebih berpengaruh daripada tidur. Tetapi 
posisi secara hukum, ia disamakan dengan orang 
tidur, dan gila. Karena itulah orang pingsan ketika 
melaksanakan ṣalat dianggap tidak sah atau batal. 

g. Sakit (al-maraḍ). Sakit tidak menyebabkan hilangnya 
ahliyyah al-adᾱ’, karena tidak sampai merusak akal, 
hanya melemahkan saja, Karena itu, ia tetap 
diwajibkan mengerjakan ibadah, seperti ṣalat 
dengan kesanggupan sekuatnya. Jika ia tidak kuat 
berdiri, dibolehkan dengan duduk sampai dengan 
cara berbaring (Q.S. Ali Imrᾱn (3): 191). 

h. Haiḍ dan Nifᾱs (al-haiḍ wa an-nifᾱs). Haid, yaitu 
keluar darah kotor dari rahim perempuan ketika ia 
waktu sehat. Sedangkan nifᾱs, yaitu keluar darah 
ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Keduanya 
ini tidak menggugurkan ahliyyah al-adᾱ’, karena 
mereka dipandang cakap menanggung kewajiban 
dan melakukannya, seperti, mengerjakan ṣalat dan 
puasa. Dalam aturan syari’at, perempuan yang 
sedang haiḍ (menstruasi) dan nifᾱs dipandang tidak 
sah menjalankan ibadah ṣalat dan puasa, karena 
suci merupakan syarat sah kedua ibadah tersebut. 
Oleh sebab itu, melaksanakan kewajiban puasa 
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ramaḍᾱn yang tertinggal di-qaḍᾱ’ setelah selesai 
menjalani haiḍ dan nifᾱs, sedangkan ibadah ṣalat 
tidak ada kewajiban untuk meng-qaḍᾱ’-nya, 
Dasarnya, sabda Rasulullah SAW.: 

 ِ لاةَ  لاقَضََاءَ فىِ الص َّ
Artinya: “Tidak ada qaḍᾱ’ dalam ṣalat”. 

i. Meninggal dunia (al-maut). Meninggal dunia 
merupakan suatu keadaan yang menjadikan 
seorang mukallaf sama sekali tidak berdaya untuk 
melakukan tindakan hukum apa pun. Disebabkan 
meninggal dunia, maka gugurlah semua ahliyyah al-
wujῡb dan ahliyyah al-adᾱ’, baik yang bersifat fisikel 
(al-badaniyah) maupun keduniaan (ad-dunyawiyyah). 
Tetapi, jika kewajiban itu berkaitan dengan harta 
yang ditinggalkan si mayyit, maka menjadi gugur 
sekiranya berkaitan dengan hak-hak Allah, seperti 
membayar fidyah, kafᾱrat dan naẑar, kecuali 
sebelumnya ada pesan dari si mayyit agar 
kewajiban-kewajiban itu dibayarkan diambilkan 
dari harta yang ditinggalkannya. Sedangkan 
kewajiban-kewajiban terhadap harta yang berkaitan 
dengan hak-hak orang, maka dapat dibedakan pada 
tiga kategori: (a) Jika hak itu berupa barang-barang 
milik orang lain seperti barang titipan, maka hak itu 
berlaku penuh, harus dikembalikan kepada 
pemiliknya, dan oleh ahli waris tidak boleh atau 
tidak sah dikategorikan sebagai harta warisan. (b) 
Jika hak orang lain berkaitan dengan harta piutang, 
atau sebagian harta yang diwasiatkan, maka harta 
tersebut dibayarkan kepada yang bersangkutan 
dengan diambilkan dari harta yang ditinggalkan, 
sebelum dibagikan kepada ahli waris (Q.S. an-Nisᾱ’ 
(4): 11-12). (c) Jika hak orang lain berkaitan dengan 
harta yang wajib dibayarkan berdasarkan 
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keputusan Pengadilan, seeperti membayar denda, 
maka kewajiban itu secara otomatis gugur karena 
kematiannya, terkecuali sebelumnya ia 
mewasiatkan kepada ahli warisnya. 
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2. ‘Awᾱriḍ al-muktasabah 
Dimaksudkan dengan ‘awᾱriḍ al-muktasabah, yaitu 

halangan-halangan bertindak secara hukum yang 
datang bukan dari langit (sunnatullah), tetapi halangan-
halangan itu terjadi disebabkan perbuatan manusia itu 
sendiri. Halangan-halangan dalam kelompok ini 
terdapat beberapa macam, sebagai berikut: 
a. Bodoh (Al-Jahl), Seorang yang bodoh (al-jᾱhil) 

berarti orang yang keadaan otaknya lemah, tidak  
mampu menganalisis sesuatu dengan baik, 
sehingga ia lebih cendrung memperturutkan 
emosionalnya tanpa memperhitungkan untung-
rugi, teruatama dalam mentasarrufkan harta 
bendanya, Dengan potensi diri seperti ini, orang 
bodoh pada dasarnya sama dengan orang boros (as-
safih) yang dalam bertindak hukum terkadang 
ceroboh,  sembarangan, dan tidak tepat sasaran (as-
safih laisa ahlan li at-taṣarruf fi al-mᾱl) karena tanpa 
dipikir terlebih dahulu akibat-akibat dari tindakan 
hukum yang dilakukannya (Baca, Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 
5). Meskipun demikian, seorang yang bodoh secara 
syara’ tetap dikenakan taklif, baik yang berkaitan 
dengan kewajiban-kewajiban yang menjadi hak 
Allah (ahliyyah al- wujῡb) maupun yang berkaitan 
dengan hak-hak manusia (ahliyyah al-adᾱ’).  

b. Mabuk (as-sakr), adalah keadaan hilang akal 
disebabkan mengkonsumsi narkoba (al-khamr) atau 
zat adiktif lainnya, sehingga implikasinya terhadap 
perkataan dan tindakan perbuatannya tidak 
terkendali, karena tidak mampu mempergunakan 
akalnya dengan baik. Para ulama berbeda pendapat 
mensikapi pengaruh mabuk terhadap ahliyyah al-
adᾱ’. Sebagian ulama fikih (ṭᾱifah min al-fuqahᾱ’) di 
antaranya maẑhab Hanbali berpendapat bahwa 
mabuk disebabkan apa saja dapat menggugurkan 
ahliyyah al-adᾱ’. Oleh sebab itu, semua tindakan 
hukumnya dipandang tidak sah, seperti 
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melaksanakan akad jual beli, melaksanakan akad 
nikah, mentalak isteri, dan melakukan penetapan-
penetapan hukum yang lainnya. Sedangkan 
mayoritas ulama fikih (jumhῡr al-fuqahᾱ’) maẑhab 
Hanadi, Mᾱliki dan Syᾱfi’i membedakan penyebab 
mabuk, antara  mabuk yang diperbolehkan dalam 
syara’ dengan mabuk yang tidak diperbolehkan. 
Mabuk yang diperbolehkan dalam syara’, seperti 
seorang yang sedang sakit mengkonsumsi obat 
berdasarkan resep dokter mengakibatkan mabuk, 
maka mabuk yang demikian ini dapat 
menggugurkan ahliyyah al-adᾱ’, Adapun mabuk 
yang tidak diperbolehkan, seperti mengkonsumsi 
minuman keras (syurb al-khamr) dan jenis-jenis 
minuman keras atau narkoba yang lainnya, maka 
tidak dapat menghapuskan ahliyyah al-adᾱ’. 

c. Keliru/Tersalah (al-khaṭᾱ’), yaitu suatu perbuatan 
yang sengaja dilakukannya. Perbuatan ini tidak 
menggugurkan ahliyyah al-wujῡb dan ahliyyah al-
adᾱ’, perbuatan yang dilakukannya, secara hukum 
diposisikan karena ada uẑur, sehingga dapat 
menggugurkan dosa dan siksa sebagaimana orang 
terlupa (an-nisyᾱn). Dasarnya, Q.S. al-Ahzᾱb (33): 5: 

مۡ   ءاابااءٓاهخ وآْ  تاعۡلامخ َّمۡ  ل فاإنِ   َِّۚ ٱللَّّ عِندا  طخ  قۡسا
ا
أ وا  هخ لِأٓباائٓهِِمۡ  مۡ  وهخ ٱدۡعخ

وا  مَّۡۚ  َٰلِِكخ وا واما يِنِ  ٱلد  فِِ  مۡ  َٰنخكخ آ  فاإخِۡوا فِيما نااحٞ  جخ مۡ  لايۡكخ عا لايسۡا 
ا  ورا فخ غا خ  ٱللَّّ نا  كَا وا مَّۡۚ  قخلخوبخكخ تۡ  دا مَّ تاعا ا  مَّ َٰكِن  لا وا بهِۦِ  تخم 

ۡ
أ خۡطا

ا
أ

 رَّحِيمًا   
Artinya:  “Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa 

yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 
padanya) apa yang disengaja oleh hatimu, 
dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”. 
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Dikuatkan dengan sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibn Mᾱjah dari Ibn ‘Abbᾱs dari 
Nabi SAW., beliay bersabda: 

 َ تىِ الخطَأََ واَلن سِْياَنَ ومَاَ السْتكُرْهِوُاْ علَ ِ انِ َّ الل هَ وضََعَ عنَْ امُ َّ  يهْ
Artinya:  “Sesungguhnya Allah tidak menghukum 

umatku karena tersalah, lupa, dan 
dipaksa”.317 

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut dapat 
ditegaskan bahwa perbuatan karena tersalah yang 
berkaitan dengan hak-hak Allah, maka dapat 
menggugurkan dosa dan siksa, Dia mema’afkan 
(ma’fuwwun) dan mengampuni-Nya (magfῡrun). 
Akan tetapi, jika perbuatan tersalah itu berkaitan 
dengan hak-hak manusia (huqῡq al-‘ibᾱd) yang 
menimbulkan kerugian materi kepada pihak lain, 
maka ia harus mengganti kerugian materi tersebut 
sebagai konsekuensi dari perbuatan yang 
dilakukannya. Dasarnya, Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 92: 

  
ً
أ طا ؤۡمِناً خا تالا مخ ن قا  َّۚ واما

ً
أ طا ؤۡمِناً إلََِّ خا قۡتخلا مخ ن يا

ا
ؤۡمنٍِ أ نا لمِخ ا كَا واما

 
ا
ٓأ هۡلهِۦِٓإلََِّ

ا
ةٌإلِاىَٰٓأ لَّما سا ديِاةٍمُّ ؤۡمِناةٍوا باةٍمُّ تاحۡريِرخ راقا َّْۚ فا قخوا دَّ  نياصَّ

Artinya:  “Dan tidak layak bagi seorang mu’min 
membunuh seorang mu’min (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan 
barang siapa membunuh seorang mu’min 
karena tersalah (hendlah) ia memerdekakan 
seorang hamba sahaya yang beriman serta 
membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu)”; 

 
317Ibn Mᾱjah, Sunan Ibn Mājah, Juz ke     , h. (hadis 2035), 
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Namun demikian, jika tersalahnya itu dalam 
konteks akad jual beli, akad nikah, dan talak, maka 
munurut jumhῡr al-fuqahᾱ’ batal semua akad 
(taṣarrufᾱt) tersebut, karena tidak ada tujuan yang 
substansial. Sedangkan menurut Hanafiyyah, 
dipandang sah semua akad tersebut.   

d. Bermain-main/berpura-pura dalam ucapan (al-hazl). 
Dimaksudkan dengan al-hazl, yaitu seseorang 

yang mengucapkan sesuatu perkataan yang sama 
sekali tidak dikehendaki berlakunya, tidak ada 
pilihan, dan tidak ada kerelaan apa yang 
diucapkannya. Oleh karena itu, al-hazl tidak dapat 
dijadikan sebagai tindakan hukum yang 
mengakibatkan lahirnya sanksi hukum  Bahkan 
tidak dapat menggugurkan ahliyyah al-wujῡb dan 
ahliyyah al-adᾱ’. Para ulama membagi ucapan yang 
dilakukan dengan cara main-main pada tiga 
macam: 
1) Al-hazl fi al-ikhbᾱrᾱt, yaitu bermain-main dalam 

menginformasikan atau pengakuan dianggap 
tidak sah (fᾱsid), karena dalam pengakuan bisa 
diterima kalau pengakuannya itu dengan 
sungguh-sungguh (tidak pura-pura). Misalnya, 
seseorang menginformasikan dan mengaku 
memiliki sebidang tanah sawah di pinggir jalan 
Urip Sumoharjo, jika pengakuannya itu dengan 
cara main-main, maka secara hukum 
pengakuan tersebut dipandang tidak sah. 

2) Al-Hazl fi al-i’tiqᾱdᾱt, yaitu bermain-main dalam 
masalah akidah, Tindakan ini tidak merusak 
akidah selama dalam hatinya tetap beriman 
kepada Allah SWT. Tetapi, kalau al-hazl fi al-
i’tiqᾱdᾱt ini membawa kepada kekafiran (kufrun 
bi al-hazl), maka dianggap benar terjadi. 
Dasarnya, Q.S. at-Taubah (9): 65-66: 
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  ِ بٱِللَّّ
ا
أ قخلۡ   َّۚ نالۡعابخ وا خوضخ  نَا نَّا  كخ ا  إنَِّما ولخنَّ  اقخ لِا مۡ  لِۡاهخ

ا
أ سا لائنِ  وا

قادۡ   واْ  تاعۡتاذِرخ لَا  اسۡتاهۡزءِخونا  ت نتخمۡ  كخ ولَِۦِ  راسخ وا َٰتهِۦِ  واءاايا
مۡ  ِنكخ م  ةٖ  ائٓفِا طا ن  عا نَّعۡفخ  إنِ  مَّۡۚ  َٰنكِخ إيِما باعۡدا  رۡتخم  فا كا

نَّ 
ا
ةَۢ بأِ ائٓفِا بۡ طا ِ ۡرمِِينا   نخعاذ  نخواْ مُخ مۡ كَا  هخ

Artinya:  “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka 
(tentang apa yang mereka lakukan itu), 
tentulah mereka akan menjawab: 
“Sesungguhnya kami hanyalah bersenda 
gurau dan bermain-main saja”. 
Katakanlah: “Apakah dengan Allah, 
ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu 
selalu berolok-olok?. Tidak usah kamu 
minta ma’af , karena kamu kafir sesudah 
beriman. Jika Kami mema’afkan 
segolongan dari pada kamu (lantaran 
mereka taubat), niscaya Kami akan 
mengazab golongan (yang lain) 
disebabkan mereka adalah orang yang 
selalu berbuat dosa”. 

3) Al-hazl fi al-insyᾱ’ᾱt, yaitu berbain-main dalam 
perkataan yang mengandung perintah ayau 
larangan yang menimbulkan akibat hukum. 
Dalam konteks ini dapat dibedakan pada dua 
macam: Pertama, jika bermain-main itu sebab-
sebabnya tidak diikuti dengan pembayaran, 
maka main-main dalam perkataan tersebut 
dianggap sah dan terjadi, seperti nikah, talak, 
dan rujuk. Dasarnya, sebuah hadis hasan yang 
diriwayatkan oleh at-Tirmiẑi, dan Abῡ Dᾱwud, 
Rasulullah SAW bersabda: 

لاقَُ واَلن كِاَحَ واَ َلط َّ هنُ َّ جِدٌ وهَزَلْهُنُ َّ جِد   ,ا ُ ثلَاثٌَ جِد ُ  لر َّجَعةَ
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Artinya: “Tiga perkara bermain-main (berpura-
pura) padanya, disamakan dengan bukan 
bermain-main (sengaja 
menghendakinya), nikah, talak, dan 
rujuk”.318 

Kedua, jika bermain-main dalam perkataan 
itu sebab-sebabnya mungkin dapat dibatalkan, 
maka perkataan itu dianggap tidak ada, atau 
tidak terjadi, seperti dalam berbagai macam 
akad, di antaranya akad jual beli, akad sewa-
menyewa, dan lain-lain. Karena prinsip dalam 
akad dianggap sah itu adanya unsur kerelaan 
(at-tarᾱḍy), bukan dengan al-hazl. Dasarnya, Q.S. 
an-Nisᾱ’ (4): 29: 

َٰطِلِ   م بٱِلۡبا م بايۡناكخ َٰلاكخ مۡوا
ا
أ لخوآْ  كخ

ۡ
نخواْ لَا تاأ يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

مَّۡۚ  ِنكخ اضٖ م  ن تارا َٰراةً عا ونا تجِا ن تاكخ
ا
ٓ أ  إلََِّ

Artinya:  “Hai orang-orang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama suka di antara kamu”.   

e. Bepergian (as-safar). Bepergian itu tidak 
menggugurkan kewajiban, atau menghilangkan 
kecakapan bertindak hukum, hanya saja Allah 
memberikan dispensasi kepada musᾱfir. Karena 
biasanya orang yang musᾱfir itu menemui kesulitan 
dan kendala-kendala lain dalam perjalanan. 
Misalnya, ketika sedang musᾱfir boleh meng-qaṣar 
dan men-jama’ ṣalat, dan tidak berpuasa ramaḍᾱn 
tetapi menggantinya pada bulan-bulain lain, Dan 

 
318At-Tirmiẑi, Sunan at-Tirmiẑi, Juz ke    , h. 
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Rasulullah SAW sendiri ketika musᾱfir sering meng-
qaṣar dan men-jama’ ṣalat, tidak berpuasa ramaḍᾱn 
dengan menggantinya pada bulan-bulan yang lain, 
demikian juga para sahabatnya. 

f. Hutang (ad-dain). Orang yang berhutang yang tidak 
mampu membayar atau melunasi hutangnya, dapat 
diletakkan di bawah pengawasan pengampuan 
orang lain (al-hijr), berarti ia tidak boleh 
menggunakan hartanya apabila dapat merugikan 
orang lain. Terkecuali orang yang menghutangkan 
barang atau uangnya mengizinkannya, jika tidak, 
maka semua tindakannya menjadi batal demi 
hukum. Di kalangan para ulama fikih terjadi 
perbedaan pendapat mensikapi orang yang 
berhutang yang berada di bawah pengawasan 
pengampuan. Menurut Abῡ Hanifah (w. 150 H), 
tidak boleh dibayarkan dari hartanya orang yang 
mempunyai hutang. Menurut Abῡ Yῡsuf (w. 183 H), 
boleh dibayarkan dari harta orang yang berhutang 
apabila diperintahkan berdasarkan putusan 
Pengadilan, jika hutangnya itu menghabiskan 
hartanya dan diminta oleh yang menghutangkan 
kepadanya. Menurut Imᾱm Mᾱlik (w. 179 H), boleh 
dibayarkan dengan tidak memerlukan putusan 
Pengadilan. Dan boleh juga pemberi hutang 
membatalkan perjanjian hutang orang yang 
berhutang jika memberatkan pemberi hutang. 
Pendapat Imᾱm Mᾱlik ini dikuatkan oleh Ibn 
Taimiyyah (w. 571 H), menurutnya, apabila hutang-
hutang itu dibayar dengan menghabiskan hartanya, 
maka tidak sah melunasinya yang mengakibatkan 
penghutang melarat, baik telah dibayarkan oleh 
hakim ataupun tidak. 

g. Paksaan (al-ikrᾱh). Dimaksudkan dengan paksaan, 
yaitu keadaan seseorang melakukan suatu 
perbuatan atau tindakan hukum yang kontradiksi 
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dengan kehendaknya karena adanya paksaan dari 
orang lain yang diiringi dengan ancaman.  

Para ahli uṣῡl Hanafiyyah membagi al-ikrᾱh 
pada dua macam, yaitu al-ikrᾱh al-mulji’ (al-kᾱmil), 
dan al-ikrᾱh gair al-mulji’ (al-qᾱṣir). 
1) Al-Ikrᾱh al-mulji’ (al-kᾱmil), yaitu suatu paksaan 

yang disertai dengan ancaman yang apabila 
tidak dituruti akan menyebabkan kematian, 
atau cacat anggora tubuh, di mana orang yang 
dipaksa tidak bisa melepaskan diri dari paksaan 
tersebut, seperti seseorang dipaksa untuk 
meminum minuman keras (syurb al-khamr), jika 
tidak mau meminumnya, maka akan dibunuh 
oleh orang yang memaksa. Pemaksaan seperti 
ini, bagi orang yang dipaksa tidak dikenai dosa 
dari apa yang diperbuatnya.. 

2) Al-ikrᾱh gair al-mulji’ (al-qᾱṣir), yaitu suatu 
paksaan yang disertai dengan ancaman yang 
apabila tidak dituruti tidak akan menyebabkan 
kematian, seperti orang yang disandra atau 
dipukul agar mengakui apa yang dituduhkan 
kepadanya, hal ini masih mungkin 
menghindarkan diri bagi orang yang dipaksa 
untuk tidak melakukan perbuatan yang 
dipaksakan  Paksaan seperti ini secara hukum, 
dapat menggugurkan kerelaan (at-tarᾱḍy), 
tetapi tidak menghilangkan kesempatan untuk 
memilih melakukan atau tidak melakukan (at-
takhyir) perbuatan yang dipaksakan.  

Para ahli uṣῡl Hanafiyyah lebih lanjut, 
mereka membedakan tindakan yang 
dipaksakan dalam bentuk ucapan (al-aqwᾱl) dan 
perbuatan (al-af’ᾱl). Dalam bentuk ucapan, 
menurutnya, mempunyai implikasi yang sama 
pada al-ikrᾱh al-mulji’ (al-kᾱmil) dan al-ikrᾱh gair 
al-mulji’ (al-qᾱṣir). Dalam konteks ini, apabila 
ucapan yang dipaksakan itu dalam bentuk 
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pengakuan seperti contoh di atas (seorang 
dipukul agar mengakui apa yang dituduhkan), 
maka pengakuan itu menjadi batal, karena 
pengakuan dianggap sah apabila diucapkan 
dengan kerelaan.  Demikian juga ucapan yang 
dipaksakan oleh orang lain, sekalipun 
dilakukan dengan sepenuh hati, maka tetap 
dianggap tidak sah. Misalnya, seseorang 
dipaksa untuk mengucapkan menjatuhkan talak 
kepada isterinya, maka ucapan penjatuhan talak 
itu dianggap tidak sah, walaupun menurut 
jumhῡr al-‘ulamᾱ’ dianggap sah. 

Sedangkan dalam bentuk perbuatan (al-
af’ᾱl), ulama uṣῡl Hanafiyyah memasukkan 
dalam kategori al-ikrᾱh gair al-mulji’, maka 
akibat hukumnya dibebankan kepada orang 
yang dipaksa, walaupun perbuatan yang 
dilakukannya itu terpaksa dilakukan. Tetapi, 
jika perbuatan yang dilakukan itu 
dikategorikan pada al-ikrᾱh al-mulji’(al-kᾱmilah), 
maka mereka bedakan pula pada dua kategori: 
Pertama, paksaan untuk melakukan perbuatan 
yang dibolehkan ketika dalam kondisi 
keterpaksaan (ad-ḍarῡrah), seperti makan 
bangkai (al-maitah), daging babi (lahm alhinzir), 
dan mengucapkan kalimat kufur (al-kufr), maka 
semua perbuatan itu tidak berdosa. Kedua, 
paksaan yang tidak boleh dilakukan dalam 
situasi dan kondisi apa pun, maka pelakunya 
berdosa. Seperti, seseorang dipaksa untuk 
membunuh orang yang tidak bersalah, atau 
membumi hanguskan harta milik orang lain, 
maka konsekuensi sanksi hukumnya kembali 
atau ditanggung oleh orang yang memaksanya. 
Tetapi, jika pemaksaan itu bukan paksaan yang 
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berat, maka sanksi hukumnya dtanggung oleh 
orang yang dipaksa.319 

 
  

 
319Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 177-191. ‘Abd Yῡsuf al-Judai, op.cit., 

h. 97-104. Zaky ad-Din Sya’bᾱn, op.cit., h. 274-284. Muhammad al-Khuḍari 
Bik, op.cit., h. 93-109. 



252 
 

 

  



253 
 

 

BAB IV 
SUMBER DAN DALIL 

HUKUM ISLAM 

A. Batasan Sumber dan Dalil Hukum 
    Term “sumber” (maṣdar/maṣᾱdir) dalam literatur 

metodologi hukum Islam klasik tidak ditemukan, tetapi 
mereka pada umumnya menggunakan term ad-dalil atau al-
adillah, seperti as-Sarakhsi (w. 490 H) dengan term al-uṣῡl fi 
al-hujjah asy-syar’iyyah, al-Gazᾱli (w. 505 H) menggunakan 
term adillah al-ahkᾱm, dan asy-Syᾱṭibi (w. 790 H) sama 
dengan al-Gazᾱli, adillah al-ahkᾱm, Sedangkan term maṣᾱdir 
al-ahkᾱm merupakan term pengganti term-term di atas, dan 
ditemukan dalam literatur-literatur uṣῡl al-fiqh kontemporer, 
seperti ‘Abd al-Wahhᾱb Khallᾱf (w. 1956) dengan term 
maṣᾱdir at-tasyri’ al-Islamiy fimᾱ lᾱ naṣṣ fih,  Wahbah az-
Zuhaili menggunakan term maṣᾱdir al-ahkᾱm asy-syar’iyyah, 
dan Zakaria as-Sabri dengan term maṣᾱdir al-ahkᾱm al-
Islᾱmiyyah, 

Dalam teori pemahaman hukum Islam (uṣûl al-fiqh), 
bahwa sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur’ān dan 
sunnah (hadîṡ). Sedangkan yang lainnya seperti ijmâ’ dan 
qiyâs merupakan dalil sekunder yang diperselisihkan 
eksistensinya di kalangan mereka.  Fazlur Rahmân (w. 1988 
M) mengemukakan bahwa yang betul-betul landasan atau 
sumber materiel adalah al-Qur’ān dan sunnah. Sedangkan 
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ijmâ’ merupakan dasar formal, dan qiyâs adalah sebagai 
aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.320 Tetapi setelah 
teori hukum tersusun terutama di masa asy-Syâfî’i (150-204 
H), sumber dan dalil hukum itu disistematsir dan diurutkan 
menjadi: al-Qur’ān, sunnah, ijmâ’, dan qiyâs.321 Penetapan 
sumber dan dalil hukum tersebut menjadi doktrin yang 
kemudian oleh mayoritas ulama (jumhûr al-’ulamâ’) 
disepakati dan wajib diikuti dalam meng-istinbâṭ-kan 
hukum.322 Adapun selebihnya, seperti istiṣhâb, istihsân, 
maṣlahah mursalah, qaul ṣahâbî, ijmâ’ ahli Madînah, ‘urf, sad az-
żarî’ah, dan syar’u man qablanâ merupakan dalil yang 
diperselisihkan eksistensinya di kalangan para ahli usûl.323 

Pada masa Rasulullah (570-632 M), apabila muncul 
suatu kasus hukum baik yang berhubungan dengan Allah 
(habl min Allâh) maupun dengan sosial kemasyarakatan (habl 
min an-nâs), maka Allah menurunkan wahyu (al-Qur’ān) 
untuk menjelaskannya, meskipun penjelasan wahyu berupa 
ayat-ayat al-Qur’ān itu pada umumnya bersifat global 
(ijmâli), tidak secara detail (tafṣili). Dari kondisi ini, di satu 
sisi Rasulullah sebagai orang yang diberi kewenangan 
untuk menjelaskan wahyu tersebut, dan di sisi lain beliau 
berkewajiban untuk menjawab dan menetapkan ketentuan 
hukum dari berbagai kasus hukum yang dihadapinya. 
Karena itu, Rasulullah terkadang harus menggunakan akal 
yang disebut dengan ijtihâd (al-ijtihād) dalam menetapkan 
hukum. 

 
320Fazlur Rahmân, Islâm, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta: 

PT Bina Aksara, 1987), h. 106. 
321Muhammad bin Idris asy-Syāfî’i (selanjutnya ditulis asy-Syâfî’i), 

ar-Risālâh, pengedit Ahmad Muhammad Syakir (Mesir: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 
39. Asy-Syafî’i, al-Umm (Mesir: Maktâbah al-Kûlliyyah, 1961), Juz ke 5, h. 
246. 

322Zâki ad-Dîn Sya’bân, Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî (Mesir: Dâr al-Ta’lîf, 
1964), h. 27.  

323Lihat, Muhammad Sa’îd Alî ‘Abd Rabbih (selanjutnya ditulis ‘Abd 
Rabbih), Buhûṡ fî al-Adîllah al-Mukhtalaf Fîhâ ‘Ind al-Uṣûlîyyin (Mesir: 
Mâṭba’ah as-Sa’ādah, 1400 H/1980 M). Zâki ad-Dîn Sya’bân, Uṣῡl al-Fiqh,, 
h. 28. 
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Ijtihâd Rasulullah pada dasarnya merupakan 
manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat 
al-Qur’ān, karena semua hasil ijtihâdnya dipandu oleh 
wahyu. Pelaksanaan ijtihâd beliau, terkadang dilakukan 
melalui musyawarah dengan para sahabat, dan terkadang 
dilakukan secara pribadi dengan memproyeksikan kasus 
yang sama sekali tidak diatur ketentuan hukumnya dengan 
kasus yang sudah ada aturan hukumnya dalam al-Qur’ān 
yang disebut dengan qiyâs, sekalipun dalam pengertian 
yang luas. Oleh sebab itu, segala apa yang ditetapkan 
Rasulullah dari hasil ijtihâdnya adalah menjadi sunnah 
(sumber hukum). 

Setelah Rasulullah wafat (632 M), praktik ijtihâd 
diteruskan oleh para sahabat. Mereka mengikuti cara-cara 
ijtihâd yang pernah dilakukan Rasulullah. Ketika 
dihadapkan pada kasus-kasus hukum, mereka mula-mula 
merujuk pada al-Qur’ān, dan selanjutnya merujuk pada 
sunnah. Ketika kedua sumber hukum itu tidak ditemukan 
aturan hukumnya, maka mereka melakukan ijtihâd 
berdasarkan kemampuan memahami makna-makna ayat 
dilihat dari segi sosio-historis (asbâb al-nuzûl), tujuan-tujuan 
hukum (maqâṣîd asy-syarî’ah), dan alasan-alasan hukum 
(ta‘lîl al-ahkâm), serta berdasarkan kemampuan bahasa arab 
yang dimiliki, meskipun era itu gramatika bahasa arab 
belum sistematis seperti di era berikutnya. Namun 
demikian, para ahli hukum Islam masa-masa berikutnya 
menilai bahwa metode ijtihâd yang dilakukan oleh para 
sahabat itu masih terbatas pada pemahaman pada al-Qur’ān 
dan sunnah. Muhammad Abû Zahrah (w. 1974) mengatakan 
bahwa sebagian sahabat berijtihâd dalam batas-batas 
pemahaman al-Qur’ān dan sunnah, sedangkan sebagian 
yang lain menggunakan al-qiyâs dan al-maṣlahâh.324 

Bertolak dari paparan di atas dapat dipahami bahwa 
term sumber hukum (maṣᾱdir al-ahkᾱm) itu berbeda dengan 
dalil hukum (adillah al-ahkᾱm). Substansinya, kata maṣᾱdir 

 
324Zâki ad-Dîn Sya’bân, Uṣûl al-Fiqh, h. 27. 
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itu mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya 
sesuatu, atau menjadi rujukan utama dalam menetapkan 
hukum Islam. Abû Zahrah, Muhammad Salâm Mażkur 
mengatakan bahwa ijtihâd para sahabat itu tersimpul pada 
tiga bentuk, yaitu menginterpretasikan nâṣ, menggunakan 
qiyâs, mâṣlâhah mursalah dan  istihsân.325  Dari penilaian Abû 
Zahrah dan Salâm Mażkur ini menunjukkan bahwa 
kedudukan ijtihâd di masa sahabat sudah menjadi alat 
untuk menggali sumber hukum dengan menggunakan 
pendekatan qiyâs, mâṣlâhah mursalah, dan  istihsân. Dengan 
demikian dapat ditegaskan bahwa eksistensi al-Qur’ᾱn dan 
hadis adalah sebagai sumber dan dalil hukum, karena apa 
yang dimaksudkan oleh ‘Abd al-Wahhᾱb Khallᾱf, Wahbah 
az-Zuhaili dan Zakaria as-Sabri dengan adillah al-ahkᾱm 
substansinya identik dengan maṣᾱdir al-ahkᾱm. Sedangkan 
dalil lain, seperti ijmᾱ’, qiyᾱs, istihsᾱn, maṣlahah al-mursalah, 
dan yang lainnya yang jumlahnya tidak kurang dari 45 
macam dalil, tidak dapat dikatakan sebagai maṣᾱdir al-
ahkᾱm, karena dalil-dalil itu hanya bersifat menyingkap dan 
memunculkan hukum (al-kasyf wa al-iẓhar li al-hukm) yang 
ada di dalam kedua sumber hukum tersebut. Bahkan ba’aḍ 
al-uṣῡliyyin menyebutkan ijmᾱ’, qiyᾱs, istihsᾱn, istiṣlᾱh, 
dan yang lainnya sebagai metode dalam menetapkan 
hukum (ṭurῡq istinbᾱṭ al-ahkᾱm). Seperti, al-Gazali dalam al-
Mustaṣfᾱ menegaskan bahwa qiyᾱs hanyalah sebagai metode 
atau cara untuk menghasilkan hukum dari naṣ melalui 
penalaran deduktif analogis (kaifiyah istiṡmᾱr al-ahkᾱm min 
al-alfᾱẓ wa al-iqtibᾱs min ma’qῡl al-alfᾱẓ biṭariq al-qiyᾱs).326 

Akan tetapi, dalam literatur uṣῡl al-fiqh klasik dan 
kontemporer, jumhῡr al-muslimin (jumhῡr al-uṣῡliyyin) 

 
325Muhammad Abû Zahrah, Muhāḍarāt Târîkh al-Mażâhib al-

Islâmîyyah (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t.), Jld. ke 2, h. 23. 
325Muhammad Salâm Mâżkûr, al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâmî (Bairût: 

Dâr al-Fikr, t.t.), h. 22. 
326Abῡ Hāmid al-Gazali, al-Mustaṣfᾱ min ‘Ilm al-Uṣῡl (selanjutnya 

disebut al-Gazāli) (Mesir: Syirkah at-Ṭibā’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 
1391 H/1971 M), h. 384.  
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mereka sepakat mengelompokkan sumber dan dalil hukum 
secara kronologis pada dua kategori, yaitu sumber dan dalil 
hukum yang disepakati (al-adillah al-ahkᾱm al-muttafaq 
‘alaihᾱ), adalah al-Qur’ᾱn, sunnah, ijmᾱ’ dan qiyᾱs, dan dalil-
dalil hukum yang tidak disepakati (al-adillah al-ahkᾱm al-
mukhtalaf fihᾱ), yang masyhur dikenal adalah istiṣhᾱb, 
istihsᾱn, maṣlahah al-mursalah, qaul ṣahᾱbi, ijmᾱ’ ahl Madinah, 
‘urf, sad az-ẑari’ah, dan syar’u man qablanᾱ. Penetapan 
kategorisasi sumber dan dalil hukum ini didasarkan pada 
pemahaman terhadap Q.S. an-Nisᾱ’ (4): 59: 

ٱل واْ  طِيعخ
ا
أ ا وا واْ ٱللَّّ طِيعخ

ا
أ نخوآْ  يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ

ا
َٰٓأ مُۡۖ فاإنِ  يا مِنكخ مۡرِ 

ا
وْلِِ ٱلۡۡ

خ
أ ولا وا رَّسخ

واٱلِۡاومِۡ    ِ تخؤۡمِنخونا بٱِللَّّ نتخمۡ  إنِ كخ ولِ  واٱلرَّسخ  ِ إلَِا ٱللَّّ دُّوهخ  فارخ ءٖ  ۡ َٰزاعۡتخمۡ فِِ شَا تانا
ويِلًَ   

ۡ
نخ تاأ حۡسا

ا
أ يۡۡٞ وا َٰلكِا خا  ٱلۡأٓخِرِٖۚ ذا

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan 
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-
Qur’ᾱn) dan Rasul (sunnah/hadis), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”. 

‘Abd al-Wahhᾱb Khallᾱf (w. 1956) menyatakan bahwa 
perintah menta’ati Allah dan Rasul adalah mengikuti al-
Qur’ᾱn dan sunnah. Sedangkan menta’ati ulil amri di antara 
umat Islam adalah mengikuti ketetapan hukum yang telah 
disepakati (al-ijmᾱ’) para imam mujtahid yang menangani 
bidang hukum Islam, karena mereka sebagai bagian dari 
ulil amri. Sedangkan perintah mengembalikan berbagai 
problem yang diperdebatkan kepada Allah dan Rasul 
adalah perintah untuk mengikutu qiyᾱs ketika hukum dari 
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berbagai problem itu secara tekstual naṣ dan ijmᾱ’ para 
ulama mujtahid tidak ditemukan.327 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, agar tidak 
terjadi kerancuan dalam memahami kedua term tersebut, 
maka pada pembahasan berikutnya ditetapkan dengan 
term: Pertama,  sumber dan dalil hukum Islam yang 
disepakati. Kedua, dalil dan metode istinbᾱṭ hukum Islam. 

B. Sumber dan Dalil Hukum Islam yang Disepakati 

Pembahasan dalam hal ini, sesuai dengan kajian 
metodologi hukum Islam (uṣῡl al-fiqh) tidak akan diuraikan 
hal-hal yang berkaitan dengan ulῡm al-Qur’ᾱn, seperti 
kemu’jizatan al-Qur’ᾱn, qirᾱat as-sab’ah al-Qur’an, basmalah 
salah satu ayat al-Qur’ᾱn, dan yang semacamnya, tetapi 
akan diuraikan fokus bahasannya pada ilmu uṣῡl al-fiqh, 
sebagai berikut: 
1. Al-Qur’ᾱn 

a. Definisi al-Qur’an 
Secara etimologi, al-Qur’ᾱn merupakan bentuk 

maṣdar (gerund) qar’an قَ رْأ  (  ) yang diambil dari kata 

kerja qara’a  (  َقَ رَأ  ), artinya sama dengan kata talᾱ (  

 yang berarti ( مَقْرُوْء   ) yaitu sesuatu yang dibaca ,(  تَ لَى

maṣdar bermakna isim maf’ul (bentuk kata pasif). 
Makna secara etimologi ini kelihatannya yang 
dinilai paling kuat,328 dan dipilih oleh Jumhῡr 
uṣῡliyyin, yang dijumpai di dalam Q.S. al-Qiyᾱmah 
(75): 17-18):  

ۥ    َٰهخ فاٱتَّبعِۡ قخرۡءااناهخ نا
ۡ
أ ۥ فاإذِاا قارا ۥ واقخرۡءااناهخ ۡعاهخ لايۡناا جَا  إنَِّ عا

Artinya:  “Sesungguhnya Kami-lah yang 
mengumpulkannya (di dadamu), dan Kami-

 
327 ‘Abd al-Wahhᾱb Khallᾱf, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh (Mesir: Dār al-Kuwait li 

at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1388 H/1968 M), h. 21. 
328 Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh al-Islāmi (Bairut: Dār al-Fikr al-

Mu’āṣir, 1418 H/1998 M), Juz ke 1, h. 420. 
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lah yang membuat kamu pandai 
membacanya”. 

Sedangkan secara terminologi, di kalangan 
uṣῡliyyin terdapat beragam redaksial tetapi secara 
substansi adalah sama maksudnya bahwa yang 
dimaksudkan al-Qur’ᾱn yaitu: 

تعَلَىَ   الل هِ  الِيَنْاَ  كلَامَُ  المنَقْوُلُْ  بَيِ ِ  الْعرَ فْظِ  باِلل َّ صلعم  دٍ  محُمَ َّ علَىَ  لُ  الَمْنُزَ َّ
باِلفْاَتِحةَِ   المبَدْوُْءُ  ِتلِاوَتَهِِ  ب دُ  الْمتُعَبَ َّ باِلمْصَُاحِفِ  الم كَْتوُبُْ  واَترِْ  باِلت َّ

َختْوُمُْ بسِوُرْةَِ الن َّاسِ   واَلْم
Artinya:  “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw. dalam bahasa Arab yang 
dinukilkan kepada generasi berikutnya secara 
mutawatir, terdokumentasikan dalam sebuah 
kodifikasi, yang dimulai dari surat al-fᾱtihah 
dam diakhiri dengan surat an-nᾱs, dan 
membacanya merupakan ibadah”.329 

Dari terminologi tersebut dapat ditegaskan 
bahwa al-Qur’ᾱn sebagai sumber dari segala 
sumber hukum Islam yang isinya mengandung 
berbagai prinsip aturan kehidupan yang mesti 
dipedomani oleh seluruh umat Islam, karena al-
Qur’ᾱn sebagai firman Allah yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad Saw, berbahasa Arab, 
disampaikan kepada generasi berikutnya secara 
mutawatir, dikodifikasikan secara sistematis yang 
diawali dengan surat al-fᾱtihah dan ditutup dengan 
surat an-nᾱs. Bagi yang membacanya walau tidak 
paham maksudnya ayat demi ayat, maka dinilai 
sebagai ibadah yang berpahala. 

 
329Ibid., h. 421. Zaki ad-Din Sya’bᾱn, Uṣῡl al-Fiqh, h. 33. 
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b. Kedudukan dan Fungsi al-Qur’ᾱn 
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa al-

Qur’ᾱn sebagai sumber dari segala sumber hukum 
Islam (maṣdar min al-maṣᾱdir al-ahkᾱm al-islᾱmi), atau 
term lain sebagai sumber utama hukum Islam. 
Sebagai sumber utama sudah barang pasti 
mengakomodir semua ajaran Islam, baik yang 
berkaitan dengan masalah akidah-tauhid (al-
i’tiqᾱdiyyah), masalah ‘amᾱliyyah (ibadah dan 
mu’amalah) maupun masalah moralitas 
(khulῡqiyyah). Penjabaran dari semua ajaran Islam 
yang dikandung al-Qur’ᾱn tersebut, dijelaskan oleh 
sunnah (hadis) Nabi, melalui ijmᾱ’ ulamᾱ’, qiyᾱs, 
istiṣlᾱh, istihsᾱn, dan yang lainnya yang jumlahnya 
tidak kurang dari 45 macam. Semua itu secara 
metodologis, harus berlansdaskan pada sumber 
utama (al-Qur’ᾱn). Oleh karena itu, eksistensi dan 
kedudukan al-Qur’ᾱn validitasnya mutlak dan pasti 
kebenarannya datang dari Allah (qaṭ’iy as-ṡubῡt wa 
qaṭ’iy ad-dalᾱlah), sehingga dalam penggunaannya 
sebagai sumber dan dalil hukum tidak diragukan 
lagi dan membutuhkan argumen-argumen yang 
“ngejelimet”.  

Secara kronologis, sumber dan dalil hukum 
Islam, al-Qur’ᾱn menempati kedudukan yang 
paling tinggi, dan sekaligus sebagai barometer dan 
alat kontrol terhadap dalil-dalil lain yang posisinya 
lebih rendah atau di bawah al-Qur’ᾱn dan sunnah. 
Apakah dalil-dalil itu dalam aplikasinya sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-
Qur’ᾱn atau justru kontradiksi, jika, ternyata 
kontradiksi dalam aplikasinya dengan al-Qur’ᾱn, 
maka dalil-dalil itu tidak boleh diaplikasikan dalam 
penetapan hukum. 

Al-Qur’ᾱn sebagai sumber dan dalil hukum 
yang paling tinggi kedudukannya, bersifat 
orisinilitas dan suci teks-teksnya (nuṣῡṣ al-
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muqaddasah), karena sebagai kalam Allah yang 
diwahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah 
Saw melalui malaikat Jibril untuk menjadi pedoman 
hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan. 
Sebagai pedoman hidup, al-Qur’ᾱn (Allah) sendiri 
menyebutkan term yang berbeda-beda. Terkadang 
al-Qur’ᾱn disebut sebagai pembeda antara yang 
benar (al-haq) dan yang salah (al-bᾱṭil) dengan term 
al-furqᾱn (lihat, Q.S. al-Baqarah (2): 185, al-Furqᾱn 
(25): 1), al-kitᾱb (lihat, Q.S. Ali Imrᾱn (3): 3, an-Nisᾱ’ 
(4): 105, an-Nahl (16): 89, al-Mu’minῡn (23): 49), az-
ẑikr (lihat, Q.S. al-Hijr (15): 9, an-Nahl (16): 44).330 
Oleh karena demikian kedudukannya, maka berarti 
fungsi al-Qur’ᾱn adalah: (1) Sebagai pembeda 
antara yang benar dan tidak benar, antara yang baik 
dan tidak baik, antara yang bermanfaat dan 
mafsadat. (2) Sebagai konfirmasi bagi orang-orang 
yang meragukan eksistensi al-Qur’ᾱn, bahwa benar 
al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad 
Saw. sebagai rahmah li al-‘ᾱlamin, hudan li an-nᾱs, 
syifᾱ’ limᾱ fi as-sudῡr, dan pembawa kabar gembira 
bagi orang-orang yang beriman. (3) Sebagai 
peringatan dan penjelasan bahwa hukum-hukum 
yang dikandung al-Qur’ᾱn itu global (ijmᾱli), umum 
(kully), dan bersifat otoritas (muṭlaq), seperti 
mengenai ṣalat, zakat, dan lain-lain. Dari sini perlu 
penjelasan seperti yang telah dilakukan Nabi Saw. 

 
330Term-term lain al-Qur’ᾱn  yang disebutkan dalam teks-teks al-

Qur’ᾱn, satu pendapat menyebutkan sebanyak 55 kali, dan sebagian 
pendapat yang lain menyebutkan sebanyak 90 kali. Tetapi dari term-term 
tersebut, maka yang paling populer adalah term (nama) al-Qur’ᾱn yang 
disebutkan dalam teks-teks al-Qur’ᾱn itu sendiri sebanyak 69 kali. 
Adapun al-furqᾱn disebutkan sebanyak 20 kali, dan al-kitᾱb sebanyak 160 
kali. Lihat, Jalᾱl ad-Din as-Suyῡṭi, al-Itqᾱn fi ‘Ulῡm al-Qur’ᾱn (Mesir: 
Maktabah Muṣṭafᾱ al-Bᾱbi al-Halabi wa Aulᾱduh, 1951), Juz ke 1, h. 50-
51.    
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Fungsi al-Qur’ᾱn yang disebutkan terakhir, di 
kalangan uṣῡliyyin menstresing pandangannya 
bahwa, agar hukum-hukum al-Qur’ᾱn yang global, 
umum dan bersifat otoritatif itu dapat 
mengakomodir atau menjamah berbagai 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi informasi komunikasi modern dari 
zaman ke zaman, maka mesti dijelaskan, 
diinterpretasi dan dimaknai secara kontekstual, 
sehingga dapat dibuktikan bahwa al-Qur’ᾱn 
membawa kemaslahatan untuk kehidupan manusia 
dan senantiasa mengayomi segala zaman. 

c. Al-Qur’ᾱn sebagai Sumber Hukum dan Macam-
macamnya 

Al-Qur’ᾱn sebagai sumber dan dalil hukum 
merupakan kitab suci yang wajib dijadikan hujjah 
dan pedoman dan pandangan hidup (way of life) 
umat manusia sepanjang masa, karena 
eksistensinya benar-benar produk Allah, 
sebagaimana dalam firman-Nya (Q.S. al-An’ᾱm (6): 
57): 

اسۡتاعۡجِلخونا  ا ت ا عِندِي ما بۡتخم بهِِّۦَۚ ما ذَّ كا ِ وا بّ  نِ رَّ َٰ باي نِاةٖ م 
ا قخلۡ إنِِ ِ عَلا

َٰصِليِنا    يۡۡخ ٱلفۡا وا خا ُۖ واهخ صُّ ٱلَۡاقَّ ُِۖ ياقخ  بهِۦَِّٓۚ إنِِ ٱلَۡخكۡمخ إلََِّ لِلَّّ
Artinya:  “Sesungguhnya menetapkan hukum itu 

hanyalah hak Allah. Dia merupakan yang 
sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang 
paling baik”.  

Berdasarkan ayat ini dapat ditegaskan bahwa 
semua hukum-hukum yang terkandung di dalam 
al-Qur’ᾱn adalah produk Allah dan menjadi tata 
aturan atau perundang-undangan yang wajib 
diikuti oleh semua umat manusia. Adapun macam-
macam hukum yang dikandung al-Qur’ᾱn, di 
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kalangan para ulama ada yang membagi pada garis 
besarnya menjadi dua bagian besar, yaitu akidah 
dan syarî’ah,331 dan ada yang membagi pada tiga 
bagian besar, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 
akidah (i’tiqādiyyah), berkaitan dengan akhlak 
(khuluqiyyah), dan hal-hal yang berkaitan dengan 
hukum-hukum praktis (ahkām‘amaliyyah) atau 
segala perbuatan manusia baik mu’āmalah, ‘uqūbah,  
dan ibadah yang disebut dengan syarî’ah, atau 
fiqh.332 Dari dua versi pembagian ini, akan 
dijelaskan yang mengenai akidah, syarî’ah, dan 
akhlak sebagai berikut: 

Pertama,  masalah akidah (i’tiqādiyyah). 
Dimaksudkan dengan akidah adalah doktrin 
mengenai dasar-dasar keyakinan, yang meliputi 
beriman kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya, 
kepada para malaikat, tentang kitab-kitab, para 
utusan-Nya, dan hari kiamat sebagai saat 
pembalasan. Di samping itu, hal-hal yang berkaitan 
dengan akidah, yaitu semua aktivitas dan perilaku 
manusia yang senantiasa diawasi oleh malaikat dan 
dicatat untuk nanti di hari akhirat 
dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah 
Allah, akan diberi konsekuensi pahala masuk surga 
bagi yang berperilaku baik seperti bersikap jujur, 
adil, dan sikap positif lainnya. Semua sikap itu 
merupakan manifestasi dari kepatuhan dan 
keyakinannya kepada Allah Swt. Atau konsekuensi 
sanksi neraka bagi yang berperilaku buruk (jahat) 

 
331Mahmûd Syaltût, membagi ajaran Islam itu menjadi dua bagian 

besar: akidah (‘aqidah), dan syari’ah. Bahkan ia jadikan sebagai judul buku 
yang sangat dikenal di kalangan para ulama “al-Islâm ‘Aqîdah wâ 
Syarî’ah”. Lihat, Mahmûd Syaltût, al-Islâm ‘Aqîdah wâ Syarî’ah (Kairo: Dâr 
asy-Syuruq, 1997), Cet. ke 17.   

332Muhammad ‘Alî as-Sāyîs, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihâdi wâ Aṭwâruh 
(Mesir: Majma’ al-Buhūṡ al-Islāmiyyah, t.t.), h. 8. ‘Abd al-Wahhâb 
Khallâf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 32. 
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seperti membunuh, mencuri, menipu, dan sikap 
negatif lainnya. Semua sikap negatif itu sebagai 
bukti ketidakpatuhan dan ketidakyakinannya 
kepada Allah Swt. Oleh para ulama aspek doktrin 
tentang akidah ini dikembangkan menjadi sebuah 
pengetahuan yang tertata secara sistematis 
metodologis yang disebut dengan ilmu tauhid, 
istilah lain ilmu uṣūl ad-din, atau ilmu kalam.333 

Secara umum, terdapat empat aliran (mażhab) 
yang muncul dan berusaha untuk menjelaskan 
doktrin Islam dibidang akidah (al-mażāhib al-
i’tiqādiyah), sejak dari masa paling awal hingga 
sekarang, yaitu aliran salaf (as-salafiyyūn), aliran 
Mu’tazilah (mażhab al-mu’tazilah), aliran Māturidi 
(mażhab al-māturidiyyah), dan aliran asy’ari (mażāhib 
al-‘asyā’irah).334As-Salafiyyūn adalah sebuah aliran 
yang berusaha menjelaskan keyakinan 
(kepercayaan) secara sederhana, yang mengikuti 
kondisi pada masa para sahabat Nabi. Aliran ini 
merupakan aliran yang paling tua, bermula dari 
masa sahabat, masa tābi’in kemudian berkembang 
dari masa ke masa hingga mencapai kesempurnaan 
dan puncak kemapanannya di masa Ibn Taimiyah 
(w. 728 H/1328 M).335 Para imām mujtahid seperti 

 
333Lihat, Muhammad Yūsuf Mūsa, al-Madkhal Lidirāsah al-Fiqh al-

Islāmi (Mesir: Dār  al-Fikr al-‘Arabi, 1374 H/1953 M), h. 10.  
334Muhammad Abū Zahrah, Muhāḍârāt fi Tārikh al-Mażāhib al-

Fiqhiyyah (Mesir: Maṭba’ah al-Madani, t.t.), Juz ke 1, h. 211, 140, 195, dan 
180.  

335Pada mulanya aliran ini  muncul pada abad IV H/X M yang 
gerakan pemikiran-pemikirannya bermuara pada pemikiran Ahmad bin 
Hanbal yang menghidupkan akidah ulama salaf dan berusaha 
memerangi paham lainnya. Aliran ini muncul kembali pada abad VII 
H/XIII M, yang kemudian dihidupkembangkan oleh Ibn Taimiyah yang 
menyiarkannya secara gencar sesuai dengan kondisi zamannya. Pada 
perkembangan berikutnya pada abad XII H/XVIII M 
dihidupkembangkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahāb (1703-1787), 
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Imām Abū Hanifah (80-150 H/699-767),336 Imām 
Mālik bin Anas (95-179 H/713-795 M),337 Imām  
Syāfî’i  (150-204 H/767-820M),338dan Imām Ahmad 
bin Hanbal (164-241 H/780-855 M)339 adalah 
pengikut aliran ini. 

Setelah aliran salaf berkembang, kemudian 
muncul aliran Mu’tazilah, yang pada umumnya 
para ulama menisbatkan kepada Wāṣil bin ‘Aṭā’ (w. 
131 H/748 M) sebagai tokoh utamanya, aliran 
Asy’ariyah dinisbatkan kepada Abû al-Hasan al-
Asy’ari (w. 324 H/936 M) yang berkembang di 
Baṣrah, dan aliran Māturidiyyah yang dinisbatkan 
kepada Abû Manṣūr al-Māturidi (w. 333 H/944 M) 
di Samarkand. Semua aliran ini mereka menyebut 
dirinya sebagai ahl as-sunnah wa al-jamā’ah. 

Selain aliran-aliran tersebut di atas, masih ada 
pengelompokan aliran, yaitu Syi’ah, Khawārij dan 
ahl as-Sunnah (Sunni). Pengelompokan aliran ini 
terjadi sebagai ekses atau akibat terbunuhnya 
khalifah Uṡmān bin Affān (w. 35 H/656 M) di 
tangan para demonstran. Dari tragedi ini kemudian 
terjadi berbagai pertikaian pada masa pemerintahan 
khalifah Ali bin Abi Ṭālib (w. 40 H), konflik dan 
ketegangan dalam percaturan politik, serta terjadi 

 
dikenal sebagai gerakan Wahabi yang berkembang di kawasan jazirah 
Arab. Muhammad Abû Zahrah, Ibid., h. 211.     

336Muhammad Yūsuf Mūsa, Abû Hanifah ‘Aṣruh Hayātuh, Mazhabûh, 
Ittijāhatuh al-Fiqhiyyah wa al-Insāniyyah (Mesir: Maktabah Nahḍah, 1376 
H/1957), h. 37.  

337Muhammad Abû Zahrah, Mālik Hayātuh wa ‘Aṣruh Arā’uh wa 
Fiqhuh (Mesir: Dār  al-Fikr al-‘Arabi, 1994), h. 24. Amin al-Khuli, Malik 
Tajarubu Hayah (Mesir: Mu’assasah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah, t.t.), h. 62 
dan 427. 

338Muhammad Abû Zahrah, asy-Syāfî’i Hayātuh wa ‘Aṣruh Arā’uh wa 
Fiqhuh (Mesir: Dār  al-Fikr al-‘Arabi, 1363 H/1944 M), h. 14 dan 31.  

339’Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin at-Turki, Uṣul Mażhab al-Imām 
Ahmad bin Hanbal (Mesir: Maṭba’ah Jāmi’ah ‘Ain Syams, 1394 H/1974 M), 
h. 32 dan 46.  
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penderitaan kehidupan rakyat.340 Dalam perjalanan 
waktu, tiga aliran yang berbeda pandangan politik 
itu pada akhirnya merasuk masuk pada masalah 
akidah dan masalah-masalah ajaran agama yang 
lainnya, sekaligus pada pemahaman pada ajaran 
agama itu sendiri. Al Yasa Abûbakar 
mengemukakan bahwa dalam hal akidah (ilmu 
kalām) kaum muslimin yang sebelumnyamasuk ke 
daIam kelompok Syi’ah, Khawārij dan Ahlussunnah 
(Sunni) ada yang menjadi pengikut Mu’tazilah, 
sebagaimana ada yang menjadi pengikut 
Māturidiyah, Asy’āriyah ataupun Salafiyah.341 

Kedua, masalah syarî’ah, adalah sebagai 
doktrin dan tata peraturan kehidupan praktis 
(mu’āmalah ‘amaliyyah). Secara terminologis 
dikatakan bahwa syarî’ah adalah tata peraturan 
yang diciptakan Allah Swt. atau pokok-pokoknya, 
supaya dipegang oleh manusia dalam berhubungan 
dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama 
muslim, dengan saudaranya sesama manusia, 
dengan alam sekitarnya, dan dengan masalah 
kehidupan.342 Dari sini dapat dimengerti dan 
ditegaskan bahwa, bagaimana cara seorang muslim 
beribadah menyembah kepada Allah, bagaimana 
seorang muslim berinteraksi dengan keluarga dan 
kerabatnya, bagaimana hidup bertetangga, 
berkomunikasi, bertransaksi dengan sesama 
muslim, dan sesama manusia pada umumnya, 
bagaimana menjalani hidup dalam masyarakat 
yang plural (heterogin), dan berbudaya sehingga 
tetap masyarakat merasa aman, nyaman,tentram, 
berdampingan, dan tidak berbuat dengan 

 
340Muhammad Abû Zahrah, Muhāḍarāt fi Tārikh, Juz ke 1, h. 10. 
341Al Yasa’ Abûbakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh 

Dârussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan (Nanggroe Aceh Dâr 
ussalam: Dinas Syari’at Islam, 2006), h. 18.   

342Mahmûd Syaltût, al-Islām ‘Aqidah wa Syari’ah, h. 12.  
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sekehendaknya. Demikian juga, bagaimana cara 
memperlakukan alam semesta sehingga bermanfaat 
bagi masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus 
dampak daripadanya tidak menimbulkan bencana 
banjir dan longsor, dan begitu seterusnya. Aspek 
ajaran syarî’ah ini dikembangkan oleh para ulama 
menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan 
ilmu fikih (fiqh), tentunya dengan berbagai 
spesifikasinya.343 

Doktrin dibidang ini telah berkembang menjadi 
banyak mażhab.344 Tetapi dari banyak mażhab itu 
yang terus berkembang dan dikenal oleh 
masyarakat dunia hingga saat ini hanya empat 
mażhab, yaitu mażhab Hanafi, yang didirikan oleh 
Abû Hanifah an-Nu’mān bin Ṡābit (80-150 H/699-
676 M), mażhab Māliki, yang didirikan oleh Mālik 
bin Anas bin Mālik Abi ‘Āmir al-Asbāhi al-Yamāni 
(95-179 H/713-795 M), mażhab  Syāfî’i , yang 
didirikan oleh Muhammad bin Idris asy-Syâfî’i  
(150-204 H/767-820 M), dan mażhab Hanbali, yang 
didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbali 

 
343Fiqh atau ilmu fikih (‘ilm al-fiqh) merupakan kumpulan aturan dan 

tuntunan mengenai perilaku seseorang, baik dalam kedudukannya 
sebagai pribadi, anggota masyarakat (jamā’ah) maupun dalam 
kedudukannya  sebagai pejabat negara (pemerintah).    

344Di masa sesudah tābi’in, muncul mażhab-mażhab dalam bidang 
hukum Islam (fiqh) baik dâri kalangan ahl al-hadiṡ maupun ahl ar-ra’y, 
yang oleh mayoritas kaum muslimin disebut sebagai mażhab ahl as-
sunnah wa al-jamā’ah sebanyak 13 mażhab, yaitu: Mażhab Sufyān bin 
‘Uyainah di Makkah, mażhab Mālik bin Anas di Madinah, mażhab Hasan 
Baṣri di Baṣrah, mażhab Abû Hanifah di Kūfah, mażhab Sufyān as-Ṡauri 
di Kūfah, mażhab al-Auzā’y di Syām, mażhab Syâfî’i di Mesir, mażhab 
Lais bin Sa’ad di Mesir, mażhab Ishāq bin Rahawaih di Naisābûr, mażhab 
AbûṠaur di Bagdād, mażhab Ahmad bin Hanbal di Bagdād, mażhab 
Dāwud Ẓāhiri di Bagdā, dan mażhab Ibn Jarir di Bagdād. Lihat, Hasbi 
ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 71. 
Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rudjuk dan 
Hukum Kewarisan (Djakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam 
Yayasan Ihya ‘Ulumuddin Indonesia, 1971), Jld. ke 1, h. 41.  
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(164-241 H/780-855 M). Selain empat mażhab 
tersebut, masih ada beberapa mażhab penganut 
Syi’ah yang dikenal lebih dekat kepada jamā’ah 
Islam (Sunni) dan moderat, seperti mażhab 
Zaidiyyah, yang didirikan oleh Zaid bin ‘Ali Zain 
al-‘Ābidin bin al-Husain bin ‘Ali bin Abi Ṭālib (80-
122 H), dan mażhab Ja’fariyyah, yang didirikan oleh 
Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali Zain al-‘Ābidin bin 
al-Husain bin ‘Ali bin Abi Ṭālib (82-148 H).345 

Ketiga, masalah etika dan moral (khulūqiyyah), 
adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, 
substansinya adalah doktrin tentang etika dan 
moral. Hal ini tentunya menjadi tuntunan dan 
bimbingan mengenai cara-cara yang harus 
ditempuh agar seseorang menjadi mulia dan luhur, 
dekat dengan sang Khālik, bermanfaat bagi orang-
orang yang berda di sekitar, dan senantiasa 
berusaha untuk melakukan perbuatan baik secara 
maksimal. Doktrin etika dan moral ini 
sesungguhnya merupakan substansi dan 
manifestasi dari dua doktrin di atas, karena 
implikasi daripadanya pada akhirnya akan 
membentuk pribadi-pribadi manusia yang mulia, 
dan berakhlak yang baik. Al-Gazāli (w. 505 H) 
dalam konteks ini mengatakan bahwa, akhlak 
adalah perilaku jiwa, yang dapat dengan mudah 
melahirkan perbuatan-perbuatan tanpa 
memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila 
perilaku itu melahirkan perbuatan-perbuatan baik 
dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan 
agama, perilaku itu dinamakan akhlak yang baik 
(khuluqan hasana). Apabila perilaku yang dilakukan 

 
345Muhammad Abû Zahrah, al-Imām Zaid Hayātuh wa ‘Aṣruh Arā’uh 

wa Fiqhuh (Mesir: Dār  al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 22. Muhammad Abû 
Zahrah, Muhāḍarāt fi Tārikh, h. 40. Al-Hamid al-Husaini, Sejarah Hidup 
Imam Ja’far ash-Shadiq R.A. (Semarang-Indonesia: CV Toha Putra, t.t.), h. 1 
dan 134.  
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itu melahirkan perbuatan buruk, makaperilaku 
tersebut dinamakan akhlak yang buruk (khuluqan 
sayyi’a).346 

Untuk mengukur bahwa seseorang itu 
berperilaku baik atau tidak baik, dalam praktik 
kehidupan masyarakat sudah barang pasti akan 
berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat 
yang lainnya sesuai dengan persepsi seseorang, 
kondisi masyarakat, tradisi dan budaya yang 
berkembang, dan perubahan sosial masyarakat itu 
sendiri. Misalnya, terjadi perbedaan akibat 
perubahan nilai tradisi dan budaya suatu 
masyarakat dari baik kepada buruk, atau 
sebaliknya, adalah tradisi membuka kepala bagi 
perempuan mempunyai sifat yang buruk (muru’ah) 
bagi masyarakat (negara) di wilayah Timur, tetapi 
tidak termasuk perbuatan buruk bagi umumnya 
masyarakat di wilayah (negara) Barat.347 Oleh 
karena demikian, bagi umat Islam pendasaran 
perilaku baik dan buruk parameternya adalah 
kembali berpedoman pada al-Qur’ān dan sunnah. 
Kedua pedoman ini baik secara eksplisit maupun 
implisit telah menyatakan baik, maka itulah ukuran 
kebaikan bagi umat manusia. Demikian pula 
sebaliknya, jika dinyatakan buruk, maka itulah 
ukuran keburukan bagi umat manusia. Allah Swt. 
telah berfirman (Q.S. al-Qalam (68), ayat 4): 

ظِيمٖ    لخقٍ عا َٰ خخ  وَإِنَّكا لاعالَا

Artinya:  “Dan sesungguhnya kamu benar-benar 
berbudi pekerti yang agung”.  

 
346Al-Gazāli, Ihyā’ ‘Ulūm ad-Din (Indonesia: Dâr  Ihya’ al-Kutub al-

‘Arabiyyah, t.t.), Jld. ke 3, h. 52.  
347Abû Ishāq Ibrahim bin Mūsa al-Lakhmi al-Gar-naṭi asy-Syāṭibi 

(selanjutnya ditulis asy-Syāṭbi), al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām (Bairut: Dār  
al-Fikr, t.t.), Jld. ke 1, Juz ke 2, h. 198. 
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Kemudian Rasulullah Saw. menegaskan dalam 
sabdanya yang diriwayatkan oleh Imām Mālik dari 
Abủ Hurairah: 

ِّمَ مكَاَرِّمَ الْاَ خْلاقَِّ  َم  ِّأُّ ت ِّثتُْ ل ماَ بعُ ِّن َّ  .348ا
Artinya:  “Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia (H.R. 
Mālik bin Ānas)”. 

Berdasarkan pada ayat dan hadis di atas 
jelaslah bahwa akal pemikiran manusia senantiasa 
dinamis dan berubah dalam menilai baik dan 
buruk, dalam arti senantiasa berubah bagi 
masyarakat dalam menilai baik dan buruk yang 
didasarkan pada akal pemikiran. Karena itu, 
sesungguhnya penilaian baik dan buruk yang 
sebenar-benarnya hanya Allah yang mengetahui-
Nya, sejalan dengan firman-Nya: 

ينَ    ِّكَ فلَاَ تكَُوننَ َّ مِّنَ ٱلمۡمُتۡرَِّ ب   ٱلۡحقَ ُّ مِّن ر َّ
Artinya:   “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab 

itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-
orang yang ragu” (Q.S. al-Baqarah (2), ayat 
147). 

Dari tiga pembagian doktrin hukum di atas 
(akidah, syarî’ah dan akhlak), maka syarî’ah (ahkām 
‘amaliyyah) sebagai bagian dari hukum al-Qur’ān. 
Macam hukum yang disebutkan terakhir ini 
merupakan doktrin yang berkaitan erat dengan 
kehidupan duniawi. Al-Qur’ān tidak memerinci 
secara detail kecuali tentang sebagian hukum 

 
348Imām Mālik bin Ᾱnas, al-Muwaṭṭa’ (Bairut; Dār al-Fikr, 1409 

H/1989 M), Cet. ke 1, h. 216. 
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perkawinan, tindak pidana kejahatan (hudūd), 
kafārat, dan waris. Aturan-aturan kehidupan yang 
digariskan Allah dalam bidang ini bersifat pokok-
pokok yang berkenaan dengan prinsip-prinsip 
umum, dan kaidah-kaidah pokok yang harus 
dijadikan pedoman oleh manusia dalam kehidupan 
bermu’amalah. Harun Nasution berdasarkan 
analisisnya mengemukakan bahwa dari 6360 ayat 
al-Qur’ān,349 hanya terdapat 368 ayat yang 
berhubungan dengan aspek-aspek hukum, 
termasuk di dalamnya ayat-ayat mengenai ibadah. 
Sementara ayat-ayat yang spesifik mengatur 
kehidupan sosial kemasyarakatan, dari 368 ini 
hanya 228 ayat.350 

Hukum-hukum praktis (al-ahkām al-‘amaliyyah) 
yang terdapat dalam al-Qur’ān, dalam sistematika 
hukum Islam dibagi menjadi dua bagian besar, 
yaitu hukum-hukum ibadah, dan hukum-hukum 
mu’āmalah. Pada bagian pertama, yaitu berisi di 
dalamnya tata aturan hukum mengenai pola 
hubungan manusia dengan Allah, seperti salat, 
puasa, zakat, haji, nażar, sumpah, dan ibadah-
ibadah yang lainnya. Sedangkan bagian yang 
kedua, yaitu hukum-hukum mu’amalah yang di 

 
349Penetapan jumlah ayat al-Qur’ān ternyata di kalangan para ulama 

berbeda-beda jumlah keseluruhannya. Ada yang menetapkan 6.000, 
6.214, 6.219, 6.225, 6.236, 6.616, 6.360, dan 6.636. Sedangkan jumlah 6.666 
ayat, tidak ada seorang ulama pun yang menetapkan jumlah tersebut, 
hanya para pendakwa yang sering mengatakannya. Dâri penetapan 
jumlah-jumlah tersebut, Harun Nasution lebih cendrung pada jumlah 
6.360 ayat, dan Abdur Rahman I. Doi menetapkan sebanyak 6.636 ayat. 
Lihat, Ismuha dalam kata pengantar penerjemah kitab, Mahmûd Syaltût 
dan Muhammad Ali as-Sāyis, Muqāranah al-Mażāhib fi al-Fiqh (Mesir: 
Maṭba’ah Muhammad Ali Ṣabih wa Aulāduh, 1373 H./1953 M.), h. 8. 
Harun Nasution, Islam Ditinjau Dâr i Berbagai Aspeknya (Jakarta: Penerbit 
UI Press, 1985), Jld. ke 2, h. 7. Abdur Rahman I. Doi, Shari’ah the Islamic 
Law (London: United Kingdom, 1404 H/1984 M), h. 21-22.     

350 Harun Nasution, Islam Ditinjau,h. 7-8. 
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dalamnya berisi tata aturan mengenai pola 
hubungan antara sesama manusia, seperti akad 
perjanjian transaksi, akad nikah,  sanksi tindak 
pidana kejahatan, dan lain-lain.351 

‘Abd al-Wahhāb Khallāf (w. 1956 M), setelah 
membagi hukum-hukum dalam al-Qur’ān pada tiga 
bagian besar sebagaimana Muhammad ‘Ali as-
Sᾱyis, yaitu ahkām i’tiqādiyyah, ahkām khuluqiyyah 
dan ahkām ‘amaliyyah, kemudian yang disebutkan 
terakhir ini ia kelompokkan kembali menjadi dua 
kelompok besar yaitu hukum-hukum ibadah (ahkām 
al-‘ibādāt), dan hukum-hukum mu’amalah (ahkām al-
mu’āmalāt) sebagaimana tersebut di atas. Dalam 
term modern, hukum-hukum mu’āmalah itu 
banyak macamnya sesuai dengan hal-hal yang 
berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam 
hal ini Khallāf memerinci menjadi tujuh macam 
hukum,352 sebagai berikut: 
1) Hukum keluarga (ahkām al-ahwāl asy-

syakhṣiyyah), yaitu yang berhubungan dengan 
hidup kekeluargaan. Dimaksudkan dengan 
hidup kekeluargaan di sini adalah mengatur 
hubungan suami isteri dan sanak kerabat antara 
satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat hukum 
mengenai hidup kekeluargaan ini dalam al-
Qur’ān diperkirakan sebanyak 70 ayat. 

2) Hukum perdata (al-ahkām al-madaniyyah), yaitu 
yang berhubungan dengan mu’amalah antara 
perorangan, masyarakat dan persekutuannya, 
seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-
meminjam, pertanggungan, perkongsian, 
utang-piutang dengan keharusan adanya ikatan 

 
351‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 32. Al-Qāḍi 

Muhammad Suwaid, al-Mażāhib al-Islāmiyyah al-Khamsah wa al-Mażhab al-
Muwahhad (Bairut: Dār  at-Taqrib bain al-Mażāhib al-Islāmiyyah, 1416 
H/1995 M), h. 43 dan 165. 

352‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 32-33. 
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hukum. Dimaksudkan dengan adanya ikatan 
hukum di sini, mengatur hubungan 
perorangan, masyarakat, yang menyangkut 
harta kekayaan dan memelihara hak setiap 
orang yang mempunyai hak. Ayat-ayat hukum 
mengenai hal ini dalam al-Qur’ān diperkirakan 
sebanyak 70 ayat. 

3) Hukum pidana (al-ahkām al-jinā’iyyah), yaitu 
yang berhubungan dengan tindak pidana 
kejahatan yang bersumber dari pelaku 
kejahatan (mukallaf), dan sanksi yang 
semestinya diterima oleh pelaku kejahatan. 
Tujuannya adalah untuk memelihara 
kehidupan manusia, harta bendanya, 
kehormatannya, dan hak-haknya. Begitu pula 
membatasi hubungan antara harta yang diambil 
dengan pelaku kejahatan, dan masyarakat 
umum. Ayat-ayat hukum mengenai hal ini 
dalam al-Qur’an diperkirakan sebanyak 30 ayat. 

4) Hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), yaitu yang 
berhubungan dengan pengadilan, kesaksian, 
dan sumpah. Tujuannya adalah mengatur 
keberanian untuk mewujudkan keadilan di 
antara para pihak yang berperkara. Ayat-ayat 
hukum mengenai hal ini dalam al-Qur’ān 
diperkirakan sebanyak 13 ayat. 

5) Hukum ketatanegaraan (al-ahkām ad-
dustūriyyah), yaitu yang berhubungan dengan 
aturan hukum pemerintah dan dasar-dasarnya. 
Tujuannya adalah untuk membatasi hubungan 
pemerintah dengan warga negara, menetapkan 
hak-hak perorangan, dan masyarakat. Ayat-
ayat hukum mengenai hal ini dalam al-Qur’ān 
diperkirakan sebanyak 10 ayat. 

6) Hukum internasional (al-ahkām ad-dualiyyah), 
yaitu yang berhubungan dengan masalah-
masalah hubungan antara negara-negara Islam 
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dengan negara-negara yang bukan Islam 
(sekuler), dan tata-cara pergaulan dengan 
warga negara non muslim yang berada di 
negara Islam. Tujuannya adalah untuk 
membatasi hubungan negara Islam dengan 
negara-negara lain dalam kondisi damai dan 
perang, dan sekaligus membatasi hubungan 
orang-orang muslim dengan non muslimyang 
berada dalam negara Islam. Ayat-ayat hukum 
mengenai hal ini dalam al-Qur’ān diperkirakan 
sebaganyak 25 ayat. 

7) Hukum ekonomi dan keuangan (al-ahkām al-
iqtiṣādiyyah wa al-māliyyah), yaitu yang 
berhubungan dengan hak orang-orang miskin 
yang biasa meminta-minta (as-sā’il) dan orang-
orang miskin yang tidak mau meminta-minta 
kepada orang-orang kaya (al-mahrūm), dan 
mengatur sumber-sumber pemasukan dan 
pengeluaran ekonomi dan keuangan. 
Tujuannya adalah mengatur pendistribusian 
yang menyangkut harta antara orang-orang 
kaya dan (hak) orang-orang miskin, antara 
pemerintah dan perorangan. Ayat-ayat hukum 
mengenai hal ini dalam al-Qur’ān diperkirakan 
sebanyak 10 ayat.   
Senada dengan pandangan Khallăf di atas, 

Musṭafă Ahmad az-Zarqā’ (1285-1357 H/1868-1940 
M) setelah membedakan fiqh menjadi dua kelompok 
besar, yaitu ibadah, dan mu’āmalah, kemudian ia 
membagi macam-macam hukum menjadi tujuh 
kelompok,353 sebagai berikut: 

 
353Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā’, al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Ᾱmi al-Fiqh al-

Islāmi fi Ṡaubih al-Jadid: 
(Damaskus:Maṭba’ahṬarbain,1967/1968),Juzke1,h.55-56.   
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a) Ibadah (al-‘ibādāt), yaitu hukum yang mengatur 
hubungan manusia dengan Allah, seperti salat, 
puasa, dan lain-lain. 

b) Hukum keluarga (al-ahwāl asy-syakhṣiyyah), 
yaitu hukum yang mengatur keluarga, seperti 
perkawinan (an-nikāh), perceraian (at-ṭalāq), 
keturunan (an-nasab), nafkah (an-nafaqah), dan 
lain-lain. 

c) Mu’āmalah (al-mu’āmalāt), yaitu hukum yang 
mengatur hubungan sesama manusia yang 
berkaitan dengan harta benda (al-amwāl) hak-
hak kebendaan (al-huqūq), dan cara 
pengelolaannya (at-taṣarrufāt). 

d) Hukum ketatanegaraan (al-ahkām as-
sulṭāniyyah), yaitu hukum yang mengatur 
hubungan penguasa dengan rakyat, hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban rakyat dan penguasa. 

e) Pemberian sanksi (al-‘uqūbāt), yaitu hukum 
yang mengatur tentang pemberian sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana kejahatan atau 
pelanggaran untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan bagi masyarakat. 

f) Hukum internasional (al-ahkām ad-dualiyyah), 
yaitu hukum yang mengatur hubungan antara 
negera-negara Islam (ad-dualah al-Islāmiyyah) 
dengan negara-negara lain, yang disebut 
dengan hubungan bilateral dan multilateral (al-
huqūq ad-dualiyyah). 

g) Tata pergaulan (al-adab), yaitu hukum yang 
mengatur pergaulan baik (al-akhlāq), bersikap 
hormat (al-hasyamah), saling baik (al-muhāsin), 
dan merasa saling sama (al-musāwi). 
Berdasarkan kajian pembagian hukum-hukum 

mu’amalah, atau pengelompokkan hukum-hukum 
yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf 
dan Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā’ di atas, jelaslah 
menunjukkan bahwa eksistensi al-Qur’ᾱn sebagai 
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maṣdar min al-maṣᾱdir al-ahkᾱm mengandung 
berbagai hukum dan prinsip-prinsipnya yang mesti 
dipahami dan dikaji sepanjang kehidupan manusia 
hatta yaum al-qiyᾱmah.  

 
d. Klasifikasi Dalil-Dalil Hukum al-Qur’ᾱn dan 

Rinciannya 
Para pakar metodologi hukum Islam (uṣῡliyyin), 

mengklasifikasikan dalil-dalil al-Qur’an dilihat dari 
berbagai segi, sebagaimana di bawah ini: 
1) Dilihat dari segi sumber asalnya, dalil 

dibedakan pada dua macam, yaitu dalil naqly, 
dan ‘aqly (ar-ra’y). Dimaksudkan dengan dalil 
naqly, yaitu teks-teks al-Qur’an dan sunnah 
mutawᾱtirah. Sedangkan dalil ‘aqly (ar-ra’y) 
yaitu al-qiyᾱs dan al-istidlᾱl. Pengklasifikasian 
ini hanya dilihat dari segi sumber asal 
munculnya dalil. Sebab masing-masing dari 
dua klasifikasi dalil tersebut saling 
membutuhkan satu sama lain. Karena 
penggunaan dalil yang telah di-naṣ-kan (al-
manqῡlᾱt) sudah barang tentu memerlukan 
pemikiran (gair al-manqῡlᾱt), sebagaimana 
pemikiran tidak akan diakui oleh syara’ kecuali 
apabila disandarkan pada naql.354 

2) Dilihat dari segi cakupannya, dalil dibedakan 
pada dua macam, yaitu: Dalil kully dan juz’y. 
Dimaksudkan dengan dalil kully, yaitu dalil naṣ 
yang isinya mencakup banyak partikular 
hukum, bahkan sebagian besar hukum sejenis 
terakomodir di dalamnya. Seperti amr, nahi, 
‘ᾱm, muṭlaq, ijmᾱ’ ṣarih, ijmᾱ’ sukῡti, qiyᾱs yang 
sudah terdapat naṣ (teks) pada ‘illah-nya, term 
lain disebut dengan ‘illah al-manṣῡṣah, dan ‘illah 
al-mustanbaṭah. Jadi, ṣigat amr itu adalah bentuk 

 
354Asy-Syᾱṭibi, al-Muwᾱfaqᾱt, Juz ke 3, h. 21. 
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yang kully, di mana di dalamnya tercakup 
semua bentuk yang disampaikan dengan 
bentuk amr (ṣigah al-amr). Begitu pula nahi, 
semua bentuk nahi disampaikan dengan bentuk 
nahi (ṣigah an-nahy), maka ia pun tercakup di 
dalam nahi, dan begitu seterusnya. Amr adalah 
dalil yang kully, sedangkan naṣ yang datang itu 
dalil juz’y. Juga nahi adalah dalil kully, 
sedangkan naṣ yang datang dengan bentuk nahi, 
adalah dalil juz’y.355 Sebagai contoh, Q.S. al-
Baqarah (2): 29: 

ا   ِيعا رۡضِ جَا
ا
ا فِِ ٱلۡۡ م مَّ لاقا لاكخ ِي خا وا ٱلَّ  هخ

Artinya:  “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala 
yang ada di bumi untuk kamu ...” 

Ayat ini meletakkan prinsip dasar hukum 
bahwa segala yang ada di dalam dan di muka 
bumi, status hukumnya adalah boleh (al-ibᾱhah) 
dimanfaatkan untuk kepentingan dan 
kemaslahatan manusia, kecuali ada indikasi lain 
yang melarang (at-tahrim) tidak boleh 
dimanfaatkan untuk hajat hidup kebutuhan 
manusia, yang dibenarkan syara’. Prinsip dasar 
hukum ini menjadi dalil kully atau kaidah 
syar’iyyah, yakni kaidah umum yang 
mencakup di dalamnya seluruh partikular 
problematika fikih yang menjadi pedoman 
untuk penetapan hukum kasus hukum fikih 
tersebut, baik yang ditunjukkan oleh teks-teks 
al-Qur’ᾱn dan hadis yang yang sudah jelas 
maupun yang tidak ditunjukkan sama sekali 
oleh kedua teks-teks sumber dan dalil hukum 

 
355 ‘Abd al-Wahhᾱb Khallᾱf, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh, h. 13-14. 
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tersebut. Karena itu, Jalal ad-Din as-Suyῡṭi (w. 
911 H) menegaskan dalam sebuah kaidah: 

يْمِ  حْرِ ليِلُْ علَىَ الت َّ ى يدَلُ َّ الد َّ  الَاصَْلُ فىِ الْاشَْياَءِ الابِاَحةَُ حَت َّ
Artinya:  “Hukum asal sesuatu itu dibolehkan, 

sehingga terdapat bukti yang 
melarangnya”.356 

Sebaliknya,  

 ِ ليِلُْ علَىَ الْابِاَحةَ ى يدَلُ َّ الد َّ يْمُ حَت َّ حْرِ  الَاصَْلُ فىِ الْاشَْياَءِ اللت َّ
Artinya:  “Hukum asal sesuatu itu dilarang, 

sehingga terdapat bukti yang 
membolehkannya”.357 

Sedangkan dalil juz’y, yaitu dalil yang 
menunjukkan pada partikular-partikular 
hukum saja. Hal ini di kalangan uṣῡliyyin tidak 
banyak dibahas dibandingkan dengan 
pembahasan dalil kully. Sebagai contoh, Q/S. 
Al-Mᾱidah (5): 96: 

مۡ  حِلَّ لاكخ
خ
يَّاراةِٖۖ   أ للِسَّ مۡ وا ا لَّكخ َٰعا تا ۥ ما هخ عاامخ يۡدخ ٱلۡۡاحۡرِ واطا  صا

Artinya:  “Dihalalkan bagimu binatang buruan 
laut dan makanan yang berasal dari laut 
sebagai makanan yang lezat bagimu”.    

3) Dilihat dari segi kualitasnya, dalil dibedakan 
pada dua macam, yaitu dalil qaṭ’iy dan ẓanny. 
Dimaksudkan dengan dalil qaṭ’iy adalah teks-

 
356 As-Suyῡṭi, al-Asybᾱh wa an-Naẓāir fi al-Furῡ’ (Surabaya-Indonesia: 

Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nubhān wa Aulāduh, t.t.), h. 43. 
357Ibid. 



279 
 

teks yang menunjukkan pada makna yang jelas, 
tegas dan tidak menimbulkan interpretasi 
(ta’wil) serta tidak ada jalan untuk dipahami 
selain dari makna yang jelas itu. Sedangkan 
dalil ẓanny adalah sebaliknya, yaitu teks-teks 
yang menunjukkan tidak tegas maknanya, 
sehingga menimbulkan interpretasi bahkan 
multitafsir pada pemaknaan teks.  

Pengkategorian kualitas dalil tersebut 
didasarkan pada cara dan proses tranmisinya 
dalil dimaksud, apakah dengan secara 
mutawatir, atau ahad. Parameter ini diperlukan 
untuk menentukan kehujjahan kedua dalil itu. 
Karena itu, para pakar metodologi hukum Islam 
(uṣῡliyyin) telah menetapkan tunjukkan (dalālah) 
kedua sumber dan dalil al-Qur’ān dan sunnah 
(hadis). Pertama, dalālah al-Qur’ān  atas hukum, 
tidak diragukan lagi bahwa keotentikannya 
pasti (qaṭ’iy as-ṡubῡt) datang dari Allah. 
Sedangkan dalālah-nya itu sendiri, ada yang  
disebut qaṭ’iy ad-dalālah (teks-teks al-Qur’ān 
yang memiliki implikasi kepastian hukum), dan 
ẓanny ad-dalālah (teks-teks al-Qur’ān 
pemaknaannya ditentukan melalui proses 
dugaan yang memiliki nilai ketidakpastian 
hukum).358Uṣῡliyyin memberikan contoh qaṭ’iy 
ad-dalālah beberapa ayat al-Qur’ān, di antaranya 
Q.S. an-Nisā’ (4): 11 dan 12, an-Nῡr (24): 2 dan 
4: 

 ٖۚ نثايايۡنِ
خ
ِ ٱلۡۡ ظ  رِ مِثۡلخ حا كا مُۡۖ للِذَّ َٰدِكخ وۡلا

ا
خ فِِٓ أ مخ ٱللَّّ  يخوصِيكخ

Artinya:  “Allah mensyari’atkan bagimu tentang 
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu 
yaitu bagian seorang anak laki-laki sama 

 
358Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 46. 
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dengan bagian dua orang anak 
perempuan”. 

  َّۚ ٞ لدا نَّ وا َّهخ ن ل َّمۡ ياكخ مۡ إنِ ل كخ َٰجخ زۡوا
ا
ا تاراكا أ مۡ نصِۡفخ ما لاكخ  ۞وا

Artinya:  “Dan bagimu (suami-suami) seperdua 
dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai 
anak”. 

ةٖٖۖ  لِۡا ا ماِئْاةا جا ما ِنۡهخ َٰحِدٖ م  َّ وا واْ كُخ انِِ فاٱجۡلِِخ انيِاةخ واٱلزَّ  ٱلزَّ

Artinya:  “Perempuan yang berzina dan laki-laki 
yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali 
dera”. 

اءٓا   دا ها شخ رۡباعاةِ 
ا
بأِ تخواْ 

ۡ
ياأ امۡ  ل ثخمَّ  َٰتِ  نا حۡصا ٱلمۡخ ونا  يارۡمخ يِنا  واٱلَّ

ةا  لِۡا َٰنيِنا جا مۡ ثاما وهخ  فاٱجۡلِِخ

Artinya:  “Dan orang-orang yang menuduh 
wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina), dan mereka tidak mendatangkan 
empat orang saksi, maka derlah mereka  
(yang menuduh itu) delapan puluh kali 
dera”. 

Sedangkan ẓanny ad-dalālah, umumnya 
literatur uṣῡl al-fiqh klasik mencontohkan di 
antaranya Q.S. al-Baqarah (2): 228: 

وٓءٖٖۚ   َٰثاةا قخرخ سِهنَِّ ثالا نفخ
ا
بَّصۡنا بأِ ا َٰتخ ياتَا لَّقا طا  واٱلمۡخ

Artinya:  “Dan wanita-wanita yang ditalak 
hendaklah menahan diri, selama tiga kali 
qurῡ’”. 
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Para pakar hukum Islam dalam memahami 

kalimat “   قُ رُوْء  mereka berbeda-beda dari ,“ ثَلاثَةََ 

hasil istinbaṭ hukumnya. Di kalangan mażhab 
Hanafi yang berdasar pada pendapat mayoritas 
sahabat di antaranya Abῡ Bakar, Umar, ‘Ali, 
dan Ibn Mas’ud, dan tābi’in mengatakan bahwa 
kata “ qurῡ’” plural dari kata “al-qar’u” adalah 
bermakna menstruasi (al-haiḍ), yang berarti 
mesti menunggu tiga kali menstruasi. 
Sedangkan di kalangan ulama Syāfi’iyyah, 
Mālikiyyah, dan Hanābilah, salah satu dari 
riwayat Imam Ahmad bahwa “al-qar’u” 
bermakna suci (at-ṭuhr), yang berarti mesti 
menunggu tiga kali bersuci.359 

Kedua,dalālah as-sunnah (al-hadis) juga ada 
yang memiliki validitas kuat datangnya dari 
Rasulullah Saw. (qaṭ’iy al-wurῡd) dan memiliki 
implikasi kepastian hukum (qaṭ’iy ad-dalālah), 
dan ada yang tidak memiliki validitas kuat 
datangnya dari Rasulullah Saw. (ẓanny al-
wurῡd) dan juga tidak memiliki implikasi 
kepastian hukum (ẓanny ad-dalālah), 
sebagaimana akan diuraikan dalam sub pasal 
sumber dan dalil kedua. 

Dalam pemikiran progresif yang 
berkembang di Indonesia, terutama dalam 
konteks kajian konsep qaṭ’iy dan ẓanny di 
kalangan ulama (kiyai) Nahḍah al-‘Ulamā’ 
(NU), seperti Abdurrahman Wahid, M.A. Sahal 
Mahfudh, Husen Muhammad, Masdar F. 
Mas’udi, dan lain-lain. Mereka telah melakukan 
kajian menarik perlunya rekonstruksi 
terminologi qaṭ’iy dan ẓanny dalam uṣῡl al-fiqh, 

 
359Mahmῡd ‘Ali as-Sarṭāwi, Syarh Qanῡn al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah 

(T.Tp.: Dar al-Fikr, t.t.), bagian ke 3, h. 524.  
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yang masing-masing didefinisikan sebagai 
ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa 
yang tegas (ṣarih), dan ajaran yang 
dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak 
tegas (gair ṣarih), yang ambigu atau diartikan 
lebih dari satu pengertian, sudah tidak 
memadai lagi. Menurut Masdar, term qaṭ’iy 
lebih tepat bila dipahami sebagai ajaran yang 
bersifat universal dan mengatasi dimensi ruang 
dan waktu (mutlak). Sedangkan ẓanny lebih 
tepat bila dipahami sebagai ajaran yang bersifat 
partikular dan teknis operasional (juz’iyyah) 
yang karenanya terikat dengan ruang dan 
waktu.360 

Dari pembahasan sumber dan dalil hukum 
dilihat dari berbagai seginya tersebut di atas, 
maka para pakar metodologi hukum Islam, 
terlebiih di kalangan para imam mujtahid yang 
empat (Abῡ Hanifah, Malik bin Anas, 
Muhammad Idris asy-Syāfi’i, dan Ahmad bin 
Hanbal), mereka masing-masing dalam konteks 
ijtihad untuk meng-istinbaṭ-kan hukum secara 
kronologis telah menetapkan pegangan dalil-
dalil hukum sebagaimana telah dikemukakan 
dalam bab I, halaman 25-43, termasuk para 
imam mujtahid di kalangan mażhab Ẓāhiri dan 
Syi’ah. 

2. Sunnah (Hadis) 
a. Definisi Sunnah (Hadis) 

Term sunnah bukan sesuatu yang baru (al-jadid) 
bagi umat Islam, tetapi suatu tradisi yang sudah 
lama dilakukan dengan kontinyu dalam perbuatan 
(at-ṭariqah al-maslῡkah). Secara etimologi, sunnah 
berasal dari kata kerja “sanna” yang berarti 

 
360Masadar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: 

Dialog Fiqh Perempuan (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), h. 29-30. 
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membentuk, menentukan, atau melembagakan. 
Sunnah dalam pengertian ini menunjuk pada suatu 
praktik yang dilembagakan oleh perorangan atau 
kelompok tertentu. Jadi, sunnah bukan berarti 
menunjuk pada tradisi suatu ras dan komunitas 
tertentu, tetapi juga berkaitan dengan seseorang 
yang melembagakannya.361 Sedangkan sunnah 
dalam bentuk kata benda, berarti jalan setapak, 
perilaku, atau tingkah laku.362  Term sunnah dengan 
pengertian ini menunjukkan suatu perilaku 
perbuatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun 
kelompok, baik perbuatan itu terpuji (al-mahmῡdah) 
maupun tercela (al-mażmῡmah). Makna secara 
etimologis demikian ini, ditemukan dalam 
pernyataan Rasulullah Saw. yang banyak 
diriwayatkan oleh para perawi hadis: 

الْاسِْلامَِ   الل هِ صلعم منَْ سَن َّ فىِ  قاَلَ رسَُولُْ  الل هِ  بنِْ عبَدِْ  ِيرِْ  عنَْ جرَ
ولَاَ   بهاَ  عمَلَِ  منَْ  اجَْرِ  مثِلَْ  لهَُ  بعَدْهَُ كُتبَِ  بِهاَ  فعَمُِلَ  حَسنَةًَ  ةً  سُن َّ

 ٌ ةً حَسنَةًَ فعَمُِلَ  ينَقْصُُ منِْ اجُُورْهِمِْ شَيئْ , ومَنَْ سَن َّ فىِ الْاسِْلامَِ سُن َّ
اوَْزاَرهِمِْ  منِْ  ينَقْصُُ  ولَاَ  بِهاَ  منَْ عمَلَِ  وِزْرِ  مثِلُْ  لهَُ  بعَدْهَُ كُتبَِ  بِهاَ 

 شَيئٌْ. 
Artinya:  “Dari Jabir bin ‘Abd Allah, Rasulullah Saw. 

bersabda: Barang siapa melakukan suatu 
sunnah yang terpuji (baik) di dalam Islam, 
kemudian sunnah itu diikuti oleh orang-
orang yang sesudahnya, maka diberikan 
pahala kepadanya seperti orang yang 

 
361Ibn Manẓῡr, Lisān al-‘Arab (Kairo: Dār al-Miṣriyyah, t.t.), Juz ke 12, 

h. 224.  
362Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Yurisprudence 

(Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), h. 8.  
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mengikuti sunnah itu tanpa dikurangi sedikit 
pun dari mereka pahalanya. (Sebaliknya), 
barang siapa yang melakukan suatu sunnah 
yang tercela (buruk) di   dalam Islam, 
kemudian sunnah itu diikuti oleh orang-
orang sesudahnya, maka ia akan menerima 
dosanya, dan dosa orang-orang yang 
mengamalkannya, tanpa sedikit pun 
dikurangi dari dosa mereka”.363 

Dalam kaitan ini, di kalangan para pakar hadis 
konvensional pasca asy-Syāfi’i (w. 204 H) 
menganggap term sunnah sama dengan term hadis. 
Dua term tersebut sama menunjuk pada contoh 
otoritatif yang diberikan Nabi Saw., baik ucapan 
(qaulān), perbuatan (fi’lān), dan ketetapan (taqrirān). 
Akan tetapi, dalam perkembangan  pemikiran di 
kalangan pakar hukum Islam masa klasik kedua 
term tersebut tidaklah sama, baik bentuk mau pun 
maknanya. Karena secara etimologis, hadis berarti 
yang baru (al-jadid), yang dekat (al-qarib), dan 
informasi (al-khabar). Dimaknai demikian, karena 
didasarkan pada perkataan Abῡ Hurairah kepada 
komunitas orang Anṣār mengenai informasi baru 
“apakah kalian ingin kuinformasikan dengan suatu 
informasi dari berbagai informasi kalian” (aturidῡna 
an uhaddiṡakum bihadiṡin min ahādiṡakum).364 
Demikian juga hadis dimaknai dengan informasi 

 
363Imām Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi (selanjutnya ditulis Imām 

Muslim), Ṣahih Muslim (T.Tp.: Dār Ihyā’ at-Turaṡ al-‘Arabi, 1972), h.     . 
‘Abd Allah Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imām Ahmad ibn Hanbal (Bairut: 
al-Maktabah al-Islāmi, 1978), Juz ke 6, h. 357. Ahmad ibn Syuaib an-
Nasā’i (seterusnya di tulis an-Nasā’i), Sunan an-Nasā’i (Bairut: Dār al-Fikr, 
1980), Juz ke 5, h. 75. Muhammad ibn ‘Isā at-Tirmiżi, Sunan at-Tirmiżi 
(Bairut: Dār al-Fikr, 1970), Juz ke    , h. .....  

364Syuhudi Isma’il, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Penerbit 
Angkasa, 1982), h. 7-8. 
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yang berkembang dalam kehidupan masyarakat 
muslim, Rasulullah Saw. bersabda: 

ِبنِْ عبَدِْ الل هِ قاَلَ كاَنَ رسَُولُْ الل هِ صلعم يقَوُلُْ فىِ خُطْبتَهِِ انِ َّ   عنَْ جاَبرِ
الْأُموُرِْ   وشَرَ ُ دٍ  محُمَ َّ هدَْيُ  الْهدَيِ  واَحَْسنََ  الل هِ  َابُ  كتِ الْحدَِيثِْ  اصَْدقََ 

ارِ  َلةٌَ فىِ الن َّ َلةَُ وكَلُ ُ ضَلا  محُدْثَاَتُهاَ وكَلُ ُ محُدْثَةٍَ بدِْعةٌَ وكَلُ ُ بدِْعةٍَ ضَلا
Artinya:  “Dari Jābir bin ‘Abd Allah ia berkata: 

Rasulullah Saw. bersabda dalam khutbahnya 
bahwa sesungguhnya informasi yang paling 
benar adalah Kitab Allah, dan sebaik-baik 
petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan 
seburuk-buruk perkara adalah segala yang 
diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan 
adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat, 
dan yang sesat masuk neraka”.365 

Term hadis ini secara historis, sebenarnya Nabi 
Saw. sendiri dalam beberapa hal telah 
menggunakan term hadis, seperti terlihat dalam 
pernyataannya yang diriwayatkan oleh Imām 
Bukhāri dan Muslim dari ‘Abd Allah bin ‘Umar 
bahwa Nabi Saw. bersabda: 

حرَجََ ومَنَْ كذََبَ   ِيلَْ ولَاَ  اسِرْاَئ بنَِى  وحَدَ ثِوُاْ عنَْ  ايَةًَ  َل غِوُاْ عنَ ىِ ولَوَْ  ب
ارِ  أْ مقَْعدَهَُ منَِ الن َّ  علَيَ َّ متُعَمَ دِاً فلَيْتَبَوَ َّ

Artinya:  “Sampaikanlah oleh kalian dariku walau pun 
satu ayat, dan informasikan oleh kalian 
tentang Bani Isrāil dan tidak berdosa, dan 
barangsiapa berdusta dengan 
mengatasnamakanku, maka hendaklah ia 
bersiap-siap masuk neraka”.    

 
365An-Nasā’i, Sunan an-Nasā’i, h. 78. 
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Bertolak dari uraian term sunnah dan hadis di 
atas, maka dalam pembahasan berikutnya, kedua 
term tersebut digunakan dan penulis cendrung 
berasumsi identik keduanya. 

Sedangkan secara terminologi, para pakar 
berbeda-beda dalam memberikan definisi sunnah 
sesuai dengan latar belakang spesifikasi 
keilmuannya masing-masing. Untuk itu, akan 
dikemukakan terminologi menurut ulama hadis, 
ulama uṣῡl al-fiqh, dan ulama fikih (fuqahā’): 
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1) Menurut ulama hadis, sunnah didefinisikan 
dengan: 

يرٍْ اوَْصِفةٍَ   سُولِْ صلعم منِْ قوَلٍْ اوَْ فعِلٍْ اوَْ تقَْرِ كلُ ُ ماَاثَرََ عنَِ الر َّ
ةٍ اوَْ   ثةٍَ فىِ  خلَقْيِ َّ ةٍ اوَْ سِيرْةٍَ سَواَءٌ كاَنَ ذلَكَِ قبَلَْ الْبعِْثةَِ كَتحََن ُ خلُقُيِ َّ

 غاَرٍ حِراٍَ امَْ بعَدْهَاَ
Artinya:  “Segala sesuatu yang dinukil dari 

Rasulullah Saw., baik berupa perkataan,  
perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan 
batin, atau pun perjalanan hidupnya 
sejak sebelum diangkat menjadi Rasul 
seperti mengupat (bertahannus) di 
dalam gua Hira maupun sesudah 
diangkat menjadi Rasul”.366 

Terminologi Lain: 

يرْاً اوَْصِفةًَ    بيِ ِ صلعم قوَلْاً اوَْ فعِلْاً اوَْ تقَْرِ  ماَاضُِيفَْ الِىَ الن َّ
Artinya:  “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi 

Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, 
ketetapan, mau pun sifat”.367 

Dari dua definisi ini dapat dipahami bahwa 
sunnah itu meliputi biografi Nabi, sifat-sifat 
yang melekat padanya, baik berkaitan dengan 
fisikel, psikis, dan moralitas keseharian Nabi, 
apakah sebelum dan sesudah beliau diangkat 
menjadi Nabi dan Rasul. 
 

 
366Muhammad Ajjaj al-Khatib, as-Sunnah qabl at-Tadwin (Bairut: 

Maktabah Dār al-Fikr, 1997), Cet. ke 6, h. 28. 
367Muhammad as-Ṣabag, al-Hadis an-Nabawi (Mesir: Maktabah al-

Islāmiyyah, 1972), h. 16. 
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2) Menurut ulama uṣῡl al-fiqh, sunnah adalah: 

ِيْمِ منِْ قوَلٍْ اوَْ فعِْلٍ   بيِ ِ صلعم غيَرْاَلْقرُأَْنِ الْ كرَ كلُ ُ ماَصَدرََ عنَِ الن َّ
ا يصَْلحُُ انَْ يكَُونَْ دلَيِلْاً حكُْمٍ شرَْعِي ٍ  يرٍْ ممِ َّ  اوَْ تقَْرِ

Artinya:  “Segala apa yang bersumber dari Nabi 
Saw. selain al-Qur’ān al-karim, baik 
berupa perkataan, perbuatan, atau pun 
penetapan yang dapat dijadikan sebagai 

dasar penetapan hukum syara’”.368 

Definisi lain: 

يرْتَهُُ ال َّتىِ تثُبَ تُِ الْاحَْكاَمَ وتَقَرَ ِرهُاَ    بيِ ِ صلعم واَفَعْاَلهُُ وتَقَْرِ  اقَوْاَلُ الن َّ
Artinya:  “Semua perkataan Nabi Saw., perbuatan 

dan takrirnya yang berkaitan dengan 
hukum-hukum syara’ dan 
ketetapannya”.369 

3) Menurut ulama fikih, sunnah adalah: 

الْفرَضِْ   باَبِ  منِْ  يكَُنْ  ولَمَْ  صلعم  بيِ ِ  الن َّ عنَِ  ماَثبَتََ  كلُ ُ 
يقْةَُ الْمتُبَ عِةَُ فىِ الد يِنِْ منِْ غيَرِْ افتْرِاَضٍ ولَاَ   رِ َالْواَجِبِ فهَيَِ الط َّ ولَا

 وجُُوبٍْ 
Artinya:  “Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi 

Saw., tetapi tidak termasuk dalam 
kategori farḍu atau wajib. Ketetapan itu 
berupa perjalanan hidup yang menjadi 

 
368Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, as-Sunnah, h. 27.Wahbah az-Zuhaili, 

Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 450. 
369Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, as-Sunnah, h. 28. 
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barometer dalam persoalan keagamaan, 
bukan farḍu dan wajib”.370 

Dari terminologi ini dapat dipahami bahwa 
sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber 
dari Nabi Saw., baik berupa ucapan, perbuatan 
mau pun penetapan yang berhubungan dengan 
hukuim-hukum syara’ yang disyari’atkan 
kepada manusia. Hal ini berarti selain itu tidak 
termasuk dalam pengertian ini. Dari sini dapat 
ditegaskan bahwa sunnah sesungguhnya hal-
hal yang berhubungan dengan misi dan doktrin 
pencipta syari’at (asy-Syāri’) yang menjadi tugas 
pokok Nabi Muhammad sebagai Rasulullah 
Saw., berupa ucapan, perbuatan, atau pun 
ketetapan. Sedangkan hal-hal yang 
berhubungan dengan budaya dan tradisi, 
seperti tatacara berpakaian, berhias diri, 
kebiasaan tidur, dan yang semacamnya 
merupakan tradisi kemanusiaan yang tidak bisa 
dimasukkan dalam pemaknaan sunnah. 

Dapat ditegaskan juga dari tiga perbedaan 
terminologi menurut ulama hadis, ulama uṣῡl 

al-fiqh, dan ulama fikih di atas, bahwa ulama 
hadis memandang sunnah sebagai sesuatu yang 
keluar dari manusia pilihan (Muhammad 
Rasulullah Saw.), sehingga apa pun yang 
melekat pada diri Rasulullah jelas menjadi 
acuan bagi umat manusia, kendati pun berupa 
tradisi yang bersifat manusiawi. Berbeda halnya 
dengan ulama uṣῡl al-fiqh, mereka memandang 
diri Rasulullah Saw. sebagai pembuat undang-
undang di samping asy-Syāri’ (Allah) sendiri 
sebagai pengkonstruk syari’at-Nya, sehingga 
hal-hal yang berupa tradisi dan bersifat 

 
370Ibid. 
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manusiawi, tidak termasuk sunnah (hadis). 
Sedangkan menurut ulama fikih, mereka 
memandang  eksistensi sunnah sebagai salah 
satu hukum taklifi yang mesti dikerjakan, tetapi 
tingkatannya tidak sampai pada wajib atau 
farḍu (ṭalb al-fi’l gair jāzim). Hanya kalau 
dikerjakan itu lebih baik dan berpahala. 
Sebaliknya, jika tidak dikerjakan oleh mukallafin, 
maka tidak berdosa.  

b. Bentuk-Bentuk Sunnah 
Sebagaimana telah dikemukakan pada definisi 

sunnah menurut ulama uṣῡl al-fiqh di atas, bahwa 
segala apa yang bersumber dari Nabi Saw. (selain 
al-Qur’ān), baik berupa perkataan, perbuatan mau 
pun penetapan yang dapat dijadikan dasar 
penetapan hukum syara’. Dari terminologi ini dapat 
diketahui dan dibedakan bentuk-bentuk sunnah itu 
pada tiga macam, yaitu sunnah qauliyyah, sunnah 
fi’liyyah, dan sunnah taqririyyah371.  
1) Sunnah qauliyyah, adalah ucapan lisan 

Rasulullah Saw. yang didengar dan dipahami 
oleh para sahabat beliau, kemudian 
ditranmisikan kepada para sahabat yang lain, 
dan dilanjutkan pentranmisiannya dari satu 
generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, 
ucapan Rasulullah Saw. mengenai niat dalam 
suatu aktifitas manusia yang diriwayatkan oleh 
Imām Bukhāri dan Muslim dari Umar bin 
Khaṭṭāb r.a. ia berkata: Saya mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda: 

 
371Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 450. Zaki ad-Din 

Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 53-54. 
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فمَنَْ كاَنتَْ هِ  ِ امرْئٍِ ماَنوَىَ  ماَ لكِلُ  واَنِ َّ باِالن يِاَتِ  ماَالْاعَمْاَلُ  جرْتَهُُ  انِ َّ
هِجرْتَهُُ   كاَنتَْ  ,ومَنَْ  ورَسَُولْهِِ  الل هِ  الِىَ  فهَجِْرتَهُُ  ورَسَُولْهِِ  الل هِ  الِىَ 

 ِ  لدِنُيْاَ يصُِيبْهُاَ اوَاِمرْأََةٍ ينَكِْحُهاَ فهَجِْرتَهُُ الِىَ ماَهَجرََ الِيَهْ
Artinya:  “Hanyasannya (sah atau tidaknya) 

suatu amal, tergantung pada niat, dan 
yang dianggap bagi setiap orang apa 
yang ia niatkan. Barang siapa yang 
bermigrasi semata-mata karena taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
bermigrasi itu dinilai (diterima) oleh 
Allah dan Rasulullah. Siapa yang  
bermigrasi motifnya karena keuntungan 
dunia, atau karena mengejar wanita 
yang akan dinikahi, maka bermigrasinya 
terhenti pada apa yang diniatkan 
padanya”.372 

Perkataan Rasulullah Saw. yang lain yang 
diriwayatkan oleh Ibn Mājah, Dār al-Quṭny, dan 
al-Baihaqi dari Abi Sa’id Sa’ad bin Mālik bin 
Sinān al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Saw. 
bersabda: 

 لاضَرَرََ ولَاضَرِاَرُ 
Artinya:  “Seseorang tidak boleh membuat 

kemudaratan terhadap dirinya, dan juga 
kepada orang lain”. 373 

 
372Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 1, h.  
373Zain ad-Din al-Hanbali, Jāmi’ al-‘Ulῡm wa al-Hukm fi asy-

SyarhKhamsin Hadiṡā min Jawāmi’ al-Kalim (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 265. 
Abῡ Bakar Ahmad bin al-Husain ibn ‘Ali al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubrā 
(Bairut: Dār as-Sadir, t.t.), Juz ke 6, h. 69.  
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Dalam mentranmisikan sunnah qauliyyah ini 
di antara para sahabat yang langsung 
mendengar dari Rasulullah, ada yang 
menginformasikan kembali kepada sahabat lain 
dengan persis seperti apa yang mereka dengar 
dan lihat dari ucapan Rasulullah, yang 
demikian ini dalam metodologi hadis disebut 
dengan riwāyah as-sunnah bi al-alfāẓ, dan ada 
para sahabat yang mentranmisikan kepada 
sahabat lain dengan secara substansialnya, yang 
disebut dengan riwāyah as-sunnah bi al-ma’nā. 
Pentranmisian sunnah yang disebutkan terakhir 
ini secara metodologis, dibenarkan, dan bahkan 
mayoritas muhaddiṡin sepakat 
membolehkannya. Hanya konsekuensinya, 
terjadi kelemahan, ditemukan dalam satu 
persoalan tertentu redaksional matan hadisnya 
berbeda-beda, sehingga  dalam implementasi 
terhadap kasus-kasus hukum para imam 
mujtahid (muhaddiṡin) terjadi perbedaan 
pemahaman dan interpretasi.374 

2) Sunnah fi’liyyah, adalah segala aktifitas yang 
dilakukan Rasulullah Saw. yang dilihat dan 
diperhatikan oleh para sahabatnya, kemudian 
ditranmisikan kepada sahabat yang lain secara 
berkelanjutan dari generasi ke generasi 
berikutnya. Misalnya, prakti melaksanakan 
kewajiban ṣalat lima waktu (as-ṣalawāt al-khms), 
melaksanakan manāsik hajji ke Baitullah, 
memutuskan perkara hukum (pidana atau 
perdata) dengan mendatangkan para saksi di 
pengadilan, dan praktik-praktik ‘amaliyyah yang 
lainnya. 

 
374Lihat, Zakaria as-Barri, Maṣādir al-Ahkām al-Islāmiyyah (al-Qāhirah: 

Dār al-‘Arabi at-Ṭibā’ah, 1395 H/1975 M), h. 38.   
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3) Sunnah taqririyyah, adalah sikap persetujuan 
Rasulullah Saw. mengenai suatu peristiwa yang 
terjadi, atau suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh para sahabatnya, di mana terdapat indikasi 
yang menunjukkan bahwa beliau 
sesungguhnya menyetujui perbuatan yang 
dilakukan oleh para habata tersebut. Sebagai 
contoh di antaranya, terdapat suatu riwayat 
dari Khalid bin Walid, bahwa ia pernah ketika 
Rasulullah Saw. bersilaturrahmi ke rumahnya 
menghidangkan makanan sejenis biawak (ad-
ḍab) yang dipanggang untuk dimakan beliau. 
Kemudian di antara sahabat ada yang berkata, 
ya Rasulullah itu adalah biawak (ad-ḍab), maka 
Rasul menahan tangannya. Khālid berkata, 
apakah haram memakannya.? Rasul menjawab, 
tidak, tetapi binatang jenis itu tidak biasa 
ditemukan di daerah saya, maka saya tidak 
suka dan tidak memakannya. Khālid memakan 
hidangan itu, dan Rasulullah Saw. hanya 
memandangnya. 

c. Pengklasifikasian Sunnah 
Jumhῡr al-uṣῡliyyin mengklasifikasikan sunnah 

dilihat dari segi kualitasnya dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu sunnah al-mutawātirah, dan sunnah al-
ahād. Sedangkan ulama uṣῡl Hafiyyah dilihat dari 
segi sandarannya, dibedakan pada tiga bagian, 
yaitu sunnah al-mutawātirah, sunnah al-masyhῡrah 
dan sunnah al-āhād.375 
1) Sunnah al-mutawātirah yaitu sunnah yang 

ditranmisikan dari Rasulullah Saw.  oleh 
sejumlah perawi sejak dari generasi sahābat, 
tābi’in, dan tābi’ at-tābi’in hingga generasi 

 
375Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 451. Zaki ad-Din 

Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 56.  
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berikutnya yang menurut adat mustahil mereka 
berkumpul dan bersepakat dusta. 

Dimaksudkan dengan “sejumlah perawi” 
pada terminologi tersebut di kalangan para 
ulama (muhaddiṡin) mengemukakan kriteria 
kuantitasnya,  ada yang menyebutkan 
minimal 4 orang perawi, ada sekurang-
kurangnya 5 orang, 10 orang, 20 orang, dan 
ada ulama lain yang menyebutkan sekurang-
kurangnya 40 orang. Misalnya, sunnah al-
mutawātir al-lafẓi, Rasulullah Saw. bersabda:  

ارِ  أْ مقَْعدَهَُ منَِ الن َّ  منَْ كذََبَ علَيَ َّ متُعَمَ دِاً فلَيْتَبَوَ َّ
Artinya:  “Barang siapa yang berdusta kepada-ku, 

maka berarti ia telah menyiapkan 

tempatnya di neraka”.376 

2) Sunnah al-masyhῡrah yaitu sunnah yang 
ditranmisikan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya, yakni dari para sahabat kepada 
tābi’in dan sampai ke tābi’ at-tābi’in secara 
berkesinambungan, tetapi tidak sampai 
mencapai derajat mutawātir, karena hanya 
ditranmisikan oleh tiga orang atau lebih. 
Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imām 
Muslim dari ‘Abd Allah bin Umar r.a. dari Nabi 
Saw., beliau bersabda: 

 
376Sunnah (hadis) ini banyak ditransmisikan dan dikeluarkan oleh 

para perawi hadis, terlihat di dalam kutub as-sittah, atau kutub at-tis’ah 
dari Anas bin Mālik, ‘Abd Allah bin az-Zubair, Abῡ Hurairah, dan ‘Ali 
bin Rabi’ah. Menurut Abῡ Bakar al-Bazzār, hadis di atas diriwayatkan 
oleh 40 orang sahabat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis 
tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Bahkan menurut Mahmῡd 
at-Ṭahhān, hadis itu diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Lihat, Mahmῡd 
at-Ṭahhān, Taisir Muṣṭalah al-Hadis (Bairut: Dār as-Ṡaqāfah al-Islāmiyyah, 
1397 H/1977 M), Cet. ke 1, h. 21.  
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علِمَْ  انِ َّ الل هَ يقَْبضُِ الْعلِمَ انِتْزِاَعاً ينَتْزَعِهُُ منَِ الْعبِاَدِ ولَ كَِنْ يقَْبضُِ الْ
الاً   جُه َّ رؤُسًُا  اسُ  الن َّ خذََ  اتِ َّ عاَلمٌِ  يبَقَْ  لمَْ  اذِاَ  ى  حَت َّ الْعلُمَاَءِ  بقِبَضِْ 

واْ واْ واَضََل ُ  فسَئُلِوُاْ فأََفتْوَأْ بغِيَرِْ علِمٍْ فضََل ُ
Artinya:  “Sesungguhnya Allah tidak akan 

mencabut ilmu pengetahuan (agama) 
dengan sekaligus dari hamba-Nya, tetapi 
Dia akan mencakut ilmu itu dengan cara 
mematikan para ulama, sehingga tidak 
ada lagi orang-orang yang berilmu, yang 
masih (hidup) adalah orang-orang yang 
bodoh yang dijadikan pemimpin, bila 
mereka ditanya (tentang persoalan 
agama), mereka berfatwa dengan tidak 
berdasarkan ilmu (agama), sehingga 

mereka sesat dan menyesatkan”.377 

Hadis ini masyhur (dikenal) sekali di 
kalangan kehidupan umat Islam, bahwa suatu 
masa nanti akan terjadi kekosongan ulama yang 
berilmu agama yang mumpuni, yang ada 
hanyalah orang-orang yang tidak ‘ālim dalam 
ilmu agama, dan merekalah yang dipilih 
dijadikan pemimpin, sehingga sangat boleh jadi 
fatwa-fatwa dan kebijakan kepemimpinannya 
dapat menyesatkan orang lain yang 
dipimpinnya. 

Dalam tataran teoritis-normatif, ternyata 
banyak hadis masyhur yang terkenal di 
kalangan kelompok masing-masing ulama. 
Suatu hadis masyhur di kalangan para pakar 
hukum Islam (fuqahā’), tetapi tidak masyhur di 
kalangan pakar metodologi hukum Islam 

 
377Imām Muslim, Ṣahih Muslim bi Syarh an-Nawāwi (Indonesia: 

Maktabah Dahlan, t.t.), Juz ke 4, h. 2085. 
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(uṣῡliyyin), di kalangan pakar hadis 
(muhaddiṡin), di kalangan pakar gramatika 
bahasa (an-nuhāt), termasuk di kalangan pakar 
taṣawwuf, dan juga sebaliknya.378 

3) Sunnah al-Ᾱhād yaitu sunnah yang 
ditranmisikan dari Rasulullah Saw. sejak dari 
para perawi generasi lapisan (ṭabaqah) pertama, 
kedua, dan ketiga dari sunnah Ahād itu hanya 
diriwayatkan oleh perorangan, dua orang atau 
lebih, sehingga tidak mencapat kualifikasi 
sunnah al-mutawātirah. Karena itu, disebutlah 
dengan term khabar āhād, atau khabar al-khāṣṣah. 
Hal ini sebagaimana dikatakan Imām Syāfi’i 
bahwa sunnah pada umumnya itu masuk 
dalam kualifikasi macam ini.379 Misalnya, hadis 
dari Abi Hurairah: 

امٍ   َثةَِ ايَ َّ يَنِْ الِىَ ثلَا ظرَ رِ الن َّ منَِ اشْترَىَ شَاةً فوَجَدهَاَ محَفْلَةٌَ فهَوَُ بِخيَ َّ
َمرٍْ   هاَ ورَدَ َّ معَهَاَ صَاعاً منِْ ت  ,انِْ رضَِيْهاَ امَسِْكْهاَ واَنِْ شَخطَهَاَ ردَ َّ

Artinya:  “Barang siapa membeli kambing 
kemudian ditemuinya ada hiasan, maka 
ia boleh mempertimbangkan memilih 
yang jiddah waktunya selama tiga hari, 
jika ia rela (menerima) maka teruskan, 
jika ia tidak rela, maka kembalikan 
dengan disertai satu ṣa’ tamar “.  

d. Dalālah Sunnah 
Eksistensi sunnah, jika dikomparatifkan dengan 

dalālah al-Kitāb (al-Qur’ān) pada dasarnya hampir 
sama. Hanya saja al-Qur’ān itu semuanya qaṭ’iy as-
ṡubῡt, tapi ada yang qaṭ’iy as-ṡubῡt wa qaṭ’iy ad-

 
378Mahmῡd at-Ṭahhān, Ibid., h. 24.  
379Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 50.  
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dalālah, dan qaṭ’iy as-ṡubῡt wa zanny ad-dalālah. 
Sedangkan sunnah, dengan term qaṭ’iy al-wurῡd wa 
qaṭ’iy ad-dalālah, dan qaṭ’iy al-wurῡd wa zanny ad-
dalālah.Sunnah al-mutawātirah dari segi as-ṡubῡt wa 
ad-dalālah itu lebih dekat pada qaṭ’iy al-wurῡd (as-
ṡubῡt), sedangkan sunnah al-masyhῡrah dan sunnah 
al-āhād adalah zanny al-wurῡd (as-ṡubῡt).380 Lebih 
jauh dalam konteks ini, Ahmad Bu’ῡd 
mengemukakan bahwa dalālah pada teks-teks 
hukum dari al-Kitāb dan as-sunnah pada 
substansinya tidak keluar dari empat kategori ini: 
naṣṣ zanny as-ṡubῡt zanny ad-dalālah, naṣṣ zanny as-
ṡubῡt qaṭ’iy ad-dalālah, naṣṣ qaṭ’iy as-ṡubῡt zanny ad-
dalālah, dan qaṭ’iy as-ṡubῡt qaṭ’iy ad-dalālah.381 

e. Kedudukan dan Kehujjahan Sunnah 
Bertolak dari memahami beberapa teks al-

Qur’ān dan hadis Rasulullah Saw. dapat ditegaskan 
bahwa kedudukan sunnah itu menempati posisi 
kedua sebagai sumber dan dalil hukum setelah al-
Qur’ān dalam konteks istinbaṭ hukum. Dasarnya 
adalah Q.S. an-Nisā’ (4): 59: 

مۡرِ  
ا
ٱلۡۡ وْلِِ 

خ
أ وا ولا  ٱلرَّسخ واْ  طِيعخ

ا
أ وا ا  ٱللَّّ واْ  طِيعخ

ا
أ نخوآْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

نتخمۡ   ولِ إنِ كخ ِ واٱلرَّسخ دُّوهخ إلَِا ٱللَّّ ءٖ فارخ ۡ َٰزاعۡتخمۡ فِِ شَا مُۡۖ فاإنِ تانا مِنكخ
حۡ 
ا
أ يۡۡٞ وا َٰلكِا خا ِ واٱلِۡاومِۡ ٱلۡأٓخِرِٖۚ ذا ويِلًَ   تخؤۡمِنخونا بٱِللَّّ

ۡ
نخ تاأ  سا

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, taatlah 
kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah 
dan uli al-amr di antara kamu. Kemudian, 
jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 

 
380Ibid., h. 47-50. Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 59-60..  
381Ahmad Bu’ῡd, al-Ijtihād bain Haqāiq at-Tārikh wa Mutaṭallibāt wa al-

Wāqi’ (al-Iskandariyyah: Dār as-Salām li at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-
Tauzi’ wa ar-Rahmah, 1425 H/2005 M), Cet. ke 1, h. 144. 
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(al-Qur’ān) dan Rasul (sunnah), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.    

Q.S. an-Nῡr (24): 62: 

 َٰٓ ا ۥ عَلا عاهخ نخواْ ما ولَِۦِ وَإِذاا كَا راسخ ِ وا نخواْ بٱِللَّّ يِنا ءااما ؤۡمِنخونا ٱلَّ ا ٱلمۡخ إنَِّما
َّمۡ يا  امِعٖ ل مۡرٖ جا

ا
اسۡتا أ َٰ ي تََّّ بخواْ حا  ٖ ٖذِۡنخوهخَّۚ  ذۡها

Artinya:  “Sesungguhnya yang benar-benar orang 
mukmin adalah orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila 
mereka berada bersama-sama Rasulullah 
dalam sesuatu urusan yang memerlukan 
pertemuan, mereka tidak meninggalkan 
(Rasulullah) sebelum meminta izin 
kepadanya”. 

Q.S. al-Hasyr (59): 7: 

  َّْۚ وا نۡهخ فاٱنتاهخ مۡ عا ىَٰكخ ا ناها وهخ واما ذخ ولخ فاخخ مخ ٱلرَّسخ آ ءااتاىَٰكخ  َّٖٖۡۚ واما
Artinya:  “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu, 
maka tinggalkanlah”. 

Sedangkan di antara sunnah Rasulullah Saw. 
yang menyatakan: 

ةَ   وسَُن َّ الل هِ  َابَ  كتِ أَبدَاً  واْ  تضَِل ُ َلنَْ  ف بعِْتمُوُهُْ  ات َّ ماَانِْ  فيِكْمُْ  ترَكَْتُ  لقَدَْ 
 ِ  رسَُولْهِ
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Artinya:  “Sesungguh aku telah meninggalkan 
kepadamu yang jika kamu mengikutinya 
maka kamu tidak akan tersesat selamanya, 
yaitu Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya”.382 

Dengan beberapa teks al-Qur’ān dan sunnah di 
atas jelaslah bahwa sunnah hanya menempati posisi 
kedua. Artinya tidak sama kedudukannya dengan 
al-Qur’ān, meskipun terdapat pandangan dari 
Imām Syāfi’i yang mengatakan ketika 
mengkategorikan ilmu (pengetahuan) pada 
beberapa tingkatan: Pertama, al-Kitāb (al-Qur’an) 
dan sunnah jika ṣahih (adillah al-ahkām al-awwal al-
kitāb wa as-sunnah iżā ṣahhat).383 Pandangan asy-
Syāfi’i ini terlihat memposisikan kedudukan sunnah 
adalah sama setara dengan al-Qur’ān. Sementara di 
dalam ar-Risālah, asy-Syāfi’i tidak mensetarakannya, 
bahwa sumber dan dalil hukum: (1) al-Kitāb; (2) as-
sunnahal-mujma’ ‘alaih; (3) as-sunnah al-mukhtalaf fihā; 
(4) al-ijmā’; (5) al-qiyās.As-sunnah al-mujma’ ‘alaih, 
ialah as-sunnah al-mutawātirah, dan as-sunnah al-
mukhtalaf fihā, ialah khabar Ahād.384 

Pandangan asy-Syāfi’i ini, sekilas tampak 
kontradiksi dan bahkan kontroversi antara 
pernyataan yang dideskripsikan dalam al-Umm dan 
ar-Risālah. Tetapi akan terjawab jika membaca 
argumentasi yang ia kemukakan. Menurutnya, 
bahwa al-Kitāb dan as-sunnah pada satu peringkat 
dipandangnya sebagai satu-satunya sumber hukum 
Islam, karena sumber-sumber yang lainnya 
terakomodir di dalam dan dikeluarkan dari 
keduanya, meskipun bukan dari teksnya. Semua 
sumber istinbāṭ al-ahkām (selain al-Kitāb dan as-

 
382Imām Mālik, al-Muwaṭṭā’, Juz ke 2, h. 68.  
383Lihat, Imām asy-Syāfi’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 246.  
384Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 39-47.  



300 
 

sunnah) kembali kepada satu pohon yang 
bercabang dua, yaitu al-Kitāb dan as-sunnah. Lebih 
lanjut, asy-Syāfi’i mengatakan, baik al-Kitāb 
maupun as-sunnah datang dari Allah sekalipun 
berbeda cara dan sebab datangnya. Setiap orang 
yang menerima perintah dari Allah melalui al-
Kitāb, pasti akan menerima pula melalui sunnah 
Rasulullah, karena Allah mewajibkan hamba-Nya 
mentaati Rasul-Nya. Sebaliknya, setiap orang yang 
menerima perintah dari Rasulullah, pasti akan 
menerimanya sebagai datang dari Allah, karena 
Allah mewajibkan mentaati Rasul-Nya. 
Digabungkan keharusan menerima perintah yang 
dibawa al-Kitāb dan as-sunnah, mengandung 
pengertian bahwa keduanya itu diterima dari 
Allah.385 

Pandangan asy-Syāfi’i tersebut dapat 
dimengerti bahwa, as-sunnah merupakan bayān 
dari apa yang dibawa al-Qur’ān, memerinci (tafṣil) 
dari yang global (mujmal). Jika as-sunnah tidak 
seperingkat sama dengan al-Qur’ān (al-Kitāb), maka 
as-sunnah tidak mungkin berfungsi sebagai bayān. 
Asumsi seperti ini pada dasarnya sama dengan 
pandangan mayoritas sahabat. Untuk menghindari 
salah persepsi dari pandangan asy-Syāfi’i yang 
memposisikan sama peringkat al-Kitāb dan as-
sunnah, dapat ditegaskan: Pertama, bahwa as-
sunnah yang seperingkat dengan al-Kitāb adalah as-
sunnah al-mutawātirah (as-ṡābitah), yang validitas 
keotentikannya sama qaṭ’iy al-wurῡd. Sedangkan 
khabar Ahād tidak seperingkat, karena validitas 
keotentikannya zanny al-wurῡd. Akan tetapi, ia 
dibolehkan men-takhṣiṣ-kan teks-teks al-Qur’ān 
yang zanny ad-dalālah, karena sama-sama zanny. 
Kedua, sama-sama peringkat keduanya dalam 

 
385Asy-Syāfi’i, al-Umm, h. 271. 
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konteks istinbāṭ al-ahkām al-far’iyyah, bukan dalam 
konteks menetapkan al-i’tiqādiyyah. Ketiga, 
kesamaan peringkat tersebut tidak boleh 
diasumsikan sebagai menurunkan posisi al-Kitāb 
sebagai maṣdar min al-maṣādir yang paling tinggi. 
Demikian juga sebaliknya, tidak boleh dipahami 
sebagai meningkatkan posisi as-sunnah sebagai 
bayān atau furῡ’ dari al-Kitāb. Tegasnya, keduanya 
adalah sama peringkatnya dalam konteks istinbaṭ 
hukum-hukum cabang (furῡ’iyyah).     

Namun demikian, eksistensi sunnah sebagai 
perkataan, perbuatan dan penetapan Rasulullah 
dapat dijadikan hujjah dan maṣādir at-tasyri’ hukum 
Islam yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan 
orang yang cakap melakukan tindakan hukum 
(mukallafin). 

f. Fungsi Sunnah terhadap al-Qur’ān 
Al-Qur’ān kedudukannya sebagai sumber dan 

dalil hukum yang pertama, sedangkan sunnah 
sebagai sumber dan dalil hukum yang kedua. 
Karena posisinya berada di bawah al-Qur’ān, maka 
secara umum, fungsinya adalah menjelaskan 
hukum-hukum yang dikandung al-Qur’an. Sunnah 
sebagai bayān al-Qur’an ini dapat  dikelompokkan 
pada empat macam sebagai berikut:  
1) Bayān at-taqrir wa at-ta’kid, yaitu penjelasan yang 

fungsinya untuk menetapkan dan menguatkan 
hukum-hukum yang telah ditetapkan al-
Qur’ān. Seperti, perintah mendirikan ṣalat, 
mengeluarkan zakat, kewajiban puasa ramaḍān, 
haji ke Baitullah, larangan mensekutukan Allah, 
kesaksian palsu, durhaka kepada kedua orang 
tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan larangan 
memakan harta orang lain. Dengan melihat 
banyak sunnah yang sesuai dengan teks-teks al-
Qur’ān, maka bayān seperti ini dikenal sebagai 
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bayān al-muwāfiq li naṣṣi al-kitāb. Sebagai contoh 
konkritnya, Q.S. al-Baqarah (2): 110: 

  َّۚ ةا وَٰ كا ةا واءااتخواْ ٱلزَّ لاوَٰ واْ ٱلصَّ قِيمخ
ا
أ  وا

Artinya:  “Dan dirikanlah ṣalat dan tunaikanlah 
zakat”. 

Perintah wajib ayat ini ditujukan kepada 
umat Islam agar mendirikan ṣalat dan 
menunaikan zakat, kemudian sunnah 
menetapkan dan menguatkan dengan 
penegasan Rasulullah Saw.: 

بنُىَِ   صلعم  الل هِ  رسَُولُْ  قاَلَ  عنَهْمُاَ  الل هُ  رضَىَِ  عمُرََ  ابنِْ  عنَِ 
داً رسَُولُْ الْاسِْل محُمَ َّ واَنَ َّ  الل هُ  الِا َّ  َالِهََ  أَنْ لا شهَاَدةَِ  علَىَ خمَسٍْ  امَُ 

لاةَِ واَيِتْاَءِ الز َّكاَةِ واَلْحجَ ِ وصََومِْ رمَضََانَ  الل هِ واَقِاَمِ الص َّ
Artinya:  “Dari Ibn Umar, ia berkata: Rasulullah 

Saw. bersabda: Islam dikonstruk atas 
lima landasan, kesaksian bahwa tidak 
ada Tuhan kecuali Allah dan 
Muhammad utusan Allah, mendirikan 
ṣalat, menunaikan zakat, melaksanakan 
haji, dan puasa di bulan ramaḍān” (HR. 
Bukhāri).386 

2) Bayān at-tafsir, yaitu penjelasan yang fungsinya 
memberikan interpretasi terhadap hukum-
hukum yang sudah ditetapkan al-Qur’ān, 
sehingga jelas dan rinci. Hal ini dibedakan pada 
empat macam: 
a) Bayān at-tafsir li nuṣῡṣ al-kitāb al-mujmalah, 

yaitu memberikan interpretasi atau 

 
386Abῡ ‘Abd Allah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhāri, Ṣahih al-

Bukhāri (Bairut: Dār al-Qalam, t.t.), h.   
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penjelasan terhadap teks-teks al-Qur’ān 
yang sifatnya masih global. Misalnya, Q.S. 
al-Baqarah (2): 110 sebagaimana disebutkan 
di atas, ayat ini bersifat global (umum), 
tidak ada rincian berapa kali ṣalat, berapa 
rekaat, dan bagaimana cara ṣalatnya 
(kaifiyah as-ṣalāh). Kemudian Rasulullah 
menegaskan dengan sunnah fi’liyah-nya: 

مالك  والبخارى عن  احمد  رواه  أُصَل ىِ.  ُموُنْىِ  رأََيتْ كَماَ  واْ  صَل ُ
 بن الحويرث 

Artinya: “Ṣalatlah kamu sebagaimana kamu 
melihat aku melakukan ṣalat” (HR. Bukhāri 
dan Muslim).  

b) Bayān at-tafsir li mukhaṣṣiṣah li al-‘ām min al-
kitāb, yaitu memberikan penjelasan 
terhadap teks-teks al-Qur’ān dengan cara 
mengkhususkan hukum-hukum yang 
sifatnya masih umum. Misalnya, Q.S. an-
Nisā’ (4): 11: 

 
خ
ِ ٱلۡۡ ظ  رِ مِثۡلخ حا كا مُۡۖ للِذَّ َٰدِكخ وۡلا

ا
خ فِِٓ أ مخ ٱللَّّ ٖۚ يخوصِيكخ  نثايايۡنِ

Artinya: “Allah mensyari’atkan kepada kamu 
tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama 
dengan bagian dua orang anak perempuan”. 

Ayat tersebut bersifat umum terutama 
pada kalimat “anak-anakmu”, yang  berarti 
semua anak bisa mendapatkan warisan. 
Kemudian sunnah Rasulullah 
mengkhususkan dan menjelaskan bahwa 
ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak-
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anak yang tidak melakukan pembunuhan 
terhadap orang tuanya, dengan sabdanya: 

 ْ ٌ ليَسَْ للِقاَتلِِ منَِ الْميِ  راَثِ شَيئْ
Artinya: “Pembunuh tidak mendapatkan 
pembagian warisan sedikt pun”.387 

c) Bayān at-tafsir muqayyadah li muṭlaq al-kitāb, 
yaitu memberikan penjelasan batasan  
terhadap hukum-hukum yang mutlak yang 
ada dalam al-Qur’ān. Misalnya, Q.S. al-
Māidah  (5): 38: 

ا   بمِا اءٓاۢ  زا جا ا  ما هخ يدِۡيا
ا
أ وآْ  عخ فاٱقۡطا ارقِاةخ  واٱلسَّ ارقِخ  واٱلسَّ

كِيمٞ    زيِزٌ حا خ عا ِۗ واٱللَّّ نِا ٱللَّّ َٰلَا م  باا ناكا سا  كا
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan 
perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

Perintah Allah memotong tangan 
pencuri pada ayat ini tidak menjelaskan dan 
menegaskan ukuran tangan yang dipotong, 
berapa kadar harta yang dicuri yang 
dikenakan hukum potongan tangan. 
Kemudian Rasulullah Saw. menjelaskan dan 
menegaskan batasan memotong tangan 
pencuri yang hadisnya dikeluarkan oleh 
Dār al-Quṭni dari ‘Amr ibn Syuaib, ia 
berkata:  

 
387Muhammad bin Ismā’il al-Kahlāni as-Ṣan’āni (selanjutnya ditulis 

as-Ṣan’āni), Subul asl-Salām (Bandung-Indonesia: Ṭab’ ‘alā Nafaqah 
Dahlān, t.t.), Juz ke 3, h. 101. 
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 ِ بىِ ُ صلعم بسِاَرقٍِ فقَطَعََ يدَهَُ منِْ مفَْصَلِ الْ كفَ   أُتىَِ الن َّ
Artinya: “Rasulullah Saw. telah kedatangan 
seseorang dengan membawa seorang pencuri, 
kemudian beliau (melaksanakan) memotong 
tangan pencuri dari pergelangan”.388 

d) Bayān at-tafsir li tauḍih al-alfāẓ al-musykilah, 
menjelaskan dan menegaskan lafaẓ-lafaẓ 
dalam al-Qur’ān yang masih sulit dipahami. 
Misalnya, Q.S. al-Baqarah (2): 187: 

منِا  بۡياضخ 
ا
ٱلۡۡ ٱلۡۡايۡطخ  مخ  لاكخ ا  ياتاباينَّ  َٰ تََّّ بخواْ حا واٱشۡۡا خواْ  كُخ وا

جۡرِٖۖ   سۡوادِ منِا ٱلفۡا
ا
 ٱلۡۡايۡطِ ٱلۡۡ

Artinya: “Dan makan minumlah hingga 
terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, yaitu fajar”. 

Kata/kalimat “al-khaiṭ” atau “al-
khaṭṭain” pada ayat tersebut termasuk lafaẓ 
yang sulit dipahami. Kemudian Rasulullah 
Saw. menjelaskan dan menegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan “ ُاْلابَْ يَض  adalah “ اْلخيَْطُ 

terangnya siang (bayāḍ an-nahār), dan yang 
dimaksud dengan  

اْلَاسْوَدُ   “  adalah gelapnya malam “  اْلخيَْطُ 

(sawād al-lail).389 
3) Bayān at-tasyri’, yaitu membentuk atau 

menetapkan hukum baru yang tidak terdapat 
dalam al-Qur’ān, meskipun secara substantif-
filosofis ketentuan yang ditetapkan Rasulullah 
itu sudah ada dalam al-Qur’an. Apa yang 
dirumuskan dan ditetapkan beliau hanyalah 

 
388As-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 4, h. 27. 
389Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh,h. 75. 
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bersifat aturan operasional filosofinya. 
Misalnya, Q.S. an-Nisā’ (4): 23: 

مۡ  َٰتخكخ وا خا
ا
أ وا مۡ  بانااتخكخ وا مۡ  َٰتخكخ ها مَّ

خ
أ مۡ  لايۡكخ عا تۡ  مِا ر  حخ

خۡتِ  
خ
ٱلۡۡ بانااتخ  وا خِ 

ا
ٱلۡۡ بانااتخ  وا مۡ  َٰتخكخ َٰلا خا وا مۡ  تخكخ مََّٰ واعا

َٰتخ  ها مَّ
خ
أ َٰعاةِ  وا ضا ٱلرَّ نِا  م  م  َٰتخكخ وا خا

ا
أ وا مۡ  عۡناكخ رۡضا

ا
أ َٰتَِّٓ  ٱلَّ مخ  كخ

نِ  م  م  وركِخ جخ حخ فِِ  َٰتَِّ  ٱلَّ مخ  َٰٓئبِخكخ با را وا مۡ  ائٓكِخ نسِا َٰتخ  ها مَّ
خ
أ وا

بهِنَِّ   لۡتخم  داخا ونخواْ  تاكخ َّمۡ  ل فاإنِ  بهِنَِّ  لۡتخم  داخا َٰتَِّ  ٱلَّ مخ  ائٓكِخ ن سِا
َٰٓئلِخ   لا واحا مۡ  لايۡكخ عا نااحا  جخ منِۡ فالَا  يِنا  ٱلَّ مخ  بۡناائٓكِخ
ا
أ

 ۗ لافا ا قادۡ سا خۡتايۡنِ إلََِّ ما
خ
واْ بايۡنا ٱلۡۡ عخ ۡما ن تَا

ا
أ مۡ وا َٰبكِخ صۡلا

ا
 أ

Artinya:  “Diharamkan atas kamu (mengawini) 
ibu-ibumu ... dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan 
yang bersaudara, kecuali yang telah 
terjadi pada masa lalu”. 

Rasulullah saw. menjelaskan dan 
menegaskan ayat ini dengan cara 
menambahkan  ketentuan larangan tambahan 
baru yang secara tekstualnya, tidak terdapat di 
dalam al-Qur’ān, beliau bersabda: 

يَرْةََ رضَىَِ الل هُ   عنَهُْ أَن َّ رسَُولُْ الل هِ صلعم قاَلَ لايَجُمْعَُ  عنَْ ابَىِ هرُ
تهِاَ ولَاَ بيَنَْ الْمرَأَْةِ وخَاَلتَهِاَ   بيَنَْ الْمرَأَْةِ وَ عمَ َّ

Artinya:  “Dari Abi Hurairan r.a., bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda: Seorang 
wanita jangan dipoligami dengan 
saudara ayahnya, dan jangan pula 
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antara seorang wanita dengan saudara 
ibunya” (HR. Bukhāri). 

Berdasarkan dari ayat dan bayān at-tasyri’ 
tersebut, dapat ditegaskan bahwa memadu atau 
mempoligami wanita dari saudara pihak ayah 
dan ibu itu secara substantif-filosofis-nya 
adalah dapat memutuskan tali persaudaran 
(ṣilah ar-rahmi) antara keduanya, dan bahkan 
sangat boleh jadi antara keluarga besarnya.    

Contoh lain, Q.S. al-Māidah (5): 3: 

هلَِّ لغِايِۡۡ  
خ
آ أ ۡمخ ٱلۡۡنِزيِرِ واما لَا مخ وا يۡتاةخ واٱلدَّ مخ ٱلمۡا لايۡكخ تۡ عا مِا ر  حخ

بهِۦِ  ِ آ    ٱللَّّ واما ةخ  واٱلَّۡطِيحا يِاةخ  اد  تَا واٱلمۡخ وۡقخوذاةخ  واٱلمۡا ةخ  نقِا نۡخا واٱلمۡخ
ن  
ا
أ وا بِ  ٱلُّۡصخ ا  عَلا ذخبحِا  ا  واما يۡتخمۡ  ذاكَّ ا  ما إلََِّ  بخعخ  ٱلسَّ لا  كا

ا
أ

يِنا   ٱلَّ يائسِا  ٱلِۡاومۡا  فسِۡقٌۗ  مۡ  َٰلكِخ ذا َٰمِٖۚ  زۡلا
ا
بٱِلۡۡ واْ  اسۡتاقۡسِمخ ت

فالَا  مۡ  ديِنكِخ منِ  واْ  رخ فا ٱلِۡاومۡا  كا وۡنِٖۚ  واٱخۡشا مۡ  وهۡخ ۡشا تُا  
تَِّ   نعِۡما مۡ  لايۡكخ عا مۡتخ  تۡما

ا
أ وا مۡ  ديِناكخ مۡ  لاكخ لتۡخ  كۡما

ا
أ

يۡۡا   غا ةٍ  صا ۡما مَا فِِ  رَّ  ٱضۡطخ نِ  ما فا  َّۚ ا ديِنا َٰما  ٱلِۡۡسۡلا مخ  كخ
لا راضِيتخ  وا

ورٞ رَّحِيمٞ    فخ ا غا ثمٖۡ فاإنَِّ ٱللَّّ ِ ِ
انفِٖ لۡ  تاجا  مخ

Artinya:  “Diharamkan bagimu (memakan) 
bangkai, darah, daging babi (daging 
hewan) yang disembelih atas nama 
selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, 
dan yang diterkam binatang buas, 
kecuali yang kamu sempat 
menyembelihnya, dan (diharamkan 
bagimu) yang disembelih untuk berhala. 
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib 
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dengan anak panah, itu adalah 
kefasikan”. 

Ayat ini kemudian dijelaskan dan 
ditambahkan sebagai ketetapan hukum baru 
yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam 
ayat tersebut. Rasulullah Saw. bersabda: 

ةَ لوِاَرِثٍ  هُ فلَاَ وصَِي َّ ٍ حَق َّ ِ ذىِ حَق   انِ َّ الل هَ اعَطْىَ لكِلُ 
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw., 
beliau bersabda: Setiap binatang yang bertaring, 
maka memakannya haram” (HR. Muslim). 

4) Bayān an-nāsikh li al-Qur’ān, yaitu penjelasan 
dan penetapan dengan melakukan perubahan 
terhadap hukum yang ada di dalam al-Qur’an. 
Misalnya, Q.S. al-Baqarah (2): 180: 

يًۡۡا   خا تاراكا  إنِ  وۡتخ  ٱلمۡا مخ  كخ دا حا
ا
أ ا  ضَا حا إذِاا  مۡ  لايۡكخ عا تبِا  كخ

قۡرا 
ا
ينِۡ واٱلۡۡ َٰلِدا تَّقِينا  ٱلوۡاصِيَّةخ للِوۡا ا ٱلمۡخ ا عَلا قًّ وفِٖۖ حا عۡرخ  بيِنا بٱِلمۡا

Artinya:  “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang 
di antara kamu   kedatangan (tanda-
tanda) mati, jika ia meninggalkan harta 
yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak 
dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini 
adalah kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa”. 

Ketetapan hukum yang terdapat dalam ayat 
ini dihapuskan atau dibatalkan (an-nasakh) 
dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan 
oleh Ibn Mājah dari Abi Umāmah al-Bāhili, ia 
mendengar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 
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Artinya:  “Sesungguhnya Allah telah memberi hak 
bagian bagi orang-orang yang benar-
benar memiliki hak untuk itu, maka 
tidak ada wasiat bagi ahli waris”.390 

Contoh bayān an-nāsikh li al-Qur’ān ini 
sekaligus sebagai bukti sebagian ulama uṣῡl al-
fiqh yang yang membolehkan nasakh al-Qur’ān 
bi as-sunnah.391 

5) Bayān muṡbitah wa munsyi’ah hakaman sakata 
‘anhu al-Qur’ān, yaitu penjelasan yang 
menetapkan dan mencipta hukum yang 
didiamkan Allah dalam al-Qur’ān. Misalnya, 
Q.S. an-Nῡr (24): 2: 

لَا  وا ةٖٖۖ  لِۡا جا ماِئْاةا  ا  ما ِنۡهخ م  َٰحِدٖ  وا  َّ كُخ واْ  فاٱجۡلِِخ انِِ  واٱلزَّ انيِاةخ  ٱلزَّ
 ِ ٱللَّّ ديِنِ  فِِ  فاةٞ 

ۡ
أ را ا  بهِِما م  ذۡكخ خخ

ۡ
ِ    تاأ بٱِللَّّ تخؤۡمِنخونا  نتخمۡ  كخ إنِ 

ؤۡمِنيِنا   نِا ٱلمۡخ ةٞ م  ائٓفِا ا طا ما اباهخ ذا دۡ عا لۡياشۡها  واٱلِۡاومِۡ ٱلۡأٓخِرِٖۖ وا

Artinya:  “Perempuan yang berzina dan laki-laki 
yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, 
dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk 
(menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari akhirat, 
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan dari 
orang-orang yang beriman”. 

Sanksi bagi pezina laki-laki dan perempuan 
dalam ayat ini tidak jelas subyeknya, apakah 

 
390Abῡ ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn 

Mājah (Bairut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M), Juz ke 2, h. 105.   
391Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 77. 
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mereka yang sudah pernak kawin (muhṣan) atau 
belum (gair muhṣan). Ketentuan hukum yang 
didiamkan Allah dalam konteks ini kemudian 
diungkap dan ditetapkan oleh Rasulullah Saw. 
dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imām 
Muslim dari ‘Ubādah bin as-Ṣāmit r.a. ia 
berkata bahwa, Rasulullah Saw. telah bersabda:  

ً, الَبْكِرُْ باِلبْكِرِْ جلَدُْ   خذُوُْا عنَ ىِ خذُوُْا عنَ ىِ قدَْ جَعلََ الل  هُ لهَنُ َّ سَبيِلْا
 بِ ماِئةٍَ واَلر َّجْمُ ماِئةٍَ ونَفَْيُ سَنةٍَ واَلثيَ بُِ باِلثيَ ِ 

Artinya:  “Ambillah dariku, ambillah dariku 
sungguh Allah telah memberikan jalan 
kepada nereka (pezina), gadis dengan 
perjaka disanksi 100 kali dera dan 
diasingkan (dari tempat domisilnya) 
selama satu tahun, sedangkan duda dan 
janda didera 100 kali dera dan 
dirajam”.392 

3. Ijmā’ 
a. Definisi Ijmā’ 

    Secara etimologi, ijmā’ (al-ijmā’) berasal dari 
akar kata ajma’a yajmi’u ijmā’an yang wazannya 
af’ala yuf’iluif’ālan, yang mengandung dua makna: 
Pertama, bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu 
(al-‘azam wa at-taṣmim ‘alā al-amr)”. Pemaknaan ini 
ditemukan dalam Q.S. Yunus (10): 71: 

ا   بُخ كا نا  كَا إنِ  ومِۡ  َٰقا يا وۡمهِۦِ  لقِا قاالا  إذِۡ  نخوحٍ   
ا
ناباأ لايۡهِمۡ  عا ۞واٱتلۡخ 

بِ  تاذۡكِيِۡي  وا امِِ  قا مَّ م  لايۡكخ َٰ عا تۡخ  ٖ ٖاايا كَُّ تاوا  ِ ٱللَّّ عالَا  فا  ِ ٱللَّّ تِ 

 
392As-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 4, h. 4. 



311 
 

مۡ  لايۡكخ عا مۡ  مۡرخكخ
ا
أ نۡ  ياكخ لَا  ثخمَّ  مۡ  ءٓاكخ كَا ا واشۡخ مۡ  كخ مۡرا

ا
أ وآْ  جَِۡعخ

ا
فاأ

ونِ    لَا تخنظِرخ َّ وا وآْ إلَِا ةا ثخمَّ ٱقضۡخ مَّ  غخ
Artinya:  “Maka kepada Allah-lah aku bertawakkal, 

karena itu bulatkanlah keputusanmu dan 
(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk 
membinasakanku)”. 

Dalam pernyataan Rasulullah Saw. ditemukan 
ungkapan:  

رواه   الْفجَْرِ.  قبَلَْ  ليلِْ  ال َّ منَِ  ياَمَ  ِ الص  يجَمْعَ  لمَْ  ِمنَْ  ل لاصَِياَمَ 
 ابوداودوالترمذى والنسائى واحمد . 

Artinya:  “Tidak ada puasa bagi orang yang tidak 
membulatkan niat puasa pada malam hari 
sebelum terbit fajar”.393 

Kedua, bermakna “kesepakatan terhadap 
sesuatu (al-ittifāq ‘alā al-amr)”. Ijmā’ dalam 
pemaknaan ini ditemukan dalam Q.S. Yusuf (12): 
15: 

جَۡاعخ 
ا
أ وا بهِۦِ  بخواْ  ذاها ا  يۡناآ  فالامَّ وحۡا

ا
أ وا  َّۚ ِ ٱلۡۡخب  َٰباتِ  يا غا فِِ  وهخ 

لخ ۡعا يَا ن 
ا
أ وآْ 

ونا    رخ اشۡعخ مۡ لَا ي ا واهخ َٰذا مۡرهِِمۡ ها
ا
م بأِ ئِانَّهخ خناب  هِۡ لِا  إلِِا

Artinya:  “Maka tatkala mereka membawanya dan 
sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu 
mereka memasukkan dia), dan (di waktu dia 
sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada 
Yusuf: “Sesungguhnya kamu akan 

 
393Sulaimān ibn al-Asy’as as-Sajastāni al-Azdi Abū Dāwud 

(selanjutnya ditulis Abū Dāwud), Sunan Abi Dāwud (Indonesia: Maktabah 
Dahlān, t.t.), Juz ke 2, h. 
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menceritakan kepada mereka perbuatan 
mereka ini, sedangkan mereka tidak ingin 
lagi”.394 

Dua pemaknaan ijmā’ secara etimologi di atas 
dapat dikemukakan perbedaan stresingnya, 
pemaknaan yang pertama hanyalah terletak pada 
satu tekad bulat perseorangan dalam merealisir 
suatu pekerjaan yang direncanakannya, sedangkan 
pemaknaan yang kedua memerlukan konsensus 
secara bulat dalam merealisir suatu perbuatan yang 
diprogramkannya. 

Sedangkan pemaknaan ijmā’ secara terminologi 
telah banyak dikemukakan oleh para pakar 
metodologi hukum Islam (uṣūliyyin) antara lain: 
1) An-Naẓām al-Mu’tazili (w. 231 H) 

mendefinisikan ijmā’ sebagaimana dikutip oleh 
al-Gazāli: 

تهُُ واَنِْ كاَنَ قوَلُْ واَحِدٍ ِ قوَلٍْ قاَمتَْ حُج َّ  عبِاَرةٌَ عنَْ كلُ 
Artinya:  “Ungkapan dari setiap pendapat yang 

didukung oleh argumentasi (hujjah) 
meskipun pendapat itu muncul dari 
perseorangan”.395 

Terminologi ijmā’ yang dikemukakan oleh 
an-Naẓām ini kelihatannya tidak sejalan jika 
dikaitkan dengan makna etimologi yang kedua 
(al-ittifāq) di atas, karena lebih stresingnya pada 
kolektivitas pendapat bulat, sementara an-

 
394Lihat, Ali Jum’ah, al-Ijmā’ ‘Ind al-Uṣūliyyin (al-Qāhirah: Dār ar-

Risālah, 1420 H/2009 M), Cet. ke 2, h. 5. 
395Al-Gazāli,  al-Mustaṣfā, h. 199. Lihat, Muhammad bin Ali bin 

Muhammad asy-Syaukāni (selanjutnya ditulis asy-Syaukani), Irsyād al-
Fuhūl ilā Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣūl (Mesir: Idārah at-Ṭibā’ah al-
Muniriyyah, t.t.), h. 64. ‘Ali Jumu’ah, op.cit., h. 7. 
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Naẓām menegaskan dengan membolehkan 
pendapat itu muncul dari perseorangan yang 
penting didukung oleh argumentasi yang kuat. 

2) Al-Gazāli asy-Syāfi’i (w. 505 H) mendefinisikan 
ijmā’ dengan rumusan: 

 ُ ةٍ علَىَ امَرِْ منَِ الْامُ دٍ صلعم خاَص َّ ةِ محُمَ َّ ةِ اتِ فِاَقُ امُ َّ  ورِْ الد يِنْيِ َّ
Artinya:  “Kesepakatan umat Nabi Muhammad 

Saw. secara khusus mengenai suatu 
permasalahan agama”.396 

Terminologi ijmā’ yang dirumuskan oleh al-
Gazāli tersebut menggambarkan bahwa ijmā’ 
harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad 
Saw. dalam arti oleh seluruh umat Islam,  
mereka harus konsensus dalam menyepakati 
setiap persoalan agama. Tetapi, ia tidak 
memasukkan kalimat “setelah wafatnya Nabi 
Muhammad Saw.(ba’da wafāti Muhammadin 
Saw)” kelihatannya secara logika, karena ijmā’ 
di masa Nabi tidak diperlukan, dan pada masa 
itu hak prerogatif dan otoritatif penentu hukum 
adalah Nabi Muhammad Saw. 

3) Al-Qarāfi al-Māliki (w. 684 H) merumuskan 
ijmā’ dengan redaksional:  

 ُ ةِ منِْ امَرِْ منَِ الْامُ ِ واَلْعقَْدِ منِْ هذَهِِ الْامُ َّ  ورِْ اتِ فِاَقُ اهَلُْ الْحلَ 
Artinya:  “Kesepakatan ahl al-halli wa al-‘aqd dari 

umat (Nabi Muhammad Saw.) ini 
tentang suatu persoalan”.397 

 
396Ibid.  
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4) Al-Baiḍāwi asy-Syāfi’i (w. 685 H) merumuskan 
ijmā’ dengan: 

مِ  امَرٍْ  علَىَ  صلعم  دٍ  محُمَ َّ ةِ  امُ َّ منِْ  واَلْعقَْدِ   ِ الْحلَ  اهَلُْ  نَ  اتِ فِاَقُ 
 الْامُوُرِْ 

Artinya:  “Kesepakatan ahl al-halli wa al-‘aqd dari 
umat Nabi Muhammad Saw. tentang 
persoalan agama”.398 

5) Al-Āmidi asy-Syāfi’i (w. 631 H) mendefinisikan 
ijmā’ dengan: 

ِ واَلْعقَْدِ منِْ   دٍ فىِ عصَرٍْ  عبِاَرةٌَ عنَْ اتِ فِاَقِ جمُلْةَِ اهَلُْ الْحلَ  ةِ محُمَ َّ امُ َّ
 منَِ الْاعَصَْارِ علَىَ حكُْمٍ واَ قعِةٍَ منَِ الوقَاَئعِِ 

Artinya:  “Ungkapan dari kesepakatan sejumlah 
ahl al-halli wa al-‘aqd dari umat Nabi 
Muhammad pada suatu masa tentang 
kasus hukum yang terjadi”.399 

Terminologi ijmā’ baik yang dirumuskan 
oleh al-Qarāfi, al-Baiḍāwi dan al-Āmidi pada 
prinsipnya adalah sama apa yang 
dimaksudkannya. Dimaksudkan dengan al-

 
397Syihāb ad-Din Abū al-‘Abbās Ahmad bin Idris al-Qarāfi 

(selanjutnya ditulis al-Qarāfi), Syarh Tanqih al-Fuṣūl fi Ikhtiṣār al-Mahṣūl fi 
al-Uṣūl (Bairut: Dār al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 253. 

398Ali bin ‘Abd al-Kāfi as-Sabki (selanjutnya ditulis al-Kāfi as-Sabki), 
al-Ibhāj fi Syarh al-Minhāj ‘alā Manhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl li al-Qāḍi al-
Baiḍāwi (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1404 H/1984 M), Cet. ke 1, Juz 
ke 2, h. 349. 

399Saif ad-Din Abū Hasan ‘Ali bin Abi ‘Ali bin Muhammad al-Āmidi 
(selanjutnya ditulis al-Āmidi), al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām (Riyāḍ: Dār as-
Ṣami’iy li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1424 H/2003 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h. 
262. 
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ittifāq, yaitu mereka (ahl al-halli wa al-‘aqd) 
sepakat secara umum baik berupa ungkapan 
perkataan (al-aqwāl), perbuatan (al-af’āl), 
bersikap pasif (as-sukut), dan penetapan (at-
taqrir). Dimaksudkan dengan jumlah ahl al-halli 
wa al-‘aqd, yaitu kesepakatan mereka (mujtahidin 
fi al-ahkām asy-syar’iyyah) secara umum, atau 
sebagian mereka. Dimaksudkan dengan min 
ummati Muhammad, yaitu umat Islam yang ahli 
dalam berbagai persoalan keagamaan. 
Dimaksudkan dengan fi ‘aṣr min al-a’ṣār, yaitu 
kesepakatan ahl al-halli wa al-‘aqd pada semua 
masa hingga datang kiamat. Sedangkan 
dimaksudkan dengan ‘alā hukmin wāqi’atin, 
yaitu peristiwa hukum dari berbagai persoalan 
secara umum, baik berupa penetapan, 
peniadaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
hukum-hukum syara’ (asy-syar’iyyāt), hukum-
hukum logika (al-‘aqliyyāt), dan makna ijmā’ 
dalam arti tradisional (al-‘urfiyyāt).  

6) Al-Bazdawi al-Hanafi (w. 438 H) merumuskan 
ijmā’ dengan:  

الْامُوُرِْ   منَِ  امَرٍْ  علَىَ  لامَِ  الس َّ علَيَهِْ  دٍ  محُمَ َّ ةِ  امُ َّ اتِ فِاَقِ  عنَْ  عبِاَرةٌَ 
ةِ   الد يِنْيِ َّ

Artinya:  “Ungkapan dari kesepakatan umat Nabi 
Muhammad Saw. tentang persoalan 
agama”.400 

Terminologi al-Bazdawi ini secara 
substansial masih sama dengan yang 

 
400‘Alā ad-Din ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Bukhāri (selanjutnya 

ditulis al-Bukhāri), Kasyf al-Asrār ‘alā Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawi 
(Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, t.t.), Juz ke 3, h. 226. 
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dikemukakan oleh al-Gazāli, al-Qarāfi, dan al-
Baiḍāwi. 

7) Asy-Syairāzi asy-Syāfi’i (393-476 H/1003-1083 
M) mendefinisikan ijmā’ dengan: 

 َ َادثِ  ةِ اتِ فِاَقُ علُمَاَءِ الْعصَرِْ علَىَ حكُْمِ الْح
Artinya:  “Kesepakatan ulama yang hidup pada 

suatu masa tentang suatu peristiwa 
hukum yang terjadi”.401 

8) Ibn al-Firkah asy-Syāfi’i (624-690 H) 
mengkonstruksi ijmā’ dengan: 

 ِ َادثِةَ  اتِ فِاَقُ علُمَاَءِ اهَلُْ الْعصَرِْ علَىَ حكُْمِ الْح
Artinya:  “Kesepakatan ulama yang hidup pada 

suatu masa tentang suatu peristiwa 
hukum yang terjadi”.402 

9) Ibn Imām al-Kāmiliyyah (w. 874 H) 
merumuskan ijmā’ dengan redaksional: 

صلعم  دٍ  محُمَ َّ ةِ  امُ َّ منِْ  الْعصَرِْ(  اهَلُْ  علُمَاَءِ  )اتِ فِاَقُ  خاَصٍ  اتِ فِاَقُ 
ِ علَىَ حكُْمِ الْ َادثِةَ  ح

Artinya:  “Kesepakatan khusus, yaitu kesepakatan 
ulama yang hidup pada suatu masa dari 

 
401‘Abd al-Majid Turki, Syarh al-Luma’ Abū Ishāq asy-Syairāzi (Bairut: 

Dār al-‘Arabi al-Islāmi, 1408 H/1988 M), Cet. ke 1, Juz ke 1, h. 665. 
402Tāj ad-Din ‘Abd ar-Rahmān bin Ibrāhim al-Fazari (dikenal dengan 

Ibn Firkah asy-Syāfi’i), Syarh al-Waraqāt li Imām al-Haramain al-Juwaini 
(T.Tp.: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, t.t.), h. 240.  
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umat Nabi Muhammad Saw. tentang 
peristiwa hukum yang terjadi”.403 

Terminologi ijmā’ yang dikemukakan oleh 
tiga ahli uṣūl al-fiqh terakhir tersebut pada 
dasarnya adalah sama, karena mereka sama-
sama pengikut Imām Syāfi’i bahwa ijmā’ adalah 
kesepakatan ulama (ittifāq al-‘ulamā’). 
Dimaksudkan dengan ulama di sini yaitu 
fuqahā’, yakni para mujtahid yang ahli dalam 
bidang fiqih. Dalam konteks ini tidak termasuk 
kesepakatan orang-orang yang tidak ahli dalam 
bidang fiqih (al-‘awām). Sedangkan 
dimaksudkan dengan peristiwa hukum yang 
terjadi (hukm al-hādiṡah) yaitu peristiwa yang 
terjadi yang ada unsur syara’-nya karena hal itu 
menjadi obyek pemikiran para fuqahā’.  

Adapun Imām Syāfi’i (150-204 H) dalam 
karyanya ar-Risālah dalam bab al-Ijmā’, ia tidak 
memberikan terminologi ijmā’ yang jelas dan 
tegas. Akan tetapi secara implisit dapat 
ditemukan dari pernyataan asy-Syāfi’i bahwa, 
“barang siapa berkata pada apa yang diucapkan 
(disepakati) jamā’ah al-muslimin, maka wajib 
mereka mengikuti kesepakatan mereka”.404 Jika 
pernyataan ini dipandang sebagai rumusan 
ijmā’, maka berarti inilah yang dimaksudkan 
gambaran ijmā’ menurut asy-Syāfi’i. Namun 
demikian, mayoritas ahli uṣūl al-fiqh tidak ada 
yang mengatakan pernyataan asy-Syāfi’i itu 
sebagai rumusan ijmā’.   Terminologi ijmā’ 
justru ditemukan dalam karya-karya para 

 
403Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd ar-Rahmān bin ‘Ali al-

Qāhiri asy-Syāfi’i (dikenal dengan Ibn Imām al-Kāmiliyyah), Syarh al-
Waraqāt li Imām al-Haramain fi Uṣūl al-Fiqh (Yordania: Dār ‘Ammār, 1422 
H/2001 M), Cet. ke 1, h. 175. 

404Asy-Syāfi’i), ar-Risālah, h. 475.  
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pengikutnya, seperti di antaranya az-Zarkasyi 
(745-794 H) mengkonstruksi rumusan ijmā’ 
dengan redaksional:   

دٍ صلعم بعَدَْ وفَاَتهِِ فىِ حاَدثِةٍَ علَىَ امَرٍْ منَِ  ةِ محُمَ َّ اتِ فِاَقُ مجُتْهَدِِيْ امُ َّ
 الْامُوُرِْ فىِ عصَرِْ منَِ الْاعَصَْارِ 

Artinya:  “Kesepakatan para imam mujtahid umat 
Nabi Muhammad Saw. setelah wafatnya 
tentang suatu persoalan peristiwa 
hukum yang terjadi pada suatu 
masa”.405 

Terminologi ini menggambarkan bahwa 
ijmā’ dalam pemikiran asy-Syāfi’i adalah 
kesepakatan para imam mujtahid secara 
totalitas, tidak termasuk kesepakatan orang 
awam dan sebagian para imam mujtahid dari 
umat Nabi Muhammad yang terjadi setelah 
beliau wafat, terjadi kesepakatan itu baik dalam 
persoalan-persoalan hukum syara’ (asy-
syar’iyyāt), hukum-hukum rasional (al-‘aqliyyāt), 
analisis kebahasaan (al-lugawiyyāt), dan 
termasuk tradisi yang berkembang di 
masyarakat (al-‘urfiyyāt), serta tidak saja terjadi 
pada masa tertentu tetapi terjadi sepanjang 
masa hingga hari kiamat.   

Dari berbagai terminologi ijmā’ yang 
dikonstruksi oleh para ahli uṣūl al-fiqh tersebut 
di atas dapat diringkaskan dan ditegaskan 
secara substansial bahwa ijmā’ akan terjadi bila 

 
405Badar ad-Din Muhammad bin Bahādir bin ‘Abd Allah az-Zarkasyi 

asy-Syāfi’i (selanjutnya ditulis az-Zarkasyi), Bahr al-Muhiṭ fi Uṣūl al-Fiqh 
(al-Qāhirah: Dār as-Ṣafwah, 1409 H/1988 M), Cet. ke 1, Juz ke 4, h. 436-
437. Lihat, Muhammad Abū Zahrah, asy-Syāfi’i Hayātuh wa ‘Aṣruh Arāuh 
wa Fiqhuh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1363 H/1944 M), h. 282. 
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memenuhi unsur-unsur: (a) Terdapat 
kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam 
(jamā’ah al-muslimin). Dari ungkapan ini, apabila 
terdapat seorang ulama mujtahid, atau sebagian 
mereka yang menolak kesepakatan maka tidak 
terjadi ijmā’, dan hal ini tidak dibatasi oleh 
wilayah, daerah, dan bahkan negara, tetapi 
mujtahid seluruh dunia tanpa kecuali mereka 
harus sepakat dalam setiap persoalan agama 
yang dibahasnya; (b)  Kesepakatan yang 
dilakukan harus dinyatakan oleh para mujtahid 
dengan jelas (ṣarih), tidak boleh kesepakatan 
dengan cara diam-diam (ijmā’ sukuti). Hal ini 
konsekuensinya tidak akan terjadi ijmā’; (c) 
Mereka yang melakukan kesepakatan adalah 
para imam mujtahid, bukan orang awam dan 
para mujtahid yang tidak memenuhi 
persyaratan ijtihad; (d) Ijmā’ dilakukan setelah 
Nabi Muhammad Saw. wafat, sebab di masa 
Nabi hidup tidak pernah terjadi ada ijmā’ 
dikarenakan berbagai persoalan keagamaan 
kata kunci pemutusnya adalah Rasulullah Saw. 
sendiri, dan (e) Sasaran kesepakatan yang 
dilakukan adalah peristiwa hukum tertentu 
yang terjadi.   

b. Eksistensi Ijmā’ sebagai Dalil Hukum 
Di kalangan para ahli uṣūl al-fiqh (uṣūliyyin) 

klasik dan kontemporer dalam memperbincangkan 
eksistensi ijmā’ sebagai sumber hukum terjadi debat 
table. Mayoritas ulama uṣūl (jumhūr uṣūliyyin) 
seperti al-Āmidi (w. 631 H), Ibn al-Hājib (w. 646 H), 
dan yang lainnya berpendapat bahwa ijmā’ 
merupakan hujjah syar’i yang bersifat qaṭ’i yang 
wajib diamalkan oleh setiap muslim, dan dilarang 
untuk mengingkarinya, dan bahkan barang siapa 
yang mengingkarinya maka dianggap sebagai 
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kāfir.406 Itulah sebabnya mayoritas ulama uṣūl 
memposisikan ijmā’ sebagai sumber407 hukum yang 
ketiga setelah al-Qur’ān dan sunnah. Berbeda 
dengan jumhūr al-uṣūliyyin, Abu Ishāq Ibrāhim bin 
Siyār yang dikenal dengan an-Naẓām al-Mu’tazili 
(w. 231 H), sebagian ulama Syi’ah, dan Khawārij 
berpendapat bahwa ijmā’ tidak bisa dijadikan 
hujjah.408 

Dua pendapat tersebut di atas, masing-masing 
mempunyai argumentasi sebagai berikut: Pertama, 
jumhūr al-uṣūliyyin berargumentasikan pada al-
Qur’ān, as-sunnah, dan logika. 
1)  Al-Qur’ān, di antaranya terdapat beberapa 

ayat: Q.S. an-Nisā’ (4): 59: 

يُّ 
ا
َٰٓأ وْلِِ  يا

خ
أ وا ولا  ٱلرَّسخ واْ  طِيعخ

ا
أ وا ا  ٱللَّّ واْ  طِيعخ

ا
أ نخوآْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها

مُۡۖ  مۡرِ مِنكخ
ا
 ٱلۡۡ

 
406Al-Āmidi, al-Ihkām, Juz ke 1, h. 266. Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣūl al-

Fiqh, h. 85. ‘Ali ‘Abd ar-Rāziq, al-Ijmā’ fi asy-Syari’ah al-Islāmiyyah (Mesir: 
Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1366 H/1947 M), h. 25.   

407Term sumber (maṣdar) dalam pemikiran metodologi hukum Islam 
kelihatannya digunakan oleh minoritas pemikir muslim kontemporer 
sebagai ganti dari terma ad-dalil. Sebab, dalam literatur uṣūl al-fiqh klasik 
pada umumnya tidak ditemukan penggunaan terma maṣdar atau maṣādir, 
yang ada dengan sebutan al-adillah, atau al-adillah asy-syar’iyyah. Terma 
baru, maṣdar sebagai pengganti ad-dalil diduga kuat dipengaruhi oleh 
peristilahan hukum sekuler Barat. Di antara literatur uṣūl al-fiqh yang 
menggunakan terma tersebut, yaitu buku-buku metodologi hukum Islam 
yang terbit pada akhir abad XIV H. atau pertengahan abad XX M. seperti 
buku (kitab) “Maṣādir at-Tasyri’ al-Islāmi Fimā la Naṣṣa Fih” karya ‘Abd al-
Wahhāb Khallāf, dan kitab  “Maṣādir al-Ahkām al-Islāmiyyah” karya 
Zakaria al-Barri. Dalam penulisan buku ini kedua term itu digunakan, 
tetapi secara teknis penulisan disesuaikan dengan konteksnya.   

408Al-Kāfi as-Sabki, al-Ibhāj, h. 352-353. ‘Ali ‘Abd Rāziq, al-Ijmā’, h. 25. 
Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh,  h. 86. 
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Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, 
taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu”. 

Pada ayat tersebut terdapat kalimat ūli al-
amr, artinya keadaan yang bersifat umum, yang 
meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 
keduniaan, dan keagamaan. Ūli al-amr yang 
bersifat keduniaan ini adalah para raja (al-
mulūk), pemimpin (al-umarā’), dan penguasa (al-
wulāt). Sedangkan ūli al-amr yang bersifat 
keagamaan yaitu para mujtahid dan ahli fatwa. 
Ūli al-amr yang disebutkan terakhir ini di antara 
tugasnya adalah melakukan ijmā’ atas suatu 
hukum, maka hasil ijmā’-nya wajib diikuti dan 
diamalkan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah: 

يِنا    ٱلَّ هخ  لمِا لاعا مۡ  مِنۡهخ مۡرِ 
ا
ٱلۡۡ وْلِِ 

خ
أ  َٰٓ ولِ وَإِلَا ٱلرَّسخ إلَِا  دُّوهخ  را اوۡ  ل وا

مۡۗ  ۥ مِنۡهخ وناهخ اسۡتانۢبطِخ  ي
Artinya:  “Dan kalau mereka menyerahkannya 

kepada Rasul dan ūli al-amr di antara 
mereka, tentulah orang-orang yang 
ingin mengetahui kebenarannya (akan 
dapat) mengetahuinya dari mereka 
(Rasul dan ūli al-amr)” (Q.S. an-Nisā’ 
(4): 83). 

Selain ayat di atas, Q.S. an-Nisā’ (4): 115, 
Allah berfirman: 

يا  ىَٰ وا دا خ ٱلهۡخ ا لَا ا تاباينَّ ولا منِۢ باعۡدِ ما اققِِ ٱلرَّسخ خشا ن ي يۡۡا واما تَّبعِۡ غا
اءٓاتۡ   واسا  ُۖ نَّما ها جا نخصۡلهِۦِ  وا  َٰ لَِّ تاوا ا  ما ۦِ  ِ لَ  نخوا ؤۡمِنيِنا  ٱلمۡخ بيِلِ  سا

صِيًۡا    ما
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Artinya:  “Dan barang siapa menentang Rasul 
sesudah jelas kebenaran baginya, dan 
mengikuti jalan yang bukan jalan orang-
orang mu’min, Kami biarkan ia berkuasa 
terhadap kesesatan yang telah 
dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia 
ke dalam jahannam, dan jahannam itu 
seburuk-buruk tempat kembali”. 

Ayat ini dipahami bahwa Allah 
mengancam dengan siksa terhadap orang-orang 
yang tidak mengikuti atau menentang Rasul 
dan tidak mengikuti jalan orang-orang mu’min. 
Dalam konteks ini, ijmā’ adalah mengikuti jalan 
orang-orang mu’min. Karena itu, mengikuti 
mereka adalah wajib, dan dilarang tidak 
mengikutinya. Berarti mengikuti ijmā’ adalah 
wajib. 

2) As-Sunnah (hadiṡ) Rasulullah Saw.  

Terdapat beberapa pernyataan beliau yang 
secara redaksional berbeda lafalnya, tetapi 
secara substansial maksudnya adalah sama, 
yaitu “umatku tidak akan melakukan 
kesepakatan terhadap yang salah (ummati lā 
tajtami’u ‘alā khaṭa’in)”, “umatku tidak akan 
melakukan kesepakatan terhadap suatu 
kesesatan (lā tajtami’u ummati ‘alā ḍalālatin)”, 
dan pernyataan-pernyataan Rasulullah yang 
lain yang senada maksudnya. Dalam konteks 
ini perlu dikemukakan di antaranya: 

تَِّ  ا لَا يَمعخ اخمَّ نْ عبد اللّ بن دينار عن ابن عمر انَِّ اللَّّ عا
ويدخ   لاة  لَا ا ضا وسلم عَلا اللّ عليه  امَّد صلَ  مَّخ ةا  اخمَّ قال  ااوْ 

ن شذَّ شذَّ الَِا الَّۡارِ  اعةِ وما عا الۡاما  (رواه التَمذي)اللّ  ما
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Artinya: “Dari ‘Abd Allah bin Dinār dari Ibn 
Umar sesungguhnya Rasulullah Saw. 
bersabda: Sesungguhnya Allah tidak 
akan menyatukan umatku, atau 
perkataan lain, umat Nabi Muhammad 
Saw. dalam kesesatan, dan kekuasaan 
Allah bersama jama’ah, dan barang siapa 
yang menyendiri maka ia akan 
menyendiri ke dalam api neraka” (H.R. 
at-Tirmiżi).409 

Berdasarkan beberapa pernyataan 
Rasulullah tersebut dipahami oleh jumhūr 
uṣūliyyin bahwa suatu ketetapan hukum yang 
telah disepakati oleh mujtahidin sesungguhnya 
merupakan ketetapan hukum semua umat 
Islam yang dikonstruksi oleh mujtahidin tadi. 
Oleh karena itu, sesuai dengan substansi 
pernyataan-pernyataan Rasulullah di atas, tidak 
mungkin para imam mujtahid membuat 
kesepakatan secara dusta, menyesatkan, dan 
membuat kekeliruan yang disengaja dalam 
menetapkan hukum. Dengan demikian, suatu 
ketetapan hukum yang telah disepakati oleh 
semua umat Islam melalui para imam mujtahid, 
maka tidak ada alasan untuk menolaknya, 
yakni wajib mengikuti dan mengamalkannya. 

3) Logika (al-‘aql). 

Adapun argumentasi berdasarkan logika-
rasional, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahhāb 
Khallāf (w. 1956 M) bahwa mayoritas ulama 
berpendapat sesungguhnya ijmā’ itu 
memungkinkan untuk diwujudkan menurut 
adat (al-‘ādah). Mereka berkata bahwa pendapat 
yang dikemukakan oleh orang-orang yang 

 
409At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi hadis ke 2167.  
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menolak kemungkinan terjadi ijmā’ adalah 
merupakan hal yang nyata, meskipun 
dikemukakan argumentasi atas kemungkinan 
terjadinya ijmā’.410Ijmā’ para imām mujtahid 
menjadi satu pendapat, meskipun logika-
rasional dan pengetahuan mereka berbeda-
beda, hal ini menunjukkan bahwa pendapat itu 
hak dan benar, karena tidak ada dalil yang 
menyangkalnya. Sekiranya ada, sudah barang 
tentu akan diingat oleh mereka, dan terjadilah 
perbedaan pendapat di antara mereka, maka 
jamā’ah tidaklah semuanya lupa. Dalam konteks 
ini, seperti dikatakan oleh Imām asy-Syāfi’i (w. 
204 H/820 M): “Jamā’ah itu tidak ada kelalaian 
dalam memaknai al-Qur’ān dan sunnah, serta 
qiyās, dan sesungguhnya yang ada kelalaian itu 
dalam perpecahan”.411 

Sedangkan argumentasi mereka yang 
menolak ijmā’ sebagai hujjah syar’i, adalah sama 
sebagaimana jumhūr al-uṣūliyyin mengacu pada 
al-Qur’ān, sunnah, dan logika-rasional, hanya 
berbeda dalam memahaminya.  

a) Al-Qur’ān, di antaranya Q.S. an-Nahl (16): 
89: 

 
ا
أ نِۡ  م  لايۡهِم  عا هِيدًا  شا ةٖ  مَّ

خ
أ  ِ
كُخ  فِِ  نابۡعاثخ  ياومۡا  سِهِمُۡۖ وا نفخ

َٰبا  ٱلكِۡتا لايۡكا  لۡۡاا عا نازَّ وا  ٖۚ ءِٓ لَا َٰٓؤخ ها  َٰ ا هِيدًا عَلا بكِا شا واجِئۡناا 
سۡلمِِينا   ىَٰ للِۡمخ خشِۡا ب راحَۡاةا وا ى وا دا ءٖ واهخ ۡ ِ شَا

ا ل كِخ  َٰنا  تبِۡيا

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu al-
Kitāb (al-Qur’ān) untuk menjelaskan segala 

 
410‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh,  h. 49. 
411 Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 72. 
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sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 
gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. 

Pada ayat tersebut terdapat kata 
“menjelaskan “tibyānan”). Menurut 
pemahaman mereka bahwa kata itu adalah 
menjelaskan hukum-hukum merujuk pada 
al-Qur’ān, bukan kepada selainnya, yakni 
ijmā’. 

b) Q.S. an-Nisā’ (4): 59: 

وْلِِ 
خ
أ ولا وا واْ ٱلرَّسخ طِيعخ

ا
أ ا وا واْ ٱللَّّ طِيعخ

ا
أ نخوآْ  يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

 ِ ٱللَّّ إلَِا  دُّوهخ  فارخ ءٖ  ۡ شَا فِِ  َٰزاعۡتخمۡ  تانا فاإنِ  مُۡۖ  مِنكخ مۡرِ 
ا
ٱلۡۡ

واٱلِۡا   ِ بٱِللَّّ تخؤۡمِنخونا  نتخمۡ  كخ إنِ  ولِ  َٰلكِا واٱلرَّسخ ذا ٱلۡأٓخِرِٖۚ  ومِۡ 
وِيلًَ   

ۡ
نخ تاأ حۡسا

ا
أ يۡۡٞ وا  خا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’ān) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya”. 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa 
Allah memerintahkan kepada umat 
manusia yang beriman setelah ta’at kepada-
Nya dan Rasul-Nya untuk ta’at kepada ūli 
al-amr. Kemudian, jika mereka terjadi 
perbedaan pendapat tentang sesuatu, 
hendaknya dikembalikan kepada Allah (al-
Qur’ān) dan Rasul (sunnah). Demikian juga 
jika terjadi perbedaan pendapat antara para 
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mujtahid (fuqahā’) pada suatu masa dengan 
fuqahā’ pada suatu masa lainnya mengenai 
suatu peristiwa hukum yang telah 
disepakati, maka harus dikembalikan 
kepada al-Qur’ān dan sunnah, bukan 
dikembalikan kepada ijmā’ dan qiyās. Oleh 
karena demikian, ijmā’ yang telah 
dikonstruksi oleh fuqahā’ yang pertama 
tidak bisa menjadi hujjah atas yang lainnya. 

Mereka juga menjawab apa yang telah 
dikemukakan oleh jumhūr ulama bahwa 
memposisikan ijmā’ sebagai hujjah syar’i 
dengan mengambil dalil dari memahami 
ayat ini (an-Nisā’: 59). Padahal ijmā’ itu 
memerlukan kembali kepada al-Qur’ān dan 
sunnah. Sebab, terkadang ijmā’ mereka atas 
suatu peristiwa hukum terjadi kontradiksi 
dengan al-Qur’ān dan sunnah, karenanya 
harus kembali kepada keduanya. 

c) Sunnah (hadiṡ) Rasulullah Saw. tentang 
dialog beliau dengan Mu’āz bin Jabal ketika 
akan berangkat diutus ke negeri Yaman, 
tidak menyebutkan ijmā’ di antara dalil-
dalil yang dijadikan rujukan dalam 
memutuskan perkara, dan Rasulullah pun 
menyetujuinya.412 Hal ini berarti 

 
412Secara lengkap dialog Rasulullah dengan Mu’aż bin Jabal sebagai 

berikut: “Ketika Mu’aż diutus oleh Rasulullah akan berangkat ke negeri 
Yaman, beliau bertanya: Bagaimana kamu cara memutuskan apabila 
dihadapkan pada suatu kasus hukum.? Mu’aż: Saya putuskan 
berdasarkan kitab Allah (al-Qur’ān). Rasul: Bagaimana kalau dasarnya 
tidak ditemukan dalam kitab Allah.? Mu’aż: Saya putuskan berdasarkan 
sunnah Rasulullah. Rasul: Jika tidak ditemukan dasarnya dalam sunnah. 
? Mu’aż: Saya akan berijtihad berdasarkan pendapatku dengan penuh 
optimis. Mu’aż berkata, kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dadaku 
seraya berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan restu 
kepada delegasi Rasulullah terhadap sesuatu yang diridai olehnya”. 
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menunjukkan tidak bolehnya 
menggunakan ijmā’ sebagai hujjah syar’i. 

d) Secara logika, bahwa setiap orang dari para 
imam mujtahid (fuqahā’) itu bisa berbuat 
kesalahan. Oleh karena itu, sangat boleh 
jadi kesalahan terjadi pada mereka. Dengan 
demikian, tidak menutup kemungkinan 
ijmā’ yang telah mereka konstruksi terjadi 
kesalahan.413 

Selain dari mereka (nufāt al-ijmā’) ini, 
kalangan mażhab Ẓāhiri seperti Ibn Hazm 
(w. 456 H) mengkritik pendapat dan 
argumentasi-argumentasi yang dipegangi 
oleh jumhūr ulama uṣūl (uṣūliyyin). Di 
antara argumen (dalil) yang dikemukakan 
oleh jumhūr ulama adalah Q.S. an-Nisā’ (4): 
115. Pada ayat ini, yang dikehendaki “jalan 
orang-orang mu’min” menurut Ibn Hazm 
adalah ta’at kepada Allah (al-Qur’ān) dan 
Rasul (sunnah) yang jelas datangnya 
sunnah itu dari beliau, maka dalam konteks 
ini tidak ada dalil yang menunjukkan 
kehujjahan ijmā’. Demikian juga hadis-hadis 
yang dijadikan dasar oleh jumhūr ulama, 
semuanya terkategori hadis ahad yang tidak 
menfaidahnya pasti (qaṭ’i) untuk 
menguatkan kehujjahan ijmā’. Jika hadis-
hadis itu menfaidahkan qaṭ’i tentu ia 
mutawatir maknanya. Jika demikian 
pengertiannya maka sudah barang pasti 
umat Islam terpelihara dari kesalahan (al-

 
Lihat, Abū Dāwud, Sunan Abi Dāwud, Jld. ke 3, h. 412. Ibn Mājah, Sunan 
Ibn Mājah, jld. ke 1, h. 21. Ahmad bin Hanbal, Musnad Imām Ahmad, Juz ke 
5, Cet. ke 1, h. 230. 

413Ibid., h. 72-73. ‘Ali Abd Rāziq, al-Ijmā’, h. 33. Zaki ad-Din Sya’bān, 
Uṣῡl al-Fiqh, h. 90.  
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khaṭā’) dan kesesatan (ḍalālah) dengan cara 
melakukan kekufuran, atau menyalahi dalil-
dalil yang qaṭ’i. Meskipun sebenarnya ada 
sebagian hadis Rasulullah yang menyatakan 
bisa saja terjadi kesalahan dilakukan oleh 
umat.414 

c. Tipologi Ijmā’ dalam Konteks Ijtihad   
Eksistensi ijmā’ dalam konteks ijtihad dapat 

dilihat dari tipologinya dibedakan pada dua segi, 
yaitu dari segi terbentuknya, dan ragam lokalitas 
tempat domisili ulamanya. 

1) Proses Terbentuknya Ijmā’ 
Para ahli uṣūl al-fiqh dalam membahas 

proses terbentuknya ijmā’, mereka membedakan 
pada dua macam bentuk ijmā’, yaitu ijmā’ ṣarih, 
dan ijmā’ sukuti. Dimaksudkan dengan ijmā’ 
ṣarih yaitu kesepakatan para imam mujtahid 
pada suatu masa terhadap suatu kasus hukum 
tertentu di mana satu sama lain mereka 
menyatakan pendapatnya dengan tegas (ṣarih) 
bertemu dalam satu majelis, dan suatu kasus 
hukum itu dapat dipecahkan dan disepakati 
bersama. Atau dengan cara lain, mereka tidak 
bertemu secara langsung tetapi mereka 
semuanya mengeluarkan fatwa mengenai suatu 
kasus hukum yang sama, dan substansi konten 
fatwanya pun sama, maka bentuk yang 
demikian ini pada dasarnya adalah sama 
dengan bentuk yang pertama, sehingga 
terjadilah apa yang disebut dengan ijmā’ ṣarih. 
Sedangkan dimaksudkan dengan ijmā’ diam-
diam (sukuti) yaitu pendapat sebagian para 
imam mujtahid pada suatu kasus hukum 

 
414 Abū Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, al-Ihkām fi 

Uṣūl al-Ahkām (Mesir: Dār al-Kutub, t.t.), Juz ke 4, h. 131-133. Zakaria al-
Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 72. 
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tertentu, sementara sebagiam imam mujtahid 
yang lainnya pada waktu yang sama setelah 
mengetahui problematika hukumnya 
mengambil sikap diam dengan tidak 
menyatakan pendapat atau penolakannya.415 

Di kalangan para ulama (fuqahā’ dan 
uṣūliyyin) sepakat bahwa tipologi model ijmā’ 
yang pertama (ijmā’ as-ṣarih) dapat menjadi 
hujjah asy-syar’iyyah dan berkonsekuensi qaṭ’i. 
Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai 
model ijmā’ bentuk yang kedua (ijmā’ as-sukuti). 
Perbedaan pendapat ini dapat dikategorikan 
pada tiga golongan pendapat: Golongan 
pendapat pertama mengatakan bahwa sikap 
diam-diam sebagian para imam mujtahid itu 
tidak bisa dikatakan sebagai ijmā’ dan tidak bisa 
menjadi hujjah, demikian pendapat Jumhūr 
Syāfi’iyyah, Mālikiyyah, sebagian Hanafiyyah, 
dan Hanābilah. Golongan pendapat kedua 
mengatakan bahwa ijmā’ as-sukuti itu menjadi 
hujjah qaṭ’iyyah, demikian pendapat sebagian 
Hanafiyyah, dan Hanābilah. Golongan 
pendapat ketiga mengatakan bahwa ijmā’ as-
sukuti sebagai hujjah, tetapi ẓanniyyah, demikian 
pendapat asy-Syāfi’i, sebagian Syāfi’iyyah, dan 
Hanafiyyah.416 Golongan pendapat yang 
disebutkan terakhir ini, terutama pendapat 
Imām Syāfi’i sendiri, ia menolak ijmā’ as-sukuti, 
ia hanya mengakui ijmā’ as-ṣarih sebagai hujjah 
asy-syar’iyyah.417 Ia tidak mudah menerima 
pendapat yang mengatakan terjadinya ijmā’ 

 
415Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 84.Muhammad Abū Zahrah, 

Uṣūl al-Fiqh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1377 H/1958 M), h. 205. ‘Abd al-
Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh, h. 51. 

416‘Abd Allah bin Yūsuf al-Judai’, Taisir ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Bairut: 
Mu’assasah ar-Rayyān, 1418 H/1997 M), Cet. ke 1, h. 164. 

417Asy-Syāfi’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 148.  
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atasnya, karena sulit dibuktikan kebenarannya 
dan memang tidak mungkin dapat 
dibuktikan.418 

Pendapat para ulama dari tiga golongan 
tersebut di atas, lebih rinci lagi dapat 
dikemukakan mengenai kehujjahan model ijmā’ 
as-sukuti ini. Ulama Syāfi’iyyah dan Mālikiyyah 
berpendapat tidak memandangnya sebagai 
ijmā’ dan hujjah syar’iyyah. Al-Jubā’i al-Mu’tazili 
(w. 321 H), Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Ibn 
al-Qaṭṭān (w. 359 H), dan Jumhūr Hanafiyyah 
memandangnya sebagai ijmā’ dan hujjah asy-
syar’iyyah yang qaṭ’i. Al-Āmidi (w. 631 H), Ibn 
al-Hājib (w. 646 H), al-Karākhi al-Hanafi (w. 340 
H) memandangnya sebagai hujjah ẓanniyyah.419 

Sikap al-Gazāli asy-Syāfi’i (w. 505 H) 
terhadap kehujjahan ijmā’ as-sukuti ini 
mengatakan bahwa, ia menolak ijmā’ as-sukuti. 
Ia mengatakan bahwa kesepakatan diam-diam 
itu bukanlah dan bukan hujjah. Kesepakatan ini 
mungkin diperbolehkan sekiranya suatu 
keadaan menunjukkan bahwa mereka yang 
berdiam diri telah menyembunyikan 
persetujuannya. Ia juga memperbolehkan 
terhadap sebagian mereka berdiam diri. Ia 
menyatakan bahwa pendapat hukum dari 
seorang ahli hukum diketahui melalui 
ungkapannya yang jelas, yang tidak diragukan 
sedikitpun. Tetapi sikap berdiam diri adalah 

 
418Ibid., h. 256. 
419Lihat, al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 220. Al-Āmidi, al-Ihkām, h. 267. Al-

Imām Muwaffiq ad-Din ‘Abd Allah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi 
(selanjutnya ditulis Ibn Qudāmah), Rauḍah an-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir 
fi Uṣūl al-Fiqh ‘ala Mażhab al-Imām Ahmad bin Hanbal (Bairut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), Cet. ke 2, h. 67-67. Asy-Syaukāni, Irsyād al-
Fuhūl, h. 74. 
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meragukan.420 Menurut al-Gazāli lebih lanjut 
dari hasil analisisnya mengapa seorang ulama 
mujtahid bersikap berdiam diri dalam 
menanggapi persoalan hukum yang 
diperselisihkan, hal ini tidak terlepas dari 
argumentasi-argumentasi yang 
dikedepankannya, paling tidak menurutnya 
terdapat tujuh faktor penyebab: (a) Mungkin 
ada halangan tersembunyi yang 
menghalanginya untuk mengungkapkan 
pendapatnya, dan hal itu mungkin tidak 
diketahui oleh para ulama yang lainnya. Potensi 
kemarahannya direfleksikan dengan sikap 
diamnya yang terkadang menunjukkan itulah 
pendapatnyā. (b) Mungkin pendapat dari 
seorang ulama sebagai pendapat yang 
diperbolehkan menurut interpretasi (ijtihadnya) 
sendiri, meskipun ia sendiri mungkin berbeda 
pendapat dengannya, dan menganggap 
pendapatnya sendiri salah. (c) Mungkin ia 
percaya bahwa setiap imam mujtahid adalah 
benar. Oleh karena itu, ia mungkin tidak 
menganggap perlu menolak pendapat 
mengenai problematika yang menyangkut 
pendapat. Ia mungkin berpikir bahwa 
menanggapi suatu probem secara lisan adalah 
kewajiban kolektif. Ia mungkin menganggap 
pendapat dari ulama lain adalah benar, 
meskipun mungkin kontradiksi dengan 
interpretasinya sendiri. (d) Mungkin ia 
maksudkan sikap diamnya itu sebagai 
penolakan, tetapi ia mungkin menunggu 
kesempatan yang tepat. Ia mungkin tidak mau 
tergesa-tega dalam menyuarakan pendapatnya 
karena adanya suatu halangan yang 

 
420Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 219.  
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dihadapinya, dan barangkali menunggu 
sirnanya halangan itu. Mungkin juga ia 
meninggal dunia, atau sibuk dengan persoalan 
lain sehingga peehatiannya tertuju pada 
masalah yang bersangkutan berkurang. (e) 
Mungkin merasa khawatir jika menyuarakan 
pendapatnya akan ditolak, dan dia akan merasa 
malu. Ibn Abbas misalnya, menjelaskan tentang 
sikap diamnya dalam masalah ‘aul (menaikkan 
bagian waris) dengan mengatakan bahwa ia 
takut pada Umar pada masa hidupnya, karena 
ia adalah seorang yang sangat dhormati. (f) 
Mungkin memikirkan masalah tersebut 
sepanjang masa sementara ia berdiam diri. 
Masa pemikirannya mungkin diperpanjang. (g) 
Mungkin menganggap penolakan dari para 
ulama lain sudah cukup mewakili dirinya. 
Tetapi, ia mungkin salah dalam asumsinya.421 

2) Tempat Domisili Ulama Ber-ijmā’ 

Seperti telah diekemukakan Jumhūr ulama 
(fuqahā’ dan uṣūliyyin) bahwa ijmā’ terjadi 
selama terpenuhi unsur-unsurnya, di mana 
seluruh ulama mujtahid dari seluruh negara 
dan golongan menyepakati suatu masalah 
hukum tertentu, sehingga menjadi satu macam 
ijmā’. Namun demikian, dalam faktanya 
berbagai ulama mujtahid melakukan dan terjadi 
ijmā’ di mana mereka berdomisili, sehingga 
ditemukan dalam fakta sejarah ada yang 
disebut dengan ijmā’ ahl al-Madinah, ijmā’ ahl al-
Haramain, dan yang lain-lainnya. Berbagai 
tipologi dan macam ijmā’ ini ternyata di 
kalangan para ulama terjadi perbedaan 
pendapat dalam mensikapinya. Untuk itu, 

 
421Ibid. 
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sekilas ragam ijmā’ tersebut perlu 
dideskripsikan sebagaimana pembahasan di 
bawah ini.     

a) Ijmā’ Ahl al-Madinah 
Secara terminologi dimaksudkan 

dengan ijmā’‘amal ahl al-Madinah yaitu 
kesepakatan paham para ulama Madinah 
atas suatu persoalan hukum syara’.422 Atau, 
kesepakatan para imam mujtahid Madinah 
pada suatu masa setelah wafat Rasulullah 
Saw. terhadap suatu kasus hukum yang 
terjadi atau suatu persoalan tertentu.423 

Terminologi tersebut menunjukkan 
makna yang spesifik (khāṣ), bukan umum 
(‘ām), yaitu kesepakatan para imam 
mujtahid pada tiga masa yang pernah 
diungkapkan Rasulullah Saw., mereka 
adalah para sahabat, tā’bi’in, dan tābi’ tabi’in. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan beliau 
bahwa “sebaik-baik masa (al-qurūn) adalah 
masaku, dan kedua masa sesudahku”.424 

Kedudukan ijmā’ ahl al-Madinah 
sebagai salah satu sumber (dalil) hukum 
Islam ternyata terjadi perbedaan pendapat 
di kalangan para ulama uṣūl al-fiqh. 
Menurut pendapat Imām Mālik (w. 179 H) 
ijmā’ ‘amal ahl al-Madinah itu sebagai salah 
satu sumber hukum (maṣdar) yang wajib 
diikuti, dan diamalkan. Dalam konteks 
istinbāṭ al-ahkām, ia  bisa menjadi hujjah 
(dalil), dan dalam praktiknya ijmā’‘amal ahl 

 
422Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fikih 

(T.Tp.: Penerbit AMZAH, 2005), Cet. ke 1, h. 105. 
423‘Abd Rabbih), Buhūṡ fi al-Adillah, h. 157. 
424Al-Bukhāri, Ṣahih al-Bukhāri, Juz ke 5, h.     . Abū Dāwud, Sunan 

Abi Dāwud, Juz ke 2, h. 
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al-Madinah didahulukan atas qiyās,khabar 
ahād, dan qaul ṣahābi.425 Berbeda dengan 
Imām Mālik, Imām Syāfi’i (w. 204 H) 
menolak kehujjahan ijmā’ ‘amal ahl al-
Madinah yang diakui oleh gurunya, Mālik.426 
Demikian juga Imām Abū Hanifah (w. 150 
H) dan pengikutnya seperti Abū Yūsuf (w.   
H) menolak kehujjahan ijmā’ ‘amal ahl al-
Madinah.427 Sedangkan Ahmad bin Hanbal 
(w. 241 H) dan para pengikutnya 
(Hanābilah) mengatakan bahwa ijmā’ ‘amal 
ahl al-Madinah bukan hujjah. Seperti Ibn 
Qudāmah (w. 620 H),428 Ibn Taimiyyah (w. 
728 H),429 dan yang lainnya.   

 

b) Ijmā’ al-Khulafā’ ar-Rāsyidin al-Arba’ah 
Dimaksudkan dengan ijmā’ al-khulafā’ 

ar-rāsyidin al-arba’ah adalah kesepakatan 
khalifah yang empat (Abū Bakar, Umar, 
Uṡmān dan ‘Ali) terhadap suatu kasus 

 
425 ‘Abd Rabbih, Buhūṡ fi al-Adillah, h. 158. Muhammad Abū Zahrah, 

Mālik, h.  331-332.   
426Muhammad Abū Zahrah, asy-Syāfi’i, h. 288. Lihat, Muhyi ad-Din 

‘Abd as-Salām, Mauqif al-Imām asy-Syāfi’i min Madrasah al-‘Irāq al-
Fiqhiyyah, diterjemahkan oleh Muhammad Mahrus Muslim dengan Pola 
Pikir Imām Syāfi’i (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), Cet. ke 1, h. 248. ‘Ali 
Jum’ah, al-Imām asy-Syāfi’i wa Madrasatih al-Fiqhiyyah (Mesir: Dār ar-
Risālah, 1425 H/2004 M), Cet. ke 1, h. 37.  

427Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, Uṣūl 
as-Sarakhsi, editor Abū al-Wafā’ al-Afgani (Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 
t.t.), Juz ke 1, h. 320. 

428Ibn Qudāmah, Rauḍah an-Naẓir,  h. 72. ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd ar-
Rahman as-Sa’id, Ibn Qudāmah wa Aṡāruh al-Uṣūliyyah (Riyāḍ: Jāmi’ah al-
Imām Muhammad bin Sa’ūd al-Islāmiyyah, 1399 H/1979 M), Bagian ke 2, 
Cet. ke 2, h. 144. 

429 ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Muhsin at-Turki (seterusnya ditulis at-
Turki), Uṣūl Mazhab al-Imām Ahmad bin Hanbal (T.Tp.: Maṭba’ah Jāmi’ah 
‘Ain Syams, 1394 H/1974 M), Cet. ke 1, h. 350.  
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hukum syara’.430 Kesepakatan mereka ini 
bisakah dijadikan hujjah (dalil hukum). ? Di 
kalangan para ulama uṣūl al-fiqh (uṣūliyyin) 
terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas 
ulama (jumhūr al-ummah) mengatakan 
bahwa kesepakatan mereka tidak bisa 
dijadikan hujjah, karena terminologi ijmā’ 
menurut mereka adalah kesepakatan 
seluruh imām mujtahid dari umat Nabi 
Muhammad Saw., dan ijtihad tidak terbatas 
pada empat orang khalifah saja. Karena itu, 
kesepakatan mereka tidak cukup 
representatif menjadi hujjah atas para 
mujtahid yang lainnya. Pendapat jumhūr al-
ummah ini bukan berarti mengabaikan 
gagasan dan pandangan para sahabat dalam 
konteks hukum, tetapi eksistensi dan 
kredibilitas  al-khulafā’ ar-rāsyidin mereka 
mengakuinya karena termasuk kelompok 
manusia pilihan yang dekat dan bersahabat 
dengan Rasulullah di masa hidupnya.431 

Berbeda dengan jumhūr al-ummah, al-
Qāḍi Abi Hāzim al-Hanafi dan Ahmad bin 
Hanbal dalam satu riwayat berpendapat 
bahwa ijmā’ al-khulafā’ al-arba’ah itu menjadi 
hujjah.432 Pendapat mereka ini didasarkan 
pada hadis Rasulullah Saw.: 

نا   كَا انِْ  وا ةِ  اعا الطَّ وا مْعِ  السَّ وا  ِ اللّ  بتِاقْواى  مْ  وصِْيْكخ
خ
أ

باعْدِ  ى  يارا مْ  مِنْكخ ياعشِْ  نْ  ما فاانَِّهخ  باشِيًّا  حا بدًْا  عا
لا  عا فا ثيًِْۡا  كا اءا  اخِْتلَِافاً  الْۡخلافا نَّةِ  واسخ نَّتَِّ  بسِخ مْ  يْكخ

 
430Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus, h. 106. 
431‘At-Turki, Uṣῡl Mażhab Imām Ahmad, h. 327. 
432Ibid. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Uṣū al-Fiqh, Juz ke 1, h. 512. 
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مْ  ايَِّاكخ باِلَِّوااجِذِوا ا  لايْها عا واْ  ضُّ هْدِي يِْنا وا عا االمْا الرَّشِدِيْنا 
ةٍ   َّ بدِْعا انِْ كُخ ةٌ وا ثاةٍ بدِْعا دْا َّ مَّخ وْرِ فاانَِّ كُخ ثااتِ الَْخمخ دْا مَّخ وا

لَالاةٌ   ضا

Artinya: “Saya berwasiat kepada kalian untuk 
tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan 
ta’at (kepada pemimpin) sekalipun (pemimpin 
itu) berasal dari hamba Allah yang berkulit 
hitam. Sesungguhnya di antara kalian yang 
masih hidup setelah saya meninggal dunia 
melihat perbedaan pendapat yang dahsyat, maka 
wajib kalian berpegang kepada sunnah-ku dan 
sunnah al-khulafā’ ar-rāsyidin yang mengikuti 
petunjuk, dan gigitlah ia dengan gigi grahammu 
(berpegang teguhlah pada sunnah-sunnahnya), 
dan waspadalah pada hal-hal yang baru, 
sesungguhnya berbagai hal yang baru itu 
sebagai bid’ah (sesuatu yang diada-adakan yang 
belum pernah dilakukan oleh Rasulullah), dan 
setiap bid’ah itu penyimpangan”.433 

Hadis di atas sesungguhnya 
mendeskripsikan dan menegaskan bahwa 
al-khulafā’ ar-rāsyidin al-arba’ah merupakan 
kelompok manusia pilihan, para sahabat 
yang dekat dengan Rasulullah di masa 
hidupnya, yang kredibilitas dan kapasitas 
serta profesionalitas kepemimpinannya 
tidak diragukan lagi, karena itu, wajib 
diikuti dan dipatuhi sunnah-sunnahnya. 
Tetapi, hal itu secara yuridis tidak berarti 
semua pandangan-pandangan (aqwāl) 

 
433Lihat, at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Juz ke    , h.   (2600), Musnad al-

Imam Ahmad bin Hanbal (16521), Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz ke   , 
h. (3991). ‘Abd Allah bin ‘Abd ar-Rahmān ad-Dārimi, Sunan ad-Dārimi 
(Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz ke   , h.     no. 95. 
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mereka otomatis menjadi hujjah, dan sangat 
boleh jadi sebagai manusia tidak terlepas 
dari benar dan salah dari semua ucapan, 
perbuatan, dan penetapan-penetapannya. 

c) Ijmā’ Ahl al-Haramain 
Dimaksudkan dengan ijmā’ al-haramain 

yaitu kesepakatan masyarakat Makkah dan 
Madinah dalam persoalan hukum. Dalam 
hal ini, sebagian ulama uṣūl al-fiqh 
mengatakan bahwa ijmā’ al-haramain adalah 
sebagai hujjah. Pendapat ini berasumsi dan 
bahkan berkeyakinan bahwa ijmā’ itu 
sesungguhnya muncul dan terbentuk di 
masa sahabat. Keberadaan Makkah dan 
Madinah merupakan duaa wilayah yang 
banyak dihuni atau tempat berdomisili para 
sahabat. Oleh karena demikian, maka 
kesepakatan yang muncul dari dua wilayah 
tersebut juga berarti menjadi hujjah.434 

d) Ijmā’ Ahl al-Miṣriyyin 
Dimaksudkan dengan ijmā’ ahl al-

miṣriyyin yaitu kesepakatan masyarakat 
Baṣrah dan Kufah tentang persoalan hukum 
syara’. Di kalangan para ulama uṣūl al-fiqh 
(uṣūliyyin) berpendapat pada substansinya 
adalah sama sebagaimana mensikapi ijmā’ 
ahl al-haramain. Ia menjadi hujjah. Mereka 
berargumentasikan bahwa kedua kota ini 
merupakan konsentrasi tempat domisili 
para sahabat Rasulullah Saw. Sedangkan 
ijmā’ secara spesifik (takhṣiṣ) hanya 
terbentuk pada masa sahabat saja.435 
Argumentasi ini dilihat dari segi fakta 

 
434Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 512. 
435Ibid., h. 512. 
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realitas dapat dibantah, karena para sahabat 
dalam kenyataannya banyak berdomisili di 
semenanjung Arabia, seperti ada yang 
berdomisili di Syam (Syria), di Yaman 
(tempat berkembangnya Syi’ah Zaidiyyah), 
dan diberbagai wilayah yang lainnya, tidak 
semata-mata di Basrah, Kufah, Makkah, dan 
Madinah. Untuk itu, sesungguhnya ijmā’ 
dapat terjadi sepanjang zaman hattayam al-
qiyāmah. 

e) Ijmā’ asy-Syaikhain 
Dimaksudkan dengan ijmā’ asy-syaikhain 

adalah kesepakatan dua orang sahabat Nabi 
Saw., yaitu Abū Bakar dan Umar. Menurut 
sebagian pakar ilmu (ahl al-‘ilm) 
berpendapat bahwa kesepakatan itu 
menjadi hujjah syar’i.436 Mereka 
berargumentasikan pada sebuah hadiṡ 
Rasulullah Saw.: 

رخ  ما ينِْ منِْ باعْدِى اابِِ باكْرٍ واعخ َّلذا وْا باِل  اقِْتخدخ

Artinya: “Ikutilah sunnah-sunnah dua orang 
sahabat setelah-ku yaitu Abū Bakar dan 
Umar”.437 

f) Ijmā’ al-‘Itrah 
Dimaksudkan dengan ijmā’ al-‘itrah 

yaitu kesepakatan para ulama ahl al-bait 
tentang persoalan hukum syara’”.438 
Redaksional lain, ijmā’ al-‘itrah, yaitu 
kesepakatan para imam mujtahid dari 

 
436Ibid. 
437Imam Ahmad ,  Musnad, h.   (22162), at-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, 

h.   (3595), an-Nasā’i, Sunan an-Nasai, (5305). 
438Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus, h. 106.  
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keluarga Nabi Saw. Jumhūr ulama syi’ah 
Imāmiyyah mendefinisikan ijmā’ al-‘itrah 
yaitu: 

َماَعةَِ يكَْشِفُ اتِ فِاَقهُمُْ علَىَ رأَْىِ الامِاَمِ الْمعَصُْومِْ   اتِ فِاَقُ الج
Artinya: “Kesepakatan suatu golongan yang 
kesepakatan mereka menyingkapkan pendapat 
imām yang bersih dari segala dosa (ma’ṣūm)”.439 

Terminologi ini menunjukkan bahwa 
sesungguhnya ijmā’ yang diakui dan 
diterima oleh mereka, hanyalah ijmā’ para 
ulama atau para mujtahid dari golongan 
Imāmiyyah, yakni imām iṡnā ‘asyariyah. 
Artinya, tanpa peran serta dan keterlibatan 
seorang imām, maka tidak akan terjadi 
ijmā’. 
Golongan syi’ah Zaidiyyah mendefinisikan 
ijmā’ al-‘itrah itu lebih stresingnya pada 
imām tertentu, yaitu: 

واَلحسَنَُ  وفَاَطِمةَاُلز َّهرْاَءُ  علَيٌِ   : همُْ  الْمعَصُْومْوُنَْ  بعَةَُ  الَارَْ
 واَلحسُيَنُْ ثمُ َّ منِْ جِهةَِ الْحسَنَُ واَلحسُيَنُْ منَِ الْابَاَءِ 

Artinya: “Empat orang yang terpelihara dari 
dosa (kesalahan), yaitu ‘Ali, Faṭimah az-Zahrah, 
al-Hasan, dan al-Husain, kemudian dari pihak 
al-Hasan dan al-Husain, yaitu dari pihak 
bapak”.440 

 
439Lihat, TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imām-Imām 

Mażhab Dalam Membina Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet. 
ke 1, h. 54. Asymuni Abdurrahman, Uṣūl al-Fiqh Syi’ah Imāmiyah 
(Yogyakarta: Penerbit CV Bina Usaha, t.t.), h. 23. 

440TM. Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan, h. 109. 
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Terminologi ini juga mengesankan 
bahwa empat orang imām yang dipandang 
bersih dari kesalahan (dosa), terutama 
dalam melakukan istinbāṭ al-ahkām dalam 
berijtihad. Mereka yakin betul bahwa empat 
orang imām tersebut senantiasa ijtihadnya 
adalah benar. Oleh karena itu, kesepakatan 
empat orang imām dimaksud menurut 
syi’ah Imāmiyyah dan Zaidiyyah menjadi 
hujjah (dalil hukum syara’). Mereka 
berpendapat demikian dengan 
berargumentasikan pada al-Kitab (al-
Qur’ān), as-sunnah (hadiṣ), dan logika (al-
ma’qūl),441 sebagai berikut: 

(1) Al-Kitāb, Q.S.al-Ahzāb (33): 33: 

َٰهلِيَِّةِ   ٱلۡجا جا  ُّ تابُا َّجۡنا  تابُا لَا  وا نَّ  بخيخوتكِخ فِِ  واقارۡنا 
ا   طِعۡنا ٱللَّّ

ا
أ ةا وا وَٰ كا ةا واءااتيِنا ٱلزَّ لاوَٰ قمِۡنا ٱلصَّ

ا
أ ٖۖ وا َٰ ولِا

خ
ٱلۡۡ

مخ ٱلر جِۡسا   نكخ خ لِِخذۡهبِا عا ا يخريِدخ ٱللَّّ ٓۥَّۚ إنَِّما خ ولَا راسخ وا
مۡ تاطۡهِيۡا 

كخ ِرا ه  يخطا هۡلا ٱلۡۡايۡتِ وا
ا
 ا   أ

Artinya: “Sesungguhnya Allah bermaksud 
hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai 
ahl al-bait, dan membersihkan kamu 
sebersih-bersihnya”. 

Menurut pemahaman mereka, ayat 
ini menjelaskan bahwa Allah 
menghilangkan dosa dan kesalahan 
dari ahl al-bait dengan menggunakan 
kata “innamā”. Dalam bahasa arab kata 
tersebut dinamakan dengan ‘adat al-qaṣr 
dengan makna penguatan dan 

 
441Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 515.  
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pembatasan. Dalam hal ini berarti ahl al-
bait dibersihkan dari segala dosa dan 
kesalahan, serta tidak akan terjadi 
kesalahan. Yang ada pada mereka 
hanyalah benar, karenanya mereka 
menjadi ma’ṣūm. Karena itu pula ijmā’ 
mereka menjadi hujjah. Kemudian, 
menurut mereka yang dimaksud 
dengan ahl al-bait tidak lain adalah ‘Ali, 
Faṭimah, dan kedua anaknya, Hasan, 
dan Husain. Dan ayat di atas (al-Ahzāb: 
33) turun, ketika itu Nabi Saw. sedang 
mengumpulkan pakaian untuk mereka. 
Fakta sejarah demikian ini seperti 
diriwayatkan at-Tirmiżi dari Ummi 
Salamah:  

وعَلَيِ ٍ   واَلْحسُيَنِْ  الحسَنَِ  علَىَ  حلَ َّلَ  صلعم  النبَيِ َّ  انَ َّ 
قاَلَ  ثمُ َّ  بيَتْىِ وفَاَطِمةَِ كسِاَءً  اهَلَْ  هؤَلُاءَِ  همُ َّ  َلل َّ ا  :  

 وخَاَصَتىِ اذَْهبِْ عنَْهمُْ الر جِْسَ وطََه رِهمُْ تطَْهيِرْاً 
Artinya: “Bahwasannya Nabi Saw. 
merangkul dan menyelimuti Hasan dan 
Husain, ‘Ali, dan Faṭimah, kemudian beliau 
berdo’a: Ya Allah, mereka ini ahl al-bait-ku 
dan kesayanganku, hilangkanlah kotoran 
(dosa) dari mereka, dan bersihkanlah mereka 
sebersih-bersihnya”.442 

Mayoritas ulama (jumhūr al-‘ulamā’) 
mengeritik dan berpendapat bahwa 

 
442Abd ar-Rahman bin ‘Ali, dikenal dengan Ibn ad-Daiba’ asy-

Syaibani az-Zubaidi, Taisir  al-Wuṣῡl ilā Jāmi’ al-Wuṣῡl (Bairut: Dār al-Fikr, 
1417 H/1997 M), Juz ke 3, Cet. ke 1, h. 196. Lihat, Zakaria al-Barri, Maṣādir 
al-Ahkām, h. 63.   . 
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tidak bisa ijmā’ al-‘itrah (ijmā’ ahl al-bait) 
menjadi hujjah.Sebab, mereka tidaklah 
terpelihara dari kesalahan (al-khaṭā’). 
Q.S. al-Ahzāb (33): 33 di atas 
sebenarnya menjelaskan ayat 
sebelumnya yang menginformasikan 
tentang isteri-isteri Nabi Saw. dan 
membersihkan mereka dari perbuatan 
dosa, Allah berfirman (al-Ahzāb: 32): 

 َّۚ َّ يۡتُخ اءِٓ إنِِ ٱتَّقا نِا ٱلن سِا دٖ م  حا
ا
أ َّ كا اسۡتُخ اءٓا ٱلَّۡبِ ِ ل َٰنسِا يا

قالۡبهِۦِ   فِِ  ِي  ٱلَّ عا  ياطۡما فا وۡلِ  بٱِلقۡا عۡنا  ضۡا تُا فالَا 
ا    وفا عۡرخ راضٞ واقخلنۡا قاوۡلَا مَّ  ما

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu 
sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. 
Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu 
tunduk dalam berbicara sehingga 
berkeinginanlah orang yang ada penyakit 
dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan 
yang baik”. 

Menurut jumhūr al-‘ulamā’, ayat ini 
tidak mungkin dan tidak ada indikasi 
diperuntukkan selain isteri-isteri Nabi. 
Jika yang dimaksud ahl al-bait dalam 
ayat di atas (al-Ahzāb: 33) adalah ‘Ali, 
Faṭimah, dan kedua anaknya, Hasan 
dan Husain, maka hal itu tidaklah 
menunjukkan ke-ma’ṣūm-annya dari 
kesalahan. Sebab makna kata ar-rijs 
adalah maksiat dan dosa. Sedangkan 
kesalahan berijtihad dalam 
mengistinbatkan hukum bukanlah 
perbuatan maksiat dan dosa, justru 
kesalahannya mendapat jaminan 
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pahala.443 Sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Imām Muslim dari 
‘Amr bin al-‘Āṣ ia mengatakan: 

 َ واَذِاَ  اذِاَحكَ اجَْراَنِ,  َلهَُ  ف اصََابَ  ثمُ َّ  فاَجْتهَدََ  َاكِمُ  الْح مَ 
َلهَُ اجَْرٌ   حكَمََ فاَجْتهَدََ ثمُ َّ أَخْطاَءَ ف

Artinya: “Saya mendengar Rasulullah 
Saw. bersabda: Apabila seorang hakim akan 
menetapkan hukum kemudian dia berijtihad 
dan ijtihadnya benar, maka baginya dua 
pahala, dan apabila dia akan menetapkan 
hukum kemudian berijtihad dan ternyata 
ijtihadnya salah, maka baginya satu 
pahala”.444 

Jumhūr al-‘ulamā’ juga mengeritik 
masalah kekeluargaan ahl al-bait yang 
mengidentikkan dengan persoalan 
ijtihad dengan mendasarkan pada Q.S. 
asy-Syūrā (42): 23 bahwa “Katakanlah, 
Aku tidak meminta kepadamu sesuatu 
upah pun atas seruanku kecuali kasih 
sayang dalam kekeluargaan”. Kedua 
persoalan tersebut tidaklah sama, dan 
bahkan sangat berbeda. 

(2) As-Sunnah. Sebuah hadis Rasulullah 
Saw. yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi 
dari Jabir bin ‘Abd Allah:  

ماَانِْ   فيِكْمُْ  ترَكَْتُ  انِ ىِ   : قاَلَ  صلعم  الل  ه  رسَُولَْ  أَن َّ 
َابَ الل  هِ وعَثِرْتَىِ اهَلِْ بيَتْىِ  وا, كتِ  اخَذَْتمُْ بهِِ لنَْ تضَِل ُ

 
443Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 63.  
444Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 62. 
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Artinya: “Bahwasannya Rasulullah Saw. 
bersabda: Sesungguhnya aku tinggalkan 
kepadamu jika kamu berpegang pada apa 
yang aku tinggalkan, maka tidak akan 
tersesat, yaitu Kitab Allah dan ijmā’ ahl 
bait-ku”.445 

(3) Al-‘Aql (logika). Bahwa ahl al-bait adalah 
orang-orang terhormat (asy-syarf), dan 
dari keturunan Nabi (an-nasab). Mereka 
banyak mengetahui perkataan (aqwāl), 
perbuatan (af’āl), penetapan (taqrir) 
Nabi, dan mengetahui ta’wil terhadap 
wahyu Allah. Mereka juga ma’ṣūm dari 
dosa dan kesalahan, karena itu, semua 
perkataan dan perbuatan mereka 
menjadi hujjah.446 

d. Periodesasi Dinamika Ijmā’ dalam Sejarah 
Pembentukan Hukum Islam 

Dalam pemikiran pemahaman hukum Islam 
(uṣūl al-fiqh), salah satu obyek pembahasannya 
adalah tentang ijmā’. Ijmā’ dalam konteks istinbāṭ al-
ahkām adalah sebagai sembur hukum Islam sesudah 
al-Qur’ān dan sunnah (hadis). Dalam 
historisitasnya, eksistensi ijmā’ ternyata memainkan 
peran yang sangat strategis dan dinamis dalam 
upaya pembentukan hukum Islam. Karena itu, ijmā’ 
terlihat di satu sisi sebagai sumber hukum, dan di 
sisi lain sebagai teori dan metode penggalian 
hukum. Karena demikian, perlu dideskripsikan 
bagaimana perkembangan ijmā’ pada masa awal 
kemunculannya, pada masa Imām asy-Syāfi’i 
mengkonstruksi metodologi pemahaman hukum 

 
445At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, Juz ke     ,h. 
446Wahbah az-Zuhaili, lUṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h.. 515. 
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Islam (uṣūl al-fiqh), dan pada masa klasik, yakni 
periode pasca asy-Syāfi’i. 

1) Ijmā’ pada Periode Awal 
Untuk mengetahui eksistensi ijmā’ pada 

masa-masa awal kemunculannya, terlebih 
dahulu dikemukakan perkembangan ilmu 
pengetahuan keagamaan senyatanya. Secara 
umum, pada masa-masa awal Islam (periode 
para sahabat, as-sābiqūn al-awwalūn) 
pembahasan ilmu pengetahuan keagamaan  
belum menjadi kajian spesifikasi, kajian itu 
masih bersifat global dan menyatu yang 
stresingnya pada landasan-landasan pokok 
keagamaan, sehingga semua kajian keagaman 
menjadi satu kesatuan yang terintegrasi, apakah 
itu bidang teologis (i’tiqādiyyah), hukum (fiqh), 
maupun bidang moralitas (khuluqiyyah). Ahmad 
Hasan menyatakan, “perlu dicatat bahwa kalam 
dan fiqh tidaklah dipisahkan sampai masa 
khalifah al-Ma’mūn (w. 218 H) hingga abad II 
H., fiqh mencakum masalah-masalah teologis 
maupun masalah-masalah hukum. Hal ini 
terlihat pada sebuah buku yang dikenal dengan 
al-fiqh al-akbar yang dinisbatkan kepada Abū 
Hanifah (w. 150 H), dan yang mengkanter 
teologis para pengikut Qadariyyah, membahas 
tentang prinsip-prinsip dasar Islam seperti 
keimanan, keesaan Allah, sifat-sifat-Nya, 
kehidupan akhirat, kerasulan, dan lain-lain. 
Masalah ini adalah permasalahan kalam, dan 
bukan permasalahan hukum. Karenanya buku 
al-fiqh al-al-akbar ini menunjukkan bahwa 
persoalan teologis juga dicakup oleh terma fiqh 
pada masa awal-awal Islam. Abu Hanifah 
sendiri diriwayatkan telah menterminologikan 
fiqh sebagai ‘pengetahuan ruh akan hak-hak dan 
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kewajiban-kewajibannya”.447  Baru setelah abad 
II H. muncul berbagai spesifikasi dan 
spesialisasi ilmu sesuai dengan konteks dan 
bidangnya masing-masing, seperti ilmu fiqh, 
ilmu uṣūl al-fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan 
lain-lain. 

Untuk mengkaji eksistensi ijmā’ pada 
periode awal ini, sudah barang pasti tidak bisa 
dipisahkan dari bagaimana para sahabat, para 
tābi’in, dan tābi’ tābi’in melakukan ijtihad dan 
perkembangannya dalam konteks istinbāṭ al-
ahkām.     

 Dalam perspektif historis, ijtihad pada 
dasarnya telah muncul sejak masa-masa awal 
Islam, yakni pada masa Rasulullah saw., dan 
kemudian berkembang pada masa sahabat, 
tābi’in, dan tābi’ tābi’in hingga masa sekarang, 
dan bahkan di masa yang akan datang hatta 
akhir zaman. Sebagai bukti dan jastifikasi 
bahwa ijtihad itu telah ada sejak masa 
Rasulullah saw. dapat dilacak dalam beberapa 
riwayat antara lain: Ketika peristiwa perang 
Badar terjadi, Rasulullah saw. memilih satu 
tempat tertentu untuk mendirikan perkemahan 
bagi tentara Islam. Kemudian seorang sahabat 
bernama Hubbāb bin Munżir bin Jamuh 
bertanya kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, 
apakah memilih tempat itu atas pertimbangan 
pendapat pribadi (ra’y) atau atas petunjuk 
Allah. ? Rasulullah menjawab bahwa pemilihan 
tempat itu berdasarkan pertimbangan pendapat 
pribadi beliau sendiri. Jika demikian, maka 
Hubbāb menyarankan pada satu tempat yang 

 
447Lihat, Ahamad Hasan, The Early Development of Islamic 

Yurisprudence, diterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu Ijtihad 
Sebelum Tertutup (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 M), h. 3. 
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lebih strategis dan cocok. Lalu Rasulullah 
menyatakan kepadanya: Sungguh engkau telah 
memberikan argumentasi yang rasional (laqad 
asyarta bi ar-ra’y).448  

Setelah peristiwa perang Badar tersebut 
selesai, pasukan tentara Islam mendapatkan 
rampasan perang di antaranya adalah tawanan 
perang. Menyikapi penyelesaian tawanan ini 
Rasulullah saw. meminta pendapat kepada Abū 
Bakar dan Umar, beliau bersabda: Tindakan apa 
yang harus diambil terhadap tawanan perang 
Badar ini. ? Abū Bakar berpendapat, agar 
mereka dibebaskan dengan membayar tebusan 
(fidyah). Sedangkan Umar berpendapat, mereka 
harus dibunuh, karena mereka telah 
mendustakan dan mengusir Rasulullah saw. 
dari Makkah. Dari dua pendapat tersebut, 
beliau memilih pendapat Abū Bakar yang 
dipandang mendekati kebenaran. Kemudian 
turun ayat al-Qur’ān449 yang mengoreksi 
kesalahan memilih pendapat Abū Bakar dan 
menunjukkan kepada yang benar.450 Dari dua 
fakta (riwayat) tersebut menunjukkan bahwa 
Rasulullah saw. itu melakukan ijtihad dengan 
menggunakan nalar dan pendapat pribadinya, 
di samping beliau juga menerima pendapat 
para sahabat dalam persoalan hukum ketika 
wahyu tidak membimbingnya. Hal ini terbukti 
ketika terjadi kesalahan dalam ijtihadnya, maka 
Allah membenarkan melalui wahyu yang 

 
448Ahmad Bu’ūd, al-Ijtihād baina Haqāiq at-Tārikh wa Mutaṭallibāt al-

Waqi’ (Mesir: Dār as-Salām, 1425 H/2005 M), h. 19.  
449Q.S. al-Anfal (8): 67: Artinya: “Tidak patut, bagi seorang Nabi 

mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. 
Kamu menghendaki harta benda dunyawiyah sedangkan Allah menghendaki 
(pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.  

450Ahmad Bu’ūd, al-Ijtihad, h. 20.    
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diturunkan-Nya. Artinya, jika ijtihad yang 
dilakukan Rasulullah itu benar, maka wahyu 
tidak akan turun untuk membenarkannya.  

Bukti lain, sebagaimana telah dikemukakan 
dalam fotnot ke 20 di atas, bahwa ketika 
Rasulullah saw. mengutus Mu’āż bin Jabal r.a. 
untuk menjadi hakim dan akan berangkat ke 
Yaman, beliau sempat berdialog dengan Mu’āż 
dengan bertanya: Bagaimana cara kamu 
memutuskan apabila dihadapkan pada suatu 
kasus hukum.? Mu’āż: Saya putuskan 
berdasarkan kitab Allah (al-Qur’ān). Rasul: 
Bagaimana kalau dasarnya tidak ditemukan 
dalam kitab Allah.? Mu’āż: Saya putuskan 
berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Rasul: Jika 
tidak ditemukan dasarnya dalam sunnah 
Rasulullah. ? Mu’āż: Saya akan berijtihad 
berdasarkan pendapatku (ra’y) dengan penuh 
optimis. Mu’āż berkata, kemudian Rasulullah 
mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk 
dadaku seraya bersabda: Segala puji bagi Allah 
yang telah memberikan restu kepada delegasi 
Rasulullah terhadap sesuatu yang diriḍai oleh 
Rasulullah.451 

Dalam kesempatan lain kaitan dengan 
seorang hakim yang akan melakukan ijtihad, 
Rasulullah saw. bersabda: 

حكَمََ   واَذِاَ  اجَْراَنِ,  َلهَُ  ف اصََابَ  ثمُ َّ  فاَجْتهَدََ  َاكِمُ  الْح اذِاَحكَمََ 
َلهَُ اجَْرٌ   فاَجْتهَدََ ثمُ َّ أَخْطاَءَ ف

 
451Lihat, teks aslinya dalam Abū Dāwud, Sunan Abi Dāwud, Jld ke 3, 

h. 412. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Jld ke 1, h. 21.  Musnadal-Imām Ahmad 
bin Hanbal,Juz ke 5, Cet. ke 1, h. 230.   
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Artinya:  “Dari ‘Amr bin al-‘Āṣ., ia mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: Apabila 
seorang hakim akan menetapkan hukum 
kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya 
benar, maka baginya dua pahala; dan 
apabila dia akan menetapkan hukum 
kemudian berijtihad dan ternyata 
ijtihadnya salah, maka baginya satu 
pahala” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, 
Abu Dawud, dan Ibn Majah).452 

Dialog Rasulullah dengan Mu’āż bin Jabal 
dan hakim yang akan menetapkan hukum lalu 
berijtihad tersebut mengisyaratkan bahwa 
motifasi untuk melakukan ijtihad itu bukan 
semata-mata muncul dari pribadi Rasulullah, 
tetapi juga muncul atas inisiatif sahabat sendiri 
seperti tercermin dalam pernyataan Mu’āż 
“ajtahidu ra’y wala alu”.  

Pada suatu hari di bulan Ramadan Umar 
bin Khaṭṭāb menyesali perbuatannya yang 
dianggap membatalkan puasa, seperti 
diriwayatkan oleh ad-Dārimi: 

لتُْ   شْتُ يوَمْاً فقَيَ َّ عنَهُْ قاَلَ: هشَ َّ ابِ رضَىِ الل  هُ  بنِْ الْخطَ َّ عنَْ عمُرََ 
بىِ َّ صلعم فقَلُتُْ : صَنعَتُْ الْيوَمَْ امَرْاً عظَيِمْاً   واَنَاَصَائِمٌ, فاَتَيَتُْ الن َّ

صلع الل  هِ  رسَُولُْ  فقَاَلَ  صَائِمٌ,  واَنَاَ  لتُْ  لوَْ  فقَيَ َّ أَراَيَتَْ   : م 
فقَاَلَ   بذِلَكَِ,  لابَأَْسَ   : ُلتُْ  ق ؟  صَائِمٌ  واَنَتَْ  بمِاَءٍ  َمضَْمضَْتَ  ت

 رسَُولُْ الل  هِ صلعم فغَيَمَْ. رواه احمد والدارمى.

 
452Imām al-Bukhāri, Sahih Bukhari, Juz ke 4, h. 2935-2936. Imām 

Muslim, Sahih Muslim, Juz ke 2, h. 62. 
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Artinya:  “Dari Umar bin al-Khattab ia berkata: 
Aku memeluk (isteriku) dan kemudian 
aku menciumnya, padahal aku sedang 
berpuasa. Kemudian aku mendatangi 
Rasulullah saw. lalu bertanya: Sungguh 
aku telah melakukan perbuatan yang 
luar biasa (aku memeluk dan mencium 
isteriku), padahal aku sedang berpuasa. 
Rasulullah saw. bertanya kepada Umar: 
Bagaimana menurut pendapatmu kalau 
kamu berkumur-kumur dengan air 
(sedangkan kamu dalam keadaan 
berpuasa).? Umar menjawab: 
Menurutku itu tidak memudarati (tidak 
membatalkan puasa). Kalau begitu, kata 
Rasulullah: Teruskan puasamu (H.R. 
ad-Darimi).”453 

Dari beberapa bukti (riwayat) tersebut di 
atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya 
Rasulullah di samping beliau melakukan ijtihad 
dengan berdasarkan nalar dan pendapat 
pribadinya ketika wahyu tidak turun, juga 
sekaligus mengindikasikan beliau melatih, 
mendidik, dan membimbing para sahabat 
berijtihad ketika dihadapkan pada berbagai 
persoalan hukum di masyarakat. Seperti terlihat 
dalam bukti (riwayat) pemilihan tempat 
tertentu untuk mendirikan perkemahan, 
meminta pendapat Abū Bakar dan Umar dalam 
menyelesaikan tawanan perang, dialog 
Rasulullah dengan Mu’āż bin Jabal, 
konsekuensi hakim ketika berijtihad dengan 
benar atau salah, dan memberikan jawaban 

 
453Imām Ahmad bin Hanbal, Musnad, Juz ke 1, Cet. ke 1, h. 28. Abd 

Allah Abd ar-Rahman ad-Darimi, Juz ke 2, h. 13.   
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edukatif kepada Umar ketika beliau didatangi 
(dihadapkan kasus hukum) Umar. 

Terdapat pemahaman lain yang juga dapat 
dipetik dari bukti-bukti (riwayat-riwayat) di 
atas yang mengindikasikan bahwa setiap orang 
yang akan melakukan ijtihad (mujtahid) itu 
harus memenuhi persyaratan,454 dan hanya 

 
454Para ahli uṣūl pada umumnya menetapkan persyaratan ijtihad 

bagi mujtahid itu berkenaan dengan intlektualitas keilmuan. Keabsahan 
ijtihad terletak pada diketahuinya dasar-dasar syari’ah, dan enam 
persyaratan lainnya, yaitu: (1) Mujtahid harus mengetahui bahasa arab, 
yang stresing pembicaraannya disekitar haqiqat dan majaz, makna-makna 
mengenai perintah (amr), larangan (nahy), yang menunjukkan umum (al-
‘ām), yang khusus (al-khās), lafaẓ tertentu yang belum ada batasan 
(muṭlaq), dan lafaẓ tertentu yang telah ada batasan (muqayyad). (2) 
Mujtahid harus mengetahui dari al-Qur’ān segala yang berkaitan dengan 
ketentuan yang ‘umum, khusus, mufassar, mujmal, nāsikh wa mansūkh baik 
dengan naṣ, pengertian atau secara ẓāhir, ataupun secara mujmal agar ia 
dapat menggunakan naṣdengan tepat pada tujuannya, dan menggunakan 
pada pengertiannya pada hal yang berguna, menggunakan ẓāhir tepat 
pada yang dikehendakinya, serta menggunakan mujmal tepat pada apa 
yang dikehendaki oleh yang dimaksudkannya. (3) Mujtahid harus 
mengetahui kandungan sunnah berupa ketentuan-ketentuan hukum 
mengenai cara mengetahui bahwa hadis itu mutawatir, hadis ahad 
dengan seluk beluk pengamalannya, mengetahui ketentuan mengenai 
perbuatan dan perkataan agar ia dapat mengetahui tuntutan masing-
masing dari keduanya, menguasai makna-makna yang bebas dari 
kemungkinan-kemungkinan (al-ihtimāl), tapi ia tidak harus menghafal 
nama-nama perawi sekiranya ia telah mengetahuinya, dan dapat 
menentukan mana yang terkuat di antara khabar-khabar yang 
bertentangan supaya ia dapat mengambil mana yang harus diamalkan. 
(4) Mujtahid harus mengetahui perkataan-perkataan sahabat dan tābi’in 
tentang berbagai hukum, serta sebagian besar fatwa fuqaha agar 
ketentuan hukumnya satu dengan yang lainnya tidak bertentangan 
terutama dengan pendapat yang telah terjadi konsensus. (5) Mujtahid 
harus mengetahui qiyās, dasar-dasar yang boleh dan tidak dicari ‘illat 
hukumnya, tertib dalil-dalil hukum, dan kaidah-kaidah pentarjihan.(6) 
Mujtahid harus seorang yang terpercaya dan tidak mempermudah dalam 
permasalahan agama. Lihat, Ibrāhim Abbās ad-Darwi, Naẓariyyah al-
Ijtihād fi asy-Syari’ah al-Islāmiyyah (Jiddah: Dār asy-Syurūq, t.t.), h. 37-38. 
Bandingkan dengan Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukāni, 
Irsyād al-Fuhūl, h. 220-222. Yūsuf al-Qaraḍāwi, al-Ijtihād fi asy-Syari’ah al-
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mereka yang diperbolehkan melakukan ijtihad. 
Kebolehan ijtihad itu juga dapat dilakukan 
dalam masalah-masalah yang ketentuan 
hukumnya tidak ditegaskan secara eksplisit 
dalam al-Qur’ān dan sunnah (fimā lā naṣṣa fih). 
Dalam hal ini, dialog Rasulullah dengan Mu’āż 
bin Jabal terlihat dengan tegas menempatkan 
kedudukan ijtihad dengan segala bentuknya 
setelah al-Qur’ān dan sunnah. 

Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa 
kreatifitas ijtihad di masa Rasulullah saw. 
belum dapat ditetapkan sebagai alat istinbāṭ 
hukum, karena ijtihad yang dilakukan oleh para 
sahabat ketika itu masih dalam taraf latihan, 
sementara penentuan akhir penetapan hukum 
terhadap permasalahan-permasalahan yang 
terjadi pada dasarnya berada pada kekuasaan 
Rasulullah. Karena itulah semua kreatifitas 
kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh para 
sahabat tidak dinamakan sebagai hasil ijtihad 
sahabat, tetapi disebut sebagai sunnah 
Rasulullah, dalam hal ini sunnah taqririyyah. 
Kreatifitas kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh 
para sahabat di masa Rasulullah ketika itu 
cukup dinamis dan berkembang, karena 
Rasulullah sendiri terlihat, di satu sisi beliau 
sengaja melatih dan mendidik mereka 
berijtihad, dan di sisi lain, para sahabat 
termotifasi untuk mengetahui berbagai 
permasalahan hukum yang ketetapan 
hukumnya belum mereka peroleh dari 
Rasulullah, baik melalui al-Qur’ān maupun 
sunnah-sunnah-nya. 

 
Islāmiyyah ma’a Naẓārat Tahliiyyah fi al-Ijtihād al-Mu’āṣr, alih bahasa 
Ahmad Syatari (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h. 6-64.        
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Kegiatan ijtihad telah dilakukan dan 
dipelopori oleh para sahabat generasi awal (as-
sābiqūn al-awwalūn), yaitu Abū Bakar, Umar bin 
Khaṭṭāb, Uṡmān bin ‘Affān, dan ‘Ali bin Abi 
Ṭālib, dan diikuti oleh para sahabat terkemuka 
lainnya, seperti Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Ṡābit, 
Mu’awiyah bin Abi Sofyān, dan saudaranya 
Yazid, Mugirah bin Syu’bah, Zubair bin 
‘Awwām, dan Khālid bin Walid.455 Pada masa 
sahabat ini dinamika kegiatan ijtihad benar-
benar terlihat mulai diperlukan, dan 
kedudukannya telah berfungsi sebagai alat 
istinbāṭ hukum, bahkan dipandang sebagai 
suatu kebutuhan yang mesti dilakukan untuk 
menjawab dan menyelesaikan berbagai kasus 
hukum yang mengemuka yang secara tegas 
ketentuan hukumnya tidak disebutkan dalam 
al-Qur’ān dan sunnah.  Ibrahim Hosen dalam 
konteks ini menguatkan bahwa, 

 Sesudah Rasulullah wafat maka 
kedudukan ijtihad dipandang sebagai alat 
untuk menggali sumber-sumber hukum Islam 
karena para sahabat Nabi biar bagaimanapun 
tidak dapat terpaku kepada teks saja, di 
samping mana nas-nas al-Qur’ān dan hadis 
adalah sangat terbatas; Sedangkan peristiwa-
peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat itu 
demikian rupa banyaknya tiada terbatas. Maka 
sudah semestinyalah mereka menghadapi 
peristiwa-peristiwa tersebut dengan 
mendudukkan sesuatu pada tempatnya demi 
mencari jalan yang benar dengan 

 
455Muhammad Ali as-Sāyis, Tārikh al-Fiqh al-Islāmi (Mesir: Maktabah 

wa Maṭba’ah Muhammad ‘Ali Ṣabih wa Aulāduh, t.t.), h. 22.   
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berpedomankan kaidah-kaidah umum dari 
agama.456 

Para sahabat dalam melakukan ijtihad, 
secara metodologis, mereka pertama mencari 
ketentuan hukum dalam al-Qur’ān, kemudian 
dalam sunnah Rasulullah. Jika dalam kedua 
sumber itu ketentuan hukumnya dengan jelas 
ditemukan, maka mereka mengambil dan 
mengamalkannya. Sebaliknya, jika tidak 
ditemukan ketentuan hukumnya dalam kedua 
sumber itu, maka mereka mencari indikasi-
indikasi (petunjuk-petunjuk) yang dapat 
mengantarkan pada pemahaman hukum yang 
benar. Dan terhadap permasalahan yang tidak 
disebutkan hukumnya oleh naṣ, mereka 
menganalogikan pada masalah yang ada naṣ-
nya sekiranya itu memungkinkan dapat 
dilakukan. Artinya, apabila masalah itu dapat 
dianalogikan pada masalah yang disebutkan 
ketentuan hukumnya oleh naṣ.457 Dari 
pandangan ini, Ibn Qayyim aj-Jauziyyah 
mengatakan bahwa para sahabat dalam 
berijtihad telah menggunakan deduktif analogis 
(qiyās). Mereka menggunakan qiyās dalam 
berbagai persoalan hukum, dan membanding-
bandingkan penalarannya dengan penalaran 
mujtahid yang lain.458 Berbeda dengan aj-
Jauziyyah, Muhammad Abū Zahrah 

 
456Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Jld ke 1, h. 

10.  
457Sayyid Muhammad Mūsa Tiwana, al-Ijtihād wa Mażā Hajatunā Ilaih 

fi Hażā al-‘Aṣr (T.tp.: Dār al-Kutub al-Hādiṡah, t.t.), h. 38.  
458Syams ad-Din bin Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr ibn 

Qayyim aj-Jauziyyah (selanjutnya ditulis Ibn Qayyim), I’lām al-
Muwaqqi’in ‘an Rabb al’’Ālamin (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425 
H/2004 M), h. 94. Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣūl al-Fiqh (Bairut: Dār al-
Fikr, 1409 H/1988 M), h. 346.  
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mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihad 
dalam batas-batas pemahaman al-Qur’ān dan 
sunnah, sedangkan sebagian sahabat yang lain 
menggunakan qiyās dan maṣlahah al-mursalah.459 
Bahkan lebih jauh, Muhammad ‘Ali as-Sāyis 
mengatakan bahwa para sahabat dalam 
berijtihad mereka menggunakan qiyās, istihsān, 
bara’ah al-aṣliyyah, sad az-żari’ah, dan al-maṣālih 
al-mursalah.460 

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat 
dipahami bahwa ternyata pasca kematian 
Rasulullah, dinamika ijtihad di kalangan para 
sahabat benar-benar menjadi alat yang sangat 
menentukan dalam mengistinbatkan hukum, 
baik yang langsung menggali dari al-Qur’ān 
dan sunnah maupun tidak langsung, karena 
kedua sumber hukum itu secara eksplisit tidak 
ditemukan ketetapan hukumnya (fimā lā naṣṣa 
fih). Dari yang disebutkan terakhir ini mereka 
dalam berijtihad menggunakan metode dan 
pendekatan yang berbeda-beda, sehingga 
konklusi hukum dari hasil ijtihad mereka juga 
berbeda-beda. Misalnya, Umar bin Khaṭṭāb 
lebih cendrung menggunakan al-maṣlahah di 
samping menggunakan qiyās. Sedangkan Ali 
bin Abi Ṭālib dan Abdullah bin Mas’ūd 
keduanya lebih banyak menggunakan qiyās 
meskipun terkadang menggunakan al-
maṣlahah.461 Sebagai contoh, Ibn Mas’ūd dalam 
menggunakan qiyās, ia melarang seorang laki-
laki mukmin (muslim) menikahi perempuan 

 
459Muhammad Abū Zahrah, Muhāḍarāt, Juz ke 2, h. 23.  
460Muhammad ‘Ali as-Sāyis, Tārikh al-Fiqh al-Islāmi, h. 36. ‘Abd as-

Sāmi’ Ahmad Imām dan Muhammad ‘Abd al-Laṭif Syāi’i, Kitāb al-Mujiz fi 
al-Fiqh al-Islāmi al-Muqāran (Mesir: Dār at-Ṭibā’ah al-Muhammadiyyah, 
t.t.), Juz ke 1, h. H. 

461Muhammad Abū Zahrah, Muhāḍarāt, Juz ke 2, h. 17-18.  
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ahli kitab dengan menganalogikan kepada 
perempuan musyrikah, yang menurut al-Qur’ān 
surat al-Baqarah (2): 221 dilarang menikahinya. 
Di mana ia mengakui Isā sebagai Tuhan 
sebagaimana keyakinan golongan ahli kitab. 
Menurut Ibn Mas’ūd pengakuan itu sebagai 
syirik yang paling besar. Dan ia menafsirkan 
kata “al-muhṣanāt” dalam surat al-Maidah (5): 5 
itu dengan al-muslimāt (perempuan-perempuan 
muslimah).462 

Umar bin Khaṭṭāb dalam berijtihad lebih 
cendrung menggunakan al-maṣālih al-mursalah, 
ia menfatwakan tentang perempuan yang 
masih dalam masah iddah menikah dengan 
seorang laki-laki. Apabila terjadi hubungan 
seksual dengan laki-laki tersebut, maka 
perempuan itu dilarang dinikahi untuk selama-
lamanya. Fatwa Umar ini bertujuan 
membatalkan pernikahan perempuan  dengan 
laki-laki tersebut sebagai manifestasi untuk 
memelihara keturunan dan sebagai sanksi 
baginya karena menentang ketentuan hukum 
Allah. Fatwa yang demikian ini jelas didasarkan 
kepada al-maṣālih al-mursalah.463 

Berbeda dengan Umar, Ali bin Abi Ṭālib 
berfatwa sebaliknya, menurutnya, apabila masa 
iddah telah habis, maka perempuan itu boleh 
menikah dengan laki-laki lain. Ijtihad demikian 
dasarnya adalah al-bara’ah al-aṣliyyah.464 Karena 
pada asalnya seorang perempuan halal 
dinikahi, tetapi karena dia sedang menjalani 
masa iddah, maka masa iddah itu merupakan 

 
462Artinya: “(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga 

kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu”.  

463As-Sayis, Tarikh al-Fiqh al-Islami, h. 47.  
464Ibid. 
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penghalang (al-māni’) baginya untuk nikah. 
Dari sini dapat dipahami bahwa, dengan 
selesainya masa iddah berarti perempuan itu 
kembali kepada sifat hukum asalnya, yaitu 
boleh dinikahi, karena sudah tidak ada lagi 
penghalang baginya. 

Sedangkan istihsān mereka gunakan dalam 
istinbat hukum paling tidak dalam pengertian 
secara umum. Misalnya dalam mażhab Māliki, 
istihsān yaitu berpegang kepada kemaslahatan 
khusus (maṣlahah juz’iyyah) dalam berhadapan 
dengan dalil yang umum (kulli). Maksudnya 
adalah mendahulukan maṣlahah daripada qiyās. 
Jadi istihsān dalam metodologi mażhab Māliki 
merupakan pengecualian dari dalil kulli.465 
Lebih jelas secara terminologis, Ibn al-‘Arabi 
mengemukakan istihsān adalah meninggalkan 
kehendak dalil dengan cara pengecualian atau 
memberikan dispensasi (at-tarkhis) karena 
berbeda hukumnya dalam beberapa hal.466 
Dalam kitab Ahkām al-Qur’ān, Ibn al-‘Arabi 
mengemukakan, istihsān menurut kami 
(Mażhab Māliki) dan Mażhab Hanafi adalah 
beramal dengan salah satu dari dua dalil yang 
paling kuat. Berpegang pada dalil umum 
apabila dalil itu bisa kontinyu berlaku, dan 
berpegang pada qiyas apabila juga bisa berlaku 
umum. Māik dan Abū Hanifah, kata Ibn al-
‘Arabi, berpendapat bahwa dalil umum bisa 
dikhususkan dengan dalil apapun baik dengan 
dalil yang ẓāhir ataupun dengan makna. Mālik 
melakukan istihsān dengan cara mentakhsiskan 
dalil umum dengan al-maṣlahah. Sedangkan Abū 

 
465Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt, Jld. Ke 2, Juz ke 4, h. 116.  
466Asy-Syāṭibi, Kitāb al-I’tiṣām (Bairut: Dār al-Fikr, 1424 H/2003 

M),Juz ke 2, h. 97.  
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Hanifah melakukan istihsān dengan 
mentakhsiskan dalil umum dengan pendapat 
salah seorang sahabat yang kontradiksi dengan 
qiyās. Mālik dan Abū Hanifah sama-sama 
berpendapat boleh mentakhsiskan dan 
membatalkan ‘illah. Sedangkan menurut asy-
Syāfi’i, ‘illatsyara’ apabila sudah jelas tidak 
boleh ditakhsiskan.467 Ibn Rusyd lebih 
menegaskan bahwa istihsān yaitu meninggalkan 
qiyās dalam menetapkan hukum, karena qiyās 
itu dapat menimbulkan keadaan yang 
berlebihan dalam hukum. Pada beberapa 
masalah, penetapan hukum tidak dilakukan 
dengan qiyās, akan tetapi dialihkan daripadanya 
karena ada pengertian yang berimplikasi dalam 
penetapan hukum yang mengkhususkan 
masalah tersebut.468 Sebagai contoh, seorang 
dokter laki-laki yang memeriksa pasien 
perempuan dengan melihat auratnya. Secara 
dalil kulli, melihat aurat perempuan yang bukan 
muhrimnya dilarang. Akan tetapi, jika dalil kulli 
ini yang diberlakukan dengan tetap dilarang 
melihat aurat pasien perempuan dalam 
pengobatan (pemeriksaan), maka hal itu akan 
mengakibatkan hilangnya kemaslahatan yang 
ingin dicapai oleh dalil itu, karena dalil kulli  
sesungguhnya ingin mewujudkan 
kemaslahatan yang sekunder (hājiyyah) dan 
bahkan tersier (tahsiniyyah). Sementara larangan 
melihat aurat dalam pengobatan (pemeriksaan) 
menghilangkan kemaslahatan yang primer 
(ḍarūriyyah), karena dengan tidak boleh dilihat 
dan diperiksa sangat boleh jadi akan 
mengakibatkan kematian, paling tidak 

 
467Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt, Juz ke 4, h. 117-118.  
468 Asy-Syāṭibi, Kitāb al-I’tiṣām, h. 97. 
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penyakitnya tidak akan sembuh, maka dalam 
kondisi demikian, dalil kulli dapat ditakhsiskan 
dengan kemaslahatan juz’i. Dasarnya, 
memelihara jiwa (hifẓ an-nafs) adalah bersifat 
ḍarūri, sedangkan memelihara yang bersifat hajji 
ataupun tahsini adalah bersifat sekunder atau 
tersier, dalam arti tidak mesti dipertahankan 
dalam konteks proses pengobatan tersebut.469 

Adapun ijtihad sahabat yang didasarkan 
kepada sad az-żari’ah adalah kebijakan Uṡmān 
bin Affān untuk mengkodifikasikan al-Qur’ān 
dalam sebuah buku (muṣhaf). Pada awalnya 
gagasan mengkodifikasikan al-Qur’ān itu 
muncul dari inisiatif Umar yang menjadi 
kontribusi pemikiran kepada khalifah Abū 
Bakar dengan pertimbangan para sahabat yang 
hafal al-Qur’ān satu demi satu meninggal 
dunia, seperti Ubay bin Ka’ab, Ibn Mas’ūd, dan 
lain-lain, di samping para sahabat banyak yang 
pindah domisili ke berbagai negeri (daerah), 
ada yang berdomisili di Madinah, di Makkah, 
Kūfah, Baṣrah, dan daerah-daerah lain. Selain 
daripada itu, fenomena al-Qur’ān telah dibaca 
dengan ragam bacaan (qirā’ah as-sab’ah) 
dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dalam al-
Qur’ān, atau orisinilitas al-Qur’ān tidak 
terpelihara dengan baik. Kebijakan Uṡmān bin 
Affān tersebut disepakati oleh semua sahabat 
pada masanya.470 

 
469Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt,  h. 117. Mahmud Abdul Qādir Makadi, 

“Bahṡ fi al-Istihsān” dalam Usbū’ al-Fiqh al-Islāmi wa Mahrajān al-Imām Ibn 
Taimiyyah (Mesir: Majlis al-A’lā liri’āyah al-Funūn wa al-Adāb wa al-
‘Ulūm al-Ijtimā’iyyah, 1961), h. 330-331. Iskandar Usman, Istihsan dan 
Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 20.   

470Ibn Qayyim, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 315. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, 
Khulāṣah Tārikh at-Tasyri’ al-Islāmi (Kuwait: Dār al-Qalam, t.t.), h.36-37. 
Yūsuf al-Qaraḍāwi, ‘Awāmil as-Sa’ah wa al-Murūnah fi asy-Syari’ah al-
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Dari perkembangan ijtihad yang dilakukan 
para sahabat tersebut di atas jelaslah bahwa 
ternyata mereka dalam mengistinbatkan 
hukum, terutama dari kasus-kasus hukum yang 
fimā lā naṣṣa fih menggunakan metode dan 
pendekatan yang berbeda-beda. Terjadi ragam 
perbedaan itu pada dasarnya merupakan 
dinamika yang positif, dan bahkan menjadi 
rahmat bagi umat Rasulullah saw. (ikhtilāf 
ummati rahmah),471 karena mereka senantiasa 
dihadapkan pada berbagai kasus hukum yang 
terjadi yang tidak terbatas dan mesti ditetapkan 
ketetapan hukumnya, sementara kuantitas naṣ 
hukum (al-Qur’ān dan sunnah) terbatas. 
Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup 
oleh yang terbatas.472 Dalam kaitan ini, 
kapabilitas dan kualitas keilmuan para sahabat 
pun ketika itu sangat menyokong terjadinya 
perbedaan pendapat, dan sekaligus metode dan 
pendekatan itu sendiri yang mereka gunakan 
dalam istinbat hukum. Terlepas dari perbedaan 
pendapat para sahabat dalam berijtihad, yang 
jelas dinamika perbedaan dalam bidang 

 
Islāmiyyah (Mesir: Dār as-Sakhwah,1406 H/1985 M), h. 105-109. Ali 
Hasaballah, Uṣūl at-Tasyri’ al-Islāmi (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 
1417 H/1994 M), Cet. Ke 7, h. 79.  

471Menurut Ibn Ābidin, hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi 
dengan sanad yang terputus (munqati’). Namun demikian, ada beberapa 
hadis lain yang senada dengan hadis di atas meskipun lafaznya berbeda-
beda. Lihat, Ibn Abidin, Hāsyiyah Radd al-Mukhtār ‘alāad-Durār al-Mukhtār: 
Syarh Tanwir al-Abṣār (Mesir: Musṭafāal-Bābi al-Halabi, t.t.), Juz ke 1, h. 
68. Asy-Syāṭibi, Kitab al-I’tisam, Juz ke 2, h. 115-118. Al-Amin al-Hājj 
Muhammad Ahmad, Ikhtilāf Rahmah am Niqmah ? (Jiddah: Maktabah Dār 
al-Maṭbū’ah al-Hādiṡah, 1412 H/1992 M), h. 26-30.   

472Muhammad AbūBakar asy-Syahrastani, al-Milāl wa an-Nihāl 
(Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 202. AbūZahrah, Muhāḍarāt Tārikh al-Mażāhib 
al-Islāmiyyah (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt.),Juz ke 1, h. 16. Ma’ruf Amin, 
Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Penerbit el-SAS, 2008), h. 241.  
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keilmuan baik yang berkaitan dengan masalah 
pokok (uṣūl) maupun cabang (furū’) telah 
terjastifikasi menjadi rahmat, dan bahkan 
memberikan kontribusi yang besar bagi 
pengembangan pemikiran dan pembaruan 
hukum di dunia Islam. Umar bin ‘Abd al-Aziz 
(salah satu khalifah dari Bani Umayyah) pernah 
mengatakan bahwa: Aku tidak senang 
sekiranya para sahabat Rasulullah saw. tidak 
berbeda pendapat, karena, apabila pendapat 
mereka hanya satu, niscaya umat manusia 
menjadi sempit, padahal mereka itu para 
pemimpin yang dijadikan panutan oleh umat; 
Kalau ada seseorang mengambil salah satu dari 
beberapa pendapat sahabat, maka itu adalah 
sunnah.473 

Dari perkembangan ijtihad di kalangan 
para sahabat tersebut di atas, terlihat mereka 
sangat memahami apa yang harus mereka 
putuskan dan tetapkan ketentuan-ketentuan 
hukumnya, tidak terkesan memaksakan 
kehendak ego pribadinya, bahkan tidak segan-
segan sekiranya pendapatnya keliru merubah 
dan memperbaiki pendapatnya, atau 
mencabutnya jika terdapat pendapat sahabat 
lain yang dipandang lebih benar dan kuat. 
Selain daripada itu, jika dihadapkan pada kasus 
hukum yang sudah dicari rujukannya tidak 
ditemukan di dalam al-Qur’ān, sunnah, dan 
perbendaharaan pengetahuan dari masing-
masing sahabat, mereka melakukan 
musyarawah dengan menyatukan persepsi, 
pandangan, dan mencari titik temu, maka 
terjadikan kata sepakat apa yang disebut 

 
473Muhammad Abu Zahrah, Muhāḍarāt, Juz ke 2, h. 29. Asy-Syāṭibi, 

Kitāb al-I’tiṣām, Juz ke 2, h. 119.  
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dengan ijmā’ as-ṣahābah. Dari sini terlihat, 
bahwa ijtihad para sahabat dengan 
menghasilkan kesepakatan menunjukkan 
terdapatnya kebebasan berpendapat, 
kebersamaan, sportifitas, dan keadilan sangat 
dijunjung tinggi, sehingga aturan hukum 
sebagai sebuah instrumen untuk memecahkan 
berbagai kasus hukum yang terjadi dapat 
diselesaikan, meskipun sebenarnya pada masa 
sahabat ini secara teoritis metodologis, uṣūl al-
fiqh belum terumuskan dan menjadi sebuah 
disiplin ilmu, tetapi senyatanya dalam praktik 
sudah dilaksanakan dengan sangat aplikatif. 
Sebagai contoh konkrit beberapa persoalan 
yang terjadi ijmā’ di kalangan para sahabat 
setelah mereka berdiskusi, misalnya, Umar bin 
Khaṭṭāb diinformasikan telah berdiskusi dengan 
para sahabat tentang penjatuhan sanksi hukum 
bagi seorang pencuri. Mereka terjadi ijmā’, jika 
seseorang melakukan perbuatan mencuri 
dikenakan hukuman potong tangan untuk 
pertama kali, dan dipotong kakinya jika pencuri 
melakukan yang kedua kalinya, dan begitu 
seterusnya secara bersilang.474 Dalam kasus lain, 
para sahabat telah terjadi ijmā’ setelah muncul 
berbagai pendapat dan pandangan mengenai 
pendistribusian harta rampasan perang 
(ganimah) untuk Rasulullah, dan keluarganya. 
Sebagian sahabat berpendapat bahwa kedua 
bagian tersebut harus dimasukkan ke Bait al-
Māl. Sebagian sahabat lain berpendapat bahwa 
bagian keluarga Rasulullah harus diberikan 
kepada mereka. Sedangkan sebagian sahabat 

 
474Abū Yūsuf, Kitāb al-Kharāj (Mesir: Dār al-Fikr, 1302 H), h. 106. 
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yang lain berpendapat bagian mereka diberikan 
kepada keluarga khalifah.475 

Tradisi ijtihad yang dilakukan para 
sahabat,476 pada fase-fase berikutnya diikuti 
oleh generasi-generasi penerusnya, yaitu tābi’in 
dan atbā’ tābi’in477 yang tersebar di berbagai 
daerah kekuasaan pemerintahan Islam ketika 
itu. Di Madinah, muncul: Umm al-mu’mini 
‘Aisyah as-Sadiqah (w. 57 H), ‘Abd Allah bin 
Umar (w. 73 H), Abū Hurairah (w. 58 H), Sa’id 
bin al-Musayyab al-Makhzūmi (w. 594 H), 
‘Urwah bin az-Zubair bin ‘Awwām al-Asadi (w. 
594 H), Abū Bakar bin ‘Abd ar-Rahmān bin al-
Hāriṡ bin Hisyām al-Makhzūmi (w. 94 H), Ali 
bin al-Husain bin Ali bin Abi Ṭālib al-Hāsyimi 
(w. 94 H), Ubaidillah bin ‘Abd Allah bin ‘Utbah 
bin Mas’ūd (w. 98 H), Salim bin ‘Abd Allah bin 
Umar (w. 106 H), Sulaimān bin Yasār (w. 107 
H), Qāsim bin Muhammad bin Abi Bakar (w. 

 
475Ibid., h. 12. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwi, ‘Awāmil as-Sa’ah, h.101. 
476Dimaksudkan dengan sahabat, yaitu orang yang bertemu dengan 

Nabi saw. dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam. Atau, 
orang yang bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan mukmin dan mati 
dalam keadaan Islam. Lihat, Mahmūd at-Ṭahhān, Taisir Muṣṭalah al-
Hadiṡ(Bairut: Dār as-Saqafah al-Islāmiyyah, 1985), h. 198. Ali Jum’ah, Qaul 
as-Şahābah ‘Ind al-Uṣūliyyin (Mesir: Dār ar-Risālah, 1425 H/2004 M), h. 8. 
Masa sahabat ini bertolak dari sahabat yang paling terakhir wafat adalah 
AbūṬufail, yaitu sekitar tahun 120 hijriyah, berarti masa sahabat sekitar 
97 tahun dari pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, 
para ulama berasumsi bahwa masa sahabat berakhir sampai pada tahun 
100 hijriyah, dan sejak itu mulai masa tābi’in. Masa tābi’in berlangsung 
sekitar 80-an tahun dimulai sejak tahun 100 hijriyah, berarti masa tābi’in 
berakhir pada tahun 180 hijriyah. Dan tahun 180 hijriyah dimulai masa 
atbā’ tābi’in hingga berakhir pada tahun 220 hijriyah. Lihat, Abū Rayyān, 
Adwa’ ‘alāas-Sunnah al-Muhammadiyyah (Mesir: Dār al-Ma’ārif, t.t.), h. 243.  

477Dimaksudkan dengan tabi’in, yaitu orang-orang yang bertemu 
dengan sahabat dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan Islam. 
Mahmūd at-Ṭahhān, Taisir Muṣṭalah al-Hadiṡ, h. 202. Sedangkan atbā’ 
tābi’in ialah orang-orang yang bertemu dengan tābi’in dan meriwayatkan 
hadis daripadanya. Abū Rayyān, Ibid., h. 244.  
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106 H), Nāfi’ Maula ‘Abd Allah bin Umar (w. 
117 H), Muhammad bin Muslim yang dikenal 
dengan Ibn Syihāb az-Zuhri (w. 124 H), Abū 
Ja’far bin Muhammad bin Ali bin al-Husain (w. 
114 H), Abū Zanad ‘Abd Allah bin Zikwān (w. 
131 H), Yahyā bin Sa’id al-Anṣāri (w. 146 H), 
dan Rabi’ah bin Abi ‘Abd ar-Rahmān (w. 136 
H). 

Di Makkah, muncul: ‘Abd Allah bin Abbās 
(w. 68 H), Mujāhid bin Jabr (w. 103 H), ‘Ikrimah 
Maula Ibn Abbās (w. 107 H), ‘Aṭā’ bin Abi 
Rabah (w. 114 H), dan Abū Zubair Muhammad 
bin Muslim bin Tadris Maula Hakim bin Hazm 
(w. 127 H). Di Kufah, muncul: ‘Alqamah bin 
Qais an-Nakhā’i (w. 62 H), Masrūq bin al-Ajda’ 
al-Hamdani (w. 63 H), ‘Ubaidah bin ‘Amr as-
Salmāni (w. 92 H), al-Aswād bin Yazid an-
Nakhā’i (w. 95 H), Syuraih bin al-Hāris al-Kindi 
(w. 78 H), Ibrāhim bin Yazid an-Nakhā’i (w. 95 
H), Sa’id bin Jubair Maula Walibah (w. 95 H), 
dan ‘Amir bin Syarahil asy-Syi’bi (w. 104 H). Di 
Basrah, muncul: Anas bin Mālik al-Anṣāri (w. 
93 H), Abū al-‘Āliyah Rāfi’ bin Mahrān ar-
Rayāhi (w. 90 H), al-Hasan bin Abi al-Hasan 
Maula Zaid bin Ṡābit (w. 110 H), Abū asy-
Syā’sa’ Jābir bin Zaid (w. 93 H), Muhammad bin 
Sirin Maula Anas bin Mālik (w. 110 H), dan 
Qatādah bin Di’āmah ad-Dausi (w. 118 H). Di 
Syam, muncul: ‘Abd ar-Rahmān bin Ganam al-
Asy’ari (w. 78 H), Abū Idris al-Khaulāni (w. 80 
H), Qabisah bin Zuaib (w. 86 H), Makhūl bin 
Abi Muslim (w. 113 H), Rajā’ bin Haiwah al-
Kindi (w. 113 H), dan Umar bin ‘Abd al-Aziz 
bin Marwān (w. 101 H). Di Mesir, muncul: ‘Abd 
Allah bin ‘Amr bin al-‘Āṣ (w. 65 H), Abū al-
Khair Marsad bin ‘Abd Allah al-Yazni (w. 90 
H), dan Yazid bin Abi Habib Maula al-Azd (w. 
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128 H). Di Yaman,muncul: Ṭāwus bin Kaisān al-
Jundi (w. 106 H), Wahāb bin Manbah as-Şan’āni 
(w. 114 H), dan Yahyā bin Abi Kasir (w. 129 
H).478 

        Kehadiran para mujtahid dan mufti di 
berbagai daerah inilah yurisprudensi Islam 
mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke 
waktu. Pada masa Nabi saw. dan masa sahabat 
(dari awal-awal sampai akhir-akhir abad 
pertama hijriyah) sering disebut “fase 
permulaan dan persiapan fikih Islam”, maka 
pada masa tābi’in dan atbā’ tābi’in, atau generasi-
generasi berikutnya sering disebut “fase 
pembinaan dan pembukuan fikih Islam” (dari 
akhir-akhir abad pertama hijriyah sampai 
pertengahan abad keempat hijriyah). Berarti 
pada fase kedua ini berlangsung sekitar 250 
tahun. Pada masa ini tampak kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di masanya di 
dunia Islam mengalami kemajuan yang sangat 
pesat, bahkan mencapai puncak kejayaannya. 
Dalam term Harun Nasution, pada masa ini 
disebut dengan “periode ijtihad dan kemajuan 
bersamaan masanya dengan periode kemajuan 
Islam I, 700-1000 M”.479 Pada periode ijtihad ini 
lahir para mujtahid kenamaan yang disebut 
dengan imam yang empat (al-a’immah al-
arba’ah). Mereka merupakan pendiri-pendiri 
mażhab fikih Islam terkenal yang banyak 
mempunyai pengikut di dunia Islam hingga 
sekarang ini, yaitu: Abū Hanifah (80-150 H), 
Mālik bin Anas (93-179 H), Muhammad bin 

 
478Muhammad al-Khuḍari Bik, Tārikh at-Tasyri’ al-Islāmi (Indonesia: 

Dār Ihyā’ al-Maktabah al-‘Arabiyyah, 1401 H/1981 M), h. 150-165.   
479Harun Nasution, Islam Ditinjau, Jld. Ke 2, h. 12.  
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Idris asy-Syāfi’i (150-204 H), dan Ahmad bin 
Hanbal (164-241 H).480 

Kembali ke masa tābi’in, pada masa ini 
praktik ijmā’ merupakan suatu proses yang 
memandang ke depan dengan menggunakan 
berpikir deduktif analogis (qiyās)-ijmā’ sebagai 
instrumen yang hidup, dan dinamis untuk 
merekonstruksi dan menciptakan tatanan 
hukum baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
zaman. Misalnya, Ibn al-Muqaffā’ (w. 140 H), 
dan Abū Yūsuf (w. 182 H) menghendak 
pemerintah mengambil peran dalam 
menyelesaikan perbedaan pendapat tentang 
perihal hukum. Sekalipun gagasan ini tidak 
berhasil diwujudkan, tetapi upaya untuk 
mereformasi problematika hukum senantiasa 
muncul dalam wacana. Al-Muqaffā’ tidak 
merasa puas dengan berbagai perbedaan 
pendapat di kalangan para pakar hukum. 
Karena itu, ia menyerahkan kompetensi perihal 
hukum sepenuhnya  kepada khalifah Harun ar-
Rasyid (w. 809 H). Abū Yūsuf juga menyatakan 
bahwa “wahai amirul mukminin, ambillah 
salah satu pendapat dari berbagai pendapat 
yang ada yang engkau sukai yang paling baik 
bagi kepentingan umat Islam, karena engkau 
telah diperbolehkan untuk melakukannya.481 

Demikian juga terjadi perbedaan 
pandangan mensikap dan mempraktikkan 
suatu persoalan yang sudah terjadi ijmā’ di 
kalangan para sahabat. Misalnya, ketika Umar 
bin ‘Abd al-‘Aziz (w. 101 H) menjadi khalifah, 
ia mengubah dan mengembalikan harta 

 
480Muhammad Yusuf Musa, al-Madkhal Lidirasah al-Fiqh, h. 139-170. 

Ahmad bu’ud, al-Ijtihad bain Haqaiq, h. 49-55.  
481Abū Yūsuf, Kitāb al-Kharaj, h. 11, 31, dan 34. 
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kekayaan yang menjadi hak Rasulullah dan 
keluarganya  yang dikuasai oleh  pemerintah. 
Seperti ditegaskan oleh Samin Aṭif az-Zain, 

Setelah Umar bin ‘Abd al-‘Aziz menjabat 
khalifah, dia mengundang kaum quraisy dan 
para pemuka masyarakat, lalu Umar berkata: 
Sesungguhnya tanah Fadak itu kepunyaan 
Rasulullah Saw. Beliau meletakkannya menurut 
apa yang diberitahukan Allah kepada beliau. 
Kemudian daerah tersebut dikuasai oleh Abū 
Bakar, lalu berpindah kepada Umar bin 
Khaṭṭāb, dan kemudian kepada Marwan, dan 
akhirnya menjadi milikku, tidak ada hartaku 
yang berasal dari daerah itu, dan aku bersaksi 
kepada kalian, kecuali aku akan 
mengembalikannya kepada keadaannya semula 
di zaman Rasulullah Saw., yaitu kepada 
keluarga Nabi Saw.482 

Pada masa tābi’in ini, para imām mujtahid 
telah berdomisili diberbagai wilayah seperti 
disebutkan di atas, yaitu meliputi Irāq, Hijāz, 
dan lain-lain. Mereka hidup terlihat sangat 
dipengaruhi oleh sosial, budaya, tradisi, miliue 
yang mengintarinya, di samping pola pikir dan 
cara pandang yang dimiliki masing-masing. 
Karena itu, dinamika ijma’ terjadi secara 
regional (seperti ijmā’ ‘ulamā’ Baṣrah, ijmā’ ‘ulama 
Kūfah, ijmā’ ‘ulama Madinah, dan lain-lain). Sulit 
kiranya untuk dapat terwujud apa yang disebut 
dengan ijmā’ al-ummah (ijmak universal). 
Namun demikian, sekalipun yang terjadi ijmā’ 
regional, tetapi terlihat mereka tidak menafikan 
perbedaan pendapat, saling berargumentasi, 

 
482Samih Aṭif az-Zain, Man Hum al-Muslimūn al-Islām Yajma’u la 

Yufāriq, diterjemahkan oleh Syihabudin dengan Siapakah Umat Islam itu 
(Bandung: Penerbit Husaini, 1983), h. 79. 



368 
 

memahami dan menginterpretasikan teks-teks 
al-Qur’ān dan sunnah sejauh pengalaman 
keilmuan yang mereka miliki. Fazlur Rahman 
(l. 1919 M) menyatakan bahwa ijmā’ informal ini 
tidak bisa menghilangkan perbedaan-
perbedaan pendapat. Ijmā’ ini tidak hanya 
bersifat regional, misalnya sunnah-ijmā’ yang di 
Madinah berbeda dari yang di Irak. Bahkan di 
dalam suatu daerah tertentu perbedaan-
perbedaan pendapat senantiasa terjadi 
walaupun memang ada sebuah opinio 
generalis. Hal ini menjelaskan proses 
pencapaian ijmā’, yaitu melalui perbedaan-
perbedaan di dalam penggunaan lokal dan 
melalui penafsiran-penafsiran yang berbeda 
timbullah sebuah pendapat umum (opinio 

publica), walaupun dalam waktu yang 
bersamaan proses penafsiran dan pemikiran 
baru berlanjut terus.483 Sebagai contoh, antara 
para imām mujtahid Hijāz Madinah, dan Irak 
yang saling mengklaim bahwa persoalan yang 
diperbincangkannya itu sebagai ijmā’ mujtahid 
wilayah mereka, di antaranya mengenai ṣalat 
jenazah bagi orang yang mati syahid dalam 
medan perang. Menurut Imam Mālik 
berdasarkan suatu riwayat yang diterimanya 
dari para cendikiawan (ahl al-‘ilm) bahwasannya 
para syuhada tidaklah dimandikan dan tidak 
pula diṣalatkan. Para syuhada dikubur dengan 
pakaian yang mereka kenakan ketika gugur. 
Lebih jauh ia memandang bahwa sunnah ini 
hanya dapat diterapkan pada mereka yang 
gugur di tempat dan bukan pada mereka yang 
terluka dan meninggal setelah dibawa ke 

 
483Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Karachi: Central 

Institute of Islamic Research, 1965), h. 20. 
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tempat perawatan. Berbeda dengan para 
cendikiawan Madinah, para imām mujtahid 
Irak berpendapat bahwa para syuhada yang 
gugur di medan perang memang tidak 
dimandikan, tetapi jenazahnya tetap diṣalatkan. 
Mereka berpedapat demikian atas dasar 
tindakan Rasulullah Saw. terhadap para 
syuhada yang gugur dalam perang Uhud. 
Kasus ini Imām Mālik tegaskan bahwa 
pendapat yang dikemukakannya ini adalah 
ijmā’ ahl al-Madinah sebagai sunnah. Tetapi bagi 
para imām mujtahid Irak, tidak menganggap 
bahwa  hal itu sebagai sunnah.484 

Contoh lain, suatu kasus hukum yang 
diperdebatkan antara para imām mujtahid 
(cendikiawan) Madinah, dan Irak adalah 
mengenai kesaksian (asy-syahādah) seorang saksi 
yang disertai sumpah dari penuntut. Menurut 
Imām Mālik, kesaksian seorang saksi yang 
disertai sumpah dari penuntut, haruslah diakui 
meskipun hal itu tidak disebutkan dalam al-
Qur’ān, tetapi praktik di masa dahulu (ijmā’ ahl 
al-Madinah) sudah cukup untuk 
melegitimasikannya.485 Berbeda dengan Mālik, 
asy-Syaibāni (w. 198 H) menyatakan dengan 
menegaskan pandangan mażhab Ẓāhiri bahwa 
doktrin kesaksian seorang saksi dengan disertai 
sumpah dari penuntut adalah suatu bid’ah dan 
orang yang memutuskan kasus atas dasar ini 
untuk pertama kali adalah Mu’awiyah. Dan 
semua cerdik cendikia di Madinah, lebih lanjut 
ia katakan bahwa az-Zuhri adalah pemegang 
otorita yang terbesar dibidang hukum. Di 
samping itu, ia mengutip pandangan Ibn Juraij 

 
484 Ahmad Hasan, The Early, h. 158-159. 
485Imām Mālik, al-Muwaṭṭa’ , h. 792.  
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atas otorita dari ‘Aṭā’ yang mengatakan bahwa 
kasus-kasus pada masa awal Islam biasa 
diputuskan dengan dua orang saksi.486 

Dari beberapa contoh perbedaan pendapat 
para imām mujtahid (cendikiawan) tersebut di 
atas, terlihat bahwa eksistensi ijmā’ pada masa 
tābi’in adalah konsensus yang terjadi antar para 
ahli hukum bersifat lokalitas regional, karena 
terbukti muncul konsensus-konsensus atau 
kesepakatan di berbagai wilayah, seperti di 
Hujāz, Madinah, dan Irak, dan wilayah-wilayah 
yang lainnya, bukan konsensus para pakar 
hukum secara keseluruhan. Ahmad Hasan 
menegaskan bahwa ijmā’ di berbagai daerah 
hanyalah berarti pendapat rata-rata para ahli 
hukum di masing-masing daerah saja, dan 
bukan ijmā’ universal dari semua daerah. Di 
samping masing-masing daerah, ijmā’ dengan 
cepat mengkristal secara progresif sebagai 
pendapat terkonsolidasi yang bersumber dari 
pendapat pribadi satu pendapat yang 
bergabung dari para ahli hukum. Jadi, ijmā’ 
mempunyai sifat yang anonim di masing-
masing daerah, karena tidak ada satu 
pertemuan pun yang pernah dilakukan untuk 
mencapai kesepakatan tersebut, tidak pernah 
pula ada lembaga seperti itu dalam Islam. Ijmā’ 
dalam tahap ini sedemikian dipengaruhi oleh 
watak kedaerahan.487 

2) Ijmā’ pada Periode Imām Syāfi’i 
Sebagaimana telah disinggung di atas 

bahwa teori hukum Islam secara umum pada 
masa awal, sebelum asy-Syāfi’i belum 
dikonstruksi secara sistematis metodologis, dan 

 
486 Ahmad Hasan, The Early, h. 162. 
487Ibid., h. 165. 
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baku, terutama konsep (teori) ijmā’, meskipun 
dalam praktik sesungguhnya telah 
diaplikasikan oleh para sahabat, dan generasi 
berikutnya dalam mengistinbāṭkan hukum dari 
kasus-kasus hukum yang secara tekstual (naṣ al-
Qur’ān dan hadis) tidak ditemukan ketentuan 
dan ketetapan hukumnya (fimā lā naṣṣa fih). 
Setelah muncul masa (periode) Imām asy-Syāfi’i 
(150-204 H/767-812 M), barulah teori 
metodologi pemahaman hukum Islam (uṣūl al-
fiqh) dirumuskan secara sistematis metodologis 
dan baku, melalui karyanya, ar-Risālah.488 

Pada awalnya Imām asy-Syāfi’i tidak ikut 
serta dalam mengkonstruksi teori hukum Islam, 
ia hanyalah sebagai pengkaji dari berbagai 
disiplin ilmu dari para gurunya yang berada di 
berbagai daerah, dan pengamat evolusi 
dinamika teori hukum, terutama dari yang telah 
dikembangkan oleh Imām Abū Hanifah (w. 150 
H) dan para pengikutnya, dan Imām Mālik (w. 
179 H) dan para pengikutnya. Setelah 
menguasai teori-teori hukum dan sekaligus 
metodologi pemahaman hukum dari dua aliran 
pemikiran hukum (ahl al-hadiṡ, dan ahl ar-ra’y) 
itu, barulah ia mengadakan penganalisaan 
secara kritis dan mendalam terhadap dua aliran 
pemikiran hukum tersebut. Dari sinilah 
menurutnya kedua pola pemikiran itu 
diketahui kekurangan dan kelemahan-
kelemahannya. Akhirnya, ia mencoba 
mengkonstruksi metode penetapan hukum 
(istinbāṭ al-ahkām) dengan mensitesa dari kedua 
pola pemahan yang telah ada, tetapi betul-betul 
direfleksikan dengan redaksional dan gaya 

 
488 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 17. Wahbah az-

Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 15. 
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bahasa Imām asy-Syāfi’i sendiri secara orisinal. 
Nurcholis Madjid dalam kata pengantar 
penerjemahan ar-Risālah mengatakan 
merupakan “pengungkapan gagasan dan 
wawasannya tentang prinsip-prinsip 
yurisprudensi ”.489 

Kehadiran asy-Syāfi’i dalam blantika 
sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam 
merupakan era baru bagi perumusan teori-teori 
hukum. Ia terlihat tidak terikat dengan aliran 
pola pemikiran hukum yang telah ada dan 
berkembang sebelumnya, tetapi, ia mempunyai 
pola pemikiran hukum yang telah 
dirumuskannya sendiri, meskipun pola 
pemikiran hukumnya itu bertolak belakang 
dengan doktrin-doktri teori hukum aliran 
sebelumnya. Namun demikian, mayoritas 
ulama konvensional dan kontemporer 
mengakui bahwa “asy-Syāfi’i sebagai perintis 
sistem hukum, dan peletak metodologi 
pemahaman hukum Islam dengan pola berpikir 
deduktif-analogis (al-qiyās), yang kemudian 
diiktui oleh para ahli hukum masa-masa 
berikutnya.490 Para ahli sejarah hukum Islam di 
antaranya Noel J. Coulson mengakui bahwa 
asy-Syāfi’i sebagai Bapak Yurisprudensi 
Hukum Islam, suatu julukan yang cukup 
pantas. Dalam hal ini ia sebanding dengan 
kedudukan Aristoteles di lapangan filsafat 
(sebagai orang yang digelari Bapak Filsafat). 
Namun begitu, kebesaran asy-Syāfi’i tidak 
terletak dalam pengenalan konsep yang seratus 
persen baru, seperti sudah kita tunjukkan, 

 
489Imām Syāfi’i, ar-Risālah, penerjemah Ahmadie Thoha (Jakarta: 

Penerbit Pustaka Firdaus, 1986 M), h. xviii. 
490Muhammad Abū Zahrah, asy-Syāfi’i Hayātuh, h. 11-12. 
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melainkan dalam pemberian orientasi baru, 
penekanan baru dan pertimbangan baru 
terhadap ide-ide yang sudah ada, serta 
merangkumnya semua dalam satu skema 
(dasar-dasar) hukum yang sistematik suatu 
pekerjaan yang baru pertama kali itu digagas 
dan dilakukan.491 Senada dengan Coulson, Wael 
B. Hallaq dalam catatan kaki bukunya 
menyebutkan tentang “kebapak-an” asy-Syāfi’i 
dalam ilmu metodologi hukum Islam (uṣūl al-
fiqh) dengan “was al-Shāfi’i the Master Architect of 
Islamic Yurisprudence”.492 

Berikut ini akan dikemukakan model 
metodologi pemahaman hukum Islam yang 
telah dirumuskan Imām asy-Syāfi’i, sekaligus 
melihat perkembangan teori ijmā’ pada 
masanya. Sumber hukum menurut asy-Syāfi’i 
secara kronologis disebutkan di dalam ar-
Risālah, yang artinya: 

“Dan pengetahuan secara kronologis yaitu 
al-Kitāb (al-Qur’ān), as-sunnah, al-ijmā’ dan āṡār 
(fatwa dan amal perbuatan para sahabat yang 
bersandar kepada Rasulullah), kemudian al-
qiyās. Orang yang boleh melakukan peng-qiyās-
an adalah orang yang dapat mengumpulkan 
alat-alat  untuk ber-qiyas. Alat-alat itu adalah 
berupa pengetahuan tentang hukum-hukum 
Kitāb Allah, kewajiban-kewajibannya, 
moralitasnya, nāsikh-mansukh-nya, ‘ām-khāṡ-nya, 
dan sebagainya. Di samping itu, ayat-ayatnya 

 
491Noel J. Coulson, The History of Islamic Law, diterjemahkan oleh 

Hamid Ahmad dengan Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah (Jakarta: 
Penerbit P3M, 1987), h. 69. 

492Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan 
oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid dengan Sejarah Teori 
Hukum Islam Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 44. 
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yang mengandung banyak arti hendaknya 
diinterpretasikan dengan sunnah Rasulullah. 
Apabila tidak ditemukan sunnah, maka dengan 
ijmā’ kaum muslimin. Kemudian, apabila ijmā’ 
juga tidak ditemukan, maka dengan 
menggunakan qiyās. Demikian juga ia harus 
memiliki pengetahuan tentang sunnah yang 
telah ada sebelumnya, pendapat para ulama 
salaf, ijmā’ umat manusia, masalah-masalah 
ikhtilāf, menguasai bahasa Arab, memiliki 
pemikiran yang sehat, mampu membedakan 
bukti-bukti yang hampir serupa, tidak terburu-
buru dalam mengemukakan pendapat sebelum 
dilakukan penelitian, bersedia mendengarkan 
pendapat orang lain yang berbeda dengan 
pendapatnya, sebab, dengan rendah hati mau 
mendengarkan pendapat orang, kekeliruan 
dapat diperkecil, atau sebaliknya, dia semakin 
yakin akan kebenaran (keputusan) yang 
diyakininya. Dalam konteks ini, dia harus 
mengerahkan segala kemampuannya dan 
berlaku jujur sehingga mengetahui dari mana 
dia mengatakan apa yang akan dia katakan, 
atau yang akan ditinggalkannya, tidak berkeras 
kepada dengan pendapatnya sendiri, dan 
apriori dengan pendapat orang lain, sehingga 
insyā Allah dia mengetahui akan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing”.493 

Mencermati pernyataan dan pendapat asy-
Syāfi’i ini dapat ditegaskan bahwa secara 
kronologis sumber hukum Islam yaitu: (a) al-
Kitāb (al-Qur’ān), (b) as-sunnah, (c) al-Ijmā’, (d) 
āṡār sahabat, (e) al-qiyās, (f) sunnah al-mujma’ 
‘alaih, (g) sunnah al-mukhtalaf, yakni hadis āhād.  
Tetapi sedikit berbeda hierarkhis sumber 

 
493Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 508-511.  
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hukum Islam yang terdapat di dalam al-Umm, 
asy-Syāfi’i mengemukakan (yang artinya): 

“Ilmu (sumber hukum) itu bermacam-
macam tingkatannya: Pertama, al-Kitāb dan as-
sunnah apabila keduanya telah menetapkan. 
Kedua, al-ijmā’ selama tidak ada dalil dalam al-
Kitāb dan sunnah. Ketiga, fatwa sahabat Nabi 
Saw. selama tidak diketahui adanya perbedaan 
pendapat di antara mereka. Keempat, fatwa 
sahabat yang terjadi perbedaan pendapat di 
antara mereka. Kelima, al-qiyās. Selama dalil itu 
masih terdapat dalam kedua sumber hukum, 
maka mujtahid tidak boleh mengambil dalil lain 
selain keduanya, karena ilmu itu diambil dari 
tingkatannya yang paling tinggi”.494 

Kronologis sumber hukum yang 
dikemukakan asy-Syāfi’i dalam al-Umm ini 
dikuatkan oleh as-Sāyis dalam pernyataannya 
(yang artinya): 

“Sumber pokok hukum itu al-Qur’ān dan 
sunnah, jika tidak terdapat di dalam keduanya, 
maka yang dijadikan dasar ialah 
menganalogikan pada keduanya. Apabila sanad 
hadis itu sampai kepada Rasulullah Saw. 
dengan tidak terputus, dan sanadnya sahih, 
maka itulah batas akhir yang dituju. Ijmā’ lebih 
kuat daripada khabar āhād dan ẓāhir hadis. 
Apabila sebuah hadis banyak mengandung arti, 
maka arti yang lebih mirip pada ẓāhir hadis, 
itulah arti yang lebih utama. Apabila hadis-
hadis itu sejajar tingkatannya, maka yang 
paling sahih sanadnya, itulah yang lebih utama. 
Hadis yang terputus sanadnya (al-muqaṭi’) tidak 
dapat dianggap sebagai dalil, kecuali yang 
ditransmisikan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu 

 
494 Asy-Syāfi’i, al-Umm, Jld.  ke 7, h. 246. 
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pokok tidak dapat dianalogikan kepada pokok 
yang lain, dan kepada pokok yang tidak dapat 
dikatakan “mengapa” dan “bagaimana”, hanya 
boleh pada cabang ditanyakan dengan 
“mengapa”.? Jika benar caranya 
menganalogikan cabang kepada pokok, maka 
menjadi sah-lah analogi (qiyās) itu, dan itulah 
yang dipandang sebagai hujjah”.495 

Dari dua pernyataan Imām Syāfi’i tersebut 
di atas tampak memperlihatkan tidak konsistem 
menempatkan sumber hukum al-Qur’ān dan 
sunnah. Di dalam al-Umm menempatkannya 
satu peringkat dengan al-Qur’ān. Sedangkan di 
dalam ar-Risālah, as-sunnah pada posisi kedua 
sesudah al-Qur’ān. Untuk mengetahui 
problematika ini ternyata dijawab oleh asy-
Syāfi’i sendiri bahwa,  

“Baik al-Kitāb maupun as-sunnah datang 
dari Allah sekalipun berbeda cara dan sebab 
datangnya. Setiap orang yang menerima 
perintah dari Allah melalui Kitāb-Nya pasti 
akan menerima pula perintah itu melalui 
sunnah Rasulullah, karena Allah mewajibkan 
hamba-Nya mentaati Rasul-Nya. Sebaliknya, 
orang yang menerima perintah dari Rasulullah, 
pasti menerimanya sebagai datang dari Allah 
juga, karena Allah mewajibkan mentaati Rasul-
Nya. Duigabungkannya kewajiban menerima 
perintah yang dibawa oleh al-Kitāb dan as-
sunnah, mengandung pengertian bahwa 
keduanya itu diterima dari Allah Swt”.496 

Dengan penjelasnnya ini dapat ditegaskan 
bahwa menurut asy-Syāfi’i, kedudukan as-

 
495Muhammad ‘Ali as-Sāyis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihādi wa Aṭwāruh 

(Mesir: Silsilah al-Buhūṡal-Islāmiyyah, t.t.), h. 99. 
496 Asy-Syāfi’i, al-Umm, h. 271. 
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sunnah merupakan penjelasan dari apa yang 
dibawa oleh al-Qur’ān, secara detail dan rinci. 
Kalaupun as-sunnah tidak sederajat dengan al-
Kitāb, sudah barang tentu eksistensinya 
hanyalah sebagai bayān  terhadap al-Kitāb. Dan 
kalaupun as-sunnah seperingkat dengan al-
Kitāb, sudah barang pasti konotasinya as-sunnah 
al-mutawatirah.    

Dari kronologis sumber hukum Islam 
tersebut di atas terlihat jelas asy-Syāfi’i 
menempatkan posisi ijmā’ sebagai sumber 
hukum ketiga, sesudah al-Qur’ān dan sunnah, 
dan qiyās menempati posisi keempat. 
Sementara berdasarkan fakta sejarah sebelum 
masa asy-Syāfi’i, posisi qiyas pada urutan 
ketiga, dan ijmā’ pada urutan keempat. 
Persoalannya, mengapa hal ini terjadi 
pergeseran posisi, dan bagaimana implikasinya 
terhadap perkembangan sistem hukum dan 
metodologi pemahaman hukum Islam (uṣūl al-
fiqh) ?.   

Imām asy-Syāfi’i memposisikan ijmā’ 
sebagai sumber hukum ketiga adalah sebagai 
upaya rekonstruksi dari kronologis sumber 
hukum yang telah ada sebelumnya dengan 
tujuan untuk mencapai keseragaman dalam 
hukum, dan kekuatan yang mengikat dari hasil 
yang disepakatinya. Karena menurutnya, ijmā’ 
tidak boleh terjadi hanya pada kelomp[ok atau 
kalangan ulama mujtahid tertentu di suatu 
tempat (daerah/wilayah) tertentu. Hal ini 
terjadi pada masa sebelumnya, seperti ijmā’ ahl 
al-Madinah, ijmā’ ‘ulamā’ al-Kūfah, ijmā’ ‘ulamā’ 
al-‘Irāq, dan kelompok ijmā’ yang lainnya. Ijmā’ 
harus berifat menyeluruh, totatlitas, dan tidak 
ada satu ulama mujtahid pun yang tidak 
menyepakatinya. Bagi Imām asy-Syāfi’i hanya 
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ada satu ijmā’ yang sah, yaitu kesepakatan 
pendapat oleh seluruh masyarakat muslim, 
para ahli hukum, dan seluruh pengikutnya.497 

Ijmā’ dalam terminologi asy-Syāfi’i ini 
terkesan ketat dan kaku, dan bahkan formal, 
sehingga bisa diprediksi sulit akan terjadi ijmā’, 
karena kesepakatannya bersifat totalitas. 
Sedangkan kehadiran ijmā’ pada masa-masa 
awal di kalangan mażhab hukum identik 
dengan sunnah, dan bersifat fleksibel 
aplikasinya dalam penyelesian kasus hukum 
yang terjadi. Fazlur Rahman menegaskan 
bahwa ijmā’ pada mażhab hukum awal sangat 
mirip dengan sunnah yang hidup, yaitu praktik 
hukum yang diamalkan oleh umat secara terus 
menerus. Itulah sebabnya mengapa term 
sunnah dengan pengertian sebagai praktik yang 
disepakati secara bersama, yaitu praktik yang 
aktual. Bahkan lanjut Rahman, secara literal 
sunnah dan ijmā’ saling berpadu, dan secara 
aktual dan material adalah identik.498 Dua term 
tersebut begitu dekat satu sama lain. Oleh 
karena itu, Imām Mālik (w. 179 H) misalnya, 
dalam konteks ini mengakui dan 
mengabsahkan praktik ijmā’ ahl al-Madinah 
sebagai hujjah dan mengharuskan semua umat 
untuk mengamalkan dan mengikutinya.499 

Praktik ijmā’ dalam konsepsi asy-Syāfi’i 
hanya mungkin terjadi pada jenis pengetahuan 
yang umum (‘ilm al-‘āmmah), bukan pada 
pengetahuan yang spesifik (‘ilm al-khāṣṣah). ‘Ilm 
al-‘āmmah ini meliputi perintah-perintah wajib, 

 
497 Noel J. Coulson, The History, h. 67. 
498Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 18. 
499Taqi ad-Din Ahmad Ibn Taimiyyah, Şihhah Uṣūl Mażhab Ahl al-

Madinah (T.Tp.: Maktabah as-Ṡaqafah ad-Diniyyah, 1988), Cet. ke 1, h. 44. 
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dan larangan-larangan, seperti ṣalat lima waktu, 
puasa ramaḍān, mengeluarkan zakat, berangkat 
haji bagi mereka yang mampu, larangan 
berzina, membunuh, mencuri, dan 
mengkonsumsi narkoba (syarib al-khamr). ‘Ilm al-
‘āmmah ini tidak boleh diabaikan dalam kondisi 
bagaimanapun oleh setiap mukallaf kecuali ada 
użur syar’i, bahkan kewajiban ini terkategori 
sebagai kewajiban yang bersifat primer (ḍarūri), 
termasuk untuk mengetahuinya sebagai 
pengetahuan yang mendasar (pokok). Al-
Qur’ān telah banyak ayat-ayat yang 
menyebutkan pengetahuan ini dengan tegas,  
dan pada umumnya umat Islam mengetahui 
tentang pengetahuan jenis ini. Mereka 
memperoleh pengetahuan tersebut melalui 
orang banyak (al-‘ulamā’) yang bersumber dari 
Rasulullah Saw.  Dan di kalangan mereka tidak 
terjadi perbedaan pendapat tentang validitas 
mentransmisikan sifat wajib yang dimiliki ‘ilm 
al-‘āmmah ini.500 Sedangkan jenis ‘ilm al-khāṣṣah 
yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan 
perincian dari kewajiban-kewajiban pokok 
(furū’ al-farā’iḍ) yang tidak disebutkan dengan 
jelas dalam al-Qur’ān dan sunnah. Kalaupun 
jenis pengetahuan ini terdapat di dalam sunnah, 
tetapi ia ditransmisikan oleh masing-masing 
personal (al-akhbār al-khāṣṣah), dan bukan oleh 
banyak orang secara umum (al-akhbār al-
‘āmmah). Bagi ‘ilm al-khāṣṣah ini terdapat ruang 
gerak upaya interpretasi (at-ta’wil) dengan 
menggunakan pendekatan analogi (qiyās). 
Menurut asy-Syāfi’i kewajiban mencari ‘ilm al-
khāṣṣah ini tidak mengikat bagi kebanyakan 

 
500 Asy-Syāfi’i, al-Umm, h. 255-257. 
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orang, atau bagi semua cendikiawan (ahl al-
‘ilm), tetapi cukup ijmā’ sebagian mereka.501 

Bertolak dari deskripsi gagasan dan pola 
pemikiran-pemikiran asy-Syāfi’i tersebut di atas 
terlihat jelas bahwa ia meletakkan konsep (teori) 
ijmā’ yang jauh berbeda dan bahkan bertolak 
belakang dengan konsep ijmā’ yang telah ada 
pada masa mażhab-mażhab awal Islam. Ia 
mengkonstruksi terminologi ijmā’ dengan 
kesepakatan menyeluruh semua imām 
mujtahid, formal dan total, dan tidak ada 
seorang mujtahid pun yang tidak menyepakati 
dari persoalan hukum syar’i yang dibahasnya 
pada satu masa tertentu setelah wafatnya 
Rasulullah Saw. Konsep ijmā’ asy-Syāfi’i 
dirumuskan demikian ini dengan tujuan bahwa 
ia menginginkan dapat menolak bahkan 
menghilangkan beragam macam ijmā’ yang 
terjadi di suatu wilayah/daerah yang bersifat 
sektoral-regional, seperti ijmā’ ahl al-Madinah, 
ijmā’ ‘ulamā’ Kūfah, ijmā’ ‘ulamā’ Baṣrah, dan lain-
lain. Padahal, pada masa mażhab-mażhab awal, 
konsep ijmā’ bukanlah sebuah fakta yang statis, 
kaku, formal, dan totalitas yang diciptakan, 
tetapi sebuah proses konsensus yang 
demokratis yang terjadi dengan terus-menerus, 
berkembang secara alami, mengakomodir 
semua gagasan dan pandangan baru yang 
mengemuka di kalangan para imām mujtahid, 
dengan terus mereka melakukan ijtihad dengan 
pendekatan deduktif analogis (qiyās), sehingga 
tercapai suatu kesepakatan (al-ijmā’).  

Fazlur Rahman mengkritisi dan 
mengomentari konsep ijmā’ asy-Syāfi’i ini 
menurutnya, bahwa ia telah merusak hubungan 

 
501 Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 50. 
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yang hidup dan organis antara ijtihad dan ijmā’. 
Ijmā’ tidak lagi merupakan sebuah proses 
menghadap ke masa depan sebagai produk dari 
ijtihad secara bebas. Ijmā’ menjadi statis dan 
menghadap ke masa lampau. Dengan demikian 
segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada 
saat ini, seolah-olah telah terlaksana di masa 
lampau.502 

3) Ijmā’ pada Periode Klasik 
Pasca periode Imām asy-Syāfi’i, datanglah 

suatu masa (periode) di mana para imām 
mujtahid tertuju semua perhatiannya pada 
problematika sunnah (hadis) yang berlangsung 
selama satu abad, tepatnya dari tahun 204 
H/820 M-300 H/900 M. Dinamika teori-teori 
hukum ketika itu hampir semuanya diwarnai 
oleh sunnah sebagai penyanggah doktrin asy-
Syāfi’i (w. 204 H/820 M). Doktrin asy-Syāfi’i 
tentang sunnah ini diterima oleh mayoritas 
umat Islam, sehingga menjelang tahun 300 
H/900 M. umat Islam telah berhasil 
mengkonstruksi teori hukum Islam, yang secara 
integral menyerap doktrin asy-Syāfi’i. 
Karenanya Imām asy-Syāfi’i mengenai sunnah 
(hadis) ini disebut sebagai penolong hadis (nāṣir 
al-hadiṡ) dan penyelamat dari pemalsuan hadis, 
kebohongan informasi, dan hal-hal yang 
berkaitan transmisi hadis yang di-marfu’-kan 
kepada Nabi Saw.  

Ciri khas yang menonjol dari periode klasik 
ini adalah lahir dan terumuskannya hadis 
menjadi sebuah disiplin ilmu (‘ilm al-muṣṭalāh 
al-hadiṡ). Para ulama hadis (muhaddiṡin), mereka 
mendarmabaktikan ilmu dan waktunya untuk 

 
502 Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 23-24. 
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menghimpun, mendokumentasikan, 
mengkodifikasikan, dan mengklasifikasikan  
hadis-hadis yang diterima dari masyarakat 
(para perawi hadis, yang dinilai adil dan 
terpercaya). Secara akademik, muhaddiṡin ini 
sesungguhnya bukanlah pakar hukum, tetapi 
hanya pentransmisi hadis yang 
mengkontribusikan bahan baku untuk diolah 
lebih lanjut. Bahan baku berupa data hadis ini 
akan diuji, dan dianalisis dengan menggunakan 
metodologi penelitian hadis, apakah hadis-
hadis yang telah terhimpun itu memenuhi 
kriteria dan persyaratan sebagai hadis kategori 
mutawatir, ahad, dan seterusnya. Selama 
periode ini, lahirlah beberapa kitab (buku) 
kodifikasi hadis yang diyakini oleh umat Islam 
sebagai buku hadis terpercaya validitasnya, 
karena telah melalui tahapan penyaringan yang 
ketat, dan terbebas dari hadis-hadis yang palsu 
(al-ahādiṡ al-mauḍū’), yaitu kitab Şahih al-Bukhāri, 
yang disusun oleh Imām al-Bukhāri (w. 256 
H/870 M), dan kitab Şahih Muslim, yang 
disusun oleh Imām Muslim (w. 875 M). Kedua 
kitab ini mendapat reputasi tertinggi dari kutub 
as-sittah yang ada dalam teori hukum Islam, 
karena dinilai validitas hadis-hadisnya teruji 
dan otentik.  

Menjelang abad III H/IX M. posisi dan 
kedudukan sunnah sudah menjadi kuat dalam 
konteks teori hukum Islam sebagai manifestasi 
dari doktrin asy-syāfi’i. Hal ini sejalan dengan 
semakin meluasnya kekuasaan pemerintahan 
Islam di satu sisi, dan semakin berkembangnya 
teori hukum Islam di sisi lain. Tetapi implikasi 
dari doktrin teori hukum asy-Syāfi’i ini 
mengakibatkan kreatifitas berpikir bebas 
terbatas, terkesan kaku, sempit, dan doktrin-
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doktrin hadis sudah dipandang identik dengan 
wahyu Allah. Dengan demikian, nyaris 
kebebasan berpikir dalam perihal hukum yang 
telah berlangsung pada mażhab-mażhab 
hukum awal, pada akhirnya statis dan 
mengalami kemandegan yang berkepanjangan, 
karena telah terkooptasi dan terbingkai dengan 
doktrin hukum yang berkembang, yang hampir 
satu abad lamanya. 

Menjelang abad IV H/X M. perbedaan 
prinsip yang sudah mengemuka pada masa lalu 
mengenai ruang lingkup ajaran Allah (wahyu 
Ilahi) sudah bisa dipecahkan melalui teori 
hukum yang ada. Jadi, doktrin keseragaman 
dan kesamaan cara merumuskan dan 
mengambil konklusi hukum dari teks-teks al-
Qur’ān dan sunnah mutawatirah telah diterima 
oleh umat Islam (jamā’ah al-muslimin), dan inilah 
yang disebut dengan teori hukum klasik. 

Kaitan dengan eksistensi ijmā’ dalam teori 
hukum klasik, banyak para mujtahid telah 
mendefinisikan terminologi ijmā’ dengan 
beragam stersing dan redaksional, di antaranya 
al-Gazāli (w.505 H) mendefinisikan dengan 
“kesepakatan umat Nabi Muhammad Saw. 
secara khusus mengenai suatu permasalahan 
agama”.503 Dalam bahasa J. Ccoulson, yaitu 
kesepakatan pendapat oleh sekuruh masyarakat 
muslim, para ahli hukum, dan sekalian 
pengikutnya.504 Terminologi ijmā’ yang 
dikemukakan oleh al-Gazāli ini banyak 
mendapat kritikan dari para pakar hukum, 
karena tidak mungkin seluruh umat Islam dan 
seluruh para pakar hukum secara totalitas 

 
503Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 219. 
504 Noul J. Coulson, The History, h. 67.   
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bersepakat dalam suatu persoalan kasus 
hukum. Untuk itu, al-Āmidi (w. 631 H) 
mendefinisikan ijmā’ sebagai sintesa dari 
definisi-definisi sebelumnya (seperti dari al-
Qarāfi (w. 684 H), dan al-Baiḍāwi (w. 685 H) 
dengan: 

“Kesepakatan dari sejumlah ahl al-halli wa 
al-‘aqd dari umat Nabi Muhammad Saw. pada 
suatu masa tertentu, tentang kasus hukum 
tertentu. Tetapi, bila masa diikutsertakan, maka 
definisi ijmā’ menjadi “kesepakatan dari semua 
orang yang secara hukum bertanggung jawab, 
dan termasuk umat Nabi Muhammad Saw. 
pada suatu masa tertentu, berkaitan dengan 
suatu kasus hukum yang terjadi”.505 

Lebih lanjut, al-Āmidi menjelaskan bahwa 
paling tidak terminologi ijmā’ tersebut 
mengandung lima unsur: Pertama, kata 
“kesepakatan (al-ittifāq)” itu mencakup 
kesepakatan secara diam-diam (ijmā’ as-sukuti). 
Term ahl al-halli wa al-‘aqd menunjukkan 
kesepakatan totalitas dari para pakar hukum 
yang mencakup kesepakatan masyarakat. Kata 
“umat Nabi Muhammad Saw.” itu 
mengindikasikan mengecualikan orang-orang 
yang termasuk dalam masyarakat lain, seperti 
Yahudi, dan Nasrani. Kata “masa tertentu” itu 
menunjukkan masyarakat yang hidup pada 
masa tertentu, tidak inklusif masyarakat yang 
hidup pada masa sebelumnya, atau 
sesudahnya. Sedangkan kata “berkaitan dengan 
suatu aturan mengenai kasus hukum tertentu” 
itu berarti mencakup aspek kesepakatan yang 
baik, atau yang tidak baik, dan tata aturan yang 
diproduk oleh mereka (ahl al-halli wa al-‘aqd) 

 
505 Al-Āmidi, al-Ihkām, Juz ke 1, h. 85.  
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secara rasional, dan menyangkut prihal 
hukum.506 

Terjadi perbedaan pendapat para pakar 
hukum mengenai ruang lingkup kajian ijmā’ 
pada periode klasik ini, yang muaranya kembali 
kepada terminologi ijmā’ itu sendiri. Sebagian 
pakar hukum mengatakan bahwa soal pokok 
ijmā’ adalah hanyalah mengenai hukum agama 
(syar’i), sedangkan sebagaian pakar hukum 
yang lain mengatakan bahwa soal pokok ijmā’ 
adalah mencakup masalah apa saja.507 

Obyek kajian ijmā’ yang berkaitan dengan 
hukum agama (syar’i), seperti masalah ibadah, 
misalnya salat ẓuhur itu empat reka’at, masalah 
mengkonsumsi narkoba (al-khamr) itu haram, 
dan sebagainya, di kalangan para pakar hukum 
Klasik tidak terjadi perbedaan pendapat, 
mereka sepakat karena hal itu termasuk 
problematika yang menjadi ranah kajian ijmā’. 
Hal ini seperti ditegaskan asy-Syāfi’i bahwa 
saya dan tidak seorang pun dari kalangan 
cendikiawan (ahl al-‘ilm) pernah mengatakan 
“Ini adalah persoalan yang telah disepakati”, 
kecuali berkaitan persoalan yang tidak seorang 
pakar pun pernah mempersoalkannya lagi 
kepadamu, dan mentransmisikannya dari 
orang-orang yang mendahuluinya,  seperti 
salah ẓuhur empat reka’at, mengkonsumsi 
narkoba (al-khamr) itu diharamkan, dan 
sebagainya.508  Sedangkan terhadap masalah-

 
506Ibid., h. 263-264. 
507Lihat, Secara panjang lebar debat table para pakar hukum Islam 

tentang obyek kajian ijmā’ (majāl al-ijmā’) pada periode klasik ini, dalam 
bukunya Ahmad Hasan, The Doctrin of Ijmā’ ini Islam, diterjemahkan oleh 
Rahmani Astuti dengan Ijmā’ (Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1985 
M), h. 115-122. 

508 Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 534. 
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masalah selain hukum syar’i, mereka terjadi 
perbedaan pendapat, seperti masalah teologi 
tentang penciptaan alam kosmos, masalah sifat-
sifat Allah, dan yang semacamnya. Begitu pula 
masalah-masalah mu’amalah, seperti 
kesetaraan gender, problem kemanusiaan, 
keadilan, dan sebagainya. 

Konsep ijmā’ pada periode klasik ini seperti 
telah disinggung di atas, secara terminologis 
merupakan kesepakatan pendapat para pakar 
hukum yang berkompeten pada suatu kasus 
hukum dan pada masa tertentu. Kesepakatan 
pendapat ini dipandang bersifat mutlak. Karena 
otoritasnya dapat menjamin kelangsungan 
doktrin agama dari masa awalnya sampai 
sekarang ini.  Agama diyakini oleh mereka 
hampir tidak bisa berdiri tegak tanpa otoritas 
ijmā’. Ijmā’-lah yang menjamin orisinilitas al-
Qurān, dan kitab-kitab hadis sebagai pen-tabyin 
pesan-pesan moralitas wahyu Allah (al-Qur’ān). 
Oleh karena pola pandang mereka demikian, al-
Juwaini (w. 478 H) menjadikan syari’ah 
bergantung dengan ijmā’ dengan mengatakan 
bahwa ijmā’ adalah tali pengikat syari’ah, dan 
daripadanya syari’ah memperoleh 
otoritasnya.509 Hampir senada dengan al-
Juwaini, al-Qarāfi (w. 684 H) mengatakan 
bahwa ijmā’ adalah sesuatu yang paling 
menentukan dibandingkan tiga sumber hukum 
lainnya, al-Qur’ān, sunnah, dan qiyās.510 
Sedangkan as-Sarakhsi (w. 490 H) lebih 
menegaskan bahwa barang siapa yang menolak 

 
509Imām al-Haramain Abū al-Ma’āli ‘Abd al-Mālik bin ‘Abd Allah al-

Juwaini (selanjutnya ditulis al-Juwaini), al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh (Mesir: 
Dār al-Anṣār, t.t.), Juz ke   , h. 192.  

510 Al-Qarāfi, Syarh Tanqih, h. 146. 
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validitas ijmā’ berarti secara tidak langsung 
mereka meruntuhkan agama.511 

Pada periode klasik ini terlihat jelas bahwa 
teori ijmā’ mempunyai kedudukan yang sangat 
kuat, karenanya menjadi sumber hukum yang 
bersifat pasti (qaṭ’i), tidak bisa dibatalkan oleh 
ijmā’ yang datang kemudian, dan bahkan tidak 
bisa dibatalkan oleh al-Qur’ān dan sunnah. 
Karena, ijmā’ terjadi sesudah wafat Rasulullah 
Saw. sekaligus wahyu Allah tidak turun lagi, 
dan perkataan, perbuatan, serta penetapan 
Rasulullah pun secara otomatis terhenti. Jadi 
ijmā’ yang terjadi belakangan secara logika 
tidak mungkin bisa dibatalkan oleh al-Qur’ān 
dan sunnah. Jika, ada ijmā’ yang kontradiksi 
dengan kedua sumber hukum tersebut, berarti 
ijmā’ itupun keliru. 

Dari deskripsi teori ijmā’ pada periode 
klasik di atas, dapat ditegaskan seperti 
dikatakan J.Coulson bahwa ijmā’ sudah benar-
benar menjadi hukum material pada dirinya 
sendiri. Padahal di masa Imām asy-Syāfi’i 
memahami ijmā’ sebagai sumber hukum 
material yang tidak begitu penting.512 Lebih 
lanjut ia katakan bahwa ijmā’ pada teori klasik 
merupakan teks terakhir yang amat perlu buat 
menentukan validitas pemikiran hukum pada 
umumnya, dan pada khususnya menetapkan 
ukuran pengakuan dan otoritas yang akan 
diberikan pada prinsip-prinsip asy-Syāfi’i.513 
Dengan demikian, ijmā’ merupakan perjalanan 

 
511 Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, Uṣūl 

as-Sarakhsi (Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1372 H), Juz ke 1, h. 296. 
512 J. Coulson, The History, h. 90. 
513Ibid., h. 91. 
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terakhir dari proses meningkatnya kualitas dan 
kekuatan pemikiran hukum. 

Pada awal abad IV H/abad X M. para 
ulama ijmā’ ketika itu tampak kreatifitas ijtihad 
dan perkembangan teori hukum Islam yang 
berjaya selama 250 tahun semakin redup (statis) 
disebabkan muncul doktrin “pintu ijtihad 
tertutup” dan semangat taklid (rūh at-taqlid)514 
menggantikan kreatifitas ijtihad tersebut, 
sehingga bersikap taklid menjadi suatu 
keniscayaan bagi para mujtahid. Pada abad ini 
merupakan permulaan abad kemunduran 
gerakan pemikiran hukum dan mencapai titik 
kemandegannya hingga jatuhnya kota Bagdad 
di tangan Hulagu Khan pada tahun 656 H/1258 
M. Pada periode ini semakin menguatnya 
dinamika mażhab dan tersiarnya ruh at-taqlid 
secara luas dalam kehidupan masyarakat. 
Mażhab yang empat (al-a’immah al-arba’ah) 
pada masa ini sudah berkembang dan 
mempunyai kedudukan yang stabil dalam 
masyarakat, perhatian dan penggalian hukum 
dari para mujtahid tidak lagi digali langsung 
dari al-Qur’ān, sunnah, dan sumber-sumber 
lainnya, tetapi tertuju pada kitab-kitab fikih (al-
fiqh) mażhab mereka. Mereka lebih cendrung 
untuk mencari dan mengaplikasikan produk-
produk ijtihadiyyah pada imam mujtahid 

 
514Taklid (at-taqlid) menurut perspektif ulama adalah mengamalkan 

dan berpegang pada satu pendapat, atau menerima satu pendapat tanpa 
mengetahui dasarnya. Orang yang bertaklid disebut muqallid. Akibat 
timbulnya sikap taklid ini disebabkan oleh ketidakberanian seseorang 
untuk menggali langsung dari teks-teks al-Qur’ān dan sunnah. Sementara 
waktu itu, para ulama merasa cukup dengan apa yang telah ada dalam 
masing-masing mażhab yang mereka anut. Lebih lengkap uraiannya, 
lihat, al-Khuḍari Bik, Tārikh at-Tasyri’ al-Islāmi, h. 324-327. Muhammad 
Salām Mażkūr, al-Ijtihād fi at-Tasyri’ al-Islāmi (Mesir: Dār an-Nahḍah al-
‘Arabiyyah, 1984), h. 170-171.  
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mażhabnya ketimbang berusaha menggali 
sendiri, meskipun sebagian ijtihad mereka 
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi era saat 
ini. Lebih dari itu, sikap toleransi bermażhab di 
kalangan pengikut mażhab-mażhab fikih 
terlihat semakin pudar. Bahkan sering kali 
muncul kompetisi dan bermusuhan akibat 
fanatisme yang berlebihan (ta’aṣṣubiyyah) 
terhadap mażhabnya. Misalnya al-Karakhi (w. 
430 H) mengatakan bahwa setiap hadis yang 
kontradiksi dengan sesuatu yang ada pada 
teman-teman kami, maka sesuatu itu harus 
diinterpretasikan (mu’awwal), atau dihapuskan 
(mansūkh).515 Masa-masa kemunduran gerakan 
pemikiran hukum, seperti hilangnya kebebasan 
berpikir, munculnya sikap fanatik mażhab, 
serta meningkatnya rūh at-taqlid tersebut  
ternyata berlangsung cukup lama, sejak 
pertengahan abad IV hingga abad XIII H/abad 
XI hingga abad XVIII M. Abad ini biasa disebut 
sebagai “fase kemunduran pemikiran hukum 
Islam”, atau “periode taklid dan penutupan 
pintu ijtihad”.  

Adapun mengenai penutupan pintu ijtihad, 
Fazlur Rahan (l. 1919 M) menegaskan bahwa 
“pintu ijtihad di dalam Islam sudah tertutup”. 
Tidak ada seorang pun yang benar-benar 
mengetahui kapan “pintu ijtihad” tersebut 
ditutup, dan siapakah sesungguhnya yang telah 
menutupnya. Di mana pun kita tidak 
menemukan pernyataan tertutupnya “pintu 
ijtihad” tersebut adalah perlu atau memang 
diinginkan, atau mengenai penutupan “pintu 
ijtihad” itu sendiri, meskipun kita tidak dapat 
menemukan penilaian-penilaian dari para 

 
515 Al-Khudari Bik, Tārikh Tasyri’, h. 326. 
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penulis di kemudian hari bahwa “pintu ijtihad 
telah tertutup”.516  Pandangan Rahman ini 
sebenarnya menegaskan bahwa secara formal 
pintu ijtihad tidak pernah ditutup, pintu ijtihad 
senantiasa terbuka, dan tidak seorang pakar 
hukum pun di mana ia berada berhak dan 
pernah menutup pintu ijtihad. Dan problem 
penutupan pintu ijtihad, di kalangan para 
ulama, dan umat Islam pada umumnya terjadi 
pro dan kontra yang tidak berkesudahan 
hingga sekarang ini.   

e. Kemungkinan Terjadi Ijmā’ Sepanjang Masa 
Di kalangan para ulama uṣūl al-fiqh klasik dan 

kontemporer telah membahas tentang 
kemungkinan terjadi ijmā’. Dalam konteks ini pada 
faktanya terdapat dua golongan pendapat: 
Golongan pendapat pertama, yaitu mayoritas 
ulama uṣūl al-fiqh klasik berpendapat bahwa 
sesungguhnya ijmā’ itu memungkinkan terjadi dan 
dapat diwujudkan menurut adat (al-‘ādah). Mereka 
berkata bahwa pendapat yang dikemukakan oleh 
orang-orang yang menolak kemungkinan terjadi 
ijmā’ adalah merupakan hal yang nyata, meskipun 
dikemukakan argumentasi atas kemungkinan 
terjadinya ijmā’.517Ijmā’ para imām mujtahid 
menjadi satu pendapat, meskipun logika-rasional 
dan pengetahuan mereka berbeda-beda, hal ini 
menunjukkan bahwa pendapat itu hak dan benar, 
karena tidak ada dalil yang menyangkalnya. 
Sekiranya ada, sudah barang tentu akan diingat 
oleh mereka, dan terjadilah perbedaan pendapat di 
antara mereka, maka jamā’ah tidaklah semuanya 
lupa. Dalam konteks ini, seperti dikatakan oleh 
Imām asy-Syāfi’i (w. 204 H/820 M): “Jamā’ah itu 

 
516Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 149.  
517‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 49.  
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tidak ada kelalaian dalam memaknai al-Qur’ān dan 
sunnah, serta qiyās, dan sesungguhnya yang ada 
kelalaian itu dalam perpecahan”.518 Tegasnya, 
menurut mereka ijmā’ sangat memungkinkan dapat 
terjadi dan diwujudkan hingga sekarang. Mereka 
mencontohkan fakta sejarah tentang hukum-hukum 
yang telah disepakati, seperti kesepakatan 
pengangkatan Abū Bakar menjadi khalifah, 
keharaman mengkonsumsi lemak babi, bagian 
warisan seperenam bagi nenek perempuan, 
terhijabnya ibn al-ibni dari pewarisan sebab adanya 
anak dari pewaris, dan lain sebagainya dari hukum-
hukum yang bersifat partikular (juz’iyyah), dan 
holistik (kulliyyah).519 Akan tetapi ulama uṣūl al-fiqh 
klasik lainnya, seperti Imām Ahmad bin Hanbal (w. 
241 H) mengatakan bahwa barang siapa yang 
menda’wakan terjadi ijmā’ terhadap hukum suatu 
masalah, maka ia telah berdusta (man id-da’ā al-ijmā’ 
fahuwa kāżib), dan ia tidak mengakui selain ijmā’ 
ṣahabat.520 Imām asy-Syāfi’i (w. 204 H) juga 
mengatakan dalam pernyataannya, yang 
substansinya bahwa ijmā’ dapat terjadi pada masa 
sahabat, hanya pasca sahabat akan sulit terjadi ijmā’ 
karena seluruh mujtahid mesti bersepakat secara 
totalitas dalam suatu persoalan hukum,521 Ibn 
Taimiyyah (w. 728 H),522 dan Ibn Qayyim aj-
Jauziyyah (w. 751 H), keduanya bermażhab Hanbali 

 
518Lihat, Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 72. 
519 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣῡl al-Fiqh, h. 49. 
520 At-Turki, Uṣūl Mażhab Imām Ahmad, h. 213 dan 215. Ibn 

Qudāmah, Rauḍah an-Nāẓir, h. 73. ‘Abd al-‘Aziz bi ‘Abd ar-Rahmān as-
Sa’id, Ibn Qudāmah wa Āṡāruh al-Uṣūluliyyah, Bagian ke 2, h. 145. 

521 Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 475. 
522 Lihat, Muhammad Abū Zahrah, Ibn Taimiyyah Hayātuh wa ‘Asruh 

Arā’uh wa Fiqhuh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 469. 
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tidak mengakui ijmā’ kecuali yang dilakukan oleh 
para sahabat (al-ijmā’ fi ‘ahd as-sahābah).523 

Sedangkan ijmā’ dalam pandangan ulama uṣūl 
al-fiqh kontemporer, seperti Muhammad al-Khudari 
Bik (w. 1930 M),524 ‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf (w. 
1956 M),525 dan Muhammad Abū Zahrah 
mengatakan yang substansinya adalah sama 
dengan pandangan ulama uṣūl al-fiqh klasik bahwa 
ijmā’ yang mungkin terjadi hanyalah pada masa 
para sahabat, karena mereka masih berada pada 
satu wilayah. Sementara di masa sesudahnya, tidak 
mungkin dapat terjadi ijmā’, karena semakin 
luasnya wilayah pemerintahan Islam, dan terjadi 
kesulitan untuk mengumpulkan seluruh ulama 
pada satu tempat.526 

Adapun golongan pendapat kedua, yaitu an-
Nażām (w. 231 H), sebagian ulama Khwārij, dan 
Syi’ah mengatakan bahwa ijmā’ yang telah jelas 
rukun-rukunnya itu tidak mungkin terjadi secara 
adat, karena sulitnya merealisir rukun-rukun 
tersebut. Kesulitan itu menurutnya, karena tidak 
ada standar baku untuk menetapkan kualifikasi 
seorang mujtahid yang ber-ijmā’, sulit menyatukan 
peserta ijmā’ dalam satu pendapat mengenai suatu 
kasus hukum yang terjadi mengingat mereka dari 
berbagai negara berbeda kultur dan budaya yang 
berkembang di negaranya masing-masing, 
pandangan mereka sulit untuk diambil sebuah 
konklusi dan dimasukkan dalam satu sistem yang 
dapat dipertanggungjawabkan, dan ijmā’ tidak 
diperlukan kecuali jika tidak ada dalil yang pasti 
(qaṭ’i). Ijmā’ para mujtahid yang didasarkan pada 

 
523Ibn Qayyim, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 37.   
524 Muhammad al-Khuḍari Bik, Uṣūl al-Fiqh, h. 283. 
525 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, h. 50. 
526 Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, h. 199. 
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dalil yang tidak pasti (żanni), secara adat mustahil 
terjadi, karena tidak adanya kesamaan terminologi 
ijmā’ dan pandangan mereka.527 

f. Pergeseran Paradigma Ijmā’ 
Eksistensi ijmā’ dalam konfigurasi teori hukum 

Islam ternyata memainkan peran yang sangat 
strategis dalam pembentukan dan penetapan 
pemikiran hukum Islam, sejak masa sahabat hingga 
era modern. Akan tetapi fungsi dan kedudukannya 
sejak dahulu hingga sekarang ini masih menjadi 
problem kontroversial. Abdullah Ahmed an-Na’im 
ketika mengkaji masalah ijmā’ memunculkan 
beberapa pertanyaan, apakah yang dimaksud 
dengan ijmā’, apakah ia merupakan kebulatan suara 
penuh atau tidak, kepada siapa ijmā’ mengikat, 
apakah ijmā’ dapat terjadi di kalangan para sahabat 
dan umatnya di Madinah, para ulama muslim, dan 
ahli hukum muslim secara umum, atau keseluruhan 
umat Islam, apakah ijmā’ generasi awal mengikat 
kepada seluruh generasi berikutnya.?528 Pertanyaan-
pertanyaan an-Na’im ini muncul kelihatannya 
merupakan kritik tajam terhadap kerancuan ijmā’ 
dan daya otoritasnya di kalangan para ulama 
tradisional dalam memahami dan memaknai ijmā’. 
Misalnya, dalam beberapa literatur fikih (al-fiqh) 
dan metodologi pemahaman hukum Islam (uṣūl al-
fiqh) ditemukan terminologi ijmā’ yang berbeda-
beda. Ada yang mendefinisikan ijmā’ dengan 
kesepakatan umat Islam dalam masalah agama, ada 

 
527Al-Kāfi as-Sabki, al-Ibhāj, h.. 351. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm 

Uṣῡl al-Fiqh, h. 48. Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 70.  Wahbah az-
Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 568. 

528Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic Reformation Civil 
Liberties Human Rights and International Law, diterjemahkan olehAhmad 
Suaedy dan Amirudin ar-Rany dengan Dekonstruksi Syari’ah Wacana 
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam 
(Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2001), Cet. ke 3, h. 48. 
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yang stresingnya pada kesepakatan pendapat 
orang-orang yang berkompeten untuk bersepakat 
dalam masalah agama, dan ada yang merumuskan 
dengan kesepakatan bulat para ahli hukum pada 
waktu tertentu di dalam masalah tertentu.529 
Keberagaman terminologi dan kontroversi terhadap 
eksistensi ijmā’ ini muncul, secara metodologis 
adalah karena belum ada perangkat metodologi 
yang memadai untuk mengantarkan umat Islam 
kepada ijmā’ yang ideal dalam menjawab berbagai 
problematika kasus yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat. Praktik ijmā’ di kalangan ulama 
tradisional selama itu diketahui otoritasnya 
disandarkan pada pendapat orang (mujtahid, pakar 
hukum, ahl al-halli wa al-‘aqd) dan teks-teks agama 
(al-Qur’ān dan sunnah), belum dilakukan secara 
mekanisme dan prosedural semacam muktamar, 
atau dewan lembaga ijmā’, tetapi masih lebih 
ditekankan pada kepercayaan dan keyakinan 
bahwa mereka (peserta ijmā’) tidak mungkin akan 
berbuat salah dengan berjama’ah.  

Sejarah telah mencatat, bahwa ijmā’ terjadi pada 
masa para sahabat dan tābi’in, atau mażhab-mażhab 
hukum awal secara natural yang dioreintasikan 
untuk menjastifikasikan hasil-hasil ijtihad yang 
dilakukan oleh mereka, baik yang berada 
berdomisili di Hijaz-Madinah, Bagdad-Irak, 
maupun yang berada di Syria. Ijmā’ baru dilakukan 
oleh mereka ketika dihadapkan pada berbagai 
problematika kasus yang terjadi setelah dicari dasar 
hukumnya di dalam al-Qur’ān dan sunnah (hadis) 
tidak ditemukan, kemudian mereka melakukan 

 
529Al-Gazāli,  al-Mustasfa, h. 199.  Al-Amidi, al-Ihkam,  Juz ke 1, h. 262. 

Al-Kfi as-Sabki, al-Ibhāj, Juz ke 2, h. 349.  
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ijtihad dengan menggunakan potensi ra’y530 masing-
masing. Jika dari hasil-hasil ijtihadnya terjadi 
perbedaan pendapat dalam satu persoalan yang 
sama, maka kemudian mereka melakukan 
musyawarah sesuai pesan al-Qur’an,531 berdiskusi 
dengan saling mengemukakan pendapat disertai 
argumentasi, pengalaman yang dimiliki, dan pada 
akhirnya terjadi titik temu dan terjadi kata sepakat 
dalam menetapkan hukum pada setiap kasus 
hukum yang dibahasnya. Kesepakatan akhir inilah 
yang disebut dengan ijmā’. Dari sini terlihat 
kegiatan ijtihad intlektual secara bebas dan 
bertanggungjawab yang dilakukan oleh para 
sahabat sangat dijunjung tinggi, semakin banyak 
terjadi perbedaan pendapat dari hasil ijtihadnya 
dalam setiap persoalan yang sama, maka semakin 
memotifasi dan membuka peluang besar untuk 
mereka melakukan ijmā’, sehinga berbagai 
problematika kasus hukum baru dapat diselesaikan 
dan ditetapkan ketentuan hukumnya dengan secara 
ijmā’. Fazlur Rahman mengemukakan bahwa 
instrumen yang dipergunakan oleh generasi-
generasi muslim masa awal, yang membuat teladan 

 
530Ra’y ialah suatu asal yang menunjukkan penglihatan dan 

pandangan dengan mata atau kecakapan. Ra,y berarti pendapat yang 
dipertimbangkan yang digunakan oleh seseorang dengan baik dalam 
menyelesaikan suatu persoalan. Atau dalam pengertian lain, ra’y 
merupakan sebuah prinsip hukum Islam sebagai pendapat priibadi 
seorang faqih (ahli hukum Islam). Ra’y merupakan prinsip hukum yang 
berada di bawah al-Qur’an. Ra’y adalah sebuah pendapat yang diperoleh 
sesudah berpikirdan memperhatikan serta berupaya mencari mana yang 
benar dalam masalah yang terdapat padanya berbagai tanda yang 
berlawan-lawanan. Lihat, Ibn Zakaria, Maqāyis al-Lugah (Mesir: Musṭafā 
al-Bābi al-Halabi, 1969), Juz ke 1, Cet. ke 2, h. 472. Totok Jumantoro, 
Samsul Munir Amin, Kamus,  h. 287. 

531Q.S.asy-Sura (42):38, yang artinya: “Dan orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan 
sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka”.  
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Nabi Saw. dapat semakin berkembang menjadi 
sebuah peraturan yang tegas dan khusus terhadap 
perilaku manusia, adalah aktifitas pemikiran bebas 
secara pribadi dan bertanggungjawab. Pemikiran 
rasional yang disebut dengan ra’y, atau ‘pemikiran 
yang dipertimbangkan sendiri’ ini menghasilkan 
banyak sekali ide-ide di bidang hukum, religius dan 
moral pada kira-kira abad pertama dan penggal 
pertama abad kedua hijriah.532 

Ijmā’ pada perkembangan awalnya identik 
dengan sunnah yang hidup (living tradition), karena 
merupakan kristalisasi dari aktifitas dan kreatifitas 
ijtihad masing-masing pribadi umat Islam. Ijmā’ 
atau sunnah umat Islam masa awal pada dasarnya 
merupakan suatu proses yang meluas, atau 
interaksi pendapat dengan terus-menerus yang 
pada akhirnya diterima oleh semua umat secara 
konsensus (ijmā’). Demikian ini menunjukkan 
bahwa ijmā’ ketika itu tidak statis, tidak kaku, 
prospektif ke masa depan, sebagai ekspresi berpikir 
bebas (ra’y), tidak menghilangkan perbedaan-
perbedaan pendapat, dan dilakukan secara terus-
menerus meskipun secara lokal-regional. Deskripsi 
demikian ini oleh Fazlur Rahman dikatakan bahwa 
“secara literal sunnah dan ijmā’ saling berpadu, dan 
secara aktual dan material adalah identik. Bahkan di 
belakang hari, sesudah masa asy-Syāfi’i yaitu ketika 
konsep sunnah dipisahkan dari konsep ijmā’, 
hubungan erat antara keduanya masih bertahan. 
Hal ini karena di masa itu, ketika sunnah 
dimaksudkan hanyalah sunnah Nabi tidak secara 
konsepsional dan, seperti pada masa-masa 
sebelumnya, sebagai sebuah konsep pengayoman – 
praktik yang disepakati oleh para sahabat masih 
disebut sebagai sunnah – atau secara lengkapnya 

 
532Fazlur Rahman, Islamic Methodology,  h. 14-15. 
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sunnah as-ṣahābah. Tetapi ketika sunnah berhenti, 
maka ijmā’ mengambil alih peranannya. Dengan 
demikian, kesepakatan di antara para sahabat 
adalah sunnah as-ṣahābah dan ijmā’ as-ṣahābah. 
Perubhan ini sebenarnya tidak berbahaya asalkan 
status penting dari ijmā’ tidak terganggu, dan hak 
ijmā’ untuk menyerap dan menciptakan ide-ide, 
serta unsur-unsur baru tidak dikorbankan.533 

Akan tetapi dalam realitas faktanya 
berkembang lain, asy-Syāfi’i dengan kepintaran dan 
keberhasilannya mengkonstruksi ijmā’ secara 
terminologis di satu sisi, dan mengkampanyekan 
hadis sebagai pengganti sunnah-ijtihād-ijmā’ dengan 
merekonstruksi urutan ijtihād-ijmā’ menjadi ijmā’-
ijtihād, maka hubungan organis antara keduanya 
menjadi rusak.  Bagi asy-Syāfi’i, ijmā’ sebagai 
kesepakatan para pakar hukum (mujtahidin) yang 
bersifat totalitas, mengacu ke pristiwa terjadi ijmā’ 
pada masa awal (ijmā’ as-ṣahābah), tidak berorientasi 
ke masa depan, dan kreatifitas ijtihad intelektual 
yang dilakukan para pemikir muslim kontemporer 
masa kini seakan-akan digiring dan diorientasikan 
pada masa sahabat (14 abad yang lalu). Inilah 
sebagai bukti sejarah, bahwa konsep ijmā’ telah 
direkonstruksi oleh asy-Syāfi’i dengan menciptakan 
suatu prosedur dan mekanisme formal yang 
menjamin stabilitas struktur sosio-religius abad 
pertengahan (abad skolastik) menjadi homogin pola 
pemikiran yang berakibat orisinilitas, dinamisitas, 
dan kreatifitas ijtihad intllektual para ulama 
(mujtahidin) menjadi rigit, mandul, statis, dan ijmā’ 
yang terkadi belakangan tidak bisa merubah ijmā’ 
yang telah ada sebelumnya.  

Dari potensi dan prosesing dinamika ijmā’ yang 
demikian itu pada akhirnya wilayah gerak ijmā’ 

 
533Ibid., h. 18-19. 
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dibatasi pada pengetahuan yang bersifat umum 
(‘ilm al-‘āmmah), tidak bisa menjamah pengetahuan 
yang bersifat spesifik (‘ilm al-khāṣṣah). Padahal 
sebelum masa asy-Syāfi’i, ijmā’ bisa terjadi pada 
kedua wilayah tersebut, tidak ada pembatasan yang 
mematri gerak ijmā’. Demikian juga ijmā’ pada masa 
awal, tidak dijastifikasi oleh teks-teks al-Qur’ān dan 
sunnah, sebab terjadi ijmā’ di kalangan para sahabat 
merupakan manifestasi dari problem solving 
gerakan ijtihad yang tidak mampu menetapkan 
ketentuan hukum terhadap suatu kasus hukum 
yang terjadi setelah memahami teks-teks al-Qur’ān 
dan sunnah, serta pengalaman yang dimilikinya.  
Tetapi, pada masa asy-Syāfi’i, ijmā’ telah 
direkonstruksi sedemikian rupa dan dijastifikasi 
validitasnya dengan hadis-hadis Nabi Saw. antara 
lain (yang artinya): 

“Bahwasannya Nabi Saw. bersabda: Semoga 
Allah memberi kesejahteraan kepada siapa saja 
yang mendengarkan, mengingat dengan cermat, 
dan menginformasikan pernyataan-pernyataanku, 
karena menginformasikan langsung kebijaksanaan 
sendiri, banyak yang tidak dapat memahami 
pernyataan-pernyataanku (mereka hanya dapat 
menginformasikannya). Tapi, banyak juga orang-
orang yang menginformasikan kebijaksanaan dari 
pernyataan-pernyataanku kepada penerima 
informasi dapat memahami dengan baik. Seorang 
muslim tidak pernah merasa enggan untuk 
melakukan tigahal, yaitu berjuang dengan setulus 
hati ke jalan Allah, secara aktif menghendaki 
kebaikan bagi umat Islam yang lain, dan mengikuti 
mayoritas mereka (umat Islam), karena dakwah 
yang mereka serukan itu akan memberikan 
kemaslahatan kepada mereka”.534 

 
534Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 401-402. 
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Hadis yang lain (yang artinya): 
“Sesungguhnya Umar ibn al-Khaṭṭāb di 

Jābiyyah (sebuah tempat di Syria) berkhutbah di 
hadapan manusia (jamā’ah), dan di dalam khutbah 
itu ia berkata: Nabi pernah berdiri di antara kami 
seperti saya pada saat ini berdiri di antara kalian, 
dan dia berkata: Pertama kali hormatilah sahabat-
sahabatku, setelah penerus-penerusnya, dan 
kemudian penerus-penerus berikutnya. Setelah itu 
(ketiga generasi dimaksud) kepalsuan akan 
merajalela, sehingga seorang manusia akan 
bersumpah dan memberikan kesaksian tanpa 
diminta. Dengarkanlah oleh kalian, barang siapa 
yang menghendaki tempat yang lapang di dalam 
surga, maka ia harus bersatu dengan mayoritas 
umat (yalzam al-jamā’ah). Syaitan adalah sahabat 
manusia yang menyendiri. Jika seseorang 
bergabung dengan yang lainnya sehingga menjadi 
berdua dan seterusnya, maka syaitan semakin 
menjauhi mereka”.535 

Dua buah hadis inilah yang menjadi jastifikasi 
ijmā’ yang dikonstruksi asy-Syāfi’i. Menurut 
pemahamannya, bahwa kesetiaan kepada umat 
telah ditekankan oleh Rasulullah Saw., yang berarti 
menunjukkan adanya perintah menta’ati pada 
kesepakatan umat dalam persoalan tertentu, yang 
berkaitan dengan hal-hal yang dihalalkan atau 
diharamkan, bukan kepatuhan pada kesatuan fisik-
material yang tidak berarti apa-apa. Dengan 
demikian, bahwa seseorang yang berpegang pada 
apa yang dipegangi umat, akan dianggap sebagai 
mengikuti umat. Sebaliknya, barang siapa yang 
tidak mengikuti apa yang telah dipegangi umat, 
atau berpendapat lain, maka dapat dianggap 
sebagai menentang umat. Untuk itu, kemudian asy-

 
535Ibid., h. 473-474. 
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Syāfi’i tegaskan bahwa kesalahan orang-orang yang 
bercerai berai menjadi firqh-firqah, tetapi umat 
secara keseluruhan tidak mungkin akan melakukan 
kesalahan dalam memahami al-Qur’ān, sunnah, dan 
qiyās.536 

Namun demikian, Ahmad Hasan menilai 
bahwa hadis-hadis (tradisi-tradisi) yang 
dikemukakan oleh asy-Syāfi’i untuk menjastifikasi 
ijmā’ tidak terkandung satu pentunjuk yang spesifik 
dan jelas dari Rasulullah bagi ijmā’ dalam 
pengertian teknisnya. Tradisi-tradisi ini, jika 
keasliannya dapat dijamin, adalah bersifat umum, 
yang menyatakan pentingnya persatuan kaum 
muslimin.537 Fazlur Rahman penilaiannya hampir 
senada dengan Ahmad Hasan mengatakan bahwa, 
untuk yang pertama di antara kedua hadis tersebut 
kita telah memiliki alasan untuk menyatakan bahwa 
hadis yang pertama itu tidak dapat dibenarkan 
secara historis. Selanjutnya kami akan menunjukkan 
bahwa hadis yang pertama itu merupakan sebagian 
dari perjuangan besar yang dilaksanakan sejak abad 
kedua dan seterusnya untuk mempertahankan 
kesatuan umat muslim dan untuk mewujudkan 
sebuah mayoritas ortodok yang ‘berada di tengah-
tengah’, mayoritas yang karena merupakan pihak 
terbanyak, dan ‘yang berada di tengah-tengah’ 
berhak dijuluki sebagai ‘kaum ortodok’. Hadis 
kedua yang dikemukakan asy-Syāfi’i di atas sebagai 
hadis yang bersifat prediktif, sehingga kita merasa 
tidak perlu lagi untuk menjelaskannya. Hadis ini 
memberikan isyarat formal yang pertama bahwa 
ketiga generasi muslim yang pertama (sahabat, 

 
536Ibid., h. 476. 
537Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, 

deterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup 
(Bandung: Penerbit Pustaka, 1405 H/1984 M), h. 202. 
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tābi’in, dan tābi’ tābi’in) harus dianggap sebagai 
pemuka-pemuka dari doktrin dan praktik Islam, 
dan ajaran-ajaran mereka sebagai dasar yang 
permanen bagi struktur religius kaum muslimin. Di 
sini sangat penting dan menarik untuk dicatat 
bahwa setelah ketiga generasi inilah ‘sunnah yang 
hidup’ dari generasi-generasi itu sendiri mulai 
disusun di dalam bentuk hadis.538 

Kaitan dengan penilaian kedua hadis tersebut 
di atas, Fazlur Rahman juga mengemukakan bahwa 
sebenarnya sebelum asy-Syāfi’i mengemukakan dua 
hadis dimaksud yang menjadi jastifikasi ijmā’, ia 
telah berusaha mempertahan ijmā’sebagai sumber 
hukum Islam yang diakui dan diyakini otoritasnya 
oleh umat Islam, dengan pernyataannya, “kami 
mengetahui (adalah merupakan keyakinan kami) 
bahwa mayoritas (ummah) di antara mereka (kaum 
muslimin) insya Allah tidak akan mau menerima 
sebuah kesalahan”.539 

Dalam perkembangan berikutnya (pasca 
periode imām asy-Syāfi’i), terutama setelah 
memasuki babak baru (periode klasik), ketika hadis-
hadis semakin banyak jumlahnya, pernyataan di 
atas berubah dan bergeser menjadi hadis dan 
dikatakan bersumber dari Nabi. Hal ini dapat 
dilihat dalam Sunan at-Tirmiżi dengan perubahan 
kata “khaṭā’” (salah) menjadi “ḍalālah” (sesat). Begitu 
pula dalam formulasi baru “yad Allah fauqa aidihim” 
berubah menjadi “yad Allah ‘alā al-jamā’ah”, dan 
seterusnya,540 maka ijmā’ menjadi sumber hukum 
material yang kuat otoritasnya, baik dalam tataran 
teoritis-normatif maupun tataran aplikatif-
implementatif.  

 
538Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 51-52. 
539Asy-Syāfi’i, ar-Risālah  h. 472. 
540Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h. 52-53. 
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g. Perubahan Pengurutan Ijmā’ sebagai Dalil Hukum 
dan Formulasi Terminologisnya  

Setelah ijmā’ terjadi pergeseran fungsi dan 
kedudukannya dalam teori hukum Islam, maka 
ternyata sangat berimplikasi pada pengurutan ijmā’ 
sebagai dalil hukum. Pada periode mażhab-mażhab 
awal, ijmā’ diposisikan pada urutan keempat setelah 
al-Qur’ān, sunnah dan ijtihad (qiyās), maka pada 
masa asy-Syāfi’i dibalik berubah menjadi dalil 
hukum ketiga. Pergeseran ini tidak saja mengubah 
fungsi dan kedudukannya itu sendiri, tetapi yang 
sangat mendasar adalah ijmā’ menjadi dalil hukum 
material yang sejajar dengan al-Qur’ān dan sunnah. 
Dari sini terlihat, ijmā’ tidak lagi sebagai instrumen 
penggalian hukum (manhāj al-istinbāṭ al-ahkām) 
dalam berijtihad yang dinamis, fleksibel, dan 
prospektif ke masa depan, sekaligus sebagai metode  
dalam upaya menyatukan gagasan dan pandangan 
yang berbeda-beda mengenai suatu permasalahan 
kasus hukum baru yang terjadi, dan dipecahkan 
secara progresif untuk mengetahui dan memastikan 
kebenaran pada permasalahan yang terjadi tersebut. 
Ijmā’ yang telah dikonstruksi fungsi dan posisinya 
demikian itu, maka secara otomatis tidak boleh 
dipermasalahkan lagi oleh para mujtahid dan umat 
Islam pada umumnya. Ijmā’ pada masa asy-Syāfi’i 
ini diyakini oleh mereka (mujtahidin dan jamā’ah al-
muslimin) hanya kemungkinan terjadi pada masa 
sahabat, sedangkan pada masa-masa sesudahnya 
tidak mungkin dapat terjadi. Terjadinya ijmā’ inipun 
ruang lingkupnya dibatasi disekitar pengetahuan 
yang umum (‘ilm al-āmmah) yang berkaitan dengan 
perintah-perintah yang wajib (al-awāmir), dan 
larangan-larangan (an-nwāhi), seperti mengerjakan 
salat lima waktu, puasa ramaḍān, pergi haji ke 
Baitullah jika telah mampu, mengeluarkan zakat, 
larangan berzina, membunuh, mencuri, dan 
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mengkonsumsi narkoba (al-khamr). Teks-teks al-
Qur’ān terhadap pengetahuan yang umum ini telah 
menetapkannya, dan umat Islam mesti mengetahui 
pengetahuan tersebut. Sedangkan pada 
pengetahuan yang spesifik (‘ilm al-khāṣṣah) yang 
mengurai lebih rinci dari ‘ilm al-āmmah tadi (furū’ al-
farā’iḍ) yang tidak disebutkan secara eksplisit di 
dalam teks-teks al-Qur’ān dan sunnah, maka tidak 
dimungkinkan terjadi ijmā’.541 Sementara pada 
masa-masa sebelumnya daya kerja dan jangkauan 
ijmā’ itu dapat terjadi pada dua wilayah 
pengetahuan tersebut. 

Daya kerja ijmā’ ini lebih rigit lagi setelah 
memasuki periode klasik. Pada masa ini teoritisasi 
ijmā’ dan fungsinya semakin diformalkan, 
dayalitasnya statis, dan semakin tidak 
memungkinkan untuk terjadi ijmā’ dalam 
implementasinya. Begitu juga sandaran (acuan) 
ijmā’ semakin diperbanyak dengan teks-teks al-
Qur’ān dan sunnah untuk menjastifikasi dan 
melegitimasi eksistensi ijmā’ sebagai sumber hukum 
ketiga, setelah al-Qur’ān dan sunnah. Teks-teks al-
Qur’ān dan sunnah itu antara lain:  
Pertama, Q.S. an-Nisā’ (4): 59: 

مۡرِ  
ا
ٱلۡۡ وْلِِ 

خ
أ وا ولا  ٱلرَّسخ واْ  طِيعخ

ا
أ وا ا  ٱللَّّ واْ  طِيعخ

ا
أ نخوآْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

نتخمۡ   ولِ إنِ كخ ِ واٱلرَّسخ دُّوهخ إلَِا ٱللَّّ ءٖ فارخ ۡ َٰزاعۡتخمۡ فِِ شَا مُۡۖ فاإنِ تانا مِنكخ
حۡسا 

ا
أ يۡۡٞ وا َٰلكِا خا ِ واٱلِۡاومِۡ ٱلۡأٓخِرِٖۚ ذا ويِلًَ   تخؤۡمِنخونا بٱِللَّّ

ۡ
 نخ تاأ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah 
Allah dan ta’atilah Rasul (Nya) dan Ulil 
Amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

 
541Asy-Syafi’i, ar-Risalah, h. 357-359. 
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kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’ān) 
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar kepada Allah dan hari kemudian, Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu), dan lebih 
baik akibatnya”. 

Ayat di atas  terdapat kata “uli al-amr”.  Mereka 
menginterpretasikan kata ini dengan dua konotasi 
makna, yaitu sebagai penguasa politik dan hukum 
(as-siyāh wa as-sulṭah hum al-hukkām). Penguasa 
politik adalah pemerintah (al-umarā’) atau 
pengauasa itu sendiri (al-wulāt), dan konotasi 
makna yang kedua, yaitu para imaām mujtahid, 
atau ulama, mereka adalah orang-orang yang 
melakukan ijtihad untuk menggali hukum, dan 
memberikan fatwa hukum.542 

Kedua, Q.S. an-Niā’ (4): 83: 

دُّوهخ إلَِا  اوۡ را ل ُۦۖ وا بهِِ واْ  ذااعخ
ا
أ ٱلۡۡاوفِۡ  وِ 

ا
أ مۡنِ 

ا
نِا ٱلۡۡ م  مۡرٞ 

ا
أ مۡ  اءٓاهخ وَإِذاا جا

اسۡتانۢبِ  ي يِنا 
هخ ٱلَّ لمِا لاعا مۡ  مِنۡهخ مۡرِ 

ا
ٱلۡۡ وْلِِ 

خ
أ  َٰٓ ولِ وَإِلَا مۡۗ  ٱلرَّسخ مِنۡهخ ۥ  وناهخ طخ

َٰنا إلََِّ قاليِلَا    يۡطا باعۡتخمخ ٱلشَّ تَّ ۥ لَا راحَۡاتخهخ مۡ وا لايۡكخ ِ عا اوۡلَا فاضۡلخ ٱللَّّ ل  وا

Artinya:  “Dan kalau mereka menyerahkannya kepada 
Allah dan Ulil Amri di antara mereka 
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui 
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya 
dari mereka (Rasul) dan Ulil Amri) ...”. 

Ayat ini sesungguhnya lebih menguatkan ayat 
sebelumnya (an-Nisā’: 59), dapat dipahami, jika 
pendapat mereka terjadi kesepakatan (ijmā’) maka 
berarti benar, dan tidak boleh diperdebatkan 
kembali. 

 
542Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh, Juz ke 1, h. 542. Zakaria al-Barri, 

Maṣādir al-Ahkām, h. 71.  
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Ketiga, Q.S. an-Nisā’ (4): 115: 

يۡۡا  غا ياتَّبعِۡ  وا ىَٰ  دا ٱلهۡخ خ  لَا ا  تاباينَّ ا  ما باعۡدِ  منِۢ  ولا  ٱلرَّسخ اققِِ  خشا ي ن  واما
صِيًۡا    اءٓاتۡ ما ُۖ واسا نَّما ها نخصۡلهِِۦ جا َٰ وا لَِّ ا تاوا ۦِ ما ِ لَ  ؤۡمِنيِنا نخوا بيِلِ ٱلمۡخ  سا

Artinya: “Dan barang siapa menentang Rasul sesudah 
jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan 
yang bukan jalan orang-orang mukmin, 
Kami biarkan mereka berkuasa terhadap 
kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan 
Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan 
jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat 
kembali”. 

Ayat ini dipahami oleh mereka, bahwa Allah 
mengancam orang-orang yang mengikuti jalan 
orang-orang yang tidak beriman, akan dimasukkan 
ke dalam jahannam, ini menunjukkan haramnya 
mengikuti jalan tersebut, dan mereka wajib 
mengikuti jalan orang-orang yang beriman dan apa 
saja yang telah menjadi kesepakatan umat Islam, 
yakni para imām mujtahid, dan orang-orang yang 
mempunyai keahlian khusus mengenai hukum 
Islam.543 

Sedangkan sunnah atau hadis yang mereka 
jadikan sandaran adalah hadis-hadis yang saling 
menguatkan satu dengan yang lainnya yang 
ditramsmisikan secara valid oleh para perawi hadis. 
Begitu pula berbagai pernyataan dari para sahabat, 
seperti Umar bin al-khaṭṭāb, Ibn Umar, Ibn Mas’ūd, 
Abū Sa’id al-Khudri, Abū Hurairah, Anas bin 
Mālik, dan perawi-perawi yang lainnya. Hadis-
hadis dimaksud, antara lain yang diriwayatkan oleh 
Ibn Mājah, at-Tirmiżi, Ahmad, dan at-Ṭabrāni:  

 
543ibid., h. 70. 
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 ِ تىِ علَىَ الْخطَأَ  لاتَجَمْعَُ أُم َّ
Artinya:  “Ummatku tidak akan berkumpul (ijmā’) atas 

kesalahan”. 

َلةٍَ  لاتَجَمْعَُ تىِ علَىَ ضَلا  أُم َّ
Artinya: “Ummatku tidak akan berkumpul (ijmā’) atas 

suatu kesesatan”. 

َلةٍَ فأََعطْاَنيِْهاَ  تىِ علَىَ ضَلا  سَأَلتُْ الل  هُ تعَاَلىَ انَْ لاتَجَمْعَُ أُم َّ
Artinya:  “Allah Ta’ālā mempertanyakan bahwa 

tidaklah ummatku berkumpul (ijmā’) untuk 
melakukan kesesatan, karena itu berikanlah 
kepada mereka”. 

َلةٍَ  تىِ علَىَ ضَلا  لمَْ يكَُنِ الل  هُ ليِجَْمعََ أُم َّ
Artinya:  “Tidaklah Allah menghimpun (ijmā’) 

ummatku untuk melakukan kesesatan”.544 

Hadis-hadis tersebut oleh mereka dijadikan 
acuan jastifikasi ijmā’ sebagai sumber hukum 
dengan semakin menguatkan posisi dan 
kedudukannya serta tingkat validitasnya, yang 
tentunya terjauh dari kesalahan berjama’ah. Mereka 
menyatakan  kalau para ulama telah menetapkan 
suatu hukum secara kolektif, maka senyatanya 
keputusan itu benar dan terpelihara dari kesalahan. 
Pernyataan ini tampaknya menegaskan dari apa 
yang dikatakan asy-Syāfi’i bahwa umat secara 
keseluruhan (al-jamā’ah) tidak mungkin akan 
melakukan kesalahan dalam memahami al-Qur’ān, 

 
544 Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1, h. 543. Zakaria al-

Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 72. 
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sunnah, dan qiyās, tetapi kesalahan itu hanyalah 
pada orang-orang yang bercerai-berai menjadi 
firqah-firqah.545 

Ahmad Hasan menilai sejumlah ayat (Q.S. an-
Nisā’ (4): 59, 83, 115 dan ayat-ayat yang lain) yang 
pada periode klasik menjadi dasar jastifikasi ijmā’ 
sesungguhnya stresing ayat itu bukanlah 
konotasinya pada kesepakatan umat Islam pada 
bidang hukum, khususnya dalam pengertian 
teknisnya, melainkan pada perilaku umum dari 
umat Islam dan persatuan mereka. Ayat-ayat ini 
pada mulanya tidaklah dipahami oleh Rasulullah 
maupun oleh para sahabat sebagai suatu argumen 
yang mendukung ijmā’. Hanya pada masa-masa 
kemudianlah, ketika konsep ijmā’ dikemukakan, 
para ulama berusaha menjastifikasi ijmā’ dengan 
ayat-ayat tersebut.546 Hal ini tentunya setelah 
konsep dan terminologi ijmā’ dikonstruksi oleh asy-
Syāfi’i secara totalitas. Demikian juga Ahmad Hasan 
lebih lanjut mengkritisi dan menilai hadis-hadis 
yang dijadikan dasar jastifikasi ijmā’ pada periode 
klasik,  bahwa pada abad II H/abad VIII M asy-
Syāfi’i mengutip sejumlah hadis dari Rasulullah 
yang menguraikan prinsip ijmā’, tetapi ia tidak 
berbicara apa-apa mengenai hadis tersebut di atas. 
Ia hanya menyatakan “Kita tahu bahwa orang 
banyak tidak akan bersepakat dalam hal yang 
kontra produktif dengan sunnah Rasulullah, 
ataupun dalam suatu kesalahan”.  Menurut Hasan, 
sulit untuk mengatakan apakah asy-Syāfi’i dalam 
pikirannya mengingat hadis tersebut di atas dan 
merujuk dengan pernyataan itu. Sekiranya ia 
mengetahui hadis tersebut, tentu ia akan 
mengutipnya bersama dengan hadis yang lain. Hal 

 
545Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 359. . 
546Ahmad Hasan, The Early, terjemah Agah Garnadi, h. 146. 
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ini mengindikasikan hadis tersebut ketika itu belum 
ditemukan oleh asy-Syāfi’i, tetapi diduga kuat 
pernyataannya itu kemudian muncul dalam bentuk 
hadis pada masa-masa kemudian.547 Dari kondisi 
demikian pada akhirnya sangat boleh jadi 
redaksional hadis (matn al-hadiṡ) antara satu dengan 
yang lain berubah dan bergeser dari kata atau 
kalimat yang sesungguhnya. Dalam kaitan ini 
Fazlur Rahman telah mensinyalir dalam 
penelitiannya bahwa  ketika hadis-hadis semakin 
banyak jumlahnya, maka banyak pula terjadi 
perubahan dan bergeser menjadi hadis dan 
dikatakan bersumber dari Nabi. Hal ini dapat 
dilihat dalam Sunan at-Tirmiżi dengan perubahan 
kata “khaṭā’” (salah) menjadi “ḍalālah” (sesat). Begitu 
pula dalam formulasi baru “yad Allah fauqa aidihim” 
berubah menjadi “yad Allah ‘alā al-jamā’ah”, dan 
seterusnya.548 

Sedangkan perubahan terminologi ijmā’ terjadi 
pergeseran formulasi yang cukup mendasar, yaitu 
dari praktik kesepakatan yang mampu 
mengakomodir berbagai perbedaan pandangan, 
pendapat, berorientasi ke prospek ke depan, 
fleksibel, dan bisa terjadi pada berbagai kasus 
hukum yang bersifat pengetahuan umum, dan 
khusus, maka dibatasi hanya pada hal-hal yang 
bersifat pengetahuan umum saja yang berkaitan 
dengan perintah-perintah wajib, dan larangan-
larangan (al-awāmir wa ijtināb an-nawāhi). Tegasnya, 
fungsi, kedudukan, dan dayalitas kerja ijmā’ sangat 
dibatasi dengan berbagai persyaratan yang telah 
dirumuskan secara formal. 

Secara teoritis-normatif, asy-Syāfi’i sendiri 
dalam karyanya ar-Risālah, tidak memberikan 

 
547Ibid., h. 147-148. 
548Fazlur Rahman, Islamic Methodology, h.53. 
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terminologi ijmā’ dengan jelas dan tegas. Hanya 
terdapat suatu pernyataan yang mengungkapkan: 

تلقى   َا  ِّم ل ِّلا َّ  ا  "ِّ علَيَهْ مجُتْمَعََ  "هذَاَ   ِّ ِّلمْ الْع اهَلِّْ  مِّنْ  أَحدٌَ  ولَاَ  أَقوُلُْ  لسَْتُ 
ِّهِّ, قبَلْ لكََ وحَكَاَهُ عنَْ مِّنْ  قاَلهَُ  ِّلا َّ  ا أَبدَاً  ِّماً  يْمِّ    علَ بعٌَ, وكََتحَْرِّ ارَْ هْرِّ  كاَلظ ُّ

َمرِّْ ومَاَأَشْبهََ هذَاَ   الْخ
Artinya:  “Saya dan seorangpun dari kalangan ulama 

(ahl al-‘ilm) pernah mengatakan “ini adalah 
persoalan yang telah disepakati”, kecuali 
menyangkut persoalan yang tidak seorang 
ahli pun pernah mempersoalkannya lagi 
kepada anda, dan mentranmisikannya dari 
orang-orang yang mendahuluinya, seperti 
salat ẓuhur empat reka’at, mengkonsumsi 
narkoba (al-khamr) itu diharamkan, dan 
sebagainya”.549 

Pernyataan asy-Syāfi’i ini mayoritas ulama uṣūl 
al-fiqh memahami dan mengatakan sebagai 
terminologi ijmā’. Hanya persoalannya, apakah 
pernyataan tersebut cukup representatif dikatakan 
sebagai definisi ijmā’ sebagaimana formulasi ijmā’ 
yang dikemukakan oleh umumnya para ulama. 
Pernyataan di atas stresingnya menurut penulis 
adalah bahwa para ulama suatu masa bersatu 
pendapat (ijmā’) mengenai suatu persoalan tertentu, 
sehingga ijmā’ mereka menjadi hujjah terhadap 
persoalan yang mereka ijmā’-kan. Jadi, secara 
tersurat jelas seperti ditegaskan oleh ‘Ali Jumu’ah 
bahwa asy-Syāfi’i (150-204 H/767-812 M) di dalam 
ar-Risālah-nya tidak memberikan definisi ijmā’ 
dengan tegas.550 Demikian juga al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H) 

 
549Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 534. 
550‘Ali Jum’ah, al-Ijmā’, h. 7. 
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di dalam karyanya tidak memberikan terminologi 
ijmā’, ia hanya menyebutkan kategorisasi ijmā’ yang 
dikemukakan oleh asy-Syāfi’i, dibedakan pada dua 
macam, yaitu kesepakatan umat Islam (ijmā’ al-
ummah), dan kesepakatan ulama (ijmā’ al-‘ulamā’).551 
Atau meminjam term Imām al-Haramain dengan 
“ittifāq al-‘ulamā’”. 552 Oleh karena tidak ada 
kejelasan terminologi, maka di kalangan ahli uṣūl al-
fiqh periode klasik merumuskan definisi ijmā’ sangat 
fariatif stresing dan redaksionalnya, sehingga 
Ahmad Hasan menyebutkan: Ada yang 
mendefinisikan dengan kesepakatan umat Islam 
dalam masalah agama, ada yang merumuskan 
dengan kesepakatan orang-orang yang 
berkompeten untuk ber-ijmā’ (ahl al-‘ilm) dalam 
masalah agama, dan ada juga yang mendefinisikan 
dengan kesepakatan bulat para ahli hukum pada 
waktu tertentu di dalam masalah tertentu.553 
Terminologi yang berbeda-beda tersebut pada 
akhirnya dirumuskan dengan:   

دٍ صلعم فىِ عصَرٍْ منَِ الْعصُُورِْ بعَدَْ وفَاَتهِِ علَىَ   ةِ محُمَ َّ ُجتْهَدِِينَْ منِْ امُ َّ اتِ فِاَقاُلم
 حكُْمٍ شرَْعِي ٍ 

Artinya:  “Kesepakatan para imām mujtahid dari umat 
Nabi Muhammad Saw. pada suatu masa 
sesudah wafatnya (Nabi) mengenai hukum 
syara’”.554 

 
551Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ, Uṣūl al-Fiqh (Mesir: Dār al-Kutub al-

Misriyyah, t.t.), h. 220. 
552Abū ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad ar-Ra’aini al-Māliki, 

Qurrah al-‘Ain li Syarh Waraqāt Imam al-Haramain, Editor Ahmad Musṭafā 
Qāsim at-Tahṭāwi (Mesir: Dār al-Fadilah, t.t.), h. 106. 

553Ahmad Hasan, The Early,  h. 144. 
554Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣūl al-Fiqh, h. 82. 
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Berdasarkan terminologi ini dapat dikatakan 
bahwa ijmā’ bisa diwujudkan apabila memenuhi 
unsur-unsur: (1) Harus ada kesepakan secara 
totalitas, tidak boleh seorang pun yang tidāk 
menyepakati; (2) Kesepakatan dari para imām 
mujtahid yang memenuhi persyaratan untuk 
berijtihad; (3) Para imām mujtahid dari umat Nabi 
Muhammad Saw. yang beragama Islam, tidak 
semua orang dari agama Lain (Yahudi atau 
Nasrani); (4) Kesepakatan terjadi pada suatu masa 
tertentu sesudah Nabi Muhammad wafat; (5) 
Kesepakatan pada masalah hukum syara’. Dengan 
terminologi ijmā’ yang begitu ketat dan persyaratan 
yang banyak, maka tampaknya sulit untuk bisa 
terjadi ijmā’, karena mustahil seluruh mujtahid di 
seluruh negara di dunia ini bisa disatukan 
pendapatnya dalam suatu persoalan kasus tertentu. 
Secara teknis operasional, terutama di era modern 
ini, dengan kemajuan teknologi informasi 
komunikasi yang begitu canggih diduga kuat akan 
mudah mengumpulkan para ulama (mujtahidin) 
dari berbagai negara, tetapi secara substansi 
persoalan pokok yang akan diambil kesepakatan 
tidaklah mudah kalau standar pijakannya mengacu 
ke rumusan terminologi ijmā’ di atas. Fakta sejarah 
telah mencatat, di zaman Abū Bakar saja, 
musyawarah yang melibatkan semua orang Islam 
sudah sulit dilakukan. Musyawarah hanya 
dilakukan oleh para politisi dan ulama sebagai 
wakil mereka. Oleh karena itu, para ulama 
kemudian mengambil hak musyawarah itu dan 
menjadikannya sebagai ijmā’ mereka, padahal yang 
demikian itu semestinya terjadi dalam kondisi 
darurat saja.555 

 
555Hasan at-Turabi, Tajdid al-Fikr al-Islāmi, diterjemahkan oleh Abdul 

Haris dan Zainul Am dengan Fiqih Demokratis dari Tradisionalisme Kolektif 
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Oleh karena demikian ketatnya, perlu 
terminologi ijmā’ tersebut di atas dilonggarkan, 
digeser kembali, dan bahkan bisa dikembalikan ke 
fakta kelahirannya, yaitu ijmā’ sebagai model 
metode ijtihad yang mampu menyelesaikan 
berbagai problematika kasus hukum baru yang 
mengemuka, dapat mengakomodir berbagai 
perbedaan gagasan dan pendapat, dinamis, 
fleksibel, bernuansa futuristik ke masa depan, 
memilki daya kerja dan jangkauan yang luas, dan 
dapat merekonstruksi hasil-hasil ijtihad yang telah 
disepakati di masa lalu dengan mempertimbangkan 
perubahan situasi dan kondisi era kontemporer, 
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern. Gagasan dan pemikiran ini 
sudah lama menjadi wacana di kalangan para 
ulama dan pemikir muslim kontemporer.  

Ibn Taimiyah (w. 728 H) ketika 
mendeskripsikan pembahasan ijmā’, ia menetapkan 
bahwa ijmā’ itu merupakan salah satu metode 
penggalian hukum (al-ijmā’ ṭariqan min ṭuruq al-
istinbāṭ), ... meskipun keberadaan ijmā’ itu menjadi 
hujjah sebagaimana naṣ-naṣ al-Qur’ān dan 
sunnah.556.  Jasser Auda (pakar maqāṣid asy-syari’ah 
kontemporer) mengatakan bahwa ijmā’ bukan 
merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi 
hanya sebuah mekanisme atau sistem pembaruan 
kebijakan dengan melibatkan banyak pihak. Oleh 
karena itu, ijmā’ sering disalahgunakan oleh 
sekelompok elite ulama untuk memonopoli 

 
Menuju Modernisme Populis (Bandung: Penerbit Arasy, 1423 H/2003 M), 
Cet. ke 1, h. 27. 

556 Muhammad Abū Zahrah, Ibn Taimiyyah Hayātuh wa ‘Aṣruh Arā’uh 
wa Fiqhuh (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.), h. 460-463. 
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fatwa.557  Dari dua pandangan pemikir hukum 
Islam tersebut dapat dipahami bahwa, mereka 
tampaknya melihat eksistensi ijmā’ itu lebih 
cendrung memposisikannya sebagai cara (metode), 
bukan sebagai sumber hukum. Berarti ia hanyalah 
sebagai instrumen yang dapat digunakan secara 
sistematis-komprehensif dalam kerangka ijtihad 
untuk menggali hukum, dan sekaligus 
mengaplikasikannya terhadap problematika kasus 
hukum baru yang mengemuka yang menuntut para 
mujtahid untuk menetapkan ketentuan hukumnya. 
Hal ini secara prosedural sudah barang tentu 
melalui diskusi panjang dalam suatu forum 
tertentu, yang pada akhirnya akan menghasilkan 
kesepakatan bersama dari forum diskusi tersebut.  
Pemikiran seperti ternyata Fazlu Rahman telah 
mengungkapkannya, menurutnya, ijtihad haruslah 
merupakan upaya sistematis, ‘komprehensive’ dan 
berjangka panjang, baik yang dilakukan oleh 
perorangan maupun secara kolektif (teamwork), baru 
kemudian didiskusikan dan diperdebatkan dalam 
satu forum tertentu untuk disepakati bersama.558 

Pandangan yang disebutkan terakhir ini dapat 
dipahami secara umum, menunjukkan perlunya 
perubahan struktur teori hukum yang telah 
dikonstruksi dan diwariskan oleh Imām asy-Syāfi’i 
dan periode klasik, terutama penempatan urutan 
sumber hukum dari ijmā’-ijtihād menjadi ijtihād-
ijmā’, sebagaimana telah berkembang secara natural 
pada masa mażhab-mażhab hukum awal, serta 
menginterpretasikan kembali konsep ijmā’ dengan 
perspektif kekinian.  Upaya ke arah ini sebagai 

 
557Mohammad Darwis, “Maqasid al-Shari’ah dan Pendekatan Sistem 

dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda” dalam Studi Islam Perspektif 
Insider/Outsider (Yogyakarta: Ircisod, 2012), Cet. ke 1, h. 399-400. 

558Fazlur Rahman, Islam and Modernity Transformation of an Intellectual 
Tradition (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 145. 
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langkah maju untuk mefungsikan kembali konsep 
ijmā’ dalam menghadapi berbagai tantangan dan 
problematika kasus baru yang mengemuka di era 
globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi informasi komunikasi modern ini. 

Para pemikir muslim kontemporer Indonesia 
dalam konteks rekonstruksi ijmā’ ini telah 
menggulirkan gagasan dan pandangan-
pandangannya. Misalnya, Al-Yasa Abubakar 
mengemukakan beberapa pertimbangan 
keberatannya mengenai ijmā’ dijadikan sumber 
hukum material disejajarkan  dengan al-Qur’ān dan 
sunnah: Pertama, ijmā’ bukanlah dalil, karena ijmā’ 
hanyalah merupakan hasil konsensus yang muncul 
setelah penalaran dilakukan. Ijmā’ seharusnya tidak 
mengacu ke masa lalu tetapi mengacu ke masa 
depan, kepada masalah-masalah yang akan 
diijtihadkan. Kedua, kontroversi diseputar ijtihad 
adalah luas sekali yang meliputi: Siapa yang diikat 
oleh ijmā’, berapa lama dia mengikat, dan beberapa 
masalah lainnya. Karena luasnya perbedaan 
pendapat ini, sulit sekali menggunakan ijmā’ secara 
tepat di dalam praktik. Meskipun karena 
pertimbangan inilah maka di Indonesia, terlihat 
kecendrungan ke arah meninggalkan ijmā’. Rasyidi, 
Daud Ali, dan Ahmad Azhar Basyir tidak 
menyebut-nyebut ijmā’ ketika membicarakan dalil 
(sumber) fiqih. Lajnah Tarjih Muhammadiyah pun 
tidak menyinggung kedudukan ijmā’ di dalam buku 
Himpunan Putusan Tarjih mereka. Dalam buku 
Deliar Nur, ada isyarat bahwa “golongan-golongan 
pembaharu” cendrung meninggalkan ijmā’.559 

 
559Al-Yasa Abubakar, “Ke Arah Ushul Fiqih Kontemporer: 

Sistematika Alternatif untuk Penalaran” dalam Jurnal ar-Raniry, 1990, No. 
68, h. 19. 
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Persoalannya sekarang adalah, model ijmā’ 
yang bagaimanakah yang perlu dikembangkan di 
era modern ini sehingga dapat difungsikan kembali 
secara optimal untuk menyepakati hasil-hasil 
ijtihad, baik yang dilakukan oleh perorangan 
(individual) maupun kolektif (teamwork). 
Pembahasan persoalan ini diuraikan pada sub pasal 
berikutnya. 

 
h. Model Ijmā’ yang Diperlukan di Era Modern   

Sebagaimana telah disinggung di dalam 
pembahasan sub-bab di atas bahwa sumber primer 
hukum Islam adalah al-Qur’ān dan sunnah, 
sedangkan yang lainnya seperti ijmā’ dan qiyās 
merupakan sumber (dalil) sekunder yang 
diperselisihkan eksistensinya di kalangan para ahli 
uṣūl al-fiqh. Fazlur Rahman menegaskan bahwa 
yang betul-betul landasan atau sumber material 
adalah al-Qur’ān dan sunnah. Sedangkan ijmā’ 
merupakan dasar formal, dan qiyās adalah sebagai 
aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.560 
Tetapi, setelah teori hukum tersusun terutama di 
masa asy-Syāfi’i, sumber dan dalil hukum itu 
disistematisir dan diurutkan menjadi al-Qur’ān, 
sunnah, ijmā’, dan qiyās.561 Urutan sumber hukum 
demikian ini menjadi doktrin, kemudian oleh 
mayoritas ulama disepakati dan wajib diikuti dalam 
mengistinbatkan hukum. Adapun selebihnya, 
seperti istiṣhāb, istihsān, maṣlahah al-mursalah (al-
istiṣlāh), qaulṣahābi, ijmā’ ahl al-Madinah, ‘urf, sad az-
żari’ah, dan syar’ man qablanā merupakan dalil yang 

 
560Fazlur Rahman, Islam, diterjemahkan oleh Senoadji Saleh (Jakarta: 

PT Bina Aksara, 1987), h. 106. 
561Asy-Syafi’i, ar-Risalah, h. 39. 
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juga diperselisihkan eksistensinya di kalangan 
uṣūliyyin.562 

Terkait dengan ijmā’ sebagai dasar formal 
istinbat hukum, agar fungsi dan kedudukannya 
dapat menjawab dan menyelesaikan perbagai 
problematika kasus hukum baru yang terjadi, 
diperlukan model ijmā’ yang menterap dengan 
kebutuhan dan tantangan zaman era modern ini.  
Dalam konteks ini, Muhammad Iqbal (Penyair dan 
Failosof Besar Punjab-Pakistan abad XX, w. 1938) 
telah menawarkan gagasan dan pemikiran-
pemikirannya dimulai dari konsep ijtihād-ijmā’. 
Menurutnya, satu-satunya upaya untuk membuang 
kekakuan hukum Islam yang dihasilkan pada 
periode kemunduran Islam adalah menggalakkan 
kembali ijtihād-ijmā’ dan merumuskannya sesuai 
dengan kebutuhan zaman modern saat sekarang. 
Oleh karena itu, ia memandang perlu mengalihkan 
kekuasaan ijtihad secara pribadi menjadi ijtihad 
kolektif (ijmā’). Pada zaman modern, peralihan 
kekuasaan ijtihad individu yang mewakili mażhab 
tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah 
satu-satunya bentuk yang paling tepat bagi ijmā’. 
Hanya cara inilah yang dapat menggerakkan spirit 
dalam sistem hukum Islam yang selama ini telah 
hilang dari dalam tubuh umat Islam.563  Gagasan 
dan tawaran pemikiran Muhammad Iqbal ini perlu 
diapresiasi sekaligus dipertimbangkan dalam 
mencari model ijmā’ yang ideal di era modern ini. 
Karena mengubah ijmā’ menjadi sebuah lembaga 
legislatif yang aktif dan dinamis dengan prosedur 

 
562‘Abd Rabbih, Buhūṡ fi al-Adillah, h. 28. 
563Muhammad Iqbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, 

diterjemahkan oleh Osman Raliby dengan Pembangunan Kembali Alam 
Pikiran Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 233-234. Muhammad Iqbal, 
Rekonstruksi Pemikiran Islam Studi Tentang Kontribusi Gagasan Iqbal dalam 
Pembaruan Hukum Islam (T.Tp.: Penerbit Kalam Mulia, 1994), h. 86. 
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dan mekanisme yang terorganisir dengan baik 
untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang 
berbasis kesepakatan utuh yang stresingnya 
keberpihakan pada masyarakat, bangsa dan negara 
mutlak diperlukan dalam praktik dan realisasinya. 
Di samping itu, secara teknis, melalui lembaga 
legislatif ini para mujtahid (ulama), orang-orang 
yang berkompeten untuk mengambil kebijakan 
(birokrat), dan  para pakar dari berbagai bidangnya 
masing-masing (ilmuwan) dapat bekerjasama 
dengan aktif untuk bersama-sama melakukan 
ijtihad. 

Fazlur Rahman, gagasan dan pemikiran 
mengenai konteks ini secara prinsip hampir sama 
dengan Muhammad Iqbal. Hanya bedanya Rahman 
bertolak dari relasi ijmā’ dan taqnin sebagai dua 
lembaga syūrā yang saling berkaitan terutama 
dalam hal hukum. Ijmā’ merupakan proses dan 
produk syūrā masyarakat, sedangkan taqnin 
merupakan proses syūrā lembaga legislatif yang 
mengolah produk ijmā’ masyarakat menjadi ijmā’ 
yuridis (Undang-undang).564 Mengenai perubahan 
pada tingkat ijtihād-ijmā’ masyarakat merupakan 
masukan dan pertimbangan bagi legislatif untuk 
mengubah ijmā’ yuridis (perundangan) yang lama 
menjadi ijmā’ yuridis (perundangan) baru.565 Jika 
dipandang dari sisi ini, yakni sisi sosiologis (al-
ijtimā’iyyah) dan politis sebuah proses hukum 
(siyāsah asy-syar’iyyah), maka Fazlur Rahman 
kelihatannya berupaya membangun persepsi 
hukum Islam sebagai “hukum positif” dalam 
konteks negara nasional modern, yakni hukum 

 
564Ghufran A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi 

Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. 
ke 2, h. 146. 

565Ibid. 
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yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
muslim yang mengacu pada prisip-prinsip moral 
Islam yang disahkan melalui badan legislatif tingkat 
nasional. Namun demikian, Rahman kelihatannya 
tidak sependapat dengan Muhammad Iqbal dalam 
hal pelembagaan ijmā’. Menurutnya, ijmā’ adalah 
suatu proses organis dan sebagaimana sebuah 
organisme, ia berfungsi dan sekaligus tumbuh pada 
suatu saat ia memiliki fungsionalitas yang tinggi. 
Dalam pengertian seperti ini ia bersifat final, tetapi 
pada waktu yang sama ia juga mencipta, 
mengasimilasi dan memodifikasi unsur-unsur yang 
di luar dirinya. Oleh karena itu pembentukannya 
tidak dapat dilembagakan dalam bentuk yang 
manapun juga, dan tidak dapat dilakukan dalam 
suatu forum diskusi, ia lebih cendrung sebagai 
opini publik.566 

Berbeda dengan dua pemikir tersebut di atas, 
Abdullah Ahmed an-Na’im (Pemikir Modernis asal 
Sudan) menawarkan gagasan dan pemikirannya 
bahwa di era modern ini agar dapat dibentuk ijmā’ 
demokratis.567 Gagasan dan pemikirannya ini terlihat 
dilatarbelakangi oleh kritik tajam terhadap 
kerancuan ijmā’ dan otoritasnya di kalangan ulama 
tradisional, dan pada saat yang sama, ia juga 
membuat pertanyaan-pertanyaan (lihat h. 1 bab ini) 
yang bernada sebagai pembuka ke  arah ijmā’ 
demokratis yang memiliki semangat keadilan dan 
konstitusional. Ia mengatakan:  

Seperti, masyarakat manakah yang memenuhi 
syarat untuk menetapkan ijmā’ yang mengikat, dan 
bagaimana hubungan ijmā’ mereka dengan ijmā’ 
generasi yang lebih dahulu, generasi kini, dan 
generasi berikutnya.? Dapatkah ia dijelaskan, 

 
566Ibid., h. 143. 
567Abdullah Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic, h. 49. 
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misalnya, ijmā’ adalah konsensus komunitas politik 
umat Islam tertentu, katakanlah negara-bangsa, dan 
bahwa ia ditentukan oleh wakil-wakil yang dipilih 
atau melalui referendum komunitas tertentu.? Jika 
benar demikian, dapatkah ijmā’ demokratis produk 
komunitas politik modern menolak suatu konsep 
atau prinsip syari’ah berdasarkan ijmā’ umat Islam 
awal, khususnya generasi yang paling dini yang 
dianggap mempunyai otoritas agama yang kuat.? 
Inti dari pertanyaan-pertanyaan ini dan 
kemungkinan jawabannya adalah masalah alasan 
fundamental ijmā’, apakah ia didasarkan pada 
prinsip kedaulatan rakyat atau atas dasar asumsi 
otoritas, kesalehan, dan moralitas agama.?568 

Dari beberapa pertanyaan tersebut, an-Na’im 
kelihatannya menekankan perlunya membangun 
konsep ijmā’ demokratis yang mampu memelihara 
hak dan kewajiban setiap individu dan masyarakat 
sekiranya hukum publik Islam akan diaplikasikan 
dalam tataran politis. Hak dan kewajiban ini 
diberikan kepada seluruh warga negara tampa 
membedakan agama, budaya, dan ras. Mereka 
harus mempunyai hak yang sama dalam 
mempengaruhi rumusan dan penetapan kebijakan 
dan hukum publik. Oleh sebab itu, para pengambil 
kebijakan (ekskutif, legislatif, dan para yuris Islam) 
perlu menghilangkan sikap apologetik dan 
kemudian membangun filsafat politik kritis (critical 
plotical philosopy) yang berlandaskan keadilan dan 
demokrasi. 

Lebih lanjut an-Na’im juga dalam konteks 
negara-bangsa (nation state), menekankan perlunya 
membangun ijmā’ demokratis yang tidak hanya 
mengandalkan suara mayoritas sebagai standarnya, 
tetapi juga harus memberikan hak dan peluang 

 
568Ibid. 
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kaum minoritas, meskipun hanya satu orang yang 
menuntut untuk masuk ke dalam dan menjadi 
mayoritas.569  Pandangan ini secara politis logik, jika 
antara kaum mayoritas dan minoritas menjadi satu 
kesatuan yang terintegrasi dalam membangun dan 
mengaplikasikan ijmā’ demokratis dengan tanpa 
ada pemaksaan untuk meninggalkan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan, mempertimbangkan 
ras, dan jenis kelamin, maka pemeliharaan dan 
perlindungan terhadap hak dan kebebasan  yang 
bertujuan menghidari diskriminatif dapat 
diwujudkan bagi semua warga negara yang 
tentunya tunduk pada formal konstitusional. 

An-Na’im juga selanjutnya menawarkan agar 
umat Islam membangun ijmā’ level nasional dalam 
upaya mengantisipasi kebutuhan atas penyesuaian 
dan adaptasi dalam menjawab keadaan-keadaan 
yang terus berubah, memerlukan sebuah 
mekanisme dan prosedur untuk mengubah 
konstitusi. Jika mekanisme dan prosedur 
merumuskan secara formal, maka konstitusi dapat 
diubah secara hukum. Perubahan ini tidak lain 
tujuannya adalah untuk menjamin bahwa tujuan-
tujuan tidak dikalahkan oleh sarana, atau substansi 
tidak lenyap meskipun tetap mempertahankan 
bentuk formalnya.570 

Selain ijmā’ nasional, diperlukan juga 
terbangunnya ijmā’ internasional dalam upaya 
membangun kerjasama dalam rangka memelihara 
hak dan kebebasan manusia. Dalam konteks ini, an-
Na’im menawarkan  perlunya membangun wacana 
internal dalam sebuah budaya dan dialog lintas 
budaya di kalangan budaya-budaya dunia dalam 
rangka mengembangkan dan memperkuat dasar-

 
569Ibid., h. 164. 
570Ibid., h. 186. 
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dasar dialog lintas budaya yang bertujuan untuk 
mempertahankan standar Hak Asasi Manusia 
(HAM) Internasional. Dialog lintas budaya ini perlu 
bagi semua budaya utama dunia untuk 
menciptakan moralitas global dan kerangka kerja 
legal agar tidak terjadi dominasi suatu model 
budaya tunggal sebagai norma universal. Karena 
itu, kalau ada budaya lain masuk ke dalam budaya 
Islam jangan ditolak dengan serta merta, tetapi hal 
itu perlu dicermati dan dipertimbangkan. Kalaupun 
hal itu mesti diterima, maka bisa dijadikan sebagai 
instrumen analisis kritis bagi budaya Islam itu 
sendiri.571 

Dialog lintas budaya seperti di atas, era modern 
ini cukup penting untuk membangun peradaban 
dunia yang damai dan tidak terkooptasi dalam 
klaim budaya sendiri di masing-masing negara. 
Maksudnya, betapapun universalnya HAM 
Internasional yang ada pada saat ini, ia masih 
membutuhkan jastifikasi dan legitimasi budaya 
budaya dari masing-masing negara tersebut, 
sehingga nilai-nilai universal itu menjadi nyata dan 
konkrit dapat dinikmati oleh mereka yang 
melaksanakannya. Dalam konteks demikian ini, an-
Na’im menawarkan semacam peringatan, bahwa 
kita tidak boleh larut dalam pratikularitas itu, tetapi 
harus tetap mampu mengambil jarak, dalam arti 
mampu bersikap kritis dengan tetap berpijak pada 
nilai-nilai universal HAM seperti hak dan 

 
571Sebagai contoh, unsur demokrasi dari Barat, bukan unsur 

kapitalistiknya, karena hal itu merupakan aspek positif; Unsur sosial dari 
pengalaman Marxis, bukan ateis atau aspek totaliternya, karena hal itu 
juga merupakan aspek positif.; Umat Islam tidak perlu menerima 
humanisme Barat yang tidak memenuhi syarat, atau justru bertentangan 
prinsip-prinsip Islam. Lihat, Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na’im: 
Epistimologi Hukum Islam(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet. ke 1, h. 
196. 



422 
 

kebebasan itu.572  Tegasnya menurut dia, bahwa 
ijmā’ Internasional itu bisa berbentuk pertemuan 
dialog informal, seperti Non Govermental 
Organization (NGO) Internasional maupun NGO 
Nasional, atau pertemuan dialog formal antar 
negara tanpa memandang latarbelakangnya yang 
penting sama-sama memiliki komitmen terhadap 
kebaikan hidup manusia.573 

Dari gagasan dan pemikiran-pemikiran yang 
ditawarkan an-Na’im mengenai ijmā’ demokratis 
tersebut di atas, terlihat jelas adalah menggugat dan 
rekonstruksi konsep ijmā’ tradisional (versi asy-
Syāfi’i dan masa klasik) yang masih menjadi 
kontroversial dan hanya mengakomodasi 
kepentingan umat Islam dalam berbagai persoalan 
agama, mendekonstruksi pandangan para ulama 
(mujtahid) yang tidak membolehkan hasil ijmā’ 
terdahulu ditolak, atau diganti oleh ijmā’ yang 
datang kemudian, serta sekaligus menolak konsep 
ijmā’ yang hanya semata-mata mendasarkan pada 
otoritas individual dan teks agama. 

4. Qiyās 

a. Definisi Qiyās 
Secara etimologi, qiyās berarti mengukur 

sesuatu dengan sesuatu yang lain (taqdir asy-syai’ bi 
syai’in ākhar), seperti seseorang mengatakan saya 
mengukur pakaian dengan hasta (qastu as-ṡaubu bi 
az-żirā’) atau saya mengukur pakaian dengan 
meteran (qāsa as-ṡaubu bi al-mitr). Atau bisa berarti 
menyamakan sesuatu dengan yang sepadannya (at-
taswiyah bain asy-syai’aini).574 

 
572Ibid., h. 198. 
573Ibid. 
574Ibn Manẓῡr, Lisān al-‘Arab, Juz ke 6, h. 187. ‘Abd al-‘Aziz ‘Abad ar-

Rahman as-Sa’id, Ibn Qudāmah wa Ᾱṡāruh al-Uṣῡliyyah (Riyaḍ: al-
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Sedangkan secara terminologi, qiyās oleh jumhῡr 
al-uṣῡliyyin didefinisikan dengan redaksional yang 
berbeda, tetapi substansinya sama, sebagaimana 
beberapa terminologi di bawah ini:   
1) Abi al-Husain al-Baṣri al-Mu’tazili (w. 436 H) 

mendefinisikan qiyās dengan: 

الْفرَعِّْ   ِّى  ف الْاصَْلِّ  حكُْمُ  يلُْ  عِّندَْ  تَحصِّْ عِّل َّةِّالْحكُْمِّ  ِّى  ف ِّباَهِّهِّماَ  ِّشْت لا
ِّدِّ ُجتْهَ  الْم

Artinya:  “Menghasilkan (menetapkan) hukum 
pokok pada cabang karena keduanya 
terdapat kesamaan dalam ‘illat hukum 
menurut mujtahid”.575 

2) Abῡ Hāmid al-Gazāli (w. 505) mendefinisikan 
qiyās yaitu: 

 ْ ِّأَمرٍْ  حمَ لهَمُاَ أَوْ نفَْيهُُ عنَْهمُاَ ب ِّثبْاَتِّ حكُْمٍ  ِّى ا لُ معَلْوُمٍْ علَىَ معَلْوُمٍْ ف
فةٍَ اوَْ نفَْيهُمُاَ عنَْهمُاَ  ِّثبْاَتِّ حكُْمٍ وصَِّ  جاَمِّعٍ بيَنْهَمُاَ مِّنْ ا

Artinya:  “Membawa sesuatu yang telah diketahui 
kepada sesuatu yang diketahui pula 
dalam hal menetapkan hukum pada 
keduanya atau meniadakan hukum dari 
keduanya disebabkan ada hal yang sama 
antara keduanya dalam penetapan 

 
Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’ῡdiyyah, 1399 H/1979 M), Bagian kedua, 
h. 275.  

575Abi al-Husain al-Baṣri al-Mu’tazili, Kitāb al-Mu’tamad fi Uṣῡl al-
Fiqh (Damaskus: al-Ma’had al-‘Ilm al-Faransi li ad-Dirāsah al-‘Arabiyyah, 
1385 H/1965 M), Juz ke 2, h. 697.    
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hukum atau sifat, atau meniadakan 
keduanya (hukum dan sifat)”.576 

3) Al-Qāḍi al-Baiḍāwi (w. 685 H) mendefinisikan 
qiyās: 

ِّثْ  عِّل َّةِّ  ا ِّى  ف ِّراَكِّهِّماَ  ِّسْت لا اخَرٍَ  معَلْوُمٍ  ِّى  ف معَلْوُمٍْ  حكُْمٍ  مِّثلُْ  باَتُ 
ِّتِّ   الْحكُْمِّ عِّندَْ المثَبْ

Artinya:  “Menetapkan semisal hukum yang 
diketahui pada sesuatu lain yang 
diketahui, karena keduanya terdapat 
kesamaan pada ‘illat hukum menurut 
mujtahid yang menetapkan”.577 

4) Ibn as-Subki (w. 771 H) mendefinisikan qiyās: 

َامِّلِّ  ِّهِّ عِّندَْ الْح ِّى عِّل َّةِّ حكُمْ ِّهِّ ف ِّمسُاَواَت  حمَلُْ معَلْوُمٍْ علَىَ معَلْوُمٍْ ل
Artinya:  “Membawa sesuatu yang diketahui 

kepada sesuatu yang diketahui pula   
karena terdapat kesamaan dalam ‘illat 
hukumnya menurut (mujtahid) yang 
menghubungkan”.578 

5) Ibn Qudāmah (w. 671 H) mendefinisikan qiyās: 

جاَمِّعٍ بيَنْهَمُاَ  ِّى حكُْمٍ بِّ  حمَلُْ فرَعٍْ علَىَ أَصْلٍ ِّف
Artinya: “Membawa (menghubungkan) cabang 

kepada pokok dalam hukum  karena ada 

 
576Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 394. 
577‘Al-Kāfi as-Sabki, al-Ibhāj, Juz ke 3, h. 3.  
578Ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawāmi’, Jld. ke 2, h. 202.  
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kesamaan (‘illaht hukum) antara 
keduanya”.579 

Dari kelima terminologi qiyās tersebut di 
atas, jika dianalisis secara kritis dapat 
dinyatakan bahwa hakikat qiyās adalah 
penganalogian dan penetapan hukum pokok 
kepada cabang (kasus hukum yang terjadi) 
karena terdapat kesamaan ‘illah al-hukmi-nya. 
Penganalogian tidak bisa dilakukan dalam 
kasus apa pun jika  ‘illah al-hukmi-nya tidak ada 
kesamaan. Jika dalam proses istinbaṭ hukum 
dilakukan dengan tidak bertolak dari prinsip-
prinsip qiyās, maka proses itu tidak akan 
menghasilkan penganalogian yang benar, dan 
hasilnya akan terkualifikasi pada qiyās fāsid atau 
qiyās ma’a al-fāriq. Analisis ini sesungguhnya 
tantangan bagi para mujtahid dalam penerapan 
qiyās terhadap kasus-kasus hukum Islam yang 
terjadi kini dan yang akan datang.  

b. Unsur-Unsur Qiyās (arkān al-Qiyās)  
Bertolak dari terminologi-terminologi qiyās di 

atas, pada prinsipnya terdapat kesamaan makna, 
bahwa qiyās terbangun atas empat unsur: 1) Pokok 
(al-aṣl) yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan 
oleh asy-Syāri dalam naṣ, oleh uṣῡliyyin sering  
disebut dengan maqis ‘alaih atau  musyabbah bih. 2) 
Cabang (al-far’), yang ketentuan hukumnya belum 
ditetapkan oleh asy-Syāri’ dalam naṣ dengan jelas, 
yang disebut dengan maqis atau musyabbah. 3) 
Hukum pokok (hukm al-aṣl), hukum yang telah 
disebutkan asy-Syāri’ dalam naṣ yang akan 
diaplikasikan pada cabang, karena terdapat 
kesamaan (keserupaan) ‘illah hukumnya. 4) ‘Illah (al-

 
579 ‘Abd ar-Rahman as-Sa’id, Ibn Qudāmah, h. 144..  
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‘illah al-hukm), yaitu ‘illah hukum yang ada pada aṣl, 
terlihat pula ada pada far’.580 

Al-Gazāli, dari masing-masing unsur tersebut 
menetapkan persyaratan-persyaratan yang mesti 
dipenuhi,581 sebagai berikut: 
1) Bagi pokok (aṣal), disyaratkan: (1) Hendaklah 

merupakan masalah yang sudah tetap, dan jelas 
dari naṣ, karena sebagai tempat 
menganalogikan (al-maqis ‘alaih). (2) Hendaklah 
ketetapan hukum itu dari asy-Syāri’, bukan 
sebagai sandaran qiyas dari hasil ketetapan 
ijtihad. (3) Hendaklah mempunyai causa  legis 
(‘illah al-hukm) yang menjelaskan hukum syara’. 
(4) Pokok (al-aṣl) itu bukan cabang (al-far’) dari 
pokok yang lain.   (5) Caula legis (‘illah al-hukm) 
yang ada pada pokok (al-aṣl) bisa dibuktikan 
dengan jelas, tidak samar (gair al-wāḍih). (6) 
Hukum pokok (hukm al-aṣl) tidak boleh berubah 
dengan penentuan causa legis. (7) Pokok (al-
aṣl)tidak boleh ke luar dari aturan qiyas. Jika ke 
luar dari aturan qiyās, maka ia tidak boleh 
dijadikan sebagai tempat penganalogian cabang 
(al-maqis ‘alaih).  

Dari tujuh persyaratan bagi aṣl yang 
dikemukakan al-Gazāli ini kalau dilihat dari 
persyaratan yang dikemukakan oleh Jumhῡr al-
uṣuliyyin, Zakaria al-Barri misalnya, ia hanya 
menetapkan tiga syarat bagi aṣl, yaitu, pertama, 
hukum aṣl hendaknya ditetapkan oleh al-Kitāb, 
as-sunnah, atau al-ijma’; Kedua, berdasarkan 
causa legis  yang dapat diterima oleh akal 
(ma’qῡl al-ma’nā); Ketiga, hukum aṣl bukanlah 
hukum yang berlaku khusus,582 apabila 

 
580Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 453. Al-Kāfi as-Sabki, al-Ibhāj, h. 37. 
581Al-Gazāli, al-Mustasfa, h. 453-455. 
582Zakaria al-Birri, Masadir al-Ahkam, h. 105-107.   
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diperhatikan secara kritis, hanyalah 
pengulangan dan mencakup persyaratan bagi 
hukum pokok. Karena Jumhῡr al-uṣῡliyyin tidak 
membedakan persyaratan bagi aṣl dan hukum 
aṣl. Karena itu, apa yang disebutkan al-Gazāli 
sebagai persyaratan bagi aṣl sudah termasuk 
persyaratan bagi hukum aṣl.Reasoning-nya, 
bahwa persyaratan yang dikemukakan oleh 
Jumhur al-uṣῡliyyin bagi aṣl sudah mencakup 
hukum aṣl. Sebab, pada aṣl itu sudah terdapat 
ketentuan hukum dari naṣ yang akan 
diberlakukan pada cabang (al-far’).  Jadi, bagi aṣl 
dan hukum berlaku persyaratan yang sama. 
Oleh karena itu, persyaratan yang dikemukakan 
oleh al-Gazāli tanpak hanyalah sebagai 
pengulangan, bukan sebagai persyaratan yang 
rinci dan tersendiri. 

2) Bagi cabang (al-far’), disyaratkan: (1) Al-far’ 
hendaknya mempunyai causa legis yang sama 
dengan aṣl. (2) Al-far’ tidak boleh mendahului 
aṣl dalam konteks istinbaṭ hukum. (3) Tidak  
boleh terjadi perbedaan hukum antara far’ 
dengan aṣl. (4) Hendaklah hukum yang 
diberlakukan pada far’ itu hukum yang telah 
ditetapkan oleh naṣ. (5) Al-far’ bukanlah 
persoalan yang sudah dijelaskan oleh  naṣ, 
karena ia adalah ppermasalahan yang akan 
dicari ketetapan hukumnya melalui qiyās.  

Mengkritisi persyaratan  al-far’ yang 
dikemukakan oleh al-Gazali tersebut, bila 
dikomparasikan dengan persyaratan yang 
dikemukakan oleh Jumhῡr al-uṣῡliyyin, yaitu far’ 
bukanlah persoalan yang sudah dijelaskan 
hukumnya oleh naṣ, antara far’ dan aṣl 
mempunyai kesamaan pada causa legis-nya, dan 
far’ tidak boleh mendahului aṣl dalam 
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penetapannya,583 maka secara prinsipil tidaklah 
terdapat perbedaan yang mendasar. Uṣῡliyyin 
menetapkan tiga persyaratan bagi far’, 
sementara al-Gazāli menambahkan dua 
persyaratan dari yang tiga syarat  seperti di 
atas, yaitu antara far’ dan aṣl tidak boleh terjadi 
perbedaan hukum dalam jenisnya, dan hukum 
yang diberlakukan pada far’ harus berdasarkan 
ketetapan naṣ, secara substansial sudah 
tercakup dalam tiga syarat lainnya. Karena 
menganalogikan suatu persoalan yang tidak 
ada naṣ-nya dengan persoalan yang sudah ada 
ketentuan hukumnya dari naṣ, secara otomatis 
antara keduanya harus berlaku jenis hukum 
yang sama. Jika  demikian ini yang 
dimaksudkan oleh al-Gazāli, maka penambahan 
dua persyaratan tersebut tidaklah berarti 
signifikansinya.  

3) Hukum aṣl dan persyaratannya. Menurut 
pemikiran al-Gazāli bahwa hukum aṣl sebagai 
hukum syara’ yang qaṭ’iy dan langsung dari naṣ, 
bukun hukum yang penetapannya berdasarkan 
ijtihad. Karena itu, ia menekankan bahwa 
hukum yang ditetapkan berdasarkan akal 
(ijtihad) dengan berbagai pendekatannya tidak 
bisa ditetapkan dengan qiyās. Misalnya, tidak 
boleh menetapkan nama al-khamar bagi nabiz 
(anggur perasan), zina bagi al-liwath (homo 
seksual), pencurian bagi al-nabasy (menggali 
makam untuk mengambil sesuatu dari mayit), 
dan al-khālit (bercampur) bagi al-jarr (mengalir) 
melalui pendekatan qiyās.584 Menurutnya, dalam 
istilah tradisi Arab, khamar yaitu sesuatu yang 

 
583Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, h. 235-236. Muhammad al-

Khudari Biek, Usul al-Fiqh,h. 297.  
584Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 459.  
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diproses dengan pe-ragi-an,  tetapi tidak berarti 
berlaku bagi setiap benda yang diproses dengan 
peragian. Al-fars (kuda), digunakan untuk 
warna hitam, tetapi tidak berarti semua yang 
berwarna hitam bisa dikatakan al-fars. Tegas 
kata, bahwa apa saja yang tunduk dan 
dihasilkan berdasarkan ijtihad (nalar akal), 
tidak boleh dikembangkan berdasarkan qiyās.585 

Gambaran persyaratan bagi hukum aṣl yang 
dikemukakan al-Gazāli ini, apabila dikritisi 
sebenarnya sudah tercakup dalam salah satu 
persyaratan bagi aṣl. Jadi tanpak terjadi 
pengulangan saja dari yang telah disebutkan 
sebelumnya. Berbeda dengan Jumhur al-
uṣῡliyyin, mereka tidak memisahkan 
persyaratan bagi aṣl dan hukum aṣl, karena 
keduanya dipandang sebagai satu kesatuan 
yang tak terpisahkan. Secara pasti tidak 
ditemukan argumentasi al-Gazāli memisahkan 
persyaratan antara aṣl dan hukum aṣl. 

4) Causa legis (‘illah al-hukm). Untuk persyaratan 
yang disebutkan terakhir ini, di kalangan para 
pakar metodologi hukum Islam klasik jauh 
berbeda kuantitasnya dibandingkan dengan 
persyaratan ‘illah hukum yang dikemukakan 
oleh para pakar metodologi hukum Islam 
kontemporer. Di antaranya,  Abῡ Hāmid al-
Gazāli (w. 505 H) menetapkan delapan (8) 
persyaratan bagi sah-nya sebuah ‘illah: (1) ‘Illah  
boleh dalam bentuk hukum (al-‘illah hukman), 
seperti batal menjual khamar dengan ‘illah 
haram menggunakannya karena najis. (2) ‘Illah 
harus berupa sifat yang bisa dicerna oleh indra 
(waṣfan mahsῡsan) dan dapat diketahui dengan 
jelas, seperti kesulitan, keadaan belum dewasa, 

 
585Ibd. 
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atau perbuatan orang-orang mukallaf seperti 
membunuh (al-qatl), mencuri (as-sariqah), atau 
sifat itu sendiri yang tersusun dari beberapa 
macam sifat. (3) ‘Illah bisa relevan (al-
munāsabah) atau tidak relevan dengan 
penetapan hukum, yang penting ‘illah itu 
mengandung  kemaslahatan. (4) ‘Illah harus 
didukung oleh dalil atas ke-sah-annya, karena, 
apabila tidak demikian, maka 
penganalogiannya batal. (5) ‘Illah tidak boleh 
didasarkan pada dalil akal, karena ‘illah itu 
sendiri sesuatu yang berkaitan dengan hukum 
syara’ yang disyari’atkan oleh asy-Syāri’, mesti 
ada relevansi dengan hukum tersebut. (6) ‘Illah 
tidak  kontradiksi dengan naṣ, atau ijmā’. (7) 
‘Illah tidak boleh kontradiksi  dengan pendapat 
sahabat (qaul as-ṣahābah), karena kalangan 
sahabat yang mesti diikuti dalam praktik 
istinbaṭ hukum.  (8) ‘Illah yang terdapat dalam 
pada hukum-hukum cabang (al-far’iyyah) 
eksistensinya bersifat ẓanniyyah, tidak 
qaṭ’iyyah.586 

Ibn as-Sabki (w. 771 H) menetapkan 
sepuluh persyaratan ‘illah: (a) ‘Illah itu 
merupakan sifat yang esensial (waṣfan 
haqiqiyyan) yang eksistensinya dapat 
dirasionalisasi. (b) ‘Illah itu sesuatu yang jelas 
(ẓāhiran) dan dapat dipastikan eksistensinya. (c) 
‘Illah itu sesuatu yang dapat diukur 
eksistensinya (munḍabiṭan). (d) ‘Illah itu sesuatu 
yang bersifat universal yang di dalamnya 
mencakup hikmah dalam kaitannya dengan 
aplikasi hukum kepada subyek hukum (al-
mukallaf). (e) Sifat ‘illah yang mengandung 
hikmah tersebut dapat dipastikan dalam 

 
586Ibid.,h. 476.  
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aplikasinya. Misalnya, boleh berbuka puasa 
bagi para musafir merupakan hikmah untuk 
menghindari kesulitan (masyaqqah) dari mereka. 
Tetapi, masyaqqah itu sendiri dalam realias 
praktiknya dapat berubah dan berbeda untuk 
setiap orang dan keadaan. Orang yang 
bepergian dengan menggunakan pesawat 
terbang, akan berbeda dengan yang menaik 
mobil, dan andong. Namun demikian, 
prinsipnya sesuatu yang dijadikan ‘illah yang 
mengandung hikmah tersebut dapat dipastikan 
eksistensinya. (f) ‘Illah itu tidak boleh sesuatu 
yang abstrak (‘adami) dalam penetapan hukum. 
(g) ‘Illah itu sesuatu yang dapat diterima dari 
apa saja yang menjadi nama sesuatu (ism al-
laqab, misalnya). (h) ‘Illah tidak boleh dalam 
penetapannya diakhirkan seudah hukum pokok 
(hukm al-ashl). Sebab, ‘illah merupakan suatu 
sifat yang mendorong (al-ba’its) atau yang 
memberitahukan (al-mu‘arrif) adanya hukum, 
maka  eksistensinya tidak dibelakangkan 
sesudah hukum. (i) ‘Illah tidak boleh 
kontradiksi dengan nash, atau ijma’, baik dari 
segi keumumannya maupun kekhususannya. (i) 
Tidak boleh ada dalil yang menghalangi 
cakupan ‘illah pada furu’, baik dari segi 
keumumannya maupun kekhususannya.587 

Sedangkan asy-Syaukani (w. 1250 H) 
menetapkan persyaratan ‘illah sebanyak 24 
syarat, 588 sebagai berikut:  

‘Illah itu harus mempunyai implikasi pada 
hukum (mu’astirah fi al-hukm); Jika tidak 

 
587Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami,, Jld. ke 2,h. 234-250.  
588Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, h. 182. Asy-Syaukani, Fath al-Qadir 

al-Jami’ baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min ‘Ilm at-Tafsir (Bairut: Dar 
al-Fikr, 1973), Juz ke 5, h. 278-279. Zaki ad-Din Sya’ban, Ushul al-Fiqh, h. 
141.   
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pempunyai implikasi pada hukum, maka tidak 
boleh dijadikan ‘illah. (2) ‘Illah itu harus sifat 
yang pasti (washfan dhabithan) yang mempunyai 
implikasi bagi hikmah yang dimaksudkan oleh 
asy-Syari’. (3) ‘Illah harus sifat yang jelas nyata 
(zhahirah jaliyyah). (4) ‘Illah tidak boleh 
kontradiksi dengan nas dan ijma’ (la yuradduha 
nash wa la ijma’). (5) ‘Illah tidak boleh 
kontradiksi dengan ‘illah yang lebih kuat (al-‘ilal 
ma huwa aqwa minha), ‘illah yang lebih kuat itu 
harus didahulukan. (6) ‘Illah harus umum 
hukumnya, tidak boleh ada pengecualiannya 
(mutharrad). (7) ‘Illah tidak boleh bersifat abstrak 
(al-washf ‘adami). (8) ‘Illah tidak boleh ada pada 
dirinya saja, tetapi harus ada pada yang lainnya 
(al-‘illah al-muta’addiyyah). (9) Hendaknya sifat 
‘illah itu dapat diterima sebagai sifat yang sah 
untuk ‘illah (an yantafiya al-hukm biintifa’ al-
‘illah). (10) ‘Illah pada hukum pokok benar-
benar ada, dan sebagai tempat bergantungnya 
‘illah pada furu’ (awshafuha musallamah aw 
madlulan ‘alaiha). (11) Menurut dugaan kuat 
bahwa hukum itu tidak ada apabila ‘illah-nya 
tidak ada. (12) ‘Illah tidak boleh memastikan 
hukum pada furu’, sedangkan pada ashl 
terdapat ‘illah yang lain (mujibah li al-far’ hukman 
wa li al-ashl hukman akhar ghairah). (13) Tidak 
boleh ‘illah itu menghasilkan dua hukum yang 
saling kontradiksi (lihukmain mutadhadain). (14) 
Tidak boleh ‘illah itu terlambat ditetapkan dari 
‘illah yang ada pada hukum ashl (an la yata’akh-
khar stubutiha ‘an stubuti hukm al-ashl). (15) 
Hendaknya sifat ‘illah itu betul-betul konkret 
(nyata) (al-washf mu’ayyanan). (16) Hendaknya 
penetapan ‘illah itu berdasarkan syara’ (istbatuha 
syar’iyyan). (17) Tidak boleh sifat ‘illah itu 
terbatas (washfan miqdaran). (18) ‘Illah yang 



433 
 

ditemukan melalui penalaran (mustanbathah) 
tidak boleh membatalkan hukum ashl (la turja’ 
‘ala al-ashl biibthalih aw ibthali ba’dhih). (19) ‘Illah 
yang mustanbathah tidak boleh kontradiksi 
dengan ‘illah yang lain sehingga hukum yang 
dihasilkannya akan kontradiksi pula (la 
bimu’aridhi manafi maujud fi al-ashl). (20) ‘Illah 
yang mustanbathah tidak boleh mengandung 
unsur tambahan hukum yang tidak ditetapkan 
nas (ay hakaman ghairu ma astbatah an-nash). (21) 
‘Illah tidak boleh kontradiksi dengan ‘illah yang 
lain sehingga dapat menghilangkan hukumnya 
(mu’aradhah li’illatin ukhra). (22) Apabila ada 
syarat pada ashl, ‘illah tidak boleh 
menghilangkan syarat itu (la yajuz an takuna al-
‘illah mujibah liizalah zalika asy-syarth). (23) Tidak 
boleh sifat yang menunjukkan ‘illah pada ashl 
digunakan pada furu’ apabila ‘illah itu tidak 
diperlukan (li al-istighna’). (24) Tidak boleh ‘illah 
itu menguatkan qiyas yang semestinya tidak 
digunakan (la takun mu’ayyadah liqiyasin ashl 
manshushin ‘alaih). 

Persyaratan-persyaratan ‘illah yang telah 
dikemukakan oleh para pakar metodologi 
hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa 
persyaratan yang ditetapkan oleh asy-Syukāni 
(24 macam) ternyata lebih banyak bila 
dibandingkan dengan persyaratan yang 
ditetapkan oleh al-Gazāli (8 macam), dan 
sepuluh (10 macam) persyaratan yang 
ditetapkan oleh Ibn as-Sabki. Apabila dikritisi 
secara cermat dari masing-masing persyaratan 
‘illah yang ditetapkan tiga pakar uṣῡl al-fiqh 
klasik tersebut, terlihat adanya perbedaan dari 
segi term, kuantitas, dan penempatan 
pembahasan. Al-Gazāli (w. 505 H), menetapkan 
delapan (8) persyaratan ‘illah tersebut, secara 
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kritis barangkali lebih tepat dikatakan sesuatu 
yang bisa menjadi alternatif ‘illah, karena dari 
delapan itu yang konkrit logik hanya nomor 1 
dan 2, yakni ‘illah boleh dalam bentuk hukum, 
dan harus bisa ditangkap dengan panca indra, 
yang berarti sesuatu yang abstrak tidak bisa 
dijadikan ‘illah. Kemudian, dengan sebanyak 
delapan persyaratan dimaksud 
mengindikasikan ‘illah terkesan rumit, dan rigid 
(kaku), tidak sederhana tetapi pasti. Kajian ‘illah 
pun oleh al-Gazāli ditempatkan ke dalam 
bahasan unsur qiyās (arkān al-qiyās) dan 
persyaratan masing-masing unsur, belum 
dalam suatu bab (pasal) tersendiri. Demikian 
juga halnya Ibn as-Sabki (w.771 H) menetapkan 
sepuluh (10) persyaratan ‘illah, secara prinsip 
tidak jauh berbeda dengan al-Gazāli, terkesan 
rumit, dan rigid, karena terlalu banyak 
alternatif sehingga dalam aplikasinya, apabila 
tidak ada persyaratan yang pertama, maka 
menggunakan dan berpegang pada persyaratan 
yang kedua, dan begitu seterusnya. Apatah lagi 
bila mengacu pada persyaratan yang ditetapkan 
oleh asy-Syaukani (w. 1250 H) berjumlah 24 
persyaratan, justru lebih ketat, dan rigid, serta 
tidak menunjukkan aplikatif. Padahal secara 
kritis, tampak terjadi pengulangan atau 
tumpang tindih antara satu syarat dengan 
syarat yang lain.  

Berbeda halnya dengan para pakar 
metodologi hukum Islam kontemporer, mereka 
menetapkan persyaratan ‘illah lebih konkrit, dan 
aplikatif, meskipun terdapat perbedaan dari 
segi kuantitas. Muhammad Abu Zahrah (w. 
1974 M) menetapkan lima (5) persyaratan bagi 
‘illah sebagai berikut: (a) ‘Illah hendaknya 
berupa sifat yang jelas (washfan zhahiran), 
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sehingga diduga kuat dialah (‘illah) yang 
menjadi argumen penetapan hukum. Seperti, 
pengakuan seorang bapak, merupakan ‘illah 
penetapan nasab seorang anak. (b) ‘Illah 
hendaknya berupa sifat yang dapat diukur dan 
pasti (mundhabithan), tidak berubah disebabkan 
perubahan situasi dan kondisi, atau orang yang 
menetapkannya, seperti mabuk (al-iskar) 
menjadi ‘illah diharamkannya menuman keras 
(al-khamr). Kalaupun mabuk-mabukan itu 
menjadi tradisi suatu komunitas masyarakat, 
tetap secara substansi hukum sebagai minuman 
yang diharamkan, meskipun juga al-khamr 
dalam kondisi tertentu diminum tidak 
memabukkan. (c) ‘Illah hendaknya relevan atau 
adanya keserasian (munasibah aw mula’imah) 
antara hukum dan sifat yang dijadikan ‘illah, 
seperti membunuh dalam suatu kasus 
pembunuhan menjadi ‘illah yang relevan atau 
serasi untuk seorang anak (al-warits) yang 
membunuh orang tuanya (al-mauruts) dengan 
tidak mendapatkan hak warisnya. (d) ‘Illah 
merupakan sifat yang tidak saja ada pada 
hukum pokok (al-ashl), tetapi hendaknya ada 
pada hukum lain (furu’), seperti ‘illah al-iskar 
dalam al-khamr terdapat juga dalam rupa-rupa 
minuman keras wiski, brendi, bir bintang, bir 
hitam, dan minum-minuman yang 
semacamnya, karena unsur memabukkan 
dalam rupa-rupa minuman tersebut juga ada. 
Oleh karena itu antara al-khamr dan wiski dan 
yang semacamnya hukumnya sama-sama 
diharamkan untuk dikonsumsi. (e) ‘Illah tidak 
boleh ditetapkan pembatalannya oleh dalil yang 
lain, seperti kafarat yang harus dibayarkan oleh 
seorang raja yang mensetubuhi isterinya di 
siang hari bulan ramadhan, ditetapkan oleh 
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seorang hakim dengan berpuasa enam puluh 
hari, tidak dengan memerdekakan hamba 
sahaya, di mana berdasarkan nash (hadis) 
secara kronologis sanksi untuk kasus dimaksud 
adalah memerdekakan hamba sahaya, 
memberikan makan 60 orang miskin, dan 
berpuasa selama 60 hari.589 

‘Abd al-Wahāb Khallāf (w. 1956 M) 
menetapkan empat (4) persyaratan ‘illah: (1) 
‘Illah hendaknya merupakan sifat yang jelas 
(washfan zhahiran). Jika ‘illah itu jelas,  pasti, dan 
dapat diterima oleh akal secara logik, maka 
dapat diambil konklusi untuk menyamakannya 
dengan ashl (hukum pokok). (2) ‘Illah 
hendaknya sifat yang pasti dan dapat diukur 
(washfan mundhabithan). Jika eksistensi ‘illah itu 
pasti dan dapat diukur di samping dapat dilihat 

 
589Abῡ Zahrah, Ushul al-Fiqh, h. 238-241. Untuk lebih jelasnya 

diinformasikan bahwa Abdurrahman bin al-Hakim salah seorang 
penguasa (raja) di Andalusia (Spanyol) melakukan persetubuhan dengan 
isterinya pada siang hari di bulan ramadhan. Kemudian, ia sadar dan 
menyesali atas perbuatan yang dilakukannya, lalu ia mengumpulkan 
para pakar hukum Islam dan meminta fatwa kepada mereka tentang 
kafarat apa yang mesti dilakukan sebagai konsekuensi dari perbuatan itu. 
Seorang Hakim Agung, al-Qadhi Yahya bin Yahya al-Laits berdasarkan 
ijtihadnya menetapkan bahwa kafarat yang cocok untuk raja yang 
melakukan kesalahan tersebut adalah berpuasa dua bulan secara 
berturut-turut. Al-Qadhi menetapkan fatwa itu  atas dasar kemaslahatan, 
ia tidak mendahulukan kriteria sanksi yang pertama dengan 
memerdekakan hamba sahaya sebagaimana ketetapan dalam nash. 
Menurutnya, memerdekakan hamba sahaya sebagai sanksi hukum tidak 
akan mampu menghormati bulan ramadhan dan menjalankan ibadah 
puasa, karena bagi para raja (penguasa) akan sangat mudah kalau hanya 
memerdekakan hamba sahaya, karena kondisi kehidupan dan finansial 
yang dimilikinya jauh lebih berkecukupan. Oleh karena itu, keharusan 
berpuasa dua bulan (60 hari) secara beruturt-turut merupakan sanksi 
yang tepat dan dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum 
itu sendiri (maqashid asy-syari’ah). Lihat, Zaki ad-Din Sya’ban, Usul al-Fiqh, 
h. 171. Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, h. 281. At-Turki, Ushul Mazhab al-Imam 
Ahmad, h. 438.  
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pada furu’ adanya kesamaan dengan yang ada 
pada ashl, kalaupun adanya perbedaan tidak 
terlalu relatif jauh, maka akan sangat 
memungkinkan untuk diambil konklusi pada 
kedua persoalan itu (antara ashl dan furu’), 
karena terdapat kesamaan ‘illah pada keduanya. (3) 
‘Illah hendaknya merupakan sifat yang relevan 
(washfan munasiban), atau sesuai untuk 
dijadikan pijakan dasar dalam merealisir tujuan 
penetapan hukum, adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dan 
hal ini sangat bergantung pada korelasi antara 
hukum dengan sifat (‘illah) yang dimaksudkan. 
(4) ‘Illah hendaknya merupakan sifat yang tidak 
saja ada terbatas pada ashl, tetapi juga ada pada 
permasalahan lain (furu’) (an la takun washfan 

qashiran ‘ala al-ashl). Sebab, ‘illah yang ada pada 
ashl ini akan dijadiakan standar bagi ‘illah yang 
ada pada persoalan lain (furu’). Jika dalam 
kenyataannya ‘illah tidak ditemukan pada furu’, 
maka tidak dapat dijadikan sebagai tempat 
ditegakkannya qiyas, karena ‘illah itu sendiri 
merupakan salah satu rukun dari qiyas.590 

Berbeda halnya dengan Muhammad al-
Khuḍari Bik (w. 1930 M), ia menetapkan 
delapan (8) persyaratan, tetapi sebelumnya ia 
mengemukakan penegasan bahwa persyaratan 
‘illah yang telah disepakati oleh para pakar uṣῡl 
al-fqih hanya ada tiga (3) syarat, yaitu ‘illah 
harus jelas (aẓ-ẓuhῡr), pasti dapat diukur 
(inḍibāṭ), dan harus relevan (al-munāsabah) 
dengan pensyari’atah hukum, atau dengan 
hikmah.  Kemudian, ia kemukakan delapan (8) 
persyaratan ‘illah yang masih menjadi 
perdebatan eksistensinya di kalangan para 

 
590Abd al-Wahhāb Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh,h. 68-70.  
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pakar uṣῡl al-fiqh, sebagai berikut: (a) Tidak 
boleh hukum bersifat ada lagi konkrit (wujῡdi), 
sedangkan sifat yang dijadikan ‘illah hukum 
bersifat abstrak (‘adami). (b) Tidak boleh ‘illah 
itu hanya terbatas ada pada suatu naṣ atau aṣl 
saja (qāṣirah), sedangkan pada kasus hukum 
yang lain (furu’) yang dianalogikan pada aṣl, 
tidak ada, baik ‘illah itu manṣῡṣah maupun 
mustanbaṭah. (c) Tidak boleh ‘illah terjadi 
kontradiksi dengan hukum (an-naqḍ tukhālif al-
hukm), baik yang telah ditetapkan oleh naṣ, atau 
pun ijmā’. Tetapi, antara keduanya harus 
relevan dan serasi. (d) Tidak boleh ‘illah 
kontradiksi dengan hikmah hukum (naqḍ al-
hikmah). (e) ‘Illah itu harus bersifat utuh dan 
berlaku secara timbal balik (mun’akasah), karena, 
apabila ada ‘illah, maka hukumnya ada, dan 
sebaliknya, apabila ‘illah-nya tidak ada, maka 
hukumnya pun hilang, tidak ada. (f) ‘Illah tidak 
boleh datang belakangan dari hukum aṣl 
(muta’akhkhirah ‘an hukm al-aṣl). Hukumnya 
telah ada, dan baru kemudian ‘illah datang 
belakangan. (g) ‘Illah tidak boleh membuat batal 
hukum aṣl (ibṭāl hukm al-aṣl). Jika ‘illah itu di-
istinbat-kan dari naṣ (hukum aṣl), maka ia tidak 
boleh menambah naṣ itu sendiri. (h) Tidak boleh 
‘illah menetapkan hukum pada furu’ 
menghasilkan hukum yang kontradiksi dengan 
naṣ, atau ijmā’ (yukhālifu naṣṣan aw ijmā’an fih).591 

Persyaratan ‘illah yang telah dikemukakan 
oleh tiga pakar uṣῡl al-fiqih kontemporer 
tersebut di atas, apabila dicermati satu sama 
lain secara komparatif, maka terlihat segi-segi 
persamaan dan perbedaannya. Tiga persyaratan 
pertama yang dikemukakan oleh al-Khuḍari 

 
591Muhammadal-Khudhari Bik, Usul al-Fiqh,h. 319-325. 
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Bik, jumhῡr al-uṣῡliyyin) telah sepakat 
eksistensinya, termasuk Abῡ Zahrah, dan ‘Abd 
al-Wahhāb Khallāf. Inilah dari segi 
persamaannya. Sedangkan dari segi 
perbedaannya terlihat pada delapan 
persyaratan ‘illah berikutnya dari al-Khuḍari Bik 
menjadi perdebatan yang panjang sesuai 
dengan pendekatan yang digunakan masing-
masing. Menurut al-Khuḍari, syarat ‘illah yang 
keempat yang dikemukakan oleh Khallāf itu 
hanya sebagai syarat tambahan. Jika hal ini 
yang menjadi pegangan, maka ‘illah terkesan 
lebih sempit, dan sebaliknya, jika dilihat dari 
tiga syarat pertama yang dikemukakan al-
Khuḍari Bik, maka ‘illah terlihat lebih luas.  
Demikian juga apabila dibandingkan antara 
persyaratan yang dikemukakan oleh Khallāf, 
dan al-Khuḍari Bik  dengan persyaratan ‘illah 
yang dikemukakan Abῡ Zahrah di atas, tampak 
Zahrah lebih ketat dan rigid (kaku) dari yang 
dikemukakan Khallāf. Tetapi lebih agak longgar 
dari persyaratan yang dikemukakan al-Khuḍari 
Bik.  Khallāf, hanya mengemukakan empat 
persyaratan ‘illah, sedangkan Zahrah 
mengemukakan lima persyaratan ‘illah, 
salahsatunya (syarat yang kelima) ‘illahmulgah 
menjadi persyaratan, dalam arti, ‘illah tidak 
boleh ditetapkan pembatalannya oleh dalil yang 
lain. Sementara Khallāf, tidak menjadikan 
‘illahmulgah sebagai salahsatu persyaratan ‘illah.   

Selain tiga pakar uṣῡl al-fiqh kontemporer 
tersebut di atas, ternyata banyak para pakar 
uṣῡl al-fiqh berikutnya yang mengkaji 
persyaratan ‘illah hukum terus bermunculan, 
meskipun terlihat hanya bersifat menetapkan 
yang telah ada, menguatkan, dan 
mengomentari lebih spesifik lagi. Misalnya, 
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Abd al- Karim Zaidan menetapkan lima (5) 
persyaratan ‘illah tampaknya tidak jauh berbeda 
dengan apa yang telah ditetapkan oleh Abῡ 
Zahrah. Lima (5) persyaratan itu: (1) ‘Illah itu 
harus sifat yang jelas (waṣfun ẓāhirun). (2) ‘Illah 
itu harus pasti dan terukur (waṣfun munḍabiṭun). 
(3) ‘Illah itu harus berupa sifat yang relevan 
(waṣfun munāsibun) dengan hikmah hukum. (4) 
‘Illah itu harus sifat yang tidak saja ada hanya 
pada aṣl, terapi juga harus ada dalam 
aplikasinya pada furῡ’. (5) ‘Illah itu harus 
merupakan sifat yang tidak mulgah.592 

Empat (4) persyaratan ‘illah yang 
dikemukakan oleh Zaidan dan Abῡ Zahrah, 
secara substansial  adalah sama, yaitu waṣfun 
ẓāhirun, waṣfun munḍabiṭun, waṣfun munāsiban, 
dan waṣfun ay al-‘illah muta’addiyah. Hanya saja 
berbeda terlihat pada syarat kelima, Zaidan 
menegaskan ‘illah itu tidak boleh sifat yang 
mulgah, sementara Abῡ Zahrah justru 
menjadikan sebagai salahsatu persyaratan 
‘illah.Karena itu, ‘illah perlu dicari dan 
ditentukan secara cermat, sehingga tidak keliru 
menetapkan ‘illah. 

Prosedur Penemuan dan Penetapan 
‘Illah(Masālik al-‘Illah) 

‘Illah hukum dilihat dari segi eksistensinya, 

diklasifikasin pada dua macam yaitu ‘illahal-
manṣῡṣah, dan ‘illah al-mustanbaṭah.  Untuk 
menemukan dan menetapkan kedua ‘illah 
tersebut sudah barang pasti dalam tataran 
teoritis-normatif harus melalui prosedur yang 
dibenarkan oleh para pakar uṣῡl al-fiqh klasik 

 
592Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Uṣῡl al-Fiqh (Bagdad: Dar al-Fikr 

al-‘Arabiyyah, 1977), Cet. ke 6, h. 204-205.  
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dan kontemporer, yang lazim disebut dengan 
masālik al-‘illah. Sebutan lain dengan term 
masalik al-‘illiyyah. 

Prosedur menemukan dan menetapkan 
‘illah di kalangan para pakar uṣῡl al-fiqh secara 
substansial muatannya adalah sama, hanya 
terjadi perbedaan dalam hal teknis 
operasionalnya. Seperti disebutkan dalam 
prosedur penemuan dan penetapan ‘illah 
menurut asy-Syaukāni (w. 1250 H) di atas, yang 
mengemukakan masālik al-‘illah versi ar-Razi (w. 
606 H), yang menyamakan persyaratan ‘illah 
dengan masālik al-‘illah, dengan topik “aṭ-Ṭurῡq 
ad-Dallah ‘alā ‘iliyyah al-waṣf fi al-aṣl” (Petunjuk 
jalan mengetahui sifat-sifat ‘illah pada aṣl). 
Dalam hal ini, terdapat sepuluh (10) macam, 
yaitu melalui teks-teks al-Qur’ān dan sunnah 
(an-naṣ), indikasi-indikasi (al-imā’), konsensus 
para ulama (al-ijmā’), adanya relevansi (al-
munāsabah), adanya implikasi (at-ta’ṡir), adanya 
keserupaan (asy-syabah), meneliti hubungan 
antara hukum dengan sifat yang 
melatarbelakanginya (ad-daurān), meneliti dan 
menyeleksi sifat-sifat yang dicari yang 
dimungkinkan pantas menjadi ‘illah (as-sabr wa 
at-taqsim), penyertaan hukum dan sifat tanpa 
ada kesesuaian antara keduanya (aṭ-ṭard), 
meneliti dan menyeleksi sifat-sifat yang pantas 
menjadi ‘illah yang telah tersurat dalam naṣ 
(tanqih al-manāṭ).593 Sedangkan menurut al-
Qarafi (w. 684     H), masālik al-‘illah, ia tulis 
dengan “ad-dal ‘alā al-‘illah” (sesuatu yang 
menunjukkan adanya ‘illah), ada delapan (8) 
macam, yaitu: an-naṣ, al-imā’, al-munāsabah, asy-

 
593Ar-Razi, al-Mahshul, Juz ke 5, h. 137.  
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syabah, ad-dauran, as-sabr wa at-taqsim, aṭ-ṭard, 
dan tanqih al-manāṭ.594 

Prosedur penemuan dan penetapan ‘illah 
yang dikemukakan oleh ar-Razi dan al-Qarafi 
tersebut, terdapat sedikit perbedaan. Ar-Razi 
menyebutkan sepuluh (10) macam, sedangkan 
al-Qarafi hanya delapan (8) macam, dengan 
tidak memasukkan al-ijmā’, dan at-ta’ṡir sebagai 
alternatif masālik. Untuk keperluan konteks ini 
akan diuraikan masālik al-‘illah secara sintesa 
dari para pakar uṣῡl al-fiqh, sebagai berikut: 

Pertama, melalui naṣ, baik ayat-ayat al-
Qur’an maupun sunnah Rasulullah Saw. 
Adakalanya ‘illah yang terdapat dalam naṣ itu 
bersifat pasti (qaṭ’iy) dan jelas (ṣarih), dan 
adakalanya tidak pasti (ẓanny), tetapi 
mengandung kemungkinan yang lain 
(muhtamalah). ‘Illah dalam naṣyang bersifat pasti 
dan jelas dapat dengan mudah diketahui, 
karena lafal-lafalnya telah disebutkan oleh 
naṣitu sendiri, seperti li ajli, min ajli (karena 
untuk, demi untuk), li sababin każā (oleh sebab 
itu), kay (agar, supaya), dan seterusnya.  Sebagai 
contoh lafal yang disebutkan terakhir ini, Q.S. 
al-Hasyr (59), ayat 7: 

ولِ   للِرَّسخ وا فاللَِّهِ  ىَٰ  را ٱلقۡخ هۡلِ 
ا
أ منِۡ  ولَِۦِ  راسخ  َٰ ا عَلا خ  ٱللَّّ فااءٓا 

ا
أ آ  مَّ

لَا    ۡ كَا بيِلِ  ٱلسَّ واٱبنِۡ  َٰكِيِن  واٱلمۡاسا  َٰ َٰمّا واٱلِۡاتا  َٰ رۡبّا ٱلقۡخ لِِي  وا
ولخ  ٱلرَّسخ مخ  ءااتاىَٰكخ آ  واما مَّۡۚ  مِنكخ غۡنيِااءِٓ 

ا
ٱلۡۡ بايۡنا  دخولاةَۢ  ونا  ياكخ

وهخ وا  ذخ دِيدخ  فاخخ ا شا ُۖ إنَِّ ٱللَّّ ا واْ ٱللَّّ َّْۚ واٱتَّقخ وا نۡهخ فاٱنتاهخ مۡ عا ىَٰكخ ا ناها ما
ابِ     ٱلۡعقِا

 
594Al-Qarafi, Syarh Tanqih al-Fushul, h. 302.   
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Artinya:  “Dan apa saja harta rampasan yang 
diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang 
berasal dari penduduk kota-kota maka 
adalah untuk Allah, Rasul, kerabat 
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin, dan orang-orang yang dalam 
perjalanan, supaya harta itu jangan 
hanya beredar di antara orang-orang 
kaya saja di antara kamu”. 

Lafal “kay” yang diiringi dengan kalimat 
sesudahnya dalam ayat tersebut, merupakan 
‘illah bagi ketentuan Allah dalam pembagian 
harta rampasan perang (al-fai’) kepada lima 
golongan. ‘Illah dalam ayat ini jelas, dan tidak 
mengandung kemungkinan lain. Menurut 
jumhῡr al-uṣῡliyyin, yang demikian itu disebut 
sebagai ‘illah yang pasti.   

Sedangkan contoh dari as-sunnah, terdapat 
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri, 
Muslim, an-Nasā’i, at-Tirmużi, Abu Dāwud, 
dan Ibn Mājah, dari Mālik bin Anas, Rasulullah 
Saw. bersabda: 

ةِّ  اف َّ ِّاجَْلِّ الد َّ ِّدْخاَرِّ لحُوُمِّْ الْاضََاحِّى ل ماَ كَنتُْ نهَيَتْكُمُْ عنَْ ا ِّن َّ  ال َّتِّى  ا
خِّروُْا  قوُاْ واَد َّ تْ فكُلُوُاْ وتَصََد َّ  دفَ َّ

Artinya:  “Dahulu saya melarang kamu 
menyimpan daging kurban agar dapat 
beredar untuk kepentingan ad-daffah 
(para tamu orang miskin yang datang 
dari perkampungan sekitar Madinah 
yang membutuhkan daging kurban), 
maka (sekarang) makanlah, 
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sedekahkanlah, dan simpanlah (jika 
lebih)”.595 

‘Illah yang terdapat dalam hadis ini adalah 
‘illah yang jelas (ṣarih) yaitu “perintah untuk 
menyimpan daging kurban”, yang tujuannya 
diperuntukkan bagi ad-dāffah yang sangat 
membutuhkan daging tersebut. ‘Illah yang 
demikian ini di kalangan para pakar uṣῡl al-fiqh 
disebut dengan ‘illah al-manṣῡṣah. ‘Illah yang 
didasarkan pada petunjuk naṣsecara ṣarih 
seperti contoh di atas, di kalangan mereka 
dalam penyebutannya terjadi perbedaan. Ba’ḍ 
al-uṣῡliyyin menyebutnya dengan al-qāṭi’ah 
(pasti),596 sedangkan sebagian yang lain 
menyebutnya dengan aṣ-ṣarahah (jelas).597 Kedua 
term ini secara substansial mengandung 
pengertian yang sama, yang dalam term al-
Gazāli disebut dengan dalil naqliyah.598 

Adapaun ‘illah dalam naṣ yang dipandang 
tidak pasti tetapi mengandung kemungkinan 
lain, seperti lafal al-lām, al-bā’, annā, innā, dan 

 
595Historical backgraund (asbab al-wurud) hadis ini adalah, ketika hari 

raya kurban dan penyembelihan hewan-hewan kurban disembelih dan 
diproses untuk siap didistribusikan kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya, Rasulullah Saw. melarang kaum muslimin (panitia 
kurban) menyimpan daging-daging kurban yang dibutuhkan agar 
beredar, kecuali pada batas-batas tertentu,  sekedar untuk bekal tiga hari. 
Tetapi, beberapa tahun kemudian, peraturan (larangan menyimpan) yang 
telah ditetapkan Rasulullah itu dilanggar oleh beberapa sahabat. 
Permasalahan ini kemudian oleh seorang sahabat disampaikan kepada 
Rasulullah, beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil 
menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban dimaksud 
diasarkan atas kepentingan ad-daffah. Setelah itu, beliau menegaskan 
boleh menyimpan daging tersebut. Lihat, Malik bin Anas, al-Muwaththa’, 
editor Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi’ (T.tp.: T.pn., tt.), h. 299.  

596 Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, Juz ke 3, h. 42.  
597 Al-Bajiqani, al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki, h. 114. 
598 Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 430. 
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yang semacamnya. Misalnya, terlihat dalam 
Q.S. adz-Dzariyat (51), ayat 56: 

ونِ    نسا إلََِّ لِِاعۡبخدخ نَّ واٱلِۡۡ قۡتخ ٱلِۡۡ
لا ا خا  واما

Artinya:  “Dan Aku tidak menciptakan jin dan 
manusia, melainkan supaya kamu 
menyembah-Ku”. 

Dalam ayat yang lain, al-Isra’ (17), ayat 78: 

جۡرِٖۖ   ٱلفۡا واقخرۡءاانا  لِۡ  قِ ٱلَِّ َٰ غاسا
إلَِا مۡسِ  ٱلشَّ خوكِ  ل لِدخ ةا  لاوَٰ ٱلصَّ قمِِ 

ا
أ

ا    ودا شۡهخ نا ما جۡرِ كَا  إنَِّ قخرۡءاانا ٱلفۡا

Artinya:  “Dirikanlah shalat dari sesudah 
matahari tergelincir ...”. 

Huruf “lam” dalam kedua ayat di atas 
(liya’buun dan liduluk asy-syams) merupakan 
lafal yang menunjukkan ‘illah. Sebagian ulama 
usul fikih ada yang memahami “al-lam” pada 
kedua ayat tersebut sebagai li al-milki, dan li as-

sabab. Tetapi pandangan ini dinilai lemah.  
Kedua, melalui al-imā’ (indikasi).599 

Dimaksudkan dengan hal ini yaitu suatu cara 
yang ditempuh untuk menemukan ‘illah dengan 
memperhatikan korelasi antara suatu ketetapan 
hukum dengan suatu sifat yang mendasarinya. 
Sifat yang mendasari ketetapan hukum ini 
diperoleh melalui indikasi yang disebutkan 
secara bersamaan dengan ketetapan hukum 
tersebut. Sebab, jika tidak demikian, tentu tidak 

 
599Ulama uṣῡl al-fiqh yang lain ada yang menyebutnya dengan term 

at-tanbih (keterangan, penegasan), dan ada yang menyebut dengan term 
yang disatukan al-ima’ wa at-tanbih, atau at-tanbih wa al-ima’. Lihat, al-
Gazali, al-Mustasfa, h. 431. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, h. 45. 
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disebutkan secara bersamaan.600 Bentuk al-imā’ 
paling tidak ada lima (5) macam: 1) Penetapan 
hukum oleh asy-Syāri’ sesudah mendengar 
sesuatu sifat. Ini berarti bahwa sifat yang 
menimbulkan hukum itu adalah ‘illah untuk 
hukum tersebut. Seperti kewajiban membayar 
kafārat, ketika seorang Arab Badui 
menginformasikan kepada Rasulullah Saw. 
bahwa ia telah mensetubuhi isterinya di siang 
hari bulan ramaḍān, lalu beliau bersabda: 
“Merdekakanlah seorang hamba sahaya”. 
Penetapan hukum wajib membayar kafārat itu 
muncul setelah seorang Arab Badui 
menginformasikan kepada Rasulullah bahwa ia 
telah mensetubuhi isterinya di siang hari bulan 
ramaḍān. Pernyataan ini menunjukkan bahwa 
perbuatan tersebut menjadi ‘illah berlakukanya 
hukum wajib membayar kafārat dengan 
memerdekakan seorang hamba sahaya.601 2) 
Penyebutan sifat oleh asy-Syāri’ dalam hukum 
memberi petunjuk bahwa sifat yang disebutkan 
berbarengan dengan hukum itu adalah ‘illah 
untuk hukum itu sendiri. Seperti hadis 
Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imām 
Muslim, beliau bersabda: 

ِّثنْيَنِّْ وهَوَُ غضَْباَنٌ  لايََحكْمُُ أَحدٌَ بيَنَْ ا
Artinya:  “Janganlah seseorang memutuskan 

perkara (mengadili) dua orang yang 
berperkara, sedangkan ia dalam keadaan 
marah”.602 

 
600 Zakaria al-Anṣāri, Gāyah al-Wuṣῡl, h. 120. 
601Al-Qarafi, Syarh Tanqih al-Fuṣῡl, h. 302-303.  
602 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz ke 2, h. 123.  
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Hadis ini menunjukkan ketidakbolehan 
seorang hakim dalam keadaan marah 
menetapkan hukum dari perkara yang sedang 
ditanganinya. Hal ini memberikan indikasi 
bahwa “marah” yang menjadi ‘illah bagi 
larangan menetapkan (mengadili) perkara 
hukum tersebut. 3) Pembedaan antara dua 
hukum disebabkan adanya sifat, syarat, mani’ 
(larangan), atau pengecualian (al-istitsna’), baik 
kedua hukum itu dibedakan secara jelas, atau 
hanya satu hukum saja yang disebutkan dengan 
jelas. Contoh, pembedaan dua hukum yang 
keduanya disebutkan dengan jelas, dengan sifat 
tertentu, Rasulullah Saw. bersabda: 

الل  ه   عبد  عن  مسلم  رواه  سهَمْاً.  ِّلر ِّجْلِّ  ولَ سهَمْيَنِّْ  ِّلفْرَسَِّ  ل جَعلََ 
 عمر. بن 

Artinya:  “Bahwa saham orang yang berkuda 
dalam harta rampasan perang (al-fai’) 
adalah dua saham, sedangkan yang 
berjalan kaki adalah satu saham”.603 

Hadis ini menunjukkan bahwa pembedaan 
dalam pembagian harta rampasan perang, dua 
saham bagi yang berkuda, dan satu saham bagi 
yang berjalan kaki merupakan ‘illah bagi hukum 
tersebut.  

Contoh, pembedaan dua hukum dengan 
syarat, sekalipun hanya satu hukum yang 
disebutkan. Sebuah hadis Rasulullah Saw. yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Ubadah 
bin ash-Shamit, beliau bersabda: 

 
603Al-Bukhari, Ṣahih al-Bukhari, Juz ke 2, h. 218.  
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ِّيرِّْ   ع ِّالش َّ ب ِّيرُْ  ع واَلش َّ ِّالبرُ ِّ  ب واَلبرُ ُّ  ةِّ  ِّض َّ ِّالغ ب ةُ  ِّض َّ واَلْغ هبَِّ  ِّالذ َّ ب هبَُ  َلذ َّ ا
َلعُْ   واَلم ِّالت َّمرِّْ  ب ِّذاَ  واَلت َّمرُْ  فاَ ِّيدٍَ  ب يدَاً  ِّسوَاَءٍ  ب سَواَءٌ  ِّثلٍْ  ِّم ب مِّثلْاً  َلعْ  ِّالم ب

ِّيدٍَ ِّذاَكاَنَ يدَاً ب  اخْتلَفَتَْ هذَِّهِّ الاصَْناَفِّ فبَيَعْوُاْ كَيفَْ شِّئتْمُْ ا
Artinya:  “Emas dengan emas, perak dengan 

perak, gandum dengan gandum, jeli 
dengan jeli, kurma dengan kurma, 
garam dengan garam, sama jenis dan 
ukurannya, dan dibayar secara tunai. 
Jika jenisnya berbeda antara satu dengan 
yang lainnya, maka lakukanlah transaksi 
sesuai dengan kesepakatan kamu, 
sekiranya dilakukan secara tunai”.604 

Dalam hadis ini dibedakan berlaku 
tidaknya apa yang disebut dengan riba faḍal, 
karena adanya kesamaan atau perbedaan 
beberapa jenis barang. Hal ini memberikan 
indikasi bahwa ‘illah untuk adanya riba faḍal 
adalah kesamaan jenis barangnya. 

Contoh, pembedaan dua hukum oleh 
adanya batas waktu, seperti terlihat dalam Q.S. 
al-Baqarah (2), ayat 222: 

اءٓا فِِ  خواْ ٱلن سِا ِل ى فاٱعۡتَا ذا
ا
وا أ حِيضِٖۖ قخلۡ هخ نِ ٱلمۡا اسۡئالخوناكا عا ي وا

نَّ  تخوهخ
ۡ
رۡنا فاأ هَّ ُۖ فاإذِاا تاطا رۡنا طۡهخ َٰ يا تََّّ نَّ حا بخوهخ لَا تاقۡرا حِيضِ وا ٱلمۡا

 َّۚ خ ٱللَّّ مخ  كخ را ما
ا
أ يۡثخ  حا يخحِبُّ  منِۡ  وا بيِنا  ٱلَِّوََّٰ بُِّ  يَخ ا  ٱللَّّ إنَِّ   
ِريِنا    ه  تاطا  ٱلمۡخ

Artinya:  “Mereka bertanya kepadamu tentang 
haidh. Katakanlah “Haidh itu adalah 

 
604Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 42. 
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kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah 
kamu menjauhkan diri dari wanita di 
waktu haidh, dan janganlah kamu 
mendekati mereka, sebelum mereka 
suci”. 

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan dan 
dibolehkan mendekati wanita yang berhaidh 
dihubungkan dengan batas waktu tertentu, 
yaitu ketika wanita itu sudah suci. Hal ini 
mengindikasikan bahwa hukum larangan 
mendekati wanita tersebut yang menjadi ‘illah-
nya adalah keadaan kotor. 

Contoh, pembedaan dua hukum dengan 
pengecualian, seperti firman Allah (Q.S. al-
Baqarah (2), ayat 237): 

نَّ   اهخ ل فاراضۡتخمۡ  واقادۡ  نَّ  وهخ تاماسُّ ن 
ا
أ بۡلِ  قا منِ  نَّ  وهخ لَّقۡتخمخ طا وَإِن 

فانصِۡفخ  ةا  ِي  فاريِضا ٱلَّ وااْ  عۡفخ يا وۡ 
ا
أ ونا  عۡفخ يا ن 

ا
أ  ٓ إلََِّ فاراضۡتخمۡ  ا  ما  

وخاْ  تانسا لَا  وا  َّۚ ىَٰ للِتَّقۡوا قۡرابخ 
ا
أ وآْ  تاعۡفخ ن 

ا
أ وا حِٖۚ  ٱلۡ كَِا ةخ  قۡدا عخ بيِادِهۦِ 

لخونا باصِيٌۡ    ا تاعۡما ا بمِا مَّۡۚ إنَِّ ٱللَّّ ضۡلا بايۡناكخ  ٱلفۡا

Artinya:  “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu 
sebelum kamu bercampur dengan 
mereka, padahal sesungguhnya kamu 
sudah menentukan maharnya, maka 
bayarlah seperdua dari mahar yang telah 
kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-
isterimu itu mema’afkan atau 
dima’afkan oleh orang yang memegang 
ikatan nikah”. 

Dimaksudkan dengan ayat ini bahwa 
kewajiban membayar setengah mahar itu 
dikecualikan dengan ma’af yang diberikan oleh 
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isteri. Artinya, jika pihak isteri memberikan 
ma’af, tidak berkewajiban membayar setengah 
mahar tersebut. Tetapi, jika tidak ada 
pemberian ma’af dari pihak isteri, maka mantan 
suami tetap berkewajiban membayar setengah 
mahar yang telah ditentukan. Dengan 
demikian, ‘illah-nya tetap mantan suami 
membayar kewajiban setengah mahar apabila 
tidak ada pengecualian, dan akan bebas dari 
kewajiban membayar mahar tersebut, sekiranya 
mantan suami mendapatkan pengecualian, 
yakni kata ma’af dari mantan isteri: (a) 
Mengiringkan hukum dengan sifat memberi 
indikasi bahwa sifat yang menyertai hukum itu 
adalah ‘illah untuk hukum yang diiringinya.  
Seperti, Q.S. al-Maidah (5), ayat 89, Allah 
berfirman” 

َٰكِن  لا وا مۡ  َٰنكِخ يمۡا
ا
أ فِِٓ  بٱِللَّغۡوِ  خ  ٱللَّّ مخ  اخِذخكخ يخؤا لَا 

ةِ   ا عاشِا إطِۡعاامخ  ٓۥ  تخهخ را َٰ فَّ فاكا  ُۖ َٰنا يمۡا
ا
ٱلۡۡ دتُّمخ  قَّ عا ا  بمِا م  اخِذخكخ يخؤا

وۡ كِسۡ 
ا
مۡ أ هۡليِكخ

ا
ونا أ ا تخطۡعِمخ طِ ما وۡسا

ا
َٰكِينا منِۡ أ سا وۡ ما

ا
مۡ أ تخهخ وا

ةخ   را َٰ فَّ َٰلكِا كا ذا يَّامٖٖۚ 
ا
أ َٰثاةِ  ثالا فاصِياامخ  دِۡ  يَا َّمۡ  ل مان  فا باةٖٖۖ  راقا ۡريِرخ  تَا

خ  خ ٱللَّّ ِ باين  َٰلكِا يخ ذا مَّۡۚ كا َٰناكخ يمۡا
ا
أ وآْ  ظخ لافۡتخمَّۡۚ واٱحۡفا مۡ إذِاا حا َٰنكِخ يمۡا

ا
أ

ونا    رخ اشۡكخ مۡ ت َٰتهِۦِ لاعالَّكخ مۡ ءاايا  لاكخ
Artinya:  “Allah tidak menghukum kamu 

disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak dimaksud (untuk bersumpah), 
tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpah yang kamu sengaja”.    

Ayat ini menunjukkan bahwa sumpah yang 
disengaja atau tidak disengaja untuk maksud 
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bersumpah itu merupakan sifat yang 
mengindikasikan dikenakan sanksi hukum atau 
tidak. Jadi, ‘illah-nya adalah bersumpah yang 
dilakukan dengan sejngaja. (b) Mengiringkan 
hukum dengan sifat yang mengindikasikan 
bahwa sifat yang menyertai hukum itu adalah 
‘illah larangan melakukan perbuatan yang dapat 
menghalangi perbuatan wajib. Seperti, Q.S. al-
Jumu’ah (62), ayat 9, Allah berfirman:  

عاةِ   ٱلۡۡخمخ ياومِۡ  منِ  لاوَٰةِ  للِصَّ نخودِيا  إذِاا  نخوآْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ
ا
َٰٓأ يا

واْ   واذارخ  ِ ٱللَّّ ذكِۡرِ   َٰ إلَِا وۡاْ  إنِ  فاٱسۡعا مۡ  لَّكخ يۡۡٞ  خا مۡ  َٰلكِخ ذا  َّۚ ٱلۡۡايۡعا
ونا    نتخمۡ تاعۡلامخ  كخ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
diseru untuk menunaikan sembahyang 
pada hari Jum’at, maka bersegeralah 
kamu kepada mengingat Allah, dan 
tinggalkanlah jual beli”. 

Ayat ini menunjukkan bahwa dilarang 
melakukan transaksi ketika diseru untuk segera 
mengingat Allah adalah merupakan hukum, 
maka yang menjadi ‘illah-nya adalah transaksi 
yang dapat melalaikan mengerjakan kewajiban 
Jum’at.605 

Ketiga, melalui ijmā’. Ijmā’ sebagai salah 
satu masālik al-‘illah dapat menjelaskan ‘illah 
yang mempunyai implikasi dalam penetapan 
hukum. Al-Gazāli menyatakan bahwa ‘illah 
dapat ditetapkan dengan ijmā’ dengan melihat 
sifat dan keadaan yang memupunyai implikasi 

 
605Ar-Rāzi, al-Mahṣῡl, Juz ke 5, h. 143-155. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, 

Juz ke 3, h. 44-54.   
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pada penetapan hukum.606  Ia memberikan 
contoh sebagai manifestasi dari konsensus para 
ulama, bahwa saudara laki-laki kandung 
seayah-seibu (al-abawain) itu lebih utama 
didahulukan daripada saudara seayah lain ibu, 
dalam persoalan kewarisan, karena kedekatan 
pertalian darah dan persaudaraan 
dibandingkan dengan saudara kandung seayah 
lain ibu, dan inilah yang menjadi ‘illah yang 
berimplikasi langsung dalam persoalan 
kewarisan. Demikian ini di kalangan mayoritas 
ulama terjadi konsensus. Demikian juga dalam 
persoalan perwalian nikah (wilāyah an-nikāh), 
saudara laki-laki seayah-seibu (al-abawain) harus 
didahulukan menjadi wali nikah daripada 
saudara laki-laki seayah-lain ibu ketika ayah 
kandungnya telah meninggal dunia. Bahkan 
selain daripada itu, dalam persoalan 
menshalatkan jenazah, pemeliharaan anak (al-
haḍāanah), testament (al-waṣiyyah), dan wakaf 
(al-waqf).607 

Penetapan ‘illah dengan ijmā’, apabila 
dikritisi di kalangan para pakar uṣῡl al-fiqh baik 
dari segi penempatan posisi maupun dari segi 
implikasi status hukumnya terjadi perbedaan 
pendapat. Ibn as-Sabki (w. 771 H) 
menempatkan al-jmā’ pada posisi pertama 
dalam konteks masālik al-‘illah, karena 
menurutnya, ijmā’ itu bersifat qaṭ’iy dan naṣ 
yang berupa hadis Ahad bersifat ẓanny. Jika 
keduanya terjadi kontradiksi, maka harus 
didahulukan ijmā’.608 Pandangan as-Sabki ini 
dikuatkan oleh Ahmad Hasan bahwa Jumhῡr al-

 
606Al-Gazāli, al-Mustasfa, h. 433.  
607Ibid., h. 433-434. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj, Juz ke 3, h. 53-54. 
608Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, Jld.  ke 2, h. 262 dan 289.  
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uṣῡliyyin mengatakan ‘illah yang didasarkan 
pada ijmā’ adalah qaṭ’iy, tetapi ba’aḍ al-uṣῡliyyin 
yang lain menyatakan ẓanny,609 di antaranya 
asy-Syaukāni yang mengatakan bahwa al-ijmā 
dalam konteks masālik al-‘illah tidak disyaratkan 
qaṭ’iy.610 Sedangkan Jumhῡr al-uṣῡliyyin pada 
umumnya menempatkan naṣ (al-Qur’an dan 
sunnah) pada posisi pertama, di antaranya al-
Baiḍāwi (w. 772 H), karena menurutnya, naṣ 
merupakan aṣl (pokok) tempat sandaran bagi 
ijmā’.611 Bahkan al-Qarafi (w. 684 H), dalam 
konteks masālik al-‘illah tidak memasukkan ijmā’ 
sebagai salah satu penemuan dan penetapan 
‘illah.612 

Keempat, melalui al-munāsabah.613 
Dimaksudkan dengan al-munāsabah atau al-

munāsib, yaitu sesuatu yang pantas atau relevan 
menurut tradisi dengan perbuatan orang-orang 
yang berakal.614 Atau ibarat dari suatu sifat 
yang jelas dan terukur, yang dari penetapan 
hukum atas dasar sifat itu akan tercapai apa 
yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum 
tersebut.615 Dari definisi secara terminologis ini 
terlihat bahwa al-munasib (kesesuaian, relevansi) 
dikaitkan dengan pencapaian tujuan dari suatu 
hukum, yaitu mendatangkan kemaslahatan 

 
609Ahmad Hasan, Analogical Reasoning, h. 235.  
610Asy-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, h. 184.  
611 Al-Baidhawi, Syarh al-Badakhsyi wa Syarh al-Isnawi, Juz ke 3, h.  
612 Al-Qarafi, Syarh Tanqih al-Fushul, h. 302. 
613Di kalangan para ahli uṣῡl al-fiqih, term al-munāsabah sering 

disebut juga dengan al-munāsib (kesesuaian, relevansi), al-ikhālah (diduga 
bahwa suatu sifat itu merupakan (‘illah) hukum), al-maṣlahah 
(kemaslahatan), ri’āyah al-maqāṣid (pemeliharaan tujuan-tujuan syara’), 
dan takhrij al-manāṭ (cara mengoleksi ‘illah hukum).   

614‘Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, Jld. ke 2, h. 274.  
615Al-Amidi, al-Ihkām, Juz ke 3, h. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj,Juz ke 3, 

h. 54.  
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untuk umat manusia dan menolak 
kemafsadatan. Inilah yang disebut dengan 
maqāṣid asy-syari’ah. Tercapainya tujuan 
penetapan hukum (maqāṣid asy-syari’ah) sudah 
barang pasti dapat diterima oleh akal yang 
sehat sebagai konsekuensi penetapan hukum 
tersebut.  

Di kalangan para pakar uṣῡl al-fiqh, mereka 
melihat al-munāsabah dibedakan dari segi 
tingkat pencapaian tujuan (yahṣulu al-maqṣῡd 
min syar’i al-hukm), segi penetapan hukum oleh 
asy-Syāri’ (min haiṡu syara’a al-hukm), dan dari 
segi diperhitungkannya oleh asy-Syāri’ (min 
haiṡu i’tibārah). Ibn as-Sabki (w. 771 H) 
mengemukakan al-munāsib dilihat dari segi 
tingkat pencapaian hukum dibedakan pada 
empat macam tingkatan,616 yaitu: (a) 
Tercapainya tujuan hukum secara meyakinkan, 
dalam arti, apabila hukum itu berlaku, maka 
apa yang dituju dengan penetapan hukum itu 
pasti tercapai (al-qaṭ’iy). Seperti hukum jualbeli 
dengan tujuan perpindahan kepemilikan. Apa 
yang dituju dari hukum jualbeli pasti tercapai, 
karena bagaimanapun caranya, yang disebut 
dengan jualbeli substansinya adalah 
perpindahan kepemilikan barang dari penjual 
kepada pembeli. (b) Tercapainya tujuan 
penetapan hukum tidak secara pasti (ẓanny). 
Tidak tercapai sampai ke tingkat qaṭ’iy, karena 
memang ada yang tidak mencapai tujuan, 
meskipun pada umumnya mencapai tujuan. 
Seperti, penetapan hukuman qiṣāṣ dengan 
tujuan untuk menjerakan orang agar tidak 
melakukan perbuatan pembunuhan, sehingga 
kehidupan manusia terjamin. Dalam realitas 

 
616Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, Jld. ke 2, h. 276-277.   
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kehidupan umat manusia, mayoritas mereka 
tidak melakukan pembunuhan, karena sudah 
ada penetapan hukum qiṣāṣ. Tetapi, dalam 
jumlah minoritas masih ada yang melakukan 
tindak pidana pembunuhan. Oleh karena 
demikian, pencapaian tujuan hukum hanyalah 
dalam bentuk ẓanny. (c) Tercapainya tujuan 
penetapan hukum kemungkinannya sama 
dengan tidak tercapainya. Seperti penetapan 
sanksi bagi peminum minuman keras (al-khamr) 
agar mereka jera melakukannya. Dalam realitas 
kehidupan umat manusia ternyata yang 
menjauhi dengan meninggalkan minuman 
keras hanya sebagian, dan sebagian yang lain 
masih tetap meminum minuman keras. Hal ini 
diduga kuat masih sama-sama jumlahnya. (d) 
Tercapainya tujuan penetapan hukum dalam 
kemungkinan yang lebih kecil, dalam arti, tidak 
tercapainya tujuan penetapan hukum lebih 
besar ketimbang kemungkinan tercapainya. 
Seperti, penetapan hukum perkawinan dengan 
tujuan untuk memperoleh keturunan, hal ini 
apabila dihubungkan dengan perkawinan 
dengan seorang perempuan yang sudah tidak 
menstruasi lagi, maka besar kemungkinan sulit 
untuk mendapatkan keturunan. Secara teoritis-
normatif diyakini bahwa salahsatu hikmah dan 
tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan  
keturunan, tetapi, jika perempuan yang 
dinikahinya itu yang sudah mandul (tidak 
menstruasi lagi), maka didyga kuat kecil 
kemungkinan akan mendapatkan keturunan.    

Al-munāsabah, dilihat dari segi penetapan 
hukum oleh asy-Syāri’, Ibn as-Sabki (w. 771 H) 
membaginya kepada tiga tingkatan,617 sebagai 

 
617Ibid., h. 280-281. 
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berikut: (1) Aḍ-ḍarῡri (primer), yaitu sesuatu 
yang sangat dibutuhkan keberadaannya sampai 
pada batas ḍarṡri, karena kehidupan manusia 
secara normal tidak akan tegak atau tidak 
terpenuhi tanpa keberadaannya. Bahkan dapat 
merusak dan memusnahkan kehidupan, dan di 
akhirat kelak akan kehilangan kebahagiaan dan 
keselamatan, sehingga menjadi kerugian yang 
nyata. Kategori ḍarῡri yang harus ditegakkan 
dan dijauhkan dari segala hal yang merusaknya 
ada lima aspek, yang dikenal dengan ad-
ḍarῡriyyah al-khamsah, atau sebutan lain al-
maqāṣid al-kulliyyah al-khamsah, yaitu: 
Memelihara agama (hifẓ ad-din), untuk itu 
ditetapkan hukuman mati terhadap orang 
murtad, dan diperangi orang-orang kafir; 
Memelihara jiwa (hifẓ an-nafs), untuk itu 
ditetapkan hukum qiṣāṣterhadap orang yang 
melakukan tindak pidana pembunuhan; 
Memelihara akal (hifẓ al-‘aql), untuk itu 
ditetapkan hukum dera terhadap peminum 
khamr; Memelihara keturunan (hifẓ an-nasl), 
untuk itu ditetapkan hukum dera atau rajam 
terhadap pelaku zina; Memelihara harta benda 
(hifzh al-māl), untuk itu ditetapkan hukuman 
potong tangan terhadap pencuri; Ibn as-Sabki 
menambahkan yang keenam, yaitu memelihara 
kehormatan (hifẓ al-‘irḍ), untuk itu ditetapkan 
hukuman qażaf terhadap orang yang menuduh 
orang lain tanpa bukti akurat. Penambahan ini 
sebagaimana dilakukan Najm ad-Din at-Ṭῡfi (w. 
716 H), yang beralasan bahwa al-waw li al-‘aṭaf 
kepada susunan kata/kalimat sebelumnya. (2) 
Hāji (sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan 
adanya, tetapi tidak sampai ke tingkat dharuri. 
Haji ini juga terkait dengan adh-dharuriyyah, 
tetapi tidak secara langsung. Sekiranya 
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tuntutan-tuntutan itu tidak terpenuhi, tidak 
sampai ke tingkat fatal hanya saja berakibat 
dapat menyusahkan dan merepotkannya. 
Seperti ditetapkan akad jualbeli untuk 
mendapatkan harta, menuntut ilmu di samping 
untuk memelihara agama, juga untuk 
memelihara akal manusia, ditetapkan jualbeli 
secara khiyāruntuk memberikan pilihan kepada 
pihak pembeli sehingga akad itu terwujud 
dengan “’an tarāḍin” antara muta’aqqidain. 
Begitu pula pada aspek-aspek yang lainnya. (3) 
Tahsini (tersier), yaitu sesuatu yang sebaiknya 
dilakukan. Ia merupakan hal-hal yang tidak 
mewujudkan dharuriyyah al-khamsah, juga 
tidak diperlukan untuk kesempurnaan 
(mukammalah) aspek sekunder (al-hāji), tetapi ia 
lebih baik dilakukan. Tahsini juga terkait 
dengan ad-ḍarῡriyyah al-khamsah sebagaimana 
al-hāji, tetapi tidak secara langsung, baik yang 
berkaitan dengan aspek ibadah, ‘ādah 
(mu’amalah) maupun aspek jināyah. 

Al-munāsabah dilihat dari segi 
diperhitungkan keberadaan ‘illah oleh asy-Syāri’. 
Pembahasan hal ini pada prinsipnya sama 
dengan pembahasan apakah ada relevansi 
hubungan antara hukum dengan ‘illah yang 
telah dikemukakan oleh Abῡ Zahrah dan 
Khallāf di atas. Abῡ Zahrah menetapkan ada 
tiga macam (al-munāsib al-mu’aṡṡir, al-munāsib al-
mulā’im, dan almunāsib al-mursal), dan Khallāf 
menetapkan empat macam (al-munāsib al-
mu’aṡṡir, almunāsib al-mulā’im, al-munāsib al-
mursal, dan al-munāsib al-mulga). Dalam konteks 
ini akan dikemukakan tiga macam al-munāsabah 
menurut al-Bājiqani,618 sebagai berikut: (a) Al-

 
618Al-Bajiqani, al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki, h. 116-117.  



458 
 

munāsib al-mu’aṡṡir, yaitu sifat yang mempunyai 
implikasi langsung terhadap penetapan hukum. 
Seperti dalam Q.S. al-Maidah (5):38, Allah 
berfirman: 

باا   سا كا ا  بمِا اءٓاۢ  زا جا ا  ما هخ يدِۡيا
ا
أ وآْ  عخ فاٱقۡطا ارقِاةخ  واٱلسَّ ارقِخ  واٱلسَّ

كِيمٞ    زيِزٌ حا خ عا ِۗ واٱللَّّ نِا ٱللَّّ َٰلَا م   ناكا

Artinya:  “Laki-laki yang mencuri dan perempuan 
yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 

Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan 
mencuri dihubungkan dengan hukum potong 
tangan, karena perbuatan itu mempunyai 
implikasi langsung terhadap penetapan hukum 
potong tangan bagi pelakunya (laki-laki atau 
perempuan). Jadi perbuatan mencuri 
merupakan ‘illah yang mendasari penetapan 
hukum potongan tersebut. (b) Al-munāsib al-
mulā’im, yaitu sifat yang terlihat keserasiannya 
pada jenis penetapan hukum. Al-Gazāli 
menyatakan bahwa munāsib al-mulā’im yaitu 
sifat ‘illah yang tidak terlihat dengan jelas 
implikasinya pada penetapan hukum, tetapi 
tampak keserasian padanannya pada jenis 
hukumnya. Seperti, tidak wajib bagi perempuan 
yang sedang menstruasi mengkada shalat, 
kecuali puasa, karena meng-qaḍā’ṣalat akan 
menimbulkan kesulitan (masyaqqah) dengan 
berapa banyak shalat yang ditinggalkan selama 
menstruasi. Untuk itu, masyaqqah yang 
ditimbulkan dari meng-qaḍā’ṣalat ini terlihat 
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implikasinya pada jenis hukum, bukan pada 
penetapannya.619 Contoh ini sama halnya 
dengan orang yang dalam perjalanan bepergian 
(safar), yang merupakan ‘illah untuk meringkas 
(qaṣar) dan mengumpulkan (jama’) ṣalat, karena 
adanya masyaqqah dalam safar itu.620 Oleh 
karena demikian, bagi perempuan yang sedang 
menstruasi dan orang yang dalam safar 
terdapat jenis sifat yang sama, yaitu 
masyaqqah. Untuk itu, terdapat dispensasi dari 
Allah untuk meninggalkan shalat, tanpa meng-
qaḍā’, dan dispensasi men-jama’-qaṣarṣalat bagi 
musāfir. Demikian ini posisinya adalah sama 
yaitu berada pada satu jenis sifat. Dari contoh 
ini dapat dimengerti bahwa yang menjadi titik 
tekannya adalah   keserasian (al-mula’im) 
sebagai sesuatu sifat ‘illah yang implikasinya 
terlihat pada jenis hukum lain yang antara 
keduanya mempunyai hubungan yang serasi. 
(c) Al-munāsib al-garib, yaitu suatu sifat ‘illah 
yang tidak diketahui dengan jelas implikasinya, 
dan keserasiannya pada jenis penetapan 
hukum, tetapi dapat diduga kuat adanya 
relevansi antara implikasi dan keserasian pada 
jenis penetapan hukum. Seperti, al-Gazāli 
mencontohkan tentang meminum minuman 
keras (al-khamr) itu diharamkan, karena 
terdapat sifat ‘illah, yaitu memabukkan (as-sakr). 
Di sisi lain dalam realitas kehidupan 
masyarakat terdapat beragam macam minuman 
keras, seperti wiski, brendi, bir bintang, bir 
hitam, dan yang semacamnya. Ragam macam 
minuman ini walau belum jelas memabukkan, 
tetapi terdapat persesuaiannya, bahwa setiap 

 
619Al-Ghazali, al-Mustasfa, h. 436.    
620Al-Bajiqani, al-Madklhal ila Ushul al-Fiqh al-Maliki, h. 117.  
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yang memabukkan adalah haram diminum, 
sedikit atau banyak.621 

Kelima, melalui ad-dauran, yaitu suatu 
keadaan (‘ibārah) di mana adanya hukum ketika 
bertemu sifat, dan tidak terdapat hukum ketika 
sifat tidak ditemukan.622 Hal ini menunjukkan 
bahwa penetapan hukum tidak terlepas dari 
adanya ‘illah yang menyertai, atau 
melatarbelakanginya.  

Penetapan ad-dauran sebagai salah satu cara 
untuk menemukan dan penetapkan ‘illah 
hukum, terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan para pakar uṣῡl al-fiqh. Ibn as-Sabki 
(w. 771 H) mengatakan bahwa pendapat terkuat 
dari para pakar  uṣῡl, mereka yang mengatakan 
bahwa ad-dauran bisa dijadikan salah satu cara 
menemukan ‘illah, tetapi kedudukannya hanya 
berkualitas ẓanny. Sedangkan sebagian pakar 
uṣῡl al-fiqh yang lain mengatakan bahwa ad-
dauran dapat digunakan sebagai salah satu cara 
menemukan ‘illah hukum, karena 
kedudukannya dalam berkualitas qaṭ’iy.623 
Sebagai contoh, Ibn as-Sabki mengemukakan 
tentang bau minuman keras tertentu. Bau itu 
senantiasa semerbak ketika ada minuman, dan 
bau itu akan menghilang ketika minuman keras 
itu telah berubah menjadi cuka. 

Keenam, melalui as-sabr wa at-taqsim, yaitu 
meneliti kemungkinan sifat-sifat yang terdapat 
pada aṣl, kemudian (mujtahid) meneliti dan 
menyingkirkan sifat-sifat yang tidak pantas 
menjadi ‘illah, maka sifat yang dipandang 
paling tepat itulah yang menjadi ‘illah untuk 

 
621Al-Ghazali, al-Mustasfa, h. 436.  
622Al-Qarafi, Syarh Tanqih al-Fuṣῡl, h. 307.  
623Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, Jld. ke 2, h. 288-289..  
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hukum aṣl.624 Seperti hukum riba faḍal yang 
terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. 
yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari 
‘Ubadah bin as-Ṣāmit tentang barter pada enam 
macam benda yang sama jenisnya (az-żahabu bi 
az-żahabi ... dan seterusnya) sebagaimana telah 
disebutkan di atas pada bentuk al-imā’ yang 
terjadi pembedaan dua hukum dengan syarat, 
sekalipun hanya satu hukum yang disebutkan. 
Dalam hadis tersebut tidak disebutkan ‘illah-nya 
secara langsung ataupun tidak langsung. Sebab, 
gandum sebagai salah satu jenis makanan dari 
enam macam benda dimaksud, terkadang 
disebut sebagai makanan pokok, dan makanan 
biasa. Jika gandum dianggap sebagai makanan 
biasa tentulah tidak tepat, karena riba faḍal bisa 
terjadi pada garam yang bukan makanan 
pokok. Jika gandung dianggap makanan pokok, 
juga tidak cocok, karena riba fadhl terjadi pada 
emas dan perak yang bukan makanan pokok. 
Dari penelitian dan penyeleksian semua sifat 
seperti ini, mesti ada satu sifat yang dipandang 
paling layak dan tepat menjadi ‘illah hukum 
pada enam macam benda tersebut, yaitu 
takeran (al-kail), atau timbangan (al-mizān). 
Dengan demikian, barter pada enam macam 
benda yang kail-nya tidak sama, berarti inilah 
yang mengakibatkan terjadi riba faḍal.625 

Ketujuh, melalui asy-syabah, yaitu mencari 
hubungan keserupaan dia antara dua hukum aṣl 
yang berbeda, di amana satu dengan yang 
lainnya mempunyai kesamaan dalam hal 
tujuannya. Al-Qadhi Abu Bakar (w. 685 H) 
menyebutnya dengan sifat itu adakalanya 

 
624Ibid., Jld. ke 2, h. 270.  
625‘Abd al-Wahhāb Khallaf, Maṣādir at-Tasyri’, h. 64.  
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menjadi relevan (al-munāsib) dengan sendirinya 
bagi hukum bila mengikuti yang lainnya, dan 
adakalanya sifat itu tidak relevan (la yunāsib) 
dengan sendirinya bila tidak mengikuti yang 
lainnya.626 Di kalangan para ahli usul fikih, asy-
syabah itu ada dua bentuk, yaitu: (a) Melakukan 
qiyās asy-syabah yang lebih dominan dalam 
hukum dan sifat (qiyās galabah al-isytibāh fial-
hukm wa as-ṣifah), yaitu menghubungkan furῡ’ 
yang mempunyai kesamaan dengan dua aṣl, 
tetapi kesamaan dengan salah satunya lebih 
dominan dibandingkan degan yang satu 
lainnya. Seperti, menyamakan hamba sahaya 
dengan harta, karena statusnya yang bisa 
dimiliki, atau menyamakan hamba sahaya 
dengan orang merdeka disebabkan keduanya 
adalah manusia. Dalam hal ganti rugi 
disebabkan tindakan hukum yang 
dilakukannya, sifat kesamaannya dengan orang 
merdeka lebih dominan ketimbang sebagai 
sesuatu yang dapat dimiliki. Artinya, jika ia 
melakukan tindak pidana dan kesamaannya 
dengan orang merdeka lebih dominan, maka 
tindakan hukum yang dilakukannya harus 
dipertanggungjawabkan, sama sebagaimana 
orang merdeka. (b) Qiyās aṣ-ṣῡri (kiyas semu), 
yaitu mengkiyaskan sesuatu kepada yang lain 
semata-mata karena ada kesamaan bentuknya. 
Seperti menyamakan kuda (al-khail) dengan 
keledai (al-bigāl) dalam hubungannya dengan 
masalah zakat, sehingga, apabila keledai tidak 
wajib dikenakan zakat, maka kuda pun tidak 
wajib dikenakan zakat.627 

 
626Ar-Rāzi, al-Mahṣῡl, Juz ke 5, h. 201.  
627Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, Jld. ke 2, h. 287-288.  
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Di kalangan para pakar uṣῡl al-fiqh terjadi 
perbedaan pendapat tentang menjadikan asy-
syabah sebagai salah satu masālik al-‘illah. Ibn as-
Subki (w. 771 H) menempatkannya di tengah-
tengah antara al-munāsib dan at-ṭard, sehingga 
tidak mempunyai relevansi dengan sendirinya 
(gair munāsib bi aż-żāt). Ia ditempatkan sebagai 
at-ṭard dan menyamakannya dengan al-munāsib 
bi az-żāt, sehingga mempunyai relevan dengan 
sendirinya.  Di sisi lain, dalam konteks ini, 
syara’ secara universal dapat menerimanya. 
Oleh karena itu, asy-Syāfi’i (w. 204 H) 
berpendapat asy-syabah dapat menjadi hujjah 
karena kesamaannya dengan al-munāib. 
Sementara Abῡ Bakar as-Ṣairafi dan Abῡ Ishāq 
asy-Syairāzi menolak asy-syabah sebagai hujjah, 
karena sama dengan at-ṭard.628 

Kedelapan, at-ṭard, yaitu ‘ibārah tentang 
penyertaan hukum dengan semua bentuk sifat 
tanpa ada relevansi (munāsabah) dan titik temu 
(mustalzam) antara keduanya.629 Seperti 
perkataan sebagian orang “hukumlah orang 
yang cacat fisik itu”. Dalam contoh ini perintah 
menghukum tidak ada relevansinya dengan 
sifat orang yang dihukum, yaitu cacat fisik. Jadi 
perintah menghukum disertai dengan 
penjelasan sifatnya, jelas tidak ada relevansi 
dan keterkaitannya.  

Para pakar uṣῡl al-fiqh terjadi perbedaan 
pendapat menjadikan at-ṭard sebagai salah satu 
masāik al-‘illah. Sebagian pakari uṣῡl 
berpendapat bahwa at-ṭarddapat dijadikan 
sebagai salah satu masālik al-‘illah, dan menjadi 

 
628Ibid., h. 286-287. Al-Kafi as-Sabki, al-Ibhāj, Juz ke 3, h. 68. 
629Al-Qarāfi,  Syarh Tanqih al-Fuṣῡl, h. 309. Ar-Rāzi, al-Mahṣῡl, Juz ke 

5, h. 221.   



464 
 

hujjah secara mutlak, demikian menurut ar-
Rāzi, dan al-Baiḍāwi, dan diikuti oleh sebagian 
pakar uṣῡl al-fiqh muta’akhkhirin dari kalangan 
Hanafi, seperti Abῡ at-Ṭayyib at-Ṭabari. 
Sedangkan sebagian pakar uṣῡl al-fiqh yang lain 
berpendapat bahwa at-ṭard tidak bisa dijadikan 
sebagai salah satu masālik al-‘illah, dan 
karenanya tidak bisa dijadikan hujjah secara 
mutlak, demikian menurut pandangan al-
Gazāli, Imām al-Haramain, Mukhtas az-
Zarkasyi, Ibn al-Hājib (w. 646 H), dan al-Amidi 
(w. 631 H).630  Dari dua pendapat ini, pendapat 
yang pertama dipandang sebagai pendapat 
yang tidak kuat (al-mażhab ḍā’ifun jiddan), 
sedangkan pendapat yang kedua dipandang 
lebih kuat, karena cara ini tidak menunjukkan 
‘illah, baik dalam bentuk ẓanny maupun qaṭ’iy.   

Kesembilan, melalui al-mu’aṡṡir, yaitu sifat 
‘illah yang langsung mempunyai implikasi pada 
jenis hukum pada pokok, bukan pada sifat yang 
lain. Seperti status seorang anak yang belum 
dewasa (al-bulῡg) itu berimplikasi pada 
pengangkatan perwalian (kurator) dalam 
masalah harta benda. Hal ini juga berimplikasi 
pada pengangkatan kurator dalam masalah 
pernikahan bagi seorang anak perempuan yang 
belum dewasa.631 Ungkap ar-Razi selanjutnya 
dengan memberikan contoh tentang saudara 
laki-laki kandung (seayah dan seibu) dalam hal 
warisan (al-mirāṡ). Ia harus lebih didahulukan 
untuk mendapatkan harta waris dari si mayit 
(al-maurῡṡ) dari saudara seayah lain ibu, karena 
pertalian darah dan persaudaraan yang 
berimplikasi langsung dalam hal waris. 

 
630‘Adil asy-Syuwaikh, Ta’lil al-Ahkām, h. 211.  
631Ar-Rāzi, al-Mahṣῡl, Juz ke 5, h. 199.  
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Demikian juga dalam wilayah an-nikah, 
saudara kandung (seayah dan seibu) lebih 
didahulukan menjadi wali nikah dari saydara 
kandung seayah lain ibu. 

Ar-Razi juga menyebutkan bahwa 
penjelasan al-mu’aṡṡir sebagai salah satu masālik 
al-‘illah ini tidak jauh berbeda dengan 
penjelasan al-munāsabah. Ia menyatakan, tidak 
ada beda antara pokok (al-aṣl) dan cabang (al-
far’) melainkan mempunyai hubungan yang 
saling keterkaitan, berbeda halnya dengan ‘illah 
yang mulgā.632  Dan menurutnya, bahwa al-
mu’aṡṡir ini dapat dijadikan sebagai salah satu 
masālik al-‘illah. 

Kesepuluh, melalui tanqih al-manāṭ, yaitu 
memilih dan mengambil salah satu dari sifat-
sifat yang ditunjukkan oleh naṣ dan membuang 
yang lainnya, sehingga sifat yang terpilih 
dijadikan sebagai ‘illah penetapan hukum.633 
Seperti, kasus seorang berkebangsaan Arab 
bersetubuh dengan isterinya di siang hari bulan 
ramadhan. Berdasarkan hadis Nabi,634 orang 
Arab itu diwajibkan memerdekakan hamba 
sahaya sebagai sanksi dari perbuatan yang 
dilakukannya. Dari kasus ini muncul masalah, 
yaitu apa yang menjadi ‘illah penetapan sanksi 

 
632Ibid., h. 200. 
633 Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, Jld. ke 2, h. 292. 
634Yakni, hadis yang diriwayatkan oleh tujuh perawi hadis dari Abi 

Hurairah r.a. ia berkata: Seseorang bernama Salmah bin Shakhkhar bin Salman 
ibn ash-Shamah al-Anshari al-Khazraji al-Bayadhi datang kepada Nabi Saw. 
kemudian ia berkata: Aku rusak ya Rasulullah, lalu beliau bertanya: Apa yang 
engkau lakukan.? Salmah bin Sakhkhar itu menjawab: Saya bersetubuh dengan 
isteri di siang hari bulan ramadhan. Kemudian Rasulullah bersabda: Singkatnya 
dengan memberikan alternatif sanksi secara kronologis, yaitu memerdekakan 
hamba sahaya, berpuasa dua bulan secara berturut-turut, dan memberi mkan 
orang miskin sebanyak 60 orang.  Lihat, as-Ṣan’āni, Subul as-Salām, Juz ke 2, 
h. 163.   
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bagi pelaku tersebut. Ada beberapa 
kemungkinan, “seorang laki-laki berkebangsaan 
Arab yang bersetubuh”, dan “bersetubuh 
dengan isterinya di siang hari bulan 
ramadhan”. Kemungkinan yang pertama, tidak 
bisa dijadikan ‘illah hukum karena sanksi 
hukum tidak bisa berlaku hanya untuk orang 
Arab saja, tetapi berlaku bagi semua orang yang 
sudah dewasa (mukallaf), tanpa membedakan 
ras dan kebangsaan. Sedangkan kemungkinan 
yang kedua yang tampak lebih logik dan 
rasional bisa dijadikan sebagai ‘illah penetapan 
hukum, yaitu bersetubuh dengan isterinya di 
siang hari bulan ramadhan, sehingga Rasulullah 
menetapkan sanksi hukumnya dengan 
“memerdekakan hamba sahaya”.635   Dari sini 
dapat diketahui bahwa sifat bersetubuh di siang 
hari bulan ramadhan inilah yang menjadi ‘illah 
untuk keharusan memerdekakan hamba 
sahaya. Penegasan yang demikian ini 
sesungguhnya adalah pandangan ulama 
mażhab Syāfi’i. Sedangkan menurut pandangan 
Abῡ Hanifah dan Imām Mālik, bahwa kasus 
dimaksud merupakan kekhususan dalam 
bentuk bersetubuh di bulan ramadhan, dan 
yang perlu diperhatikan karena adanya sifat 
kesengajaan membatalkan puasa. Membatalkan 
puasa dengan sengaja dengan cara apapun 
mengharuskan adanya kafārat.636 

Berdasarkan uraian pembahasan prosedur 
penemuan dan penetapan ‘illah (masālik al-‘illah), 
baik dari kalangan para pakar uṣῡl al-fiqh klasik 
maupun kontemporer tersebut di atas, dapat 

 
635Al-Gazāli, al-Mustasfa, h. 396. Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawami’, 

Jld. ke 2, h. 292. Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 152.  
636Ibn as-Sabki, Matan Jam’ al-Jawāmi’,Jld. ke 2, h. 292.  
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diketahui persamaan dan perbedaannya. 
Persamaannya, kelihatannya mereka sepakat 
bahwa setiap penetapan hukum itu mesti 
didasarkan pada ‘illah, sehingga muncul sebuah 
norma hukum bahwa “hukum itu beredar 
(mengikuti) pada ada dan tidaknya ‘illah” (al-
Hukmu yaduru ma’a al-‘illah wujudan wa 
‘adaman).637 Artinya, apabila ‘illah itu tidak ada, 
maka hukum pun tidak akan ada. Oleh karena 
demikian, dalam konteks istinbat hukum perlu 
ditetapkan prosedur penemuan dan penetapan 
‘illah. Dan dalam hal ini Jumhῡr al-uṣῡliyyin 
telah menyepakatinya. Sedangkan 
perbedaannya, jumlah masāik al-‘illah di 
kalangan ulama uṣῡl klasik lebih banyak 
alternatifnya dibandingkan dengan yang 
ditetapkan oleh para pakar uṣῡl al-fiqh 
kontemporer. Misalnya, al-Qarafi menetapkan 
delapan (8) macam cara, ar-Razi menetapkan 
sepuluh (10) macam cara, dan asy-Syaukāni 
menetapkan sebelas (11) macam cara. Demikian 
juga term yang ada dalam masālik al-‘illah sangat 
variatif. Sementara di kalangan pakar uṣῡl al-
fiqh kontemporer masālik al-‘illah dirumuskan 
lebih sederhana dan praktis, seperti 
Muhammad AbῡZahrah, Abd al-Wahhāb 
Khallāf, dan Muhammad al-Khuḍari Bik, 
mereka  hanya menetapkan masing-masing tiga 
cara, yaitu melalui naṣ(al-Qur’ān dan sunnah), 
ijmā’, dan al-munāsabah, yang di dalamnya 
mencakup tahqiq al-manāṭ, tanqih al-manāṭ, dan 
takhrij al-manāṭ. Hanya al-Khuḍari Bik 
menambahkan satu cara, yaitu ad-dauran, dan ia 
tidak menyebutnya dengan term al-munāsabah, 
tetapi dengan term as-sabru wa at-taqsim.  

 
637Abd al-Hamid Hkim, al-Bayān (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), h. 25.   
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c. Pembagian Qiyās 
Pembagian qiyās dilihat dari eksistensi ‘illah 

yang ada pada aṣl dan furῡ’ dapat dilihat dari 
berbagai segi, sebagai berikut: 
1) Dilihat dari segi disebutkan atau tidak ‘illah 

pada aṣl, asy-Syairāzi asy-Syāfi’i (w. 476 H) 
membagi qiyās pada tiga macam, yaitu qiyās 
‘illah, qiyās dalālah, dan qiyās syabah,638 yang 
penjelasannya sebagai berikut: 
a) Qiyās ‘illah yaitu qiyās yang ‘illah-nya 

disebutkan dengan jelas dalam aṣl. 
Berdasarkan aṣl yang ‘illah-nya jelas 
disebutkan inilah kemudian diterapkan 
hukumnya pada far’ yang juga memiliki 
‘illah yang sama yang terdapat di dalamnya. 
Contoh, ‘illah memabukkan pada khamr 
disebutkan dengan jelas dalam aṣl (Q.S. al-
Baqarah (2): 219). Berdasarkan hal ini, 
perasan kurma atau anggur (an-nabiż) jika 
diminum memabukkan, maka hukumnya 
haram disamakan dengan al-khamr. 

b) Qiyās dalālah yaitu qiyās yang ‘illah-nya tidak 
disebutkan dengan jelas, tetapi merupakan 
petunjuk yang menunjukkan adanya ‘illah 
untuk menetapkan suatu hukum dari suatu 
peristiwa yang terjadi. Contoh, harta 
kekayaan anak kecil (warisan dari orang tua 
yang telah meninggal) yang sudah 
mencapai niṣāb wajib zakat. Di kalangan 
ulama mujtahid Hanafi, hasil istinbaṭ 
hukumnya bahwa anak kecil tidak wajib 
mengeluarkan zakat hartanya yang telah 
memenuhi syarat, karena zakat itu 
termasuk ibadah mahḍah seperti ṣalat, 

 
638Abi Ishāq Ibrāhim bin ‘Ali bin Yῡsuf asy-Syairāzi al-Fairῡzābādi, 

al-Luma’ fi Uṣῡl al-Fiqh (Surabaya: Syirkah Bankul Indah, t.t.), h. 53. 
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maka tidak wajib kecuali atas orang yang 
sudah mukallaf. Hal ini berarti mereka tidak 
menganalogikan pada harta orang yang 
sudah dewasa, tetapi mereka analogikan 
pada ibadah, seperti ṣalat, puasa dan yang 
semacamnya. Ibadah hanya diwajibkan 
kepada orang yang sudah mukallaf yang 
sudah di-taklif dengan ajaran agama. 
Sedangkan menurut pendapat Imām Mālik, 
Syāfi’i dan Ahmad bin Hanbal mewajibkan 
secara mutlak terhadap harta anak kecil 
tersebut untuk mengeluarkan zakatnya 
disebabkan melihat wujud hartanya, dan 
tidak melihat orangnya yang belum 
mukallaf.639 

c) Qiyās syabah yaitu qiyās yang hukum far’-

nya dapat diketahui dengan cara 
menganalogikan pada salah satu dari 
beberapa aṣl dalam beberapa naṣ yang 
keadaannya lebih mirip atau banyak 
persamaannya dengan far’. Dalam konsepsi 
aliran Hanafi, qiyās dalam bentuk ini 
dikenal dengan istihsān. Dalam term lain, 
qiyās syabah ini bisa disebut juga dengan 
qiyās al-khafi, meskipun secara 
terminologis, tidak sama dengan apa yang 
dimaksudkan oleh aliran mujtahid Hanafi. 
Contoh klasik, kasus seseorang membeli 
seorang hamba sahaya yang diketahui 
setelah dibeli cacat. Dalam kasus ini 
pembeli mempunyai hak untuk 
mengembalikan kepada penjual (khiyār ‘aib). 
Problem yang muncul adalah selama 
hamba sahaya itu berada pada tangan 

 
639Ali Jum’ah, Qaul as-Ṣahābi ‘Ind al-Uṣῡliyyin (al-Qāhirah: Dār ar-

Risālah, 1425 H/2004 M), Cet. ke 1, h. 98.  
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pembeli yang dipekerjakan dan 
menghasilkan sesuatu itu menjadi milik 
pembeli dan tidak ikut dikembalikan 
kepada penjual bersamaan dengan 
pengembalian hamba sahaya, karena 
pembeli sudah menanggung kebutuhan 
hidup dan pemeliharaannya selama berada 
dalam penguasaannya. Kasus ini dalam 
pencarian ‘illah mana yang lebih mirip 
dengan beberapa aṣl yang ada. Menurut 
Imām Syāfi’i, melihat ‘illah-nya yang paling 
mirip adalah “keuntungan yang diperoleh 
selama dipekerjakan” yang dalam sunnah 
disebut dengan “menjadi milik 
penanggung”. Sedangkan pakar metodologi 
hukum Islam lainnya, menetapkan ‘illah 
yang paling mirip adalah “barang yang 
dijual”, yang berarti konsekuensinya semua 
produktifitas yang dihasilkan oleh hamba 
sahaya selama berada di tangan pembeli 
ikut dikembalikan kepada penjualnya, 
karena barang yang dijual (hamba sahaya 
yang cacat) dan menghasilkan produktifitas 
tersebut  dari barang yang dijual.640 

2) Dilihat dari segi kekuatan ‘illah yang terdapat 
pada furῡ’ dan aṣl, dibedakan mapada tiga 
macam, yaitu qiyās al-aulā, qiyās al-musāwi, dan 
qiyās al-adnā.641 
a) Qiyās al-aulā yaitu qiyās yang hukumnya 

pada far’ lebih kuat daripada hukum pada 
aṣl, karena ‘illah yang terdapat pada far’ 
lebih kuat dari yang ada pada aṣl. Seperti 

 
640Lihat, ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Bukhāri, Kasyf al-Asrār Syarh 

‘alā Uṣῡl al-Fiqh li al-Bazdawi (T.Tp.: aktabah as-Sanāyi’, 1307 H), Jld. ke 2, 
h. 1122. Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 225-227.  

641Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 1,h. 702.   
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menganalogikan memukul kedua orang tua 
kepada ucapan “ah”. Q.S. al-Isrā’ (17): 23: 

  َّۚ َٰناً إحِۡسا ينِۡ  َٰلِدا بٱِلوۡا وا إيَِّاهخ   ٓ إلََِّ وٓاْ  تاعۡبخدخ لََّ 
ا
أ بُّكا  را  َٰ ۞واقاضَا

ل   ا فالَا تاقخ ما هخ وۡ كِِلا
ا
أ آ  ما هخ دخ حا

ا
ا أ كا ٱلكِۡبُا بۡلخغانَّ عِندا ا يا إمَِّ

ا    ريِما ا قاوۡلَا كا ما َّهخ ا واقخل ل ما رۡهخ لَا تانۡها ٖ وا ف 
خ
آ أ ما َّهخ  ل

Artinya: “Maka janganlah kamu ucapkan kata-
kata “ah” kepada kedua orang tua (mu)”. 

Uṣῡliyyin menetapkan ‘illah larangan 
pada ayat ini adalah menyakiti kedua orang 
tua. Jadi, larangan menyakiti kedua orang 
tua dengan cara memukul itu lebih kuat 
daripada hanya dengan mengucapkan kata 
“ah”.  

b) Qiyās al-musāwi yaitu qiyās yang hukumnya 
pada far’ itu sama kualitasnya dengan 
hukum yang ada pada aṣl, karena kualitas 
‘illah pada keduanya adalah sama. Seperti 
menganalogikan menjual harta anak yatim 
kepada memakan harta anak yatim. Q.S. an-
Nisā’ (4): 10:  

ا   إنَِّما لۡمًا  ظخ  َٰ َٰمّا ٱلِۡاتا َٰلا  مۡوا
ا
أ لخونا  كخ

ۡ
ياأ يِنا  ٱلَّ إنَِّ 

ا    عِيۡا ياصۡلاوۡنا سا اُۖ واسا ونهِِمۡ ناارا لخونا فِِ بخطخ كخ
ۡ
 ياأ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang 
memakan harta anak yatim secara aniaya, ia 
tidak lain hanyalah menelan api sepenuh 
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api 
yang menyala-nyala (neraka)”. 

Uṣῡliyyin menetapkan ‘illah larangan 
pada ayat ini adalah menjual harta anak 
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yatim, hukumnya haram, karena sama 
halnya secara analogis dengan memakan 
harta anak yatim sebagaimana disebutkan 
dalam ayat tersebut, substansinya adalah 
sama-sama menghabiskan harta anak yatim 
dengan aniaya. 

c) Qiyās al-adnā yaitu qiyās yang ‘illah 
hukumnya pada far’ itu lebih lemah 
daripada ‘illah yang ada pada aṣl. Seperti, 
menganalogikan perasan sebagian buah-
buahan (an-nabiż) dengan khamr. Dalam hal 
ini, kekuatan ‘illah memabukkan pada 
khamr (aṣl) itu lebih kuat daripada ‘illah 
yang ada far’, seperti perasan sebagian 
buah-buahan (kurma atau anggur, yang 
dikenal dengan an-nabiż). 

d. Qiyās sebagai Dalil Hukum 
Secara teoritis-normatif, tidak ada petunjuk 

pasti yang menyatakan bahwa qiyās sebagai dalil 
hukum syara’, atau term lain sebagai hujjah asy-
syar’iyyah untuk meng-istinbaṭ-kan hukum. Tetapi 
juga tidak ada petunjuk yang membolehkan para 
imam mujtahid meng-istinbaṭ-kan hukum di luar 
apa yang telah ditetapkan oleh teks-teks al-Qur’ān 
dan sunnah. Karena itu, di kalangan para imam 
mujtahid (uṣῡliyyin) terjadi perbedaan pendapat 
tentang boleh dan tidaknya menggunakan qiyās 
sebagai dalil hukum (hujjah asy-syar’iyyah). Dari 
perbedaan ini pada akhirnya muncul dua golongan 
pendapat, ada para imam mujtahid yang 
menjadikan qiyās sebagai dalil hukum, yang dikenal 
disebut sebagai muṡbit al-qiyās, dan ada yang 
menolak qiyās sebagai dalil hukum, yang disebut 
sebagai nufāt al-qiyās. 
1) Golongan muṡbit al-qiyās 
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Jumhῡr al-‘ulamā’ dari para sahabat, dan 
tābi’in menetapkan bahwa qiyās sebagai hujjah 
asy-syar’iyyah. Mereka menetapkan qiyās sebagai 
dalil atau hujjah asy-syar’iyyah dengan 
mendasarkan pada al-Kitāb (al-Qur’ān), as-
sunnah, al-ijmā’, dan logika (al-ma’qῡl).642 
a) Al-Kitāb (al-Qur’ān) 

Di antara ayat-ayat al-Qur’ān yang 
mereka jadikan arguimentasi: Q.S. an-Nisā’ 
(4): 59: 

وْلِِ 
خ
أ ولا وا واْ ٱلرَّسخ طِيعخ

ا
أ ا وا واْ ٱللَّّ طِيعخ

ا
أ نخوآْ  يِنا ءااما ا ٱلَّ ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

 ِ ٱللَّّ إلَِا  دُّوهخ  فارخ ءٖ  ۡ شَا فِِ  َٰزاعۡتخمۡ  تانا فاإنِ  مُۡۖ  مِنكخ مۡرِ 
ا
ٱلۡۡ

َٰلكِا  ذا ٱلۡأٓخِرِٖۚ  واٱلِۡاومِۡ   ِ بٱِللَّّ تخؤۡمِنخونا  نتخمۡ  كخ إنِ  ولِ  واٱلرَّسخ
حۡسا 

ا
أ يۡۡٞ وا وِيلًَ   خا

ۡ
 نخ تاأ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 
ta’atilah Allah dan Rasul(Nya) dan uli al- amr 
di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (al-Qur’ān) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya”. 

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa 
Allah memerintahkan kepada umat Islam 
agar menetapkan segala persoalan 
berdasarkan al-Qur’ān dan sunnah, jika ada 
pada keduanya hendaklah mengikuti 
penguasa (uli al-amr). Jika tidak ada 
pendapat uli al-amr, maka boleh 

 
642Ar-Rāzi. al-Mahṣῡl, Juz ke 5, h. 26. 



474 
 

menetapkan hukum dengan 
mengembalikan kepada al-Qur’ān dan 
sunnah, yaitu dengan menghubungkan atau 
membandingkannya pada keduanya. Dalam 
konteks ini, banyak cara yang dilakukan di 
antaranya dengan melakukan analogis 
(qiyās). 

Q.S. al-Hasyr (59): 2: 

َٰبِ منِ  هۡلِ ٱلكِۡتا
ا
واْ منِۡ أ رخ فا يِنا كا جا ٱلَّ خۡرا

ا
ِيٓ أ وا ٱلَّ هخ

نَّ 
ا
نُّوآْ أ ُْۖ واظا وا ۡرخجخ ن يَا

ا
نانتخمۡ أ ا ظا لِ ٱلَۡاشِِٖۡۚ ما وَّ

ا
َٰرهِِمۡ لِۡ م دِيا هخ

امۡ   يۡثخ ل خ منِۡ حا مخ ٱللَّّ َٰهخ تاى
ا
ِ فاأ نِا ٱللَّّ م م  ونخهخ صخ مۡ حخ تخهخ انعِا مَّ

م  بخيخوتاهخ ۡرِبخونا  يَخ  َّۚ ٱلرُّعۡبا قخلخوبهِِمخ  فِِ  واقاذافا   ُْۖ ۡتاسِبخوا يَا
َٰرِ   بصۡا

ا
وْلِِ ٱلۡۡ

خ
َٰٓأ واْ يا ؤۡمِنيِنا فاٱعۡتابُِخ يدِۡي ٱلمۡخ

ا
أ يدِۡيهِمۡ وا

ا
 بأِ

Artinya: “Maka ambillah tamṡil dan ibarat 
(dari kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai 
orang-orang yang mempunyai pandangan yang 
tajam”. 

Ayat ini memberikan pelajaran kepada 
umat manusia (para mujtahid) agar 
mengkomparasikan suatu kejadian yang 
terjadi pada diri seseorang kepada suatu 
peristiwa yang terjadi pada orang-orang 
kafir. Jika orang-orang beriman melakukan 
perbuatan seperti orang-orang kafir itu, 
maka pasti mereka akan memperoleh siksa 
yang serupa. Dari memahami ayat di atas 
dapat dikatakan bahwa seseorang boleh 
menetapkan suatu hukum syara’ dengan 
menggunakan komparasi, atau analogi 
(qiyās).  

b) As-Sunnah 
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Di antara sunnah yang dijadikan 
argumentasi oleh Jumhῡr al-‘ulamā’ bagi 
penggunaan qiyās sebagai dalil hukum 
adalah hadis dialog Rasulullah Saw. dengan 
Mu’āż bin Jabal, ketika akan diutus ke 
negeri Yaman untuk menjadi penguasa 
yang ulama dan mujtahid.   

َابِّ   ِّت ِّك ِّذاَ عرَضََ لكََ قضََاءٌ ؟ قاَلَ : أَقضِّْى ب كَيفَْ تقَْضِّى ا
ةِّ رسَُولِّْ  ِّسنُ َّ َابِّ الل  هِّ؟ قاَلَ فبَ ِّت ك ِّىْ  ِّدْ ف ِّنْ لمَْ تَج الل  هِّ. قاَلَ : فاَ

قاَلَ  صلعم  ةِّ  الل  هِّ  سُن َّ ِّى  ف ولَاَ  الل  هِّ  َابِّ  ِّت ك ِّى  ف ِّدْ  تَج لمَْ  ِّنْ  فاَ  :  
الل  هِّ  رسَُولُْ  فضَرَبََ  َالَوُْ,  ولَا رأَْىِّ  ِّدُ  اجَْتهَ قاَلَ:  الل  هِّ؟  رسَُولِّْ 
قَ رسَُولُْ رسَُولِّْ الل  هِّ صلعم  ِّلهِّ وفَ َّ َمدْلُ صلعم صَدْرهَُ وقَاَلَ: الَْح

ِّماَ يرَْضىَ رسَُولُْ الل  هِّ.رواه ابوداود.  ل
Artinya: “Bagaimana cara kamu memutuskan 
apabila suatu kasus hukum diajukan 
kepadamu.? Ia menjawab: Saya akan putuskan 
berdasarkan Kitāb Allah (al-Qur’ān); Belia 
bertanya lagi: Jika kamu tidak menemukan 
(dasar hukumnya) dalam Kitāb Allah.? Ia 
menjawab: Saya akan putuskan berdasarkan 
sunnah Rasulullah Saw.; Beliau bertanya lagi: 
Jika kamu tidak menemukan (dasar hukumnya) 
di dalam Kitāb Allah maupun sunnah 
Rasulullah.? Ia menjawab: Saya akan berijtihad, 
dan saya tidak akan lengah (ceroboh). Kemudian 
Rasulullah Saw. bersabda sambil menepuk-
nepuk dada Mu’aż bin Jabal, segala puji bagi 
Allah yang telah merestui delegasi Rasulullah 
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Saw. pada apa yang diriḍai oleh utusan 
Allah”.643 

Dialog Rasulullah Saw. dengan Mu’aż 
bin Jabal ini menjadi suatu dasar para 
sahabat dalam berijtihad. Mereka secara 
teknis, mula-mula mengkaji teks-teks al-
Qur’ān dilihat dari berbagai aspeknya. Jika 
dari proses pengkajiannya tidak dapat 
menghasilkan konklusi hukum yang 
dicarinya, maka kemudian mereka beralih 
melakukan pengkajian terhadap sunnah-
sunnah Rasulullah dilihat dari berbagai 
aspeknya. Jika juga dari dua sumber hukum 
utama ini ketentuan hukum yang dicarinya 
tidak ditemukan, maka baru mereka 
melakukan ijtihad, baik secara individual 
maupun kolektif dengan mengumpulkan 
para sahabat untuk bermusyawarah, dalam 
arti, berdiskusi dengan masing-masing 
mengemukakan argumen yang pada 
akhirnya terjadi titik temu dan kata sepakat. 
Hasil dari musyawarah (diskusi) mereka ini 
kemudian dikenal dengan ijmā’ as-sahābah. 
Ijtihad yang dimaksudkan dari jawaban 
Mu’āż bin Jabal ini dalam pandangan asy-
Syāfi’i tidak lain adalah qiyās (al-ijtihād al-
qiyās).644 

c) Qaul Sahabat 
Para sahabat Rasulullah Saw. ternyata 

banyak melakukan analogi (qiyās) dalam 
menetapkan kasus hukum yang terjadi yang 
tidak ada naṣ-nya. Seperti, pengangkatan 

 
643Abū Dāwud Sulaiman ibn Asy’as as-Sajastāni al-Azdi (selanjutnya 

ditulis Abū Dāwud), Sunan Abi Dāwud (Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 
1952), Jld. ke 3, h. 412-413.  

644Asy-Syāfi’i, ar-Risālah, h. 477.  
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Abῡ Bakar menjadi khalifah. Menurut para 
sahabat, dan mereka sepakat (ijmā’ as-
sahābah) bahwa Abῡ Bakar adalah seorang 
yang lebih layak dan pantas diangkat 
menjadi khalifah dibandingkan dengan para 
sahabat yang lain, dengan pertimbangan, 
karena dialah yang disuruh Rasulullah Saw. 
mewakili menjadi imam ṣalat ketika beliau 
sedang sakit. Reasoning-nya, jika beliau saja 
restu menggantikan posisinya sebagai imam 
ṣalat, tentu beliau juga akan lebih restu 
menggantikan posisinya sebagai kepada 
pemerintahan. 

Contoh lain, khalifah Umar bin al-
Khaṭṭāb pernah menulis surat ditujukan 
kepada Abῡ Mῡsā al-Asy’ari yang 
memberikan petunjuk bagaimana 
seharusnya sikap dan cara seorang hakim 
mengambil keputusan. Di antara isi 
suratnya:  

ِّى   ف يبَلْغُْمِّكَ  لمَْ  ا  ِّم َّ م صَدْرِّكَ  ِّى  ف ِّجُ  يَختْلَ ِّيمْاَ  ف الَفْهَمَْ  الَفْهَمَ 
 َ ةِّ, اعَرِّْفِّ الْا ن َّ َابِّ واَلس ُّ ِّت ِّسِّ الامُوُرَْ الْك واَلْامَْثاَلَ ثمُ َّ ق شْباَهَ 

ِّيمْاَ ترَىَ. ِّ ف ِّالْحقَ  ِّهاَ ب ِّلىَ الل  هِّ واَشَْبهَ ِّهاَ ا ِّلىَ احََب  ِّدْ ا  عِّندْكََ فاَعمْ
Artinya: “Fahamilah benar-benar problematika 
yang kamu hadapi, yang hukum-hukumnya 
tidak kamu dapati dalam al-Qur’ān dan as-
sunnah. Ketahuilah persamaan dan keserupaan 
dan qiyās-kanlah problematika itu menurut 
kesamaan dan kemudian berpeganglah kepada 
pendapat kamu yang paling baik di sisi Allah 
dan paling sesuai dengan kebenaran”.645 

 
645Jalāl ad-Din as-Suyῡṭi, al-Asybāh, h. 5. 
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Surat Umar ini terlihat menegaskan 
sebagai instruksi dalam bentuk perintah 
kepada para yuris melalui Abῡ Mῡsā al-
Asy’ari agar dalam memutuskan dan 
menetapkan terhadap kasus-kasus hukum 
yang dihadapi dalam prosesnya melakukan 
analogi, dari setiap kasus hukum yang 
secara naṣ tidak  ada ketentuan hukumnya 
dianalogikan pada kasus hukum serupa 
yang sudah ada ketentuan hukumnya 
dalam naṣ, karena diduga kuat terdapat 
kesamaan ‘illah hukum antara keduanya.  

d) Logika (al-ma’qῡl)  
Jumhῡr al-‘ulamā’ menetapkan qiyās 

sebagai dalil hukum (hujjah asy-syar’iyyah) 
sebagai argumentasi terakhir adalah 
berdasarkan logika. Secara logika, bahwa 
Allah Swt. mensyari’atkan setiap aturan-
Nya dapat dipahami  maksud dan 
tujuannya, yaitu untuk kemaslahatan umat 
manusia. Bahkan  tidak ada satu aturan 
hukum pun yang tidak mempunyai tujuan. 
Karena itu, asy-Syāṭibi (w. 790 H) 
menegaskan bahwa tujuan Allah 
menetapkan hukum-hukum-Nya adalah 
untuk terwujudnya kemaslahatan hidup 
manusia di dunia dan di akhirat.646 Untuk 
itu, taklif harus tertuju pada terealisirnya 
tujuan hukum tersebut. Setiap perintah dan 
larangan yang terdapat dalam teks-teks al-
Qur’ān dan sunnah tidak terlepas dari 
upaya memelihara kemaslahatan. Hal inilah 
sesungguhnya yang menjadi tujuan akhir 
dari setiap ketentuan hukum Islam. Bertolak 
dari pemikiran ini, jika para imam mujtahid 

 
646Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt, Jld. 1, Juz ke 2, h. 2.  
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meyakini bahwa suatu hukum yang 
terdapat di dalam teks-teks al-Qur’ān dan 
sunnah (sebagai aṣl) didasarkan atas ‘illah 
tertentu, kemudian mereka juga meyakini 
adanya ‘illah itu pada kasus-kasus hukum 
yang terjadi (sebagai al-far’) tidak ada naṣ-
nya, maka para imam mujtahid harus 
mengaplikasikan ketentuan hukum yang 
dalam teks-teks al-Qur’ān dan sunnah 
tersebut pada kasus-kasus hukum yang 
terjadi (al-far’) yang tidak ada naṣ-nya itu.  

Berpikir deduktif-analogis (qiyāsi) 
seperti ini, secara historis telah lama 
dikonstruk oleh Imām asy-Syāfi’i (w. 204 H) 
yang mensistematisir kedudukan qiyās 
sebagai dalil hukum. Menurutnya, bahwa 
semua peristiwa yang terjadi pasti Allah 
telah menyediakan aturan hukum-Nya, baik 
yang tersurat dalam teks-teks al-Qur’ān dan 
sunnah, tersirat dalam kedua teks tersebut, 
maupun ditemukan melalui pemahaman 
dan penggalian di dalam dan di balik kedua 
teks itu. Prosesingnya dalam hal ini 
dilakukan secara maksimal oleh para imam 
mujtahid, di antaranya dengan cara masālik 
al-‘illah dalam konteks aplikasi qiyās. Karena 
itu, berpikir deduktif-analogis dalam 
penggalian hukum, terutama di era 
kontemporer ini mutlak diperlukan 
realisasinya.  

2) Golongan nufāt al-qiyās 
Para ulama yang menolak qiyās sebagai 

dalil hukum (hujjah asy-syar’iyyah) adalah 
Ibrāhim ibn Siyār ibn Hāni yang dikenal dengan 
an-Naẓām al-Mu’tazili, Ibn Hazam az-Ẓāhiri, 
sebagian ulama Syi’ah Imāmiyyah seperti Ja’far 
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as-Ṣadiq.647 Golongan nufāt al-qiyās ini 
berargumentasikan hampir sama dengan 
Jumhῡr al-‘ulamā’ , yaitu al-Qur’ān, sunnah, dan 
żammu Umar alqaul bi ar-ra’y.  
a) Al-Qur’ān  

Di antaranya, Q.S. al-Isrā’ (17): 36: 

ا  واٱلۡۡاصَا مۡعا  ٱلسَّ إنَِّ  عِلۡمٌَّۚ  بهِۦِ  لاكا  لايسۡا  ا  ما تاقۡفخ  لَا  وا
 ُّ ادا كُخ ؤا لًَ واٱلفۡخ سۡؤخ نۡهخ ما نا عا َٰٓئكِا كَا وْلا
خ
 أ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa 
yang kamu tidak mengetahui  pengetahuan 
tentangnya”. 

Ayat ini menurut pemahaman mereka, 
seseorang (mujtahid) dilarang beramal 
dengan sesuatu yang tidak diketahui secara 
pasti, hanya berdasarkan praduga kuat 
semata (az-żann), ‘illah yanng dijadikan 
alasan logis penetapan hukum didasarkan 
pada praduga kuat juga. Sedangkan Allah 
Saw. berdasarkan ayat ini melarang kepada 
umat manusia  (mujtahidin) mengikuti 
sesuatu yang tidak pasti. Hal ini berarti 
menetapkan suatu hukum dilarang dengan 
berdasarkan qiyās. Karena qiyās tidak lain 
adalah berdasarkan dugaan kuat (az-ẓann). 
Q.S. Yῡnus (10): 36: 

منِا  غۡنِِ  يخ لَا  نَّ  ٱلظَّ إنَِّ   َّۚ نًّا ظا إلََِّ  مۡ  خهخ كۡثَا
ا
أ ياتَّبعِخ  ا  واما
 ۡ ِ شَا لخونا   ٱلَۡاق  فۡعا ا يا ۢ بمِا ليِمخ ا عا  ٖ ٖاًَّۚ إنَِّ ٱللَّّ

 
647Asy-Syaukāni, Irsyād al-Fuhῡl, h. 175. 
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Artinya: “Sesungguhnya persangkaan (az-
ẓann) itu tidak berfaidah sedikit pun terhadap 
kebenaran”. 

b) Sunnah  
Di antaranya terdapat suatu pernyataan 

Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh ad-
Dāruquṭni: 

ِّن َّ ا ِّضَ فلَاَ تضَُي ِّعوُهْاَ وحَدَ َّ حدُوُْداَ فلَاَ  ا لل  هَ تعَلَىَ فرَضََ فرَاَئ
مَ اشَْياَءَ فلَاَ تنَتْهَكَُوهْاَ وسََكتََ عنَْ اشَْيأََ رحَْمةًَ   وْهاَ وحَرَ َّ تعَْتدَ ُّ

ِّسْياَنٍ فلَاَ تبَْحثَوُاْ عنَْهاَ  كمُْ غيَرُْ ن  ل  َّ
Artinya: “Sesungguhnya Allah telah 
menentukan berbagai ketentuan, maka  
Janganlah kamu abaikan, menentukan beberapa 
batasan, jangan kamu langgar, Allah haramkan 
sesuatu maka jangan kamu langgar larangan 
itu. Dia juga mendiamkan hukum sesuatu 
sebagai rahmat bagi kamu, tanpa ada unsur 
kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu”. 

Pernyataan Rasulullah Saw.ini mereka 
pahami bahwa sesuatu itu ada kalanya 
wajib, adakalanya haram, dan adakalanya 
didiamkan Allah (al-maskῡt ‘anhu) yang 
ketentuan hukumnya berkisar antara 
ditolerir dan  dibolehkan. Apabila 
dianalogikan sesuatu yang didiamkan Allah 
itu kepada wajib misalnya, maka berarti 
telah menetapkan hukum wajib kepada 
sesuatu yang ditolerir dan dibolehkan. 

c) Żammu Umar al-qaul bi ar-ra’y 
Argumentasi golongan nufāt al-qiyās 

yang ketiga adalah mengacu pada 
perkataan Umar yang mencela orang yang 
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menetapkan pendapat semata-mata 
berdasarkan akal pikiran (ra’y).  Umar bin 
al-Khaṭṭāb (w. 23 H): 

اعَْينُهُمُْ   ننَِّ  الس ُّ اعَدْاَءَ  همُْ  ِّن َّ فاَ أْىِّ  الر َّ واَصَْحاَبُ  اكمُْ  ِّي َّ ا
 َ واْالْاحَاَدِّيثَْ انَْ يَحفْظَوُهْاَ فقَ واْ واَضََل ُّ أْىِّ فضََل ُّ ِّالر َّ  الوُاْ ب

Artinya: “Jauhilah oleh kamu golongan 
rasionalisme, karena sesungguhnya mereka itu 
adalah musuh ahli sunnah. Mereka merasa 
kesulitan untuk menghafal hadis-hadis, 
kemudian mereka menyatakan pendapat dengan 
berdasarkan pemikirannya sendiri, sehingga 
mereka sesat dan mnyesatkan orang lain.648 

Pernyataan Umar ini bila dikritisi dan 
dikomparasikan dengan pernyataan isi 
surat yang ditujukan kepada Abῡ Mῡsā al-
Asy’ari di atas tampaknya kontradiksi, di 
satu sisi dalam konteks penetapan hukum 
harus melakukan penganalogian pada 
berbagai kasus hukum yang dihapi, dan di 
sisi lain ia melarang menggunakan akal 
pikiran bahkan mencelanya. Hal ini 
sesungguhnya tidak demikian, pernyataan 
Umar yang melarang al-qaul bi ar-ra’y 
maksudnya adalah mengingatkan orang-
orang (mujtahidin) yang dalam menetapkan 
hukum lebih mengutamakan berdasarkan  
akal pikiran dan terlepas dari sumber dan 
dalil hukum al-Qur’ān dan sunnah. 
Keduanya ini tidak dijadikan pedoman 
rasionalitasnya dalam proses menggali, 
mencari, dan menetapkan hukum atas 
kasus-kasus hukum yang terjadi. Ra’y 

 
648Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 51.  



483 
 

dijadikan landasan utama, sedangkan al-
Qur’ān dan sunnah dijadikan rujukan 
nomor dua sesudah ra’y. Kemudian, Umar 
membolehkan melalukan penganalogian 
dimaksudkan adalah, ketika tidak ada naṣ 
yang dapat dijadikan dasar untuk 
menetapkan hukum terhadap kasus-kasus 
hukum baru yang terjadi.  

d) Zakaria al-Barri menyatakan bahwasannya 
berpegang pada qiyās itu mengakibatkan 
terjadi perbedaan pendapat dan 
perselisihan paham di antara para imam 
mujtahid disebabkan perbedaan pemikiran, 
maka demikian ini dilarang Allah,649 (Q.S. 
al-Anfāl (8): 46:  

تاذۡهابا  وا لخواْ  تافۡشا فا واْ  َٰزاعخ تانا لَا  وا خۥ  ولَا راسخ وا ا  ٱللَّّ واْ  طِيعخ
ا
أ وا

بُِيِنا    َٰ عا ٱلصَّ ا ما َّْۚ إنَِّ ٱللَّّ وٓا مُۡۖ واٱصۡبُِخ كخ  ريِحخ

Artinya: “... janganlah kamu berbantah-
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi 
gentar dan hilang kekuatannya”.   

Tegasnya, bagi golongan nufāt al-qiyās, 
mereka menolak menggunakan qiyās 
sebagai dalil hukum, atau hujjah asy-
syar’iyyah, karena dasar qiyās hanyalah 
dugaan kuat semata (az-ẓann).    

C. Dalil-Dalil Hukum yang Tidak Disepakati 
Di samping empat sumber dan dalil hukum yang 

disepakati (al-muttafaq ‘alaihā) oleh mayoritas pakar 
metodologi hukum Islam (Jumhῡr al-uṣῡliyyin), juga terdapat 
dalil-dalil lain yang penggunaannya tidak disepakati (al-
mukhtalaf fihā). Dalil-dalil ini menurut Najm ad-Din at-Ṭῡfi 

 
649Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 102. 



484 
 

(w. 716 H) dalam Muṣāfā Zaid, berjumlah 19 macam dalil.650 
Menurut ulama uṣῡl yang lain berjumlah 26 dalil yang tidak 
disepakati. Jika dalil ini dikumpulkan, maka jumlahnya 
tidak kurang dari 45 dalil hukum yang al-mukhtalaf fihā.651 
Tetapi, dari jumlah tersebut yang dikenal di kalangan 
Jumhῡr al-uṣῡliyyin hanyalah 7 macam dalil, yaitu al-istiṣlah 
(maṣlahah al-mursalah), al-istihsān, al-‘urf, qaul as-ṣahābi, syar’ 
manqablanā, sad az-żari’āh, dan al-istiṣhāb.652 Pembahasan 
lebih lanjut sebagaimana paparan di bawah ini. 
1. Al-Istiṣlāh (Maṣlahah al-Mursalah) 

Al-Istiṣlah, al-maṣlahah, maṣlahah al-mursalah, berbeda 
term tapi substansi maknanya adalah sama. Dalam 
literatur uṣῡl al-fiqh term tersebut menjadi sebuah teori 
yang berkembang sejak era klasik hingga era 
kontemporer saat ini. Kedudukannya dalam konteks 
istinbāṭ al-ahkām, satu sisi diposisikan sebagai dalil 
hukum, dan di sisi lain sebagai metode istinbaṭ hukum. 
Dalam buku ini diposisikan sebagai dalil hukum, 
termasuk enam yang lainnya.Teori maṣlahah yang 
merupakan substansi maqasid asy-syari’ah, yaitu maṣlahah 
yang secara eksplisit tidak ditegaskan dalam naṣ dan 
tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya 
ataupun yang menolaknya.653 Penggunaan teori 
maṣlahah ini diarahkan dalam rangka merealisir konsep 
maqāṣîd asy-syarî’ah, karena secara fungsional antara 
maṣlahah dan maqāṣîd asy-syarî’ah mempunyai hubungan 
dan keterkaitan yang kuat.  
a. Definisi Maṣlahah  

 
650Muṣṭafā Zaid, al-Maṣlahah fi at-Tasyri’i al-Islāmi wa Najm ad-Din at-

Ṭῡfi (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1384 H/1964 M), h. 117. 
651Ahmad ‘Abd ar-Rahman as-Sāyih, Risālah fi ar-Ri’āyah al-Maṣlahah 

(Mesir: Dār al-Miṣriyyah al-Banāniyyah, 1993), h. 13.  
652Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh wa Madāris al-Bahṡ Fih (Suria-

Damaskus: Dār al-Maktabi, 1420 H/2000 M), Cet. ke 1, h. 12.  
653Jalāl ad-Din ‘Abd ar-Rahmān, al-Maṣālîh  al-Mursalah wa 

Makānatuhā fi at-Tasyri’ (Mesir: Maṭba’ah as-Sa’ādah, 1403 H/1983 M), h. 
23. 
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Secara etimologis, maṣlahah merupakan kata 
tunggal (mufrad) dari al-maṣâlîh, sama artinya 
dengan as-ṣalâh, yaitu yang mendatangkan 
kebaikan, atau kemanfaatan.654 Terkadang dipakai 
term lain yaitu al-istiṣlāh, yang berarti mencari 
kebaikan.655 Sering pula kata maṣlahah atau al-istîṣlāh 
ini diidentikkan dengan al-munâsib, yang berarti 
hal-hal yang relevan dan tepat penggunaannya.656 
Jadi, maṣlahah secara etimologis berarti setiap 
sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di 
dalamnya, baik itu untuk meraih kemanfaatan 
ataupun untuk menolak kemudaratan, maka hal itu 
disebut dengan maṣlahah. Sedangkan maṣlahah 
seacara terminologis, al-Gazâlî (w. 505 H) 
mengemukakan bahwa makna asalnya adalah suatu 
ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak 
kemudaratan.Tetapi ungkapan batasan maṣlahah ini 
sesungguhnya yang dimaksudkan oleh al-Gazâlî 
adalah memelihara tujuan syara’ (maqāṣîd asy-
syarî’ah). Tujuan syara’ yang ingin dicapai dari 
makhluk ada lima, yaitu memelihara agama (hifẓ 
ad-din), memelihara jiwa (hifẓ an-nafs), memelihara 
akal akal (hifẓ al-‘aql), memelihara keturunan (hifẓ 
an-nasl), dan memelihara harta (hifẓ al-māl). Setiap 
hukum yang mengandung tujuan memelihara 
kelima hal itu disebut dengan maṣlahah, dan setiap 
sesuatu yang meniadakannya disebut mâfsadat, dan 
menolaknya juga disebut maṣlahah.657 

 
654Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, Jld. ke 2, h. 517. 
655Muhammad Murtaḍā az-Zubaidi, Tāj al-‘Arūs (Mesir: Maṭba’ah al-

Khairiyyah al-Munsya’ah Bijamāliyyah, 1306 H.), Jld. ke 2, h. 183.  
656Jūdah Hilāl, “al-Istihsăn wa al-Maṣlahah al-Mursalah” dalam 

Usbū’ al-Fiqh al-Islâmî (Mesir: Majlis al-A’lā li ar-Ri’āyah al-Funūn al-
Ijtimā’iyyah, 1330 H), h. 263. 

657Al-Gazâlî , al-Mustaṣfâ, h. 251. 
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Maṣlahah sebagaimana dikemukakan di atas,658 
pertama kali diperkenalkan oleh Imām Mâlik  (93-
179 H), pendiri mażhab Mâlikî.659 Muhammad Abû 
Zahrah menyebutkan bahwa Imām Mâlik beserta 
pengikutnya merupakan mażhab pencetus teori 
maṣlahah sebagai dalil hukum.660 Tetapi karena para 
pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal 
tersebut, maka setelah abad III H/IX M tidak ada 
lagi pakar uṣûl al-fiqh yang menisbâtkan maṣlahah al-
mursalah kepada Imām Mâlik, sehingga tidak 
berlebihan jika ada pandangan yang mengatakan 
bahwa teori maṣlahah al-mursalah ditemukan dan 
dipopulerkan oleh para pakar uṣûl al-fiqh dari 
kalangan mażhab Syāfi’î, yaitu oleh Imām al-

 
658Penyebutan maṣlahah, maṣlahah al-mursalah, atau istiṣlāh secara 

substansi pada dasarnya adalah sama maksudnya, yaitu kebaikan, hanya 
berbeda dalam penyebutan term saja.   

659Wael B. Hallaq, A. History, h. 165. 
660Terdapat tiga riwayat yang berbeda tentang biografinya,  Imām 

Syâfî’i berdasarkan penuturannya sendiri disinyalir bahwa: Riwayat 
pertama, “Aku dilahirkan pada tahun 150 H di wilayah Gazzah (sebuah 
daerah yang kurang lebih berjarak 135 Km dariYerûssâlâm, Palestina). 
Kemudian aku dibawa pindah ke Makkah, dalam usia 2 tahun oleh ibuku 
yang berkebangsaan Azd”. Riwayat kedua, asy-Syâfî’i pernah 
menyatakan: “Aku lahir di ‘Asqalân, yang berjarak kurang lebih 21 Km 
dari Gazzâh, Palestîna”. Riwayat ketiga, dinyatakan: “Aku dilahirkan di 
Yaman. Namun kemudian ada semacam kekhawatiran di hati ibuku, 
sehingga beliau membawaku pindah ke Makkah. Ini terjadi ketika usiaku 
10 tahun atau tidak jauh dari itu”.660 Dari catatan sejarah ini para 
biografer tampaknya menetapkan tempat kelahiran Imam Syâfî’i ada 
yang mendasarkan pada tempat domisilinya (Gazzah, tempat ia 
dilahirkan), ada yang menitikberatkan pada kota yang dikenalnya 
(‘Asqalân sebagai salah satu kota yang dikenal di Yerûssâlâm, Palestîna), 
dan ada yang mendasarkan pada tempat migrasinya (pindah domisili 
dari Gazzâh yang penduduknya banyak dihuni oleh warga Yaman ke 
Makkah). Analisis dan penilaian para biografer demikian secara 
metodologis dibenarkan, karena semua itu didasarkan fakta sejarah. 
Lihat, Muhammad Abû Zahrah, Uṣûl al-Fiqh, h. 280. Muhammad Abû 
Zahrah, Mālik Hayātuh, h. 368-369.  
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Haramain al-Juwainî (w. 478 H), guru Imām al-
Gazâlî .661 

Imām al-Gazâlî seorang bermażhab Syāfi’î, 
berdasarkan para peneliti hukum Islam adalah 
termasuk pakar uṣûlal-fiqh yang paling banyak 
membahas teori maṣlahah al-mursalah atau al-istîṣlāh, 
yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran gurunya, 
Imām al-Haramain al-Juwainî. Menurutnya, bahwa 
maṣlahah dapat diterima sebagai dalil hukum atau 
hujjah syar’iyyah dengan ketentuan maslahatnya 
harus bersifat ḍarûrah, qaṭ’iyyah, dan kûlliyyah.662 
Dimaksudkan dengan harus bersifat ḍarûrah, bahwa 
maṣlahah tersebut merupakan salah satu dari lima 
prinsip dasar, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, 
keturunan, akal, dan harta kekayaan. Bersifat 
qaṭ’iyyah (pasti terjadi) dimaksudkan bahwa 
kemaslahatan yang dikehendaki itu diduga kuat, 
atau hampir pasti terjadi dan dapat dicapai. 
Sedangkan bersifat kûlliyyah, dimaksudkan bahwa 
kemâslâhatan itu bersifat universal untuk 
kepentingan umum ataupun individu. 

Penerimaan maslahah sebagai dalil hukum atau 
hujjah syar’iyyah, mayoritas ulama uṣûl al-fiqh 
menerimanya sebagai salah satu dasar dari dasar-
dasar pensyarî’atan hukum, tetapi di kalangan 
pakar uṣûlal-fiqh mazhab Ẓâhirî dan sebagian ulama 
uṣῡl Syāfî’iyyah mereka menolaknya, bahwa 
maṣlahah bukanlah sebagai hujjah syar’iyyah.663 

b. Macam-Macam Maṣlahah 

 
661Wael B. Hallaq, A. History,.h. 165-166. Lihat, al-Juwainî, al-Burhân, 

Juz ke 2, h. 933. Ahmad ar-Raisūni, Năẓarîyyahal-Maqāṣid ‘Ind al-Imām asy-
Syâṭibî  (ar-Ribat: Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islâmî, 1416 H/1995 
M), h.47. 

662Al-Gazâlî , al-Mustaṣfă, h. 253. 
663Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣūl al-Fiqh, h. 172. Lihat, Abi Muhammad 

‘Ali bin Hazm al-Andalūsi az-Zahiri, al-Ihkām fi Uṣûl al-Ahkâm  (Mesir: 
Mâktâbah  ‘Āṭif, 1395 H/1978 M), Juz ke 3, h. 384.  
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Eksistensi maṣlahah dilihat dari segi 
kekuatannya sebagai hujjah syar’iyyah dalam 
penetapan hukum, dibedakan pada tiga macam, 
yaitu: a) Maṣlahah ḍarûrîyyah, yakni kemaslahatan 
yang eksistensinya sangat dibutuhkan oleh 
kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia 
tidak akan berarti di dunia dan bahkan di akhirat 
apabila dari lima prinsip dasar tidak terpelihara dan 
terealisir dengan baik. b) Maṣlahah hâjiyyah, yakni 
kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup 
manusia padanya tidak menempati tingkat 
darûrîyyah, hanya sangat menunjang bagi 
terealisirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. 
c) Maṣlahah tahsiniyyah, yakni kemaslahatan yang 
kebutuhan hidup manusia padanya tidak sampai 
pada tingkat ḍarûrîyyah, dan juga pada tingkat 
hâjiyyah, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi 
dalam rangka memberi kesempurnaan dan estetika 
hidup manusia. Sekalipun demikian, maṣlahah 
bentuk ketiga initetap dalam koridor 
implementatifnya terkait erat dengan lima prinsip 
dasar kebutuhan manusia.664 

Maṣlahah dilihat dari segi dibenarkan atau 
tidaknya oleh asy-Syārî’(Pencipta hukum)  dalam 
penetapan hukum, para ahli uṣûl membagi pada 
tiga macam, yaitu: (1) Maṣlahah mu’tabarah, yaitu 
maṣlahah yang dibenarkan oleh naṣ syara’, yakni 
dalam konteks ini ada petunjuk dari naṣ syara’, baik 
secara langsung ataupun tidak langsung yang 
memberikan petunjuk pada adanya maṣlahah yang 
menjadi ‘illâh dalam penetapan hukum. (2) Maṣlahah 
mulgah, yaitu maṣlahah yang ditolak atau dibatalkan 
oleh naṣ syara’, karena eksistensi maṣlahah bentuk ini 
sekalipun dipandang baik oleh akal, tetapi naṣ syara’ 
tidak memberikan petunjuk dan bahkan 

 
664Abdu Rabbih, Buhūṡ fi al-Adillah, h. 81-89.  
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menolaknya. (3) Maṣlahah al-mursalah, yaitu apa 
yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan 
tujuan hukum syara’ dalam menetapkan hukum, 
tetapi tidak ada petunjuk syara’ yang 
membenarkannya dan juga yang 
menolaknya.665Maṣlahah dalam bentuk yang terakhir 
ini sejalan dengan syarat yang dapat dijadikan 
acuan dalam mewujudkan kebaikan yang 
dibutuhkan manusia agar terhindar dari 
kemafsadatan dan kemudaratan yang terjadi. 

c. Kerangka Kerja Aplikasi Maṣlahah 
Alur kerangka kerja maṣlahah adalah 

membicarakan kepentingan yang tidak dibatasi 
pada kasus-kasus hukum tertentu, tetapi dapat 
diaplikasikan pada semua kasus hukum yang 
mengemuka, terutama di era kontemporer ini. Oleh 
karenanya di kalangan para pemikir hukum Islam, 
maṣlahah menjadi salah satu dalil hukum yang 
kontroversial. Untuk menghindari subyektivitas 
dalam penggunaan maṣlahah sebagai dalil hukum 
atau hujjah asy-syar’iyyah, para pakar uṣûl al-fiqh di 
antaranya Imām Mâlik  (w. 179 H) sendiri sebagai 
pendiri mażhab Mâlikî menetapkan tiga 
persyaratan penggunaan maṣlahah al-mursalah 
sebagai berikut: (a) Maṣlahah itu harus sejalan 
dengan maksud-maksud syara’ (maqāṣîd asy-
syarî’ah), maṣlahah tidak boleh kontradiksi dengan 
prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (ḍarûrîyyah), dan 
tidak pula kontradiksi dengan dalil-dalil yang 
qaṭ’i.(b) Maṣlahah itu secara esensial harus bersifat 
rasional (ma’qûlah fî żâtîhâ), dalam arti apabila 
dikemukakan kepada ahlinya mereka 
menerimanya. (c) Mengambil dan berpegang pada 

 
665Ibid., h. 95-99. Bandingkan dengan Wahbah az-Zuhaili, Usûl al-

Fiqh, Juz ke 2, h. 757.  
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maṣlahah tersebut bisa menghilangkan kesulitan 
kehidupan manusia.666 

Dari tiga persyaratan penggunaan maṣlahah di 
atas, persyaratan pertama jelaslah menunjukkan 
bahwa maṣlahah itu mesti sejalan dengan maqâṣîd 
asy-syarî’ah, artinya bahwa keduanya merupakan 
satu kesatuan yang terintegrasi dalam kerangka 
penetapan hukum yang tak terpisahkan. 

Dalam sejarah perkembangan pemikiran 
hukum Islam, penggunaan maṣlahah dalam 
menyelesaikan kasus-kasus hukum yang 
mengemuka yang dihadapi umat Islam ternyata 
telah teruji. Hal ini terlihat pada kebijakan-
kebijakan Umar bin Khaṭṭâb (w. 23 H) sebagai 
khalifah sekaligus sebagai mujtahid di mana dari 
hasil ijtihâdnya dipandang oleh para sahabat 
menyalahi syarî’at Islam yang berlaku.667 Di antara 
kebijakan yang didasarkan pada kemaslahatan 
umat dan hasil ijtihâd Umar yang dipandang 
kontradiksi dengan syarî’at Islam, seperti Umar 
mengubah hukum ṭâlak  tiga yang dijatuhkan pihak 
suami terhadap isterinya pada suatu tempat 
menjadi ṭalāq bā’in. Padahal di masa hidup 
Rasulullah Saw., Abû Bakar, dan di awal 
pemerintahan khalifah Umar sendiri, talak tiga 
tersebut dianggap hanya jatuh satu kali, sesuai 
dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan 
oleh Imām Muslim dari Ibn Ṭâwus dari ayahnya 
dari Ibn ‘Abbâs, ia berkata:   

 
666Muhammad Abủ Zahrah, Uṣûl al-Fiqh, h. 280. Muhammad Abῡ 

Zahrah, Mālik Hayātuh, h. 402. 
667Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 517. Yūsuf al-

Qaraḍāwi, ‘Awāmil as-Sa’ah wa al-Murūnah fi asy-Syari’ah al-Islâmîyyah 
(Mesir: Dâr as-Sakhwah, 1985), h. 99. 



491 
 

وأََبِّى   مَ  وسََل َّ  ِّ علَيَهْ الل  هُ  صَل َّى  الل  هِّ  رسَُولِّْ  عهَدِّْ  علَىَ  لاقَُ  الط َّ كاَنَ 
بنُْ   عمُرَُ  فقَاَلَ   .ِّ واَحِّدةَ لاَثِّ  الث َّ طَلاَقُ  عمُرََ   ِّ خِّلاَفةَ مِّنْ  بكَرْوسََنتَيَنِّْ 

ابِّ  َ ءِّ الْخطَ َّ قدَكْاَن أَمرٍْ  ِّى  اسْتعَجْلَوُاْف قدَِّ  اسَ  الن َّ فلَوَْ  ان َّ  أَناَةَ   ِّ ِّيهْ ف لهَمُْ  تْ 
  ِّ ِّيهْ ابَ عنَْ  طَاوسٍُ  ابنِّْ  عنَِّ  مسُْلِّمٌ  روَاَهُ  ِّمْ.  علَيَْه فأََمضَْاهُ  ِّمْ  علَيَْه أَمضَْينْاَهُ 

اسٍ رضَِّىَ الل  هُ عنَْهمُاَ.  668عنَِّ ابنِّْ عبَ َّ
Artinya:  “Di masa Rasulullah Saw., dan Abu Bakar 

serta dua tahun pertama di masa 
pemerintahan Umar adalah tâlâk  tiga yang 
dijatuhkan sekaligus hanya dianggap jatuh 
satu kali. Umar berkata: Masyarakat telah 
terburu-buru dalam melakukan tindakannya 
(menjatuhkan tâlâk  tiga sekaligus) yang 
seharusnya mereka lakukan secara bertahap. 
Hal itu, apabila kami membiarkan mesti 
merajalela di masyarakat, berarti kami 
membiarkan mereka dalam kehancuran”. 

Setelah ‘Umar melihat realitas masyarakat 
demikian, ditetapkanlah bahwa talak itu berlaku 
penuh sebagai ṭalāq bā’in, sehingga suami tidak bisa 
merujuk kembali kepada isterinya sebelum dinikahi 
oleh laki-laki lain. Keputusan ‘Umar ini kontradiksi 
dengan tradisi Rasulullah Saw., ijmâ’ sahabat, dan 
naṣ (Q.S. al-Baqarah, ayat 229): 

عۡ  بمِا  ۢ اكخ فاإمِۡسا تاانِٖۖ  رَّ ما َٰقخ  لا لُِّ  ٱلطَّ يَا لَا  وا َٰنٖٖۗ  بإِحِۡسا  ۢ اسۡۡيِحخ ت وۡ 
ا
أ وفٍ  رخ

 ۡ شَا وهخنَّ  ءااتايۡتخمخ آ  مِمَّ واْ  ذخ خخ
ۡ
تاأ ن 

ا
أ مۡ  لََّ  لاكخ

ا
أ اافاآ  يَا ن 

ا
أ  ٓ إلََِّ ٖ ٖاً 

نااحا   جخ فالَا   ِ ٱللَّّ ودا  دخ حخ ا  يخقِيما لََّ 
ا
أ خِفۡتخمۡ  فاإنِۡ   ُِۖ ٱللَّّ ودا  دخ حخ ا  يخقِيما

 
668Imām Muslim, Şahih Muslim, Juz ke 1, h. 629. 
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 ِ ب تۡ  ٱفۡتادا ا  فِيما ا  لايۡهِما ن عا واما  َّۚ ا وها تاعۡتادخ فالَا   ِ ٱللَّّ ودخ  دخ حخ تلِكۡا  ۗۦ  هِ
ونا    لمِخ َٰ مخ ٱلظَّ َٰٓئكِا هخ وْلا

خ
ِ فاأ ودا ٱللَّّ دخ تاعادَّ حخ  يا

Artinya:  “Tâlâk (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah 
itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf 
atau menceraikan dengan cara yang baik. 
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada 
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya 
(suami isteri)  tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa 
atas keduanya tentang bayaran yang 
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. 
Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 
kamu melanggarnya. Barang siapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah mereka 
itulah orang-orang yang zalim”. 

Ayat di atas menunjukkan bahwa ṭalak tiga bisa 
menjadi ṭalāq bā’in apabila dijatuhkan pada masa 
dan tempat yang berbeda sebagaimana telah 
dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para 
sahabat.  

Contoh lain dari kebijakan dan hasil ijtihâd 
Umar bahwa pada awalnya sanksi bagi laki-laki 
pezina yang belum pernah nikah itu didera 100 kali 
dan diasingkan selama satu tahun, berdasarkan 
hadîs  yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari 
‘Ubâdah bin as-Ṣâmit, ia berkata: 
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مَ  ِّ وسََل َّ : خذُوُْاعنَ ِّى خذُوُْاعنَ ِّى قدَْ جَعلََ  قاَلَ رسَُولُْ الل  هِّ صَل َّى الل  هُ علَيَهْ
ي ِّبِّ جلَدُْ  ِّالث َّ ي ِّبُ ب ِّ جلَدَْ مِّائةٍَ ونَفَْيُ سَنةٍَ. واَلث َّ ِّكرْ ِّالْب ِّكرُْ ب َلبْ ِّيلْاً. ا الل  هُ لهَنُ َّ سَب

امِّتْ رضَِّى الل  هُ عنَهُْ.  ِّ بنِّْ الص َّ  669مِّائةٍَ واَلر َّجْمُ. روَاَهُ مسُْلِّمٌ عنَْ عبُاَدةَ
Artinya:  “Rasulullah Saw. bersabda: Ambillah hukum 

dariku, ambillah hukum dariku, sungguh 
Allah telah memberikan jalan lain kepada 
mereka (yaitu): Laki-laki bujang(yang berzina 
dengan) perempuan gadis(sanksinya) adalah 
dera seratus kali, dan diasingkan selama satu 
tahun, dan yang tekah kawin (yang berzina 
dengan) yang telah kawin pula (sanksinya) 
dera seratus kali dan diranjam”. 

Berdasarkan pada hadîs di atas, pernah khalifah 
Umar mengasingkan Rabî’ah ibn Umayyah ke 
Surîa, tetapi setelah di sana ternyata dia melarikan 
diri bergabung ke pihak musuh yaitu Bizantium. 
Dari pengalaman ini Umar pada akhirnya 
menetapkan suatu kebijakan bahwa mulai saat ini 
saya tidak akan lagi mengasingkan seseorang, dan 
hukuman tersebut dibekukannya. Dan pembekuan 
hukuman (sanksi) itu tidak lain didasarkan pada 
pertimbangan kemaslahatan umat.  

2. Al-Istihsān 
Para pakar metodologi hukum Islam (ushuliyyin) 

yang menggunakan istihsān sebagai dalil hukum dalam 
meng-istinbaṭ-kan hukum (ijtihad) yaitu ulama Hanafi, 
Māliki, dan Hambali, dengan intensitas dan 
klasifikasinya masing-masing. Karena itu, definisi 
istihsān dan penerapannya pada beberapa kasus hukum 
akan dikemukakan menurut ulama uṣῡl al-fiqh Hanafi, 
Māliki, Hanbali, dan sekaligus pandangan imām Syāfi’i 

 
669Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 48.  
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terhadap istihsān. Dan tidak diuraikan pembahasan 
macam-macam istihsān, dan dasar sandarannya. 

a. Definisi Istihsān Menurut Ulama Uṣῡl al-Fiqh Hanafi 
Banyak ulama uṣῡl Hanafi, di antaranya Abῡ 

Hasan al-Karākhi (w. 340 H.) mendefinisikan 
istihsān yaitu: Pindahnya seseorang dari suatu 
hukum mengenai suatu masalah kepada hukum 
lain yang serupa, tetapi kontradiksi dengan hukum 
yang pertama karena kondisi menuntut demikian.670 
Definisi ini dapat dimengerti bahwa maksudnya 
suatu dalil yang mengalihkan mujtahid dari 
penetapan hukum suatu masalah yang 
menyamakan hukumnya dengan hukum masalah 
serupa kepada hukum sebaliknya karena ada alasan 
yang lebih kuat, yakni menyentuh kemaslahatan 
manusia. Misalnya, dalam hal menetapkan ongkos 
pengembalian hamba yang hilang. Dalam hal ini al-
Karākhi berpaling dari penggunaan qiyās dan 
mengambil ketetapan 40 dirham dengan mengacu 
kepada pendapat Ibn Abbas.671 Sementara as-
Sarakhsi (w. 418 H.) mendefinisikan istihsān dengan 
meninggalkan qiyās dan mengambil (berpegang) 
pada yang lebih relevan dengan kebutuhan 
manusia.672 Pada tempat lain ia  mengemukakan 
bahwa cara meninggalkan qiyās secara alternatif 
pilihan karena adanya naṣ, ijmā’, kondisi ḍarārah, 
atau qiyās khafi berdasarkan dalil-dalilnya yang 
lebih relevan.673 Misalnya, pertama, meninggalkan 
qiyās beralih kepada naṣ, seperti makan karena lupa 
bagi orang yang sedang berpuasa di siang hari 
bulan ramaḍān. Berdasarkan qiyās hukum puasanya 

 
670Muhammad Abu Zahrah, Uṣῡl al-Fiqh, h. 262.  
671As-Sarakhsi, al-Mabsῡṭ, Juz ke 11, h. 22.  

672As-Sarakhsi, al-Mabsῡṭ, Juz ke 10, h. 145. 

673As-Sarakhsi, Uṣῡl as-Sarakhsi, h. 202-203. 
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batal, karena rusaknya rukun puasa. Dalam konteks 
ini Abῡ Hanifah (w. 150 H) mengatakan “laulā qaul 
an-naṣ laqultu yaqḍi.” Maka adalah  naṣ ini wajib 
diamalkan dengan mengacu kepada hadis Nabi  
Saw.: “Barang siapa makan dalam keadaan lupa 
sedangkan ia berpuasa, maka hendaklah ia 
menyempurnakan puasanya”.674 Berdasarkan hadis ini 
Abῡ Hanifah mengambil ketetapan hukum sahnya 
puasa orang yang makan karena lupa, sedangkan 
berpuasa dengan meninggalkan hukum batalnya 
menurut qiyās. Penetapan hukum seperti ini 
menurut ulama uṣῡl Hanafi disebut dengan istihsān. 

Kedua, meninggalkan qiyās beralih kepada ijmā’, 
seperti transaksi salam, yaitu pesan pembuatan 
barang yang berlaku umum dalam kehidupan 
masyarakat.675 Berdasarkan qiyās transaksi seperti 
ini dilarang,  karena barang yang ditransaksikan 
tidak ada pada saat ‘aqad transaksi itu terjadi. 
Tetapi praktik transaksi seperti ini sudah berlaku 
umum dalam kehidupan masyarakat tanpa ada 
seorang ulama pun yang menolaknya. Menurut 
ulama uṣῡl Hanafi praktik semacam ini adalah ijmā’ 
yang kedudukannya lebih kuat daripada qiyās. 
Karena itu, menurutnya meninggalkan hukum 
dilarangnya transaksi salam, dan mengambil 
hukum dibolehkannya transaksi salam tersebut 
adalah berdasarkan ijmā’. Penetapan hukum seperti 
ini menurut mereka adalah istihsān. Ketiga, 
meninggalkan qiyās karena kondisi menuntut (li ad-
ḍarῡrah) demi kemaslahatan yang lebih utama, 
seperti membersihkan air sumur yang kejatuhan 
najis (bangkai hewan). Berdasarkan qiyās, air sumur 
tersebut semuanya najis, tetapi apabila dibuang 
seperlunya sehingga baunya hilang, maka air 

 
674Muhammad Ismail al-Kahlani, Subul as-Salām, Juz ke 2, h. 160.  

675 As-Sarakhsi, Uṣῡl as-Sarakhsi, h. 203. 
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sumur tersebut menjadi bersih (suci) dan bisa 
dipergunakan untuk keperluan masyrakat 
banyak.676 Pertimbangan hukum seperti ini menurut 
mereka disebut dengan istihsan (istihsān bi al-
maṣlahah). Keempat, meninggalkan qiyās ẓāhir/jali 
berpindah ke qiyās khafi yang berimplikasi kepada 
hukum yang lebih relevan dengan tuntutan jiwa 
hukum masyarakat pada umumnya. Contoh klasik, 
air sisa yang telah diminum unggas buas. 
Berdasarkan qiyāsjali, air sisa tersebut adalah najis, 
karena diduga kuat telah bercampur dengan 
liurnya. Tetapi berdasarkan qiyās khafi sisa air 
tersebut tidak najis, karena unggas buas itu minum 
dengan menggunakan paruhnya yang kering dari 
liur. Penetapan hukum dengan mengutamakan 
pertimbangan qiyās khafi seperti ini menurut ulama 
uṣῡl Hanafi disebut istihsān. 

b. Definisi istihsān Menurut Ulama Uṣῡl al-Fiqh Māliki 
Dapat dikemukakan beberapa ulama uṣῡl al-fiqh 

Māliki, di antaranya Ibn Rusyd (w. 420 H.) 
mendefinisikan istihsān, yaitu mengesampingkan 
qiyās yang dalam aplikasinya akan bisa 
mengakibatkan berlebihan (tumpang tindih) di 
dalam menetapkan hukum, kemudian 
mengembalikan kepada takhṣiṣ yang dipahami dari 
qiyās tersebut karena ada alasan tertentu yang 
membolehkan demikian.677 Contoh mengenai waris 
bersama, dalam hal ini, seorang wanita (isteri) 
meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ibu 
kandung, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-
laki seayah. Dalam ilmu faraiḍ, tiga orang pertama 
termasuk sebagai aṣhāb al-furῡḍ, sedangkan satu 
orang terakhir sebagai żaw al-arhām. Untuk itu tirkah 

 
676Ibid. 

677Asy-Syāṭibi, Kitab al-I’tisham, Juz ke 2, h. 97. 
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dibagikan terlebih dahulu kepada aṣhāb al-furῡḍ 
berdasarkan ketentuan naṣ, yaitu suami ½,  ibu 
kandung 1/6, dan saudara laki-laki seibu 1/3. 
Berarti tirkah telah terbagi habis semuanya. Dalam 
kasus ini terjadi kejanggalan hukum, yaitu saudara  
laki-laki seibu dapat mewarisi, sedangkan saudara 
laki-laki seayah tidak bisa mewarisi hanya 
dikategorikan sebagai ‘aṣābah. Dalam kasus ini 
Mālik bin Anas memutuskan bahwa saudara laki-
laki seayah dan saudara laki-laki seibu sama-sama 
mendapat bagian tirkah 1/3 atas dasar aṡar 
sahābat.678 

Abῡ Ishāq asy-Syāṭibi (w. 790 H./1388 M.) 
mengatakan bahwa istihsān menurut ulama uṣῡl 
Māliki yaitu taqdim al-istidlāl al-mursal ‘alā al-qiyās 
(prioritas penggunaan dalil mursal atas qiyās).679 
Menurutnya,  bahwa eksistensi istihsān itu 
sesungguhnya kembali kepada pemeliharaan tujuan 
syariat yang secara global dapat dipahami dari 
masalah-masalah yang diwajibkan. Misalnya pada 
suatu masalah, ketetapan qiyās mengakibatkan 
luputnya kemaslahatan, bahkan terkadang 
menimbulkan kemudaratan, maka masalah itu 
harus dikecualikan dari penerapan qiyās dan 
kembali kepada upaya pemeliharaan kemaslahatan 
sebagai tujuan syariat, dengan mengacu pada 
norma-norma kemaslahatan (jalb al-maṣālih wa dar’ 
al-mafāsid). Contoh, seorang wanita  
memperlihatkan ‘aurat-nya ketika berobat ke dokter 
pria. Berdasarkan dalil qiyās, haram hukumnya bagi 
wanita yang memperlihatkan ‘aurat-nya kepada lain 
jenis, tetapi karena kebutuhan pengobatan dirinya 
(li ad-ḍarῡrah wa al- hājah) dan tidak didapatkan 

 
678Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ᾱm, Juz ke 1, h. 

88-89. 
679Asy-Syāṭibi, al-Muwafaqat, Juz ke 4, h.116.  



498 
 

seorang dokter spesialis wanita yang membidangi 
penyakitnya, apabila dia kukuh dengan 
keyakinannya haram melihat ‘aurat-nya orang yang 
bukan muhrim-nya, maka penyakitnya tidak akan 
sembuh dan bahkan diduga kuat akan semakin 
parah. Dalam kondisi demikian wanita tersebut 
diperbolehkan memperlihatkan ‘aurat-nya kepada 
dokter pria yang spesialis membidangi jenis 
penyakitnya.680 

c. Definisi Istihsān Menurut Ulama Uṣῡl al-Fiqh 
Hanbali 

Beberapa ulama uṣῡl Hanbali memberikan 
definisi istihsān di antaranya, Najm ad-Din at-Ṭῡfi 
(w.716 H.) menyatakan bahwa definisi istihsān yang 
paling tepat ialah memakai hukum suatu masalah 
dan meninggalkan yang lainnya karena ada dalil 
syariat  yang khusus.681 Ibn Qudamah (w. 620 
H/1223 M) mendefinisikan istihsān yaitu 
mempunyai tiga pengertian: Pertama, pindah dari 
suatu hukum kepada hukum lainnya mengenai 
suatu masalah karena adanya dalil khusus, baik 
dari kitabullah ataupun sunnah. Kedua, sesuatu 
yang dianggap baik oleh mujtahid. Ketiga, suatu 
argumentasi yang terbersit di dalam hati mujtahid, 
yang ia sendiri tidak bisa mengungkapkannya.682 

Demikian definisi istihsān dalam terminologi 
ulama uṣῡl Hanafi, Māliki, dan Hambali. Kalau 
dikritisi dari definisi istihsān masing-masing dapat 
dikatakan bahwa di kalangan ulama uṣῡl Hanafi 
secara redaksional tampak ada kesamaan simpul, 
yaitu masing-masing mendeskripsikan 
perbandingan qiyās dengan istihsān dengan 

 
680Ibid, h. 117.  

681 Muhammad Abῡ Zahrah, Maṣādir al-Tasyri’, h.   
682 Ibn Qudamah, Rauḍah an-Naẓir, h. 85.  
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menggunakan kata aqwā (lebih kuat), dan awfāq 
(lebih relevan), yang menjelaskan makna bahwa 
istihsān itu dalil hukum yang lebih kuat dan/atau 
yang lebih relevan atas qiyās. Hal ini tentunya 
tergambar dari contoh aplikasi istihsān di atas. 
Demikian juga di kalangan ulama uṣῡl Māliki secara 
redaksional berbeda tetapi secara substansial adalah 
sama, sebagaimana halnya di kalangan ulama uṣῡl 
Hanafi. Begitu pula di kalangan ulama uṣῡl 
Hambali, secara  substansial adalah sama mereka 
memilih, pindah, mengecualikan dan 
mengkhususkan karena ada landasan yang menjadi 
argumentasi yang kuat (wajh al-istihsān atau sanad 
al-istihsān), meskipun mereka tidak memberikan 
contoh kongkrit dalam aplikasinya. Dengan 
mengacu pada terminologi qiyās yang dimaksudkan 
dan mengkritisi contoh aplikasi istihsān pada setiap 
definisi, maka dapat ditegaskan bahwa masing-
masing definisi menggambarkan proses, pindah 
dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam 
menanggapi berbagai masalah, atau memilih satu 
hukum dan mengenyampingkan hukum lainnya, 
atau mengecualikan hukum yang bersifat kully 
dengan hukum yang bersifat juz’y, atau melakukan 
takhṣiṣ terhadap hukum yang bersifat ‘ām. 

d. Hakikat Istihsān dalam Pandangan Imām Syāfi’i 
1) istihsān menurut pemahaman asy-Syāfi’i 

Untuk mengungkap terminologi istihsān 
menurut  pemahaman asy-Syāfi’i (w. 204 H) 
dapat ditelusuri melalui ungkapan-
ungkapannya yang eksplisit menyertai 
penolakannya terhadap istihsān (ibṭāl al-istihsān), 
baik penolakan yang terdapat dalam kitab uṣῡl-
nya (al-Risālah) maupun penguatannya dalam 
kitab fiqihnya (al-Umm). Imām Syāfi’i dalam ar-
Risālah bab “kaif al-bayān” menyatakan “walā 
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yaqῡl bimā istahsana, fainnā al-qaul bimā istahsan 
syai’ yuhdiṡuh lā ‘alā miṡāl sabaq.”683 Pernyataan 
ini dapat  dipahami bahwa membuat keputusan 
hukum dengan cara istihsān berarti membuat 
sesuatu yang sama sekali baru, tanpa petunjuk 
yang dapat ditemukan sebelumnya (al-Qur’ān, 
sunnah, ijmā’, dan qiyās). Terminologi istihsān 
seperti ini ditegaskan pula di dalam kitab al-
Umm-nya bahwa, istihsān itu bukanlah dalil 
hukum yang wajib diamalkan dan tidak 
termasuk ke dalam salah satu dari cakupan al-
Qur’ān, sunnah, ijmā’, dan qiyās.684 

Pada bab al-Istihsān, setelah asy-Syāfi’I 
menjelaskan kehujahan qiyās dan  cakupannya 
atas berbagai permasalahan hukum yang akan 
muncul, dan eksistensi istihsān yang 
menurutnya membuka lebar peluang kesalahan 
yang disebabkan tidak mengikuti petunjuk 
arah, ia pun mengharamkan penggunaannya 
sebagai dalil hukum, dan kemudian Syāfi’I 
mengemukakan argumentasi dengan 
pernyataannya: “wa innamā al-istihsān al-
talażżῡż.”685 Dari pernyataannya ini dapat 
dipahami bahwa sesungguhnya istihsān itu 
tidak lain suatu dalil yang hanya mencari 
enaknya semata. Dalam kaitan dengan 
pernyatannya itu, Syāfi’I menegaskan dalam al-
Umm-nya, bahwa kondisi dalil seperti ini 
membuka peluang bagi setiap orang (mujtahid) 
untuk mempermudah penetapan hukum yang 
akan berimplikasi pada tumpang tindih 
ketetapan hukum pada setiap masalah yang 

 
683Asy-Syāfi’i, Al-Risalah, h. 25. 
684Asy-Syafi’I, al-Umm, Juz ke 7, h. 271.  
685Asy-Syafi’i,ar-Risālah, h. 507. 
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akhirnya akan berakibat terjadi kesemerautan 
hukum.686 

Dari pernyataan-pernyataan Syafi’I 
tersebut, semakin jelaslah dapat diketahui 
bahwa terminologi istihsān dalam konsepsi 
pemahaman Syāfi’I yaitu suatu dalil hukum di 
luar cakupan makna al-Qur’ān dan sunnah 
yang membawa kepada kesemerautan 
dinamika hukum. Dalam tataran praktiknya, 
banyak terjadi aplikasi istihsān di kalangan 
ulama uṣῡl Hanafi di masanya. 

 
2) Penolakan asy-Syafi’i terhadap istihsān 

Asy-Syāfi’i sebagai seorang the master 
architect of Islamic jurisprudence,687 secara tegas 
menolak penggunaan istihsān sebagai dalil 
penetapan hukum Islam. Ibṭāl al-istihsān asy-
Syāfi’i telah terdokumentasikan dalam karya 
monumentalnya ar-Risālah dan al-Umm. Dalam 
kedua karyanya ini ternyata banyak 
pernyataan-pernyatannya baik secara eksplisit 
maupun implisit menunjukkan penolakannya 
terhadap istihsān sebagai dalil penetapan 
hukum Islam. Di antara beberapa 
pernyataannya: (a) Pernyataan mengenai 
eksistensi istihsān,“Seseorang tidak berhak selain 
Rasulullah untuk menetapkan hukum kecuali 
dengan dalil, dan tidak berhak menetapkan hukum 
dengan apa yang dianggapnya baik, sesungguhnya 
penetapan hukum berdasarkan anggapan baik itu 
suatu penetapan hukum yang dimunculkan tanpa 
mengikuti pola acuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya.”688 Pernyataan ini menunjukkan 

 
686Asy-Syafi’I, al-Umm, h. 273. 
687Wael B. Hallaq, A History,h. 44.  
688Asy-Syafi’I, ar-Risālah, h. 25.  
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bahwa istihsān itu bukanlah dalil, karena 
menurutnya, dalil itu adalah makna tunjukan 
al-Qur’ān dan sunnah, sedangkan istihsān 
sebagai metode penetapan hukum yang 
eksistensinya berada di luar dari makna dalil 
tunjukan al-Qur’ān dan sunnah. Sebagai contoh 
dari pernyataan asy-Syāfi’I tersebut, ia 
menguraikan problem solving dari segala 
masalah hukum bagi manusia yang telah 
tercakup dalam al-Qur’ān, di  antaranya 
masalah yang berkaitan dengan ibadah ṣalat, 
zakat, puasa, dan haji, semuanya telah di-naṣ-
kan secara tegas dalam al-Qur’ān. Demikian 
pula segala perbuatan yang harus ditinggalkan 
seperti perbuatan zina, meminum khamar, 
memakan darah, bangkai, dan daging babi. 
Sedangkan  yang belum diatur secara tegas 
dalam al-Qur’an dalam tataran pelaksanaannya 
seperti rekaat ṣalat, nisab zakat dan batas 
waktunya, semuanya telah dijelaskan oleh 
Rasulullah melalui sunnah-nya. Kemudian 
dijelaskan pula hal-hal yang tidak diatur secara 
tegas dalam al-Qur’ān dan sunnah, telah 
ditentukan mekanisme dan problem solving-nya 
dengan kreatifitas ijtihad. Dan mekanisme 
ijtihad itu sendiri telah diberikan petunjuknya 
dalam al-Qur’ān dan sunnah.689 Dengan 
demikian dapat ditegaskan bahwa eksistensi 
istihsān bagai teori penetapan hukum berada di 
luar cakupan makna tunjukan al-Qur’ān. 

Pernyataan mengenai penggunaan istihsān, 
asy-Syāfi’I menegaskan dalam pernyataannya 
bahwa “haram bagi seseorang menetapkan hukum 
berdasarkan istihsan, apabila istihsan itu kontradiksi 

 
689Ibid., h. 21-22.  
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dengan al-khabar.”690 Pernyataan ini merupakan 
larangan keras (kritik tajam) asy-Syāfi’I 
terhadap penggunaan istihsān, karena 
eksistensinya di samping berada di luar 
cakupan makna al-Qur’ān dan sunnah, juga 
kontradiksi dan bahkan menentang dalil 
tunjukan makna keduanya. Ibṭāl al-istihsān 
Syāfi’I tersebut sesungguhnya merupakan 
penolakan bersyarat, yakni sepanjang tidak 
kontra produktif dengan al-khabār. 
Dimaksudkan dengan al-khabār yaitu makna 
umum al-Qur’ān, sunnah, ijmā’, dan qiyās. 
Sementara istihsān yaitu mengacu pada batasan 
dan makna yang tidak lain dari dalil yang 
dipertentangkan dengan qiyās. Dengan kata 
lain, dalil yang kontradiksi dengan dalil 
tunjukan al-Qur’ān dan sunnah. Karena itulah 
argumentasi Syāfi’I mengharamkan 
penggunaan istihsān sebagai dalil penetapan 
hukum. 

Mempertentangkan istihsān dengan qiyās itu 
pada hakikatnya mempertentangkan istihsān 
dengan kebenaran yang ditunjukkan al-Qur’ān 
dan sunnah. Untuk itu, asy-Syāfi’I menegaskan 
kritiknya bahwa, “apakah akan kamu bolehkan 
orang yang mengatakan: Saya beristihsan dengan 
meninggalkan qiyas.?”691 Dalam hal ini menurut 
pemahamannya dilarang keras, tidak 
diperbolehkan. (c) Pernyataan mengenai fungsi 
istihsān. Sebagai parameter ber-istihsān menurut 
pemaham asy-Syāfi’I adalah akal (ra’y) dan 
nafsu (al-hawa’) serta perasaan merasa lazat 
(enak-mengenakkan – talażżῡż), sehingga ia 
kemukakan dalam pernyataannya bahwa, 

 
690Ibid., h. 504.  
691Ibid.  
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“segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah 
janganlah sekali-kali ditetapkan hukumnya dengan 
serampangan dan istihsan, karena istihsan itu dalil 
yang mengacu pada yang enak-mengenakkan.”692  
Pernyataan ini ia deskripsikan setelah 
menjelaskan qiyās sebagai dalil hukum, yaitu 
qiyās yang disandarkan pada tunjukan makna 
umum al-Qur’ān dan sunnah. (d) Pernyataan 
mengenai tujuan ibṭāl al-istihsān, asy-Syāfi’I 
menyatakan: “Kalau orang yang menguasai qiyās 
boleh meninggalkan qiyās, niscaya boleh juga bagi 
ahli lain yang tidak menguasai qiyās menetapkan 
hukum suatu masalah yang tidak didapatkan dalil 
tunjukan al-Qur’ān dan sunnah dengan dalil 
istihsān.”693 Pernyataan ini menegaskan 
kedudukan qiyās sebagai dalil yang strategis 
memelihara konsistensi sandaran hukum syara’ 
pada sumbernya yang utama (al-Qur’ān dan 
sunnah). Seraca kronologis kedudukan qiyās 
menempati pada posisi keempat (setelah al-
Qur’ān, sunnah, dan ijmā’). Artinya tidak ada 
lagi dalil setelah qiyās, yang berarti secara 
implisit dalam pernyataan asy-Syāfi’I tersebut 
menolak istihsān. Karena itu, qiyās sebagai dalil 
hukum tidak boleh ditinggalkan dalam konteks 
istinbaṭ hukum, apabila ditinggalkan tentu akan 
dijadikan alasan terutama oleh mereka yang 
tidak menguasai teori hukum untuk 
menetapkan hukum dengan berdasarkan 
istihsān. Sedangkan istihsān itu sendiri tidak 
memiliki parameter dan wajh al-istihsān atau 
sanad al-istihsān yang kuat. Dengan demikian, 
pernyataan asy-Syāfi’I “lau jaza ta’ṭil al-qiyās …” 
merupakan teori strategis politik hukum dalam 

 
692Ibid., h. 507.   
693Ibid., h. 505.  
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mengantisipasi kesewenang-wenangan orang 
yang tidak menguasai perangkat teori hukum 
untuk mempermudah menetapkan hukum. 
Kelihatannya ini merupakan fokus sasaran asy-
Syāfi’I menolak istihsān sebagai dalil penetapan 
hukum. 

Penolakan Syafi’I terhadap istihsān secara 
frontal sebenarnya terdeteksi dari ungkapan 
para pengikutnya (syāfi’iyyah) yang merupakan 
hasil analisis dari memahami pernyataan-
pernyataan asy-Syāfi’I mengenai ibṭāl al-istihsān, 
dirumuskan dengan ungkapan yang terkenal di 
kalangan ushuliyyin di antaranya oleh al-Gazāli  
dengan man istahsana faqad syara’a.694 Munculnya 
ungkapan al-Gazāli ini merupakan reduksi dan 
sintesa dari pernyataan Syāfi’I bahwa “orang 
yang menetapkan hukum berdasarkan istihsān itu 
sesungguhnya telah menetapkan sesuatu  yang 
sangat besar dan telah menempatkan dirinya di 
bawah kendali akal dan anggapan baiknya tanpa 
dukungan al-Qur’ān dan sunnah dan ia harus 
tunduk mengikuti akalnya”.695 

Namun demikian, pernyataan ini di 
kalangan ulama uṣῡl Hanafi dipahami bahwa 
asy-Syāfi’I tidak menolak istihsān, tetapi justru 
ia memuji orang yang menggunakan istihsān 
dalam konteks istinbaṭ hukum. Menurutnya, hal 
inilah yang tidak dipahami oleh Syāfi’iyyah. Dan 
pernyataan man istahsana faqad syara’a itu 
bukanlah pernyataan Syafi’I, tetapi pernyataan 
al-Gazāli dari reduksi dan sintesa atas 
ungkapan asy-Syāfi’i. (d) Argumentasi 
penolakan asy-Syāfi’i terhadap istihsān. 
Argumentasi-argumentasi yang dibangun asy-

 
694Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, h. 253. 
695Asy-Syāfi’i, al-Umm, Juz ke 6, h. 200.  
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Syāfi’i dalam ibṭāl al-istihsān ini ternyata banyak 
dalil yang dikemukakannya dari teks-teks al-
Qur’ān dan hadis, dan bisa dilihat dalam ar-
Risālah dan al-Umm-nya. Dalil-dalil dimaksud 
antara lain: 

(1) Q.S.al-Māidah (5): 3: “Pada hari ini telah 
Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-ku, dan telah Ku-
ridhai Islam itu menjadi agama bagimu.” 

(2) Q.S. al-Qiyāmah (75): 36: “Apakah 
manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu 
saja (tanpa pertanggungjawaban?).” 

(3) Q.S. an-Nahl (16): 44: “Dan Kami 
turunkan kepadamu al-dzikr (al-Qur’ān) agar kamu 
menerangkan kepada umat manusia apa yang 
diturunkan kepada mereka.” 

(4) Q.S. an-Nahl (16): 89: “Dan Kami 
turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk 
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta 
rahmat.” 

(5) Q.S.  al-An’ām (6): 38: “Tidaklah Kami 
alpakan Sesuatu pun di dalam al-Kitāb (al-Qur’ān).”  

(6) Sedangkan hadis yang dijadikan dalil 
adalah perkataan Nabi Saw.: “Aku tidak 
membiarkan sesuatu yang diperintahkan kepadamu 
oleh Allah kecuali aku juga sungguh memerintahkan 
kamu dengannya, demikian juga aku tidak 
membiarkan sesuatu pun yang dilarangmu oleh 
Allah (mengerjakannya) kecuali aku pun 

melarangnya.”696 
Dari teks-teks ayat dan hadis tersebut, 

menurut asy-Syāfi’i menunjukkan bahwa Allah 
tidak membiarkan manusia begitu saja, tanpa 
pertanggungjawaban. Dia telah 
menyempurnakan agama dan nikmat-Nya serta 

 
696Asy-Syafi’I, al-Umm, Juz ke 7, h. 314.  
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menjadikan al-Qur’ān sebagai way of life dan 
penjelas terhadap segala sesuatu. Seandainya 
seseorang diperbolehkan mengemukakan 
pandangan-pandangannya tanpa mengacu 
kepada al-Qur’ān, sunnah,  ijmā’, atau qiyās, 
maka berarti dibolehkan mengeluarkan 
pandangan yang kontradiktif dengan khabar-
Nya. Asy-Syāfi’i mengatakan bahwa sejauh 
yang saya ketahui, katanya, ahli ilmu itu tidak 
berbeda dengan al-Qur’ān (walam                              
yakhtalif ahl al-‘ilm bi al-Qur’ān fimā ‘alimtu). 
Kemudian yang dimaksud Allah diakhir ayat 37 
surat al-Qiyāmah menyebutkan kata as-sudā 
adalah  sesuatu yang tidak diperintahkan dan 
tidak dilarang. Barang siapa yang berfatwa atau 
menetapkan hukum dengan sesuatu yang tidak 
diperintahkan, berarti ia telah membiarkan 
dirinya ke dalam makna as-sudā. Padahal Allah 
telah mengingatkan bahwa Dia tidak 
membiarkan orang tersebut sia-sia tanpa 
pertanggungjawaban.697 

Asy-Syāfi’I mengatakan dalam ar-Risālah, 
bahwa “tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada 
salah seorang ahli agama Allah, kecuali terdapat 
dalilnya dalam kitab Allah yang menjadi petunjuk 
baginya. Allah berfirman dalam surat al-Nahl, ayat 
89 seperti tersebut di atas.”698  Kemudian dalil 
berikutnya, asy-Syāfi’i kemukakan firman Allah 
(Q.S. al-Ahzāb (33): 2): “Dan ikutilah apa yang 
diwahyukan Tuhan-mu kepadamu.” Q.S. al-
Māidah (5): 49: “Dan hendaklah kamu memutuskan 
perkara di antara mereka menurut apa yang 

 
697Ibid., h. 313. Lihat, Judah Hilal, “Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-

Muralah” dalam  Usbu’ al-Fiqh al-Islami wa Mahrujaz al-Imam ibn 
Taimiyyah, al-Majlis al-‘A’la Liri’ayah al-Funun wa al-Adab wa al-‘Ulum 
al-Ijtima’iyyah, 1380 H., h. 245. 

698Asy-Syafi’i, ar-Risālah, h. 20. 
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diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu mereka.” Dan Q.S. Ṣād (38): 26: “Hai 
Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu 
khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah 
keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
kebenaran.”  

Berdasarkan tiga dalil yang disebutkan 
terakhir ini menunjukkan bahwa Allah benar-
benar memerintahkan untuk mengikuti kitab-
Nya, al-Qur’ān. Al-Qur’ān menunjukkan 
kepada wajib mengikuti Rasul-Nya, dan Rasul  
memerintahkan untuk mengikuti ijmā’. Allah 
juga mewajibkan kepada umat manusia 
(mujtahid) untuk  menetapkan hukum dengan 
kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa 
seorang mujtahid dilarang mengemukakan 
pendapat/pandangan, kecuali bertolak dari 
mengikuti al-khabār, dan/atau ijmā’. Sementara 
mengemukakan  pendapat dengan qiyās berarti 
mengikuti al-khabār, maka orang yang 
berpendapat dengan qiyās, sesungguhnya ia 
mengikuti al-Qur’ān, sunnah, atau ijmā’. Istihsān 
adalah sesuatu yang berada di luar dalil-dalil 
tersebut, dan tidak ditemukan suatu naṣ yang 
membolehkan istihsān bisa dijadikan dalil. 
Dengan demikian, istihsān  bukanlah mengikuti 
al-Qur’ān, sunnah, ijmā’,  atau qiyās. Sekiranya 
ilmu agama bisa  diterima dari mujtahidin yang 
mengetahui prinsip-prinsip dasariah al-Qur’ān, 
sunnah, dan ijmā’ yang mengemukakan 
pendapat tentang hukum-hukum syara’ 
berdasarkan istihsān tanpa ada al-khabār yang 
sejalan dengan dalil-dalil itu, maka ahli pikir 
yang tidak mempunyai ilmu tentang dasar-
dasar syari’at, dan kaidah-kaidah istinbaṭ 
hukum, juga boleh ber-istihsān selama istihsān 
itu kembali kepada kecendrungan ahli pikir 
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dengan tabiat  dan akalnya. Padahal ijmā’ 
mengatakan tidak boleh bagi seseorang 
berpandangan mengenai hukum syara’ dalam 
konteks ijtihad, kecuali jika ia mengerti tentang 
prinsip-prinsip dasariah dari al-Qur’ān, sunnah, 
ijmā’, dan qiyās.699Untuk mendukung dan 
menguatkan pernyataan-pernyataannya, asy-
Syāfi’i mengemukakan dua kasus hukum 
keluarga, yaitu  tentang ẓihar,700 dan li’ān701. 
Pertama, mengenai kasus ẓihar ini terjadi 
kepada seorang suami bernama ‘Aus bin Ṣāmit 
melakukan ẓihar terhadap isterinya, sehingga 
isteri ‘Aus menanyakan kepada Rasulullah. 
Kemudian beliau mengatakan, karena kasus ini 
belum pernah terjadi dan ketetapan wahyu 
belum ada,  maka teknis problem solvingnya 
ditunda sementara hingga turun wahyu sebagai 
jawaban penyelesaiannya. Tidak lama 
kemudian turun Q.S. al-Mujādilah (58): 1-4: 
“Sesungguhnya Allah telah mendengan perkataan 
wanita yang memajukan gugatan kepada kamu 
tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada 
Allah. Dan Allah mendapat soal jawab antara kamu 
berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar 
isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya 
sebagai ibunya, padahal)  tidaklah isteri mereka itu 
ibu mereka, ….” Kedua, mengenai kasus li’ān 

 
699Asy-Syafi’i, al-Umm, Juz ke 7, h. 313. 
700Zihār, yaitu menyamakan isteri atau bagian tubuhnya dengan 

mereka yang diharamkan baginya karena ada hubungan nasab, atau 
hubungan susuan, atau dengan bagian tubuh mereka. Lihat, ‘Ali bin 
Muhammad al-Jarjāni (selanjutnya ditulis aj-Jarjāni)Kitāb al-
Ta’rifāt(Singapura-Jiddah: al-Haramain, t.t.), h. 144. 

701Li’ān, yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, bersedia 
menerima la’nat Allah sebagai pengganti hukuman dera (had) penuduh 
zina bagi suami dan pengganti hukuman dera bagi isteri yang dituduh 
telah melakukan zina oleh suaminya. Ibid., h. 192. 
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yang  diajukan oleh seorang suami kepada 
Rasulullah untuk dimintakan fatwa hukumnya. 
Teknis problem solvingnya sama seperti kasus 
ẓihar, diselesaikan hingga turun wahyu. 
Kemudian turun ayat 6-9 dari Q.S. an-Nῡr (24): 
“Dan orang-orang yang menuduh isterinya 
(berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai 
saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 
dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah 
orang-orang yang benar. Dan (sumpah) kelima, 
bahwa la-’nat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-
orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari 
hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama 
Allah, sesungguhnya suami itu benar-benar 
termasuk orang yang berdusta, dan (sumpah) yang  
kelima bahwa la’nat Allah atasnya, jika suaminya itu 
termasuk orang-orang yang benar.”702 Setelah 
turun wahyu dari kedua kasus tersebut baru 
Rasulullah memanggil kedua belah pihak yang 
bermasalah yang melakukan perbuatan ẓihār, 
penuduh (suami) dan tertuduh (isteri) dengan 
menyampaikan keputusan hukumnya sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan wahyu. 

Menurut asy-Syāfi’i, kebijakan dan 
keputusan Rasulullah terhadap kedua kasus di 
atas yang ketetapan hukumnya divonis setelah 
turun wahyu, menunjukkan bahwa tidak 
diperbolehkan seseorang (mujtahid) mencari-
cari hukum suatu masalah kecuali setelah 
mengetahui kebenaran, dan tidaklah suatu 
kebenaran itu dapat diketahui dan ditemukan 
tanpa mengikuti petunjuk al-Qur’ān dan 
sunnah.703  

 
702Asy-Syafi’I, al-Umm, Juz ke 7, h. 313. Lihat, Imam al-Qadhi Abu al-

Walid ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz ke 2, h. 89. 
703Asy-Syafi’I, al-Umm, Juz ke 7, Ibid., h. 313.  
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Konsistensi penolakan asy-Syāfi’i terhadap 
istihsān. Asy-Syāfi’i, di satu sisi dia sebagai 
seorang mujtahid yang menolak istihsān, tetapi 
di sisi lain dalam konteks ijtihad dia 
menggunakan term astahsin, sehingga dinilai 
oleh ulama uṣῡl Hanafi bahwa asy-Syāfi’I juga 
menggunakan istihsān dalam praktik istinbaṭ 
hukum. Hal ini terlihat dalam keputusan-
keputusan hukumnya, misalnya  mengenai 
kasus mut’ah (pemberian suami terhadap 
mantan isteri selama masa ‘iddah) dengan 
istihsān, dengan pernyataannya: “astahsin fi al-
mut’ah salāṡina dirhama.”704 (Saya ber-istihsān 
dalam hal mut’ah itu 30 dirham). “astahsin 
antakun al-mut’ah fi haq al-‘aqim tsalatsin 
dirhama.”705 (Saya ber-istihsān untuk 
menetapkan mut’ah bagi yang tidak mempunyai 
anak senilai 30 dirham).  Asy-Syāfi’i dalam 
kasus ini memberikan keputusan hukum 
kepada suami dengan kewajiban memberikan 
nafkah yang layak, yaitu senilai 30 dirham 
(separoh maskawin) kepada isteri yang 
diceraikannya, bukan berdasarkan istihsān 
tetapi berdasarkan naṣ Q.S. al-Baqarah (2):  236 
dan 241: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) 
atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu 
sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 
sebelum kamu menentukan maharnya. Dan 
hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) 
kepada mereka.” “Kepada wanita-wanita yang 
diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) 
mut’ah menurut yang ma’ruf (layak).” 

 
704As-Sarakhsi, Uṣῡl as-Sarakhsi, h. 207. 
705 Muhammad Musthafa Syalabi, Ta’lil al-Ahkām(Bairut: Dar an-

Nahḍah al-‘Arabiyyah,1981, h. 373. 
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Adapun cerai karena persyaratan yang 
telah ditentukan sebelumnya, seperti syarat 
dalam ta’liq ṭalaq, dan syarat yang dijanjikan 
dalam nikah mut’ah (kawin kontrak), atau talak 
yang disebabkan khulu’ (perceraian atas 
permintaan isteri), menurutnya tercakup dalam 
keumuman ayat di atas.  

Contoh lain, mengenai waris bersama 
saudara laki-laki seayah dan seibu. Al-Syāfi’i 
berijtihad dan menetapkan hukumnya sama 
seperti gurunya Imām Mālik bin Anas,  bahwa 
saudara laki-laki seayah dan seibu sama-sama 
mendapatkan bagian waris 1/3 harta, yaitu 
menganut hasil ijtihad Umar bin Khaṭṭāb. 
Ijtihad Umar dalam konteks ini berdasarkan 
ra’y, yang menurut ulama Irāq tidak lain adalah 
istihsān. Berarti Mālik dan Syāfi’I dalam 
menetapkan keputusan waris bersama ini sama-
sama berdasarkan istihsān. Meskipun demikian, 
ternyata Mālik mengikuti pendapat hukum 
Umar yang dia yakini sebagai aṡar ṣahābat. 
Sedangkan Syāfi’I mengikuti pendapat hukum 
Umar karena diyakininya sebagai ijmā’ as-
ṣahābah. Jadi, asy-Syāfi’I dalam keputusan 
hukumnya tidaklah berdasarkan istihsān. Dan 
masih banyak lagi contoh-contoh praktik ijtihad 
Syāfi’I yang lain yang diduga kuat 
menggunakan istihsān oleh para ulama uṣῡl 
Hanafi. 

3. Al-‘Urf 
a. Definisi al-‘Urf 

Secara etimologi, ‘urf maknanya tradisi yang 
baik (al-ma’lῡf al-mustahsin), di antaranya terlihat 
dalam Q.S. al-A’rāf (7): 46: 



513 
 

مَّۡۚ   َٰهخ ى بسِِيما َّاۢ  كخ عۡرفِخونا  يا الٞ  رجِا عۡراافِ 
ا
ٱلۡۡ ا  واعَلا ابَّٞۚ  حِجا ا  ما بايۡناهخ وا

مۡ   واهخ ا  لخوها يادۡخخ امۡ  ل مَّۡۚ  لايۡكخ عا َٰمٌ  لا سا ن 
ا
أ ٱلۡۡانَّةِ  َٰبا  صۡحا

ا
أ وۡاْ  ناادا وا

عخونا    طۡما  يا
Artinya:  “Dan di atas (al-a’rāf) itu ada orang-orang 

yang mengenal masing-masing dari dua 
golongan mereka dengan tanda-tanda 
mereka”. 

Atau tradisi yang terus-mnerus dikenal (at-
tatābu’), seperti dalam Q.S. al-Mursalāt (77): 1: 

ا    رۡفا َٰتِ عخ لا رۡسا  واٱلمۡخ
Artinya:  “Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk 

membawa kebaikan”.706 

‘Urf juga dimaknai dengan berbuat baik (al-
ma’rῡf), yang didasarkan pada Q.S. al-A’rāf (7): 199: 

َٰهلِيِنا    نِ ٱلۡجا عۡرضِۡ عا
ا
أ رۡفِ وا رۡ بٱِلۡعخ مخ

ۡ
أ فۡوا وا ذِ ٱلۡعا  خخ

Artinya:  “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang 
mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah 
daripada orang-orang yang bodoh”. 

Sedangkan secara terminologi, aj-Jarjāni 
mendefinisikan ‘urf: 

ِّالعقُوُلِّْ, وهَوَُ   ِّعُ ب باَئ تهُْ الط َّ َلقَ َّ ِّ العقُوُلِّْ وتَ ِّشهَاَدةَ ِّ ب فوُسُْ علَيَهْ تِّ الن ُّ ِّسْتقَرَ َّ ماَا
هُ اسَرْعَُ  ن َّ ةٌ ايَضًْال كَِّ ِّلىَ الْفهَمِّْ حُج َّ   ا

 
706Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 2, h. 829.  
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Artinya:  “Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa 
karena dalam mengerjakannya sejalan 
dengan logika dan dapat diterima oleh 
karakter kemanusiaan, dan ia juga dapat 
dijadikan hujjah karena lebih cepat 
dipahami”.707 

Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā’ (w. 1357 H) 
mendefinisikan ‘urf: 

ِّعْلٍ  ِّى قوَلٍْ اوَْ ف  عاَدةَُ جمُهْوُرِّْ قوَمٍْ ف
Artinya:  “Tradisi mayoritas kaum (masyarakat) baik 

perkataan atau pun perbuatan”.708 

Zakaria al-Barri mendefinisikan ‘urf: 

 َ اسُ واَسْتقَاَمتَْ ع ِّعْلٍ ماَتعَاَرفَهُُ الن َّ ِّ امُوُرْهَمُْ مِّنْ قوَلٍْ اوَْ ف  ليَهْ
Artinya:  Sesuatu yang dikenal oleh masyarakat 

umum, mereka biasa mengamalkan baik 
perkataan maupu“n perbuatan”.709 

Ba’aḍ al-uṣῡliyyin, seperti an-Nasafi, Ibn ‘Ᾱbidin, 
ar-Rahāwi, dan Ibn Nujaim al-Hanafi mengatakan 
bahwa kata al-‘uf itu sama dengan kata al-‘ādah 
merupakan dua kata yang sinonim (al-
mutarādifāt).710 Dimaksudkan dengan al-‘ādah secara 
terminologi adalah: 

ةٍ  ِّي َّ   الَاْمَرُْ الْمتُكَرَ ِّرُ مِّنْ غيرِّْ علَاقَةٍَ عقَْل
 

707Aj-Jarjāni, Kitāb at-Ta’rifāt, h. 149.  
708Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā’, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ᾱm, Juz ke 2, h. 

840.   
709Zakaria al-Barri, Maṣādir al-Ahkām, h. 145. 
710Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, h. 830.   
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Artinya:  “Sesuatu yang dikerjakan dengan berulang-
ulang (kontinyu) tanpa adanya hubungan 
rasional”.711 

Definisi ini menunjukkan bahwa sesuatu yang 
dikerjakan (al-amr) itu bersifat umum baik berupa 
perbuatan (al-af’āl) maupun perkataan (al-aqwāl). 
Sesuatu yang dilakukan itu senantiasa kontinyu (at-
tikrār), jika dilakukan tidak kontinyu, maka tidak 
bisa ditetapkan sebagai ‘ādah. Hal ini berarti bahwa 
problematika ‘ādah adalah sangat luas dan 
kompleks, karena mengakomodir berbagai ‘ādah 
yang dilakukan oleh perorangan (al-‘ādah al-
fardiyyah), seperti kebiasaan tidur, makan, minum, 
berpakaian, berdandan, dan  kebiasaan mayoritas 
masyarakat (al-‘ādah al-jamā’ah aw al-‘āmmah aw al-
jumhῡr) yang dihasilkan dari pemikiran yang baik, 
atau juga yang tidak baik, seperti mengadakan 
acara halal-bihalal. Seangkan yang tidak baik yang 
dianggap budaya dan dibudayakan, seperti 
melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). 

Dengan deskripsi al-‘ādah dan al-urf di atas, 
pada akhirnya Jumhῡr al-uṣῡliyyin menegaskan 
bahwa al-‘ādah itu lebih umum dari al-‘urf, karena al-
‘ādah mencakup tradisi dan budaya yang muncul di 
masyarakat yang dilakukan secara alami, baik itu 
al-‘ādah al-fardiyyah maupun al-‘ādah al-jumhῡr. 
Keumuman al-‘ādah ini bersifat mutlak, sedangan al-
‘urf  bersifat spesifik,  yang disebut juga dengan 
term ‘ādah yang dibatasi (‘ādah muqayyadah). Dengan 
demikian dapat ditegaskan bahwa setiap ‘urf adalah 
‘ādah, tetapi tidak setiap ‘ādah menjadi ‘urf, karena 

 
711‘Ᾱdil bin ‘Abd al-Qādir Qῡtah, Aṡr al-‘Urf wa Taṭbiqātuh al-

Mu’āṣirah fi Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyah (Jiddah: Fahrasah Maktabah al-
Mulk, 1428 H/2007 M), Cet. ke 1, h. 32. 
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‘ādah terkadang wujudnya bersifat individual 
(fardiyyah) dan kolektif (musytarakah).712 

b. Pembagian ‘Urf 
Dalam tataran teoritis-normatif, pembagian ‘urf  

dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut: 
1) Dilihat dari segi obyeknya, Muṣṭafā Ahmad az-

Zarqā’, ‘urf dibedakan pada dua macam, yaitu 
‘urf lafẓi dan ‘urf ‘amali.713 Dimaksudkan dengan 
al-‘urf al-lafẓi yaitu tradisi masyarakat dalam 
menggunakan sebagian lafaẓ atau ungkapan 
tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, 
sehingga makna ungkapan itu dapat dipahami 
dan terbersit dalam pikiran masyarakat, 
meskipun tanpa indikasi dan tidak ada 
hubungan rasional.714 Misalnya, seseorang 
datang ke sebuah warung berkata: Mas minta 
GV satu bungkus, pemilik warung dan 
masyarakat pada umumnya sudah tahu bahwa 
seseorang itu maksudnya membeli sebungkus 
rokok surya kretek. Contoh lain, Mas minta 
daging satu kg, perkataan demikian  ini 
pedagang daging dan masyarakat umum sudah 
paham bahwa seseorng itu  membeli daging 
sapi, kemudian oleh penjual daging dilayani 
dan diambilkan satu kg daging tersebut.  

Sedangkan dimaksudkan dengan al-‘urf al-
‘amali yaitu tradisi masyarakat yang berkaitan 
dengan perbuatan biasa, atau dengan perbuatan 
yang berkaitan dengan keperdataan.715  Seperti, 
kebiasaan seseorang dalam menjalani pola 
hidup yang tidak terkait dengan orang lain, 
misalnya, seseorang setiap pagi sebelum 

 
712Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā’, al-Madkhal, h. 841. ‘Abd al-Qādir 

Qῡtah, Aṡr al-‘Urf, h. 33. 
713Az-Zarqā’, al-Madkhal, h. 844. 
714Ibid., h. 845. 
715Ibid., h. 846. 



517 
 

sarapan meminum kopi, atau minum teh. Ada 
yang meminum kopi atau teh setelah selesai 
sarapan pagi, dan seterusnya, demikian ini 
yang disebut dengan perbuatan biasa. 
Sedangkan dimaksudkan dengan perbuatan 
yang berkaitan dengan keperdataan (al-
mu’āmalāt al-madaniyyah), seperti melakukan 
transaksi saling memberi tanpa mengucapkan 
ijab dan kabul (al-bai’ al-mu’āṭah), melakukan 
akad nikah dengan cara tradisi masing-masing 
suku, dan yang lainnya. 

2) Dilihat dari segi cakupannya, ‘urf  oleh az-
Zarqā’ dibedakan pada dua macam, yaitu al-‘urf 
al-‘ām dan al-‘urf al-khāṣ.716 Dimaksudkan al-‘urf  
al-‘ām yaitu suatu tradisi yang sudah dikenal 
oleh publik atau masyarakat umum dalam 
sepanjang masa. Seperti, penggunaan kamar 
mandi (WC umum) dengan membayar tarif 
tertentu tanpa batas waktu. Pengguna menyewa 
WC umum tersebut dalam rentang waktu 
sesuai kebutuhan, dan sangat boleh jadi 
digunakan oleh penyewa bisa sebentar dan bisa 
lama. 

Sedangkan dimaksud dengan al-‘urf al-khāṣ 
yaitu suatu tradisi yang telah dikenal oleh 
penduduk suatu bangsa, atau warga 
masyarakat daerah tertentu. Seperti, tradisi 
yang mengalami perubahan (al-mutabādilah) 
dalam suatu bangsa atau masyarakat daerah 
tertentu dari baik kepada tidak baik, atau 
sebaliknya. Misalnya, membuka kepada bagi 
perempuan itu mempunyai sifat murῡ’ah yang 
buruk di negera bagian Timur, dan tidak buruk 
bagi perempuan di negara Barat. Selain itu, 
seperti tradisi menerima mas kawin dalam 

 
716Ibid., h. 848. 
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sebuah perkawinan sebelum pasangan suami 
isteri bercampur, dan akad jual beli dengan cara 
pesanan (as-salam atau al-istiṣnā’). 

3) Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan 
syara’, Wahbah az-Zuhaili, ‘urf dibedakan pada 
dua macam, yaitu al-‘urf as-ṣahih dan al-‘urf al-
fāsid.717 Dimaksudkan dengan al-‘urf as-ṣahih 
yaitu tradisi masyarakat yang tidak 
menghalalkan yang haram, atau sebaliknya. 
Seperti, tradisi suatu masyarakat dari pihak pria 
memberikan sesuatu sebagai tanda pinangan 
resmi kepada pihak wanita (calon isteri), tidak 
dikembalikan kepada pihak pria jika 
peminangan itu dibatalkan olehnya. Sebaliknya, 
jika yang membatalkan pinangan itu pihak 
wanita, maka pemberian sesuatu sebagai tanda 
pinangan resmi itu dikembalikan kepada pihak 
pria. Contoh lain, tradisi suatu masyarakat yang 
tidak memperbolehkan anak gadis yang sudah 
dinikahi oleh seorang pria pindah ke rumah 
suaminya sebelum mas kawin dibayarkan, 
minimal separuhnya. Tradisi ini merupakan ‘urf 
yang bisa ditaati dan dijadikan dasar oleh para 
hakim Pengadilan, jika suatu saat perkawinan 
itu muncul persoalan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan al-‘urf 
al-fāsid yaitu tradisi masyarakat yang 
kontradiksi dengan ketentuan perundang-
undangan, dan dalil-dalil hukum syara’. Dalam 
praktiknya, kebalikan dari ‘urf as-ṣahih, yaitu 
mengharamkan yang dihalalkan, dan 
menghalalkan yang diharamkan agama. Seperti 
meninggalkan ṣalat dalam melaksanakan pesta 
perkawinan, baik kedua mempelai maupun 
panitia penyelenggara pesta. Padahal status 

 
717Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 2, h. 834-835.  
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hukum melaksanakan pesta (al-walimah al-‘urus) 
itu hanya kebolehan saja (al-ibāhah), dan paling 
tinggi hukumnya terutama bagi sebagian ulama 
yang memandang keharusan melaksanakan al-
walimah adalam sunnah (an-nadb). Dalam 
konteks ini, mayoritas ulama uṣῡl al-fiqh (Jumhῡr 
al-uṣῡliyyin) sepakat bahwa al-‘urf al-fasid tidak 
bisa dijadikan dalil hukum, atau hujjah asy-
syar’iyyah. 

c. Persyaratan Penggunaan ‘Urf 
Jumhῡr al-uṣῡliyyin menegaskan bahwa ‘urf bisa 

dijadikan salah satu dalil hukum, atau hujjah asy-
syar’iyyah apabila memenuhi persyaratan, paling 
tidak menurut Muṣṭafā Ahmad az-Zarqā’, empat 
macam persyaratan sebagai berikut: 
1) ‘Urf itu berlaku secara umum. Maksudnya, ‘urf 

berlaku dan berjalan di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat tidak bersifat sektoral 
(juz’iyyah) atau atomistik, tetapi betul-betul 
keberlakuannya dianut oleh mayoritas 
masyarakat. 

2) ‘Urf yang telah berlaku umum dan 
memasyarakat itu ada sejak lama, ketika 
muncul kasus hukum yang baru maka dapat 
dijadikan landasan penetapan hukum. 

3) ‘Urf itu tidak kontradiksi dengan yang 
diungkapkan secara jelas dalam suatu akad 
perjanjian. 

4) ‘Urf tidak kontradiksi dengan naṣ (al-Qur’ān 
dan sunnah), sehingga menyebabkan hukum 
yang dikandung naṣ tidak bisa diaplikasikan 
pada problem hukum yang dihadapi.718 
Persyaratan keempat yang disebutkan az-Zarqā’ 

di atas, menurut Zakaria al-Barri adalah naṣ yang 
qaṭ’iy. Karena itu, tidak dibenarkan ‘urf kontradiksi 

 
718Az-Zarqā’, al-Madkhal, h. 873-874. 
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dengan naṣ yang qaṭ’iy. Seperti memakan riba. 
Mengkonsumsi riba ini kontradiksi dengan naṣ, dan 
termasuk ‘urf fāsid. Q.S. al-Baqarah (2): 275: “Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 
Kemudian, apabila ‘urf kontradiksi dengan naṣ yang 
umum yang ditetapkan dengan dalil yang ẓanny, 
baik ketetapan hukum maupun dalālah-nya, maka 
dalam hal ini ‘urf berfungsi sebagai takhṣiṣ pada 
dalil yang ẓanny.719 

d. ‘Urf sebagai Dalil Hukum  

Pada prinsipnya para pakar metodologi 
(uṣῡliyyin) dan pemikiran hukum Islam (al-fuqahā’) 
sepakat bahwa al-‘urf al-‘ām  atau al-‘urf al-khāṣ yang 
dapat  mengalami perubahan (mutagayyirāt) 
disebabkan situasi dan kondisi tertentu (al-azminah 
wa al-amkinah) menjadi salah satu dalil hukum 
dalam konteks istinbaṭ al-ahkām. Akan tetapi, mereka 
berbeda pendapat dari segi intensitas 
penggunaannya sebagai dalil.   

Di kalangan ulama mujtahid Hafiyyah, mereka 
banyak menggunakan ‘urf sebagail dalil hukum 
dalam berijtihad. Tetapi, ‘urf yang mereka 
maksudkan adalah istihsān bi al-‘urf (istihsān yang 
menyandarkan pada ‘urf). Dalam penggunaannya, 
istihsān bi al-‘urf ini diaplikasikan pada 
problematika yang tidak ada ketentuan naṣ-nya. 
Husain Hamid Hasan menegaskan bahwa 
penggunaan istihsān bi al-‘urf sebenarnya kembali 
kepada problem kepentingan umum, karena 
dasarnya adalah pemeliharaan tradisi masyarakat. 
Pemeliharaan tradisi-tradisi itu berarti memberikan 
kemudahan serta menghilangkan kesulitan.720 

 
719Zakaria al-Barri, Maṣādir al-ahkām, h. 148. 
720Husain Hamid Hasan, Naẓariyyah al-Maṣlahah fi Fiqh al-Islāmi 

(Bairut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyyah, t.t.), h. 588. 
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Ulama mujtahid Mālikiyyah menjadikan ‘urf 
yang hidup di kalangan penduduk Madinah 
sebagai dalil hukum dalam istinbāṭ al-ahkām. Dalam 
penggunaannya, mereka lebih mendahulukan 
berpegang pada ‘urf  apabila kontradiksi dengan 
qiyās.721 

Ulama mujtahid Syāfi’iyyah menjadikan ‘urf 
sebagai hujjah dalam penetapan hukum, apabila 
tidak menemukan ketentuan batasannya dalam 
syara’ dan dalam penggunaan bahasa, sehingga 
mereka menetapkan sebuah kaidah: 

  ِّ ِّيهْ ِّ يرُجَْعُ ف لغةَ ِّى ال ُّ ف ِّ ولَاَ  ِّيهْ ف لهََ  ِّطَ  ضَاب رعُْ مطُْلقَاً ولَاَ  ِّهِّ الش َّ كلُ ُّهاَ ورَدَبَ
ِّلىَ الْعرُفِّْ   ا

Artinya:  “Semua yang datang dari syara’ secara 
mutlak (digunakan), tidak ada ketentuannya 
dalam agama dan tidak ada juga dalam 
bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf”.722 

Ulama mujtahid Hanābilah juga menjadikan ‘urf 
sebagai dalil hukum dalam istinbāṭ al-ahkām, apabila 
tidak ada naṣ yang menjelaskan suatu problem 
hukum yang dihadapi.723 

Mayoritas ulama, terutama di kalangan al-
a’immah al-arba’ah yang menggunakan ‘urf sebagai 
dalil hukum, mereka berargumentasikan pada: 
Pertama,  di antaranya Q.S. al-A’rāf (7): 199: 

َٰهلِيِنا    نِ ٱلۡجا عۡرضِۡ عا
ا
أ رۡفِ وا رۡ بٱِلۡعخ مخ

ۡ
أ فۡوا وا ذِ ٱلۡعا  خخ

 
721Muhammad Abῡ Zahrah, Mālik Hayātuh, h. 420.  
722As-Suyῡṭi, al-Asybāh, h. 69. 
723Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in, h.   
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Artinya:  “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang 
mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah 
dari orang-orang yang bodoh”. 

Ayat ini dapat dipahami bahwa umat Islam 
diperintahkan untuk mengerjakan yang ma’ruf. 
Dimaksudkan dengan ma’ruf di sini, yaitu tradisi 
yang baik yang dilakukan oleh masyarakat dengan 
kontinyu, dan tidak kontradiksi dengan naṣ, serta 
prinsip-prinsip umum ajaran Islam.  

Kedua, hadis Rasulullah Saw. yang 
diriwayatkan oleh Imām Ahmad dari ‘Abd Allah 
bin Mas’ῡd, beliau bersabda:  

ِّموُنَْ حَسنَاً فهَوَُ عِّندَْ الل  هِّ حَسنٌَ   ماَرأََهُ الْمسُْل
Artinya:  “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, 

maka hal itu juga baik di sisi Allah”.724 

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut 
menunjukkan bahwa, tradisi-tradisi yang baik yang 
dilakukan secara kontinyu oleh masyarakat muslim, 
dan sejalan dengan tuntunan ajaran Islam, maka 
tradisi itu merupakan sesuatu yang baik menurut 
Allah.  

Setelah ‘urf diterima sebagai salah satu dalil 
dalam istinbāṭ al-ahkām, terutama ulama mujtahid 
Hanafiyyah dan Mālikiyyah, maka kemudian mereka 
merumuskan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang 
berkaitan dengan ‘urf, di antaranya:  

 ٌ مةَ  الَعْاَدةَُ محُكَ َّ
Artinya:  “Tradisi itu bisa menjadi pertimbangan 

hukum”. 

 
724Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imām Ahmad, Jld. ke 1, h. 379. 
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ِّبُ الْعمَلَُ بِّهاَ  ةٌ يَج اسِّ حُج َّ ِّعْماَلُ الن َّ ِّسْت  ا
Artinya:  “Perbuatan manusia yang telah tetap 

dikerjakannya, wajib beramal dengannya”. 

 الَمْعَْروُْفُ عرُْفاً كاَلمْشَرْوُْطِّ شرَطًْا 
Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara ‘urf itu seperti 

suatu yang telah disyaratkan”. 

 ِّ ِّالن َّص  ِّينِّْ ب عْي ِّالعْرُفِّْ كاَلت َّ ِّينُْ ب عْي  الَت َّ
Artinya: “Menentukan berdasarkan ‘urf itu seperti 

menentukan berdasarkan naṣ”. 

رِّ الْازَمْاَنِّ  ِّتغَيَ ُّ راُلْاحَْكاَمِّ ب  لايَنُكْرَُ تغَيَ ُّ
Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum itu 
disebabkan perubahan waktu”.725 

  

 
725Keempat kaidah tersebut dapat diihat, al-Burnῡ, al-Wajiz, h. 152, 

1168 dan 182. 
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4. Qaul as-Ṣahābi 
Dalam literatur uṣῡl al-fiqh pada umumnya 

penyebutan term ini berbeda-beda, ada yang 
menyebutkan dengan mażhab as-ṣahābi, fatwā as-ṣahābi, 
dan qaul as-ṣahābi. Ketiga term ini pada prinsip 
maknanya adalah sama, yaitu pendapat sahabat. Hanya 
berbeda term saja. Dalam buku ini digunakan term qaul 
as-ṣahābi.  
a. Definisi  

Terminologi sahabat menurut Jumhῡr al-
uṣῡliyyin, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi 
Saw.  dan dalam keadaan beriman, baik bertemu 
dengan waktu yang relatif panjang maupun hanya 
dengan waktu yang singkat. Terlihat seperti al-
khulafā’ ar-rāsyidin, para isteri Nabi, Abi Hurairah, 
‘Abd Allah bin Mas’ῡd, ‘Abd Allah bin ‘Abbās, Zaid 
bin Ṡābit, dan yang lain-lainnya. Mereka 
mempercayai ajaran Risalah-nya, menyaksikan 
segala ucapan, perbuatan, penetapan-penetapan, 
dan perilaku kesehariannya (akhlāq al-karimah).726 
Terminologi lain lebih singkat bahwa yang disebut 
dengan sahabat yaitu orang yang bertemu dengan 
Nabi Saw. dalam keadaan beriman, dan mati dalam 
keadaan Islam.727 Terminologi ini jika digabungkan  
dengan kata qaul, qaul as-ṣahābah berarti pendapat 
sahabat, baik perorangan maupun kolektif tentang 
suatu hukum syara’ yang terdapat di dalam al-
Qur’ān dan sunnah. Jika dilihat lebih jauh 
terminologi qaul as-ṣahābah ini tentu akan berbeda 
terminologi menurut muhaddiṡin, menurut fuqahā’, 
dan para ulama yang lainnya. 

b. Qaul as-Ṣahāh sebagai Dalil Hukum 

 
726Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 193. 
727‘Ali Jum’ah, Qaul as-Ṣahābi ‘Ind al-Uṣῡliyyin (Mesir: Dār ar-Risālah, 

1425 H/2004 M), Cet. ke 1, h. 9. 
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Para pakar metodologi hukum Islam (al-
uṣῡliyyin) terjadi perbedaan pendapat dalam 
memposisikan qaul as-ṣahābah sebagai dalil hukum 
atau hujjah syar’iyyah dalam konteks istinbāṭ al-
ahkām. Paling tidak, terdapat empat golongan 
pendapat: Golongan pendapat pertama mengatakan 
bahwa qaul as-ṣahābah itu sebagai hujjah secara 
mutlak, apakah itu sejalan dengan qiyās atau 
kontradiksi dengannya. Demikian menurut Imām 
Mālik, Abῡ Bakar ar-Rāzi al-Jaṣṣāṣ, Abῡ Sa’id al-
Bard’iy, Abῡ al-Ysr, dan Imām Ahmad dalam salah 
satu riwāyatnya. Golongan pendapat kedua 
mengatakan bahwa qaul as-ṣahābi itu bukan hujjah 
secara mutlak. Pandangan ini dibangsakan kepada 
mayoritas ulama Asy’ari (Jumhῡr al-‘asyā’irah), al-
mu’tazilah, Abi al-Husain al-Karākhi, al-Gazāli, al-
Ᾱmidi, Ibn al-Hājib, Imām Ahmad dalam salah satu 
riwayat, dan pandangan ini yang dipilih oleh asy-
Syaukāni. Golongan pendapat ketiga mengatakan 
bahwa qaul as-ṣahābah menjadi hujjah apabila 
kontradiksi dengan qiyās, dan tidak menjadi hujjah 
apabila sejalan dengan qiyās. Demikian pandangan 
Ibn Burhān, Imām Abῡ Hanifah, dan asy-Syāfi’i. 
Sedangkan golongan pendapat keempat 
mengatakan bahwa qaul as-ṣahābah menjadi hujjah 
dari pendapat al-khulafā’ ar-rāsyidin, sedangkan 
selain mereka tidak menjadi hujjah. Demikian 
menurut al-Barmaki al-Hanbali yang 
mengharamkan menyulayai dari salah satu sahabat 
empat, dan juga pandangan dari sebagian 
Syāfi’iyyah.728 

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan 
dari masing-masing golongan pendapat, sebagai 
berikut: 

 
728Ibid., h. 52-53. 
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Golongan pendapat yang mengatakan bahwa 
qaul as-ṣahābah menjadi hujjah secara mutlak, 
argumentasinya berdasarlan al-Qur’ān, sunnah, 
ijmā’, dan logika (al-ma’qῡl). 
1) Al-Qur’ān, di antaranya Q.S. Ali Imrān (3): 110: 

ةٍ  مَّ
خ
أ يۡۡا  خا نتخمۡ  وفِ    كخ عۡرخ بٱِلمۡا ونا  رخ مخ

ۡ
تاأ للِنَّاسِ  تۡ  خۡرجِا

خ
أ

هۡلخ 
ا
أ نا  ءااما اوۡ  ل وا  ِۗ بٱِللَّّ تخؤۡمِنخونا  وا رِ  نكا ٱلمۡخ نِ  عا وۡنا  تانۡها وا

مخ  خهخ كۡثَا
ا
أ وا ؤۡمِنخونا  ٱلمۡخ مخ  ِنۡهخ م  مٖۚ  َّهخ ل ا  يۡۡا خا نا  لاكَا َٰبِ  ٱلكِۡتا

ونا    َٰسِقخ  ٱلفۡا
Artinya:  “Kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah”. 

Q.S. at-Taubah (9): 100: 

يِنا   واٱلَّ ارِ  نصا
ا
واٱلۡۡ َٰجِريِنا  ها ٱلمۡخ منِا  خونا  ل وَّ

ا
ٱلۡۡ ونا  بقِخ َٰ واٱلسَّ

خ عا  َٰنٖ رَّضِِا ٱللَّّ مۡ  ٱتَّباعخوهخم بإِحِۡسا اهخ ل دَّ  عا
ا
أ نۡهخ وا واْ عا راضخ مۡ وا نۡهخ

وۡزخ   ٱلفۡا َٰلكِا  ذا اَّۚ  بادا
ا
أ آ  فِيها َٰلِِِينا  خا َٰرخ  نهۡا

ا
ٱلۡۡ ا  ۡتاها تَا ۡرِي  تَا َٰتٖ  نَّ جا

ظِيمخ    ٱلۡعا

Artinya:  “Orang-orang yang terdahulu lagi yang 
pertama-tama (masuk Islam) di antara 
orang-orang muhajirin dan ansar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka 
dengan baik, Allah ridha kepada mereka 
dan mereka pun ridha kepada Allah dan 
Allah menyediakan bagi mereka surga-
surga yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya, mereka kekal di dalamnya 
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selama-lamanya. Itulah kemenangan 
yang besar”. 

Berdasarkan dua ayat di atas, menurut 
mereka, Allah Swt. tunjukkan kepada para 
sahabat, dan secara gamblang Allah memuji 
mereka, karena mereka orang yang pertama kali 
masuk Islam. Pujian ini juga diberikan kepada 
generasi penerus sesudah mereka yang 
mengikuti jejak dan langkah-langkah para 
sahabat. Dalam al-Qur’ān, ayat-ayat yang 
bersifat umum, banyak sekali yang dijadikan 
argumentasi oleh golongan pendapat pertama 
ini, lihat, seperti Q.S. Yāsin (36): 21, Luqmān 
(31): 15, Yῡsuf (12): 108, an-Naml (27): 59, Sabā’ 
(34): 6, at-Taubah (9): 119, Ali Imrān (3): 101, al-
Hajj (22): 78, al-Anbiyā’ (21): 73, al-Baqarah (2): 
143, dan al-Furqān (25): 74.  

2) Sunnah (hadis) 
Paling tidak ada enam hadis yang 

menyuruh umat Islam mengikuti para sahabat 
Rasulullah Saw.: 
a) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud, 

Rasulullah Saw. bersabda: 

ِهمُِ اقتْدَيَتْمُْ  جُومِْ بأَِي  ْ أَصْحاَبىِ كاَلن ُ  اهِتْدَيَتْمُ
Artinya: “Sahabatku ibarat bintang, siapa pun 
kamu ikuti, maka kamu akan mendapat 
petunjuk”. 

b) Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmiżi 
dari al-‘Arbāḍ bin Sāriyah, Rasulullah Saw. 
bersabda: 
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ماَ ضَ  اكمُْ ومَحُدْثَاَتُ الْامُوُرِْ فاَنِ َّ َلةٌَ, فمَنَْ ادَْركََ ذلَكَِ ...واَيِ َّ لا
شِدِينَْ الْمهَدْيِ يِنَْ ُلفَاَءُ الر َّ ةِ الْخ تىِ وَ سُن َّ  منِكْمُْ فعَلَيَكْمُْ بسِنُ َّ

Artinya: “... dan jauhilah olehmu perkara-
perkara yang baru maka boleh jadi yang baru itu 
menyesatkan, barang siapa yang menemukan 
demikian itu di antara kamu (jauhilah), maka 
mesti kamu mengikuti sunnahku dan sunnah al-
khulafā’ al-rāsyidin al-mahdiyyin”. 

c) Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmiżi 
dari Hużaifah, ia berkata: Rasulullah Saw. 
bersabda: 

 ِ لذيَنِْ منِْ بعَدِْى أَب ُ اقِتْدَوُْا باِل َّ  ى بكَرٍْ وعَمُرَ
Artinya: “Hendaklah kamu berpegang dengan 
sunnahku, dan sunnah sesudahku, yaitu Abῡ 
Bakar dan Umar”. 

d) Hadis yang diriwayatkan oleh Imām 
Muslim, Rasulullah Saw. bersabda: 

 ينَْ يلَوُنَْهمُْ . خيَرْاُلْقرُوُْنِ قرَنْىِ, ثمُ َّ ال َّذيِنَْ يلَوُنَْهمُْ ثمُ َّ ال َّذِ 
Artinya: “Sebaik-baik qurῡn (masa) adalah 
qurῡn-ku, kemudian qurῡn mereka (as-ṣahābah) 
dan qurῡn mereka (tābi’in)”.  

Kualitas hadis-hadis tersebut, hadis 
pertama menurut penilain Ibn Hajar di dalam 
karyanya at-Talkhiṣ al-Khabir, statusnya lemah 
sekali (ḍa’if jiddan). Demikian juga menurut Ibn 
Hamid dalam Musnad-nya dari jalan Hamzah 
an-Naṣibi, dari Nāfi’, dari Ibn Umar, dan 
Hamzah, hadis itu lemah sekali, ... dari ad-
Ḍahhāk bin Mazāhim, status hadis itu munqaṭi’. 
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Sedangkan menurut Abῡ Bakar al-Bazzār, hadis 
itu tidak sah dari Nabi Saw. 

Hadis kedua, menurut penilaian at-Tirmiżi, 
kualitas hadis ini adalah hadis hasan yang ṣahih 
(hażā hadiṡun ṣahihun). Demikian juga hadis 
ketiga menurut at-Tirmiżi berkualitas hadis 
hasan. Sedangkan hadis keempat, riwayat 
Imām Muslim, berkualitas ṣahih. 

3) Ijmā’ 
Para pakar metodologi hukum Islam 

(uṣῡliyyin) mereka sepakat bahwa qaul as-
ṣahābah itu menjadi hujjah. Al-Ᾱmidi asy-Syāfi’i 
(w. 631 H) misalnya, mengungkapkan fakta 
sejarah tentang ‘Abd ar-Rahman bin ‘Auf yang 
mensyaratkan kepada Ali bin Abi Ṭālib untuk 
mengikuti (menyetujui) Abῡ Bakar dan Umar 
dalam masalah kepemimpinan (al-khilāfah), 
sehingga secara sah mau membai’atnya. Uṡmān 
bin ‘Affān juga menyetujui dari segi 
persyaratan itu, dan tidak ada seorang sahabat 
pun yang tidak menyetujui, maka terjadilah 
ijmā’ sukῡti. 

4) Logika (al-Ma’qῡl) 
Secara logika, pertama, bahwa qaul as-ṣahābi 

adakalanya didasarkan pada dalil naqli (al-
Qur’ān dan sunnah), dan adakalanya 
didasarkan pada ijtihad. Jika didasarkan pada 
dalil naqli, maka qaul as-ṣahābi menjadi hujjah, 
dan jika didasarkan pada hasil ijtihad, maka 
ijtihad yang telah dilakukan harus dikuatkan 
oleh ijtihad yang lain, dikuatkan dengan bukti-
bukti yang kuat dari al-Qur’ān dan sunnah, 
mengetahui cara menginterpretasikan, 
mengikuti cara-cara yang dilakukan Nabi Saw. 
atau oleh sahabatnya, tidak dibenarkan cara- 
cara yang dilakukan dengan menisbatkan 
kepada generasi sesudahnya seperti keadaan 
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orang awam dengan dinisbatkan sebagai 
mujtahid. Kedua, apabila seorang sahabat 
berpendapat yang pendapatnya kontradiksi 
dengan qiyās, terkadang pendapatnya itu tidak 
ada sandarannya, atau terkadang ada. Maka 
tidak boleh berpendapat yang tidak ada 
sandaran dasarnya, kalau ada pendapat dalam 
masalah hukum syari’at tanpa dalil, maka itu 
dilarang, dan pendapat sahabat yang demikian 
itu  tertolak. Tetapi, jika pendapat sahabat itu 
terdapat sandaran dalil naqli, sekali pun di 
belakang qiyās tidak ada sandarannya, maka itu 
bisa menjadi hujjah yang bisa diikuti.729 

Golongan pendapat yang mengatakan 
bahwa qaul as-ṣahābi bukan sebagai hujjah secara 
mutlak  yang dibangsakan kepada Jumhῡr al-
Asyā’irah, termasuk al-Gazāli. Menurut al-
Gazāli, ada pendapat  bahwa qaul as-ṣahābi itu 
menjadi hujjah secara mutlak, pendapat lain, 
menjadi hujjah jika terjadi kontradiksi dengan 
qiyās, ada pendapat, qaul as-ṣahābi menjadi hujjah 
apa-apa yang dikatakan Abῡ Bakar dan Umar 
dengan argumen hadis “iqtadῡ bi allażina min 
ba’di”, dan ada pendapat, mereka sepakat 
bahwa perkataan al-khlafā’ ar-rāsyidin menjadi 
hujjah. Menurut al-Gazāli, semua itu tidak 
benar (kullu bāṭil). Terhadap pendapat orang 
yang tidak terlepas dari suatu kesalahan dan 
kelalaian, pendapatnya tidak bisa dijadikan 
hujjah, karena mereka bukanlah orang yang 
ma’ṣῡm (terlepas dari kesalahan). Para sahabat 
sendiri sepakat untuk berbeda pendapat, 
sehingga Abῡ Bakar dan Umar membiarkan saja 
terhadap orang-orang yang tidak sependapat 
dengannya, bahkan mereka menganjurkan agar 

 
729Ibid., h. 65-71. 
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setiap sahabat beramal sesuai dengan hasil 
ijtihadnya masing-masing.730 

Sedangkan argumentasi golongan pendapat 
ketiga, keempat dan kelima yang mengatakan 
bahwa qaul as-ṣahābi menjadi hujjah apabila 
kopntradiksi dengan qiyās. Menurutnya, karena 
tidak ada indikasi (qarinah), tidak ada dalam 
bab ar-ra’y, juga dalam bab ar-riwāyah dari segi 
tidak dikatakan bahwa itu ra’y dan yang 
semacamnya. Golongan pendapat ini pada 
hakikatnya sama dengan pandangan yang 
menolak kehujjahan qaul as-ṣahābi. 

Tegasnya, bahwa mengenai qaul as-ṣahābi 
sebagai dalil hukum (hujjah syar’iyyah)  terdapat 
dua pendapat yang saling bertolak belakang 
(annahu hujjah, wa annahu laisa bihujjah) dengan 
mengedepankan argumentasinya masing-
masing. 

c. Implikasi Qaul as-Ṣahābi terhadap Hukum-
Hukum Furῡ’ 

Para pakar pemikiran hukum Islam dalam 
meng-istinbat-kan hukum banyak yang berpegang 
pada qaul as-ṣahābi. Hal ini tidak saja dalam masalah 
ibadah dan mu’amalah, tetapi juga termasuk dalam 
masalah perkawinan, kewarisan, dan tindak pidana. 
Sebagai contoh dari masing-masing masalah 
tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:  
1) Masalah Ibadah, di antaranya  mengenai sujud 

tilawah (sajdah at-tilāwah). Dalam konteks ini, 
para ulama terjadi perbedaan pendapat. 
Sebagian ulama berpendapat, sunnah 
hukumnya, demikian pendapat Imām asy-
Syāfi’i dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan 
sebagian yang lain, wajib hukumnya, demikian 
pendapat mażhab Hanafi. Pendapat yang 

 
730Ibid., h. 71-72. 
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pertama berargumentasikan pada beberapa aṡar 
sahabat: (a) Dikeluarkan oleh Imām al-Bukhāri 
dari ‘Aṭā’ bin Yasār, ia bertanya kepada Zaid 
bin Ṡābit tentang bacaan beserta imam, 
kemudian ia berkata: Tidak ada bacaan beserta 
imam tentang sesuatu, dan ia menduga (‘Aṭā’) 
ketika Zaid membaca atas Rasulullah Saw. Q.S. 
an-Najm (53):  “Wa an-Najm iżā hawā ...”, ia tidak 
melakukan sujud. Menurut asy-Syāfi’i bahwa 
Zaid tidak melakukan sujud padahal ia yang 
membaca (al-qāri’), Rasulullah tida sujud karena 
itu bukan farḍu, tetapi kemudian beliau 
memerintahkannya. (b) Dikeluarkan oleh Imām 
al-Bukhāri dari Rabi’ah bin ‘Abd Allah, ia 
berkata: Umar bin al-Khaṭṭāb membaca Q.S. an-
Nahl (16) pada hari Jum’ah, apabila sampai 
pada Q.S. as-Sajadah (32) yang diturunkan 
Allah, maka ia sujud, dan jamā’ah (ma’mῡm) ikut 
bersujud. Apabila datang pada Jum’ah kedua 
atau berikutnya ia membaca hingga sampai 
pada Q.S. as-Sajdah, ia berkata: Wahai manusia, 
bahwa kami tidak memerintahkan untuk 
bersujud, barang siapa yang bersujud, maka ia 
akan mendapatkan kebaikan dan pahala, dan 
barang siapa yang tidak melakukan sujud, 
maka tidak berdosa. Rabi’ah berkata: Umar 
tidak ketika itu tidak melakukan sujud. Nāfi’ 
menambahkan bahwa sesungguhnya Tuhanmu 
tidak menfarḍukan kepada kami bersujud, 
kecuali memang mereka mau melakukannya. 
(c) Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari ‘Ᾱisyah 
r.a. ia ditanya tentang sujud al-Qur’ān, ia 
berkata: Sujud al-Qur’ān itu hak Allah untuk 
melakukannya, atau disunnahkan 
melakukannya, apa yang dilakukan oleh orang 
muslim bersujud kepada Allah sekali sujud 
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sekalipun, maka Dia akan mengangkat 
derajatnya. 

Dua hadis yang disebutkan terakhir itu 
menjadi dalil bahwa sujud al-Qur’ān 
diperintahkan untuk tidak ditinggalkan, karena 
Nabi Saw. bersujud ketika membaca Q.S. an-
Najm. Menurut Imām asy-Syāfi’i bahwa 
seseorang tidak disukai meninggalkan sesuatu 
dari sujud al-Qur’ān, dan jika ditinggalkan 
maka dimakruhkan (hukumnya), meskipun 
tidak ada dalil yang mengharuskannya.731 

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa 
sujud tilawah itu wajib hukumnya 
berargumentasikan pada logika (al-ma’qῡl) 
bahwa as-sajdah itu menfaidahkan wajib (as-
sajdah tufidu al-wujῡb), karenanya mencakup 
atas perintah yang jelas mengenai sujud, 
mengakomodir informasi (hikāyat) orang-orang 
yang mengingkari ketika mereka diperintahkan 
untuk bersujud, informasi tentang perbuatan 
sujud para Nabi, dan semua apa yang 
diperintahkan, atau mengingkarinya, atau 
mengikuti apa yang dilakukan para Nabi itu 
menjadi wajib.732 

2) Masalah mu’amalah, di antara contohnya, pada 
masa Nabi Saw. dan Abῡ Bakar, menjual ummu 
al-walad (hamba sahaya perempuan yang telah 
melahirkan anak dari majikannya) itu 
diperbolehkan, tetapi di masa Umar bin al-
Khaṭṭāb, menjual ummu al- walad itu dilarang, 
dengan argumen bahwa darah mereka telah 
bercampur dengan darah kita.733 

 
731 Ibid., h. 95-97. 
732 Ibid. 
733Muhammad Abῡ an-Nῡr Zuhair, Mużkirah fi Uṣῡl al-Fiqh li Gair 

al-Ahnāf (Mesir: Maktabah Dār at-Ta’lif, t.t.), h. 44. Ibn Rusyd, Bidāyah al-
Mujtahid , Juz ke 2, h. 338.  
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3) Masalah perkawinan, di antaranya mengenai 
penjatuhan talak yang diucapkan sekaligus oleh 
suami terhadap isterinya pada suatu tempat. 
Pada masa Nabi Saw. masih hidup, Abῡ Bakar, 
dan masa awal kepemimpinan Umar, 
penjatuhan talak tersebut dianggap jatuh satu 
satu kali (talāq raj’iy), sesuai dengan hadis Nabi 
yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari Ibn 
Ṭaus dari ayahnya dari Ibn ‘Abbās, ia berkata: 

لاَقُ علَىَ عهَدِْ رسَُولِْ الل  هِ صلعم وأََبىِ بكَرٍْ وَ سَنتَيَنِْ منِْ   كاَنَ الط َّ
ابِ : انِ َّ   بُنُْ الْخطَ َّ لاثَِ واَحِدةٌَ . فقَاَلَ عمُرَ خِلافَةَِ عمُرََ طَلاَقُ الث َّ

اسَ قدَْ اسَْ  تعَجْلَوُاْ فىِ امَرٍْ كاَنتَْ لهَمُْ فيِهِْ انَاَةٌ فلَوَاْمَضَْينْهَُ علَيَهْمِْ  الن َّ
 فاَمَضَْاهُ علَيَْهمِْ 

Artinya:  “Di masa Rasulullah Saw. dan Abῡ 
Bakar serta dua tahun pertama di masa 
pemerintahan Umar, talak tiga yang 
dijatuhkan sekaligus hanya dianggap 
jatuh satu kali. Umar berkata: 
Masyarakat telah terburu-buru dalam 
melakukan tindakannya (menjatuhkan 
talak tiga sekaligus) yang seharusnya 
dapat mereka lakukan dengan bertahap. 
Hal itu, apabila kami membiarkan mesti 
merajalela di masyarakat, berarti kami 
membiarkan mereka dalam 
kehancuran”.734 

Setelah Umar melihat kondisi masyarakat 
demikian, ditetapkanlah bahwa talak tersebut 
berlaku penuh menjadi ṭalāq bāin, sehingga 
suami tidak bisa merujuk kembali kepada 

 
734Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 48. 
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isterinya sebelum dinikahi oleh pria lain. 
Penetapan hukum Umar ini ketika itu dianggap 
kontradiksi dengan tradisi Nabi, ijmā’ as-ṣahābah 
dan naṣ (Q.S. al-Baqarah (2): 229). Ayat itu 
menjelaskan bahwa talak tiga bisa menjadi ṭalāq 
bāin apabila dijatuhkan pada masa dan tempat 
yang berbeda, sebagaimana telah dipraktikkan 
oleh Nabi dan para sahabat. 

4) Masalah kewarisan, di antara contohnya 
tentang hak waris ahli waris beda agama. 
Bertolak dari sebuah hadis yang diriwayatkan 
oleh Imām Bukhāri dan Muslim dari Usāmah 
bin Zaid, ia berkata, Rasulullah Saw. telah 
bersabda: 

 َ  لايَرَثُِ الْمسُْلمُِ الْكاَفرَِ ولَاَ الْكاَفرُِ الْمسُْلمِ
Artinya:  “Seorang muslim tidak boleh berwaris 

kepada orang kafir, dan (sebaliknya), 
orang kafir tidak boleh berwaris kepada 
orang muslim”.735 

Di kalangan mayoritas ulama konvensional 
(fuqahā’ dan mufassirin) telah sepakat bahwa 
disebabkan beda agama dapat menghalangi hak 
waris (mawāni’ al-irṡ). Tetapi, kemudian mereka 
terjadi perbedaan pendapat dalam masalah, 
kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta 
warisan (al-maurūṡ) orang muslim, apakah 
orang muslim boleh mewarisi harta waris orang 
kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab 
yang membolehkan untuk mewarisi, dan 
apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan 
Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama 

 
735Imām Bukhāri, Ṣahih al-Bukhāri, Juz ke 4, h. 2704. Imām Muslim, 

Ṣahih Muslim, Juz ke 3, h. 1233.  
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Allah dapat mewarisi satu sama lain, dan 
termasuk harta orang yang murtad, siapakah 
yang berhak mewarisinya. ? 

Mayoritas ulama konvensional mensikapi 
permasalahan di atas telah sepakat (Abū 
Hanifah, Mālik, Syāfi’i, dan para pengikutnya) 
bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah 
orang muslim, atau sebaliknya, apakah 
disebabkan karena hubungan memerdekakan 
budak (al-walā’), hubungan perkawinan (az-
zaujiyyah), dan/atau hubungan kekerabatan (al-
qarābah). Demikian juga kalau ada seorang 
muslim meninggal dunia, ia meninggalkan 
seorang isteri non muslim (al-kitābiyah), atau 
kerabat non muslim kemudian mereka masuk 
Islam sebelum tirkah al-muwarriṡ dibagikan, 
maka mereka tetap tidak mendapatkan hak 
waris.736 Berbeda dengan Jumhῡr al-‘ulamā’ 
konvensional, Imām Ahmad bin Hanbal 
berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi 
tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya 
disebabkan al-walā’, mereka yang beda agama 
tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, 
isteri non muslim, dan kerabat non muslim 
yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan.737 
Sementara Mu’aż bin Jabal, Mu’āwiyah bin Abi 
Sofyān, Sa’id bin al-Musayyab, Masrūq, an-
Nakha’i, Muhammad bin al-Hanafiyyah, 
Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain, bin ‘Ali bin 
Abi Ṭālib, dan Ishāq bin Ruwaihah berpendapat 

 
736Muhammad Muhyi ad-Din ‘Abd al-Hamid (selanjutnya disebut 

‘Abd al-Hamid), Ahkām al-Mawariṡfi asy-Syari’ah al-Islāmiyyah ‘alā al-
Mażāhib al-A’immah al-Arbā’ah (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1404 H/1984 
M), Cet. ke 1, h. 50. Lihat,Wahbah az-Zuhailil, Al-Fiqh al-Islāmi wa 
Adillatuh (Damaskus-Suria: Dār al-Fikr al-Ma’āshir, 1425 H./2004 M), Juz 
ke 10, Cet. ke 4, h. 7719. 

737Ibid.,h. 51. 
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bahwa orang muslim dapat mewaris dari orang 
kafir, tetapi tidak sebaliknya.738 Pendapat 
mereka ini berargumentasikan pada: Pertama, 
hadis yang dikeluarkan oleh Abū Dāwud dan 
disahihkan oleh al-Hākim dari Mu’āż, dia 
berkata: Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda: 
Islam itu lebih dan tidak kurang. Karena itu, 
orang muslim dapat memperoleh hak 
(mewaris) yang tidak diperoleh oleh orang 
kafir. Kedua, berdasarkan qiyās, mereka 
mengatakan bahwa orang muslim 
diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, 
tetapi tidak diperbolehkan sebaliknya, dan 
diperbolehkan pula orang muslim mengambil 
harta rampasan (al-ganimah) orang kafir. Jika 
kedua perkara ini diperbolehkan, maka secara 
deduktif analogis berarti diperbolehkan pula 
orang muslim mewarisi harta orang kafir.739 

Sedangkan mayoritas ulama konvensional 
berargumentasikan pada hadis Nabi s.a.w. yang 
diriwayatkan oleh banyak perawi dari Usamah 
bin Zaid, beliau bersabda: Seorang muslim 
tidak boleh berwaris kepada orang kafir, dan  
(sebaliknya pula) orang kafir tidak boleh 
berwaris kepada orang muslim.740 Menurut 
mereka hadis ini menunjukkan umum,  tidak 
dikhususkan oleh sesuatu sebab apapun, dan 
oleh kondisi apapun, dan juga tidak ada dalil 
yang mengkhususkannya. Dalam konteks ini 
mereka kelihatannya memahami bahwa dalalah 
‘āmm selama tidak ada dalil yang mentakhsis 
satuan-satuan (al-afrād-nya), maka lafaẓ ‘āmm 

 
738Ibid., h. 52. 
739As-San’āni, Subul as-Salᾱm, Juz ke 3, h. 98. 
740Imᾱm Bukhᾱri, Ṣahih al-Bukhᾱri, Juz ke 4. Imᾱm Muslim, Ṣahih 

Muslim, loc.cit., Juz ke 3. 
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tersebut menunjukkan qaṭ’i. Kalaupun sebagian 
satuannya dikeluarkan, menurut Hanafiyyah 
hal itu tergantung kepada takhṣiṣ-nya (qaṣr al-
‘āmm-nya); Jika qaṣr al-‘āmm-nya tidak 
mempunyai implikasi terhadap kehujjahan 
‘āmm, maka dalalah sisa satuan yang di-takhṣiṣ 
adalah qaṭ’i. Sebaliknya, jika qaṣr al-‘āmm-nya 
mempunyai implikasi yang signifikan, maka 
dalalah sisa satuan yang ditakhsis  adalah 
ẓanni.741 Mereka juga dalam konteks ini tidak 
menggunakan qiyās, karena menurut 
penilaiannya hadis yang dijadikan argumentasi 
itu tingkat validitas  dan keotentikannya cukup 
kuat, yang justru kontradiksi dengan qiyᾱs 
seperti yang dipraktikkan oleh ulama yang 
berpandangan bahwa orang muslim boleh 
mewarisi harta orang kafir. Adapun 
argumentasi Ahmad bin Hanbal tidak diketahui 
dengan jelas. Hanya saja menurut penulis 
pandangan Ahmad ini lebih dekat pada 
pendapat Mu’aż bin Jabal, dan ulama-ulama 
yang lain yang membolehkan orang kafir 
mewarisi tirkah orang muslim, dan sebaliknya. 

Kemudian masalah orang yang beragama 
selain Islam, yakni pemeluk agama Yahudi 
dapat mewarisi harta orang beragama Nasrani, 
Majusi, dan pemeluk agama-agama lainnya, 
atau sebaliknya. Dalam konteks ini, Imām 
Syāfi’i dan Abū Hanifah berpendapat bahwa 
secara kronologis orang Yahudi dapat mewarisi 
harta orang Nasrani, orang Majusi dan pemeluk 
agama lainnya, dan begitu pula berlaku 
sebaliknya. Sedangkan mażhab Hambali 
berpendapat bahwa orang Yahudi tidak dapat 
mewarisi harta orang Nasrani, dan orang-orang 

 
741Lihat, Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣūl al-Fiqh, h. 330. 
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pemeluk agama yang lainnya. Sementara di 
kalangan mażhab Māliki terdapat dua 
pendapat: Pertama, mereka mengatakan bahwa 
orang Nasrani tidak dapat mewarisi harta orang 
Yahudi, dan harta orang dari pemeluk agama 
selain Nasrani dan Yahudi, dan juga tidak 
berlaku sebaliknya. Tetapi orang Majusi dapat 
mewarisi harta orang Waṡani, Burhāmi, dan 
Ṣābi’i dan yang semacamnya. Kedua, mereka 
yang berpendapat sama dengan pandangan 
mażhab Hanbali seperti tersebut di atas.742 

Imām Syāfi’i dan Abū Hanifah 
berargumentasikan pada firman Allah: (a) 
“famāża ba’da al-haq illā aḍ-ḍalāl.”743Wajah istidlāl 
ayat ini dipahami oleh mereka bahwa tidak ada 
agama yang hak itu kecuali agama Islam, dan 
selain agama Islam semuanya adalah 
menunjukkan agama yang menyesatkan (aḍ-
ḍalāl). (b) “wa allażina kafarū ba’ḍuhum auliyā’u 
ba’aḍ”.744Wajah istidlāl dari ayat ini menurutnya 
bahwa kalimat ‘allażina kafarū’ itu menunjukkan 
‘āmm yang mencakup semua macam-macam 
orang kafir. Sungguh Allah telah menetapkan 
bahwa sebagian mereka menjadi pelindung dan 
penolong bagi sebagian yang lain. Sebagaimana 
telah kita ketahui bahwa fiksi hukum (al-‘illah) 
yang dikehendaki mengenai warisan ini adanya 
pelindung dan penolong antara ahli waris (al-
wāriṡ) dan pewaris (al-maurūṡ).  Kemudian 
ditetapkan fiksi hukum ini beserta perbedaan 
agama orang-orang kafir. Bahkan Allah tidak 
memisahkan mengenai perlindungan mereka 

 
742‘Abd al-Hamid, Ahkām al-Mawāriṡ, h. 54. 
743 Q.S. Yūnus (10):  32, yang artinya: “maka tidak ada sesudah 

kebenaran itu, melainkan kesesatan.” 
744Q.S. al-Anfāl (8):73, yang artinya: “Dan orang-orang yang kafir, 

sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain.”  
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satu sama lain, tetapi justru saling menguatkan 
dalam keragaman.745 

Imām Ahmad bin Hanbal, dan sebagian 
mażhab Māliki berargumentasikan pada firman 
Allah: (1) “makāna Ibrāhim yahūdiyya walā 
nasrāniyya walākin kāna hanifā muslimā wamā kāna 
min al-musyrikin.”746 (2) “waqālū kūnū hudan aw 
naṣāra tahtadū.”747Wajah istidlāl pada dua ayat ini 
menurutnya bahwa Allah sungguh telah 
menjadikan yahūdiyyah, bukan naṣrāniyyah, 
sebagaimana Dia menjadikan satu agama dari 
keduanya selain Islam, tetapi bukan agama 
syirik sebagaimana pada ayat yang pertama di 
atas. (3) firman Allah: “likull ja’alnā minkum 
syir’ah wa minhājā.”748 Ayat ini menunjukkan 
bahwa setiap golongan manusia Allah telah 
menjadikan tata aturan dan jalan yang terang 
bagi mereka untuk memudahkan mereka. 
Demikian juga menunjukkan bahwa bagi setiap 
syari’at dan minhāj itu berbeda satu sama lain 
dari yang telah disyari’atkan. Tetapi dari 
perbedaan itu substansinya adalah sejalan 
menjadi satu syari’at (syari’atun wāhidah) dan 
satu jalan terang (minhājun wāhid).749 

Dari dua golongan pendapat tersebut di 
atas dengan masing-masing argumentasi yang 
dikemukakannya, penulis lebih cendrung 

 
745‘ Abd al-Hamid, Ahkām al-Mawāriṡ,,h. 54-55.  
746 Q.S. Ali Imrān (3): 67, yang artinya: “Ibrahim bukan seorang Yahudi 

dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus 
lagi berpasrah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk 
golongan orng-orang musyrik.” 

747 Q.S. al-Baqarah (2): 135, yang artinya: “Dan mereka berkata: 
Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu 
mendapat petunjuk.” 

748Q.S. al-Māidah (5): 48, yang artinya: “Untuk tiap-tiap umat di antara 
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” 

749‘Abd al-Hamid, Ahkām al-Mawāriṡ, h. 55. . 
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mengatakan bahwa pendapat Imām Ahmad bin 
Hanbal yang dikuatkan oleh sebagian mażhab 
Māliki terlihat lebih kuat, logis, dan mendekati 
kebenaran. Karena berdasarkan ayat-ayat yang 
mereka jadikan argumentasi menunjukkan 
bahwa Allah sesungguhnya telah menjadikan 
agama beserta ajaran-ajarannya masing-masing. 
Hanya saja pemeluk agama itu sendiri yang 
harus konsisten mengamalkan ajaran 
agamanya, dan tentunya Allah akan menjamin 
makhluk-Nya kesejahteraan di dunia, dan kelak 
masuk surga Allah di akhirat.  

Adapun mengenai harta warisan orang 
murtad sebelum atau sesudah ia meninggal, 
siapakah yang berhak mewarisi hartanya. 
Sebab, di satu sisi ia memiliki kesamaan dengan 
orang kafir karena sama-sama tidak beragama 
Islam, tetapi di sisi lain, secara substansial 
seorang yang  murtad berbeda dengan orang 
kafir (kafir żimmi). Dalam konteks ini hukum 
Islam telah menetapkan bahwa perbuatan 
murtad merupakan tindakan kriminal, 
karenanya dikenakan hukuman bunuh. Harta 
yang dimilikinya menjadi harta rampasan (al-
fai’).750 Para ulama terjadi perbedaan pendapat 
dalam mensikapi harta warisan orang murtad. 
Mayoritas ulama (Mālikiyyah, Syāfi’iyyah, dan 
Hanābilah) berpendapat bahwa orang Islam 
tidak dapat mewarisi harta orang murtad, 
karena tidak ada kewarisan antara orang 
muslim dengan orang kafir (la yāriṡ al-muslim al-
kāfir). Dengan murtad, seseorang telah ke luar 

 
750Hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, Nabi bersabda: Man 

baddala dinahu faqtulūh (Barang siapa yang menggantikan agamanya 
(murtad), maka bunuhlah dia). Lihat, ‘Abd al-Hamid, Ahkām al-Mawāriṡ, 
h. 58. 
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dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara 
otomatis telah memutuskan ṣilah syari’ah 
kepada ahli warisnya. Mayoritas ulama  dengan 
tegas menyatkan bahwa harta warisan mereka 
tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli 
warisnya yang sama-sama murtad. Harta 
warisnya menjadi harta fai’ yang harus 
diserhkan ke bait al-māl untuk kepentingan 
umum.751 Sedangkan menurut mażhab Hanafi 
berpendapat bahwa harta warisan orang 
murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang 
beragama Islam,752 dalam pengertian dapat 
diwarisi oleh ahli warisnya. 

Dari dua pendapat tersebut di atas 
berdasarkan argumen yang dikemukakannya, 
maka yang dipandang lebih kuat dan 
kontekstual di era sekarang ini adalah pendapat 
mayoritas ulama yang mengatakan harta 
warisan itu tidak bisa diwarisi oleh siapapun, 
tetapi menjadi harta fai’ yang harus diserahkan 
ke bait al- māl untuk kepentingan umat dan 
masyarakat pada umumnya. Dalam kaitan 
dengan murtad, dimungkinkan ada ‘tawanan’ 
yang disaat menjalani tawanan dalam 
pengasingan ia menjadi murtad. Hal ini dalam 
pembuktiannya perlu melalui proses 
pengadilan. Fatchur Rahman menegaskan, 
“apabila hakim menjatuhkan vonis bahwa 
seorang tawanan itu murtad, maka harta-harta 
peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli 
warisnya.753 Penegasan Rahman ini terlihat 
kontra produktif dengan pendapat Jumhῡr al-

 
751Muhammad Ali aṣ-Ṣabūni, al-Mawariṡ, h. 56. ‘Abd al-Hamid, 

Ahkām al-Mawaris, h. 59-61. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan, h. 87.   
752Ibn ‘Ᾱbidin, Hāsyiyah Radd al-Mukhtār.Jld. ke 6, h. 767. 
753Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1981), h. 

519.  
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fuqahā’ yang mengatakan bahwa harta warisan 
orang murtad menjadi harta fai’ dan milik bait 
al-māl, tidak menjadi harta waris ahli warisnya. 
Bahkan lebih jauh ia menambahkan, atas vonis 
hakim itu, keinginan orang ‘tawanan’ tidak bisa 
diakomodir selama vonis tersebut didasarkan 
atas bukti-bukti yang sah.754 

Dari paparan penjelasan tersebut di atas, 
jelaslah bahwa mayoritas ulama konvensional 
melarang orang muslim berwaris kepada orang 
kafir (Yahudi, Nasrani, atau sebagai murtad) 
atau sebaliknya. Pandangan demikian ini 
didasarkan pada pendekatan tekstual normatif 
hadis Rasulullah, yang secara metodologis 
hadis (muṣṭalah al-hadiṡ) terkualifikasi sebagai 
hadis sahih, sehingga kedudukannya kuat dan 
menjadi dasar hukum. Tetapi, jika dilihat dari 
segi akar sejarah bahwa pelarangan Rasulullah 
kepada ahli waris yang beda agama menerima 
waris dari pewaris itu sesungguhnya sebagai 
strategi politik yang dilatarbelakangi oleh 
pernah terjadi kasus pengkhianatan beberapa 
orang muslim di saat kondisi perang melawan 
musuh dan bahkan membelot bergabung 
kepada mereka (non muslim), sehingga 
sekelompok muslim ini dijadikan tameng 
(pioner) oleh pihak musuh, dan sangat 
berbahaya bagi kekuatan tentara perang 
muslim dalam mempertahankan kekuasaan 
pemerintahan Islam dan keutuhan persatuan 
umat Islam. Dari peristiwa ini oleh Rasulullah 
dan para petinggi Islam lainnya dijadikan batas 
pelarangan agar tidak terjadi di masa-masa 
selanjutnya, termasuk dalam hal kewarisan. 

 
754Ibid. 
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5) Masalah tindak pidana, sebagai contoh di 
antaranya mengenai hubungan seksual di luar 
nikah. Q.S. an-Nῡr (24): 2: 

لَا  وا ةٖٖۖ  لِۡا جا ماِئْاةا  ا  ما ِنۡهخ م  َٰحِدٖ  وا  َّ كُخ واْ  فاٱجۡلِِخ انِِ  واٱلزَّ انيِاةخ  ٱلزَّ
  ِ بٱِللَّّ تخؤۡمِنخونا  نتخمۡ  كخ إنِ   ِ ٱللَّّ ديِنِ  فِِ  فاةٞ 

ۡ
أ را ا  بهِِما م  ذۡكخ خخ

ۡ
تاأ

ابا  ذا دۡ عا لۡياشۡها ؤۡمِنيِنا  واٱلِۡاومِۡ ٱلۡأٓخِرِٖۖ وا نِا ٱلمۡخ ةٞ م  ائٓفِا ا طا ما  هخ
Artinya:  “Perempuan yang berzina dan laki-laki 

yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera 
...” 

Ayat ini menunjukkan umum, tidak 
menjelaskan apakah mereka yang berzina itu 
sudah pernah nikah atau belum. Kemudian 
dijelaskan oleh Rasulullah Saw. melalui 
hadisnya yang diriwayatkan oleh Imām Muslim 
dari ‘Ubādah bin as-Ṣāmit, beliau bersabda: 

ً, البكِرُْ باِبكِرِْ جَ  لدُْ خذُوُْا عنَ ىِ خذُوُْا عنَ ىِ قدَْ جَعلََ الل  هُ لهَنُ َّ سَبيِلْا
ي بِِ جلَدُْ ماِئةٍَ واَلر َّجْمُ   ماِئةٍَ ونَفَْيُ سَنةٍَ, واَلثيَ بُِ باِلث َّ

Artinya:  “Ambillah hukum dariku, ambillah 
hukum dariku, sungguh Allah telah 
memberikan jalan lain kepada mereka  
(yaitu) laki-laki bujang (yang berzina 
dengan) perempuan gadis (sanksinya) 
adalah dera seratus kali, dan diasingkan 
selama satu tahun, dan yang telah nikah 
(yang berzina dengan) yang telah nikah 
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pula (sanksinya) dera seratus kali dan 
rajam”.755 

Implementasi dari penjelasan Rasulullah 
Saw. ini, terutama pelaku zina yang belum 
pernah nikah (al-bikru bi al-bikr), pernah Umar 
mengasingkan Rabi’ah ibn Umayyah ke Suria, 
tetapi di sana ternyata ia melarikan diri 
bergabung dengan pihak musuh, yaitu 
Bizantium. Berdasarkan pengalaman ini, Umar 
menetapkan, mulai saat ini saya tidak akan lagi 
mengasingkan seseorang, dan sanksi tersebut 
dibekukannya. 

Bertolak dari contoh-contoh tersebut di atas, 
dapat ditegaskan bahwa berpegang pada aṡar 
qaul as-ṣahābi dalam menetapkan hukum 
sangat berimplikasi pada hukum-hukum 
cabang (al-furῡ’ al-fiqhiyyah).  

5. Syar’ man Qablanā 
a. Definisi 

Dimaksudkan dengan syar’ man qablanā yaitu: 

ال َّذيِنَْ   َنبْيِاَئهِِ  ا بوِاَسِطةٍَ  ابقِةَِ  الس َّ للِاْمُمَِ  تعَاَلىَ  الل  هُ  شرَعَهَاَ  ال َّتىِ  الاحَكْمَُ 
ناَ   كَسيَ دِِ  الامُمَِ  تلِكَْ  الِىَ  علَيَْهمِْ ارَسَْلهَمُْ  عيِسْىَ  وَ  ومَوُسْىَ  ابِرْاَهيِمُْ 

 ُ لامَ لاةَُ واَلس َّ  الص َّ
Artinya:  “Hukum-hukum yang telah disyari’atkan 

kepada umat terdahulu melalui para Nabi 
yang diutus kepada umat, seperti Nabi 
Ibrāhim, Nabi Mῡsā, dan Nabi ‘Isā As”.756 

Terminologi syar’ man qablanā ini 
mendeskripsikan bahwa terdapat hukum-hukum 

 
755Imām Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 48. 
756Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 189. 
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Allah yang telah diberlakukan kepada umat 
terdahulu melalui para Nabi-nya masing-masing. 
Al-Qur’ān dan sunnah banyak menginformasikan 
hikāyah syari’at para Nabi tersebut. Akan tetapi, 
syari’at Nabi Muhammad yang merupakan syari’at 
terakhir yang diturunkan Allah kepada umat 
manusia, tentu berbeda doktrin-doktrin 
keagamaannya, meskipun substansinya sama, 
syari’at Allah, sejak Nabi Adam As hingga Nabi 
terakhir, Muhammad Rasulullah Saw. Berkaitan 
dengan syari’at para Nabi tersebut, dalam 
pembahasan di kalangan para pakar metodologi 
hukum Islam (uṣῡliyyin) muncul sebuah problem 
mendasar, apakah syari’at yang diturunkan Allah 
Swt. kepada para Nabi sebelum Nabi Muhammad 
diutus, berlaku juga bagi Nabi Muhammad dan 
umatnya, atau tidak ada kaitan keberlakuan dengan 
syari’at Nabi Muhammad.? Untuk menjawab 
problem ini, akan dikemukakan pandangan ulama 
sebagaimana pembahasan di bawah ini. 

b. Pendapat Ulama Uṣῡl tentang Syar’ man Qablanā 
Zaky ad-Din Sya’bān,757 dalam konteks ini 

meringkas dan memilah pada dua bagian: (1) 
Hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam Kitab 
Allah (al-Qur’ān) dan sunnah Rasulullah Saw., hal 
ini statusnya tidak menjadi syari’at bagi umat Nabi 
Muhammad, dengan tidak   ada perbedaan 
pendapat di kalangan ulama uṣῡl. (2) Hukum-
hukum yang diinformasikan Allah kepada umat 
Nabi Muhammad di dalam Kitab-Nya, atau melalui 
ucapan Rasulullah Saw., dalam hal ini hukum 
dibedakan pada tiga macam: 

Pertama, hukum-hukum syari’at para Nabi 
terdahulu telah dihapus (di-nasakh) dan tidak 
berlaku lagi (raf’) bagi umat Nabi Muhammad 

 
757Ibid., h. 189-192.  
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berdasarkan dalil-dalil yang past (qaṭ’iy), seperti 
firman Allah dalam Q.S. al-An’ām (8): 145: 

ن  
ا
أ  ٓ إلََِّ ٓۥ  هخ مخ طۡعا يا اعِمٖ  طا  َٰ ا مًا عَلا ارَّ مَّخ  َّ إلَِا وحِْا 

خ
أ آ  ما فِِ  جِدخ 

ا
أ  ٓ لََّ قخل 

وۡ  
ا
أ رجِۡسٌ  ۥ  فاإنَِّهخ خِنزيِرٖ  ۡما  لَا وۡ 

ا
أ وحًا  سۡفخ مَّ ا  داما وۡ 

ا
أ يۡتاةً  ما ونا  ياكخ

دٖ  عَا لَا  وا بااغٖ  يۡۡا  غا رَّ  ٱضۡطخ نِ  ما فا بهِِّۦَۚ   ِ ٱللَّّ يِۡۡ  لغِا هلَِّ 
خ
أ فاإنَِّ  فسِۡقًا   

ورٞ رَّحِيمٞ    فخ بَّكا غا  را

Artinya:  “Katakanlah, aku tidak menemukan dalam 
apa yang diwahyukan Allah kepadaku 
sesuatu yang haram bagi orang yang hendak 
memakannya, kecuali kalau makanan itu 
bangkai, atau darah yang mengalir atau 
daging babi, karena sesungguhnya semua itu 
kotor, atau binatang yang disembelih atas 
nama selain Allah. Barang siapa dalam 
keadaan terpaksa sedangkan dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) 
melampaui batas, maka sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang”. 

Q.S. al-An’ām (8): 146: 

مۡناا   رَّ نامِ حا رِ واٱلۡغا رٖٖۖ وامنِا ٱلۡۡاقا فخ َّ ذِي ظخ مۡناا كُخ رَّ ادخواْ حا يِنا ها ا ٱلَّ واعَلا
ا   ما وۡ 

ا
أ ٱلَۡاوااياآ  وِ 

ا
أ آ  ما ورخهخ هخ ظخ الاتۡ  حَا ا  ما إلََِّ  آ  ما هخ وما حخ شخ لايۡهِمۡ  عا

َٰدِقخو م ببِاغۡيهِِمُۡۖ وَإِنَّا لاصا َٰهخ يۡنا زا َٰلكِا جا ظۡمٖٖۚ ذا  نا   ٱخۡتالاطا بعِا

Artinya: “Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami 
haramkan segala binatang yang berkuku, dan 
dari sapi dan domba, Kami haramkan atas 
mereka lemak dari kedua binatang itu, selain 
lemak yang melekat dipunggung keduanya 
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atau diperut besar  dan usus atau yang 
bercampur dengan tulang. Demikianlah 
Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan 
mereka, dan sesungguhnya Kami adalah 
Maha Benar”. 

Dua ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa 
ayat yang pertama mengharamkan kepada 
umat Nabi Muhammad untuk mengkonsumsi 
bangkai, darah yang mengalir dan daging babi. 
Sedangkan ayat yang kedua, Allah 
menginformasikan apa yang diharamkan-Nya 
untuk orang Yahudi dahulu. 

Dijelaskan juga dalam pernyataan 
Rasulullah Saw.: 

 أُحِل َّتْ لىِ الغنَاَئِمُ ولَمَْ تَحلِ ُ لاِحَدَِ قبَلْىِ 
Artinya:  “Dihalalkan untuk-ku harta rampasan 

yang tidak pernah dihalalkan untuk 
orang sebelum-ku”. 

Pernyataan Rasulullah ini menunjukkan 
bahwa harta rampasan perang (al-ganāim) itu 
dibolehkan (dihalalkan) bagi umat Nabi 
Muhammad, yakni harta yang diambil dari 
musuh-musuh Islam dengan cara pererangan 
(al-harb), yang dalam syari’at umat dahulu 
diharamkannya. 

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, ulama 
uṣῡl sepakat bahwa syari’at terdahulu dalam 
bentuk yang demikian ini tidak berlaku bagi 
umat Nabi Muhammad Saw.  

Kedua, hukum-hukum syari’at terdahulu 
yang masih ditetapkan al-Qur’an dan sunnah 
dan dinyatakan berlaku untuk umat Nabi 
Muhammad, maka jadilah sebagai syari’at Nabi 
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Muhammad yang dijalankan secara 
berkelanjutan, seperti kewajiban menjalankan 
puasa ramaḍān bagi umat Nabi Muhammad 
sebagaimana diwajibkan umat Para Nabi 
sebelumnya. Q.S al-Baqarah (2): 183: 

ا   تبِا عَلا كخ ا  ما كا ياامخ  ِ ٱلص  مخ  لايۡكخ عا تبِا  كخ نخواْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ
ا
َٰٓأ يا

ونا    مۡ تاتَّقخ مۡ لاعالَّكخ بۡلكِخ يِنا منِ قا  ٱلَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu berpuasa sebagimana diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. 
Ayat ini menjelaskan bahwa berpuasa 
disyari’atkan (diwajibkan) untuk umat 
terdahulu, dan diwajibkan pula atas umat Nabi 
Muhammad. 
Contoh lain, disyari’atkan berkurban untuk umat 
Nabi Ibrāhim As. yang diinformasikan dalam 
Q.S. al-Kauṡar (108): 2: 

ِّكَ وٱَنۡحرَۡ    بَ  ِّر ِّ ل  فصََل 
Artinya:  “Maka dirikanlah ṣalat karena Tuhanmu 

dan berkurbanlah”. 

Perintah berkurban ini pada awalnya 
disyari’atkan untuk umat Nabi Ibrāhim As., 
kemudian disyari’atkan pula untuk umat Nabi 
Muhammad Saw, sebagaimana dengan telinga 
penegasan Rasulullah: 

لامَِ  ِيكْمُْ ابِرْاَهيِمُْ علَيَهِْ الس َّ ةُ ابَ هاَ سُن َّ واْ فاَنِ َّ  ضَح ُ
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Artinya: “Berkurbankan, karena yang demikian itu 
termasuk perbuatan sunnah bapakmu, Ibrāhim”.758 

Hukum-hukum syari’at terdahulu dalam 
bentuk ini berlaku untuk umat Nabi 
Muhammad. Semua ulama uṣῡl al-fiqh dan 
fuqahā’ sepakat terhadap pemberlakuan bentuk 
syari’at tersebut, pemberlakuan itu bukan 
karena syari’at  terdahulu yang mesti berlaku 
untuk umat Nabi Muhammad, tetapi, karena al-
Qur’ān dan sunnah telah menetapkan dan 
menjastifikasinya. 

Ketiga, hukum-hukum syari’at terdahulu 
yang diinformasikan Allah dalam al-Qur’ān dan 
sunnah berlaku untuk mereka, tetapi tidak 
secara tegas dinyatakan berlaku untuk umat 
Nabi Muhammad, dan tidak ada informasi 
(data) yang akurat bahwa hukum-hukum 
tersebut dibatalkan (di-nasakh). Misalnya, Q.S. 
al-Māidah (5): 45: 

يۡنِ  بٱِلۡعا يۡنا  واٱلۡعا بٱِلَّۡفۡسِ  ٱلَّۡفۡسا  نَّ 
ا
أ آ  فِيها لايۡهِمۡ  عا تابۡناا 

كا وا
وحا   واٱلۡۡخرخ ن ِ  ِ بٱِلس  نَّ  ِ واٱلس  نِ 

ذخ
خ
بٱِلۡۡ ذخنا 

خ
واٱلۡۡ نفِ 

ا
بٱِلۡۡ نفا 

ا
واٱلۡۡ

ن   واما ّۥَۚ  خ لََّ ةٞ  ارا فَّ كا وا  هخ فا بهِۦِ  قا  دَّ تاصا فامان  اصَّٞۚ  م  قصِا ۡكخ َّمۡ يَا ل
ونا    لمِخ َٰ مخ ٱلظَّ َٰٓئكِا هخ وْلا

خ
خ فاأ لا ٱللَّّ نزا

ا
آ أ  بمِا

Artinya:  “Dan Kami telah tetapkan terhadap 
mereka di dalamnya (at-Taurat) 
bahwasannya jiwa (dibalas) dengan 
jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 
hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada 
qiṣāṣ-nya. Barang siapa yang 

 
758Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah (Baitur: Dār al-Fikr al-Islāmi, t.t.), Juz 

ke 2, h. 1045.  
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melepaskan (hak qiṣāṣ)-nya, maka 
melepaskan hak itu (menjadi) penebus 
dosa baginya. Barang siapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang ẓālim”. 

Ayat ini menginformasikan hukum yang 
berlaku pada orang-orang Yahudi dahulu yang 
telah ditetapkan di dalam kitab Taurat, 
kemudian diinformasikan oleh Allah untuk 
diketahui oleh umat Nabi Muhammad. Di 
kalangan uṣῡliyyin, menanggapi hukum syari’at 
terdahulu bentuk yang ketiga ini terjadi 
perbedaan pendapat, sebagian mereka 
berpendapat tetap menjadi syari’at kita (umat 
Nabi Muhammad) yang  wajib diikuti dan 
diamalkan. Sedangkan sebagian yang lain 
berpendapat tidak wajib diikuti dan diamalkan, 
karena itu hanya sekedar informasi untuk 
diketahui, dan tidak ada kaitan dengan syari’at 
Nabi Muhammad.   

c. Syar’ man Qablana sebagai Dalil Hukum 

Al-Qur’ān dan sunnah banyak 
menginformasikan hukum-hukum syari’at  agama-
agama langit (samāwi) terdahulu, sebelum Islam 
tampil ke permukaan menjadi agama terakhir. 
Terkadang informasi hukum-hukum syari’at agama 
terdahulu itu disertai dengan sesuatu yang 
menunjukkan atas terhapusnya hukum-hukum 
tersebut dalam syari’at Islam, terkadang 
menunjukkan atas tetap berlaku bagi umat Nabi 
Muhammad, dan terkadang pula informasi hukum-
hukum syari’at tersebut tidak disertai sesuatu yang 
menjelaskan dan menegaskan terhapus dan tidak 
berlaku, atau tetap berlaku bagi umat Nabi 
Muhammad. Mengenai hukum bentuk pertama, 
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para pakar dari berbagai disiplin ilmu sepakat tidak 
berlaku dan tidak termasuk syari’at bagi umat Nabi 
Muhammad, karena adanya dalil yang 
menunjukkan terhapusnya hukum-hukum tersebut 
(lihat, Q.S. al-An’ām (8): 145-146 di atas). Untuk 
hukum bentuk kedua, para ulama juga sepakat 
hukum-hukum tersebut ditetapkan menjadi syari’at 
umat Nabi Muhammad dan diwajibkan untuk 
mengamalkannya (lihat. Q.S. al-Baqarah (2): 183, 
Q.S. al-Kauṡar (108): 2). Sedangkan bentuk hukum 
ketiga, yang tidak disertai sesuatu yang 
menunjukkan atas tetap dan terhapusnya, maka 
para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama 
berpendapat tetap menjadi syari’at umat Nabi 
Muhammad dan wajib diamalkan, sedangkan 
sebagian ulama yang lain berpendapat tidak 
menjadi syari’at umat Nabi Muhammad dan tidak 
wajib untuk mengamalkannya. 

Persoalannya adalah, bisakah syar’ man 
qablanā menjadi dalil hukum dalam konteks 
istinbaṭ hukum.? Untuk menjawab problem ini, 
uṣῡliyyin terjadi perbedaan pendapat: 

Kelompok pertama, mayoritas ulam uṣῡl 
Hanafi, Māliki, minoritas ulama uṣῡl Syāfi’i dan 
Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat 
bahwa hukum syari’at umat terdahulu itu menjadi 
syari’at bagi kita (umat Nabi Muhammad), maka 
wajib untuk mengamalkannya. Di antara argumen 
yang dikemukakannya, Q.S. al-An’ām (8): 90: 

ٱ َٰٓئكِا  وْلا
خ
سۡ أ

ا
أ  ٓ لََّ قخل  ٱقۡتادِهۗۡ  مخ  َٰهخ ى دا فابهِخ  ُۖ خ ٱللَّّ ى  دا ها يِنا  مۡ لَّ ٖ ٖالخكخ

َٰلامِينا    ىَٰ للِۡعا وا إلََِّ ذكِۡرا جۡرًاُۖ إنِۡ هخ
ا
لايۡهِ أ  عا

Artinya:  ”Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk 
mereka”. 



553 
 

Q.S. an-Nahl (16):  

منِا   نا  كَا ا  واما  ُۖ ا نيِفا حا َٰهِيما  إبِۡرا ملَِّةا  ٱتَّبعِۡ  نِ 
ا
أ كۡا  إلِِا يۡناآ  وحۡا

ا
أ ثخمَّ 

شِۡكِيِنا    ٱلمۡخ

Artinya:  “Kemudian Kami wahyukan kepadamu 
(Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim yang 
hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-
orang yang mempersekutukan Tuhan”.  

Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh al-
Bukhāri, Muslim, at-Tirmiżi, Abῡ Dāwud, dan an-
Nasā’i dari Anas bin Māli, beliau bersabda: 

 منَْ ناَمَ عنَْ صَلاةٍَ اوَْ نسَِيْهاَ فلَيْصَُل يِْهاَ اذَِ ذكَرَهَاَ ثمُ َّ تلَاَ قوَلْهِِ تعَاَلىَ 
Artinya:  “Siapa yang tertidur dan lupa untu ṣalat, 

maka kerjakanlah ṣalat ketika ia bangun”. 
Kemudian Nabi membacakan Q.S. al-Isrā’ 
(17): 78 “Dirikanlah ṣalat dari sesudah 
matahari tergelincir sampai gelap malam dan 
(dirikanlah pula ṣalat) subuh, sesungguhnya 
ṣalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.759 

Menurut Jumhῡr al-uṣῡliyyin, ayat yang 
dibacakan Nabi dalam sabda beliau itu merupakan 
ayat yang diturunkan kepada Nabi Mῡsā, dan 
sekaligus juga hadis Nabi ini dapat diambil sebagai 
dalil atas wajib qaḍā’ as-ṣalāh ketika orang lalai 
mengerjakan ṣalat.760 

Kelompok kedua, mażhab Asy’ari, Mu’tazilah, 
Syi’ah, dan yang terkuat Syāfi’iyyah, dan Ahmad 
dalam Salah satu riwayatnya. Pendapat ini yang 

 
759Imām Ibn al-Aṡir al-Jazri, Jāmi’ al-Uṣῡl min Ahādiṡ ar-Rasῡl (Bairut: 

Dār al-Ihyā’ at-Turāṡ al-‘Arabi, 1404 H/1984 M), Juz ke 6, Cet. ke 4, h. 124.  
760Zaki ad-Din Sya’bān, Uṣῡl al-Fiqh, h. 192. 
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dipilih oleh al-Gazāli, al-Ᾱmidi, ar-Rāzi, Ibn Hazm 
az-Ẓāhiri, dan mayoritas ulama yang lain 
berpendapat bahwa hukum syari’at umat terdahulu 
itu tidak bisa dijadikan syari’at umat Nabi 
Muhammad, tidak bisa menjadi dalil (hujjah asy-
syar’iyyah), dan tidak wajib mengamalkannya. Di 
antara argumen yang dikedepankannya: 
1) Hadis dalam bentuk dialog antara Rasulullah 

saw. dengan Mu’āż bin Jabal ketika dia akan 
didelegasikan menjadi hakim ke negeri Yaman, 
beliau bertanya:  

 َ ِّذاَ عرَضََ ل َابِّ الل  هِّ.  كَيفَْ تقَْضِّى ا ِّت ِّك كَ قضََاءٌ ؟ قاَلَ : أَقضِّْى ب
ةِّ رسَُولِّْ الل  هِّ صلعم   ِّسنُ َّ َابِّ الل  هِّ؟ قاَلَ فبَ ِّت ِّىْ ك ِّدْ ف ِّنْ لمَْ تَج قاَلَ : فاَ
ةِّ رسَُولِّْ الل  هِّ؟ قاَلَ:   ِّى سُن َّ َابِّ الل  هِّ ولَاَ ف ِّت ِّى ك ِّدْ ف ِّنْ لمَْ تَج قاَلَ : فاَ

فضَرَبََ  َالَوُْ,  ولَا رأَْىِّ  ِّدُ  وقَاَلَ: اجَْتهَ صَدْرهَُ  صلعم  الل  هِّ  رسَُولُْ   
ِّماَ يرَْضىَ رسَُولُْ الل  هِّ.رواه  قَ رسَُولُْ رسَُولِّْ الل  هِّ صلعم ل ِّلهِّ وفَ َّ َمدْلُ الَْح

 ابوداود.
Artinya:  “Bagaimana cara kamu memutuskan 

apabila suatu kasus hukum diajukan 
kepadamu.? Ia menjawab: Saya akan 
putuskan berdasarkan Kitāb Allah (al-
Qur’ān); Belia bertanya lagi: Jika kamu 
tidak menemukan (dasar hukumnya) 
dalam Kitāb Allah.? Ia menjawab: Saya 
akan putuskan berdasarkan sunnah 
Rasulullah Saw.; Beliau bertanya lagi: 
Jika kamu tidak menemukan (dasar 
hukumnya) di dalam Kitāb Allah 
maupun sunnah Rasulullah.? Ia 
menjawab: Saya akan berijtihad, dan 
saya tidak akan lengah (ceroboh). 
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Kemudian Rasulullah Saw. bersabda 
sambil menepuk-nepuk dada Mu’aż bin 
Jabal, segala puji bagi Allah yang telah 
merestui delegasi Rasulullah Saw. pada 
apa yang diriḍai oleh utusan Allah”.761 

Menurut ulama kelompok kedua ini, dalam 
hadis tersebut, Rasulullah Saw. tidak menyuruh 
kepada Mu’āż untuk mengacu (berdasar) pada 
syari’at terdahulu. Apabila syari’at terdahulu 
menjadi syari’at bagi umat Nabi Muhammad, 
maka tentu beliau menyuruh kepada Mu’āż 
mengacu pada hukum-hukum syari’at 
terdahulu apabila hukum yang dia cari tidak 
ditemukan dalam al-Qur’ān dan sunnah.    

2) Q.S. al-Māidah (5): 48: 

منِا   يهِۡ  يادا بايۡنا  ا  ل مِا ا  قا ِ د  صا مخ  ِ بٱِلَۡاق  َٰبا  ٱلكِۡتا كۡا 
إلِِا لۡۡاآ  نزا

ا
أ وا

يۡمِناً عا  ها مخ َٰبِ وا لَا ٱلكِۡتا ُۖ وا خ لا ٱللَّّ نزا
ا
أ آ  م بمِا م بايۡناهخ لايۡهِٖۖ فاٱحۡكخ

مۡ   مِنكخ لۡناا  عا جا  ٖ
لكِخ   ٖۚ ِ ٱلَۡاق  منِا  اءٓاكا  جا ا  مَّ عا مۡ  هۡوااءٓاهخ

ا
أ تاتَّبعِۡ 

ةا   َٰحِدا وا ةا  مَّ
خ
أ مۡ  اعالاكخ لۡا خ  ٱللَّّ اءٓا  شا اوۡ  ل وا  َّۚ ا اجا مِنۡها وا ةا  شِۡعۡا

 َٰ آ ءااتاى مۡ فِِ ما كخ ابۡلخوا ِ َٰكِن لِ  لا ِ  وا َٰتِٖۚ إلَِا ٱللَّّ واْ ٱلۡۡايۡرا مُۡۖ فاٱسۡتابقِخ كخ
ونا    ۡتالفِخ نتخمۡ فِيهِ تُا ا كخ م بمِا يخناب ئِخكخ ا فا ِيعا مۡ جَا رجِۡعخكخ  ما

Artinya:  “Bagi tiap-tiap umat di antara kamu 
(umat Nabi Muhammad dan umat 
sebelumnya) Kami berikan aturan-
aturan dan jalan yang terang”.   

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat 
mempunyai syari’at sendiri-sendiri, dan bagi 

 
761Abū Dāwud,  Sunan Abi Dāwud, Jld. ke 3, h. 412-413.  
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suatu umat tidak dituntut untuk mengambil 
syari’at umat yang lain. 

Dari pembahasan syar’ man qablanā 
sebagai dalil hukum tersebut di atas, dapat 
ditegaskan bahwa ia bukanlah sebagai dalil 
hukum yang berdiri sendiri, tetapi harus 
dijastifikasi oleh teks-teks al-Qur’ān dan sunnah 
yang mengakomodir dan menetapkan hukum-
hukum syari’at terdahulu. Hal ini berarti, jika 
syar’ man qablanā itu tidak diinformasikan dan 
ditetapkan oleh al-Qur’ān dan sunnah, maka 
tidak bisa dijadikan dalil hukum dalam meng-
istibaṭ-kan hukum.  

6. Sadd az-Żari’ah      
a. Definisi Sadd aż-Żari’ah 

Kata sadd aż-żari’ah merupakan kata majemuk 
yang terdiri dari dua kata, yaitu “sadd” dan “aż-
żari’ah”. Secara etimologi, kata “sadd” merupakan 
bentuk singular (maṣdar) dari kata sadda-yasuddu-
saddan, yang artinya menghilangkan (ar-rafa’) atau 
mencegah (as-sadd). Atau juga penghalang antara 
dua tempat sesuatu (al-hājiz bain asy- syai’ain).762 
Sedangkan kata “aż-żari’ah”, secara etimologi 
berasal dari kata “żara’a” yang artinya berkelanjutan 
(al-imtidād) atau gerakan (al-harakah). Kata “aż-
żari’ah” seakar dengan kata “aż-żira’” yang artinya 
satu ukuran, yaitu ukuran jarak antara siku-siku 
lengan sampai ke ujung anak jari tengah.763 Kata 
“aż-żari’ah” adalah bentuk tunggal (mufrād) yang 
plural (jama’)-nya aż-żarā’i’ yang berarti perantara 

 
762Abῡ Husain Ahmad bin Fāris bin Zakariya, Mu’jam Maqāyis al-

Lugah (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), Cet. ke 15, h. 310. Kata “sadd” terdapat 
dalam beberapa ayat, di antaranya Q.S. Yāsin (36): 9,  al-Kahfi (18): 93-94, 
dan hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Tidak ada yang menutupi (lā 
yasuddu) perut manusia kecuali tanah”. Lihat, Ibn Hajar al-‘Asqalāni, Fath al-
Bāri Syarh Ṣahih al-Bukhāri (Bairut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), Juz ke 11, h. 253. 

763 Ibn Manẓῡr, Lisān al-‘Arab, h. 1698. 
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(wasilah) dan sebab (as-sabab) yang menghubungkan 
pada sesuatu secara mutlak.764 Atau sesuatu yang 
menjadi perantara dan jalan untuk menuju 
sesuatu.765 

Beberapa definisi secara etimologi tersebut di 
atas terlihat belum memberikan batasan yang jelas, 
apakah menjadi perantara atau yang 
menghubungkan pada sesuatu yang baik  atau pada 
yang buruk, atau menghubungkan pada sesuatu 
yang dibolehkan atau yang dilarang. Dari sini perlu 
dikaji lebih lanjut unsur-unsur yang terkait dengan 
pembahasan dari segi linguistik ini. 

Adapun definisi secara terminologi, para ahli 
uṣῡl al-fiqh mendefinisikan dengan redaksional dan 
penekanan yang berbeda, ada dengan secara umum 
dan ada yang secara spesifik, tetapi substansinya 
adalah sama. Asy-Syāṭibi (w. 790 H) mendefinisikan 
sadd aż-żarā’i’ dengan perantara suatu perbuatan 
yang semula mengandung kemaslahatan yang 
menuju pada suatu kemafsadatan.766 Asy-Syaukāni 
(1250 H/1832 M) mendefinisikan dengan  masalah 
yang dilihat secara ẓahir itu dibolehkan, tetapi 
membawa kepada suatu perbuatan yang 
terlarang.767 Definisi ini menunjukkan bahwa 
seseorang yang melakukan suatu pekerjaan itu pada 
dasarnya dibolehkan, bahkan diperintahkan (fath az-
żarî’ah) karena mengandung suatu kemaslahatan, 
tetapi, kalau tujuan yang akan ia capai itu berakhir 
dengan membawa kemafsadatan, maka berarti 
suatu pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan (sad az-
żarî’ah), dan bisa dilarang sama sekali (mamnū’un).  

 
764Muhammad bin Sa’ad bin Muhammad al-Muqran, Sadd aż-Żari’ah 

wa ‘Alāqatuhā bi Maqāṣid asy-Syari’ah (Riyad: Jāmi’ah al-Mulk Sa’ῡd, t.t.), h. 
64. Muhammad Muṣṭafā Salabi, Uṣῡl al-Fiqh, h. 312. 

765Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in ‘an, h. 558. 
766Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt, Jld. ke 2, Juz ke 4, h. 113.  
767Asy-Syaukānî, Irsyād al-Fuhūl, h. 217.  
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Definisi asy-Syaukāni di atas, senada dengan 
yang dikemukakan oleh Abû Zahrah (w. 1974) 
bahwa az-żarî’ah yaitu perantara atau jalan yang 
menghubungkan pada tujuan (al-maqâṣîd), yakni 
jalan yang menghubungkan pada sesuatu yang 
diharamkan, atau dihalalkan. Jalan yang 
menghubungkan sampai kepada yang diharamkan, 
maka haram hukumnya; Jalan yang menyampaikan 
kepada sesuatu yang dihalalkan, maka halal 
hukumnya, dan jalan yang menyampaikan kepada 
sesuatu yang dibolehkan, maka boleh hukumnya. 
Demikian juga sesuatu yang menghubungkan pada 
yang wajib, maka wajib hukumnya.768 Seperti 
berzina itu haram, maka jalan yang menyampaikan 
pada terjadinya zina adalah haram. Contoh lain, 
melihat aurat wanita, maka suatu jalan yang 
menghantarkan kepada cara melihat yang terlarang, 
haram juga hukumnya. Dalam masalah ibadah, 
salat Jum’at itu wajib hukumnya, saat 
dikumandangkan ażan jum’at meninggalkan segala 
sesuatu untuk terlaksananya salat tersebut, maka 
wajib hukumnya, seperti meninggalkan jual beli. 
Pada dasarnya melakukan transaksi jual beli itu 
dibolehkan (al-ibāhah), tetapi, jika melakukan 
transaksi jual beli saat dikumandangkan ażan 
jum’at berakibat melupakan kewajiban salat jum’at, 
maka transaksi tersebut adalah dilarang. Atas dasar 
pemikiran (az-żarî’ah) ini, Zahrah membagi hukum 
itu pada dua macam, yaitu tujuan (maqāṣîd), yakni 
maqâṣîd asy-syarî’ah yang berupa kemaslahatan, dan 
cara/perantara (wasā’il), yaitu jalan yang menuju 
pada pencapain tujuan.769 Pencapaian tujuan yang 
disebutkan terakhir ini, al-Qarāfi (w. 684 H) 
menegaskan bahwa wasilah (perantara) yang 

 
768Muhammad  Abû Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, h. 288.  
769Ibid. 
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menyampaikan kepada tujuan yang paling utama 
adalah perantara yang paling utama, dan yang 
menyamipakan kepada tujuan yang paling buruk 
adalah perantara yang paling buruk, dan yang 
menyampaikan kepada tujuan yang tengah-tengah 
adalah perantara yang tengah-tengah.770 Dari 
penegasan ini, dapat dimengerti, seperti contoh 
tentang zina di atas bahwa perbuatan zina disebut 
sebagai perbuatan pokok yang dituju (al-maqâṣîd), 
haram hukumnya. Sedangkan hal-hal yang 
mendahuluinya disebut sebagai perantara (al-
wasā’il) kepada zina, juga haram hukumnya.771 
Karena itu berlaku kaidah bahwa “perantara 
(wasilah) itu hukumnya sama sebagaimana hukum 
yang berlaku pada apa yang dituju (al-maqāṣîd)”.772 

b. Dasar Perumusan Sadd aż-Żari’ah 
Perumusan sadd aż-żari’ah sebagai 

pertimbangan penetapan hukum didasarkan pada 
teks-teks al-Qur’ān, al-hadis, dan kaidah fiqhiyyah: 
1) Beberapa ayat al-Qur’ān, di antaranya: Q.S. al-

An’ām (6): 108: 

اۢ   دۡوا ا عا ٱللَّّ بُّواْ  فاياسخ  ِ دخونِ ٱللَّّ ونا منِ  يادۡعخ يِنا  ٱلَّ بُّواْ  اسخ ت لَا  وا
ب هِِم  را  َٰ

إلَِا ثخمَّ  مۡ  لاهخ ما عا ةٍ  مَّ
خ
أ  ِ
لكِخ  يَّنَّا  زا َٰلكِا  ذا كا عِلمٖٖۡۗ  يِۡۡ  بغِا

لخونا    عۡما نخواْ يا ا كَا م بمِا يخناب ئِخهخ مۡ فا هخ رجِۡعخ  مَّ

 
770Al-Qarāfi, Syarh Tanqih al-Fuṣūl, h. 448. 
771Al-Maqran, Sadd az-Żari’ah, h. 68. Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl 

al-Fiqh, h. 288. 
772Muṣṭafă bin Karāmatullah Makhżūm, Qawā’id al-Wasā’il fi asy-

Syari’ah al-Islāmiyyah Dirāsah Uṣῡliyyah fi Dau al-Maqāṣid asy-Syari’ah 
(Madinah an-Nabawiyyah: Dār Isbiliyya, 1415 H), h. 81. Muhammad ‘Izz 
ad-Din ’Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd as-Salâm, Qawā’id al-Ahkām fi Maṣālih al-
Anām (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/1999 M), Juzke 1,h. 39. 
Nūr ad-Din bin Mukhtār al-Khādimi, al-Maqâṣîd al-Istiqrā’iyyah Haqiqatuhā 
Hujjiyyatuhā Ḍawābîṭuhā (Tunis: Jāmi’ah az-Zaitūnah, 1428 H), h.73.    
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Artinya:  “Janganlah kamu memaki sembahan-
sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti memaki 
Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan ...”. 

Q.S. al-Baqarah (2): 104: 

ٱن خواْ  واقخول َٰعِناا  را خواْ  ول تاقخ لَا  نخواْ  ءااما يِنا  ٱلَّ ا  ها يُّ
ا
َٰٓأ ْۗ يا وا عخ واٱسۡما رۡناا  ظخ

لِِمٞ   
ا
ابٌ أ ذا َٰفِريِنا عا للِۡكا  وا

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu katakan (kepada 
Muhammada) “rā’inā”, tetapi 
katakanlah “inẓurnā” dan dengarlah, 
dan bagi orang-orang kafirlah siksa amat 
pedih”. 

Q.S. an-Nῡr (24): 31: 

ظۡنا  ياحۡفا وا َٰرهِنَِّ  بصۡا
ا
أ منِۡ  ضۡنا  غۡضخ يا َٰتِ  ؤۡمِنا ل لِۡمخ واقخل 

لِۡاضَۡبِنۡا   وا  ُۖ ا مِنۡها را  ها ظا ا  ما إلََِّ  نَّ  زيِناتاهخ بۡدِينا  يخ لَا  وا نَّ  هخ وجا فخرخ
وۡ  
ا
هِنَِّ أ نَّ إلََِّ لِۡخعخولِا بۡدِينا زِيناتاهخ  يخ

لَا ُۖ وا يخوبهِنَِّ َٰ جخ ا رهِنَِّ عَلا بِِخمخ
وۡ  ءا 

ا
هِنَِّ أ بۡنااءِٓ بخعخولِا

ا
وۡ أ
ا
بۡناائٓهِنَِّ أ

ا
وۡ أ
ا
هِنَِّ أ وۡ ءاابااءِٓ بخعخولِا

ا
اباائٓهِنَِّ أ

وۡ  
ا
أ َٰنهِنَِّ  إخِۡوا بانِِٓ  وۡ 

ا
أ َٰنهِنَِّ  إخِۡوا وۡ 

ا
أ هِنَِّ  بخعخولِا بۡنااءِٓ 

ا
أ وۡ 
ا
أ بۡناائٓهِنَِّ 

ا
أ

وْ 
خ
يِۡۡ أ وِ ٱلََِّٰبعِِينا غا

ا
نَّ أ َٰنخهخ يمۡا

ا
تۡ أ لاكا ا ما الِ  ما رۡباةِ منِا ٱلر جِا لِِ ٱلِۡۡ

لَا   وا اءِٖٓۖ  ٱلن سِا َٰتِ  وۡرا عا  َٰ ا عَلا واْ  رخ ظۡها يا امۡ  ل ِينا  ٱلَّ فۡلِ  ِ ٱلط  وِ 
ا
أ

إلَِا   تخوبخوآْ  وا  َّۚ زيِناتهِنَِّ منِ  ۡفِينا  ا يَخ ما لِِخعۡلاما  لهِنَِّ  رجۡخ
ا
بأِ ياضَۡبِنۡا 

مۡ تخفۡلِ  ؤۡمِنخونا لاعالَّكخ يُّها ٱلمۡخ
ا
ِيعًا أ ِ جَا ونا   ٱللَّّ  حخ



561 
 

Artinya:  “Dan janganlah mereka memukulkan 
kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah 
kamu sekalian kepada Allah, hai orang-
orang yang beriman supaya kamu 
beruntung”.   

2) Hadis Rasulullah Saw.: 
a) Hadis yang diriwayatkan oleh Imām 

Muslim dari Nu’mān bin Basyir, Rasulullah 
Saw. bersabda: 

متُشَبَ هِاَتٌ   أُموُرٌْ  ذلَكَِ  وَبيَنَْ  بيَ نٌِ  واَلْحرَاَمُ  بيَ نٌِ  َلالَُ  الح
َلالَِ هِيَ أَمْ منِْ الحرَاَمِ,   اسِ أَمنِْ الح َيدَْرِى كَثيِرٌْ منِْ الن َّ لا

تبَرْاَءً لدِيِنْيِهِْ وعَرَْضِهِ فقَدَْ سَلمَِ ومَنَْ وقَعََ شَيأًْ فمَنَْ ترَكََهاَ اسِْ 
هُ منَْ يرَْعَى حَولَْ الحمِىَ  منِْهاَ يوُشِْكُ انَْ يوُاَقعَِ الحرَاَمَ كما انَ َّ
الل  هِ  حِمىَ  ألاوَاَنِ َّ  حِمىَ   ِ لكِلُ  أَلاوَاَنِ َّ  يوُاَقعِهَُ  انَْ  يوُشَْكُ 

 ُ  محَاَرمِهُ
Artinya: “Sesungguhnya apa-apa yang halal 
itu sudah jelas dan apa-apa yang haram itu pun 
telaqh jelas, akan tetapi di antara keduanya ada 
yang samar-samar, tidak jelas (syubhāt) yang 
mayoritas manusia tidak mengetahui yang 
syubhāt itu. Barang siapa yang memelihara diri 
dari yang syubhāt, maka bersihlah agama dan 
kehormatannya. Sebaliknya, barang siapa yang 
jatuh pada yang syubhāt, maka ia berarti telah 
jatuh pada yang haram, seperti pengembala 
yang makan di daerah larangan. Ketahuilah 
bahwa setiap raja mempunyai larangan, dan 
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ketahuilah bahwa larangan Allah ialah apa-apa 
yang diharamkan-Nya”.773 

b) Hadis dari Abi Muhammad al-Hasan bin 
‘Ali bin Abi Ṭālib, ia berkata: 

ِيبْكَُ  ِيبْكَُ الِىَ ماَيرُ  دعَْ ماَيرُ
Artinya: “Aku menghafal dari Rasulullah Saw., 
tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu 
menuju sesuatu yang tidak kamu ragukan”.774 

c) Beberapa Kaidah Fiqhiyyah, di antaranya: 
(1) Kaidah tentang “mencegah 

kemafsadatan itu harus didahulukan 
daripada meraih kemaslahatan”.775 

(2)  Kaidah tentang dua kemafsadatan, 
“apabila dua kemafsadatan saling 
kontradiksi, maka peliharalah 
(peganglah) kemafsadatan yang lebih 
berat mudaratnya dengan mengerjakan 
kemafsadatan yang lebih ringan 
kemudaratannya”.776 

c. Macam-macam Sadd az-Żari’ah 
Memperhatikan dari efek yang ditimbulkan 

dari perbuatan mukallaf, para ulama uṣῡl al-fiqh di 
antaranya Ibn Qayyim (w. 571 H) membedakan az-
żarî’ah  pada empat macam,777 yaitu: 
1) az-Żari’ah yang pada dasarnya membawa 

kepada kerusakan, seperti perbuatan zina yang 
akan membawa pada kerusakan keturunan (an-
nasl).  

 
773Imam Muslim, Ṣahih Muslim, Juz ke 2, h. 50. 
774 Imām al-Bukhāri, Ṣahih al-Bukhāri, Juz ke 3, h. 153. 
775Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnῡ, al-Wajiz fi Iḍāh Qawā’id al-

Fiqh al-Kulliyyah (Bairut: Mu’assasah ar-Risālah, 1404 H/1983 M), h. 85.  
776As-Suyῡti,  al-Asybāh, h. 62.  
777Ibn Qayyim aj-Jauziyyah,  I’lām al-Muwăqqî’in, h. 559. 
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2) az-Żarî’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang 
diperbolehkan (al-mubāh), tetapi ditujukan 
untuk perbuatan yang tidak baik yang 
membawa pada kerusakan, disengaja atau tidak 
disengaja, seperti melakukan nikāh muhallil.778 
Pada asalnya hukum melakukan nikah itu 
diperbolehkan, tetapi, karena dilakukan dengan 
niat menghalalkan yang diharamkan, maka 
nikah tersebut dilarang untuk dilakukan.  

3) az-Żarî’ah yang semula ditentukan untuk suatu 
perbuatan yang diperbolehkan (al-mubāh), 
bukan untuk yang mendatangkan kerusakan, 
tetapi, biasanya sampai juga pada kerusakan, di 
mana kerusakan itu justru lebih besar daripada 
kebaikannya, seperti seorang perempuan yang 
baru ditinggal wafat suaminya, dalam 
menjalani masa iddahia berhias dengan 
“berlebihan”. Berhias bagi seorang perempuan 
secara hukum asal diperbolehkan, tetapi, bila 
dilakukannya itu pasca kematian suaminya 
yang baru saja terjadi dan masih dalam masa 
iddah,  maka berhiasnya tersebut menjadi 
penilaian publik tidak baik.  

4) az-Żarî’ah yang semula ditentukan untuk suatu 
perbuatan yang diperbolehkan, tapi terkadang 
membawa pada kerusakan. Sedangkan 
kerusakannya itu lebih kecil daripada 
kebaikannya, seperti melihat wajah (muka) 
seorang perempuan yang akan dipinang.  
Dari kategorisasi dampak yang ditimbulkan 

yang dikemukakan Ibn Qayyim tersebut di atas, 
dapat dipahami bahwa metode az-żarî’ah secara 

 
778Yaitu seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah 

ditalak tiga kalî setelah habîs masa iddah-nya kemudian mentalaknya 
dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikahinya 
kembalî. Lihat, Sayid Sābîq, Fiqh as-Sunnah (Bairût: Dâr al-Fikr, 1403 
H/1983 M), Jld ke 2, h. 39.  
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langsung berhubungan dengan tujuan yang hendak 
dicapai, yaitu memelihara kemaslahatan dan 
menolak kemafsadatan. Memelihara maslahat 
dalam beberapa tingkatannya termasuk tujuan yang 
disyari’atkan. Karena itu, az-żarî’ah sebagai metode 
berkaitan erat dengan metode maqâṣîd asy-syărî’ah, 
yakni metode penelitian pada ‘illah-’illâh perintah 
dan larangan, seperti yang ditawarkan oleh asy-
Syāṭibi (w. 790 H). Az-żarî’ah sebagai metode ijtihad 
yang penekanannya pada dampak suatu tindakan 
mukallaf (an-naẓar fi al-ma’ālāt) dapat dipertajam 
dengan maqâṣîd asy-syărî’ah, baik substansi maupun 
sebagai metode. Lebih jelas ia tegaskan bahwa az-
żari’ah terkadang menimbulkan mafsadat secara 
pasti, menimbulkan mafsadat tetapi jarang terjadi, 
menurut dugaan kuat akan menimbulkan mafsadat, 
dan pada umumnya menimbulkan mafsadat tetapi 
tidak sampai pada tahap dugaan kuat.779 

Bertolak dari dua pembagian macam sadd az-
żari’ah di atas, tanpak terlihat tidak terdapat 
perbedaan yang substansial, hanya jika dikritisi dari 
yang dikemukakan asy-Syāṭibi menunjukkan lebih 
umum, tidak saja dampak yang menimbulkan 
kemafsadatan itu semua perbuatan tetapi juga 
semua ucapan yang tidak etis dan bahkan 
menimbulkan fitnah (hoax), termasuk di dalamnya 
perihal hiyāl (hilah) meskipun tidak sampai pada 
dugaan kuat (maẓinnah). Ibn Qayyim sendiri apa 
yang disebutkan terkhir ini (hilah) memandang 
kontradiksi dengan sadd az-żari’ah. Bahwasannya 
asy-Syāri’ menutup jalan ke arah mafsadat dengan 
semua yang mungkin, sementara pelaku hilah 
membuka jalan kemafsadatan dengan bermacam-
macam hilah-nya.780 

 
779Asy-Syāṭibi, al-Muwafaqāt, juz ke 4, h. 112-113.  
780Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 571.  
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d. Kedudukan Sadd az-Żari’ah sebagai Dalil Hukum 
Di kalangan para ahli uṣῡl al-fiqh (uṣῡliyyin) 

terdapat perbedaan pendapat mengenai sadd az-
żari’ah sebagai dasar penetapan hukum, karena 
dalam praktiknya dapat menimbulkan 
kemafsadatan yang terkadang bersifat pasti (qaṭ’i), 
tidak pasti (ẓanni), dan terkadang jarang terjadi 
(nadir). Karena itu, di kalangan uṣῡliyyin terdapat 
dua golongan pendapat, yaitu Mālikiyyah dan 
Hanābilah, Hanafiyyah dan Syāfi’iyyah. 

Golongan pendapat pertama (Mālikiyyah dan 
Hanābilah) mengemukakan bahwa sadd az-żari’ah 
dapat dijadikan sebagai dasar (hujjah) penetapan 
hukum.781 Bahkan lebih tegas lagi, Ibn Qayyim (w. 
751 H) menyatakan bahwa sadd az-żarāi’ merupakan 
seperempat dari hukum taklifi. Karena hukum taklif 
itu pada dasarnya bermuara pada perintah (amr) 
dan larangan (nahy). Perintah itu ada dua macam, 
yaitu ada perintah yang ditujukan untuk kebaikan, 
dan ada yang menjadi perantara bagi kebaikan dan 
hal-hal yang bermanfaat. Demikian juga perbuatan 
yang dilarang, adakalanya karena untuk 
menghindari suatu kemafsadatan, dan adakalanya 
untuk menjauhi perantara yang membawa kepada 
kemafsadatan itu sendiri.782 

Pendapat mereka yang menjadikan sadd az-
żari’ah sebagai hujjah penetapan hukum didasarkan 
pada argumentasi di antaranya: Pertama, pada 
firman Allah:  Artinya, “dan janganlah kamu 
memaki-maki sembahan yang mereka sembah 
selain Allah, karena mereka akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan ...” 

 
781Asy-Syāṭibi, al-Muwāfaqāt, Juz ke 4, h. 112. Muhammad ‘Abd al-

Gani al-Bājiqani, al-Madkhal ilā Uṣῡl al-Fiqh al-Māliki (Bairut: Dār Lubnān, 
1387 H/1968 M), h. 138. Muhammad Abῡ Zahrah, Malik Hayātuh, h. 405. 

782 Ibn Qayyim aj-Jaquziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 558. Lihat, at-
Turki, Uṣῡl Mażhab al-Imām Ahmad, h. 460. 
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(Q.S. al-An’ām (6): 108). Dalam ayat tersebut Allah 
melarang memaki-maki sesembahan kaum musyrik, 
sekalipun pada awalnya dibolehkan. Larangan itu 
muncul karena hal itu bisa menjadi perantara yang 
menghantarkan kaum musyrikin marah dan 
memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan 
lebih dahsyat lagi. Jadi, kemaslahatan untuk tidak 
melakukan makian kepada Allah itu harus 
didahulukan daripada kemaslahatan mencela 
sesembahan kaum musyrikin. Dan secara sadd az-
żari’ah, menahan diri untuk tidak mencela itu lebih 
baik dearipada menggunakan hak mereka yang 
implikasinya membawa kerusakan pada agama. 
Kedua,  hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan 
oleh Imām Muslim dari ‘Abd Allah bin Umar, 
beliau bersabda: Artinya, “Termasuk dosa besar 
seseorang yang mencela kedua orang tuanya. 
Mereka (para sahabat) bertanya: Wahai Rasulullah, 
adakah orang yang (mau) mencela kedua orang 
tuanya. ? Rasul menjawab: Ya, orang itu adalah 
orang yang menghardik ayah orang lain kemudian 
orang lain tersebut balik menghardik ayahnya, dan 
dia menghardik ibu orang lain, kemudian orang 
lain tersebut balik menghardik ibunya”.783 

Hadis tersebut menegaskan bahwa menghardik 
kedua orang tua itu dilarang dan termasuk dosa 
besar. Demikian juga mencela kedua orang tua 
orang lain, berdasarkan prinsip sadd az-żari’ah 
dilarang sama sekali melakukan tindakan 
menghardik baik kepada kedua orang tua sendiri 
maupun kepada kedua orang tua orang lain. Jadi, 
tindakan apa pun, termasuk ucapan yang 
mengindikasikan mencela kedua orang tua adalah 
dilarang dalam ajaran agama Islam. 

 
783 Imām Nawāwi, Syarh Ṣahih Muslim (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), Juz ke 

2, h. 83. 
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Golongan pendapat kedua (Hanafiyyah dan 
Syāfi’iyyah) yang tidak menjadikan sadd az-żariah 
sebagai dasar penetapan hukum. Golongan kedua 
ini sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa 
literatur, tidak ditemukan pendapatnya secara 
eksplisit. Akan tetapi, bisa diketahui secara eksplisit 
pendapat keduanya ketika mencermati pendapat-
pendapatnya dalam masalah fikih. Misalnya, ulama 
Hanafi tidak menerima pengakuan orang dalam 
kondisi sakit yang membawa pada kematian 
mengenai perihal hutang-piutang (iqrār al-mariḍ 
bidainin wahuwa fi maraḍ al-maut), karena diduga 
kuat pengakuannya dalam kondisi tersebut akan 
berakibat pada pembatalan hak orang lain, yang 
pada akhirnya akan mendatangkan kemudaratan, 
di satu sisi bagi si sakit sendiri, dan di sisi lain 
kerugian bagi orang lain yang menerima atau 
memberi hutang. Karena itu, akad hutang-piutang 
atas dasar pengakuannya danggap tidak sah 
(batal).784 

Sedangkan di kalangan ulama Syāfi’iyyah, 
misalnya, bagi orang-orang yang sedang użur 
dengan meninggalkan salat Jum’at seperti orang 
yang sakit (al-mariḍ) dan bepergian (al-musāfir) itu 
dibolehkan dengan menggantikan dengan salat 
ẓuhur, yang penting mereka benar meninggalkan 
salat Jum’at. Pendapat demikian ini agar setiap 
muslim tidak menganggap sepele pada kewajiban 
salat, meskipun digantikan dengan salat ẓuhur. 
Dengan demikian, pandangan tersebut pada 
prinsipnya adalah berdasarkan sadd az-żari’ah.785 
Contoh lain, menurut Imām Syāfi’i (w. 204 H) 
bahwa seorang anak tidak berhak mendapatkan 
warisan dari orang tua yang dibunuhnya. Sebab, 

 
784 ‘Abd Rabbih, Buhῡṡ fi al-Adillah, h.218. 
785Ibid., h. 219. 
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jika anak yang membunuh orang tuanya itu tetap 
mendapatkan warisan, maka secara sadd az-żari’ah 
dikhawatirkan banyak anak lain yang berusaha 
membunuh orang tua (ayahnya) agar segera 
mendapatkan warisan.786 Hal ini sejalan dengan 
kaidah yang menyatakan bahwa “barang siapa 
yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba 
waktunya, maka harus menanggung akibat tidak 
mendapatkan sesuatu itu”.787 Karena itu, jalan yang 
menuju ke perbuatan seperti itu harus ditutup 
supaya tidak terus terjadi dalam kehidupan 
keluarga umat Islam.  

7. Al-Istiṣhāb 
a. Definisi 

Secara etimologi, kata  ُاِسْتِصْحَاب  berasal dari kata  

  artinya menemani atau menyertai.788 Kata ,  صُحْبَةُ 

 yang berarti , اِسْتِفْعَالُ  wazan atau ṣigatnya   اِسْتِصْحَابُ 

menuntut kebersamaan (  ِاْلمصَُاحَبَة -atau terus ,( طلََبُ 

menerus bersama/menyertai   (  ِاْلمصَُاحَبَة  .( اِسْتِمْرَارُ 

Misalnya, seseorang mengatakan: Saya menjadikan 
si Fulan atau buku (kitab) sebagai teman dalam 

bepergianku (  سَفَرِى فِِ  اَواِلكِتَابُ  فُلَانً    ,Atau .(  اِسْتِصْحَبْتُ 

dikatakan kepada seseorang: Saya menjadikan 
sesuatu yang lalu sebagai teman hingga sekarang 

الحاَلِ ) اِلََ  مُصَاحِب ا  جَعَلْتُهُ  يَ عْنِِ  اْلماَضِى  فِِ  مَاكَ انَ   789.(  اِسْتِصْحَبْتُ 

Penggunaan makna secara etimologi ini sesuai 
dengan kaidah istiṣhāb yang berlaku di kalangan 
uṣῡliyyin yang memposisikan istiṣhāb sebagai dalil 

 
786Ibid., h. 219-221. 
787As-Suyῡṭi, al-Asybāh, h. 103.  
788Abῡ Luwis Ma’lῡf, al-Munjid fi al-Lugah (Bairut: Dār al-Masyriq, 

1986), Cet. ke 29, h. 416. 
789Haiṡam Hilāl, Mu’jam Muṣṭalah al-Uṣῡl (Bairut: Dār al-Jail, 1424 

H/2003 M), Cet. ke 1, h. 24. Lihat, Quṭb Muṣṭafā Sānῡ, Mu’jam Muṣṭalahāt 
Uṣῡl al-Fiqh ‘Arabi-Inklizi (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1420 H/2000 M), 
h. 56.  
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hukum, karena mereka mengambil sesuatu yang 
telah diyakini dan diamalkan di masa lalu, dan 
secara konsisten memeliharanya untuk diterapkan 
di masa sekarang dan yang akan datang. 

Sedangkan secara terminologi, banyak ulama 
uṣῡl dari satu generasi ke generasi berikutnya 
mendefinisikan istiṣhāb, sebagai berikut: 

Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w.751 H) 
mendefinisikan istiṣhāb dengan: 

ا  ِتاً اوَْ نفَْيٌ ماَكاَنَ منَفْيِ ًّ  اسِْتدِاَمةَُ اثِبْاَتِ ماَكاَنَ ثاَب
Artinya:  “Mengukuhkan menetapkan apa yang pernah 

ditetapkan, dan meniadakan apa yang 
sebelumnya tidak ada”.790 

Ibn as-Sabki (w. 771 H) mendefinisikan istiṣhāb  
yaitu: 

خْييِرِْ  لِ لفِقُْداَنِ ماَيصَْلحُُ للِت َّ انىِ لثِبُوُتْهِِ فىِ الْاوَ َّ  ثبُوُتُْ امَرٍْ فىِ الث َّ
Artinya:  “Berlakunya sesuatu pada waktu kedua 

karena yang demikian itu pernah berlaku 
pada waktu pertama, karena tidak ada pantas 
untuk mengubahnya”.791 

Asy-Syaukāni (w. 1250 H/1832 M) 
mendefinisikan istiṣhāb adalah: 

 ُ ماَنِ الْماَضىِ فاَلاْصَْلُ بقَاَؤهُ ماَنِ المسُْتقَْبلَِ  انِ َّ ماَ ثبَتََ فىِ الز َّ  فىِ الز َّ

 
790Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’in, h. 212.  
791Ibn as-Sabki, Matn Jam’ al-Jawāmi, Juz ke 2, h. 350. 
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Artinya:  “Apa yang pernah berlaku dengan tetap pada 
masa lalu, maka pada prinsipnya tetap 
berlaku pada masa yang akan datang”.792 

Haiṡam Hilāl mendefinisikan istiṣhāb adalah: 

ُبوُتْهِِ فىِ الز َّماَنِ  عبِاَرةٌَ عنَِ الْحكُْمِ بثِبُوُتِْ امَرٍْ فىِ  ِناَءً علَىَ ث انىِ ب ماَنِ الث َّ الز َّ
لِ   الاوَ َّ

Artinya:  “Ungkapan tentang hukum pada penetapan 
suatu persoalan pada waktu kedua, yang 
didasarkan penetapannya pada waktu 
pertama”.793 

Empat definisi istiṣhāb tersebut di atas, secara 
redaksional terdapat perbedaan kata (bahasa) yang 
digunakan mereka, tetapi secara substansial, pada 
prinsipnya adalah sama, bahwa hukum yang telah 
ada atau tidak ada sebelumnya itu tetap 
diberlakukan pada masa sekarang atau yang akan 
datang, sebelum ada suatu indikasi (qarinah) yang 
mengubahnya. Sebagai acuan dasar mengenai 
istiṣhāb ini, Q.S. al-Baqarah (2): 29: 

إلَِا   ىَٰٓ  ٱسۡتاوا ثخمَّ  ا  ِيعا جَا رۡضِ 
ا
ٱلۡۡ فِِ  ا  مَّ م  لاكخ لاقا  خا ِي  ٱلَّ وا  هخ

لِ  ءٍ عا ۡ ِ شَا
ل  وا بكِخ َٰتٖٖۚ واهخ َٰوا ما بۡعا سا نَّ سا َٰهخ ى وَّ اءِٓ فاسا ما  يمٞ   ٱلسَّ

Artinya:  “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang 
ada di bumi ini untuk kamu”. 

Berdasarkan ayat ini dapat ditegaskan bahwa 
segala ciptaan Allah yang ada di dalam dan di 
muka bumi ini adalah dibolehkan untuk 

 
792Asy-Syaukāni, Irsyād al-Fuhῡl, h. 208. 
793Hiṡam Hilāl, Mu’jam Muṣṭalah Uṣῡl, h. 24.  
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dimanfaatkan umat manusia, sebelum adanya 
bukti-bukti atau indikasi lain yang mengubahnya.  

As-Suyῡṭi (w. 911 H) dalam konteks ini 
merumuskan sebuah kaidah fiqhiyyah: 

يْمِ  ليِلُْ علَىَ التحَْرِ ى يدَلُ ُ الد َّ  الاصَْلُ فىِ الْاشَْياَءِ الابِاَحةَُ حَت َّ
Artinya:  “Hukum asal sesuatu adalah dibolehkan, 

sehingga terdapat bukti yang 
mengharamkannya”.794 

Sebagai contoh, dalam masalah perkawinan. 
Setelah terjadi akad perkawinan sepasang suami 
isteri yang statusnya sama-sama lajang (perjaka dan 
gadis), kemudian mereka menikmati lazatnya 
hubungan intim keduanya. Setelah hubungan intim 
itu terjadi, suami mengatakan bahwa isterinya tidak 
perawan lagi. Tuduhan suami ini tidak dapat 
dibenarkan, kecuali ia dapat mengemukakan bukti-
bukti yang sah dan akurat. Bahkan secara pidana, 
Allah Swt. Telah menegaskan dalam Q.S. an-Nῡr 
(24): 4: 
 
Artinya:  “Dan orang-orang yang menuduh wanita-

wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan 
mereka tidak mendatangkan empat orang 
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh 
itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah 
kamu terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya. Dan mereka itulah orang-orang 
yang fasik”. 

Oleh karena itu, jika terjadi ada tuduhan dari 
pihak suami terhadap isterinya bahwa dia tidak 

 
794As-Suyῡṭi, al-Asybāh, h. 43. 
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perawan lagi, maka tuduhan itu harus dibuktikan 
berdasarkan bukti-bukti yang sah dan akurat.   

b. Macam-Macam Istiṣhāb 
Para pakar uṣῡl al-fiqh mengemukakan bahwa 

bentuk istiṣhāb itu banyak macamnya, sebagian 
disepakati dan sebagian yang lain diperdebatkan di 
antara mereka. Menurut ‘Ali ‘Abd Rabbih, terdapat 
lima macam istiṣhāb sebagai berikut: 
1) Istiṣhāb hukum asal (pokok) bagi sesuatu 

لِلْاَشْيَاءِ ) الَاصْلِى  الحكُمِ   ,Maksudnya .( اِسْتِصْحَابُ 

adalah boleh menetapkan hukum sesuatu yang 
bermanfaat bagi manusia, selama tidak ada dalil 
yang menunjukkan keharamannya. Kebolehan 
ini dasarnya Q.S. al-Baqarah (2): 29: 

ىَٰٓ   ٱسۡتاوا ثخمَّ  ا  ِيعا رۡضِ جَا
ا
ٱلۡۡ فِِ  ا  مَّ م  لاكخ لاقا  ِي خا ٱلَّ وا  إلَِا هخ

ليِمٞ    ءٍ عا ۡ ِ شَا
ل  وا بكِخ َٰتٖٖۚ واهخ َٰوا ما بۡعا سا نَّ سا َٰهخ ى وَّ اءِٓ فاسا ما  ٱلسَّ

Artinya:  “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala 
yang ada di bumi ini untuk kamu”. 

Q.S. al-Jāṡiyah (45): 13: 

َّۚ إنَِّ  ِنۡهخ ا م  ِيعا رۡضِ جَا
ا
ا فِِ ٱلۡۡ َٰتِ واما َٰوا ما ا فِِ ٱلسَّ م مَّ را لاكخ خَّ واسا

ونا    رخ كَّ تافا وۡمٖ يا َٰتٖ ل قِا َٰلكِا لَأٓيا  فِِ ذا
Artinya:  “Dan Dia menundukkan untukmu apa 

yang ada di langit dan apa yang ada di 
bumi semuanya, (sebagai rahmat) 
daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
kaum yang berfikir”. 
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Dari dua ayat ini menunjukkan, jika dari 
seluruh apa yang ada di langit ditundukkan 
dan apa yang ada di muka bumi diciptakan 
untuk dimanfaatkan dan dinikmati manusia, 
maka hal ini berdasarkan hukum asal berarti 
dibolehkan dikelola untuk kesejahteraan dan 
kemakmuran manusiia. 

2) Istiṣhāb tetap memberlakukan ketentuan hukum 

menurut asalnya (  ِالبََاَءَة اَوِ  الَاصْلِى  العَدَمِ  اِسْتِصْحَابُ 
يَّةِ الَاصْلِ  ). Maksudnya, pada dasarnya tidak ada 

hukum, seperti lepasnya seseorang dari 
tuntutan-tuntutan  syari’at (at-takālif asy-
syar’iyyah), sehingga ada dalil yang men-taklif-
nya dari berbagai persoalan hukum. Jika tidak 
ada, maka mereka boleh untuk melakukan apa 
yang mereka inginkan. Contoh, seseorang 
dituduh mempunyai hutang kepada penuduh, 
maka ia ditetapkan tidak punya hutang, 
berdasarkan kaidah al-barāah al-aṣliyyah (pada 
asalnya ia bebas dari beban), sehingga terbukti 
ia mempunyai hutang. Karena itu, kewajiban 
membuktikan dengan bukti-bukti yang akurat 
berada dipihak penuduh (penggugat). 

3) Istiṣhāb dengan menetapkan pemberlakuan 
suatu sifat bagi hukum syara’ sehingga tidak 

ditetapkan sebaliknya (   ِالمثُْبِت الوَصْفِ  اِسْتِصْحَابُ 
الشِ رْعِيِ    خِلافَهُُ للِْحُكْمِ  يَ ثْ بُتَ  حَتََّّ   ). Maksudnya, 

hukum yang telah ada tetap berlaku dan 
menjadi dalil untuk menolak ketentuan hukum 
yang baru, kecuali ditemukan adanya bukti-
bukti akurat yang menunjukkan keabsahan 
penetapan tersebut. Contoh, seorang wanita 
yang dinyatakan hilang (imra’ah al-mafqῡd). Ia 
bisa ditetapkan sebagai wanita yang hilang 
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dalam waktu yang cukup lama. Menurut Imām 
Mālik dan Ahmad bin Hanbal, harus menunggu 
selama empat tahun, tidak cukup dianalogikan 
sebagaimana wanita yang dicerai karena suami 
wafat, selama empat bulan sepuluh hari, 
kemudian dibolehkan menikah lagi kalau ia 
mau. Penetapan ini didasarkan pada suatu 
riwayat yang dikeluarkan oleh Sa’id bin Manṣῡr 
dan Ibn Syaibah, bahwa Umar bin al-Khaṭṭāb 
dan Usman bin ‘Affān pernah menghukumi 
wanita yang hilang, (ahli waris) harus 
menunggu selama empat tahun. Bahkan 
menurut Hafiyyah, wanita itu tidak boleh 
diceraikan dengan suaminya kecuali setelah 
sempurna waktunya, selama 120 tahun dari hari 
kelahirannya, maka yang demikian itu bisa 
ditetapkan hukumnya dengan telah meninggal 
dunia.795  Berdasarkan sifat hidupnya itu, 
sebelum empat tahun, atau 120 tahun, ia 
dinyatakan masih tetap hidup, dan hartanya 
tidak boleh dibagi-bagikan sebagaimana harta 
warisan. Demikian juga suaminya, tidak boleh 
melakukan  perkawinan dengan wanita lain, 
karena statusnya masih tetap sebagai suami 
dari isteri tersebut. 

4) Istiṣhāb yang menurut akal dan syara’ 
hukumnya tetap berlaku dan terus 

berkesinambungan (    عَلَى العَقْلُ  مَادَلَّ  اِسْتِصْحَابُ  
وَاسْتِمْرَارةَِ   Seperti, hak milik pada suatu .( ثُ بُ وْتهِِ 

benda adalah tetap dan terus berlangsung 
berkesinambungan disebabkan adanya akad 
kepemilikan, sehingga adanya perpindahan hak 
milik kepada orang lain, seperti jualbeli, atau 
diwariskan. 

 
795Lihat, ‘Ali Jum’ah, Qaul as-Ṣahābi, h. 115. 
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5) Istiṣhāb hukum yang ditetapkan berdasarkan 
ijmā’, tetapi eksistensi ijmā’ itu diperdebatkan ( 

 Misalnya, ketika .( اِسْتِصْحَابُ حُكْمِ الِاجْْاَعِ فِِ مَََلِ  النِ زَاعِ 

tidak ada air, seseorang boleh bertayamum 
untuk mengerjakan ṣalat, maka berdasarkan 
ijmā’ ṣalat yang dikerjakannya hingga selesai 
adalah sah. Akan tetapi, ketika dalam 
mengerjakan ṣalat ia melihat ada air, apakah 
ṣalatnya harus dibatalkan untuk kemudian 
berwuḍu, atau terus saja mengerjakan ṣalat 
sampai selesai.? Problem demikian ini, ternyata 
di kalangan pakar pemikiran hukum Islam 
terjadi beda pandangan. Sebagian ulama Māliki 
dan Syāfi’i memandang terus saja ṣalatnya 
sampai selesai, karena berdasarkan ijmā’ ṣalat 
tersebut dinyatakan sah. Sedangkan sebagian 
yang lain  (ulama Hanafiyyah dan Hanābilah) 
berpandangan, yang bersangkutan harus 
membatalkan ṣalatnya, untuk kemudian 
berwuḍu dan mengulangi ṣalatnya, Karena 
mereka tidak menerima ijmā’ tentang sahnya 
ṣalat tersebut.  

c. Istiṣhāb sebagai Dalil Hukum 
Istiṣhāb sebagai dalil hukum, ia memiliki dasar 

yang kuat baik dari nas al-Qur’ān dan 
hadis.maupun berdasarkan logika. Akan tetapi, 
ulama uṣῡl terjadi perbedaan pendapat dalam 
menanggapi, bisakah istiṣhāb menjadi dalil hukum 
dalam konteks istinbāṭ al-ahkām.? Dalam hal ini 
Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, terdapat tiga 
pendapat,796 sebagai berikut:  

Pertama, mayoritas ulama pakar pemikiran 
Islam (al-mutakallimin) berpendapat, istiṣhāb tidak 
bisa dijadikan dalil hukum (hujjah), karena hukum 

 
796Wahbah az-Zuhaili, Uṣῡl al-Fiqh, Juz ke 2, h. 896-897.  



576 
 

yang ditetapkan pada masa dahulu (fi az-zamān al-
awwal) menghendaki adanya dalil. Demikian juga 
untuk penetapan hukum pada masa sekarang dan 
yang akan datang (fi az-zamān as-ṡāni) mesti 
berdasarkan dalil. Mereka berargumen, menetapkan 
hukum dengan berdasarkan istiṣhāb, merupakan 
penetapan hukum tanpa dalil, karena kendatipun 
suatu hukum telah ditetapkan pada masa dahulu 
dengan suatu dalil, tetapi untuk memberlakukan 
hukum itu di masa kini dan yang akan datang 
diperlukan dalil lain. Menurutnya, istiṣhāb bukanlah 
dalil. Karena itu, menetapkan hukum di masa 
dahulu berlaku terus-menerus untuk masa sekarang 
dan yang akan datang, berarti reasoning-nya adalah 
menetapkan hukum tanpa dalil. Menetapkan 
hukum tanpa dalil secara metodologi hukum syara’, 
tidak dibolehkan.  

Kedua, mayoritas ulama Hanafiyyah era generasi 
penerus (al-hanafiyyah al-muta’akhkhirin) 
berpendapat, istiṣhāb bisa menjadi dalil hukum 
(hujjah) untuk menetapkan hukum yang telah ada 
sebelumnya, dan mereka berasumsi bahwa hukum 
itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, 
tetapi tidak bisa menetapkan hukum akan ada. 
Mereka berargumen, bahwa seorang mujtahid 
dalam meneliti suatu problem hukum yang ada, ia 
menduga kuat bahwa ketetapan hukumnya sudah 
ada, atau memang sudah dibatalkan. Tetapi, ia tidak 
menemukan dalil yang menetapkan bahwa 
hukumnya telah dibatalkan. Dalam konteks ini 
seorang mujtahid harus berpegang pada hukum 
yang sudah ada, karena ia tidak menemukan dan 
mengetahui dalil hukum yang membatalkannya. 
Karena itu, istiṣhāb hanya bisa dijadikan dalil 
hukum (hujjah) untuk menetapkan hukum yang 
telah ada, selama tidak ada dalil yang me-nasakh 
hukum itu, di samping, tidak boleh untuk 
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menetapkan hukum yang baru muncul (lā yaṡbut 
hukman jadidan). 

Ketiga, mayoritas ulama Māliki, Syāfi’i, 
Hanābilah, Ẓāhiriyyah, dan termasuk Syi’ah 
berpendapat bahwa istiṣhāb bisa menjadi dalil 
hukum (hujjah) secara mutlak untuk menetapkan 
hukum yang telah ada, selama tidak ada dalil 
hukum yang mengubahnya. Mereka berargumen, 
bahwa sesuatu yang telah ditetapkan pada masa 
dahulu, selama tidak ada dalil hukum yang 
mengubahnya, maka sejatinya hukum itu berlaku 
dengan terus-menerus (al-istimrār).                     
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BAB V 
PENUTUP 

Berdasarkan uraian pembahasan-pembahasan pada bab-bab 
terdahulu di atas, maka pada bab terakhir ini dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Metodologi hukum Islam pada hakikatnya adalah ilmu 

uṣῡl al-fiqh, karena secara terminologis, ilmu ini 
merupakan sejumlah pengetahuan yang tersusun secara 
sistematis berupa kaidah-kaidah umum yang menjadi 
sarana penggalian, penemuan dan penetapan hukum 
yang bersifat praktis. Metodologi hukum Islam (uṣῡl al-
fiqh), obyek kajiannya adalah dalil-dalil hukum yang 
umum (al-adillah al-ahkām al-kulliyyah) yang terperinci. 
Hal ini menunjukkan bahwa uṣῡl al-fiqh merupakan 
pengetahuan yang ditemukan oleh para pakar 
(mujtahidῡn) dari dalil-dalil al-Qur’ān dan sunnah. 
Kedua dalil ini sebagi sumber dari segala sumber 
hukum (maṣdar min al-maṣādir), baik yang berkaitan 
dengan teks-teks kealaman (al-kauniyyah), sosial 
kemasyarakatan (al-ijtimā’iyyah) maupun yang berkaitan 
dengan spiritualitas manusia (al-wujdāniyyah). Hal ini 
berarti uṣῡl al-fiqh tidak boleh keluar dari koridor 
keduanya, karena ia dihasilkan dari proses perenungan 
dan pendalaman yang maksimal (an-naẓar wa at-
taammul) dari sumber dan dalil-dalil hukum tersebut. 
Dalam tataran teoritis-normatif, sumber dan dalil-dalil 
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hukum itu ada yang disepakati (al-adillah al-ahkām al-
muttafaq ‘alaih) oleh para pakar metodologi hukum 
Islam (uṣῡliyyin), dan ada yang diperdebatkan oleh 
mereka eksistensinya sebagai dalil hukum (al-adillah al-
mukhtalaf Fihā). Karena itu, uṣῡl al-fiqh sebagai sarana 
istinbāṭ al-ahkām, maka di atasnya dikonstruk hukum-
hukum Islam sebagai manifestasi dari hasil penggalian, 
penemuan dan penetapan hukum. Penetapan hukum di 
sini bisa menunjukkan wajib (al-ijāb), sunnah (an-nadb), 
haram (at-tahrim), larangan tidak tegas (al-karāhah), dan 
kebolehan (al-ibāhah). Selain itu, hukum bisa ditetapkan 
dengan adanya sebab, persyaratan tertentu, dan 
pengecualian dari penetapan hukum yang semestinya. 

2. Metodologi hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya 
telah terjadi corak penalaran yang berbeda yang 
mewujud dalam dua kelompok pemikiran yang disebut 
ahl al-hadiiṡ dan ahl ar-ra’y yang memiliki landasan 
teologis masing-masing. Kelompok ahl al-hadiṡ adalah 
kumpulan para pakar pemikiran hukum Islam yang 
dalam meng-istinbaṭ-kan hukum terhadap kasus-kasus 
hukum yang terjadi mereka memberikan porsi pada 
teks-teks (al-Qur’ān dan sunnah) wahyu lebih besar atas 
ra’y, dan ra’y digunakan hanya dalam situasi dan 
kondisi tertentu. Sedangkan kelompok ahl ra’y adalah 
kumpulan para pakar pemikiran hukum Islam yang 
dalam meng-istinbaṭ-kan hukum terhadap kasus-kasus 
hukum yang terjadi mereka memberikan porsi ra’y lebih 
besar atas teks-teks al-Qur’ān dan sunnah, karena 
menurut mereka eksistensi kedua teks tersebut secara 
langsung tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus hukum 
yang terjadi. Pada perkembangan berikutnya, kelompok 
ahl ar-ra’y ini berubah menjadi sebuah aliran (mażhab) 
fikih rasional. Sedangkan kelompok ahl al-hadiṡ berubah 
menjadi aliran fikih tradisional. Munculnya dua 
kelompok pemikiran metodologis tersebut, pada 
akhirnya mendorong lahirnya sebuah aliran pemikiran 
metodologis sintetis yang merekonstruksi dua 
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pemikiran metodologi sebelumnya. Seiring berjalannya 
waktu, pada perkembangan berikutnya muncul tiga 
aliran pola pemikiran uṣῡli sebagai representasi dari 
dinamika corak pemikiran aliran-aliran (mażhab-
mażhab) di atas, yaitu aliran mutakallimin (Syāfi’iyyah, 
Mālikiyyah dan Hanābilah), aliran fuqahā’ (Hanafiyyah), 
dan aliran konvergensi (al-jam’ bain ṭariqatan).  

3. Gagasan dan tawaran dari para pemikir muslim 
kontemporer tentang perlunya pembaruan metodologi 
hukum Islam (‘ilm uṣῡl al-fiqh) ternyata memunculkan 
perdebatan yang kontroversial. Di kalangan mayoritas 
ulama uṣῡl (Jumhῡr al-uṣῡliyyin),  mereka menolak 
gagasan dan tawaran tersebut. Bahkan mereka 
mensikapinya secara  negatif dan penuh kecurigaan, 
karena dinilai gagasan dan tawaran itu tidak 
mempunyai landasan teori ilmu uṣῡl al-fiqh yang kuat 
(theoritical frame). Secara umum, konsep-konsep 
metodologi hukum Islam klasik (tradisional) sudah 
cukup mapan, berkembang dan  dipraktikkan oleh para 
imam mujtahid dalam meng-istinbaṭ-kan hukum 
terhadap kasus-kasus hukum baru yang terjadi, 
sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi 
khazanah pengembangan pemikiran hukum Islam. 
Karenanya, ilmu uṣῡl al-fiqh diposisikan sebagai the 
queen of Islamic sciences. Namun demikian, teori-teori 
ilmu uṣῡl al-fiqh yang dahulu dipandang sudah mapan 
dan final itu, di era globalisasi dan digitalisasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi 
modern saat ini menjadi problematika tersendiri, karena 
dipandang perangkat keilmuan yang tercakup di 
dalamnya sudah tidak mampu menjelaskan dan 
menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum 
yang terus terjadi di era kontemporer ini. Lebih jauh, 
kelompok pemikir muslim kontemporer menposisikan 
uṣῡl al-fiqh sebagai crisis of relevance dan perlunya 
perubahan paradigma (paradigm shift) baru. Dari 
pemikiran ini, tanpaknya mereka dalam rangka upaya 
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membangun metodologi hukum Islam ingin 
mengkontekstualisasikan secara dialektika antara teks 
suci (al-Qur’ān dan sunnah) sebagai wahyu dan realitas 
dunia modern (peradaban) yang terus dihadapkan pada 
problematika kehidupan manusia, sehingga dalam 
memaknai dan penggalian serta menemukan hukum 
tidak semata-mata secara tekstual atau makna eksplisit 
teks, tetapi  menjangkau untuk menangkap spirit (rῡh 
asy-syari’ah) dari maksud teks itu sendiri (maqāṣis asy-
syari’ah). Dari gagasan dan tawaran upaya pembaruan 
metodologi hukum Islam tersebut di atas, sambil 
menunggu realisasinya untuk menuju uṣῡl al-fiqh 
kontemporer, maka bagi para akademisi, para mujtahid, 
dan ulama pada umumnya dapat mengamalkan prinsip 
al-muhāfaẓah ‘alā al-qadim as-ṣālih wa al-akhż di al-jadid al-
aṣlah.         
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